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8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang
Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
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PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
DIGITAL TAHUN 2025-2029.

Pasal 1
Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun
2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Kementerian
Komunikasi dan Digital untuk periode S (lima) tahun terhitung
mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

(1) Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital
Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
memuat:

a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;

b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan
kerangka kelembagaan; dan

c. target kinerja dan kerangka pendanaan.

(2) Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital
Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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Pasal 3
Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian
Komunikasi dan Digital Tahun 2025-2029 yang termuat dalam
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tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis
Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025-2029
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
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Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
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1.1

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI
DAN DIGITAL TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

Kondisi Umum

Dengan berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025, pemerintah telah menetapkan arah
pembangunan jangka panjang baru dengan telah diterbitkannya
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.
Dokumen perencanaan pembangunan 20 tahun tersebut dirancang
sebagai landasan dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu
menjadi Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.
Visi tersebut akan diterjemahkan ke dalam 4 (empat) fase Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu fase I 2025-
2029, fase II 2030-2034, fase III 2035-2039, dan fase IV 2040-2045.

Pada RPJPN 2025-2045 terdapat 8 agenda transformasi Indonesia di
antaranya transformasi sosial; transformasi ekonomi; transformasi
tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan
Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan
kewilayahan yang merata dan berkeadilan; sarana dan prasarana yang
berkualitas dan ramah lingkungan; serta kesinambungan
pembangunan. Kemudian, 8 agenda tersebut diturunkan ke dalam 17
arah pembangunan nasional yang disebut dengan Indonesia Emas.
Dari ketujuh belas arah pembangunan tersebut, salah satunya
memuat transformasi digital yang menjadi salah satu pendorong
dalam penguatan transformasi ekonomi. Dalam fase awal atau periode
pertama RPJPN yaitu tahun 2025-2029, pembangunan nasional
difokuskan untuk memperkuat fondasi transformasi.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) sebagai leading
sector pemerintah dalam mendukung pelaksanaan transformasi digital
nasional ke depan perlu merencanakan berbagai strategi untuk
memperkuat tatanan transformasi digital di Indonesia. Pada tahun
2023 lalu, Kemenkomdigi telah menyusun Visi Indonesia Digital 2045
(VID2045), yaitu dokumen strategis yang berisikan rekomendasi/arah
kebijakan pembangunan digital, termasuk di dalamnya memuat
milestone arah tujuan per-lima tahun sesuai dengan fase RPJMN.
Dalam mengoperasionalisasi arah pembangunan digital tersebut
untuk periode lima tahun ke depan, maka disusun Rencana Strategis
(Renstra) Kemenkomdigi periode 2025-2029 yaitu dokumen
perencanaan jangka menengah fase pertama yang menjadi fondasi
demi tercapainya visi jangka panjang Indonesia. Renstra ini menjadi
landasan yang akan menentukan keberhasilan dalam mencapai
Indonesia Emas 2045, terutama dalam mendukung pembangunan
transformasi digital.



1.1.1

1.1.1.1

Pada tahun 2045, Indonesia bercita-cita menjadi negara maju dengan
nilai produk domestik bruto (PDB) di peringkat 5 sampai 7 tertinggi
dunia. Penguasaan teknologi menjadi hal yang penting dalam
mendorong produktivitas berbagai sektor, dan digitalisasi akan
meningkatkan nilai dari setiap komponen PDB. Diperkirakan
kontribusi ekonomi digital terhadap PDB mencapai 19% pada tahun
2045 dengan nilai ekonomi digital mencapai Rp22.513 triliun
(VID2045, 2023). Potensi bonus demografi juga dapat menjadi peluang
besar bagi Indonesia, dimana tahun 2030 diperkirakan penduduk usia
produktif mencapai 203,1 juta atau 68% dari keseluruhan populasi
(VID2045, 2023).

Sehubungan dengan hal tersebut, Kemenkomdigi perlu mentranslasi
strategi untuk membangun ekosistem digital yang produktif yang
mampu mengakselerasi transformasi digital secara menyeluruh agar
tertuang secara komprehensif ke dalam Renstra 2025-2029. Dalam 5
tahun terakhir, Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan
dan tantangan dalam pembangunan dan penerapan digitalisasi di
berbagai sektor, baik permasalahan teknis di lapangan dalam
pembangunan infrastruktur, maupun permasalahan struktural dan
koordinasi internal pemerintahan dalam mewujudkan transformasi
digital nasional, seperti masalah akses internet, penggunaan internet
yang belum tepat guna, hingga tantangan disrupsi teknologi.

Searah dengan RPJMN 2025-2029, arah pembangunan 2025-2029
akan diarahkan untuk memperkuat fondasi transformasi. Untuk itu,
pada renstra akan diupayakan pembangunan infrastruktur digital
yang merupakan fondasi penting dalam mendukung berbagai
transformasi yang ada. Penguatan yang diperlukan mencakup
berbagai aspek, mulai dari penyediaan akses internet yang luas dan
terjangkau hingga pembangunan ekosistem digital di dalamnya.
Keberhasilan dalam tahap ini bukan hanya akan memberikan pondasi
yang kuat bagi transformasi nasional depan, tetapi juga akan
berdampak langsung pada kemampuan Indonesia untuk bersaing
secara global. Sebaliknya, jika upaya penguatan infrastruktur dan
ekosistem digital ini tidak berhasil, akan sulit bagi Indonesia untuk
mencapai posisi cita-cita nasional pada tahun 2045.

Sebagai langkah awal penyusunan Renstra Kemenkomdigi 2025-2029,
dilakukan telaah terhadap kondisi umum pembangunan digital
nasional serta hasil evaluasi program kementerian pada periode 2020-
2024. Hal ini penting sebelumnya guna merumuskan arah kebijakan
dan strategi pembangunan digital ke depan.

Hasil Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan Renstra 2020-2024

Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada periode 2020-2024, Kemenkomdigi telah mengimplementasikan
berbagai program dan kegiatan yang mampu meningkatkan
penyebaran infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke
seluruh wilayah di Indonesia. Berikut merupakan capaian kinerja
untuk pilar infrastruktur TIK.



Akses internet pita lebar

Kemenkomdigi melakukan upaya mendorong penetrasi layanan
fixed broadband dengan memberikan bantuan kepada operator
dalam bentuk kemudahan penggelaran jaringan dan memberikan
stimulus bantuan untuk penggelaran pada kawasan prioritas dan
strategis nasional. Hingga tahun 2024, kecamatan yang
terjangkau infrastruktur jaringan serat optik broadband sudah
mencapai 68,48% (Pantau Komdigi, 2025)

Selain bantuan kepada operator, Kemenkomdigi juga mendorong
demand terhadap layanan fixed broadband di masyarakat melalui
kebijakan intervensi dalam bentuk bantuan pemerintah yang
bersifat stimulan dan sebagai katalisator, tanpa bersaing
langsung dengan penyedia layanan. Hingga tahun 2024, 21.32%
(Pantau Komdigi, 2025) rumah tangga di Indonesia sudah
terlayani jaringan internet akses fixed broadband.

Akses Seluler 4G di Wilayah Non-3T

Dalam rangka mendorong penetrasi layanan seluler 4G ke wilayah
non-3T, Kemenkomdigi melakukan upaya akselerasi dengan
mendorong komitmen pembangunan BTS 4G oleh operator seluler
melalui perpanjangan izin frekuensi radio bagi para operator.
Hingga tahun 2024, operator seluler telah berhasil menyediakan
layanan internet broadband di wilayah non-3T sebanyak 3.435
desa/kelurahan (Lakip Kemenkomdigi, 2024). Dengan komitmen
ini, operator seluler dapat memperpanjang izin frekuensi mereka,
memungkinkan pengembangan jaringan yang lebih luas. Hal ini
bertujuan untuk memastikan akses seluler 4G yang lebih merata
di seluruh Indonesia, mendukung konektivitas nasional dan
inklusi digital.

Kebijakan Industri Telekomunikasi

Sepanjang Tahun 2020-2024, pemerintah memperkuat fondasi
industri telekomunikasi melalui penetapan Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan
Penyiaran sebagai kerangka regulasi terpadu sektor pos,
telekomunikasi, dan penyiaran. Regulasi ini kemudian
diturunkan lebih lanjut, antara lain melalui Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, yang
menyederhanakan perizinan serta meningkatkan efektivitas
penggelaran infrastruktur. Di sisi lain, penataan dan pelelangan
spektrum, serta penetapan standar kualitas layanan melalui
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa
Telekomunikasi, turut mempercepat pemerataan akses dan
peningkatan mutu layanan, sekaligus memperkuat daya saing
industri.



Layanan 5G di Wilayah Prioritas

Hingga dengan tahun 2025, luas pemukiman tercover sinyal 5G
sebesar 4,44% (Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital
Kemenkomdigi, 2025). Sampai Desember 2024, terdapat 12 dari
13 lokasi yang seharusnya menjadi target dalam Renstra
Kemenkomdigi 2020-2024 yang telah terlayani jaringan S5G,
antara lain enam ibu kota provinsi di Pulau Jawa (Jakarta,
Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Serang), Ibu Kota
Nusantara (IKN), Kawasan Industri Jababeka, dan lima destinasi
super prioritas (DPSP) antara lain titik lokasi pariwisata
Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang
(Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital Kemenkomdigi, 2025).

Palapa Ring

Proyek Palapa Ring merupakan inisiatif pemerintah untuk
mengembangkan infrastruktur jaringan serat optik nasional, yang
dibagi menjadi tiga paket pekerjaan yaitu Palapa Ring Barat,
Tengah, dan Timur. Hingga tahun 2024, rata-rata utilisasi Palapa
Ring sudah mencapai 54,35%. Palapa Ring Barat
(menghubungkan 5 ibu kota kab/kota dengan jaringan fiber optic
dengan kapasitas 300 Gbps) terpakai sebesar 218 Gbps (72,67%).
Sementara itu, Palapa Ring Tengah (menghubungkan 17 ibu kota
kab/kota dengan jaringan fiber optic dengan kapasitas 600 Gbps)
terpakai sebesar 264 Gbps (44%). Terakhir, Palapa Ring Timur
(menghubungkan 35 kabupaten/kota memiliki kapasitas fiber
optic sebesar 800 Gbps, dan microwave link sebesar 5.500 Mbps),
hingga akhir 2024 telah terutilisasi sebesar 371 Gbps atau
46,38% untuk kapasitas fiber optic, dan 5.050 Mbps (91,82%)
untuk kapasitas microwave link.

Program Penyediaan Base Transceiver Station di Daerah 3T

Penyediaan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T
merupakan bagian dari upaya perluasan akses layanan digital
secara merata di seluruh Indonesia. Hingga tahun 2024,
pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T telah
mencakup 6.794 lokasi yang telah beroperasi. Dari jumlah
tersebut, sebanyak 1.642 lokasi merupakan BTS Universal Service
Obligation (USO) dengan skema sewa layanan, sementara 5.152
lokasi lainnya merupakan BTS 4G New Site yang dibangun
melalui skema belanja modal (Lakip Kemenkomdigi, 2024).

Akses Internet Titik Layanan Publik

Dalam mendukung penyelenggaraan layanan publik, terutama di
wilayah Indonesia yang kurang terlayani akses internet,
Kemenkomdigi telah menyediakan akses internet di berbagai titik
layanan publik. Titik layanan publik tersebut antara lain sekolah,
Balai Latihan Kerja (BLK), puskesmas, lokasi pariwisata, balai
desa dan kantor pemerintahan serta markas komando
(TNI/POLRI) pada wilayah 3T, perintisan, perbatasan, tidak layak
secara ekonomi, dan wilayah yang masih memerlukan sarana dan
prasarana TIK.

Sampai dengan tahun 2024 total akses internet yang telah
tersebar di Indonesia adalah 38.274 lokasi layanan publik dengan
rincian, 23.751 fasilitas pendidikan, 8.438 kantor pemerintahan,
3.194 fasilitas pelayanan kesehatan, 834 tempat ibadah, 801



pusat kegiatan masyarakat, 674 fasilitas pertahanan dan
keamanan, 287 fasilitas pelayanan usaha, 212 lokasi wisata, dan
83 fasilitas transportasi publik (Lakip Kemenkomdigi, 2024).

SATRIA-1

Sebagai upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
dalam rangka memenuhi kebutuhan broadband di Indonesia,
Kemenkomdigi telah berhasil meluncurkan Satelit Multifungsi
(SMF) SATRIA-1 pada Desember 2023. Hingga tahun 2024,
kapasitas IP Hub telah terinstal sebanyak 150 Gbps yang tersebar
pada 11 stasiun bumi yang berperan sebagai gateway SATRIA-1.
Sampai dengan akhir tahun 2024, user terminal yang telah
terkoneksi dengan SATRIA-1 sebanyak 26.440 titik lokasi dengan
kapasitas 4 Mbps untuk masing-masing lokasi, sehingga
pemanfaatan kapasitas SATRIA-1 telah mencapai 105,76 Gbps
atau sebesar 70,5% dari kapasitas total SATRIA-1 sebesar 150
Gbps (Lakip Kemenkomdigi, 2024).

Ekosistem Penyiaran Digital (Digital Broadcasting System dan Set
Top Box)

Pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) merupakan amanat dari
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang
mengharuskan migrasi penyiaran televisi (TV) dari analog ke
digital selesai paling lambat 2 November 2022. Proses ini
dilakukan secara bertahap pada tahun 2022 dengan
mempertimbangkan kesiapan teknis di berbagai wilayah. ASO
dilakukan secara bertahap, dimulai pada 2 November 2022 untuk
24 wilayah layanan, termasuk Jabodetabek. Meskipun demikian,
hingga tahun 2024, populasi penduduk Indonesia yang
mendapatkan layanan siaran TV digital hanya mencapai angka
66%.

Untuk mendukung transisi ini, Program Digital Broadcasting
System (DBS) juga telah diimplementasikan terhadap Lembaga
Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI). Proyek
ini merupakan dukungan Kemenkominfo kepada TVRI selaku LPP
dalam bentuk pemancar digital, studio, serta pelatihan sumber
daya manusia (SDM) yang andal. Melalui proyek ini TVRI
mendapatkan 199 pemancar digital serta 29 studio TV digital.
Adapun tujuannya adalah untuk memperluas cakupan siaran TV
digital ke daerah yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan
siaran TV analog dan meningkatkan kualitas pembuatan konten
dari LPP TVRL

Pusat Monitoring Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran

Pada periode 2020-2024, Kemenkomdigi telah melakukan
pengembangan pada Pusat Monitoring Telekomunikasi, Pos, dan
Penyiaran (PMT), terutama dalam hal penyediaan perangkat dan
pengembangan sistem untuk mendukung dashboard yang
memantau infrastruktur telekomunikasi, pos, dan penyiaran,
Quality of Service (QoS), Quality of Experience (QoE), serta
dashboard pengaduan masyarakat. Pada periode 2023-2024,
PMT telah mengoperasikan keempat dashboard tersebut di 514
Kabupaten/Kota di Indonesia. Lebih lanjut, pengembangan PMT
diteruskan dengan pengadaan perangkat pengukuran QoS



Telekomunikasi support 5G, perangkat pengukuran QoS Fixed
Broadband, serta pengembangan sistem aduan masyarakat.

Cakupan dan Kualitas Layanan Pos

Dalam rangka meningkatkan jumlah kecamatan yang terlayani
oleh layanan pos, Kemenkomdigi telah melakukan pengembangan
sistem profiling data informasi penyelenggara pos untuk pemetaan
cakupan layanan dan jaringan penyelenggaraan pos komersial. Di
sisi kebijakan, Kemenkomdigi telah mengambil peran melalui
Layanan Pos Universal, dengan tetap memastikan kualitas
layanannya melalui sertifikasi ISO 9001:2015. Hingga tahun
2024, layanan pos telah mencakup 100% atau setara 5.022
kecamatan di Indonesia. Namun demikian, cakupan ini diartikan
bahwa satu titik layanan pos dapat melayani beberapa kecamatan
sekaligus. Hal ini berpengaruh terhadap efisiensi dan aksesibilitas
layanan di beberapa wilayah

1.1.1.2 Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat, dan Layanan
Publik

A.

Alokasi Spektrum Frekuensi

Penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan broadband
pada tahun 2020-2024 kini telah mencapai 1720 MHz,
melampaui target 1310 MHz yang ditetapkan dalam RPJMN dan
Renstra Kemenkomdigi 2020-2024. Capaian ini terbagi dalam
beberapa tahap: pada tahun 2020, terdapat penambahan 30 MHz
dari pita frekuensi 2,3 GHz. Kemudian, pada tahun 2023,
ditambahkan lagi 1690 MHz dari pita frekuensi 700 MHz (90 MHz)
dan 26 GHz (1600 MHz).

Dalam upaya menyediakan tambahan spektrum frekuensi radio,
terdapat berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor
eksternal. Salah satu tantangan utama adalah pembebasan pita
frekuensi radio yang sebelumnya digunakan oleh layanan selain
broadband. Proses pembebasan ini tidak hanya dipengaruhi
aspek teknis, tetapi juga aspek legal dan bisnis, yang sering kali
memakan waktu cukup lama.

Pengembangan Laboratorium Balai Besar Pengujian Perangkat
Telekomunikasi dan Sarana Pendukung

Pengembangan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
(BBPPT) berlangsung dari tahun 2020 hingga 2024, dengan
tujuan menjadikan BBPPT sebagai pusat pengujian perangkat
TIK. Capaian pengembangan Pusat Pengujian Perangkat TIK
BBPPT telah mencapai 100% pada akhir tahun 2024, melalui
tahapan yang dimulai dari perencanaan teknis pada tahun 2020,
pembangunan gedung pada 2021, hingga penyelesaian
infrastruktur pengujian dan kalibrasi pada 2023. Pada tahun
2024, kegiatan difokuskan pada mobilisasi laboratorium Specific
Absorption Rate (SAR) dari lokasi awal di Bekasi ke BBPPT Tapos
di Depok, serta pengembangan Sistem Informasi Pengujian
Perangkat TIK BBPPT (Laporan Monev Capaian Program Strategis
B12, 2024).



1.1.1.3

C. Sistem Monitoring Spektrum Frekuensi Radio

Penyediaan perangkat untuk pengembangan infrastruktur
manajemen Sistem Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (SMFR)
merupakan bagian penting dalam upaya ~memastikan
pemantauan dan pengawasan yang efektif terhadap spektrum
frekuensi radio. Hingga Desember 2024, penyediaan perangkat
untuk pengembangan infrastruktur manajemen spektrum
frekuensi radio telah melampaui target, mencapai 133 unit.
Dalam proses penyediaan perangkat SMFR, terdapat kendala
dalam pemenuhan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Hingga saat ini, perangkat SMFR masih harus diimpor karena
belum ada produksi lokal yang mampu memenuhi spesifikasi
teknis yang diperlukan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dalam Renstra Kemenkomdigi 2020-2024, Kemenkomdigi juga
berfokus untuk mendorong digitalisasi dan pemanfaatan teknologi
digital di berbagai sektor, mulai dari ekonomi dan bisnis,
pemerintahan, serta meningkatkan kompetensi talenta digital
nasional. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan
produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia. Dalam rangka
mencapai tujuan tersebut, Kemenkomdigi melakukan berbagai
program dan kegiatan untuk mendorong pemanfaatan teknologi
digital, yang capaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Digital Technopreneur

Program Digital Technopreneur diluncurkan dengan tujuan untuk
melahirkan perusahaan startup digital baru yang berkualitas dan
dapat memberikan dampak positif pada industri TIK secara
khusus dan perekonomian Indonesia secara umum. Program ini
dilakukan melalui dua program strategis, yaitu Gerakan Nasional
1000 Startup Digital yang berfokus pada tahap ideation dan
problem validation dan Startup Studio Indonesia yang berfokus
untuk memfasilitasi early-stage startup untuk mengembangkan
potensi bisnis hingga mencapai product market fit dan siap untuk
mendapatkan pendanaan.

Dalam kurun waktu 2020-2024, program Digital Technopreneur
melalui Gerakan Nasional 1000 Startup Digital telah memfasilitasi
penciptaan 694 startup digital sampai tahap product validation
dan siap diluncurkan ke pasar. Hingga tahun 2024, program
Digital Technopreneur telah menciptakan 140 startup digital aktif
yang diukur melalui 4 key metrics, yaitu penambahan jumlah
tenaga kerja, peningkatan revenue, peningkatan traction, dan
peningkatan jumlah investasi startup digital. @ Dalam
pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan
program, seperti pola pikir kewirausahaan masyarakat Indonesia
yang masih rendah khususnya di bidang digital, kurangnya
kesiapan ekosistem digital dan pasar industri digital yang
berdampak pada peningkatan potensi startup daerah, serta
kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan seperti
pemerintah, akademisi, dan sektor swasta.



Business Matchmaking Startup Digital

Business Matchmaking merupakan sebuah metode yang
memperbanyak model one on one business meeting secara
langsung untuk meningkatkan peluang investasi dan kerja sama
bisnis baru bagi para pengusaha, khususnya pelaku startup
digital. Peningkatan investasi pelaku teknologi dilakukan melalui
2 program strategis, yaitu HUB.ID Accelerator dan HUB.ID Summit.

Berdasarkan Renstra Kemenkomdigi 2020-2024, Business
Matchmaking Startup Digital diukur melalui persentase startup
digital yang berhasil naik kelas dengan target sebesar 5% atau 3
dari 50 startup yang difasilitasi untuk setiap tahunnya mulai dari
tahun 2021 hingga 2024. Hingga tahun 2024, terdapat 9,56%
atau 22 startup digital yang berhasil naik kelas dari target
sebanyak 230 startup digital melalui bantuan program HUB.ID
Accelerator dan HUB.ID Summit, menunjukkan program ini telah
melebihi target yang ditetapkan. Faktor yang mendukung
keberhasilan startup digital untuk naik kelas adalah adanya
perkembangan program HUB.ID dalam menciptakan inovasi baru,
seperti IP Research Matchmaking untuk menciptakan kerja sama
antara startup dengan perguruan tinggi, Partner Day yang berhasil
mendatangkan ratusan business partner yang siap berkolaborasi
dengan startup di ekosistem HUB.ID, dan Venture Capital
Engagement yang berhasil mendatangkan VC dari benua lain.

Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis

Salah satu pemanfaatan teknologi Internet of Things (loT) yang
dilakukan di sektor pertanian telah memberikan transformasi
signifikan dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan
keberlanjutan. Dengan sensor IoT, petani dapat memantau
kondisi tanah, cuaca, dan kualitas tanaman secara real-time,
sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih tepat.
Penggunaan teknologi [oT juga dapat mengurangi penggunaan
sumber daya secara berlebih serta meminimalkan risiko gagal
panen. Salah satu program fasilitasi use case IoT sektor pertanian
yang dilakukan Komdigi di tahun 2024 menunjukan bahwa
terdapat peningkatan produktivitas hasil panen, dibandingkan
dengan tanpa menggunakan teknologi IoT. Inovasi ini mendukung
modernisasi pertanian menuju pertanian berbasis data, sejalan
dengan visi ketahanan pangan nasional dan pembangunan
pertanian yang berkelanjutan.

Fasilitasi adopsi teknologi digital pada sektor-sektor strategis
merupakan upaya Kemenkomdigi dalam mengatasi hambatan
digitalisasi yang masih dihadapi oleh para pelaku usaha sektoral
untuk dapat mencapai hasil dan dampak yang maksimal dari
peluang ekonomi digital yang ada. Program ini dilakukan dengan
menyediakan berbagai kegiatan fasilitasi implementasi adopsi
teknologi digital untuk meningkatkan nilai ekonomi digital
dengan mendorong transformasi digital pada sektor pertanian,
maritim, logistik, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.
Implementasi teknologi digital dilaksanakan dengan skema Proof
of Concept (PoC) teknologi digital pada masing-masing sektor.



Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah

Fasilitas adopsi teknologi digital pada Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) merupakan suatu langkah krusial dalam
mendukung pertumbuhan dan daya saing sektor UMKM di era
digital, mengingat UMKM memiliki peranan strategis dalam
perekonomian Indonesia. Sebelum melakukan fasilitasi, pada
tahun 2020 telah dilaksanakan Kajian Pemetaan Adopsi
Teknologi Digital Perdagangan untuk menentukan potensi adopsi
teknologi oleh pelaku UMKM melalui profil usaha di beberapa
daerah yang berbeda. Program ini tersebar di 13 kawasan
strategis yang mencakup 15 provinsi di seluruh Indonesia,
meliputi wilayah timur seperti Papua dan Papua Barat.

Hingga tahun 2024, tercatat sebanyak 28.676 UMKM yang sudah
active selling dengan kriteria aktif melakukan upload foto dan
deskripsi produk, aktif melakukan interaksi dengan pelanggan,
dan aktif berjualan di platform digital. Sementara itu, terdapat
9.586 UMKM yang sudah scaling up dengan pemanfaatan
teknologi digital. Pelaksanaan adopsi digital untuk UMKM
memiliki berbagai kendala, seperti keterbatasan aksesibilitas dan
infrastruktur digital, resistensi dari pelaku UMKM dalam
mengadopsi teknologi digital, minimnya kesadaran pelaku UMKM
akan manfaat penerapan teknologi digital dalam bisnis, persepsi
biaya tinggi dalam mengadopsi teknologi digital, serta persepsi
risiko keamanan data dan privasi dalam menggunakan platform
digital untuk berjualan.

Pusat Data Nasional

Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) yang dilakukan sesuai
dengan mandat pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95
Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(Perpres Nomor 95 Tahun 2018) Pasal 27 ayat (5) merupakan
salah satu bagian penting dalam mendukung berjalannya Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Portal Satu Data
Indonesia. Secara kumulatif, berdasarkan Renstra Kemenkomdigi
tahun 2020-2024, pembangunan PDN ditargetkan terwujud
sebanyak 2 PDN di tahun 2024. Sementara itu data per Desember
2024 menunjukkan capaian sebesar 97% untuk pembangunan
PDN-1 dan capaian yang lebih rendah yakni 2,4% untuk
pembangunan PDN-2.

Ketidaktercapaian target yang telah ditetapkan pada Renstra
Kemenkomdigi tahun 2020-2024 disebabkan oleh beberapa
kendala. Pada pembangunan PDN-1 kendala yang ditemui antara
lain terdapat pekerjaan yang belum terselesaikan pada akhir
tahun 2024 berupa instalasi dan pemasangan server (IT
installation & other local mounting), penyambungan internet, dan
penyelesaian sertifikat laik fungsi.

Sementara itu pada pembangunan PDN-2 kendala yang ditemui
antara lain, belum terpilihnya Consultant Services dikarenakan
belum terbitnya Non-Objection Letter (NOL) oleh pihak Lender
(EDCF) terhadap proses seleksi yang dilakukan oleh Pokja
pemilihan hingga akhir tahun 2024 mengaktifkan klausul Article
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XI Section 11.04. Termination of Loan Agreement (b) yang
menyebutkan bahwa "Apabila pengadaan barang atau jasa yang
akan dibiayai dari hasil pinjaman tidak dilaksanakan dalam
waktu delapan belas (18) bulan setelah tanggal efektif Perjanjian
Pinjaman, maka bantuan untuk proyek yang dibuat oleh
Pemerintah Republik Korea menjadi tidak sah, dan karenanya
Perjanjian Pinjaman akan berakhir." berdasarkan klausul
tersebut, dengan aktifnya Loan Agreement yang dilakukan pada
tanggal 15 Juni 2023, maka tanggal 15 Desember 2024 loan
agreement dinyatakan sudah tidak bisa dijadikan landasan
pendanaan dalam pembangunan PDN-2.

Layanan Jaringan Intra Pemerintah

Integrasi Jaringan Intra Pemerintah (JIP) memiliki tujuan untuk
meningkatkan efisiensi komunikasi dan kolaborasi antara
berbagai entitas pemerintah. JIP yang terintegrasi juga dapat
mendukung perbaikan dalam penerapan SPBE.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, target integrasi JIP adalah 100%
keterhubungan antar K/L/Prov. Sementara dalam Renstra 2020-
2024, Keterhubungan K/L/Prov dengan JIP ditargetkan sebesar
90%. Pada akhir periode Renstra 2020-2024, data menunjukkan
capaian JIP sebesar 90% atau 99 dari 109 K/L/Prov terhubung
dengan JIP. Capaian kinerja ini telah memenuhi angka yang
ditargetkan dalam renstra, tetapi belum memenuhi angka yang
ditargetkan dalam RPJMN.

Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)
memungkinkan terwujudnya integrasi layanan antar instansi
secara efisien, mempercepat alur pertukaran data, serta
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini,
Kemenkomdigi melalui penyelenggaraan SPLP berperan untuk
mendukung interoperabilitas data dalam penyelenggaraan SPBE
termasuk percepatan transformasi digital dan keterpaduan
layanan digital nasional. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam
Perpres Nomor 95 Tahun 2018, Perpres Nomor 132 Tahun 2022
tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Nasional (Perpres Nomor 132 Tahun 2022), dan Perpres Nomor 82
Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan
Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Perpres Nomor 82 Tahun
2023).

Berdasarkan Renstra 2020-2024, target pemanfaatan SPLP
adalah 629 K/L/D. Data per Desember 2024 menunjukkan
capaian pemanfaatan sebesar 65% atau sebanyak 411 K/L/D
yang telah memanfaatkan SPLP untuk interoperabilitas data dan
aplikasi antar instansi. Capaian ini belum mampu memenuhi
target yang ada, terutama disebabkan oleh belum optimalnya
pemahaman dan kesadaran di berbagai K/L/D mengenai nilai
strategis penggunaan SPLP dalam mendukung terwujudnya
interoperabilitas data dan aplikasi SPBE.
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Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi
Transformasi digital menuntut banyak perubahan di setiap
aktivitas masyarakat termasuk pada Sistem Peradilan Pidana
Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Pengembangan
Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi
(SPPT-TI) merupakan langkah awal untuk mengubah proses
penanganan perkara pidana dari dokumen fisik menjadi
elektronik. Selain itu, pengembangan ini juga akan
mempermudah proses pertukaran data perkara bagi aparat
penegak hukum yang lokasinya saling berjauhan.

Adapun capaian kinerja yang telah dicapai pada akhir periode
Renstra Kemenkomdigi 2020-2024 adalah terbentuknya 4 desain
dari 4 desain Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi
Informasi (SPPT-TI) yang ditargetkan pada RPJMN 2020-2024.

Penyusunan dan Implementasi Masterplan Smart City

Salah satu faktor pendorong terjadinya transformasi digital
adalah terciptanya ekosistem digital yang dapat ditopang melalui
implementasi kota cerdas (smart city) yang berkelanjutan. Untuk
itu, penyusunan masterplan smart city ditargetkan bagi 150 kota
dalam Renstra Kemenkomdigi tahun 2020-2024. Pada akhir
periode Renstra Kemenkomdigi 2020-2024 telah dilaksanakan
penyusunan masterplan smart city di 251 kota/kabupaten. Hal ini
berarti, capaian kinerja telah tercapai dengan baik. Demikian juga
dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi implementasi kota cerdas
(smart city) yang di targetkan kepada 241 kota/kabupaten dan
telah dilaksanakan seluruhnya dengan baik.

Penyelenggara Sistem Eelektronik Lingkup Privat

Pengembangan Sistem Pengendalian Tata Kelola Penyelenggara
Sistem Elektronik (PSE) telah diatur dalam Undang-Undang (UU)
Nomor 11 Tahun 2008 yang telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE) dan PP Nomor 71 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP
PSTE). Pada lingkup privat, PSE merujuk pada setiap orang dan
masyarakat serta badan wusaha di sektor swasta yang
menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem
elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama
kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya
dan/atau keperluan pihak lain. Dalam sistem pengendalian tata
kelola, PSE yang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh
regulasi dapat dikenai sanksi administratif, seperti peringatan
tertulis, denda administratif, penghentian sementara, hingga
pencabutan izin operasional.

Adapun capaian kinerja Kemenkomdigi terkait durasi pemutusan
akses PSE terhadap konten melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan  telah  memenuhi target Renstra
Kemenkomdigi tahun 2020-2024 dengan berhasil memutus akses
dalam kurun waktu rata-rata 0,43 jam dari target kurang dari 3
jam yang harus dipenuhi pada Renstra Kemenkomdigi tahun
2020-2024.
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Penyusunan dan Implementasi Undang-Undang tentang
Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan
Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan pemerintah bersama DPR
pada tahun 2022 dan mulai berlaku sejak Oktober 2024. Dengan
berlakunya UU PDP, semua organisasi privat dan publik wajib
patuh dan mengimplementasikan ketentuan UU PDP.

Selain UU PDP, ditargetkan juga penyusunan dua naskah regulasi
turunannya, yakni Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
Pelaksanaan UU PDP dan Rancangan Peraturan Presiden tentang
Penetapan Lembaga Pelaksana PDP (RPerpres Badan PDP), dalam
Rencana Strategis Kemenkomdigi tahun 2020-2024. Hingga akhir
tahun 2024, Kementerian Komdigi telah menyerahkan naskah
RPerpres Badan PDP kepada KemenPAN-RB untuk diproses lebih
lanjut. Sementara itu, RPP Pelaksanaan UU PDP juga telah
memasuki tahap pembahasan harmonisasi yang dipimpin oleh
Kementerian Hukum.

Pada tahun 2025, Kemenkomdigi bersama dengan tim panitia
antar Kementerian/Lembaga telah menyelesaikan proses
harmonisasi RPP Pelaksanaan UU PDP dan menyampaikan
naskah final kepada Presiden untuk pengesahan. Sedangkan
RPerpres Badan PDP sedang dalam proses harmonisasi bersama
dengan tim panitia antar Kementerian/Lembaga. Dalam masa
transisi sebelum terbentuknya Badan PDP, Kemenkomdigi dan
Kementerian/Lembaga terkait tetap melakukan pengawasan PDP
di sektor masing-masing sesuai dengan tugas, fungsi, dan
kewenangannya

Penanganan dan Penanggulangan Konten Negatif

Penanganan konten negatif sangat diperlukan untuk
menciptakan lingkungan online yang aman, positif, dan
bermanfaat bagi pengguna. Aktivitas penanganan dan
penanggulangan konten negatif telah dilaksanakan sejak tahun
2020 hingga 2024 dan terus mencapai target yang ditentukan
dalam RPJMN 2020-2024 maupun Renstra Kemenkomdigi 2020-
2024. Berdasarkan data terakhir di 2024, penanganan dan
penanggulangan konten negatif telah berhasil ditangani untuk
total 6.624.677 konten selama tahun 2020-2024.

Literasi Digital

Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi
dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kemampuan dasar
dalam literasi digital, mulai dari pengoperasian dan akses
teknologi digital, hingga penekanan pentingnya keamanan
personal dan pencegahan konten negatif. Pelaksanaan program
literasi digital didasarkan pada modul dan kurikulum yang
mencakup 4 pilar, yaitu digital skills, digital ethics, digital safety,
dan digital culture.

Program ini telah memberikan literasi digital kepada 29.793.185
orang hingga tahun 2024 kepada berbagai segmentasi sasaran
seperti masyarakat umum, pendidikan, dan pemerintahan.
Pelaksanaan program literasi digital memiliki beberapa tantangan
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seperti kondisi geografis, keadaan jangkauan internet yang
berbeda-beda, dan rendahnya kolaborasi yang dilakukan untuk
menjangkau  segmentasi masyarakat, pendidikan, dan
pemerintahan.

Digital Talent Scholarship

Program Digital Talent Scholarship (DTS) merupakan program
bantuan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan
kompetisi digital masyarakat Indonesia dan mengurangi
kesenjangan keterampilan digital di Indonesia, baik dari
Indonesia Bagian Barat sampai dengan Indonesia Bagian Timur.
Program ini terdiri dari 8 akademi pelatihan, antara lain
Vocational School Graduate Academy (VSGA), Professional
Academy (ProA), Digital Entrepreneurship Academy (DEA), Fresh
Graduate Academy (FGA), Thematic Academy (TA), Government
Transformation Academy (GTA), Talent Scouting Academy, Digital
Leadership Academy (DLA).

Berdasarkan RPJMN 2020-2024 target jumlah talenta digital
mencapai 250.000 peserta. Secara kumulatif program DTS
berhasil melampaui target tersebut, dengan memberikan
pelatihan kepada 654.083 talenta digital hingga tahun 2024
dengan persentase peserta yang berhasil mendapatkan sertifikasi
completion sebesar 77,33% atau sebanyak 505.783 talenta digital.

Beasiswa S2/S3 bidang Komunikasi dan Informatika

Beasiswa S2/S3 merupakan program untuk menciptakan SDM
nasional bidang komunikasi dan informatika yang kompeten,
andal, profesional, dan berdaya saing tinggi. Program ini menjalin
kerja sama dengan 12 instansi perguruan tinggi terbaik dalam
negeri dan 8 instansi perguruan tinggi luar negeri.

Selama periode 2020-2024, program ini telah berhasil
memberikan beasiswa kepada total 1.044 peserta dengan
persentase capaian kelulusan tepat waktu setiap tahun berturut-
turut adalah 87,6%; 85,71%; 63,43%; 77,58%; dan 86,18%.
Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target
program Beasiswa S2/S3 bidang Kominfo disebabkan oleh
kendala dalam proses pembuatan jurnal atau karya ilmiah, serta
persyaratan kelulusan dari masing-masing perguruan tinggi yang
dapat menghambat kelulusan mahasiswa. Meskipun demikian,
Kemenkomdigi juga menyelenggarakan sesi berbagi pengalaman
dengan menghadirkan alumni kepada penerima beasiswa untuk
mendukung keberhasilan kelulusan tepat waktu.

1.1.1.4 Komunikasi Publik

A.

Diseminasi Informasi Bidang Polhukam

Diseminasi informasi publik bidang politik, hukum, dan
keamanan dipandang perlu untuk mampu mewujudkan misi
ketujuh Presiden, yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga. Upaya tersebut
dilakukan dengan melakukan konter narasi atas konten negatif,
ujaran kebencian, dan hoaks untuk menjaga kestabilan
keamanan di lingkungan masyarakat. Selama periode 2020-2024,
Kemenkomdigi secara aktif mendiseminasikan konten informasi
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terkait berbagai isu prioritas di bidang politik, hukum, dan
keamanan, seperti Anti Radikalisme dan Terorisme, Bela Negara,
UU PDP, UU ITE, UU Hak Kekayaan Intelektual, serta pendidikan
politik untuk masyarakat Indonesia. Berdasarkan isu tersebut,
diperoleh capaian sebesar 83% tingkat kepuasan masyarakat
terhadap akses dan kualitas informasi program prioritas
pemerintah bidang Polhukam serta 93% berita hoaks yang
berhasil dikonter pada bidang Polhukam. Hal ini menunjukkan
tren positif bahwa diseminasi isu bidang Polhukam periode 2020-
2024 telah melebihi target capaian yang ditetapkan, dengan
adanya upaya diseminasi yang dilakukan melalui kanal media
Kemenkomdigi, seperti media elektronik, media online, media
sosial, media tatap muka, serta media luar ruang.

Diseminasi Informasi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Berkaitan dengan bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (PMK), Kemenkomdigi bertanggung jawab dalam
perencanaan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan
dan evaluasi informasi dan komunikasi pada sektor pendidikan,
agama, kebudayaan, sosial, pemuda, olahraga, perlindungan
anak, pemberdayaan perempuan, kesehatan, serta desa dan
transmigrasi. Selama periode 2020-2023, Kemenkomdigi aktif
mensosialisasikan konten informasi terkait berbagai isu prioritas,
seperti COVID-19, Pendidikan Karakter Pancasila, Pengentasan
Kemiskinan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas,
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan,
Penanganan Stunting, serta Jaminan Kesehatan Nasional. Dari
isu-isu tersebut, diperoleh capaian sebesar 87% masyarakat yang
memahami informasi kebijakan dan program prioritas milik
pemerintah bidang PMK serta 84% berita hoaks yang berhasil di
konter pada bidang PMK. Dengan demikian, diseminasi isu
bidang PMK periode 2020-2024 telah dilakukan menggunakan
saluran-saluran komunikasi sesuai target sasaran yang
ditetapkan, berdasarkan karakteristik tema yang
disosialisasikan.

Diseminasi Informasi Bidang Perekonomian dan Maritim

Program Diseminasi Informasi Bidang Perekonomian dan Maritim
berfokus pada beberapa isu prioritas, yakni sektor keuangan,
pertanian, agraria, lingkungan hidup dan kehutanan,
perdagangan, perindustrian, koperasi dan wusaha kecil dan
menengah, badan usaha milik negara, pekerjaan umum dan
perumahan rakyat, ketenagakerjaan, energi dan sumber daya
mineral, perhubungan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata.
Berdasarkan pencapaian program per tahun, program ini berhasil
mencapai target yang ditetapkan, yakni sebesar 87% masyarakat
yang memahami informasi kebijakan dan program prioritas milik
pemerintah bidang Perekonomian dan Maritim. Di samping itu,
program ini juga menunjukkan adanya perolehan yang cukup
signifikan pada aktivitas konter ©berita hoaks bidang
Perekonomian dan Maritim, mencapai 94%. Keberhasilan ini
tercapai berdasarkan survei persepsi publik yang dilakukan
terhadap isu, seperti: (1) Isu Perekonomian I: Sampah Laut,
Literasi Finansial, Ketahanan Pangan; (2) Isu Perekonomian II:
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UMKM Go Online, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia;
dan (3) Isu Maritim: Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Bangga
Berwisata di Indonesia).

Diseminasi Informasi Melalui Media Kemenkomdigi
Kemenkomdigi bertanggung jawab atas pengelolaan kanal media,
meliputi media online, cetak, audio visual, dan media sosial untuk
melaksanakan  diseminasi informasi  program = prioritas
pemerintah. Kanal-kanal diseminasi yang dimaksud meliputi
Indonesiabaik.id; GPRTV; Infopublik.id; Indonesia.go.id; Komik
Komunika; Jurnal Dialog Kebijakan Publik; dan majalah
GPRNews sebagai media publik untuk menjangkau masyarakat
sasaran berbeda. Media online seperti Infopublik, Indonesia.go.id,
dan Indonesiabaik.id digunakan untuk menjangkau masyarakat
perkotaan hingga pedesaan yang mempunyai akses komunikasi
digital melalui internet. Selanjutnya, media Komik Komunika dan
GPRTV merupakan kanal diseminasi untuk menjangkau
masyarakat di daerah 3T yang minim akses komunikasi digital.
Berdasarkan capaian kinerja pada program diseminasi informasi
melalui media Kemenkomdigi, program ini telah mencapai angka
target yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya. Hingga tahun
2024, tercatat sebesar 87% masyarakat telah mengakses
informasi berkaitan dengan program prioritas pemerintah melalui
kanal media pemerintah (owned media). Dampak yang dihasilkan
dari terlaksananya program ini adalah program dan kebijakan
pemerintah dapat lebih efektif tersebar ke seluruh masyarakat
hingga ke wilayah 3T melalui sinergi dengan media massa.

Diseminasi Informasi Bidang Stunting

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun
2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Kemenkomdigi
bertanggung jawab atas advokasi dan komunikasi pada
kampanye penurunan prevalensi stunting. Sejak tahun 2017,
Kemenkomdigi telah melakukan upaya penanggulangan stunting
melalui kampanye yang dilakukan secara lebih masif melalui
Kampanye Generasi Bersih dan Sehat (Genbest) di tahun 2019.
Kampanye ini menargetkan masyarakat di beberapa lokasi
prioritas serta melibatkan generasi muda untuk mendorong
gerakan bersama penyebaran informasi terkait stunting. Untuk
mencapai target kampanye, beberapa saluran diseminasi
digunakan yaitu media tatap muka, media elektronik, media
cetak, media sosial, media online, serta media luar ruang. Hingga
tahun 2024, tercatat masyarakat di lebih dari 176
kabupaten/kota telah memperoleh akses terhadap informasi
pencegahan stunting, dengan rata-rata jangkauan tiap tahun
lebih dari 9,8 juta orang. Sepanjang tahun 2020-2024, kampanye
Genbest menghadapi berbagai kendala, seperti pandemi COVID-
19. Meskipun pandemi melanda, Kemenkomdigi tetap menjaga
komitmen untuk mencapai target kampanye, salah satunya
melalui perubahan strategi diseminasi menjadi berbasis digital.



-16 -

Diseminasi Informasi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan
Papua dan Papua Barat

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat, Kemenkomdigi berperan untuk
meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik
terkait percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat. Sejak tahun 2020, Kemenkomdigi
menetapkan capaian khusus dengan menargetkan peningkatan
pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah dalam
upaya pembangunan Papua dan Papua Barat bidang sumber daya
manusia dan infrastruktur. Hingga tahun 2024, telah tercapai
sebesar 75,9% masyarakat yang memahami informasi kebijakan
dan program prioritas milik pemerintah terkait Percepatan
Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Dalam
pelaksanaannya, program ini mengalami kendala yakni target
audiens diseminasi informasi yang belum tepat sasaran,
meskipun lokus kanal yang digunakan sudah disesuaikan dengan
karakteristik audiens. Meski demikian, program ini turut
memberikan dampak bagi masyarakat untuk dapat mengetahui
kebijakan pemerintah terkait pembangunan kesejahteraan di
Provinsi Papua dan Papua Barat.

1.1.1.5 Kuasi Publik

A.

Rekomendasi Hasil Pemeringkatan Lembaga Penyiaran TV
Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) merupakan
instrumen evaluasi yang digunakan oleh Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI) untuk menilai kualitas isi siaran televisi jaringan
nasional secara periodik sejak tahun 2015. Hasil capaian IKPSTV
hingga periode 1 tahun 2024 menunjukkan nilai yang cukup
fluktuatif. Secara keseluruhan, rata-rata nasional IKPSTV tahun
2024 adalah sebesar 3,19, yang berarti telah memenuhi standar
minimal KPI (nilai > 3,00). Berdasarkan 8 kategori program siaran
yang diteliti, program Infotainment dan Sinetron secara berurutan
memiliki nilai 2.73 dan 2.42 yang tidak memenuhi standar
program siaran berkualitas KPI yaitu bernilai di bawah 3.00.
Meskipun capaian ini menunjukkan tren positif, tantangan masih
dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas program, khususnya
karena masih terbatasnya pemahaman sebagian lembaga
penyiaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar
Program Siaran (P3-SPS).

Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran Televisi
dan Radio

Sebagai tanggung jawab Komisi Penyiaran Indonesia (KPI),
layanan pengaduan masyarakat terhadap konten siaran TV dan
radio merupakan layanan yang bertujuan untuk memberikan
wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau
pengaduan terkait isi siaran TV dan radio yang dianggap tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyediaan layanan
pengaduan masyarakat penting dilakukan untuk mengawasi dan
menjaga kualitas program yang disiarkan TV dan radio agar tidak
melanggar norma dan etika sesuai dengan P3SPS. Saat ini, KPI
menggunakan 11 (sebelas) jenis saluran pengaduan, terdiri dari 2
saluran resmi pengaduan yang teregistrasi yaitu surat masuk dan
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tatap muka, serta 1 saluran mitra/lembaga dari pemerintah yang
terhubung dengan aplikasi KPI. Selama periode 2020-2024,
tercatat sebanyak 4.798 aduan yang diterima, dan seluruh
pengaduan yang masuk telah ditindaklanjuti dan diselesaikan
100%. Hal ini mencerminkan bahwa KPI melampaui target
penyelesaian pengaduan secara efektif pada tahun tersebut.

Salah satu strategi yang dilakukan untuk mendorong partisipasi
aktif dari masyarakat adalah dengan meluncurkan aplikasi
"SARAN" (Sahabat Penyiaran) pada tahun 2022 untuk mengawasi
konten siaran secara mudah dan cepat. Meskipun aplikasi SARAN
dinilai sudah efektif, tetapi pengembangan aplikasi lebih lanjut
seperti penambahan fungsi Progressive Web Application (PWA),
optimalisasi pengoperasian, maupun penyempurnaan fitur
aplikasi akan dilakukan.

Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio yang Diawasi

Pengawasan terhadap lembaga penyiaran (LP) radio dan televisi
yang dilakukan oleh KPI memiliki peran dalam menjaga serta
meningkatkan kualitas penyiaran di Indonesia. Selama periode
2020-2024, sebagian besar LP yang diawasi oleh KPI telah
mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. LP yang dinilai mematuhi peraturan adalah LP yang
tidak dikenai sanksi berupa pembatasan durasi dan waktu siaran
dan/atau penghentian sementara mata acara yang bermasalah
setelah melalui tahap tertentu. Berdasarkan data KPI Pusat, pada
tahun 2020 terdapat 56 LP yang diawasi, dengan rincian 55 LP
mematuhi peraturan dan 1 LP tidak. Sementara itu, pada tahun
2024, dari 61 LP yang diawasi, 60 LP mematuhi peraturan dan 1
LP tidak. Meskipun demikian, jumlah LP yang memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan tetap melampaui
target 23 LP pada tahun 2020 dan 59 LP pada tahun 2024.

Dalam mencapai target yang telah ditentukan, terdapat beberapa
tantangan seperti penurunan performa sistem perangkat
pemantauan isi siaran pada sistem aplikasi Broadcasting
Information System (BIS) dan server penyimpanan data KPI yang
mengalami kerusakan di tahun 2022. Masalah tersebut
berdampak pada terhambatnya proses pengawasan LP selama
beberapa minggu.

Rekomendasi Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers
Pengukuran Indeks Kemerdekaan Pers oleh Dewan Pers
dilakukan wuntuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang
menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers baik secara
nasional maupun pada tingkat provinsi. Hasil survei indeks
secara umum menunjukkan nilai yang fluktuatif, dimana pada
tahun 2020-2022 mengalami peningkatan yang dilanjutkan
dengan penurunan di tahun 2023 dan 2024 dengan nilai akhir
sebesar 69,36. Meskipun capaian nilai indeks tersebut belum
dapat memenuhi target di tahun 2024 yaitu sebesar 78, nilai
Indeks Kemerdekaan Pers tersebut masih termasuk dalam
kategori cukup bebas.
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Pada tahun 2020 sampai dengan 2022, hasil survei Indeks
Kemerdekaan Pers di tingkat provinsi yang memiliki nilai di atas
73 adalah berkisar antara 30-31 provinsi dari 34 provinsi
sehingga melebihi target yang ditetapkan pada RPJMN. Namun,
pada tahun 2024, terdapat penurunan jumlah provinsi yang
memiliki nilai di atas 73 menjadi 14 provinsi. Adapun dari total
38 provinsi yang diteliti, Kepulauan Maluku dan Papua memiliki
nilai yang cenderung rendah dibandingkan pulau lainnya sejak
tahun 2020 hingga tahun 2024. Penurunan pada capaian Indeks
Kemerdekaan Pers tersebut disebabkan oleh beberapa isu, di
antaranya adalah kondisi lingkungan fisik dan politik terkait
kebebasan pers yang masih diintervensi, tindakan kriminalisasi
dan intimidasi terhadap pers, serta ketergantungan perusahaan
media pada pemasukan iklan yang bersumber dari APBD.

Pendataan dan Verifikasi Perusahaan Pers

Dalam proses verifikasi perusahaan pers, Dewan Pers melakukan
pendataan perusahaan pers melalui dua tahap, yaitu verifikasi
administratif kemudian verifikasi faktual. Verifikasi administratif
dilakukan dengan pemeriksaan dokumen yang dipersyaratkan
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/X/2019
tentang Standar Perusahaan Pers, sedangkan verifikasi faktual
adalah upaya mengkonfirmasi di lapangan terhadap data-data
perusahaan pers yang telah dinyatakan lolos verifikasi
administratif.

Jumlah Jumlah Media yang % Media
Media yang | Diverifikasi Faktual Terverifikasi

Tahun Lolos

Verifikasi Target | Realisasi Target Realisasi

Faktual

2020 145 114 145 80% 100%
2021 295 350 365 80% 81%
2022 106 650 326 80% 32,5%
2023 117 700 208 80% 56,3%
2024 132 736 181 80% 72,92%

Tabel 1 Capaian Jumlah Media yang Lolos Verifikasi Faktual
Sumber: Dewan Pers, 2024

Mengacu pada tabel di atas, secara umum jumlah perusahaan
pers yang lolos verifikasi faktual menunjukkan hasil yang
fluktuatif. Kondisi ini terjadi karena adanya perubahan prosedur
pada tahapan verifikasi administrasi di pertengahan tahun 2022
dengan tujuan agar proses verifikasi dapat secara pasti
memberikan dampak positif terhadap keberadaan media, baik
dari kualitas konten berita maupun kebutuhan administratif.
Dari perubahan tersebut, menyebabkan jumlah perusahaan pers
yang lolos administrasi turut menurun, sehingga pada tahun
2022 hingga 2024 capaian pendataan dan verifikasi pers belum
mencapai target.
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Pelatihan Jurnalis dan Fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan
Sebagai salah satu tugas dan fungsi Dewan Pers dalam
mendukung peningkatan kualitas jurnalis, pelatihan jurnalistik,
dan penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW)
dilaksanakan sebagai upaya melindungi kemerdekaan pers dan
kejernihan isi ruang publik. Pada tahun 2020, kegiatan ini tidak
dapat dilaksanakan lebih lanjut karena fenomena pandemi
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), sehingga target atas
kegiatan ini diturunkan menjadi 20 wartawan tersertifikasi dan
telah tercapai pada bulan Maret 2020. Pada tahun berikutnya,
target atas jumlah peserta pelatihan dan jumlah wartawan yang
tersertifikasi melebihi target yang telah ditetapkan di setiap
tahunnya. Lebih lanjut, untuk target jurnalis yang memperoleh
peningkatan pemahaman atas Kode Etik Jurnalistik dan aturan
terkait pers hanya tercapai pada tahun 2021, sementara pada
tahun 2020, 2022, 2023, dan 2024 tidak dapat tercapai
disebabkan masih terdapat peserta UKW yang belum kompeten
dalam memahami UU tentang pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ),
peraturan terkait pers, penulisan berita/tajuk/feature, serta
membuat term of reference (TOR) berita investigasi (pengetahuan,
keterampilan, dan kesadaran).

Layanan Pengaduan Masyarakat terhadap Kasus Pers dan
Layanan Saksi Ahli Pers

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, salah satu
fungsi Dewan Pers yakni memberikan pertimbangan dan
mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-
kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Dalam
menjalankan fungsi tersebut, Dewan Pers melakukan
penyelesaian atas kasus pengaduan yang diterima dari
masyarakat, lembaga pemerintah/swasta dan organisasi lainnya.
Seiring dengan bertambahnya jumlah kasus pers yang masuk
setiap tahunnya, capaian penyelesaian atas pengaduan tersebut
juga mengalami peningkatan dan persentase penyelesaian
pengaduan sejak 2020 telah melebihi dari target yang ditetapkan.
Jika dilihat dari jumlah pengaduan yang masuk, tahun 2023
memiliki jumlah pengaduan tertinggi dibandingkan dengan tahun
sebelumnya yaitu sebanyak 813 aduan dengan jumlah yang
diselesaikan sebanyak 794 aduan. Sedangkan pada tahun 2024,
jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 678 kasus dengan
jumlah yang diselesaikan sebanyak 667 aduan.

Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)

Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (UU Nomor 14 Tahun 2008), Komisi Informasi
Pusat (KIP) bertanggung jawab atas pengukuran Indeks
Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) untuk memberikan
gambaran pelaksanaan keterbukaan informasi publik di
Indonesia yang mewajibkan seluruh Badan Publik agar dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi
publik serta menyelenggarakan pemerintahan yang transparan,
akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuran IKIP
baru dimulai pada tahun 2020, sehingga target yang ditetapkan
pada tahun tersebut hanyalah satu dokumen metodologi
penyusunan indeks berhasil dibuat. Kemudian, pada tahun 2021
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nilai IKIP mencapai nilai sebesar 71,38 dan telah mencapai target
nilai yang ditetapkan sebesar 35.

Secara umum, nilai IKIP nasional selalu di atas target yang
ditetapkan serta mengalami tren peningkatan yang cukup
signifikan dengan nilai tertinggi pada tahun 2024 sebesar 75,65.
Di tingkat provinsi, nilai IKIP pada tahun 2024 dengan skor baik
berjumlah 11 provinsi, 21 provinsi berada pada situasi sedang,
dan 2 provinsi berada pada kategori buruk. Pelaksanaan
keterbukaan informasi informasi yang baik akan berdampak pada
berbagai aspek, terutama pada aspek ekonomi yang dapat
menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan akses
bantuan sosial kepada masyarakat, aspek pelayanan publik
dengan tata kelola pemerintahan yang optimal, serta mendorong
pembangunan daerah.

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

KIP memiliki tanggung jawab atas penyelesaian sengketa
informasi publik, yang dilakukan dalam rangka menjaga hak
akses informasi publik dan memastikan bahwa lembaga
pemerintah mematuhi kewajiban mereka dalam memberikan
informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam
menyelesaikan sengketa ke KIP, pemohon dapat melalui beberapa
tahap yang dimulai dari mediasi, ajudikasi, dan pelaksanaan
putusan dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan. Secara
umum, KIP secara konsisten mampu mencapai target
penyelesaian sengketa informasi publik yang telah ditetapkan
selama periode 2020-2024. Adapun jumlah permohonan register
sengketa informasi publik dari tahun 2020 hingga 2024 sebanyak
469 register sengketa, serta masih terdapat sebanyak 482 carry
over register sengketa yang belum diselesaikan dari tahun-tahun
sebelumnya. Target penyelesaian sengketa informasi dalam lima
tahun terakhir adalah sebanyak 452 register sengketa informasi,
dan dari target tersebut, KIP telah menyelesaikan sebanyak 704
register sengketa informasi, sehingga sampai dengan akhir tahun
2024, masih menyisakan 247 register sengketa yang harus
dikerjakan ke tahun 2025.

Pengawasan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik
Pemerintah

Pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik
Pemerintah oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) perlu dilakukan
untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi publik maupun
segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan publik.
Selain itu, pengawasan kepada Badan Publik Pemerintah
dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang
baik, yaitu bersifat transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta
dapat dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan layanan
informasi yang berkualitas. Pelaksanaan pengawasan terhadap
Badan Publik Pemerintah sejak tahun 2020 hingga tahun 2024
menunjukkan capaian kinerja yang selalu mengalami tren
peningkatan dan memenuhi target yang telah ditetapkan.
Berdasarkan data terbaru di tahun 2024, terdapat 162 badan
publik yang memperoleh predikat informatif dan telah memenuhi
target yang ditetapkan sebanyak 130 badan badan publik
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informatif. Walaupun demikian, masih terdapat 149 Badan Publik
yang memiliki predikat kurang dan tidak informatif pada tahun
2024 dengan jumlah Badan Publik yang tidak informatif terdapat
di kategori Lembaga Non-Struktural sebanyak 18 lembaga.

Analisis Posisi Indonesia

Dalam sepuluh tahun terakhir, laju kemajuan teknologi digital di
Indonesia berkembang dengan cukup pesat, ditandai oleh semakin
meluasnya pemanfaatan teknologi di berbagai aspek kehidupan.
Seluruh sektor, baik sosial, ekonomi, maupun budaya mengalami
perubahan signifikan akibat transformasi digital. Masyarakat semakin
terbiasa dengan layanan digital, pelaku usaha mulai beralih ke
platform daring, dan layanan pemerintahan pun bergerak menuju
digitalisasi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa transformasi
digital telah menjadi elemen kunci dalam pembangunan nasional.

Untuk mengukur sejauh mana kemajuan transformasi digital baik di
tingkat nasional maupun di tingkat provinsi, Kementerian Komdigi
menyusun Indeks Transformasi Digital Nasional (Indeks TDN) yang
menjadi alat ukur yang komprehensif untuk memantau
perkembangan transformasi digital secara menyeluruh, serta
mendukung proses perencanaan program dan kebijakan agar lebih
tepat sasaran. Indeks TDN disusun dengan mengadaptasi konsep
Digital Transformation Index (DTI) dari UNESCAP yang digunakan
untuk mengukur tingkat transformasi digital di berbagai negara.

Pengukuran Indeks TDN disusun berdasarkan 5 pilar utama, yaitu
jaringan dan infrastruktur, pemerintah, bisnis, masyarakat, dan
ekosistem yang akan diukur melalui tahap foundation, adoption, dan
acceleration. Masing-masing tahap akan menggambarkan tingkat
kesiapan dan kinerja dalam menjalankan transformasi digital, dimana
tahap foundation berfokus pada pembangunan dasar infrastruktur dan
kebijakan yang mendukung transformasi digital; tahap adoption
berfokus pada adopsi dan pemanfaatan teknologi digital oleh berbagai
pihak; dan tahap acceleration menyoroti upaya untuk mempercepat
transformasi digital melalui inovasi dan pengembangan teknologi
canggih.

Gambar 1 Hasil Indeks TDN 2022
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Jaringan dan

e 65,97 46,55 54,05 54,63
Pemerintah 45,98 54,19 52,20 51,13
Bisnis 37,30 45,10 32,96 39,12
Masyarakat 62,09 49,02 45,06 51,75
Ekosistem 59,51 39,21 43,79 46,68

Sumber: Indeks TDN, 2023

Berdasarkan hasil Indeks TDN 2022, Indonesia memiliki skor sebesar
49,2 dari skala 100. Meskipun masih berada dalam klasifikasi cukup,
skor tersebut mencerminkan perlunya upaya yang lebih besar untuk
mendorong peningkatan digitalisasi di berbagai sektor. Selain itu, dari
hasil Indeks Transformasi Digital Nasional (Indeks TDN) tahun 2022
terlihat bahwa kesenjangan digital masih menjadi tantangan utama di
Indonesia, terutama antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Lebih lanjut,
apabila dilihat berdasarkan skor masing-masing pilar (Gambar 1. Hasil
Indeks TDN 2022), kemajuan transformasi digital nasional masih
didominasi oleh pembangunan fisik infrastruktur digital. Meskipun
demikian, skor pilar jaringan dan infrastruktur yang lebih tinggi
dibandingkan pilar lainnya perlu ditindaklanjuti dengan upaya
peningkatan utilisasi dan adopsi teknologi digital di berbagai sektor
dan seluruh kelompok masyarakat.

Dalam satu dekade terakhir, pembangunan infrastruktur digital dan
transformasi di berbagai sektor terus didorong dan dikembangkan di
berbagai daerah. Meskipun demikian, untuk meningkatkan daya saing
global, Indonesia perlu secara proaktif mengevaluasi capaian
transformasi digitalnya dengan melihat posisi Indonesia secara global.
Evaluasi ini penting untuk memahami kondisi, perkembangan, dan
upaya digitalisasi yang diterapkan di berbagai negara, sehingga
Indonesia dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta
merumuskan strategi dalam pembangunan digital ke depan.

Selama lima tahun terakhir, Indonesia secara konsisten melakukan
penggelaran infrastruktur digital di berbagai wilayah. Kondisi
perkembangan infrastruktur digital ini dapat tercermin dari hasil
laporan ICT Development Index (IDI) 2023, yang dikeluarkan oleh
International Telecommunication Union (ITU) dan Mobile Connectivity
Index (MCI) 2023 oleh GSMA. Kedua indeks ini mengukur tingkat
keberhasilan suatu negara dalam penggelaran infrastruktur yang
merata, berkualitas, dan terjangkau. Secara global, Indonesia
memperlihatkan hasil yang sudah cukup baik. Pada hasil IDI,
Indonesia memperoleh skor 80,1 dan pada hasil MCI, Indonesia
memperoleh skor 67,9. Meskipun demikian, Indonesia masih berada
di bawah negara-negara regional lainnya, seperti Malaysia yang
memperoleh skor 94,5 (IDI) dan 73,9 (MCI), Singapura dengan skor
97,4 (IDI) dan 93,1 (MCI), Thailand dengan skor 88,7 (IDI) dan 73,8
(MCI), dan Vietnam dengan skor 80,6 (IDI) dan 68,5 (MCI).
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Gambar 2 Skor ICT dan MCI Kawasan Asia Tenggara Tahun 2023
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Sumber: ITU; GSMA, 2023

Dari hasil skor tersebut, terlihat bahwa pembangunan infrastruktur
digital di Indonesia masih cukup tertinggal dibandingkan dengan
negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Beberapa indikator masih
memperlihatkan skor yang belum maksimal, misalnya persentase
penetrasi internet Indonesia masih sebesar 62,1%, masih jauh
tertinggal dibandingkan Malaysia, Singapura, dan Thailand, begitu
pula dengan kepemilikan smartphone yang masih sebesar 65,9%.
Namun demikian, dari sisi coverage, Indonesia telah menunjukkan
hasil yang sudah cukup baik, sebagian besar populasi yang ada telah
tercakup jaringan 4G (ICT, 2023).

Selanjutnya, terkait dengan kualitas internet, kecepatan internet di
Indonesia masih relatif lambat dibandingkan dengan negara-negara
lain. Data dari Speedtest Global Index per Maret 2024 menunjukkan
kecepatan unduh mobile broadband sebesar 25,83 Mbps dan
menempatkan Indonesia di peringkat 99 dari 143 negara, begitu pula
dengan kecepatan unduh fixed broadband yang menunjukkan
Indonesia masih di peringkat 125 dari 181 negara dengan kecepatan
29,37 Mbps, dengan tren kecepatan yang masih fluktuatif. Secara
umum, laporan MCI menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama
dalam adopsi internet di kawasan Indonesia adalah dari sisi
keterjangkauan, baik dari segi layanan maupun harga perangkat
pendukung. Harga layanan mobile broadband sudah relatif terjangkau,
dilihat dari persentase harga layanannya sebesar 1,1% GNI/capita,
sedangkan persentase harga layanan fixed broadband sebesar 6,1%
GNI/capita (ICT, 2022). Meskipun telah mengalami penurunan
menjadi 4,86% untuk harga layanan fixed broadband (ICT, 2023) tetapi
ini masih relatif mahal. Adapun, harga layanan yang ideal berdasarkan
rekomendasi International Telecommunication Union (ITU) adalah 2%
dari GNI per capita.
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Gambar 3 Perkembangan Konektivitas Digital Nasional dibanding
Negara-Negara Kawasan
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Sumber: Analisis World Bank, 2024

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia memiliki potensi
yang cukup besar yang dapat dilihat dari peningkatan nilai ekonomi
digital tiap tahunnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Google
Temasek 2023, Gross Merchandise Value (GMV) Indonesia meningkat
menjadi US$82 miliar dari tahun 2019 sebesar US$41 miliar. Hal ini
menunjukkan bahwa nilai pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia
telah tumbuh dua kali lipat pada periode 2019 - 2023. Lebih lanjut, di
tengah ketidakpastian ekonomi global, transaksi digital di Indonesia
diperkirakan akan mencapai sekitar $110 miliar pada 2025.

Gambar 4 Nilai Ekonomi Digital 2023 (Gross Merchandise Value)

250

A g5)5iion
- N
; mmm  $36 Billion
.
i @= 423 Billion
— = — = A $22 Billion

Sumber: e-Conomy SEA Report 2023

Sumber: e-Conomy SEA Report 2023

Jika dilihat lebih jauh, nilai GMV Indonesia tersebut jauh melampaui
negara ASEAN lainnya, seperti Thailand ($36 miliar), Malaysia ($23
miliar), dan Singapura ($22 miliar). Ini mencerminkan bahwa
Indonesia memiliki kemampuan untuk menjadi pemain kunci dalam
ekonomi digital ASEAN, dengan potensi pasar digital yang lebih besar.
Sayangnya, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat
untuk local player Indonesia dengan adanya dominasi pemain asing
terutama di sektor-sektor strategis seperti e-commerce, media serta
iklan. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Inisiasi Hilirisasi Digital
Nasional 2023, pangsa pasar asing akan menguasai 74% di tahun
2030 dengan potential loss mencapai 2000 Triliun Rupiah jika tidak
diantisipasi dan mendapatkan intervensi yang tepat dari pemerintah.
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Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi digital,
salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kualitas sumber
daya manusia (SDM) di bidang digital yang masih tergolong rendah.
Pada tahun 2023, Indonesia menduduki peringkat ke-80 dalam Indeks
Talent Competitiveness dari 134 negara dengan skor 40.25, jauh
tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Singapura yang berada
di peringkat ke-2 dengan skor 77.11, dan Malaysia di peringkat ke-42
dengan skor 51.35. Kualitas SDM ini sangat penting untuk
dimaksimalkan agar Indonesia dapat mengoptimalkan potensi
ekonominya dalam sektor digital. SDM yang unggul dan kompetitif
tidak hanya diperlukan untuk menciptakan inovasi, tetapi juga untuk
mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif.

Gambar 5 Peringkat Talent Competitiveness Tahun 2023
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Sumber: The Global Talent Competitiveness Index, 2023

Di luar kualitas SDM yang masih rendah, Indonesia juga menghadapi
tantangan utama yaitu ketersediaan tenaga profesional bidang
TIK/digital, melihat potensi yang ada dan demand yang cukup tinggi,
jumlah pekerja sektor TIK dibandingkan total pekerja secara
keseluruhan masih di bawah rata-rata yaitu sekitar 0,5%, masih jauh
tertinggal dibandingkan Malaysia yang mencapai 7,7%, Singapura
5.1%, China 3,0%, dan India 1%.

Selain itu, masyarakat Indonesia belum dapat memanfaatkan
ketersediaan internet untuk hal yang produktif dan tidak disertai
dengan netiquette (etika berinternet) yang baik di media sosial.
Berdasarkan pengukuran Digital Civility Index Microsoft 2020,
Indonesia menempati peringkat 29 dari 32 negara. Tingginya
keterpaparan masyarakat Indonesia terhadap risiko online seperti
ujaran kebencian, sexual risk, cyberbullying, hingga pornografi
menunjukkan rendahnya kesopanan online dan kurangnya
pemahaman tentang pentingnya menjaga etika berinternet. Peringkat
ini juga masih di bawah dari negara ASEAN lainnya, seperti Singapura
mencatatkan posisi di peringkat 4, Malaysia berada di peringkat 10,
dan Vietnam peringkat 24.

Gambar 6 Digital Civility Index
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Loncatan perkembangan teknologi tersebut juga merubah lanskap di
ranah pemerintahan. Jika dibandingkan dengan negara lain,
Indonesia masih tertinggal dalam hal penyediaan layanan publik yang
berkualitas. Menurut survei yang dilakukan oleh ITU terkait E-
Government Development Index (EGDI) pada tahun 2022, Indonesia
masih berada di peringkat 77 dari 193 negara, Malaysia telah berada
pada peringkat 53, Singapura 12, Thailand pada peringkat 54, dan
Brunei Darussalam pada peringkat 68. Sejalan dengan hasil tersebut,
pengukuran Indeks SPBE yang dilakukan oleh Kemenpan RB
menunjukkan bahwa tingkat kematangan SPBE nasional pada tahun
2024 adalah 3,12 dari 5,00, yang mengindikasikan bahwa SPBE masih
perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, dalam lima tahun terakhir, Indonesia telah
berupaya memperkuat posisinya dalam lanskap digital, dimulai
dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Perluasan
jaringan 4G ke berbagai wilayah merupakan perkembangan signifikan
yang telah dicapai, tetapi capaian ini masih perlu ditingkatkan untuk
menyamai negara-negara di kawasan regional. Singapura, Malaysia,
dan Thailand telah menunjukkan hasil yang lebih unggul dalam hal
kualitas internet dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Di sisi lain,
nilai ekonomi digital Indonesia telah berkembang pesat, dengan
peningkatan pada Gross Merchandise Value (GMV), yang saat ini
melampaui negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini menunjukkan
potensi besar ekonomi digital Indonesia, tetapi pemanfaatannya masih
perlu ditingkatkan, terutama dalam memberdayakan pemain lokal.
Sementara itu, masyarakat digital Indonesia menghadapi tantangan
dalam memanfaatkan teknologi secara produktif, serta masih perlu
meningkatkan literasi digital dan etika berinternet.

Potensi dan Permasalahan

Analisis Tren

Indonesia memiliki keunggulan strategis di berbagai bidang, didukung
oleh ekonomi nasional yang cukup kuat, penetrasi internet yang tinggi,
serta jumlah pelaku UMKM dan sumber daya manusia yang besar.
Tercatat tahun 2024, pengguna internet di Indonesia tercatat telah
mencapai 79,5% (APJII, 2024), jumlah pelaku UMKM mencapai 66 juta
(Kadin, 2023), dan perekonomian tumbuh secara stabil dengan inflasi
yang tetap terkendali.

Di masa depan, persaingan antar negara akan semakin berkaitan erat
dengan kemajuan teknologi digital, dan Indonesia harus mampu
bersaing di dalamnya agar tidak tertinggal. Untuk mencapai hal ini,
Indonesia perlu memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan
digitalisasi di seluruh sektor, serta menciptakan masyarakat yang
berdaya saing, produktif, dan memiliki etika digital dalam menghadapi
berbagai tren teknologi depan.

A. Konektivitas Digital
Infrastruktur digital yang handal akan menjadi landasan kuat
bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan memiliki jaringan
yang lebih cepat dan berkualitas, melalui pembangunan
infrastruktur digital, akan terbuka peluang dalam meningkatkan
ekonomi digital serta menciptakan lapangan kerja baru, yang
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kelak akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
keseluruhan.

Dari kebutuhan tersebut, perkembangan internet yang semakin
tinggi di masa depan akan meningkatkan permintaan akan data
yang cukup besar. Diperkirakan global internet traffic tahun 2030
mencapai 710 Exabytes dan 2000 Exabytes tahun 2045, dengan
Indonesia berkontribusi 20% di dalamnya (Mastel, 2023). Saat ini,
kapasitas data center Indonesia tercatat sebesar 72,5 MW pada
tahun 2020. Namun, jika mengacu pada Visi Indonesia Emas
2045 dengan PDB per kapita mencapai USD 30.300, diperkirakan
diperlukan sekitar 1.595 MW atau sekitar 22 kali lipat lebih besar
daripada kapasitas saat ini. Selain dengan pertumbuhan traffic
data yang semakin besar, kecepatan internet juga menjadi hal
penting khususnya di kota-kota besar dan beberapa sektor
strategis, adapun peningkatan kecepatan mobile broadband dapat
meningkatkan lapangan kerja hampir 30% (Kajian World Bank,
2024).

B. Ekosistem Digital

Digitalisasi di berbagai sektor seperti e-health, e-farming,
manufaktur dengan revolusi industri 4.0, hingga e-government
juga semakin masif dilakukan. Diperkirakan tren perkembangan
teknologi di tahun-tahun mendatang yang perlu diantisipasi,
antara lain: (i) Artificial Intelligence (Al); (ii) Internet of Things (IoT);
(iii) Metaverse; (iv) Cloud Computing; (v) Blockchain; dan (vi) Data
Analytics. Penerapan teknologi ini akan meningkatkan efisiensi
dan produktivitas di berbagai sektor tersebut, selain itu juga akan
membuka peluang baru untuk inovasi dan pertumbuhan ekonomi
nasional. Oleh karena itu, adopsi teknologi menjadi penting untuk
diterapkan di Indonesia dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi.

Selain itu, potensi bonus demografi di Indonesia dapat menjadi
katalisator utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada
tahun 2030, usia produktif penduduk Indonesia diperkirakan
mencapai 68% (Proyeksi BPS, diolah). Dengan jumlah penduduk
usia produktif yang lebih besar, Indonesia memiliki peluang
untuk meningkatkan daya saing global. Akan tetapi, untuk
memanfaatkan peluang ini, penting bagi tenaga kerja untuk
memiliki keterampilan yang relevan, salah satunya adalah talenta
digital. Saat ini, talenta digital Indonesia baru mencapai 6 juta
orang, sedangkan kebutuhannya diperkirakan mencapai 12 juta
pada tahun 2030 (BPSDM Kemenkomdigi, 2024). Dengan
optimalisasi yang dilakukan, ekonomi digital diproyeksi dapat
mencapai Rp 4.067 triliun pada tahun 2029 (Bappenas, 2023).

1.2.2 Permasalahan yang akan dihadapi
A. Konektivitas Digital
1. Broadband
Pembangunan broadband difokuskan pada penyediaan
akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat,
memastikan kualitas layanan internet yang baik, dan
menjamin keterjangkauan akses internet untuk
mewujudkan meaningful connectivity. Meski demikian,
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beberapa aspek tersebut masih belum sepenuhnya tercapai
dan menghadapi berbagai tantangan.

Penggunaan internet di Indonesia meningkat pesat setiap
tahun, didorong oleh perluasan cakupan layanan mobile
broadband 4G. Meskipun, kualitas layanan masih relatif
rendah. Sementara, penetrasi dan jangkauan layanan fixed
broadband, baik di rumah tangga maupun di titik-titik
layanan publik, masih tergolong rendah. Penggelaran
infrastruktur digital di berbagai daerah juga menghadapi
berbagai kendala dan tantangan. Selain itu, perangkat TIK
yang memadai merupakan kunci utama dalam mengakses
internet, tetapi penetrasi perangkat TIK (laptop dan
smartphone) masih tergolong rendah.

Di sisi kualitas, kecepatan internet di Indonesia masih
tergolong rendah, baik pada mobile broadband maupun fixed
broadband. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa kendala,
seperti pengelolaan sumber daya frekuensi yang belum
optimal dan efisien, serta kualitas dan manajemen layanan
telekomunikasi yang belum sesuai standar. Selain itu, harga
layanan internet, khususnya fixed broadband, masih
tergolong cukup tinggi. Faktor penyebabnya adalah tingginya
biaya penggelaran infrastruktur dan belum efisien.

Pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia tidak lepas
dari peran industri telekomunikasi sebagai penyedia jasa
layanan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kondisi
industri telekomunikasi Indonesia dianggap kurang sehat,
yang mengakibatkan kemampuannya dalam melakukan
investasi juga menurun. Di sisi lain, keberadaan OTT (over-
the-top) juga semakin besar dan telah mendisrupsi
keberlanjutan industri telekomunikasi.

Berikut isu strategis yang dihadapi dalam mewujudkan
broadband yang merata dan berkualitas, antara lain:
a. Akses Broadband yang Belum Merata dan Masih
Terbatas
Pembangunan akses broadband menghadapi berbagai
tantangan, tidak hanya dalam meningkatkan cakupan
infrastruktur, tetapi juga dalam meningkatkan utilisasi
internet oleh masyarakat, rumah tangga, dan titik-titik
layanan publik:
1) Jangkauan mobile broadband (4G/LTE) sudah
tinggi (97,16% luas pemukiman);
2) Jangkauan fixed broadband masih rendah (ODP
70,88% kecamatan);
3) Jangkauan O5G masih rendah (4,44% luas
pemukiman);
4)  Usage gap fixed broadband tinggi (24,5 juta rumah
tangga belum menggunakan layanan);
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Gambar 7 Coverage dan Usage gap Fixed Broadband di
Indonesia
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5) Akses internet di sekolah masih rendah (42,38%
sekolah);

6) Akses internet di puskesmas masih rendah
(40,80% puskesmas);

7) Akses internet di kantor pemerintah masih rendah
(44,32% kantor pemerintah);

8) Kepemilikan smartphone rendah (67,88%
penduduk);

9) Kepemilikan laptop rendah (18,04% rumah
tangga).

Kualitas internet rendah dan tidak stabil

Kecepatan internet di Indonesia masih tergolong rendah

dan tidak stabil, baik untuk mobile broadband maupun

fixed broadband. Selain itu, kualitas layanan internet di

setiap daerah juga berbeda-beda:

1) Rata-rata kecepatan mobile broadband rendah
(25,83 Mbps);

2) Rata-rata kecepatan fixed broadband rendah (28,37
Mbps);

3) Rata-rata latensi mobile broadband tinggi (26 ms);

4) Rata-rata latensi fixed broadband tinggi (7 ms).

Harga layanan internet belum terjangkau

Harga layanan fixed broadband yang masih cukup tinggi

menjadi faktor utama yang menghambat tingkat adopsi

fixed broadband, sementara harga layanan ideal yang

direkomendasikan oleh ITU adalah maksimal 2% dari

GNI/Capita:

1) Harga layanan mobile broadband terjangkau
(0,24% GNI/Capita);

2) Harga layanan fixed broadband mahal (4,86%
GNI/Capita).

Pertumbuhan Industri Telekomunikasi Rendah

Industri telekomunikasi menghadapi kondisi yang tidak
sehat dengan tren profitabilitas yang cenderung
stagnan, penurunan kemampuan investasi, serta
adanya inefisiensi cost dalam penyelenggaraan
telekomunikasi. Sementara, layanan OTT semakin
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mendominasi pasar telekomunikasi/internet yang

mengakibatkan penurunan pendapatan operator:

1) Persentase EBITDA margin pada tahun 2024
sebesar 46,5%, cenderung mengalami penurunan
(dibandingkan tahun 2022 sebesar 48,2% dan
tahun 2023 sebesar 47,9%);

2) Rasio CAPEX cenderung rendah terhadap PDB
(0,20% PDB);

3) Regulatory cost (spektrum) cukup tinggi (>10%
pendapatan operator).

Pusat Data (Data Center)

Pertumbuhan permintaan terhadap pusat data (data center)
diprediksi akan terus mengalami peningkatan, didorong oleh
beberapa faktor utama. Faktor pertama adalah jumlah
populasi yang besar, yang secara langsung berkontribusi
terhadap peningkatan konsumsi data. Selain itu, ekspansi
ekonomi digital juga memainkan peran signifikan dalam
mendorong kebutuhan akan pusat data (data -center).
Percepatan adopsi teknologi-teknologi baru  seperti
kecerdasan buatan (artificial intelligence/Al), blockchain, dan
konsep metaverse semakin memperkuat kebutuhan akan
data center dengan kapasitas dan kualitas yang tinggi.

Kondisi existing menunjukkan bahwa permasalahan utama
terkait data center di Indonesia berada di sisi penyediaan.
Kapasitas penyimpanan data yang masih rendah dan
pertumbuhannya yang lambat, membuat Indonesia
cenderung tertinggal jika dibandingkan dengan negara
lainnya. Salah satu alasan lambatnya pertumbuhan data
center di Indonesia adalah pasokan listrik yang terbatas,
tidak stabil, dan belum berkelanjutan. Selain itu dari sisi
keamanan, belum ada standar maupun regulasi yang
mengatur data center di Indonesia.

Berikut Isu strategis terkait perkembangan data center di

Indonesia, antara lain:

a. Kebutuhan akan Penyimpanan Data Meningkat Pesat
Akibat Peningkatan Konsumsi Data dari Aktivitas
Digital:

1) Kebutuhan akan data center diproyeksikan akan
terus meningkat (1,41 K MW pada tahun 2029);

2) Nilai pasar layanan berbasis cloud diproyeksikan
akan terus meningkat (2,1 Miliar Dolar AS pada
tahun 2024).

b. Pertumbuhan Ekosistem Data Center Masih Rendah:

1) Kapasitas data center Indonesia masih rendah (< 1
W per Kapita);

2) Rasio belanja modal terhadap PDB untuk
penyimpanan dan pemrosesan data sangat rendah
(0,09%);

3) Bauran energi di Indonesia masih didominasi oleh
energi tak terbarukan (Kontribusi energi baru
terbarukan hanya 13,09%).
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Jaringan Komunikasi Khusus

Jaringan komunikasi khusus yang andal, aman, dan
terintegrasi dibutuhkan dalam menghadapi situasi darurat,
bencana, maupun ancaman keamanan. Akan tetapi, dalam
penyelenggaraannya, jaringan komunikasi khusus di
Indonesia masih fragmented, belum menggunakan teknologi
terkini, serta belum tersebar secara merata ke seluruh
wilayah Indonesia.

Berikut merupakan isu strategis terkait jaringan komunikasi
khusus di Indonesia, antara lain:
a. Tata Kelola Jaringan Komunikasi Kebencanaan dan

Kedaruratan yang Silo

Penyelenggaraan jaringan komunikasi untuk

kebencanaan dan kedaruratan di Indonesia masih

dilakukan secara silo, masing-masing instansi terkait
memiliki layanan panggilan darurat yang berbeda-beda

(117 untuk BNPB, 110 untuk Kepolisian, 113 untuk

Damkar, 118/119 untuk Ambulans). Selain itu, belum

adanya masterplan untuk keseluruhan sistem

keamanan, kebencanaan, dan kedaruratan di Indonesia
juga menghambat integrasi antar instansi tersebut:

1) Instansi terkait jaringan komunikasi khusus
cenderung mempertahankan sistem existing
(Kepolisian, BNPB, Damkar, Ambulans);

2) Belum terdapat masterplan untuk keseluruhan
sistem keamanan, kebencanaan, dan kedaruratan.

b. Layanan Panggilan Darurat Belum Menjangkau Seluruh
Kabupaten/Kota
Layanan panggilan darurat kebencanaan yang sesuai
dengan standar internasional (112 dan 911) belum
tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tingginya biaya
operasional dari layanan tersebut menjadi hambatan
bagi pemerintah daerah:
Layanan darurat 112 belum diimplementasikan di
seluruh wilayah Indonesia (142 Kab/Kota)

c. Infrastruktur dan Sistem Existing Belum Terpadu dan
Belum Terjamin Keandalannnya
Infrastruktur dan diversifikasi saluran komunikasi
untuk kebencanaan di Indonesia masih terbatas, belum
cukup untuk menyediakan backup. Selain itu, adopsi
teknologi dalam penyebaran informasi kebencanaan
masih minim, terlihat dari sistem diseminasi peringatan
dini yang belum terintegrasi dengan internet, serta
masih digunakannya sistem konvensional seperti LMR
(Land Mobile Radio) dan TETRA (Terrestrial Trunked
Radio). Hal tersebut menyebabkan sistem existing
menjadi kurang aman dan andal:
1) Sistem diseminasi peringatan dini belum
terintegrasi dengan jaringan internet;
2) Adopsi teknologi dalam penyebaran informasi
kebencanaan masih minim;
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3) Koordinasi antar K/L/D terkait masih bergantung
pada sistem konvensional yang kurang aman dan
andal (LMR, TETRA);

4) Ketahanan infrastruktur terhadap bencana tidak
terjamin, tetapi belum diimbangi dengan
diversifikasi saluran komunikasi untuk backup
(redundant) masih minim sistem Digital.

Ekosistem Digital

Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi ekonomi digital
terhadap PDB Indonesia terus mengalami peningkatan, dimana
pada tahun 2023 nilainya mencapai $82 miliar atau setara
dengan Rpl.283 triliun dan diperkirakan akan terus tumbuh
secara signifikan hingga tahun 2030 (e-Conomy SEA Report
2023). Namun demikian, aktivitas transaksi ekonomi digital di
Indonesia masih dikuasai oleh pasar asing dan local player
industri lokal belum bertumbuh secara signifikan.

Transformasi ekonomi berbasis digital memungkinkan akses yang
lebih luas ke pasar global serta mendorong peningkatan inovasi
dan kreativitas di kalangan pelaku usaha, yang pada ujungnya
dapat memperkuat daya saing ekonomi secara keseluruhan. Akan
tetapi, pergeseran menuju ekonomi digital tidak lepas dari
berbagai tantangan yang harus diatasi. Kesenjangan digital yang
masih cukup lebar antara daerah perkotaan dan pedesaan
mencerminkan perbedaan signifikan dalam akses terhadap
internet dan teknologi, di mana masyarakat di wilayah terpencil
sering kali mengalami keterbatasan yang memperburuk
ketimpangan sosial dan ekonomi. Tidak hanya dalam hal akses
infrastruktur, ketimpangan dalam aspek keterampilan digital juga
menjadi isu krusial, di mana masyarakat di daerah terpencil
seringkali kurang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang
memadai untuk memanfaatkan teknologi secara optimal. Hal ini
berdampak pada keterbatasan mereka dalam mengakses peluang
ekonomi baru, seperti e-commerce dan pekerjaan jarak jauh, yang
semakin berkembang di era digital. Ketimpangan dalam akses
terhadap pendidikan dan pelatihan digital juga memperparah
situasi ini, menghambat kemampuan individu dan komunitas
untuk berpartisipasi penuh dalam ekonomi digital.

Kebutuhan akan pengembangan ekosistem digital yang lebih
memadai serta peningkatan kapabilitas inovasi di berbagai sektor
menjadi salah satu isu dalam mencapai ekonomi digital yang lebih
inklusif. Tanpa ekosistem yang kuat dan kapabilitas inovasi yang
memadai, transformasi digital di berbagai sektor akan berjalan
lambat dan tidak merata, yang pada akhirnya dapat menghambat
pertumbuhan ekonomi dan daya saing global. Pengembangan
ekosistem ini mencakup perluasan infrastruktur digital,
peningkatan akses terhadap modal dan sumber daya (termasuk
ketersediaan talenta digital), serta penciptaan lingkungan yang
kondusif bagi inovasi melalui regulasi yang mendukung dan
kemitraan strategis. Dengan demikian, sektor-sektor industri
dapat lebih efektif dalam mengadopsi teknologi terbaru,
meningkatkan efisiensi, dan menciptakan produk serta layanan
yang lebih inovatif.
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Startup Digital

Startup digital memiliki peran cukup penting dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional melalui
inovasi dan penciptaan solusi berbasis teknologi.
Meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan digital
menjadi peluang sekaligus tantangan bagi startup untuk
meningkatkan kualitas layanan, memperluas jangkauan
pasar, dan memperkuat ekosistem digital yang inklusif.
Namun demikian, kondisi existing ekosistem startup di
Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, seperti
keterbatasan akses terhadap pendanaan, talenta digital yang
belum merata, dan infrastruktur pendukung yang belum
optimal, terutama di luar kawasan perkotaan dan Pulau
Jawa.

Berikut merupakan isu strategis terkait startup digital di

Indonesia, antara lain:

a. Ekosistem startup digital nasional memiliki potensi
untuk tumbuh, tetapi perkembangannya tidak
signifikan
Startup menjadi salah satu penggerak ekonomi digital di
Indonesia, dibuktikan dengan kontribusinya telah
mencapai 4% terhadap PDB Indonesia (Kominfo, 2024).
Selain itu, Indonesia juga telah memiliki potensi
pengembangan ekosistem startup, ditandai dengan
Indonesia menempati peringkat ke 36 dari 119 negara
pada Global Startup Ecosystem Index 2024. Akan tetapi,
masih terdapat berbagai isu terkait pengembangan
ekosistem startup di Indonesia:

1) Tingkat kesuksesan startup Indonesia hanya
mencapai 1-5%;

2) Lebih dari 57% persebaran startup di Indonesia
masih didominasi oleh kota-kota besar di Pulau
Jawa, seperti Jabodetabek, Malang, dan Bandung;

3) Sebanyak 48.1% startup yang ada didominasi oleh
skala usaha mikro, yang umumnya memiliki
keterbatasan infrastruktur, SDM yang terampil,
dan minimnya koneksi ke inkubator/industri yang
menghambat pertumbuhan inovasi;

4) Pendanaan pada startup digital 70% masih
berpusat di Jabodetabek.

b. Startup kesulitan dalam memperoleh akses pendanaan
Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh para
pelaku startup adalah kesulitan dalam memperoleh
akses pendanaan. Para pelaku startup membutuhkan
dukungan finansial yang kuat untuk dapat berkembang
dan bersaing di pasar global:

1) Sebanyak 34.1% startup di Indonesia mengalami
kendala dalam modal usaha;

2) Total investasi yang masuk ke Indonesia terus
mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi
nominal pendanaan bagi startup mengalami
penurunan signifikan pada tahun 2022, dari
US$11,352 million menjadi US$3,698 million;
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3) Kualitas startup Indonesia saat ini masih belum
mencapai kualitas yang diinginkan oleh investor
dan meyakinkan investor untuk menyalurkan
pendanaannya, sehingga investor cenderung lebih
berhati-hati dalam menyalurkan pendanaan;

4) Indonesia memiliki potensi yang besar pada
ekosistem investasi melalui angel investor, tetapi
potensi tersebut kurang dimanfaatkan dengan baik
yang disebabkan oleh kurangnya awareness serta
approach untuk menarik minat para calon angel
investor untuk Dberinvestasi pada startup di
Indonesia. Diperlukan langkah dalam
meningkatkan awareness yang dapat dilakukan
melalui forum networking.

Startup yang muncul masih memiliki tingkat inovasi
yang rendah
Tingkat keberlanjutan startup juga dipengaruhi oleh
kapabilitas inovasi yang mereka miliki. Startup dengan
kapabilitas inovasi yang tinggi cenderung lebih mampu
beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi,
serta menciptakan produk dan layanan dengan nilai
tambah yang tinggi. Namun, startup memerlukan
dukungan dan ekosistem yang memadai untuk dapat
mencapai tingkat inovasi yang tinggi, termasuk
ketersediaan talenta terampil dan jaringan mentor yang
berkualitas:

1) Startup yang ada saat ini belum banyak bergerak
untuk mendorong produktivitas di sektor-sektor
ekonomi. Sebanyak 32.7% startup yang ada masih
bergerak di bidang general, dimana bidang ini
mencakup berbagai sektor yang tidak terlalu
spesifik  sehingga inovasi yang dihasilkan
cenderung lebih umum dan kurang memiliki daya
saing yang kuat;

2) Riset dan pengembangan terhadap ide/inovasi
tidak dilakukan dengan memadai akibat
keterbatasan jumlah laboratorium, innovation hub,
maupun makerspace di daerah. Data
menunjukkan bahwa Indonesia memiliki
setidaknya 166 creative hub dimana mayoritas
masih terpusat di Jakarta, Bandung, dan Bali serta
14 lembaga inkubator yang tersertifikasi dari 389
lembaga inkubator yang ada;

3) Ketersediaan talenta digital yang terampil juga
dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat
pertumbuhan inovasi di Indonesia. Sebanyak 90%
perusahaan menilai bahwa ketersediaan tenaga
kerja digital di Indonesia belum mampu memenuhi
kebutuhan industri, dan 52% perusahaan juga
mengalami kesulitan dalam menemukan pekerja
dengan keterampilan digital yang tepat;

4) Kapasitas talent founder dan talent teknis yang
relatif kurang memadai dengan pengetahuan yang
terbatas juga menjadi salah satu faktor rendahnya
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tingkat inovasi startup di Indonesia. Talenta lokal
cenderung tidak memiliki mindset global dan
lambat dalam beradaptasi dengan perkembangan
teknologi baru. Untuk itu, program mentoring dan
kolaborasi dengan industri domestik maupun
global perlu diperluas untuk membantu startup
dalam membangun inovasi dan menciptakan
lingkungan yang mendukung pengembangan
solusi digital yang lebih canggih.

Industri Gim

Meningkatnya jumlah pengguna internet dan perangkat
mobile di Indonesia menjadi peluang besar bagi pelaku
industri gim lokal untuk menghadirkan produk yang
kompetitif dan relevan dengan budaya serta preferensi pasar
domestik. Namun demikian, perkembangan industri gim
nasional masih menghadapi berbagai tantangan, seperti
keterbatasan akses pembiayaan, kurangnya talenta yang
memiliki keahlian teknis dan kreatif yang mumpuni, serta
dominasi pasar oleh produk-produk gim luar negeri.

Berikut merupakan isu strategis terkait industri gim di

Indonesia, antara lain:

a. Industri gim lokal memiliki potensi besar untuk
tumbuh, tetapi pangsa pasar gim Indonesia masih
didominasi oleh pemain asing
Berdasarkan data Kemenparekraf, potensi pasar gim
lokal di Indonesia diperkirakan mencapai 2,5 miliar
USD atau setara dengan Rp3,6 triliun hingga tahun
2025. Namun, 95% pangsa pasar gim di Indonesia
masih didominasi oleh gim-gim impor:

1) Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman
pengembangan gim lokal dalam manajemen
produksi dan pertumbuhan skala bisnis, dimana
sebanyak 36% pengembang gim mengalami
kekurangan kemampuan dan @ skill yang
dibutuhkan dalam pembuatan gim;

2) Minimnya ketersediaan SDM yang sesuai dengan
kebutuhan  industri gim  nasional. Riset
menunjukkan bahwa sebanyak 44% pengembang
gim menghadapi permasalahan kekurangan
jumlah SDM dalam pembuatan gim;

3) Ekosistem pendukung pengembangan gim lokal,
termasuk akses ke pendanaan, infrastruktur
teknologi, dan platform distribusi, masih belum
berkembang secara optimal.

b. Rendahnya tingkat digitalisasi di sektor-sektor ekonomi
Digitalisasi merupakan sebuah langkah strategis untuk
meningkatkan produktivitas di masing-masing sektor,
mengoptimalkan sumber daya, dan mempercepat
pertumbuhan inovasi. Namun, pelaksanaannya masih
terkendala pada berbagai tantangan mulai dari
keterampilan SDM hingga biaya tinggi dalam investasi
teknologi:
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1) Tingkat maturitas digital pada sektor-sektor
strategis nasional umumnya masih berada pada
level emerging, yang artinya sektor-sektor tersebut
masih berada dalam proses integrasi teknologi
tetapi belum sepenuhnya mengoptimalkan potensi
digitalnya;

2) Rendahnya tingkat digitalisasi di 7 sektor prioritas,
yaitu pertanian, maritim, kesehatan, logistik,
pendidikan, pariwisata, dan gim umumnya
disebabkan oleh empat faktor utama, yaitu:

a) Keterbatasan dan distribusi infrastruktur
dasar dan infrastruktur digital yang tidak
merata, terutama di wilayah terpencil;

b) Keterampilan dan pengetahuan digital SDM di
masing-masing sektor untuk mengadopsi
teknologi digital dalam proses bisnisnya;

c) Investasi dan kemudahan dalam akses
pembiayaan kepada para pelaku usaha untuk
mengembangkan bisnis; dan

d) Ketersediaan regulasi dan kebijakan yang
mendukung pertumbuhan inovasi dan
transformasi digital di masing-masing sektor.

Ekosistem Teknologi Baru

Meningkatnya adopsi teknologi seperti kecerdasan artifisial
(artificial intelligence/Al), blockchain, Internet of Things (IoT),
dan komputasi awan membuka peluang besar bagi Indonesia
untuk mendorong transformasi digital di berbagai sektor.
Potensi pemanfaatan teknologi-teknologi baru ini dapat
mendukung efisiensi, transparansi, dan inovasi dalam
layanan publik maupun sektor industri. Namun demikian,
pengembangan ekosistem teknologi baru di Indonesia masih
menghadapi tantangan signifikan.

Berikut merupakan isu strategis terkait ekosistem teknologi
baru di Indonesia, antara lain:

Transformasi menuju industri berbasis teknologi baru
menuntut akselerasi dalam berbagai aspek digital

Perkembangan teknologi baru (seperti Al blockchain, big
data, dst) yang semakin pesat membuka banyak peluang
untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, hingga perekonomian
nasional. Riset menunjukkan bahwa AI berpotensi untuk
meningkatkan PDB Indonesia hingga 12% atau setara
dengan 366 miliar USD pada tahun 2030. Namun, dampak
ini akan lebih bervariasi tergantung pada perbedaan struktur

sektoral dan tingkat kematangan infrastruktur Al di

Indonesia. Selain itu, Big Data juga memiliki potensi besar

dalam mendukung transformasi digital di sektor-sektor

strategis:

a. Tingkat kesiapan infrastruktur digital pendukung
penerapan teknologi baru tergolong masih rendah.
Selain itu, tingkat adopsi teknologi baru di Indonesia
masih berada pada early stages dan penerapannya
masih terbatas pada sektor-sektor tertentu;
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b. Keterbatasan dalam jumlah dan kualitas SDM digital
yang mumpuni di berbagai sektor;

c. Tingginya biaya investasi yang dibutuhkan untuk
mengimplementasikan teknologi baru ke dalam sebuah
proses bisnis;

d. Ketersediaan regulasi dan kebijakan yang mendukung
pertumbuhan industri berbasis teknologi baru.

Tata Kelola Ekosistem Digital
Pertumbuhan platform digital belum menghasilkan nilai
tambah berarti bagi perekonomian

Regulasi dan tata kelola saat ini belum mampu mengimbangi
perkembangan model bisnis baru yang pada akhirnya
menyebabkan adanya ketidakseimbangan regulasi bagi
industri co-existence:

a. Equal treatment belum dapat dilakukan terhadap
platform OTT dan mengancam keberlangsungan
industri telekomunikasi, industri cetak, penyiaran dan
radio, dsb;

b. Pertumbuhan platform digital belum terkelola dari sisi
regulasi, perizinan, hingga monetisasi layanan;

c. Belum ada kajian terstruktur untuk transisi pada
industri yang terkena disrupsi digital;

d. Lambatnya pembaharuan regulasi untuk
pengembangan ekosistem digital yang kondusif dan
andal;

e. Perancangan tata kelola menghadapi berbagai kendala
struktural, teknis, dan dinamika global.

Pos dan Logistik

Sektor pos berperan sebagai tulang punggung dalam lalu
lintas perdagangan pada ekonomi digital. Adanya
peningkatan tren industri e-commerce menjadi tuntutan bagi
penyelenggara  pos untuk meningkatkan  sebaran
infrastruktur  dan titik  layanan, dengan  tetap
memperhatikan kualitas layanannya. Namun demikian,
kondisi existing sebaran titik layanan pos di Indonesia masih
tergolong rendah, di mana hanya mencakup sebagian
wilayah Indonesia dan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa
sebagai wilayah yang mendominasi usaha e-commerce di
Indonesia.

Di sisi industri pos, pangsa pasar pos yang dikuasai oleh
penyelenggara berskala besar berpotensi menimbulkan
berbagai praktik yang dikhawatirkan menjadi ancaman
bisnis bagi penyelenggara berskala kecil untuk dapat
bersaing. Sedangkan, tata kelola perizinan yang tidak efektif
menyebabkan jumlah penyelenggara layanan pos di
Indonesia menjadi tergolong sangat besar dengan didominasi
oleh pelaku usaha berskala mikro, kecil, dan menengah
(UMKM), tanpa diiringi dengan adanya kebijakan
standarisasi layanan minimum.
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Isu-isu yang terjadi merupakan tantangan bagi sektor pos di
Indonesia untuk mampu meningkatkan daya saing di skala
global. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya inefisiensi
dalam penyelenggaraan pos akibat minimnya kolaborasi dan
optimalisasi infrastruktur antar penyelenggara pos.

Berikut merupakan isu strategis yang terjadi dalam upaya
mewujudkan pemerataan infrastruktur serta layanan yang
berkualitas pada sektor pos di Indonesia:

a.

Aksesibilitas dan Konektivitas Layanan Pos belum

Inklusif

Jumlah titik layanan pos terkonsentrasi di wilayah

perkotaan dan masih terbatas di daerah terpencil, selain

itu kondisi existing dari rantai logistik (logistic chain)
masih terbatas dari segi ketersediaan maupun kualitas.

Hal ini kemudian berdampak pada kesenjangan tarif

layanan serta lama waktu pengiriman barang antar

wilayah di Indonesia:

1) Jumlah titik layanan pos masih rendah (69% dari
seluruh kecamatan di Indonesia per tahun 2024);

2) Titik layanan pos di Indonesia belum merata (58%
titik layanan pos existing terkonsentrasi di Pulau
Jawa);

3) Infrastructure sharing belum masif dilakukan oleh
penyedia layanan pos, sehingga menimbulkan
inefisiensi dalam rantai pasok logistik (logistic
chain).

Adopsi Teknologi Digital pada Sektor Logistik

Cenderung Lambat

Terdapat kecenderungan bahwa hanya penyedia

layanan pos berskala besar yang dapat melakukan

adopsi teknologi digital, sementara penyedia layanan
berskala kecil masih menggunakan teknologi
konvensional:

1) Kemampuan untuk berinvestasi dalam teknologi
digital masih terbatas, terutama bagi penyedia
layanan berskala kecil (73% penyelenggara pos di
Indonesia merupakan berskala usaha mikro dan
kecil);

2) Rendahnya awareness pelaku industri untuk
mengadopsi teknologi digital (Hanya 43,45%
tenaga kerja di bidang transportasi dan
pergudangan yang bekerja menggunakan internet).

Persaingan Tidak Sehat pada Industri Pos

Keberadaan marketplace yang kini juga menyediakan

layanan pos dan kurir menjadi tantangan bagi penyedia

layanan pos. Praktik monopoli kerap terjadi, tetapi
belum ada penindakan yang tegas:

1) Penetapan harga/tarif layanan yang semena-mena
(di bawah HPP) oleh marketplace (maraknya ‘free
ongkir’ yang dilakukan oleh marketplace);

2)  Opsi kurir di marketplace yang dibatasi dan tidak
transparan, tanpa ada regulasi yang jelas.
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d. Tata Kelola Regulasi Pos yang belum efektif
Regulasi yang mengatur aktivitas pos masih tumpang
tindih dan fragmented di mana terkait perizinan
penyelenggaraan aktivitas pos terbagi di beberapa
kementerian. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu
penyebab terjadinya perang tarif antar penyedia
layanan. Selain itu kondisi regulasi yang fragmented
belum disatukan oleh roadmap maupun rencana
nasional  terkait pembangunan = industri = pos

kedepannya:
1) Perizinan terkait aktivitas layanan pos tersebar di
beberapa kementerian (izin terkait

penyelenggaraan pos merupakan wewenang
Kemenkomdigi, izin terkait jasa transportasi
merupakan wewenang Kementerian Perhubungan,
izin terkait marketplace merupakan wewenang
Kementerian Perdagangan);

2) Regulasi existing belum mengatur proses/aktivitas
pos secara end-to-end atau dari hulu ke hilir;

3) Belum terdapat regulasi yang mengatur terkait
standar layanan minimum dari penyelenggara pos.

Penyiaran

Disrupsi digital telah membawa tantangan besar bagi
industri penyiaran nasional. Masyarakat kini beralih dari
media konvensional seperti TV dan radio ke layanan media
OTT, sementara penggunaan internet meningkat pesat.
Akibatnya, pendapatan industri penyiaran, yang mayoritas
berasal dari iklan, mengalami penurunan, terutama untuk
media penyiaran FTA (Free to Air). Pelaku industri penyiaran
menghadapi kesulitan dalam bersaing karena regulasi yang
tidak setara, di mana mereka diawasi oleh badan pengawas
khusus dan terikat dengan regulasi konten, sementara
aturan tersebut tidak berlaku bagi penyedia layanan OTT.
Selain itu, lambatnya upgrade teknologi penyiaran juga
menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan
industri penyiaran nasional.

Konten juga menjadi isu penting bagi sektor penyiaran. Saat
ini, konten digital dari internet, termasuk layanan OTT, lebih
diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan konten TV
dan radio, sebagaimana terlihat dari waktu penggunaan
media internet yang lebih tinggi. Namun, konten digital yang
belum diatur seringkali membawa dampak negatif. Pelaku
penyiaran FTA, terutama TV, menghadapi kesulitan dalam
bersaing dengan layanan OTT dalam menyediakan konten.
Adapun  penyebabnya adalah  terbatasnya = survei
kepemirsaan TV yang dilakukan hanya oleh satu perusahaan
dengan cakupan wilayah dan sampel yang terbatas, sehingga
belum merepresentasikan minat penonton di seluruh
Indonesia.
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Sementara itu dari segi akses, media OTT lebih unggul
karena menawarkan fleksibilitas akses bagi penggunanya, di
sisi lain belum semua TV dan radio memiliki keunggulan
tersebut. Salah satu solusi untuk menjawab permasalahan
akses adalah melalui implementasi teknologi konvergensi
penyiaran, misalnya melalui Integrated Broadcast-
Broadband (IBB) yang menggabungkan DTV terrestrial dan
internet. Namun demikian, kondisi existing dari
infrastruktur, frekuensi, serta regulasi terkait penyiaran di
Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk dapat
mewujudkan teknologi next-gen tersebut.
Berikut merupakan isu strategis yang dihadapi dalam
mewujudkan digitalisasi penyiaran yang berkualitas, antara
lain:
a. Pendapatan Industri Penyiaran yang terus Menurun
dan Mengancam Keberlanjutan Industri
Disrupsi digital telah mengubah perilaku konsumsi
masyarakat terhadap media, dimana konten on-demand
lebih digemari. Lambatnya upgrade teknologi penyiaran
juga menjadi salah satu penghambat, dimana saat ini
ekosistem penyiaran digital baru terbentuk (paska ASO)
dan belum tersedianya tata kelola maupun ekosistem
untuk implementasi teknologi next-gen untuk
penyiaran. Sementara itu, penyedia layanan penyiaran
harus bersaing dengan media OTT yang saat ini lebih
digemari oleh masyarakat.
1) Pangsa pasar pengeluaran iklan TV Free-to-Air
(FTA) terus mengalami penurunan, yakni sebesar
24,8% pada tahun 2023, dibandingkan dengan
40,8% pada tahun 2019;
2) Hingga saat ini, akses ke media penyiaran masih
terbatas hanya melalui perangkat tertentu (TV,
Radio). Sementara ekosistem pendukung untuk
implementasi 5G broadcast maupun Integrated
Broadcast Broadband (IBB) masih belum tersedia.

b. Ketidaksetaraan Regulasi antara Industri Penyiaran
dengan OTT
Regulasi yang tidak setara mengakibatkan tidak
terciptanya fair level of playing field antara penyedia
layanan penyiaran dengan media OTT. Penyedia
layanan industri penyiaran terikat dengan aturan
terkait konten maupun iklan serta diawasi oleh badan
pengawas, sementara tidak dengan media OTT.
Regulasi yang tidak setara antara media penyiaran FTA
dan media OTT.

Tabel 2 Ketimpangan regulasi antara TV FTA dan OTT

Media
Regulasi
TV FTA OTT
Kewajiban memperoleh v v
izin operasi
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Memiliki badan pengawas v -
khusus
Terikat dengan regulasi v -

terkait konten (P3SPS,
Sensor, Komposisi konten
asing, Iklan)

Sumber: Paparan Neil Tobing (MASTEL), 2024

Kesenjangan Akses dan Kualitas Penyiaran

Penetrasi media penyiaran terus mengalami penurunan
sepanjang tahun, tersaingi oleh media internet. Di sisi
lain, masih terdapat wilayah blank spot yang belum
mendapatkan layanan siaran digital, salah satu
akibatnya adalah keterbatasan penggelaran
infrastruktur penyiaran. Selain itu, jumlah multiplexer
(MUX) pada beberapa wilayah layanan dengan populasi
TV tunggu juga masih terbatas:

1) Penetrasi media FTA terus menurun sementara

penetrasi media internet meningkat selama tahun
2015-2022;

Tabel 3 Perubahan tingkat penetrasi media
sepanjang 2015-2022

Media A
TV FTA Menurun 17,98%
Radio Menurun 41.24%
Internet Meningkat 97,66%

Sumber: Paparan Neil Tobing (MASTEL), 2024

2) Kapasitas MUX saat ini hanya pada kombinasi
kualitas resolusi siaran SD dan HD (belum mampu
jika ditingkatkan menjadi UHD, 4K, dst).

Konten Penyiaran yang tidak Bersaing
Saat ini konten digital, termasuk yang berasal media
OTT lebih diminati oleh masyarakat. Selain karena
minimnya kreativitas dan inovasi dalam produksi
konten penyiaran, penyedia layanan penyiaran juga
mengalami kesulitan dalam meningkatkan kualitas
konten akibat survei kepemirsaan di Indonesia yang
tidak menyeluruh:
1) Waktu penggunaan per-hari media FTA rendah (2
Jam 41 Menit untuk TV dan 41 menit untuk Radio);
2) Survei kepemirsaan hanya dilakukan Nielsen dan
belum menyeluruh (11 Kota dan 55,9 Juta
Penonton).
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Pengawasan Ruang Digital

Saat ini, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan
diikuti oleh persebaran informasi yang tidak mengenal batasan
ruang dan waktu, tata kelola ekosistem digital dan pengawasan
ruang digital di Indonesia masih menghadapi berbagai isu dan
tantangan baik aspek sosial kemasyarakatan maupun aspek
bisnis dan industri. Dalam aspek sosial kemasyarakatan,
tantangan tersebut mencakup penyebaran konten negatif,
aktivitas judi online, pornografi, radikalisme, hingga penyebaran
berita bohong melalui media sosial yang mengancam kohesi sosial
dan keamanan individu. Jumlah pengguna internet yang semakin
meningkat di berbagai kalangan usia diiringi dengan rendahnya
pengawasan ruang digital menyebabkan kelompok anak-anak
dan remaja semakin rentan terhadap paparan konten negatif dan
aktivitas ilegal di ruang digital, dimana menurut data Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di tahun
2024 menunjukkan bahwa terdapat 520 ribu pemain judi online
masih berusia di bawah 20 tahun dengan potensi kerugian akibat
judi online yang mencapai Rp900 Triliun.

Di dalam aspek bisnis dan industri, aktivitas di ruang digital
menimbulkan berbagai isu krusial, seperti pelindungan data
pribadi dan maraknya praktik penipuan online yang menjadi
hambatan serius bagi kepercayaan publik terhadap layanan
digital. Lemahnya upaya pelindungan data pribadi masyarakat
menyebabkan tingginya potensi insiden kebocoran data pribadi
yang merugikan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di tahun
2024, tercatat sebanyak 94 juta pengguna telah mengalami
kebocoran data pribadi dengan perkiraan kerugian finansial rata-
rata sebesar $4,88 juta per kasus kebocoran data. Berikut
identifikasi isu strategis yang dihadapi dalam mewujudkan
pengawasan ruang digital yang efektif dan mampu memastikan
ruang digital yang aman dan kondusif bagi masyarakat:

1. Deras arus informasi memberikan dampak negatif yang perlu

diantisipasi
Akses pemanfaatan ruang digital seharusnya dapat
dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh semua kelompok
masyarakat. Tetapi, derasnya arus informasi akibat
perkembangan teknologi mendorong sulitnya menyaring
konten negatif seperti pornografi, judi online, kekerasan,
cyberbullying, kriminalitas dan sebagainya. Hal ini dapat
meningkatkan kerentanan masyarakat, terutama anak-
anak, dalam memanfaatkan ruang digital secara aman dan
nyaman:

a. Berdasarkan pengukuran Digital Civility Index Microsoft
pada tahun 2020, Indonesia menempati peringkat 29
dari 32 negara;

b. Posisi Indonesia pada Child Online Safety Index berada
di peringkat 26 dari total 30 negara yang diukur;

c. Menurut data PPATK Tahun 2024, terdapat 80,000
pemain judi online berasal dari kelompok usia di bawah
10 tahun;

d. Berdasarkan angka dari Datareportal Tahun 2024,
secara rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan
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waktunya selama 7 jam 38 menit di internet untuk
aktivitas hiburan dan sumber informasi.

2. Peraturan yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap
perkembangan teknologi baru, sehingga pengawasan
menjadi kurang efektif
Meskipun perkembangan teknologi digital di Indonesia
sangat pesat, regulasi pengawasan untuk memitigasi
dampak teknologi baru masih perlu diperkuat untuk
menjawab tantangan tersebut. Hal ini disebabkan oleh
beberapa hal, seperti:

a. Teknologi baru seperti Al, blockchain, dan IoT
berkembang sangat pesat, berbagai ancaman teknologi
baru bermunculan mulai dari Al deepfake dan
manipulasi, Al phishing, malware dan ransomware,
serangan distributed denial-of-service (DDoS), pencurian
data hingga manipulasi persepsi dan realitas, menjadi
tantangan baru yang perlu direspons secara tepat.
Mengingat proses penyusunan regulasi memerlukan
kajian yang komprehensif dan partisipatif, penguatan
kerangka kebijakan yang bersifat dinamis dan responsif
terhadap teknologi baru menjadi langkah penting untuk
menjaga ketahanan dan integritas ruang digital;

b. Kompleksitas isu dan dampak teknologi memerlukan
analisis menyeluruh tentang potensi dampak jangka
pendek dan panjang, baik dari aspek ekonomi, sosial,
maupun keamanan.

3. Peraturan turunan Pelindungan Data Pribadi perlu segera
disusun

Maraknya kasus peretasan dan kebocoran data pribadi

menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah. Terlebih penanganan perluasan dampak
kebocoran data saat ini masih menemui berbagai isu penting
seperti:

a. Masa transisi UU PDP untuk dapat diturunkan di level
PP telah usai di Bulan Oktober 2024. Akan tetapi,
peraturan turunan UU tersebut masih belum disahkan,
termasuk Rancangan Perpres Badan PDP;

b. Belum terbentuknya Badan PDP menyebabkan
perlunya penyesuaian mekanisme koordinasi antar
lembaga saat ini yang menjalankan fungsi pengawasan
pelindungan data pribadi, paralel menunggu hadirnya
kerangka kelembagaan yang bersifat tetap dan
independen. Dalam masa transisi ini, penguatan tata
kelola, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta
kolaborasi lintas sektor penting untuk dilakukan guna
menjaga kepercayaan publik dan memastikan
pelindungan data pribadi tetap terlaksana secara
optimal.

Pemerintah Digital

Ukuran tingkat kualitas pelayanan publik digital di Indonesia
salah satunya tergambar melalui Indeks SPBE. Pada tahun 2024,
skor SPBE nasional baru menghasilkan skor 3,12 atau dalam
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kategori baik. Hal ini diperkuat oleh hasil skor pengukuran Indeks

Transformasi Digital Nasional pada pilar pemerintah yang

menghasilkan skor 51,12 dan juga berada dalam kategori baik.

Kedua data ini menunjukkan masih terdapat banyak ruang

perbaikan bagi pemerintah untuk mentransformasi sistem dan

pelayanan publik pemerintah ke depan. Di sisi lain, kondisi
infrastruktur pendukung seperti PDN masih belum terbangun
dan sistem pemerintahan digital masih belum saling terhubung
satu sama lain. Dari segi keamanan dan privasi data, masih
terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh lemahnya standar

kebijakan, pengawasan serta kapasitas SDM pemerintah di

bidang digital. Berikut identifikasi isu strategis yang dihadapi

dalam mewujudkan pemerintahan digital, antara lain:

1. Layanan publik digital belum saling interoperabilitas satu
sama lain dan belum bersifat end-to-end dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat
Untuk meningkatkan kualitas layanan publik, proses
digitalisasi pelayanan publik yang merata dan berbasis pada
kebutuhan masyarakat menjadi hal penting untuk menjadi
prioritas. Akan tetapi saat ini, masih banyak pelayanan
publik yang belum tersedia secara digital, sementara
pelayanan yang sudah terdigitalisasi masih belum saling
terhubung antara satu sama lain sehingga menyulitkan
masyarakat dalam menggunakannya:

a. Skor SPBE Nasional Tahun 2024 menghasilkan skor
3,12 atau dalam kategori Baik;

b. Hingga tahun 2023, sudah terbangun 27.000 aplikasi
pemerintah terbangun secara silo dan tidak saling
terhubung;

c. Kementerian Komdigi mendukung proses transformasi
digital layanan publik maupun layanan administrasi
pemerintahan dengan melakukan pengembangan dan
operasional aplikasi pada 43 sektor layanan (81%) dari
53 sektor layanan yang telah dikelompokan
berdasarkan Referensi Arsitektur SPBE yang tercantum
pada Perpres Nomor 132 Tahun 2022, melebihi target
yang ditetapkan yaitu 70% sektor layanan yang telah
didukung;

d. Tantangan yang dihadapi setelah Kementerian Komdigi
mendukung proses transformasi digital adalah sebagai
berikut:

1) Kemandirian sektor  pemerintahan  untuk
mengelola layanan digitalnya;

2) Setiap instansi dapat adaptif pada perubahan
teknologi yang berkembang pesat dan perubahan
tata kelola pemerintahan dengan layanan digital
yang dikelola;

3) Kesiapan setiap layanan digital untuk dapat
terhubung atau saling ber interoperabilitas untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat,

e. Tantangan kedepannya adalah perlu tersedianya portal
pelayanan publik sebagai gerbang setiap layanan digital
sehingga layanan dapat terpadu untuk dapat diakses
oleh masyarakat.
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Digital  Public  Infrastructure belum  tersedia dan
termanfaatkan sepenuhnya oleh Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah
Digital Public Infrastructure (DPI) menurut Bill & Melinda
Gates Foundation adalah kumpulan sistem dan platform
digital dasar yang dirancang untuk mendukung
penyampaian layanan publik, pertukaran data, dan tata
kelola digital melintasi berbagai sektor. Infrastruktur ini
berfungsi layaknya “jalan raya” dalam dunia fisik
menghubungkan orang, data, dan uang sehingga berbagai
layanan dapat diakses dengan cepat, inklusif, dan aman.

Dalam DPI terdapat tiga elemen inti:

a. Digital identity systems: memungkinkan penciptaan,
pengelolaan, dan otentikasi identitas unik untuk
digunakan dalam skenario digital;

b. Digital payment systems: memungkinkan pemerintah,
bisnis, dan individu untuk mengirim dan menerima
uang secara instan, terlepas dari siapa yang mengelola
akun tersebut;

c. Data exchange systems: memungkinkan individu,
organisasi, dan pemerintah untuk berbagi informasi
digital secara aman.

Digital Public Infrastructure (DPI) menjadi fondasi krusial
dalam memastikan layanan publik digital pemerintah bisa
diakses dengan mudah, cepat, dan aman. Dengan
infrastruktur ini, sistem layanan pemerintah dapat
terhubung lebih baik, membuat layanan lebih efisien dan
responsif. Akan tetapi, kondisi DPI Indonesia saat ini DPI
belum sepenuhnya tersedia. Setiap instansi pemerintah
masih cenderung membangun solusi digitalnya sendiri
secara terpisah, tercermin dari ribuan aplikasi silo yang
menyulitkan pertukaran data dan fungsionalitas antar
layanan. Oleh karena itu, keterpaduan layanan pemerintah
digital belum sepenuhnya terwujud.

Dalam konteks SPBE, komponen elemen DPI data exchange

systems tercermin melalui Sistem Penghubung Layanan

Pemerintah (SPLP), yang merupakan salah satu Infrastruktur

SPBE yang berfungsi mendukung keterhubungan pada layer

data dan informasi antar instansi pemerintah, Aplikasi

Umum, Aplikasi Khusus yang terhubung dengan Jaringan

Intra Pemerintah (JIP):

a. Meskipun telah dikembangkan sejak tahun 2021 dan
dioperasionalkan pada tahun 2022 untuk memfasilitasi
integrasi dan interoperabilitas data antar layanan SPBE,
adopsinya masih terbatas;

b. Hingga tahun 2023, pemanfaatan SPLP oleh Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) baru mencapai
55%, dengan 345 IPPD menggunakannya untuk
interoperabilitas data dan aplikasi antar instansi. Pada
tahun 2024, pemanfaatan SPLP meningkat menjadi
65%, atau telah digunakan oleh 411 K/L/D dari total
target 629 IPPD pada Desember 2024. Angka-angka ini
mengindikasikan bahwa implementasi SPLP sebagai
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bagian integral dari DPI masih menghadapi tantangan
signifikan dalam adopsi menyeluruh oleh seluruh IPPD,
sehingga potensi DPI untuk menghubungkan dan
mengintegrasikan layanan pemerintah secara luas
belum terealisasi secara merata dan belum
termanfaatkan secara optimal.

Tata kelola dan birokrasi pemerintahan digital kurang efisien
Fleksibilitas tata kelola dan birokrasi pemerintah membantu
pemerintah dalam beradaptasi pada perkembangan
teknologi baru serta memfasilitasi inovasi untuk kemajuan
ekosistem digital. Meskipun demikian, kondisi tata kelola
dan birokrasi pemerintahan digital saat ini masih tergolong
kurang efisien. Banyak sistem yang masih berjalan secara
silo, kurang terintegrasi secara menyeluruh antar sektor. Hal
ini mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan
sebagai salah satu penghambat kolaborasi lintas unit kerja.
Untuk itu, diperlukan reformasi tata kelola pemerintah yang
lebih lincah, terkoordinasi, keterbukaan dan berkelanjutan
berorientasi pada kolaborasi lintas unit kerja secara terbuka
dan berkelanjutan.

Ketimpangan pelayanan publik yang memanfaatkan TIK
Masih banyak daerah berada di bawah rata-rata nasional
dan berada di posisi cukup berdasarkan Indek SPBE dan
Indek TDN. Skor Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN)
merupakan alat ukur yang disusun oleh Kementerian
Komunikasi dan Digital dengan mengacu kepada kerangka
Visi Indonesia Digital 2045. Indeks ini bertujuan untuk
melihat perkembangan transformasi digital di tingkat
nasional hingga daerah. Pengukuran indeks ini menjadi
penting karena dapat membantu mengidentifikasi
kesenjangan digital antara pusat dan daerah sehingga
memungkinan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan
yang lebih tepat sasaran serta alokasi sumber daya secara
efektif. Hasil indeks TDN 2022 menunjukkan bahwa tingkat
perkembangan dan adopsi teknologi digital di Indonesia
masih rendah serta terdapat tantangan yang dihadapi
masing-masing pilar pembangunan digital yang memerlukan
perbaikan lebih lanjut. Pada tingkat provinsi secara rata-rata
skor indeks TDN mengalami pergerakan positif tetapi belum
ada satu provinsi pun yang berhasil masuk ke dalam
Klasifikasi A (sangat baik) dan masih ada 23 Provinsi yang
mendapatkan indeks cukup.

Seperti yang diketahui berdasarkan Indeks Transformasi
Digital Nasional (TDN) Tahun 2022 bahwa Indonesia
memiliki indeks skor TDN sebesar 49,2. Skor ini meningkat
dari sebelumnya sebesar 43,67 pada tahun 2018.
Peningkatan skor indeks TDN mencerminkan tren positif dan
kemajuan transformasi digital di Indonesia. Akan tetapi,
apabila dilihat secara lebih detail, dapat dilihat bahwa
perkembangan transformasi digital pada tingkat daerah di
Indonesia masih belum merata. Hanya 15 Provinsi dari total
seluruh provinsi di Indonesia yang mendapatkan indeks skor
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Baik sedangkan sebagian besar lainnya hanya mendapatkan
indeks skor Cukup. Hal ini menunjukkan bahwa masih
terdapat ketimpangan yang besar dalam penerapan
transformasi digital di Indonesia. Ketimpangan ini perlu
perhatian karena dapat memunculkan berbagai efek negatif
seperti kesenjangan sosial, menghambat inovasi, dan
ketidakadilan dalam pelayanan publik. Untuk mencegah
dampak negatif tersebut, maka Kementerian Komunikasi
dan Digital perlu melakukan pemerataan tingkat
pemahaman serta mendorong transformasi digital kepada
Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia untuk kemudian
diterapkan pada e-government masing-masing daerah.
Sehingga seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan
publik yang adil dan setara melalui pemerataan digitalisasi
pelayanan publik.

Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Digital

Perkembangan teknologi yang terus berkembang dengan pesat
menuntut industri untuk selalu membutuhkan tenaga kerja
dengan keterampilan digital yang terbarukan dan relevan. Seiring
dengan munculnya inovasi-inovasi baru di era digital, industri di
berbagai sektor perlu beradaptasi dengan cepat untuk tetap
kompetitif. Hal ini menciptakan permintaan yang tinggi untuk
pekerja yang tidak hanya memiliki pemahaman dasar tentang
teknologi digital, tetapi juga mampu menguasai keterampilan-
keterampilan khusus yang diperlukan untuk mengoperasikan,
mengelola, dan mengembangkan sistem dan perangkat digital
canggih. Akan tetapi, jumlah SDM digital nasional yang tersedia
belum mampu memenuhi kebutuhan industri tersebut.

Sementara dari sisi kualitas, skills yang dimiliki oleh SDM digital
existing masih belum memadai untuk memenuhi standar yang
diperlukan oleh industri modern. Ketimpangan skills juga masih
terlihat di berbagai daerah, dengan banyak pekerja terampil yang
masih terfokus pada wilayah tertentu seperti kota-kota besar dan
pusat industri, ketidakmerataan distribusi keterampilan ini dapat
menghambat pertumbuhan dan inovasi di daerah. Keterbatasan
SDM digital nasional ini disebabkan oleh berbagai isu strategis,
seperti akses pelatihan digital belum merata dan tersebar di
seluruh wilayah Indonesia, lambatnya update keterampilan untuk
mengikuti perkembangan teknologi, infrastruktur digital yang
belum merata, dan biaya sertifikasi yang masih mahal bagi
beberapa golongan masyarakat.

Isu terkait SDM digital ini juga tidak terlepas dari peran
pendidikan dalam mempersiapkan calon talenta digital,
kurangnya lulusan pendidikan STEM (Science, Technology,
Engineering, and Mathematics), sistem pendidikan yang belum
cukup responsif terhadap perkembangan teknologi yang cepat,
kolaborasi antara institusi pendidikan dan industri yang belum
efektif, dan infrastruktur TIK yang belum merata di semua
lembaga pendidikan menyebabkan pendidikan sering kali tidak
berorientasi pada future ready workforce.
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Di sisi lain, tantangan tidak hanya dalam aspek keterampilan
digital, tetapi juga mencakup perilaku digital masyarakat secara
keseluruhan. Penggunaan internet oleh masyarakat sering kali
tidak disertai dengan etika yang baik di media sosial, yang dapat
menyebabkan pergeseran norma-norma berbasis Pancasila.
Ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap etika digital ini
tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat mengganggu
harmoni sosial dan mengikis nilai-nilai budaya yang telah lama
dijunjung tinggi. Dari sisi keamanan digital, kurangnya
kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keamanan
digital dapat mengakibatkan risiko keamanan siber, pencurian
identitas, dan penyebaran informasi palsu. Meskipun akses
teknologi dan internet semakin luas, banyak individu belum
teredukasi baik tentang praktik keamanan digital yang penting
seperti pengaturan privasi dan pengenalan penipuan online.

Rendahnya literasi digital masyarakat ini bukan semata-mata
kurangnya kesadaran pribadi, tetapi juga disebabkan oleh upaya
peningkatan literasi digital yang belum berjalan efektif. Salah satu
penyebabnya yaitu belum adanya akses modul literasi digital yang
mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,
keterbatasan konektivitas di berbagai wilayah, serta jejaring atau
kolaborasi dengan berbagai pihak yang belum terbangun dengan
baik untuk melakukan program literasi digital, sehingga sulit
menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Berikut isu strategis dalam mewujudkan SDM digital nasional
yang berdaya saing dan sesuai dengan kebutuhan industri,
antara lain:

1. Mismatch SDM digital nasional

Pemenuhan kebutuhan SDM di industri era digital

menghadapi tantangan baik dari sisi kualitas maupun

kuantitas. Secara kuantitas, ketersediaan talenta digital
belum sebanding dengan kebutuhan talenta digital.

Sementara itu, secara kualitas, sulit menemukan SDM

digital yang memiliki skill yang dibutuhkan:

a. Sebanyak 56,3% perusahaan mengatakan sulit atau
sangat sulit untuk mencari pekerja dengan kemampuan
digital. (Kemenaker, 2023);

b. Proyeksi ketersediaan talenta digital untuk tahun 2024
adalah 6.507.904 orang, sementara kebutuhan talenta
digital tahun 2024 mencapai 10.731.209 orang (Kajian
Puslitbang Aptika IKP Kominfo, 2024);

c. Berdasarkan APAC digital skills study, di Indonesia,
tingkat penggunaan keterampilan digital di tempat kerja
adalah 13% untuk tingkat dasar, 7% untuk tingkat
intermediate, 7% untuk tingkat advanced, dan sebanyak
73% tidak menggunakan keterampilan digital di tempat
kerja (APAC Digital Skills Study Report Gallup & AWS,
2023).

2. Upaya linkmatch belum optimal dalam menyelaraskan supply
talenta digital dengan kebutuhan industri
Upaya linkmatch yang belum optimal menyebabkan
perusahaan kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai
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dengan kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan. Hal

ini dapat mengurangi potensi inovasi yang semakin

membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan adaptif dalam

menghadapi tantangan era digital:

a. Terbatasnya basis data SDM digital nasional yang
mudah diakses oleh seluruh masyarakat;

b. Belum ada sistem pendataan khusus untuk tenaga
kerja di sektor digital,

c. Basis data tenaga kerja digital masih sesuai dengan
sektor TIK existing dan belum sesuai dengan pergeseran
kebutuhan tenaga kerja dalam industri digital.

Ekosistem pelatihan digital belum berkembang

Ekosistem pelatihan digital belum berkembang

menyebabkan terbatasnya akses dan kualitas pelatihan bagi

SDM berkompeten. Hal ini berpotensi memperlambat

adaptasi SDM terhadap dinamika perubahan teknologi:

a. Ekosistem pelatihan khusus digital belum terbangun;

b. Peta okupasi belum cepat diperbarui sehingga pelatihan
tidak menyasar pada kebutuhan skill di pasar tenaga
kerja;

c. Penetapan Rancangan SKKNI membutuhkan waktu
yang lama;

d. Belum optimalnya kolaborasi antar pihak dalam
penyusunan SKKNI bidang kominfo sesuai Perpres
Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi dan Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi
Nasional Pendidikan vokasi dan Pelatihan Vokasi;

e. Kurangnya riset terhadap kebutuhan tenaga kerja
digital secara makro dan keterampilan di berbagai
tingkatan;

f.  Kurangnya akses ke pembiayaan seperti beasiswa atau
subsidi untuk mendapatkan sertifikasi.

Kualitas pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan era
digital
Pendidikan yang belum sepenuhnya menggunakan teknologi
digital dan belum menyesuaikan keterampilan yang
diperlukan industri berpotensi menciptakan kesenjangan
antara kompetensi lulusan dan tuntutan pasar, yang
semakin mengandalkan kreativitas, inovasi, dan
keterampilan digital:

a. Fasilitas pembelajaran tidak mendukung kebutuhan era
digital, saat ini terdapat 136.442 sekolah dari 220.711
sekolah yang sudah tersambung internet (Laporan
World Bank, 2024);

b. Lulusan STEM di Indonesia terhadap keseluruhan
lulusan pada tahun 2023 hanya 18.47% (Bappenas,
2023);

c. Kurikulum yang belum cukup responsif terhadap
perkembangan teknologi digital;

d. Banyak guru yang belum mengikuti pelatihan yang
memadai di bidang digital;
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e. Minimnya kolaborasi dengan sektor industri dalam
mengembangkan pendidikan;

f.  Belum mengintegrasikan soft skills dalam proses
kegiatan belajar mengajar.

Keterbatasan keterampilan digital pada SDM Aparatur Sipil

Negara

Kapasitas SDM pemerintahan yang berkualitas sangat

penting dalam mengimbangi perkembangan teknologi ke

depan. Adopsi perkembangan teknologi baru di masa depan

memerlukan talenta-talenta digital yang mumpuni. Namun

saat ini, talenta digital Aparatur Sipil Negara (ASN) dan

pemanfaatan teknologi di pemerintahan masih terbatas pada

level kapasitas dasar:

a. Sebanyak 4,3 juta ASN perlu meningkatkan kompetensi
digitalnya (Pijar foundation, 2024);

b. Proses rekrutmen dan pengembangan karir ASN belum
cukup menekankan pentingnya keterampilan digital,

c. Minimnya pelatihan keterampilan digital yang diberikan
untuk ASN;

d. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan ke pegawai
tidak melihat kebutuhan ke depan;

e. Pelatihan belum mencakup kebutuhan kombinasi
keterampilan digital dan kemampuan bisnis.

Dampak pada sosial kemasyarakatan akibat literasi digital
yang rendah
Tingkat literasi digital yang rendah dapat mempengaruhi
berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kurangnya
kesadaran tentang menggunakan teknologi secara bijak dan
bertanggung jawab membuat individu rentan terhadap
penipuan dalam ruang digital seperti kejahatan etika, konten
negatif, dan penipuan finansial:

a. Terdapat 3.640 ujaran kebencian berbasis SARA di
ruang digital (Kominfo, 2023);

b. Ada 12.547 konten hoaks selama 5 tahun terakhir
(Databoks, 2024);

c. Penyebaran konten pornografi terus meningkat
mencapai 1,21 juta konten (Kominfo, 2023);

d. Peningkatan pinjaman online hingga Rp 51,46 triliun
(OJK, 2023);

e. Transaksi judi online warga Indonesia menembus rekor
tertinggi dengan meningkat sebesar 8.136,77% dari
2018 - 2023 (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan, 2023).

Ketersediaan akses internet tidak digunakan untuk hal-hal
produktif

Kemudahan fasilitas akses internet di kalangan masyarakat
cenderung digunakan untuk aktivitas hiburan dan konsumsi
konten yang tidak mendukung peningkatan produktivitas.
Potensi yang dimiliki oleh teknologi digital tidak
dimanfaatkan secara optimal untuk memberdayakan
masyarakat:
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a. Masyarakat Indonesia menghabiskan waktu hingga 7
jam 38 menit per hari untuk mengakses internet,
dengan media sosial menjadi layanan yang diakses
setiap harinya selama 3 jam 11 menit (MASTEL, 2024);

b. Sebanyak 83,2% pengguna internet di Indonesia
menggunakan internet wuntuk mencari informasi
(VID2045, 2023);

c. Sebanyak 65,2% masyarakat tercatat tidak pernah
melakukan penjualan barang dan jasa melalui platform
online (Survey IMDI, 2022);

d. Pemanfaatan keuangan digital pada transaksi e-
commerce masih rendah, terlihat dari 34,7% masyarakat
yang sering menerapkan metode cash on delivery (COD)
dalam pembelian secara online (Survey IMDI, 2022).

F. Komunikasi Publik dan Media

1.

Informasi dan Komunikasi Publik

Komunikasi publik menjadi krusial dalam proses
penyampaian informasi terkait kebijakan, program, serta
layanan pemerintah yang harus dilakukan secara cepat,
akurat, dan merata untuk membangun kepercayaan dan
partisipasi = masyarakat. Komunikasi  publik  perlu
memperhatikan beberapa aspek; pertama, keberagaman
geografis dan demografis, mempertimbangkan pendekatan
komunikasi yang adaptif terhadap berbagai kondisi
masyarakat untuk menciptakan akses informasi yang
inklusif. Kedua, kemajuan TIK, yang dapat menjadi peluang
sekaligus tantangan baru dalam proses penyelenggaraan
komunikasi publik. Meskipun teknologi telah berkembang
pesat, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antar
kelompok masyarakat dalam memperoleh akses informasi di
berbagai wilayah.

Isu terkait kepercayaan publik terhadap informasi yang
disampaikan oleh pemerintah turut menjadi tantangan.
Maraknya berita palsu atau hoaks berpotensi menimbulkan
disinformasi dan misinformasi bagi masyarakat, sehingga
perlu diantisipasi dengan meningkatkan kualitas tata kelola
komunikasi yang efektif.

Pada sisi kualitas, informasi publik harus mampu
disampaikan secara mudah dipahami dan tepat sasaran,
dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi perilaku
masyarakat dalam mengonsumsi informasi di era digital.
Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan target audiens
serta penyusunan strategi komunikasi yang relevan.

Berikut isu strategis yang dihadapi dalam mewujudkan
penyebaran informasi dan komunikasi publik yang merata
dan berkualitas, antara lain sebagai berikut:

a. Akses informasi publik yang belum inklusif dan
kapasitas SDM komunikasi publik yang masih terbatas
Penyebaran informasi dan komunikasi publik hingga
kini masih menghadapi berbagai tantangan, tidak
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hanya dalam meningkatkan jangkauan akses, tetapi

juga berkaitan dengan jaringan humas pemerintah yang

masih belum optimal:

1) Pengelolaan jaringan humas pemerintah pusat dan
daerah masih kurang dimanfaatkan sebagai sarana
komunikasi pemerintah yang terintegrasi;

2) Akses informasi belum menjangkau ke seluruh
kelompok masyarakat, seperti wilayah 3T maupun
akses kepada kelompok rentan;

3) Keterbatasan kapasitas dan SDM di instansi
pemerintah dalam mengelola informasi publik;

4) Tingkat kepercayaan dan pemahaman masyarakat
masih rendah terhadap informasi yang disebarkan
oleh pemerintah;

5) Kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan
pengetahuan dan kemampuan menggunakan
informasi yang masih terbatas.

Permasalahan kualitas informasi yang relatif rendah
dan kurang terintegrasi dari pusat hingga daerah
Berkaitan dengan sisi kualitas informasi, komunikasi
publik perlu memperhatikan aspek penyajian konten
informasi publik yang menarik dan mampu menyasar
ke seluruh masyarakat. Akan tetapi, kendala geografis
maupun demografis berpotensi menimbulkan adanya
hambatan multibahasa dan multikultural dalam
penyediaan informasi publik:

1) Media pemerintah dinilai kurang andal dan terkini.
Penyebaran informasi melalui media sosial lebih
cepat dibandingkan media informasi milik
pemerintah;

2) Pengemasan konten informasi publik kurang
menarik dan tidak up-to-date;

3) Kurangnya standar dan prosedur dalam
memastikan kualitas informasi publik;

4) Hambatan budaya dan bahasa menimbulkan
kesulitan bagi sebagian besar masyarakat untuk
memahami informasi.

Perubahan perilaku masyarakat yang mempengaruhi
pola konsumsi informasi di era digital
Di era digital, perilaku masyarakat dalam mengonsumsi
informasi mengalami perubahan yang signifikan,
dengan lebih banyak orang beralih ke platform online
dan media sosial sebagai sumber informasi utama.
Kemudahan akses dan kecepatan penyebaran informasi
menjadikan masyarakat cenderung mengandalkan
sumber-sumber digital dibandingkan media
konvensional. Akan tetapi, perubahan ini juga
meningkatkan risiko terpapar hoaks, sehingga literasi
digital menjadi semakin penting:
1) Cara masyarakat memanfaatkan media untuk
konsumsi informasi mengalami transisi ke arah
konten digital;
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2) Rendahnya literasi masyarakat dalam mencerna
berita secara menyeluruh dan lebih menyukai
berita singkat yang beredar di media sosial.

d. Kemampuan jaringan komunikasi pemerintah dalam
menangani krisis dan konter isu belum memadai
Kemampuan jaringan humas pemerintah dalam
menangani krisis masih mengalami kendala, sehingga
menimbulkan  keterlambatan  koordinasi  dalam

penyampaian informasi. Keterbatasan ini
memungkinkan masyarakat rentan terhadap
misinformasi, yang  berpotensi  mengakibatkan

menurunnya Kkredibilitas pemerintah. Peningkatan

kapasitas dan strategi komunikasi yang terintegrasi

diperlukan untuk memastikan respons pemerintah

yang cepat dan efektif dalam menangani situasi krisis:

1) Belum adanya prosedur dan alur manajemen krisis
komunikasi yang komprehensif untuk mengonter
isu dan sentimen secara cepat dan responsif;

2) Pemanfaatan teknologi dalam mengolah isu yang
sedang berkembang masih rendah.

e. Tata kelola informasi dan komunikasi publik belum

diterapkan secara optimal
Tata kelola informasi dan komunikasi publik berperan
dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas
pemerintah. Saat ini, penatakelolaan komunikasi publik
masih dinilai kurang optimal, mengakibatkan
penyampaian informasi yang belum terkoordinasi
dengan baik dan kurang konsisten. Adanya
kesenjangan ini dapat berpengaruh pada menurunnya
kepercayaan publik, sehingga peningkatan tata kelola
komunikasi publik diperlukan untuk meningkatkan
kualitas dan efektivitas diseminasi informasi publik:

1) Tata kelola media pemerintah yang masih belum
jelas, terutama pada sisi pengelolaan konten
informasi publik;

2) Belum adanya penerapan strategi komunikasi
publik nasional yang mengelola jejaring humas
pemerintah secara keseluruhan, sehingga aktivitas
diseminasi program pemerintah ke daerah belum
berjalan dengan optimal;

3) Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi di
media sosial dan platform digital dapat memicu
timbulnya misinformasi dan disinformasi.

Transformasi Industri Media Massa

Lingkup komunikasi publik juga berkaitan dengan media
massa, dimana media berfungsi sebagai saluran utama
untuk menyampaikan informasi dari pemerintah kepada
publik. Selain itu, media juga memainkan peran pengawas
(watchdog) terhadap tindakan pemerintah, memberikan
kritik  konstruktif, dan memastikan akuntabilitas
pemerintah. Media massa juga mendidik masyarakat tentang
isu-isu penting dan kebijakan pemerintah, serta berperan
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dalam pembentukan opini publik melalui penyebaran
informasi yang berkualitas dan berimbang.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat,
penyebaran informasi melalui media massa semakin masif
dimana industri pers mengalami transformasi dari
pemberitaan melalui media cetak menjadi media digital.
Kondisi ini memberikan berbagai peluang dan tantangan
terhadap industri media massa, di satu sisi media massa
dapat menjangkau masyarakat lebih luas secara lebih
efisien, tetapi di sisi lain ketidakpercayaan masyarakat
terhadap media massa timbul akibat maraknya pemberitaan
hoaks di Dberbagai platform digital. Fenomena ini
mempengaruhi kestabilan ekosistem media massa akibat
pertumbuhan platform digital, sehingga keberlanjutan media
massa terutama pers dan penyiaran di era digital semakin
tergerus.

Isu terkait media massa di Indonesia tak lepas dari peran
pers dalam menyediakan pemberitaan informasi publik yang
berkualitas sesuai dengan pedoman yang berlaku. Kualitas
insan pers dianggap belum merata di tiap daerah, serta
kesejahteraan pers semakin sulit karena model bisnis yang
kurang adaptif. Adapun dari sisi penyiaran, kualitas program
siaran TV cenderung mementingkan jumlah penonton
melalui program hiburan dibandingkan memperbanyak
program edukatif.

Berikut isu strategis yang dihadapi dalam mewujudkan
pembangunan media massa yang Bertanggung Jawab,
Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S),
antara lain:

a. Kualitas konten pers dan penyiaran belum optimal
Tantangan yang dihadapi pers saat ini berkaitan dengan
independensi dan kebebasan media semakin terkekang.
Hal tersebut disebabkan oleh faktor kepentingan politik
atau ekonomi tertentu yang mempengaruhi isi berita
dan pemilihan naratif. Pelaksanaan standar etika
jurnalistik dalam peliputan berita dinilai belum
konsisten, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap
informasi yang disampaikan dianggap tidak relevan:

1) Masih minimnya kompetensi insan pers, jumlah
lembaga pers terverifikasi, dan pengawasan pers
yang belum optimal;

2) Masih minimnya pemahaman lembaga penyiaran
tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar
Program Siaran (P3SPS).

b. Maraknya informasi di media sosial yang mempengaruhi
masyarakat dan industri pers
Perkembangan  teknologi  mempengaruhi  akses
informasi menjadi lebih cepat, sehingga masyarakat
lebih mudah memperoleh berita dari media sosial.
Tingginya perhatian publik terhadap pemberitaan di
media sosial menyebabkan penurunan pendapatan bagi
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media cetak dan penyiaran. Selain itu, media sosial

memungkinkan jurnalisme warga yang menambah

variasi sumber berita, tetapi menantang akurasi dan
etika jurnalistik:

1) Masyarakat cenderung mencari dan mempercayai
informasi di media sosial dibandingkan portal
berita;

2) Portal berita lebih mementingkan -clickbait dan
porsi iklan yang lebih besar dibandingkan isi
konten;

3) Masyarakat enggan membayar subscription portal
berita.

Kualitas dan keterbukaan informasi publik yang belum

terintegrasi

Terdapat data dan informasi dari badan publik yang

tidak tersaji dengan lengkap, akurat, dan mudah

diakses oleh masyarakat. Kurangnya standar dan

koordinasi antar lembaga menyebabkan informasi

seringkali tidak konsisten dan sulit ditemukan. Hal ini

menghambat transparansi dan akuntabilitas

pemerintah serta membatasi partisipasi masyarakat

dalam pengambilan keputusan publik:

1) Kurangnya koordinasi antar instansi pusat hingga
ke daerah dalam pengelolaan informasi publik;

2) Kurangnya transparansi badan publik dalam
menyediakan informasi bagi masyarakat.

Kesejahteraan pers dan keberlanjutan perusahaan
media konvensional
Penurunan oplah dan pendapatan iklan karena
pergeseran audiens ke platform digital memengaruhi
stabilitas finansial media cetak dan penyiaran. Banyak
perusahaan media konvensional berjuang untuk
mempertahankan operasi dan memberikan gaji layak
bagi jurnalis mereka. Untuk tetap bertahan,
perusahaan media perlu beradaptasi dengan teknologi
baru, diversifikasi sumber pendapatan, dan
mengembangkan model bisnis yang lebih berkelanjutan,
seperti langganan digital dan kemitraan strategis:

1) Rendahnya kesejahteraan pers yang meliputi gaji
karyawan di bawah UMR, kurangnya perlindungan
terhadap pers, serta perlakuan intimidasi dan
ancaman dari pihak luar;

2) Playing field antara perusahaan pers, platform
media, dan media sosial dianggap tidak adil dan
merugikan industri pers.
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Analisis SWOT Jangka Menengah

Strengths

Opportunities

Bonus demografi
memberikan potensi
pengembangan ekonomi
digital yang semakin besar.
Penetrasi internet Indonesia
cukup tinggi dan terus
bertumbuh setiap tahun.
Banyak wilayah baru yang
telah terpenetrasi internet,
membuka peluang
pengembangan ekonomi.
Peningkatan penggunaan
media sosial dan platform
digital sebagai sarana
komunikasi yang cepat dan
efisien.

Potensi pertumbuhan pasar
ASEAN, menciptakan
ekspansi bisnis, kolaborasi,
dan pengembangan.

Potensi pasar nasional yang
besar dapat mendorong
peningkatan adopsi teknologi
dan layanan digital.
Berbagai
Kementerian/Lembaga
sedang berprogress dalam
ber- transformasi digital
dalam upaya peningkatan
layanan publik.

Peluang kerja sama dengan
media swasta dan lokal
untuk memperluas
jangkauan informasi.

Weaknesses

Threats

Kualitas SDM dan literasi
digital masih rendah,
terutama di pedesaan
(kesenjangan tinggi).

Daya saing dan
produktivitas industri yang
rendah, akibat adopsi
teknologi rendah,
membatasi kemampuan
inovasi lokal.
Ketergantungan yang tinggi
pada produk asing
mengurangi kemandirian
teknologi dan ekonomi
nasional.

Kesenjangan akses
informasi publik akibat
jaringan humas pemerintah
yang belum terkoordinasi
secara optimal, terutama di
wilayah 3T.

Kekhawatiran keamanan dan
privasi data, risiko
keamanan siber yang tinggi.
Meningkatnya kompetisi
dengan negara-negara
regional dalam
memanfaatkan potensi
digitalisasi.

Kesiapan digital yang
kurang. Mindset masyarakat
yang belum siap menghadapi
perubahan dan
perkembangan digital.
Maraknya dampak sosial dari
adopsi digital, seperti
penipuan, judi online,
disinformasi dan
misinformasi berpotensi
mengganggu stabilitas sosial
dan politik.
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Visi Kementerian Komunikasi dan Digital

Visi Kemenkomdigi yakni, “Transformasi Digital Bermakna Menuju
Kedaulatan dan Kemandirian Digital Indonesia Dalam Rangka
Mewujudkan Asta Cita”.

Gambar 8 Kerangka Pilar Pembangunan
Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

Negar dan Berkelanjutan
RPJMN 2025-2029

* Memperkokoh Ideologi
. Pancasila, demokrasi, dan
- Hak Asasi Manusia

PN2 : Mendorong Ekonomi PN 3 : Melanjutkan Pengembangan PN 7 : Memperkuat Tata Kelola

vvvvvv . Digital ¢ Infrastruktur : dan Reformasi Birokrasi

Visi Indonesia Digital 2045
Mewujudkan Ekosistem Digital yang Inklusif dan Kolaboratif Berbasis Inovasi, untuk Mendukung Indonesia Maju, Berdaulat, dan Berkelanjutan

Visi Komdigi
Transformasi Digital bermakna menuju kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia dalam rangka mewujudkan Asta Cita
Tujuan Komdigi Inclusive Empowering Trusted & Sovereign
Konektivitas digital bermakna yang inklusif Ekosistem digital yang memberdayakar Ruang digital yang aman dan berdaulat
Ekosistem Pemerintah Digital Ekonomi Digital Masyarakat Digital

Pengendalian dan
Pengawasan Ruang Digital

Industri Digital (Emerging

Tata kelola Digital
gl Technologies)

Startup Digital Industri Gim

Infrastruktur Digital

Fondasi [ Broadband | Spektrum dan Orbit Satelit Data center

I Industri Telekomunikasi | Telekomunikasi Khusus Perangkat TIK

| Komunikasi Publik

Pengendalian dan Pengawasan

Internal Manajemen

Sumber: Kemenkomdigi, 2025

Kerangka Renstra Kemenkomdigi 2025-2029 ©berfokus untuk
mendukung pencapaian tahap pertama Visi Indonesia Emas 2045, yang
bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat,
maju, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Kemenkomdigi
berkomitmen untuk mewujudkan Transformasi Digital bermakna
menuju kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia dalam rangka
mewujudkan Asta Cita, dengan tujuan utama mencakup terciptanya
konektivitas bermakna untuk semua, pembangunan ekosistem digital
yang memberdayakan, serta memastikan ruang digital yang aman dan
berdaulat. Transformasi ini melibatkan pengembangan pemerintah
digital, ekonomi digital, serta masyarakat digital, yang semuanya
didukung oleh tata kelola digital yang solid, pengembangan startup
digital, ekosistem industri gim, dan pembangunan industri digital
(emerging technologies). Infrastruktur digital, termasuk broadband,
spektrum dan orbit satelit, perangkat TIK, telekomunikasi khusus, serta
data center, menjadi fondasi penting bagi proses transformasi ini. Selain
itu, komunikasi publik, pengendalian dan pengawasan ruang digital,
serta internal manajemen berperan sebagai pendukung dalam
memastikan pelaksanaan strategi ini berjalan efektif dan efisien. Melalui
kerangka ini, Kemenkomdigi berupaya mendorong transformasi digital
yang inklusif, memberdayakan, dan aman menuju tercapainya Visi
Indonesia Emas 2045.
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Misi Kementerian Komunikasi dan Digital

Misi Kemenkomdigi yakni:

a. Mempercepat tersedianya Lkonektivitas digital yang inklusif,
berkualitas, dan terjangkau, termasuk ekosistem teknologi aman
dan berkelanjutan;

b. Menerapkan tata kelola digital yang selaras untuk kepentingan
ekonomi nasional, kedaulatan, dan keberpihakan pada
pertumbuhan digital nasional,

c. Mengakselerasi adopsi dan meningkatkan kualitas pemanfaatan
teknologi digital di seluruh aspek, yaitu pemerintah, ekonomi, dan
masyarakat dengan kolaborasi pentahelix;

d. Menyelenggarakan komunikasi publik yang efektif dalam
menyampaikan informasi publik yang akuntabel dan terpercaya.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Digital

Tujuan yang ditetapkan Kemenkomdigi yakni, “Menciptakan konektivitas
digital bermakna yang inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan,
dan ruang digital yang aman dan berdaulat.” Adapun indikator tujuan
Kemenkomdigi yaitu:

a. Indeks Transformasi Digital Nasional,

b. Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi.

Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital

Kemenkomdigi memiliki 9 sasaran strategis, antara lain:

a. Mempercepat penyediaan konektivitas broadband inklusif,
berkualitas, dan terjangkau;

b. Mempercepat penyediaan sistem dan jaringan komunikasi untuk
layanan khusus secara nasional,

c. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari pengembangan
ekosistem digital nasional,

d. Mengakselerasi kualitas dan produktivitas masyarakat digital;

e. Mempercepat pemanfaatan teknologi untuk pemerintahan digital
yang terpadu dan citizen centric;

f.  Menciptakan ruang digital yang aman dan berdaulat;

g. Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi;

h. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan informasi dan
komunikasi publik;

i.  Mewujudkan transformasi internal manajemen adaptif dan resilien.

Dalam upaya untuk mencapai seluruh sasaran strategis yang ditetapkan,
telah diidentifikasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi risiko
terhadap ketercapaian sasaran tersebut. Berikut pemetaan identifikasi
indikasi risiko untuk setiap sasaran strategis Kemenkomdigi.
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Tabel 4 Identifikasi Indikasi Resiko Sasaran Strategis

Indikasi Risiko

Perlakuan Risiko

Penanggung
Jawab
Perlakuan
Risiko

01 - Mempercepat Penyediaan Konektivitas Broadband Inklusif,
Berkualitas, dan Terjangkau

Ketidakakuratan data 1. Melakukan integrasi sistem |Direktorat
lokasi point of interest data nasional Jenderal
(POI) terkait 2. Melakukan validasi data Infrastruktur
pembangunan secara berkala dan Digital
infrastruktur digital sinkronisasi dengan instansi
yang berpotensi terkait (BPS, PLN, dll)
menghambat identifikasi| 3. Melakukan pemutakhiran
kebutuhan, prioritas informasi POI melalui
pembangunan, dan koordinasi lintas unit untuk
pengambilan keputusan memastikan data akurat dan
yang tepat terkini
Ketidaktepatan dalam 1. Membentuk tim koordinasi |Direktorat
proses sinkronisasi lintas K/L (Kemenkopangan |Jenderal
roadmap terkait Sistem (eks Kemkomarves), Infrastruktur
Komunikasi Kabel Laut Kemenko Infrastruktur, Digital
(SKKL) dengan rencana ESDM, Komdigi, KKP,
dan regulasi lintas Pertahanan, Perhubungan,
sektor yang dapat Pushidrosal TNI AL, KLHK,
mengakibatkan BIG), dan lintas unit terkait
ketidaksesuaian arah SKKL
kebijakan dan 2. Melakukan sinkronisasi data,
perencanaan rencana, dan regulasi lintas
pembangunan sektor (perijinan ruang laut,
infrastruktur digital peta laut, AMDAL, dsb)
3. Menyusun kajian proyeksi

pemanfaatan, potensi,

hambatan, dan

perkembangan teknologi

guna mendukung

harmonisasi regulasi dan

perencanaan pembangunan

yang terarah
Adanya penolakan Melakukan sosialisasi dan/atau |Direktorat
sebagian masyarakat berkoordinasi dengan perangkat |Jenderal
terhadap perizinan desa dan target pengguna Infrastruktur
penggelaran jaringan layanan Digital
Akses Internet yang
berpotensi menghambat
penggelaran akses
internet yang dilakukan
penyelenggara
telekomunikasi
Keengganan Menyediakan dukungan bagi Direktorat
penyelenggara penyelenggara telekomunikasi  |Jenderal
telekomunikasi untuk |agar mendorong penyelenggara |(Infrastruktur
membangun di wilayah [telekomunikasi untuk Digital
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Perlakuan Risiko

Penanggung
Jawab

Perlakuan
Risiko

WPUTI karena biaya membangun jaringan
investasi yang tinggi, telekomunikasi di wilayah
sehingga berpotensi WPUTI
menghambat percepatan
pemerataan akses
internet di wilayah
tertarget
Menurunnya 1. Mengevaluasi parameter Direktorat
kemampuan industri penentuan BHP Frekuensi Jenderal
telekomunikasi dalam Radio berdasarkan data Infrastruktur
meningkatkan kualitas terbaru Digital
layanan dan 2. Melakukan koordinasi
memperluas coverage dengan instansi K/L terkait
karena beban BHP seperti BPS, Kemenkeu,
Frekuensi Radio yang Bappenas, BPKP
semakin meningkat 3. Sosialisasi ke operator untuk
menyampaikan beban tarif
BHP yang akan diberlakukan
4. Menyusun rancangan
Keputusan Menteri untuk
penetapan parameter
komponen tarif BHP
Frekuensi
1. Optimalisasi Direktorat
Keterbatasan anggaran . .
untuk menjangkan pembiayaan/alternatif Jenderal
daerah target layanan pe.nd.apaar.l no n-APBN . In.fr.a struktur
2. Prioritisasi wilayah strategis |Digital

02 - Mempercepat Penyediaan Sistem dan Jaringan Komunikasi untuk

Layanan Khusus Secara Nasional

Lambatnya harmonisasi |[Membentuk tim lintas K/L dan |Direktorat
antar K/L terkait mempercepat harmonisasi Jenderal
Rancangan Perpres Rancangan Perpres Siskomnas |Infrastruktur
Siskomnas PMPB dengan Kementerian Digital
Perlindungan Hukum dan HAM, Sekretariat
Masyarakat dan Negara, BNPB, POLRI,
Penanggulangan Kementerian Kesehatan,
Bencana (PMPB). Basarnas
Keterbatasan 1. Melakukan fasilitasi Direktorat
Infrastruktur TIK penyediaan bantuan teknis |Jenderal
dan/atau kurang untuk daerah prioritas oleh |Infrastruktur
optimalnya layanan penyedia jasa Layanan 112 |Digital
telekomunikasi di dalam bentuk CSR berupa
kabupaten/kota untuk sistem dan akses ke operator
integrasi layanan seluler
2. Melakukan fasilitasi

permohonan bantuan daerah

blankspot oleh

BAKTI/operator seluler
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Perlakuan Risiko

Penanggung
Jawab

Perlakuan
Risiko

Gangguan operasional
karena bencana
besar/ force majeure

1.

2.

Melakukan redundansi
Sistem Informasi Bencana
Mendorong semua penyedia
jasa Layanan 112 untuk
memiliki SOP Pengelolaan
Kendala Teknis, termasuk
kesiapsiagaan bencana

Direktorat
Jenderal
Infrastruktur
Digital

03 - Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Pengembangan Ekosistem

Digital Nasional

Rendahnya integrasi
ekosistem bisnis digital
dengan sektor lain

1.

Mendorong tersedianya
standar teknologi (API, cloud
nasional, big data center)
yang mendukung pertukaran
data antar-sektor

. Mendorong regulasi yang

mewajibkan keterbukaan
data dan sistem untuk
integrasi antar-sektor

. Menyelaraskan program

Kemenkomdigi dengan
agenda digitalisasi lintas
sektor di tingkat pusat
maupun daerah
Mendorong terbentuknya
kemitraan lintas sektor
melalui MoU, pilot project,
atau integrasi data dan
layanan

Direktorat
Jenderal
Ekosistem
Digital

Rendahnya keberhasilan
startup nasional dalam
5 tahun terakhir

. Memfasilitasi market access

melalui kerja sama dengan
BUMN, kementerian/
Lembaga, dan korporasi
besar

Memfasilitasi Kemitraan dan
investasi Startup Digital

. Memfasilitasi inkubasi dan

akselerasi Startup Digital
Mengembangkan komunitas
startup dan pembentukan
Digital Innovation Hub kota

Direktorat
Jenderal
Ekosistem
Digital

Rendahnya adopsi
teknologi digital oleh
pelaku usaha di Sektor
prioritas

—

. Menyusun peta jalan Al
. Mendorong kesiapan

infrastruktur digital melalui
koordinasi dengan satuan
kerja terkait

Memetakan sektor dan
kelompok usaha yang paling
rendah tingkat adopsinya
untuk menjadi prioritas
intervensi

Direktorat
Jenderal
Ekosistem
Digital
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Penanggung
Jawab
Perlakuan
Risiko

Indikasi Risiko Perlakuan Risiko

4. Melakukan survei berkala
adopsi pemanfaatan
teknologi digital oleh pelaku

usaha
Ketidaksesuaian 1. Melakukan koordinasi rutin |Direktorat
perencanaan program dengan Jenderal
Komdigi dengan kementerian/lembaga sektor |[Ekosistem
kebutuhan sektor prioritas Digital
prioritas penggerak 2. Memberikan bantuan atau
ekonomi digital insentif untuk mengakses

dan mengadopsi teknologi
bagi pelaku usaha di sektor

prioritas
Ketimpangan 1. Memfasilitasi pelatihan dan |Badan
kompetensi digital antar modul pembelajaran Pengembangan
wilayah dan sektor berdasarkan kebutuhan Sumber Daya
2. Melakukan kerjasama Manusia
dengan berbagai sektor Komunikasi dan
untuk mendukung Digital
peningkatan kompetensi
digital

3. Melakukan survei terkait
penilaian tingkat literasi,
keterampilan, dan
pemberdayaan digital
masyarakat Indonesia

4. Menyelaraskan program
Kemenkomdigi dengan
agenda digitalisasi lintas
sektor di tingkat pusat
maupun daerah untuk
mendukung peningkatan
kompetensi digital nasional

S. Meningkatkan relevansi
standar kompetensi bidang
komdigi dengan industri

Penyebaran 1. Memfasilitasi pelatihan Badan
Disinformasi dan untuk peningkatan literasi |Pengembangan
Polarisasi Sosial digital masyarakat Indonesia [Sumber Daya
/Kurangnya kecakapan |2. Melakukan kerjasama Manusia
masyarakat dalam dengan berbagai sektor Komunikasi dan
menggunakan teknologi untuk mendukung Digital

digital secara aman dan peningkatan literasi digital

etis 3. Melakukan survei terkait

penilaian tingkat literasi,
keterampilan, dan
pemberdayaan digital
masyarakat Indonesia
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Perlakuan Risiko

Penanggung
Jawab

Perlakuan
Risiko

. Memfasilitasi peningkatan

literasi digital bagi kelompok
rentan dan anak

Kurangnya Kompetensi
Digital Aparatur di Era
Digital

. Memfasilitasi pelatihan dan

pengembangan kurikulum
yang adaptif untuk
peningkatan kompetensi
digital aparatur Indonesia

. Melakukan kolaborasi

dengan industri dan
akademisi dalam upaya
peningkatan kompetensi
digital ASN

. Melakukan survei

pengukuran untuk
mengukur tingkat
kompetensi digital ASN
Nasional

Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Komunikasi dan
Digital

05 - Mempercepat pemanfaatan teknologi untuk pemerintahan digital yang

terpadu dan citizen centric

Terhambatnya 1. Mendorong pemerintah Direktorat
transformasi digital di kota/kabupaten agar Jenderal
pemerintahan daerah mampu mengembangkan Teknologi

alternatif pembiayaan Pemerintah

lainnya dalam pembangunan |Digital

dan pengembangan teknologi

dan infrastruktur kota

cerdas sehingga tidak

bergantung sepenuhnya

pada APBD

. Memfasilitasi koordinasi

antara OPD di masing-

masing pemerintah daerah

untuk meminimalisir ego

sektoral yang menyebabkan

terhambatnya transformasi

digital di pemerintah daerah
Tidak . Melakukan penyusunan PM |Direktorat
optimalnya/berlanjutny Penyelenggaraan Pusat Data |[Jenderal
a penyelenggaraan Nasional (organisasi, tata Teknologi
ekosistem PDN kelola, manajemen, layanan, |Pemerintah
khususnya dalam hal kemitraan dan pengawasan) |Digital

pelaksanaan Satu Data
Indonesia (Perpres
39/2019) serta
Percepatan
Transformasi Digital dan
Keterpaduan Layanan
Digital Nasional (Perpres
82/2023)

yang memuat pengaturan
pembagian peran sektoral
antar K/L/D dan kemitraan
penyelenggaraan PDN oleh
pihak ketiga

. Memastikan keberlanjutan

ekosistem PDN yang sesuai
dengan pengaturan terkait
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Perlakuan Risiko

Penanggung
Jawab

Perlakuan
Risiko

klasifikasi data (PM Komdigi

5 tahun 2025) khususnya
pada layanan komputasi
awan pihak ketiga dengan
melakukan asesmen
CSP/layanan komputasi
awan pihak ketiga

Stagnansi
pengembangan layanan
digital pemerintah
dalam meningkatkan
kualitas layanan publik

. Penyusunan masterplan

teknologi baru di
pemerintahan untuk menjadi
pedoman pengembangan
teknologi baru guna
meningkatkan efisiensi dan
efektivitas layanan digital
pemerintah

Penyusunan kebijakan
terkait government
technology (govtech) untuk
optimalisasi dan
keterpaduan
penyelenggaraan layanan
digital pemerintah

Direktorat
Jenderal
Teknologi
Pemerintah
Digital

Ketidakterpaduan
antara perencanaan
anggaran dengan
arsitektur SPBE

. Penyusunan kebijakan yang

menempatkan clearance
belanja TIK sebagai
instrumen strategis dalam
proses perencanaan
penganggaran agar selaras
dengan arsitektur SPBE
Penguatan komunikasi,
koordinasi atau kerjasama
dengan stakeholder terkait
(KemenpanRB, Bappenas,
Kemenkeu)

Direktorat
Jenderal
Teknologi
Pemerintah
Digital

06 - Menciptakan ruang digital yang aman dan berdaulat

dugaan kegagalan
pelindungan data pribadi

Rendahnya kepatuhan 1. Melakukan pemantauan dan |Direktorat
PSE terhadap regulasi evaluasi kepatuhan PSE Jenderal
UU ITE, PP 71/2019, 2. Menerapkan sanksi bagi PSE [Pengawasan
dan PM Kominfo 5/2020 yang tidak patuh seperti Ruang Digital
pemblokiran akses sistem,
pencabutan Tanda Daftar
PSE (TDPSE), dll.
Terjadinya insiden 1. Melakukan pemantauan dan Direktorat
kegagalan pelindungan evaluasi kepatuhan PSE Jenderal
data pribadi oleh PSE terhadap PP 71/2019 terkait [Pengawasan
privat dengan PDP Ruang Digital
2. Melakukan penanganan
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Penanggung
Jawab

Indikasi Risiko Perlakuan Risiko
Perlakuan

Risiko

3. Menerapkan sanksi
dan/atau memberikan
rekomendasi bagi PSE yang
mengalami kegagalan
pelindungan data pribadi

4. Berkoordinasi dengan K/L
dan stakeholders terkait
untuk percepatan
pembahasan dan penetapan
RPP PDP, sebagai acuan
yang lebih detail bagi
pengendali dan prosesor
data pribadi dalam
melaksanakan PDP serta
memperkuat dasar hukum
pengawasan PDP dan
pemberian sanksi

5. Berkoordinasi dengan K/L
dan stakeholders terkait
untuk percepatan
pembahasan RPerpres
Badan PDP sebagai lembaga
pengawas PDP, agar dasar
hukum pengawasan PDP
serta pengenaan sanksi
semakin kuat

Meningkatnya konten 1. Melakukan penyusunan SOP Direktorat

ilegal di ruang digital terkait moderasi konten Jenderal
termasuk konten judi 2. Melakukan penyusunan SOP Pengawasan
online terkait penanganan konten |Ruang Digital

ilegal baik mengenai
sinkronisasi dengan RPZ
maupun penanganan konten
ilegal melalui TKPPSE

3. Melakukan pemantauan
kepatuhan moderasi konten
oleh platform

Maraknya pemanfaatan | 1. Menyusun mekanisme Direktorat
transaksi elektronik pelaporan rekening dan Jenderal
untuk praktik judi dompet digital yang Pengawasan
online berkaitan dengan judi online |[Ruang Digital

2. Koordinasi intensif dengan
OJK terkait pemblokiran
rekening atau dompet digital
tersebut

07 - Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi

Proses layanan publik 1. Meningkatkan kualitas 1. Dit. Layanan
tidak sesuai SLA layanan publik melalui Ekosistem
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Perlakuan Risiko

Penanggung
Jawab

Perlakuan
Risiko

(Service Level Agreement)

digitalisasi proses pelayanan
publik

. Melakukan monitoring dan

evaluasi kinerja pelayanan
publik secara berkala

. Memperkuat penerapan SOP

pelayanan publik

. Standarisasi layanan publik

dan pemenuhan standar
pelayanan minimal (SPM)

. Peningkatan kualitas dan

kapabilitas petugas
pelayanan publik (customer
service excellence)

4.

Digital

. Dit. Layanan

Infrastruktur
Digital

. Dit.

Pengawasan
Sertifikasi
dan Transaksi
Elektronik
Pusat
Pengembanga
n Aparatur
Komunikasi
dan Digital

. Sekolah

Tinggi Multi
Media
Yogyakarta

. Biro Sumber

Daya
Manusia dan
Organisasi

Realisasi PNBP tidak
optimal

. Optimalisasi pencatatan,

pemungutan, dan pelaporan
PNBP berbasis digital

. Sinkronisasi dan integrasi

antar sistem internal dan
eksternal agar data valid dan
update

. Sosialisasi regulasi,

penguatan mekanisme
penagihan, dan penerapan
sanksi atas

keterlambatan /ketidakpatuh
an.

. Memperkuat budaya anti

korupsi, pelayanan prima,
dan zona integritas, serta
evaluasi tarif

. Memperkuat penerapan SOP

pelayanan publik terkait izin
penggunaan frekuensi radio

. Melakukan audit kepatuhan

terhadap tata cara
pemungutan dan penyetoran
PNBP

2.

4.

. Dit Layanan

Ekosistem
Digital

Dit. Layanan
Infrastruktur
Digital

. Dit.

Pengawasan
Sertifikasi
dan Transaksi
Elektronik
Pusat
Pengembanga
n Aparatur
Komunikasi
dan Digital

. Sekolah

Tinggi Multi
Media
Yogyakarta
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Penanggung
Jawab
Perlakuan
Risiko

Terganggunya
keberlangsungan
layanan publik
Kemenkomdigi

1. Backup data dan disaster

recovery plan (DRP) secara
berkala
. Mengaktifkan mekanisme
layanan publik secara offline
apabila sistem online
mengalami gangguan
. Menerapkan prosedur tetap
untuk pencegahan, deteksi,
respons, dan pemulihan
insiden siber
Implementasi sistem security
information and event
management (SIEM)
. Melakukan uji keamanan
(VAPT) dan audit keamanan
sistem secara berkala
Peningkatan kapasitas dan
kapabilitas keamanan siber
Harmonisasi sistem dengan
regulasi terbaru

Pusat Data dan

Sarana
Informatika

08 - Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi

publik

Masyarakat bisa Melakukan riset publik untuk Direktorat

salah/tidak memahami |[menentukan strategi komunikasi|Jenderal

pesan komunikasi dari |yang tepat sasaran, narasi yang |Komunikasi

pemerintah karena sesuai dan mudah dipahami, Publik dan

narasi yang terlalu serta menetapkan metode Media

teknis atau tidak sesuai |pengukuran atau evaluasi

dengan karakteristik efektivitas kampanye yang

sasaran komunikasinya. [terukur.

Beredarnya hoaks dapat |[Melakukan kerja sama dengan |Direktorat

mengurangi efektivitas |platform digital agar dapat Jenderal

komunikasi publik yang |melakukan supervisi konten di |Komunikasi

disampaikan platformnya, melakukan Publik dan

pemerintah atau monitoring isu/sentimen dan Media

menjadi rujukan yang |penanganannya

salah bagi masyarakat. |(klarifikasi/counter narasi), serta

melaksanakan edukasi literasi
digital.

Melemahnya ketahanan |Melakukan penyusunan regulasi |Direktorat

dan keberlanjutan yang mendukung keberlanjutan |Jenderal

ekosistem/industri industri media dan menyusun |Komunikasi

media massa. skema insentif/kerja sama. Publik dan
Media

Tidak meratanya Melakukan penguatan jaringan |Direktorat

sebaran pesan humas daerah, mitra komunitas, |Jenderal

pemerintah ke seluruh [serta media lokal. Komunikasi

wilayah Indonesia Publik dan

(termasuk wilayah 3T). Media
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Perlakuan Risiko

Penanggung
Jawab

Perlakuan
Risiko

Kesenjangan Melakukan program Direktorat
kapasitas/kompetensi |peningkatan kapasitas SDM Jenderal
SDM komunikasi publik |komunikasi publik melalui Komunikasi
pusat dengan daerah. pelatihan, workshop, modul e- |Publik dan
learning, dan penetapan standar |Media
kompetensi humas pemerintah.
Terjadinya Melakukan penerapan Direktorat
penyalahgunaan Whistleblowing System & SPIP  |Jenderal
wewenang, konflik (Sistem Pengendalian Intern Komunikasi
kepentingan, atau Pemerintah), transparansi dalam |Publik dan
praktik korupsi dalam |pengadaan (e-procurement, Media

penyelenggaraan
komunikasi publik.

09 - Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adapti

publikasi kontrak), sosialisasi
dan pembinaan integritas ASN,
serta audit internal rutin &
evaluasi kinerja.

f dan resilien

Ketidakpastian regulasi, |1. Melakukan monitoring Sekretariat
dinamika kebijakan regulasi, kebijakan, dan Jenderal
nasional dan politik dinamika politik secara
yang berpotensi berkala untuk deteksi dini
mengubah arah 2. Menyusun contingency plan
prioritas pembangunan agar kegiatan strategis tetap
serta mempengaruhi selaras dengan prioritas
tata kelola internal. nasional
3. Meningkatkan koordinasi
lintas unit dan dengan K/L
terkait untuk mempercepat
penyesuaian tata kelola
internal
Kapasitas dan tata 1. Melakukan pemetaan Sekretariat
kelola SDM kurang kompetensi dan analisis Jenderal
adaptif dengan jabatan secara berkala agar
perubahan, sehingga penempatan SDM sesuai
menurunkan kinerja kebutuhan unit
organisasi dan 2. Menyusun program
menghambat pengembangan kapasitas
pencapaian target (reskilling, upskilling) berbasis
strategis. kebutuhan jabatan
3. Mengadopsi dan
mengintegrasikan teknologi
baru dalam sistem kerja
internal secara bertahap
untuk mengurangi risiko
tertinggal
Realisasi anggaran 1. Memperkuat perencanaan Sekretariat
kementerian rendah, anggaran berbasis kinerja 1d
ketidaktepatan alokasi dengan indikator yang jelas Jenderal dan
Inspektorat
anggaran dan adanya dan terukur Jenderal

temuan BPK

. Melakukan monitoring
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Penanggung
Jawab

Indikasi Risiko Perlakuan Risiko
Perlakuan

Risiko

realisasi anggaran secara
triwulanan dengan sistem
peringatan dini untuk
kegiatan yang berisiko
terlambat

3. Memperbaiki mekanisme
pengendalian internal,
khususnya dalam kepatuhan
keuangan, guna
meminimalisir temuan audit
BPK
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, berbagai dokumen strategis
nasional, seperti RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, dan Visi
Indonesia Digital 2045 (VID2045) telah disusun dan menempatkan
akselerasi digital sebagai elemen kunci dalam mendukung Indonesia
Emas 2045. Kemenkomdigi berperan penting dalam mempercepat
transformasi digital melalui pembangunan infrastruktur digital yang
merata, mendorong transformasi di seluruh sektor, serta menciptakan
akses informasi terpercaya.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045
menetapkan lima Agenda Nasional utama, yaitu: Transformasi Sosial;
Transformasi Ekonomi; Transformasi Tata Kelola; Supremasi Hukum,
Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; serta Ketahanan Sosial Budaya
dan Ekologi. Sejalan dengan amanat Presiden, Kementerian Komunikasi
dan Digital menjalankan peran strategis sebagai regulator dan fasilitator
dalam bidang komunikasi dan digital nasional.

Dalam kerangka RPJPN tersebut, Transformasi digital diidentifikasi
sebagai salah satu elemen dalam mendukung Transformasi Ekonomi dan
merupakan bagian dari agenda Indonesia Emas 8. Transformasi Digital
dilakukan dengan tujuan Membangun Ekosistem Transformasi Digital
melalui pengembangan Super Platform. Dalam mendukung hal tersebut,
arah kebijakan transformasi digital diarahkan pada penguatan supply,
penguasaan teknologi, dan penguatan demand, yang didukung oleh
fondasi penguatan keamanan siber dan penelitian serta pengembangan
(R&D).

Selanjutnya dalam  pembangunan komunikasi publik, arah
pembangunannya difokuskan pada peran komunikasi efektif untuk
mendukung setiap aspek transformasi, terutama dalam mendukung
agenda Transformasi Sosial dan Transformasi Tata Kelola. Berdasarkan
RPJPN 2025-2045, penguatan komunikasi publik yang merata, adil,
berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan
partisipasi masyarakat menjadi arah kebijakan strategis mendukung
tujuan Indonesia Emas 10. Komunikasi publik yang inklusif dan
terintegrasi menjadi kunci dalam menyampaikan program pembangunan
nasional, memperkuat partisipasi masyarakat, serta membangun
kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam jangka panjang,
komunikasi publik diarahkan untuk lebih responsif terhadap dinamika
sosial-budaya, dengan fokus pada penyebaran informasi yang relevan
guna menciptakan masyarakat yang lebih partisipatif dan terinformasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029
Tahapan periodisasi pembangunan jangka menengah pada tahap I
(2025-2029) dilakukan dalam mendorong penguatan fondasi
transformasi, untuk mendukung lima sasaran visi: (1) Pendapatan Per
Kapita Setara Negara Maju; (2) Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan
Berkurang; (3) Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional
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Meningkat; (4) Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat; dan (5)
Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission.

Dalam mendukung ketercapaian target tersebut, terdapat 8 program
Prioritas Nasional (PN), antara lain:

a.

b.

PN 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi
manusia (HAM);

PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan
mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,
energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan
ekonomi biru;

PN 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan
lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan  industri  kreatif serta  mengembangkan
agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif
koperasi;

PN 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,
kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan
penyandang disabilitas;

PN 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis
sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam
negeri;

PN 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan
ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
PN 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta
memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,
judi, dan penyelundupan,;

PN 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan
lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi
antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan
makmur.

Dalam pemetaan yang dilakukan Bappenas, Kemenkomdigi akan
berperan besar dalam mendukung PN 1, PN 2, dan PN 3. Meskipun
demikian, Kemenkomdigi juga tetap turut serta mendukung PN lainnya
seperti PN 7 yang berkaitan dengan pemerintahan digital:

a.

Dalam mendukung PN 1, Kemenkomdigi berperan untuk
memperkuat sistem komunikasi publik nasional dan meningkatkan
standar kualitas informasi publik;

Dalam mendukung PN 2, Kemenkomdigi berperan untuk
mengembangkan ekosistem digital guna mendorong pertumbuhan
ekonomi digital nasional;

Dalam mendukung PN 3, Kemenkomdigi berperan untuk
memperluas dan mengembangkan infrastruktur digital guna
memperkuat konektivitas digital nasional;

Dalam mendukung PN 7, Kemenkomdigi berperan dalam penguatan
tata kelola pemerintahan guna mewujudkan pemerintah digital yang
terpadu.
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Gambar 9 Struktur RPJMN 2025-2029: PN 1, PN 2, PN 3, dan PN 7

. STRUKTUR RPIMN 2025-2029: Bidang Komunikasi dan Digital
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Dalam RPJMN 2025-2029, transformasi digital menjadi salah satu pilar
utama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dengan target
meningkatkan peringkat Indeks Daya Saing Digital Global ke posisi 40
pada tahun 2029. Peran transformasi digital terintegrasi ke seluruh
Prioritas Nasional, mencakup peningkatan kualitas infrastruktur TIK,
penguatan SDM digital, digitalisasi sektor ekonomi dan layanan publik,
penguatan keamanan siber, pengembangan riset, serta pengembangan
super platform digital. Sejalan dengan agenda tersebut, kebijakan
komunikasi publik dan media diarahkan untuk memperkuat pers dan
media massa, membangun sistem komunikasi yang inklusif, serta
memastikan kesetaraan masyarakat dalam memperoleh informasi
publik. Untuk menilai kemajuan pelaksanaan agenda tersebut,
pengukuran capaian dan tingkat keberhasilan dilakukan melalui Indeks
Transformasi Digital Nasional (ITDN) yang mengukur digitalisasi melalui
pilar jaringan dan infrastruktur, pemerintah, bisnis, dan masyarakat.
Keberhasilan juga dinilai dari peningkatan Indeks Pembangunan TIK
(IPTIK) Nasional, Indeks Kemerdekaan Pers, Indeks Keterbukaan
Informasi Publik, dan Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi
Publik, yang dalam RPJMN, indikator-indikator tersebut diampu oleh
Kemenkomdigi.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komunikasi dan Digital
Dalam berbagai dokumen perencanaan ke depan, akselerasi digital
merupakan elemen penting untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas
2045. Transformasi ini tidak hanya sebagai pendorong kemajuan
teknologi, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menciptakan daya
saing bangsa di tengah persaingan global yang semakin kompleks.
Dengan akselerasi digital, Indonesia diharapkan mampu memperkuat
berbagai sektor ekonomi, memperluas inklusi digital, serta
memanfaatkan potensi besar dari ekonomi berbasis teknologi.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, program Kemenkomdigi akan
dirancang untuk mencapai pengembangan ekosistem digital yang
produktif, ruang digital yang aman bagi masyarakat, dan masyarakat
yang siap dengan era digital masa depan. Program ke depan tidak akan
hanya dilakukan untuk mencapai pembangunan infrastruktur yang
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merata di seluruh Indonesia, tetapi juga dilakukan untuk pengembangan
ekosistem digital di berbagai wilayah dengan mendorong transformasi
digital di seluruh sektor termasuk pemerintah, ekonomi, dan
pembangunan SDM digital, sehingga ekonomi digital di daerah bisa
secara bertahap bertumbuh dan berkembang, dan pada akhirnya
mengkontribusi pertumbuhan ekonomi nasional.

Konektivitas Digital

Dalam agenda perencanaan Kemenkomdigi lima tahun ke depan (2025-
2029), kebijakan bidang broadband diarahkan untuk mencapai
konektivitas broadband yang merata dan berkualitas di seluruh
Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, disusun lima sasaran
program yaitu: meningkatnya coverage broadband yang menjangkau ke
seluruh Indonesia; meningkatnya penetrasi dan utilisasi (take-up)
internet broadband; meningkatnya kualitas internet broadband nasional;
meningkatnya pertumbuhan industri telekomunikasi dan data center
yang berkelanjutan; serta meningkatnya pertumbuhan industri
perangkat digital dalam negeri.

A. Meningkatnya coverage broadband yang menjangkau ke seluruh
Indonesia
Konektivitas telah menjadi kebutuhan mendasar bagi seluruh
masyarakat di era digital saat ini. Belum tersedianya akses internet
di seluruh desa di Indonesia, dapat memperburuk ketimpangan
sosial-ekonomi, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta
membatasi peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam
ekonomi digital global. Untuk mengatasi hal ini, peningkatan
jangkauan broadband dilakukan dengan 3 cara, yaitu peningkatan
jangkauan mobile broadband (4G), peningkatan jangkauan fixed
broadband, serta peningkatan jangkauan mobile broadband (5G).

Strategi perluasan jangkauan mobile broadband dilaksanakan
melalui pendekatan berbasis wilayah yang terintegrasi, dengan
Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital bertindak sebagai
orkestrator dalam perencanaan dan penggelaran infrastruktur
secara menyeluruh. Pemberdayaan operator telekomunikasi
menjadi strategi utama untuk menjangkau wilayah yang memiliki
kelayakan komersial. Sementara itu, untuk menjangkau wilayah
yang belum layak secara komersial, perlu dilakukan penetapan
Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika
(WPUTI) secara tepat agar pembangunan lebih terarah dan
berkelanjutan.

Untuk wilayah yang ditetapkan sebagai WPUTI, intervensi dilakukan
oleh BAKTI dengan pendekatan berbasis teknologi yang paling
efisien, disertai sinkronisasi dan kolaborasi erat dengan operator
agar infrastruktur yang dibangun dapat segera dialihkan dan
dioperasikan secara komersial. Pendekatan ini penting untuk
memastikan bahwa peran BAKTI bersifat sementara (non-
permanen), serta mendorong percepatan exit strategy yang
terencana dan berorientasi pada keberlanjutan layanan. Adapun
dalam melaksanakan intervensi tersebut, BAKTI berada dibawah
supervisi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan harus
berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat
Jenderal Infrastruktur Digital.
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Sementara itu, perluasan jangkauan fixed broadband akan
diakselerasi melalui kemitraan strategis antara pemerintah, pelaku
usaha, dan pemerintah daerah, yang diperkuat dengan dukungan
kebijakan nasional dan fasilitasi regulasi. Sinergi ini diperlukan
untuk memastikan percepatan pembangunan serta sinkronisasi
infrastruktur telekomunikasi hingga ke tingkat daerah, termasuk
integrasi dengan rencana tata ruang dan prioritas pembangunan
wilayah. Lebih lanjut, pengembangan jaringan broadband (5G) akan
diprioritaskan pada kawasan dan sektor prioritas, seperti kawasan
industri dan/atau kawasan ekonomi khusus.

1. Meningkatnya Coverage Mobile Broadband (4G) Desa/Kel

Strategi Deskripsi

Pemenuhan jangkauan Pemerataan akses mobile

mobile broadband 4G di | broadband 4G di wilayah

seluruh desa/kelurahan | pelayanan universal

di wilayah WPUTI telekomunikasi dilakukan melalui
intervensi pada wilayah yang
telah ditetapkan sebagai Wilayah
Pelayanan Universal
Telekomunikasi dan Informatika
(WPUTI). Intervensi ini
dilaksanakan oleh BAKTI dengan
pendekatan teknologi yang paling
efisien, disertai sinkronisasi dan
kolaborasi erat dengan operator.
Hal ini bertujuan untuk
mempercepat exit strategy secara
terencana dan memastikan
keberlanjutan layanan. Adapun
dalam melaksanakan intervensi
tersebut, BAKTI berada di bawah
supervisi Direktorat Jenderal
Infrastruktur Digital dan harus
berpedoman pada kebijakan yang
ditetapkan oleh Direktorat
Jenderal Infrastruktur Digital.

Pemenuhan jangkauan Peningkatan jangkauan mobile
mobile broadband 4G di | broadband 4G di luar WPUTI
seluruh desa/kelurahan [ melalui fasilitasi penyelenggara
di luar WPUTI telekomunikasi dalam menggelar
infrastruktur broadband di
daerah.
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2. Meningkatnya Coverage Jaringan Fixed Broadband ke seluruh
wilayah Indonesia

Strategi Deskripsi
Mendukung akselerasi Akselerasi fiberisasi nasional
fiberisasi nasional melalui fasilitasi penyelenggara

jaringan dalam bentuk kerja sama
usaha dan kemudahan
penggelaran infrastruktur
jaringan serat optik seperti
penerapan kebijakan terkait SOP
perizinan, retribusi, dan
kemudahan penggelaran di
gedung dan kawasan.

3. Meningkatnya akses next-generation broadband

Strategi Deskripsi
Mendorong peningkatan | Peningkatan jangkauan next-
jangkauan mobile generation mobile broadband S5SG
broadband 5G melalui fasilitasi penyelenggara

telekomunikasi dalam
penggelaran jaringan dan
infrastruktur, serta mendorong
peningkatan use case khususnya
pada kawasan dan sektor
prioritas.

Meningkatnya penetrasi dan utilisasi (take-up) internet broadband
Di samping permasalahan pada ketersediaan akses, terdapat
permasalahan usage gap pada konektivitas fixed broadband yang
terlihat dari jumlah home passed/rumah yang dilalui jaringan fiber
optic sebanyak 39 juta rumah namun baru 16,2 juta rumah tangga
terhubung fixed broadband. Hal tersebut diakibatkan oleh
kurangnya awareness dari masyarakat dalam memanfaatkan
internet (terutama di tingkat daerah), serta terdapat isu
keterjangkauan harga dan ketersediaan perangkat yang kompatibel
masih terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan dorongan
yang dapat meningkatkan penetrasi broadband di Indonesia.
Pengembangan demand ini salah satunya dapat dimulai dari
dorongan melalui penyediaan di berbagai titik layanan publik,
diantaranya sekolah, fasilitas kesehatan, ataupun kantor
pemerintah. Dengan penyediaan internet di layanan publik
diharapkan dapat meningkatkan penetrasi internet karena titik-titik
layanan publik tersebut memiliki potensi dan demand yang cukup
besar.

Meningkatnya Penetrasi Pengguna Broadband Nasional

Strategi Deskripsi
Mendorong akomodasi Pendekatan untuk mendorong
penyediaan akses tersedianya konektivitas internet
internet broadband pada layanan publik dilakukan
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sesuai dengan konkuren

melalui fasilitasi, yang dilaksanakan
melalui kerja sama dengan instansi
terkait, pemerintah daerah, dan
penyelenggara telekomunikasi.
Fasilitasi ini dilakukan pada titik-titik
fasilitas publik seperti sekolah,
fasilitas kesehatan, kantor
pemerintah, simpul transportasi,
termasuk kawasan prioritas dan
kawasan ekonomi khusus, dengan
mengedepankan skema kemitraan
pemerintah dan swasta.

Meningkatkan penetrasi
pengguna broadband
nasional melalui
penyediaan jaringan
berkapasitas tinggi

Pengembangan jaringan berkapasitas
giga di Kab/Kota yang diprioritaskan
melalui fasilitasi penyelenggara
jaringan untuk memenuhi kebutuhan
demand broadband yang terus

meningkat.

Meningkatnya kualitas internet broadband nasional

Pengembangan konektivitas yang berkualitas menjadi salah satu
fondasi utama dalam mendorong peningkatan ekonomi dan sosial
masyarakat. Namun, kondisi saat ini masih terdapat ketimpangan
kualitas internet broadband antar wilayah di Indonesia, yang dapat
dilihat berdasarkan kecepatan rata-rata unduh baik mobile
broadband maupun fixed broadband. Dalam mendukung
peningkatan kualitas internet, strategi dibagi berdasarkan
layanannya. Untuk peningkatan kualitas internet mobile broadband
nasional dilakukan melalui dua sasaran utama, yaitu optimalisasi
spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan broadband, serta
pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio.
Sedangkan, untuk mendukung peningkatan kualitas layanan fixed
broadband dilakukan melalui pengendalian QoS layanan internet
broadband dan mendorong tersedianya internet exchange dan
Content Delivery Network (CDN) di beberapa wilayah di Indonesia.
Strategi untuk mengalokasikan spektrum frekuensi radio untuk
kebutuhan broadband melalui pendekatan kebijakan nasional
untuk menata spektrum frekuensi. Terkait dengan QoE dan QoS,
dilakukan melalui pengukuran serta pengawasan layanan internet
di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

1. Meningkatkan kualitas mobile broadband melalui penataan dan
engendalian spektrum frekuensi radio

Strategi Deskripsi

Menambah dan
mengoptimalkan
ketersediaan spektrum
frekuensi radio untuk
layanan broadband

Penyusunan kebijakan penataan
spektrum frekuensi radio yang
diarahkan untuk optimalisasi
alokasi spektrum bagi
pengembangan kapasitas dan
kualitas layanan mobile broadband,
termasuk adopsi teknologi baru
seperti misalnya Non Terrestrial
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Network (NTN)

Meningkatkan Penyelenggaraan pengawasan dan
kepatuhan dalam pengendalian terhadap
penggunaan spektrum | penggunaan spektrum frekuensi
frekuensi radio radio untuk mencegah penurunan

kualitas layanan broadband.

2. Meningkatnya kualitas fixed broadband melalui pengukuran
Quality of Services (QoS) dan Quality of Experience (QoE)

Telekomunikasi
Strategi Deskripsi
Melakukan Penyelenggaraan pengukuran dan
pengukuran dan pengendalian QoS dan QoE
pengendalian QoS dan |layanan telekomunikasi yang
QoE layanan diukur di Kab/Kota.
telekomunikasi

Meningkatnya pertumbuhan industri telekomunikasi dan data
center yang berkelanjutan

Konektivitas broadband di Indonesia tidak terlepas dari peran
industri telekomunikasi yang melakukan penggelaran jaringan
hingga menyediakan layanan telekomunikasi. Namun, kesehatan
industri telekomunikasi saat ini tengah terancam akibat
profitabilitas yang berada dalam kondisi stagnan, diiringi dengan
peningkatan cost yang harus dikeluarkan. Lebih lanjut, timbulnya
berbagai disrupsi digital turut menciptakan ekosistem kompetisi
yang tidak sehat. Berbagai ancaman tersebut tentunya akan
berdampak negatif pada keberlanjutan industri telekomunikasi.
Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya untuk memastikan
industri telekomunikasi sehat dan berlanjut melalui sasaran
mengakselerasi pertumbuhan industri telekomunikasi yang
berkelanjutan. Sementara itu, untuk mengembangkan industri data
center dilaksanakan melalui penyusunan peta jalan pengembangan
data center beserta standarisasi keamanan dan sustainability.

1. Akselerasi pertumbuhan industri telekomunikasi yang

berkelanjutan
Strategi Deskripsi
Mendorong tersusunnya | Mendorong peningkatan
kebijakan nasional konektivitas broadband melalui
tentang infrastruktur dukungan dari sisi kebijakan
broadband seperti Penetapan PM Komdigi

tentang Rencana Pita Lebar
Indonesia/ Roadmap
Infrastruktur TIK (National
Broadband Plan)
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Rasionalisasi regulatory | Mendukung penyehatan industri
cost telekomunikasi melalui
penetapan kebijakan terkait
rasionalisasi regulatory cost yang
dibebankan pada penyedia
layanan telekomunikasi

Mendorong penetapan Mendorong efisiensi dalam
kebijakan untuk proses bisnis industri
mengakselerasi bisnis telekomunikasi melalui
industri telekomunikasi | penetapan kebijakan dan
di era digital penetapan rancangan PM
Komdigi tentang
Penyelenggaraan
Telekomunikasi.

2. Meningkatnya pertumbuhan industri data center dalam negeri

Strategi Deskripsi
Mengembangkan dan Mendorong pertumbuhan
menumbuhkan industri | industri data center nasional
data center dilakukan melalui penyusunan

rekomendasi kebijakan yang
mencakup standardisasi teknis,
tata kelola, dan insentif
investasi, serta fasilitasi
pengembangan data center
melalui koordinasi lintas sektor
dan dukungan terhadap
kemitraan strategis antara
pemerintah dan pelaku usaha.

Meningkatnya pengembangan industri perangkat digital yang aman
Percepatan transformasi digital di berbagai sektor mendorong
pentingnya pengembangan industri perangkat digital yang aman
sebagai fondasi ekosistem teknologi yang berkelanjutan. Namun,
tantangan seperti lemahnya standardisasi perangkat digital,
perlindungan pengguna, dan pengelolaan limbah elektronik (e-
waste) dapat menghambat pertumbuhan industri. Untuk mengatasi
hal ini, diperlukan upaya strategis, seperti standarisasi perangkat
data center, layanan sertifikasi dan pengujian perangkat digital,
serta perlindungan pengguna perangkat telekomunikasi. Di sisi lain,
kebijakan pengelolaan dan pengawasan limbah elektronik harus
diperkuat untuk mengurangi dampak lingkungan. Selain itu,
kebijakan strategis yang memfasilitasi link match industri TIK
dalam negeri, memberikan insentif inovasi, dan integrasi pasar
domestik diperlukan untuk mendorong pertumbuhan industri
perangkat digital yang sehat dan berkelanjutan. Upaya ini tidak
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hanya menjawab kebutuhan keamanan dan efisiensi, tetapi juga
memastikan keberlanjutan ekosistem digital nasional.

Meningkatnya pengembangan industri perangkat dalam negeri yang
aman dan terstandarisasi

Strategi Deskripsi
Mendorong tersusunnya | Memastikan ketersediaan perangkat
kebijakan yang yang aman bagi pengguna dan
mendukung tersedianya | lingkungan melalui standardisasi
perangkat yang aman perangkat digital, serta penerapan
bagi pengguna dan kebijakan perlindungan pengguna
lingkungan perangkat digital dan pengelolaan

limbah elektronik (e-waste)

Dukungan Mendorong industri perangkat dalam
pengembangan industri negeri melalui fasilitasi para pelaku
perangkat TIK industri perangkat digital dalam

melakukan pengembangan dan
inovasi perangkat TIK dalam negeri.

Selain fokus pada penyediaan konektivitas broadband yang merata
dan berkualitas di seluruh Indonesia, terdapat pula arah strategis
untuk mempercepat penyediaan sistem dan jaringan komunikasi
layanan khusus yang mencakup percepatan integrasi sistem
kebencanaan dan kedaruratan, serta penyediaan alokasi spektrum
frekuensi radio untuk mendukung kebutuhan layanan khusus.

Meningkatnya akselerasi penyediaan infrastruktur dan sumber daya
untuk layanan khusus dan penyiaran

Pengembangan infrastruktur dan sumber daya untuk jaringan
komunikasi layanan khusus memiliki peran strategis dalam
mendukung kebutuhan nasional yang spesifik dan krusial,
termasuk dalam memperkuat sistem kebencanaan dan
kedaruratan, penyediaan spektrum frekuensi radio untuk
kebutuhan layanan khusus dan penyiaran, serta memperluas
layanan siaran digital. Integrasi sistem kebencanaan dan
kedaruratan diarahkan untuk memperkuat tata kelola,
infrastruktur, dan mekanisme respons darurat melalui
pengembangan rencana induk, regulasi teknis, dan sistem
komunikasi yang terintegrasi. Berikutnya, penyediaan alokasi
spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan layanan khusus dan
penyiaran bertujuan untuk memastikan ketersediaan spektrum
frekuensi radio untuk kebutuhan layanan publik dan instansi
Pemerintah.
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1. Mempercepat Integrasi Sistem Kebencanaan dan Kedaruratan

Strategi Deskripsi
Mempercepat integrasi Penyusunan regulasi dan
layanan panggilan pedoman teknis untuk
darurat dan sistem mempercepat penyelenggaraan
informasi kebencanaan serta pengintegrasian Sistem
melalui kebijakan Komunikasi Nasional

Pelindungan Masyarakat dan
Penanggulangan Bencana

Mempercepat Koordinasi dan integrasi antar
implementasi jaringan lembaga dalam penyelenggaraan
sistem komunikasi sistem komunikasi nasional
nasional pelindungan untuk pelindungan masyarakat
masyarakat dan dan penanggulangan bencana.
penanggulangan bencana | Hal ini mencakup fasilitasi
secara terpadu K/L/D dalam penerapan layanan

darurat, seperti panggilan 112,
dan sistem informasi
kebencanaan. Selain itu,
integrasi juga dilakukan pada
sistem diseminasi informasi
kebencanaan dan kedaruratan
melalui berbagai jenis jaringan,
seperti penyiaran maupun
internet.

2. Menyediakan alokasi spektrum frekuensi radio untuk
kebutuhan layanan khusus dan penyiaran

Strategi Deskripsi

Memastikan ketersediaan | Penyusunan regulasi pengaturan
spektrum frekuensi radio | spektrum frekuensi radio untuk
untuk kebutuhan keperluan layanan publik dan
layanan khusus instansi pemerintah

Ekosistem Digital

Dalam agenda perencanaan pembangunan lima tahun ke depan,
kebijakan pada bidang ekonomi digital diarahkan melalui sasaran
strategis meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari pengembangan
ekosistem digital nasional. Selain untuk mendukung target pertumbuhan
ekonomi 8% pada 2045, agenda ini juga diarahkan untuk meningkatkan
kontribusi Komdigi dalam pertumbuhan ekonomi digital nasional. Upaya
ini dilakukan melalui program-program untuk peningkatan
pertumbuhan industri digital (startup digital nasional dan industri gim),
percepatan digitalisasi di sektor-sektor prioritas, pengembangan industri
Al dan teknologi baru, serta peningkatan pertumbuhan industri TIK,
seperti pos logistik dan penyiaran.
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Meningkatnya penciptaan nilai ekonomi digital dengan penguatan
ekosistem digital nasional

Ekonomi digital menjadi salah satu lompatan besar bagi Indonesia
dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Pertumbuhan ekonomi
digital perlu didorong oleh penciptaan inovasi dan pemanfaatan
teknologi secara meluas untuk memastikan daya saing yang
berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan ekosistem digital
akan difokuskan pada penguatan pertumbuhan startup digital,
pengembangan industri gim, serta pengembangan industri digital
lainnya termasuk layanan komputasi awan (cloud). Upaya ini akan
didukung oleh tata kelola dan regulasi yang mendorong terciptanya
fair playing field bagi seluruh pelaku usaha Indonesia.
Pengembangan ekosistem ini dilakukan melalui strategi nasional
dan kewilayahan yang terintegrasi, serta disertai dengan langkah-
langkah untuk menjaga keberlanjutan ekosistem digital yang telah
tumbuh untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi
pembangunan ekonomi nasional.

1. Meningkatnya pertumbuhan dan pengembangan startup digital

nasional
Strategi Deskripsi
Pengembangan Peningkatan sustainability bisnis
ekosistem startup digital |dan ekosistem fundamental
nasional startup digital nasional melalui

akselerasi produk dan
pengembangan kapasitas
founder startup digital.

Perluasan pengembangan
ekosistem startup digital di
berbagai wilayah indonesia
melalui peningkatan kapasitas
ekosistem pendukung seperti
inkubator startup, komunitas
startup nasional, serta
peningkatan aksesibilitas dan
kualitas ekosistem pendanaan
startup nasional.

Penguatan ekosistem inovasi
melalui optimalisasi innovation
hub dalam mempercepat
pertumbuhan startup berbasis
inovasi dan teknologi.

Penyusunan regulasi dan
kebijakan yang mendukung
pertumbuhan startup dan
pengembangan startup nasional
yang kompetitif, adil, akuntabel,
aman, dan inovatif.
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2. Meningkatnya pertumbuhan ekosistem gim nasional

Strategi Deskripsi

Pengembangan industri | Peningkatan ekosistem dan

gim nasional pengembangan kapasitas
pengembang gim melalui
komunitas, akselerator, dan
inkubator gim yang berkualitas.

Peningkatan kemitraan dan kerja
sama di berbagai bidang dalam
pengembangan industri gim.

Penyelenggaraan layanan
klasifikasi gim.

Penyusunan regulasi dan
kebijakan strategis penunjang
fasilitasi akselerasi dan
pengembangan industri gim
nasional.

3. Mengembangkan tata kelola ekosistem digital untuk iklim
usaha yang sehat

Strategi Deskripsi
Penyediaan tata kelola Penyediaan regulasi dan
untuk mendukung kebijakan strategis untuk
pertumbuhan ekosistem | mendukung terciptanya iklim
digital nasional pasar digital yang sehat

penguatan tata kelola bisnis,
industri, dan pelaku usaha.

Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan
buatan/ artificial intelligence (Al) dan teknologi baru di sektor
strategis nasional

Untuk mendorong akselerasi ekonomi digital nasional, perluasan
pemanfaatan teknologi digital dan pengembangan inovasi akan
difokuskan pada sektor-sektor strategis. Inisiatif ini mencakup
adopsi teknologi baru, seperti kecerdasan artifisial (Al), blockchain,
dan Internet of Things (loT), yang akan diintegrasikan dalam
pengembangan bisnis dan industri, khususnya pada sektor prioritas
utama yaitu pertanian, perikanan, logistik, dan energi. Penguatan
ekosistem teknologi baru juga akan didukung melalui penyusunan
roadmap nasional pengembangan industri Al sebagai panduan
strategis transformasi lintas sektor. Selain itu, penyediaan
ekosistem sandbox akan dioptimalkan sebagai ruang uji coba
teknologi, model bisnis, dan tata kelola baru yang adaptif dan
berorientasi pada percepatan pertumbuhan industri digital secara
inklusif dan berkelanjutan.
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1. Mempercepat transformasi digital di sektor strategis dengan
emanfaatan teknologi baru

Strategi Deskripsi
Percepatan digitalisasi di | Pengembangan solusi digital
sektor pertanian, yang customized sesuai
perikanan, logistik dan kebutuhan sektoral dan wilayah
energi di sektor-sektor prioritas utama

diantaranya sektor pertanian,
perikanan, logistik, energi dan
sektor lainnya yang
diprioritaskan presiden.

2. Meningkatnya pertumbuhan bisnis bidang teknologi baru

Strategi Deskripsi

Pengembangan industri | Pengembangan ekosistem
teknologi baru sandbox untuk inovasi digital
teknologi baru

Dukungan pengembangan
ekosistem dan perluasan
aksesibilitas investasi industri
berbasis teknologi baru

Penyusunan regulasi dan
kebijakan strategis dalam
mendukung pengembangan
industri berbasis teknologi baru
untuk mendorong
pengembangan usaha dan
ekosistem industri

Memfasilitasi, akselerasi, dan
kerjasama untuk pengembangan
green tech

Meningkatnya pertumbuhan industri pos logistik dan penyiaran
Dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan (2025-2029),
kebijakan di bidang pos logistik dan penyiaran difokuskan untuk
mendorong pertumbuhan, inovasi, dan keberlanjutan industri pada
tingkat nasional. Pada sektor pos logistik, kebijakan diarahkan pada
peningkatan aksesibilitas layanan di seluruh wilayah Indonesia
melalui penekanan pada pemerataan layanan, dan digitalisasi
sektor pos logistik, serta peningkatan kinerja dan daya saing
industri pos logistik dalam lingkup nasional dan global. Sementara
itu, pada sektor penyiaran, kebijakan difokuskan pada penguatan
tata kelola industri penyiaran yang responsif terhadap
perkembangan teknologi, dan peningkatan kualitas
penyelenggaraan penyiaran, serta penguatan regulasi dan kebijakan
yang mendukung penyehatan, keberlanjutan, dan pertumbuhan
industri penyiaran.
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1. Meningkatnya pemerataan layanan pos logistik di seluruh
wilayah indonesia

Strategi Deskripsi
Mendorong Penyusunan kebijakan untuk
pemerataan penyelenggaraan kewajiban pelayanan

layanan pos logistik
melalui Layanan
Pos Universal (LPU)

umum LPU serta pemantauan dan
verifikasi terhadap penyelenggaraan
LPU melalui sistem informasi.

Pengembangan layanan pos melalui
Kemitraan penyelenggara pos dengan
mitra strategis dan potensial, salah
satunya melalui UMKM dan BUMDes.

industri pos
logistik melalui
regulasi yang sehat

2. Meningkatnya kualitas dan daya saing penyelenggara pos
logistik
Strategi Deskripsi
Mendorong Penyusunan kebijakan terkait industri
keberlanjutan pos logistik, termasuk untuk merevisi

UU Pos, pengawasan dan penilaian
kinerja penyelenggara pos logistik,

serta pengawasan iklim usaha pos

logistik.

Mendorong
transformasi digital
untuk

Pengembangan sistem informasi untuk
pengembangan pos logistik nasional
yang mencakup aplikasi geospasial

meningkatkan pos logistik, dashboard industri pos
efisiensi dan logistik, pembangunan dan
transparansi pemanfaatan platform kolaborasi

penyelenggara pos
logistik

logistik bersama.

Fasilitasi penyelenggara pos logistik
dalam pemanfaatan teknologi pos
logistik dalam upaya meningkatkan
efisiensi dan kualitas layanan.

Mengoptimalkan Penyusunan pedoman dalam

Mutu Layanan dan | penyelenggaraan pos logistik yang
Menerapkan mencakup rencana peningkatan postal
Keberlanjutan development level, serta rencana

untuk Daya Saing
Global

penerapan logistik halal dan logistik
hijau pada penyelenggara pos logistik
nasional.

Penyusunan kebijakan terkait
revitalisasi prangko, baik dari segi
kebijakan, teknologi, pelaksanaan,
sosialisasi, serta edukasi.
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Menguatnya tata kelola untuk mendukung keberlanjutan

industri penyiaran

Strategi Deskripsi
Mendorong Perumusan kebijakan terkait
keberlanjutan penyelenggaraan penyiaran nasional,

industri penyiaran
melalui regulasi
yang adaptif

termasuk untuk merevisi UU
penyiaran, implementasi teknologi
baru bidang penyiaran, serta peluang
model bisnis penyiaran.

Mendorong
lembaga penyiaran
dalam
meningkatkan

kualitas penyiaran

Meningkatkan kualitas penyiaran
melalui fasilitasi lembaga penyiaran
dalam mengadopsi teknologi penyiaran
baru serta pelatihan terhadap SDM
bidang penyiaran.

Pengelolaan data dan pengendalian bidang ekosistem digital

Dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan (2025-2029),
penyelenggaraan pengelolaan data serta pengendalian untuk
mendukung bidang ekosistem digital akan berfokus pada dua
sasaran utama. Pertama, peningkatan kualitas pengelolaan data
dan monitoring kualitas layanan untuk memastikan data yang
akurat, terintegrasi, dan mendukung pengambilan keputusan, serta
memastikan layanan telekomunikasi, pos logistik, dan penyiaran
memenuhi standar yang diharapkan. Kedua, peningkatan
kepatuhan penyelenggara terhadap regulasi yang berlaku untuk
menciptakan ekosistem yang tertib dan transparan.

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan monitoring
kualitas layanan bidang ekosistem digital

Strategi Deskripsi

Sistem monitoring terintegrasi bagi
penyelenggaraan telekomunikasi, pos
logistik, dan penyiaran.

Pengembangan
sistem informasi
untuk mendorong

terhadap layanan
dan kinerja bidang
ekosistem digital

penyusunan
kebijakan berbasis Pengolahan dan penyajian data
data s e
monitoring pos logistik,
telekomunikasi, dan penyiaran untuk
keperluan penyusunan kebijakan.
Monitoring Pengembangan perangkat monitoring

serta koordinasi untuk pemantauan
serta pengukuran kinerja bidang pos
logistik, telekomunikasi, dan
penyiaran.
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2. Meningkatnya kepatuhan penyelenggara pos logistik,
enyiaran, telekomunikasi, dan informatika

Strategi Deskripsi
Kepatuhan dan Pelaksanaan pengawasan kepatuhan
Kontribusi melalui monitoring dan evaluasi
Lembaga pada penyelenggaraan pos logistik,
Bidang Ekosistem | penyelenggaraan telekomunikasi
Digital khusus dan jaringan telekomunikasi,

penyelenggaraan jasa telekomunikasi,
penyelenggaraan penyiaran, dan
penertiban penyelenggaraan pos
Logistik, telekomunikasi dan
penyiaran.

3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengembangan
ekosistem digital nasional

Strategi Deskripsi
Melaksanakan Pemberian rekomendasi kebijakan
monitoring dan atas kondisi ekosistem digital, dan
evaluasi, serta mendorong stakeholder terkait untuk
memeriksa tindak | menindaklanjuti rekomendasi yang
lanjut atas diberikan.
ketidaksesuaian
dalam
pengembangan
ekosistem digital

3.2.3 Pemerintah Digital

Dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan (2025 - 2029),
pemerintahan berbasis digital dan pengembangan sistem smart
government menjadi hal mendasar dalam mereformasi tata kelola
pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien, sehingga
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, arah
kebijakan bidang pemerintah digital difokuskan pada pemanfaatan
teknologi dan infrastruktur digital untuk pemerintahan digital yang
terpadu dan berbasis masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut,
disusun dua sasaran strategis, yaitu dengan meningkatnya keterpaduan
infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital dan mengakselerasi
transformasi digital daerah.

A. Meningkatnya keterpaduan infrastruktur dan aplikasi pemerintah
digital
Perkembangan teknologi digital membuka peluang bagi pemerintah
untuk menyederhanakan dan meningkatkan kualitas layanan
publik yang memudahkan masyarakat. Meskipun demikian,
peluang tersebut belum dapat diterapkan dengan optimal akibat
belum tersedianya infrastruktur digital yang saling terintegrasi dan
terinteroperabilitas antar satu sama lain. Oleh karena itu, untuk
dapat mewujudkan pemerintahan digital yang terpadu dan citizen
centric, pemerintah perlu mewujudkan infrastruktur dan aplikasi
layanan publik digital yang reliabel, resilien dan terpadu. Adapun
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strategi untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan
tiga cara, yaitu meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan
teknologi pemerintah digital, mempercepat integrasi infrastruktur
digital yang reliabel dan resilien, dan meningkatkan keterpaduan
dan interoperabilitas aplikasi pemerintah.

1. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan teknologi
emerintah digital

Strategi Deskripsi
Perencanaan teknologi Merumuskan kebijakan terkait
pemerintah digital yang masterplan pemanfaatan
terpadu, inovatif dan teknologi baru untuk
akseleratif infrastruktur dan aplikasi

pemerintah digital.

Merumuskan kebijakan terkait
infrastruktur dan aplikasi
pemerintah digital nasional.

Merumuskan kebijakan terkait
penyelenggaraan ekosistem PDN.

Pemantauan dan evaluasi
kebijakan teknologi pemerintah
digital nasional.

Penguatan tata kelola
penyelenggaraan clearance
belanja TIK pemerintah.

Penyelenggaraan dan tata kelola
PSE Lingkup Publik.

2. Mempercepat integrasi infrastruktur digital yang reliabel dan

resilien
Strategi Deskripsi
Penyelenggaraan Menyelenggarakan ekosistem
infrastruktur digital PDN untuk mengoptimalkan
pemerintah yang penyimpanan dan pemanfaatan

terintegrasi, reliabel, dan | data strategis nasional.
resilien antar instansi
pemerintah

Penyusunan kebijakan teknis
terkait standar teknis
infrastruktur digital.

Menyediakan infrastruktur
digital yang menghubungkan
jaringan antar pemerintah pusat,
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pemerintah daerah dan
ekosistem PDN.

Merekomendasikan
pertimbangan belanja
infrastruktur pemerintah digital
guna memastikan efektivitas dan
efisiensi pemanfaatannya.

3. Meningkatnya keterpaduan dan interoperabilitas aplikasi

emerintah
Strategi Deskripsi
Percepatan Meningkatkan keterhubungan

interoperabilitas aplikasi
dan pemanfaatan
teknologi baru

K/L/Prov dengan sistem
penghubung layanan pemerintah

Merumuskan pedoman teknis
aplikasi dan pemanfaatan
teknologi baru pemerintah digital
bagi govtech, kementerian,
lembaga, dan daerah.

Menyelenggarakan ekosistem
aplikasi pemerintah digital
termasuk layanan domain
pemerintah.

Meningkatkan kapasitas penata
kelola informatika pemerintah
digital serta merekomendasikan
pertimbangan belanja sistem
layanan dan aplikasi pemerintah
digital.

Mengakselerasi transformasi digital daerah

Transformasi digital telah menjadi kebutuhan bagi daerah dalam
menghadapi tantangan modernisasi dan peningkatan kualitas
layanan publik. Sementara itu, konsep kota cerdas yang mampu
mendukung efisiensi dan kemudahan layanan berbasis digital
masih belum terwujud secara merata. Oleh karena itu, pemerintah
perlu mengakselerasi transformasi digital daerah dan kota cerdas
untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan
masyarakat. Adapun strategi untuk mewujudkan hal tersebut dapat
dilakukan dengan mempercepat progres daerah dalam pemanfaatan

teknologi digital.

Mempercepat progres daerah dalam pemanfaatan teknologi digital

Strategi

Deskripsi

Fasilitasi konkuren bidang
digital dan penerapan
teknologi baru pada kota

Melakukan pembinaan konkuren
antara pemerintah pusat dan
daerah di bidang digital.
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cerdas Menyusun standar operasional
dan regulasi untuk mendorong
akselerasi teknologi digital di
daerah.

Mendukung implementasi
provinsi cerdas dan
mengevaluasi berdasarkan
standar kota cerdas.

Menyelenggarakan use case
teknologi digital pada kota
cerdas.

Mengakselerasi transformasi
digital pemerintahan melalui
penguatan digitalisasi
pemerintah dan sektor prioritas
guna mengurangi ketimpangan.

3.2.4 Pengawasan Ruang Digital

Dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan (2025-2029), keamanan
dan kedaulatan ruang digital menjadi elemen kunci dalam menciptakan
ekosistem digital yang inklusif dan kondusif. Oleh karena itu, arah
kebijakan bidang pengawasan ruang digital difokuskan pada
pelindungan masyarakat agar terciptanya kesetaraan di ruang digital.
Untuk mewujudkan hal tersebut, disusun dua sasaran strategis, yaitu
meningkatkan pengawasan dan kesetaraan di ruang digital, serta
menyediakan ruang digital yang terpercaya bagi masyarakat.

A.

Meningkatkan pengawasan dan kesetaraan di ruang digital

Era digital mendorong semakin banyaknya aktivitas masyarakat
seperti berinteraksi, bekerja, dan berbelanja yang dilakukan secara
online di dalam ruang digital. Meningkatnya aktivitas di ruang digital
turut disertai dengan arus informasi yang semakin deras,
menyajikan berbagai konten positif maupun negatif yang semakin
sulit untuk disaring. Aktivitas masyarakat di ruang digital juga
semakin dipermudah dengan adanya teknologi-teknologi baru yang
semakin canggih. Akan tetapi, teknologi baru tersebut tidak hanya
memberikan manfaat kepada masyarakat melainkan juga
berpotensi memiliki dampak negatif yang merugikan seperti
pencurian data, serta manipulasi persepsi dan realitas. Oleh karena
itu, untuk tetap dapat memanfaatkan teknologi dengan nyaman dan
kondusif, pemerintah perlu meningkatkan pelindungan di ruang
digital. Adapun strategi dalam meningkatkan pelindungan
masyarakat di ruang digital dapat dilakukan dengan menerapkan
tata kelola pelindungan masyarakat di ruang digital, menerapkan
tata kelola teknologi baru (seperti kecerdasan artifisial, blockchain,
dsb di ruang digital), memperkuat pelindungan data pribadi, serta
meningkatkan kecepatan dan akurasi penyidikan digital.
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Menerapkan tata kelola pelindungan masyarakat di ruang

digital

Strategi

Deskripsi

Menerapkan regulasi
yang inklusif dan
melindungi masyarakat

Mengembangkan kebijakan
pelindungan masyarakat yang
mencakup kelompok rentan,
seperti anak-anak.

Merumuskan kebijakan yang
memperkuat sistem
pengendalian konten negatif dan
ilegal termasuk judi online.

Merumuskan kebijakan yang
melindungi aktivitas masyarakat
dari tindak pidana informasi dan
transaksi elektronik.

Merumuskan kebijakan untuk
pengawasan ancaman dan
dampak teknologi baru ke depan.

Memperkuat pelindungan data pribadi masyarakat

Strategi

Deskripsi

Menerapkan dan
mengawasi pelindungan
data pribadi masyarakat

Merumuskan kebijakan untuk
pelindungan data pribadi
masyarakat.

Pembentukan kelembagaan
pelindungan data pribadi dan
strategi manajemen transisi bagi
kelembagaan tersebut.

Penyelenggaraan pelindungan
data pribadi selama masa
transisi kelembagaan
pelindungan data pribadi.

Melakukan pengukuran ruang
digital yang kondusif.

Memperkuat pelindungan masyarakat di ruang digital

Strategi

Deskripsi

Meningkatkan kualitas
pengendalian konten
ilegal di ruang digital

Memperkuat efektivitas dan
upaya pelindungan masyarakat
(khususnya anak-anak dan
kelompok rentan) dari dampak
negatif ruang digital, termasuk
konten berbahaya,
penyalahgunaan teknologi, dan
praktik judi online.
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Penguatan sistem pemantauan
dan pemblokiran konten negatif
dan ilegal.

Optimalisasi Layanan Aduan
Masyarakat terhadap konten
ilegal.

Melakukan Kerja Sama dengan
platform digital dan Penyedia
Layanan Internet (ISP) dalam
menanggulangi konten negatif
dan ilegal.

4. Meningkatkan kecepatan dan akurasi penyidikan digital

Strategi Deskripsi
Meningkatkan kualitas Penanganan aduan dan
penyidikan digital pelaksanaan penyidikan tindak

pidana ITE dalam mendukung
penegakan hukum.

Penguatan regulasi, tata kelola,
dan sinergi ekosistem Penyidikan
Digital.

Pengelolaan layanan
Laboratorium Forensik Digital.

Menyediakan ruang digital yang terpercaya bagi aktivitas digital
masyarakat

Pesatnya perkembangan teknologi mendorong banyak perubahan
pada aktivitas masyarakat. Aktivitas masyarakat saat ini cenderung
didominasi pada platform digital karena menawarkan kemudahan
dan efisiensi. Akan tetapi, pergeseran aktivitas masyarakat ke ruang
digital dibayangi oleh ancaman keamanan dan penipuan online.
Oleh karena itu, untuk dapat melindungi aktivitas masyarakat di
ruang digital, pemerintah perlu menyediakan ruang digital yang
terpercaya bagi aktivitas masyarakat. Adapun strategi yang dapat
dilakukan diantaranya dengan memperkuat pelindungan aktivitas
masyarakat di ruang digital dan menyediakan layanan publik
bidang pengawasan ruang digital.

1. Memperkuat pelindungan aktivitas masyarakat di ruang digital

Strategi Deskripsi

Menerapkan tata kelola Penguatan Standar dan Regulasi
dan mengawasi layanan | Tata Kelola Layanan Transaksi
transaksi elektronik Elektronik

terpercaya

Mengawasi Penyelenggara
Sertifikasi Elektronik (PSrE)
dalam menerbitkan layanan
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sertifikasi elektronik

Pengawasan terhadap
Penyelenggara Sistem Elektronik
(PSE) yang sesuai dengan UU ITE

Pengawasan dan Penegakan
Kepatuhan Layanan Transaksi
Elektronik

Merumuskan kebijakan tata
kelola implementasi identitas
digital

Optimalisasi Layanan
Pengawasan Nama Domain
Indonesia

Penguatan Pengawasan
Penyelenggara Usaha dengan
Klasifikasi Teknologi Baru

Penguatan Kolaborasi dengan
Pemangku Kepentingan

2. Menyediakan layanan publik bidang pengawasan ruang digital

Strategi Deskripsi
Menerapkan layanan Mengawasi dan mendorong
aktivitas dan transaksi promosi domain.id di Indonesia

elektronik terpercaya
Pengakuan PSrE untuk

mendukung ekosistem transaksi
elektronik terpercaya

Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Digital

Dalam agenda perencanaan periode 2025-2029, pembangunan SDM
digital menjadi salah satu komponen penting untuk mendukung
ekosistem digital. Untuk itu, arah kebijakan pada bidang SDM digital
difokuskan pada percepatan peningkatan kualitas dan produktivitas
masyarakat. Sasaran tersebut dilakukan melalui berbagai upaya
strategis, meliputi akselerasi pengembangan kompetensi digital SDM
nasional agar sesuai kebutuhan industri, mempercepat akselerasi
kompetensi SDM aparatur dan kepemimpinan digital, serta
mengakselerasi masyarakat digital untuk bisa bijak dan produktif dalam
menggunakan internet.

A. Akselerasi pengembangan kompetensi digital SDM nasional sesuai
kebutuhan industri ke depan
Untuk mengurangi gap pada kualitas dan kuantitas SDM digital di
Indonesia, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
memadai baik dari sisi jumlah maupun kompetensi menjadi salah
satu komponen penting. SDM perlu dibekali dengan keterampilan
digital yang adaptif terhadap pertumbuhan industri dan dinamika
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teknologi yang terus berkembang. Namun demikian, untuk
menyiapkan SDM digital masih menghadapi tantangan berupa
akses keterjangkauan pada pelatihan yang relevan dan berkualitas.
Di sisi lain, industri membutuhkan tenaga kerja dengan
keterampilan spesifik yang belum sepenuhnya tersedia di pasar
tenaga kerja saat ini. Oleh karena itu, untuk menjembatani gap
tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis melalui berbagai
pendekatan seperti pelatihan yang accessible untuk masyarakat,
pengembangan ekosistem SDM komunikasi dan digital, serta
penguatan upaya link and match SDM digital.

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas talenta digital

Strategi Deskripsi

Ketersediaan akses Penyelenggaraan pelatihan dan
pelatihan digital untuk sertifikasi SDM digital nasional
seluruh masyarakat

Pemberian beasiswa untuk
masyarakat di bidang
komunikasi dan digital

Penyusunan materi
pembelajaran untuk mendukung
pelaksanaan pelatihan dan self-
paced learning

Memberikan penyaluran
kesempatan kerja bagi SDM
digital nasional

2. Meningkatnya SDM vokasi yang bertalenta digital

Strategi Deskripsi
Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan pelatihan dan
SDM digital melalui sertifikasi berbasis SKKNI bidang
pendekatan kerangka komunikasi dan digital

kerja nasional

Menjalin kemitraan dengan
perguruan tinggi untuk
pelaksanaan pelatihan digital
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Meningkatnya  relevansi standar kompetensi bidang
Kemenkomdigi dengan industri
Strategi Deskripsi
Mengembangkan Penyusunan kerangka kebijakan

kerangka kerja nasional
untuk mendukung
ekosistem SDM
komunikasi dan digital

standar kompetensi SDM digital,
seperti rancangan SKKNI/KKNI
dan peta okupasi bidang
komunikasi dan digital

Penyusunan rekomendasi
kebijakan pemanfaatan standar
kompetensi bidang komunikasi
dan digital

Mendorong stakeholders
memanfaatkan standar
kompetensi

Meningkatnya

pemanfaatan

data SDM digital dalam

mendukung perencanaan kebijakan SDM digital nasional

Strategi

Deskripsi

Optimalisasi pengelolaan
data dan sistem
informasi SDM digital
untuk mendukung
perencanaan,
pengembangan, dan
peningkatan kualitas
SDM digital nasional

Pengolahan dan analisis data
SDM digital melalui pengukuran
Indeks Masyarakat Digital
Indonesia (IMDI)

Mengelola layanan dan
pengembangan fitur sistem
informasi untuk pengembangan
SDM digital nasional

Peningkatan kualitas dan
aksesibilitas data SDM digital

Melakukan pengelolaan,
pengolahan, analisis data, serta
diseminasi informasi SDM digital

Mewujudkan

transformasi

pendidikan  tinggi  bidang

Kemenkomdigi yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja

Strategi

Deskripsi

Meningkatkan lulusan
dengan kompetensi
digital yang sesuai
dengan kebutuhan
industri

Merencanakan dan
menyelenggarakan kegiatan
pendidikan tinggi Kementerian
Komdigi

Penyelenggaraan kerjasama
kampus dengan industri digital




-95 .

Penyelenggaraan penelitian dan
inovasi oleh kampus

Meningkatkan kualitas
pendidikan tinggi yang
diselenggarakan Komdigi

Mempercepat akselerasi kompetensi SDM aparatur dan
kepemimpinan digital

Dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efisien,
efektif, dan berbasis teknologi, diperlukan SDM ASN yang memiliki
keterampilan digital yang mumpuni. ASN tidak hanya harus mampu
mendukung penerapan layanan e-government, tetapi juga perlu
memiliki kemampuan untuk bisa  beradaptasi dengan
perkembangan teknologi yang dinamis. Selain itu, kepemimpinan
ASN juga menjadi elemen penting dalam proses transformasi digital,
agar dapat mengelola perubahan dengan baik dan menginisiasi
kebijakan digital yang tepat sasaran. Akan tetapi, terdapat
tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan keterampilan digital
di kalangan ASN yang membuat adopsi teknologi digital berjalan
dengan lambat. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan
langkah-langkah strategis melalui pelatihan dan pengembangan
keterampilan digital yang mencakup penguasaan teknologi dasar
hingga tingkat lanjut, serta akses terhadap modul-modul
pembelajaran digital yang relevan dan mudah diakses oleh ASN di
seluruh wilayah baik tingkat pusat maupun daerah. Di samping itu,
pelatihan kepemimpinan ASN digital juga diperlukan untuk
memastikan agar para pemimpin dapat memfasilitasi proses
transformasi digital secara lebih optimal.

1. Meningkatnya kompetensi aparatur di era digital

Strategi Deskripsi
Meningkatkan kualitas Perencanaan dan pelaksanaan
dan akses pelatihan pelatihan digital bagi seluruh

digital bagi seluruh ASN | ASN

Kolaborasi dengan industri dan
akademisi dalam
penyelenggaraan pelatihan
digital

Penyediaan akses materi
pembelajaran untuk mendukung
self-paced learning

Pemberian pelatihan untuk
jabatan fungsional bidang
komdigi
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2. Meningkatnya keterampilan aparatur Kemenkomdigi di era

digital
Strategi Deskripsi
Penyediaan pelatihan Merencanakan dan
digital bagi ASN melaksanakan pelatihan digital
Kemenkomdigi bagi ASN Kemenkomdigi

Kolaborasi dengan industri dan
akademisi dalam
penyelenggaraan pelatihan
digital

3. Meningkatnya kualitas kepemimpinan SDM aparatur

Strategi Deskripsi
Penyediaan pelatihan Pengembangan kurikulum
kepemimpinan bagi pelatihan kepemimpinan digital
aparatur yang adaptif

Kemitraan dengan institusi
pendidikan dan privat dalam
menyelenggarakan pelatihan

Mengakselerasi masyarakat digital untuk bisa produktif dan bijak
dalam menggunakan internet

Dalam era transformasi digital yang semakin pesat, penggunaan
teknologi oleh masyarakat tidak hanya menjadi tanda kemajuan
teknologi di suatu wilayah, tetapi juga mencerminkan seberapa jauh
masyarakat tersebut dapat beradaptasi dalam memanfaatkan
teknologi untuk kehidupan sehari-harinya. Namun demikian,
kemajuan dan kemudahan teknologi ini juga membawa tantangan
tersendiri seperti penggunaan teknologi yang belum digunakan
untuk hal-hal yang produktif dan peningkatan kualitas hidup. Lebih
lanjut, saat ini terdapat peningkatan penyalahgunaan internet yang
terlihat dari maraknya praktik judi online, penyebaran hoaks,
konten negatif, ujaran kebencian, dan konten yang merugikan
lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan langkah strategis
melalui pemberian literasi digital sesuai kebutuhan masyarakat
yang mencakup etika, budaya, dan keamanan, serta pelatihan
keterampilan digital yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
Selain itu, literasi digital juga perlu diarahkan untuk kelompok-
kelompok masyarakat agar pelaksanaannya dapat merata dan
inklusif.

Meningkatnya keterampilan digital dasar dan literasi digital
masyarakat untuk produktivitas

Strategi Deskripsi
Perluasan akses literasi digital | Menyelenggarakan pelatihan
dan pelatihan keterampilan keterampilan digital dasar untuk
digital masyarakat mendorong masyarakat agar

produktif dalam menggunakan
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teknologi digital

Meningkatkan literasi digital
masyarakat, termasuk anak dan
kelompok rentan lainnya melalui
kerjasama dengan platform dan
big companies, penyediaan modul
atau akses open source yang
dapat diakses masyarakat secara
luas.

Penyelenggaraan Training of
Trainers (TOT) kepada pandu
digital untuk memperluas
penyebaran literasi digital
kepada masyarakat

3.2.6 Komunikasi Publik dan Media

Dalam perencanaan pembangunan 2025-2029, arah kebijakan
komunikasi publik difokuskan untuk mewujudkan penyelenggaraan
informasi yang merata dan berkualitas. Kemenkomdigi berperan strategis
dalam mendukung pencapaian prioritas nasional melalui komunikasi
publik yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Terdapat tiga sasaran yang dikedepankan, yaitu peningkatan efektivitas
komunikasi publik nasional, peningkatan kepatuhan dalam pelaksanaan
keterbukaan informasi publik, dan penguatan kualitas pengelolaan
media dalam ekosistem informasi.

Sebagai upaya dalam mendukung visi misi Presiden, Kemenkomdigi
melaksanakan pengelolaan komunikasi publik terhadap berbagai
program prioritas, salah satunya pada program Makan Bergizi Gratis
yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik
di Indonesia. Komunikasi publik diarahkan untuk membangun narasi
positif pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta
memperkuat citra dan legitimasi pemerintah. Selain itu, Kemenkomdigi
turut mendukung agenda prioritas lain seperti pembangunan manusia
unggul, transformasi digital dan ekonomi hijau, serta tata kelola
pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui pendekatan yang
terkoordinasi, Kemenkomdigi menjadi penggerak utama dalam
menjembatani agenda pembangunan dengan kebutuhan informasi
publik.

A. DMeningkatnya efektivitas penyelenggaraan komunikasi publik
nasional
Komunikasi publik memiliki tanggung jawab dalam memperkuat
kepercayaan masyarakat, mendorong partisipasi aktif, serta
memastikan penyampaian kebijakan dan program prioritas
pemerintah secara efektif. Di era digital saat ini, tantangan utama
penyelenggaraan komunikasi publik terletak pada kemampuan
untuk menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan relevan
dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu,
diperlukan strategi komunikasi yang terintegrasi melalui
peningkatan kualitas tata kelola dan penyelenggaraan komunikasi
publik yang adaptif dan akuntabel; penyediaan konten informasi
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publik yang berkualitas, kredibel, dan mudah diakses; serta
penguatan fungsi kehumasan dan kemitraan komunikasi publik
guna membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan
berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, keterlibatan aktif
media, khususnya di era digital, perlu terus diperkuat untuk
memperluas jangkauan informasi dan mendorong keterlibatan
publik dalam proses pembangunan. Dengan pendekatan tersebut,
komunikasi publik dapat dijalankan untuk mendukung tercapainya
tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

1. Meningkatnya kualitas tata kelola dan penyelenggaraan
komunikasi publik

Strategi Deskripsi

Penatakelolaan Penyusunan kebijakan dan
komunikasi publik untuk [regulasi serta implementasi
memperkuat koordinasi |Sistem Komunikasi Publik
dan jangkauan informasi |Nasional (SKPN)

Orkestrasi perencanaan
komunikasi strategis pusat dan
daerah

Pembinaan dan supervisi
penyelenggaraan konkuren
bidang informasi dan komunikasi
publik

Evaluasi penyelenggaraan
komunikasi publik nasional
Pengelolaan komunikasi |Sosialisasi dan diseminasi

publik program prioritas |informasi publik terkait program
pemerintah prioritas Presiden seperti program
Makan Bergizi Gratis (MBG)

2. Meningkatnya kualitas konten informasi publik

Strategi Deskripsi
Peningkatan kualitas Penyusunan kebijakan dan
konten informasi publik |standardisasi pengelolaan aset
terintegrasi dan dan akses konten informasi
penyediaan aksesibilitas [publik
informasi

Penyediaan konten informasi
publik terkait program prioritas
pemerintah

Manajemen aset dan aksesibilitas
layanan informasi publik

Monitoring dan evaluasi kualitas
konten informasi publik

Pengelolaan isu dan Pengelolaan konten kontra narasi
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krisis komunikasi publik |Monitoring isu strategis dalam
pengelolaan komunikasi publik

3. Penguatan kehumasan dan kemitraan komunikasi publik

Strategi Deskripsi
Penguatan koordinasi Penyusunan kebijakan terkait
kehumasan dan kehumasan dan kemitraan
kemitraan strategis komunikasi strategis
untuk meningkatkan
efektivitas jangkauan Pembinaan terhadap
penyebaran informasi kelembagaan humas pemerintah

(K/L/D dan BUMN)

Pengembangan kemitraan
komunikasi strategis

4. Meningkatnya partisipasi media di era digital

Strategi Deskripsi
Pengembangan Penguatan kebijakan dan regulasi
ekosistem media dan terkait pengembangan ekosistem
relasi untuk media
meningkatkan
keterlibatan publik Pengukuran dan pemantauan

terhadap kesehatan industri
media

Pengelolaan relasi media

Pengelolaan kanal redaksi
nasional dan keterlibatan publik
melalui media

Meningkatnya kepatuhan dalam pelaksanaan keterbukaan
informasi publik

Kemenkomdigi memegang peran strategis dalam memperkuat
keterbukaan informasi publik sebagai salah satu upaya dalam
membangun pemahaman serta kepercayaan masyarakat terhadap
program dan kebijakan pemerintah. Peningkatan kualitas konten
informasi publik selama ini didukung oleh implementasi UU Nomor
14 Tahun 2008, tetapi undang-undang tersebut masih menghadapi
tantangan seperti akses informasi yang belum sepenuhnya cepat
dan mudah serta cakupan informasi yang masih terbatas. Oleh
karena itu, Kemenkomdigi aktif terlibat dalam penyusunan
rancangan revisi undang-undang tersebut untuk memperkuat
kerangka hukum yang mendukung keterbukaan informasi sekaligus
memberikan kepastian hukum bagi badan publik dalam
menjalankan kewajibannya. Dalam pelaksanaannya, sinergi dengan
Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai lembaga kuasi yang bertugas
menjalankan fungsi teknis pengawasan dan penyelesaian sengketa
informasi menjadi sangat krusial. Dengan demikian, kualitas
informasi yang disampaikan dapat berfungsi sebagai instrumen
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penting untuk membangun persepsi positif dan meningkatkan
keterlibatan masyarakat dalam agenda prioritas pemerintah.

Meningkatnya kepatuhan dalam pelaksanaan keterbukaan
informasi publik

Strategi Deskripsi
Penguatan keterbukaan Penyusunan rancangan revisi
informasi publik untuk kebijakan Undang-Undang Nomor
transparansi dan 14 Tahun 2008 Keterbukaan
akuntabilitas pemerintah Informasi Publik

Penyelenggaraan pelatihan teknis
dalam rangka penerapan
keterbukaan informasi publik

3.2.7 Kuasi Publik

Dalam agenda perencanaan periode 2025-2029, Kemenkomdigi turut
berperan dalam menaungi tiga lembaga kuasi publik, yakni Komisi
Informasi Pusat, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers,
khususnya pada sisi penyelenggaraan  kesekretariatan dan
penganggaran. Secara substansi, ketiga komisi ini memiliki tanggung
jawab kinerja secara langsung kepada Presiden sesuai mandat peraturan
perundangan-undangan di masing-masing lembaga. Penyelenggaraan
komunikasi publik melalui lembaga kuasi menekankan pada
peningkatan kualitas pengelolaan media dalam ekosistem informasi,
mengingat media massa memiliki fungsi dalam menyebarkan informasi
publik dan menjaga akuntabilitas melalui jurnalisme yang bertanggung
jawab.

A. Meningkatnya kualitas pengelolaan media dalam ekosistem
informasi
Media massa berperan sebagai saluran utama dalam penyebaran
informasi publik serta menjadi wadah bagi jurnalis untuk
menyampaikan berbagai isu, memberikan kritik konstruktif, dan
memastikan akuntabilitas informasi. Di era digital, media arus
utama menghadapi tantangan besar akibat pergeseran pola
konsumsi informasi ke media sosial. Maraknya berita hoaks dan
disinformasi tidak hanya menurunkan kepercayaan publik, tetapi
juga berpotensi mengganggu stabilitas demokrasi. Untuk mengatasi
hal ini, strategi peningkatan kualitas pengelolaan media diarahkan
pada penguatan media yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur,
Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S), dengan fokus pada
kemerdekaan pers yang berintegritas dan peningkatan kualitas
penyiaran nasional. Dalam mendukung strategi tersebut, peran
lembaga kuasi publik menjadi sangat mendasar. Dewan Pers
berperan dalam menjaga standar jurnalisme profesional melalui
sertifikasi media, peningkatan kompetensi wartawan, serta
penguatan regulasi yang menjamin independensi pers dan
menangkal berita hoaks. Selanjutnya, Komisi Penyiaran Indonesia
(KPI) memastikan kualitas siaran yang berimbang, beretika, dan
adaptif terhadap perkembangan industri penyiaran. Sementara itu,
Komisi Informasi Pusat (KIP) melengkapi ekosistem ini dengan
memastikan hak masyarakat atas informasi publik terpenuhi,
termasuk melalui penyelesaian sengketa informasi secara adil dan
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independen. Sinergi antara Dewan Pers, KPI, KIP, pemerintah, dan
pelaku industri media menjadi landasan penting dalam membangun
ekosistem media yang kredibel, mendorong transparansi, serta
memastikan keberlanjutan industri media.

1.

Terwujudnya kemerdekaan pers nasional

Strategi

Deskripsi

Penguatan kemerdekaan
pers dan profesionalisme
jurnalistik

Melakukan pengukuran terhadap
kemerdekaan pers serta
menyusun rekomendasi terkait
tanggung jawab perusahaan
platform digital untuk
mendukung jurnalisme
berkualitas

Menyelenggarakan pelatihan
jurnalistik dan Uji Kompetensi
Wartawan (UKW)

Melakukan verifikasi terhadap
perusahaan pers dan melayani
pengaduan publik terkait pers

Meningkatnya kualitas penyiaran Indonesia

Strategi

Deskripsi

Penyehatan media arus
utama untuk
meningkatkan kualitas
konten penyiaran

Merencanakan dan melaksanakan
pelatihan SDM bidang penyiaran,
serta menyusun rekomendasi
kebijakan terkait sistem
penyiaran

Melaksanakan fungsi pengawasan
terhadap lembaga penyiaran TV
dan radio, serta melayani
pengaduan publik terkait konten
siaran TV dan radio

Memperkuat
Informasi Publik

implementasi

Undang-Undang Keterbukaan

Strategi

Deskripsi

Implementasi Undang-
Undang Keterbukaan
Informasi Publik

Pengukuran dan pemantauan
kinerja keterbukaan informasi
publik melalui Indeks

Keterbukaan Informasi Publik

Penyelesaian sengketa informasi
publik

Pengembangan badan publik yang
informatif
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Penguatan sistem informasi
terintegrasi

3.2.8 Dukungan Manajemen

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan digital
nasional, Komdigi menempatkan transformasi internal sebagai fondasi
utama melalui penguatan manajemen yang adaptif dan resilien.
Transformasi ini diarahkan untuk membangun tata kelola yang responsif
terhadap perubahan, baik dalam hal regulasi, teknologi, maupun
kebutuhan masyarakat. Manajemen yang adaptif berarti mampu
mengantisipasi tantangan serta menyesuaikan strategi dan operasional
secara tepat waktu, sementara manajemen yang resilien menekankan
ketahanan organisasi dalam menghadapi krisis dan disrupsi. Upaya ini
diwujudkan melalui digitalisasi proses kerja, pemanfaatan data dalam
pengambilan keputusan, pengembangan SDM berbasis kompetensi dan
kinerja, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang berorientasi
hasil. Dengan demikian, Komdigi mampu memiliki struktur manajerial
yang siap mendorong transformasi digital secara menyeluruh dan
berkelanjutan.

A. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di
Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional
Dalam mendukung transformasi digital nasional membutuhkan
birokrasi yang adaptif, efisien, dan berorientasi outcome, sehingga
Komdigi perlu melakukan penguatan birokrasi untuk memastikan
pelaksanaan program dan kebijakan berjalan secara efektif. Untuk
itu, Komdigi perlu mendorong peningkatan kualitas SDM yang
berakhlak serta penataan organisasi yang tepat fungsi sebagai
fondasi tata kelola yang profesional. Seiring dengan itu, peningkatan
akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja juga menjadi prioritas
guna memastikan transparansi dan keterukuran hasil kerja.
Harmonisasi regulasi serta penguatan layanan hukum diperlukan
untuk menjamin kepastian pelaksanaan kebijakan, sementara
komunikasi kelembagaan ditingkatkan guna membangun citra
positif dan kepercayaan publik. Dari sisi operasional, Komdigi
melakukan penataan layanan umum dan pengelolaan keuangan
agar lebih efisien dan sesuai ketentuan yang berlaku, serta
mendorong integrasi layanan digital dan sistem data internal.

1. Meningkatnya kualitas SDM berakhlak dan tata kelola
organisasi Kemenkomdigi yang efektif dan tepat fungsi

Strategi Deskripsi
Peningkatan kualitas Melaksanakan manajemen ASN
SDM Komdigi yang Komdigi yang meliputi dari tahap
berakhlak perencanaan kebutuhan,

pengadaan, pengembangan karir,
promosi, mutasi, manajemen
kinerja, penggajian, penghargaan,
disiplin, perlindungan, pelayanan
serta sistem informasi berbasis
sistem merit dan Implementasi
Core Value ASN.




- 103 -

Penyelenggaraan pengembangan
SDM Digital Komdigi dalam
bentuk pelatihan dan sertifikasi
bidang digital.

Peningkatan kualitas Melakukan penyusunan proses

tata kelola organisasi bisnis, Standard Operating

Komdigi yang tepat Procedure (SOP), dan penyesuaian

fungsi sistem kerja yang selaras dengan
peraturan perundang-undangan
berlaku

Melaksanakan reorganisasi sesuai
dengan rencana strategis dan
proses bisnis

Penyusunan rancangan peraturan
mengenai manajemen jabatan dan
jabatan fungsional

Melaksanakan perencanaan,
pendampingan, serta pemantauan
dan evaluasi program reformasi
birokrasi dan pelayanan publik

2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja di
Lingkungan Kementerian Komdigi

Strategi Deskripsi
Peningkatan kualitas Melakukan sinkronisasi
perencanaan dan perencanaan program
penganggaran, serta transformasi digital nasional, dan
sinergitas dengan melaksanakan pengukuran
stakeholders Indeks Transformasi Digital

Nasional sebagai ukuran
indikator RPJMN 2025-2029

Melakukan penyusunan
perencanaan dan penganggaran,
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan

Melakukan sinkronisasi
perencanaan pusat dan daerah
dan koordinasi konkuren

Menyelenggarakan kerja sama
pemerintah dan non pemerintah
bidang komdigi

Meningkatkan dan
mengembangkan kapasitas SDM
bidang perencanaan dan
penganggaran untuk mendukung
perencanaan yang lebih
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berkualitas

Meningkatnya kualitas harmonisasi regulasi, layanan hukum,
dan bantuan hukum di lingkungan Kemenkomdigi

Strategi

Deskripsi

Harmonisasi regulasi dan
penguatan layanan
hukum yang adaptif dan
responsif

Melakukan pembentukan,
harmonisasi, dan penyuluhan
regulasi di bidang komdigi, serta
pengelolaan layanan hukum
secara digital

Melakukan penanganan dan
pendampingan penyelesaian
sengketa hukum di lingkungan
Kemenkomdigi, serta evaluasi
lanjutan atas proses dan hasil
persidangan.

Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan citra positif

Kemenkomdigi

Strategi

Deskripsi

Peningkatan kualitas
pengelolaan informasi
dan komunikasi publik
yang terintegrasi untuk
membangun citra positif

Menyusun strategi komunikasi
yang terintegrasi meliputi pra-
event, launching, maintenance,
dan evaluasi pasca-kampanye

Melaksanakan pengelolaan
informasi dan komunikasi publik
melalui monitoring isu, peliputan,
publikasi terpadu, media sosial,
layanan informasi, serta
penyelenggaraan kegiatan
strategis

Mewujudkan layanan keuangan yang akuntabel, BMN yang
tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan

Strategi

Deskripsi

Peningkatan tata kelola
keuangan dan
pengelolaan BMN yang
akuntabel, tertib, dan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.

Melaksanakan pengelolaan
administrasi pembayaran gaji
yang mencakup verifikasi data
kepegawaian, penyusunan
dokumen pembayaran, koordinasi
dengan satuan kerja, serta
monitoring ketepatan waktu dan
akurasi pencairan belanja
pegawai
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Menyelenggarakan pengelolaan
manajemen keuangan melalui
koordinasi pelaksanaan anggaran,
penyusunan laporan keuangan,
pembinaan perbendaharaan, serta
pemantauan dan evaluasi
realisasi keuangan secara berkala

Melaksanakan pengelolaan dan
pembinaan teknis Barang Milik
Negara (BMN) yang mencakup
pencatatan, pelaporan, penilaian,
penghapusan, serta pemantauan
efektivitas pemanfaatan aset di
lingkungan kementerian

Menyelenggarakan layanan

umum yang efektif dan efisien

Strategi

Deskripsi

Penguatan tata kelola
layanan umum yang
profesional, terintegrasi,
dan responsif untuk
mendukung efektivitas
kerja organisasi

Melaksanakan tata usaha
pimpinan dan kegiatan
keprotokolan secara profesional
dan responsif dalam mendukung
pelaksanaan tugas pimpinan dan
kelancaran acara resmi
kementerian.

Pengelolaan sarana dan
prasarana, urusan dalam, serta
perlengkapan melalui
pemeliharaan fasilitas, koordinasi
penyediaan kebutuhan
operasional, serta penataan
lingkungan kerja yang
mendukung kinerja organisasi.

Pelaksanaan koordinasi,
pelaksanaan, dan evaluasi
layanan pengadaan barang dan
jasa secara efektif dan efisien
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
serta kebutuhan unit kerja.

Melaksanakan koordinasi dan
pengelolaan urusan persuratan
dan kearsipan secara tertib,
akuntabel, dan terintegrasi guna
mendukung kelancaran
dokumentasi dan administrasi
perkantoran.
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Terwujudnya layanan digital dan data yang berorientasi pada
engguna di lingkungan Komdigi

Strategi

Deskripsi

Penguatan transformasi
digital di internal
kementerian yang
terintegrasi melalui tata
kelola SPBE yang adaptif,
layanan digital yang
berkelanjutan, serta
pengelolaan infrastruktur
TIK dan data yang andal
dan aman

Menyediakan layanan Komdigi
Smart Services secara adaptif dan
terintegrasi dengan pemanfaatan
teknologi digital terkini untuk
mendukung efektivitas layanan
internal kementerian.

Menyusun dan
mengimplementasikan kebijakan
tata kelola SPBE Komdigi yang
mencakup interoperabilitas,
keamanan siber, dan pengelolaan
aplikasi secara terstandar dan
berkelanjutan.

Melaksanakan pengelolaan dan
pemeliharaan sarana dan
infrastruktur TIK, termasuk
sistem, perangkat keras, jaringan,
dan sistem keamanan informasi
untuk mendukung kinerja
kementerian.

Mengelola layanan data dan
informasi melalui proses
pengumpulan, verifikasi,
pengolahan, penyimpanan, dan
penyebarluasan data secara
akurat, relevan, dan aman.

Mewujudkan kebijakan strategis bidang digital dan komunikasi
ang harmonis dan berdampak

Strategi

Deskripsi

Penguatan kebijakan
strategis berbasis
analisis dan harmonisasi
isu komunikasi dan
digital untuk mendukung
pengambilan keputusan
yang harmonis dan
berdampak

Pelaksanaan analisis kebijakan
berdasarkan analisis strategis
lintas sektor, sinkronisasi
kebijakan nasional, dan tren
komunikasi serta digitalisasi guna
mendukung posisi Kementerian
dalam forum strategis internal
maupun eksternal.

Melakukan analisis kebijakan
berbasis data dan riset analitis
sebagai rekomendasi kepada
pimpinan, dengan fokus pada
harmonisasi regulasi dan strategi
transformasi digital yang relevan
dengan isu terkini.
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Merancang dan mengembangkan
peta jalan agenda strategis
kementerian, termasuk
penentuan isu prioritas dan
narasi kebijakan publik, guna
memperkuat positioning
Kementerian sebagai motor
penggerak transformasi
komunikasi dan digital nasional.

Meningkatnya kualitas pen

awasan pada seluruh unit kerja

Strategi

Deskripsi

Membangun sistem audit
internal yang terintegrasi
dan responsif melalui
pelaksanaan audit
kepatuhan, audit kinerja,
audit keuangan, serta
pemantauan tindak
lanjut hasil audit untuk
memperkuat
akuntabilitas,
meningkatkan kualitas
tata kelola, serta
mendorong perbaikan
berkelanjutan di seluruh
unit kerja kementerian

Melaksanakan audit terhadap
kepatuhan unit kerja di
lingkungan Kementerian terhadap
peraturan perundang-undangan,
kebijakan internal, serta standar
prosedur operasional yang
berlaku guna memastikan tata
kelola yang akuntabel dan
transparan.

Menilai efisiensi, efektivitas, dan
ekonomi pelaksanaan program
dan kegiatan di lingkungan
Kementerian untuk memberikan
rekomendasi perbaikan kinerja
organisasi secara berkelanjutan.

Melakukan pemeriksaan terhadap
pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan
negara guna memastikan
kewajaran laporan keuangan
serta mendeteksi potensi
penyimpangan atau kelemahan
sistem pengendalian intern.

Menyusun, memantau, dan
mengevaluasi pelaksanaan tindak
lanjut atas temuan audit internal
maupun eksternal untuk
memastikan perbaikan
kelembagaan dan pencegahan
risiko berulang di masa
mendatang.

Meningkatnya efektivitas koordinasi kerja sama internasional dalam
memperkuat transformasi digital bermakna

Untuk memperkuat posisi Indonesia di ranah internasional serta
memastikan hasil kerja sama berdampak langsung pada
pembangunan digital nasional, Komdigi akan mendorong
peningkatan efektivitas koordinasi kerja sama internasional yang
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lebih strategis, terarah, dan berkesinambungan. Upaya ini
diwujudkan melalui peningkatan kualitas tata kelola kerja sama
internasional, termasuk penguatan peran Komdigi dalam forum
global, penajaman agenda prioritas yang selaras dengan
kepentingan nasional, serta penguatan kapasitas diplomasi digital.

Meningkatnya kualitas dan tata kelola kerja sama internasional
yang efektif, berkesinambungan, dan mendukung sasaran strategis

Kemenkomdigi
Strategi Deskripsi

Peningkatan tata kelola [Melakukan koordinasi bahan substansi,
kerja sama partisipasi aktif, tindak lanjut, dan
internasional yang evaluasi sidang internasional di bidang
efektif dan komunikasi dan digital

berkelanjutan untuk

mendukung sasaran Pelaksanaan sidang, negosiasi,

strategis Komdigi advokasi, dan diplomasi internasional

untuk memperjuangkan kepentingan
Indonesia di bidang komunikasi dan
transformasi digital, termasuk
penyusunan posisi nasional dan
pendampingan teknis dalam forum-
forum global.

Penyusunan, pemantauan, dan
fasilitasi implementasi perjanjian dan
dokumen kerja sama internasional yang
mendukung agenda dan program
prioritas Kementerian.

Perencanaan dan koordinasi strategis
kerja sama internasional melalui
penyusunan dokumen rencana,
identifikasi peluang kerja sama, dan
pemantauan capaian Kementerian
dalam dokumen strategis internasional.

Peningkatan posisi kepemimpinan
Indonesia dalam forum internasional
prioritas, termasuk advokasi
penempatan wakil Indonesia,
penguatan profil nasional, dan
dukungan pencalonan pada posisi
strategis.

Kerangka Regulasi

Untuk mendukung arah kebijakan dan strategi nasional dalam
mengakselerasi transformasi digital, sebagaimana tertuang dalam Visi
Indonesia Emas 2045, Kemenkomdigi sebagai regulator telah menyusun
dan mengidentifikasi kebutuhan akan kerangka regulasi yang
komprehensif. Kerangka regulasi ini dirancang untuk memberikan
landasan hukum yang kokoh dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan
kewenangan Kemenkomdigi, serta menjadi acuan dalam mendukung
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pencapaian sasaran strategis kementerian, khususnya dalam
membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berdaulat. Dalam
upaya tersebut, dibutuhkan arah regulasi yang relevan sesuai dengan
kebutuhan sekarang dan di masa depan. Perlu dilakukan perubahan
regulasi yang telah ada maupun penguatan regulasi baru. Kerangka
Regulasi ini tidak hanya mencakup identifikasi kebutuhan regulasi,
tetapi juga menjabarkan peran strategisnya dalam mempercepat
transformasi digital nasional.

A. Konektivitas Digital

Untuk mendukung penuntasan blank-spot di daerah dan

peningkatan kualitas internet di seluruh wilayah Indonesia

dibutuhkan penerapan berbagai teknologi yang disesuaikan dengan
kondisi geografis serta sosial ekonomi suatu wilayah. Untuk
mendukung hal ini diperlukan dukungan dalam bentuk regulasi.

Saat ini, penyelenggaraan telekomunikasi telah diatur dalam

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun

2021, meski masih perlu dilakukan revisi. Beberapa yang belum

terakomodasi pada peraturan tersebut, antara lain:

1. Penerapan teknologi maupun layanan Fixed Wireless Access
(FWA) dan Fixed Mobile Convergence (FMC) untuk mendukung
penetrasi internet broadband berkapasitas Gigabit;

2. Pedoman Kerjasama infrastruktur Aktif dengan berbagai
macam potensi model bisnis yang ada;

3. Mekanisme penerapan  kebijakan  moratorium = pada
penyelenggaraan telekomunikasi;

4. Mekanisme penerapan regulatory sandbox pada
penyelenggaraan telekomunikasi;

5. Penerapan Interkoneksi berbasis Protokol Internet secara
keseluruhan (Full IP).

Sehubungan dengan penerapan interkoneksi berbasis protokol
internet secara lebih lanjut juga perlu dilakukan Revisi Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Nomor Protokol Internet. Hal-hal yang perlu dilakukan
perubahan antara lain:

1. Kemudahan pelaku usaha di Indonesia mendapatkan Nomor
Internet Protocol (IP) dan Autonomous System Numbers (ASN)
untuk menyelenggarakan layanan Internet;

2. Transparansi dan level pelayanan yang terukur bagi lembaga
yang ditunjuk Pemerintah untuk melayani pelaku usaha dalam
memperoleh nomor IP;

3. Membuka kesempatan Pengelolaan nomor IP di Indonesia
dapat dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi yang
menyediakan layanan Network Access Point (NAP) atau
penyelenggara jaringan bergerak seluler selain lembaga yang
ditunjuk Pemerintah;

4. Peran Pemerintah dalam tata kelola nomor IP berupa
mewajibkan penggunaan IPv6 oleh penyelenggara
telekomunikasi kepada end user pengguna layanan internet
(fixed & mobile broadband), evaluasi dan audit penggunaan
nomor IP, memastikan terpenuhinya Service Level Agreement
(SLA) pelayanan nomor IP baik oleh pengelola nomor IP dan
pelaku usaha kepada pelanggan akhir.
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Sekaligus Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 13 Tahun 2014 tentang Roadmap Penerapan IPv6 di
Indonesia, yang meliputi:

1. Peran Pemerintah yang lebih aktif mewajibkan penggunaan
IPv6 oleh seluruh ekosistem internet di Indonesia;

2. Mendorong para pelaku usaha di berbagai sektor untuk
mengimplementasikan SLA dan peningkatan keamanan
diantaranya dengan mengadopsi IPv6 bagi masyarakat
pengguna layanan internet.

Peraturan ini perlu segera didorong untuk mewujudkan target
implementasi [Pv6 sebesar 48,7% pada tahun 2030 sesuai dengan
target Kemenko Perekonomian yang tertulis pada Buku Putih
Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030.

Selanjutnya, terkait dengan pedoman kerjasama infrastruktur perlu
adanya rancangan peraturan presiden tentang pedoman
pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi.
Inisiatif ini dilakukan untuk menciptakan nomenklatur baru dari
perizinan membangun gedung yaitu Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta
adanya perubahan-perubahan yang mendasarinya dari peraturan
yang sudah ada sebelumnya; serta kebutuhan terkait pedoman
secara khusus tentang ketentuan teknis pembangunan dan
pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi yang dapat
dijadikan landasan hukum bagi tower provider dan menjadi acuan
pemerintah daerah dalam menerbitkan peraturan di daerah masing-
masing.

Lebih lanjut, regulasi lain yang perlu diwujudkan yaitu rancangan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait penggunaan

spektrum frekuensi radio. Regulasi ini sebelumnya telah tertuang

dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7

Tahun 2021, tetapi perlu dilakukan pemutakhiran dan penggantian.

Poin-poin ke depan yang perlu dilakukan perbaikan, antara lain:

1. Pemutakhiran substansi terkait bisnis proses perizinan. Hal ini
meliputi ketentuan operasional penggunaan spektrum
frekuensi radio dan penanganan Penerimaan Negara Bukan
Pajak Biaya Hak Penyelenggaraan (PNBP BHP) Frekuensi Radio
dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha dan
optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio;

2. Perlunya dilakukan simplifikasi regulasi, utamanya terkait
prosedur perizinan, yang masih berlaku dan saling beririsan.

Selanjutnya, untuk mendukung konektivitas digital yang aman,
perlu dilakukan dukungan terhadap perlindungan pada perangkat
digital. @ Untuk menjamin keamanan bagi masyarakat,
Kemenkomdigi akan menambahkan aturan terkait dengan
penanganan pelaporan perangkat telekomunikasi yang hilang atau
dicuri untuk mengurangi peredaran perangkat telekomunikasi
ilegal, yang mana hal ini kemudian akan diatur pada Rancangan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun
2020 tentang  Pengendalian Alat dan/atau  Perangkat
Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler
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Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity untuk
ditambahkan substansi terkait dengan hal tersebut.

Ekosistem Digital

Sebagai upaya dalam mendukung terciptanya ekosistem digital yang
adil, akuntabel, aman, dan inovatif, diperlukan adanya kerangka
regulasi yang dapat mengatur dinamika perkembangan teknologi
dan menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang
ada. Untuk itu, salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan
adalah penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Ekosistem
Digital, yang merupakan peraturan turunan dari Pasal 40A Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Revisi UU ITE). Regulasi ini akan
menjadi landasan dalam memastikan keseimbangan antara
perlindungan masyarakat, penguatan daya saing pelaku usaha, dan
pengendalian risiko yang muncul di ruang digital. Lebih lanjut,
aturan ini dirancang untuk menciptakan ekosistem digital yang
memastikan prinsip fair playing field untuk seluruh pelaku
ekosistem digital.

Dalam mendukung pengembangan ekosistem industri digital untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional, diperlukan
perhatian pada sektor-sektor yang diproyeksikan memiliki potensi
besar untuk memberikan kontribusi signifikan, salah satunya
adalah pengembangan industri gim. Oleh karena itu, diperlukan
kerangka pengaturan yang mendukung inovasi sekaligus
memberikan kepastian hukum bagi para pelaku di dalamnya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, akan dilakukan Rancangan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penerbit Gim
disusun untuk menjadi landasan regulasi yang mampu
mengakomodasi perkembangan industri gim Indonesia secara
berkelanjutan.

Selanjutnya dalam bidang pos, salah satu isu yang dihadapi adalah
penyelenggaraan layanan pos universal (LPU) saat ini dirasa belum
optimal, beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini:

1. Sebaran Kantor LPU yang belum merata, dimana masih
terpusat di Kawasan Indonesia Barat;

2. Kurangnya pemanfaatan layanan pos bagi Masyarakat dan
UMKM;

3. Mekanisme Pendanaan Subsidi Operasional LPU belum optimal
bagi Penyelenggara LPU untuk meningkatkan
produktivitasnya;

4. Masih adanya Catatan dari Pemeriksa terkait Pelaksanaan
Subsidi Operasional LPU.

Terkait dengan bidang penyiaran yaitu dengan sudah selesainya
proses Analog Switch Off (ASO) menandai transisi penuh dari siaran
TV analog ke siaran TV digital. Maka, diperlukan penyesuaian
terkait perkembangan penyiaran ke depan.

Beberapa regulasi yang diperlukan untuk Ekosistem Digital antara

lain:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan
Ekosistem Digital Indonesia
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2. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
tentang Penerbit Gim

3. Rancangan Peraturan Menteri terkait Roadmap Emerging
Technologies

4. Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan
Kewajiban Pelayanan Umum Layanan Pos Universal

5. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang
Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
40 Tahun 2009 tentang Rencana Dasar Teknis Penyiaran.

6. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang
Integrated Broadcast Broadband (IBB)

7. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Free-To-Air (FTA) satelit

Pemerintah Digital

Upaya mewujudkan pemerintahan berbasis digital sudah dilakukan
sejak ditetapkannya Perpres Nomor 95 Tahun 2018. Dalam
pelaksanaannya, digitalisasi pemerintah terus diperkuat melalui
payung hukum berupa Perpres Nomor 132 Tahun 2022 dan Perpres
Nomor 82 Tahun 2023. Walaupun begitu, pengembangan SPBE
nasional masih menemui berbagai isu dan permasalah diantaranya
yaitu duplikasi aplikasi pemerintah pusat dan daerah, rendahnya
interoperabilitas data dan aplikasi pemerintah pusat dan daerah,
pelaksanaan clearance yang belum optimal hingga tata kelola
ekosistem PDN yang belum terbentuk.

Berdasarkan hal tersebut dan sebagai Chief Technology Officer pada
tim koordinasi SPBE nasional, Kemenkomdigi yang berperan dalam
pembinaan domain arsitektur aplikasi dan infrastruktur SPBE
nasional perlu menyusun kerangka regulasi untuk memperkuat
peran Kemenkomdigi dalam mendukung perwujudan pemerintah
digital yang berbasis masyarakat. Adapun kerangka regulasi yang
dimaksud diantaranya dapat mencakup peraturan terkait hal-hal
sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang
Standar Teknis dan  Prosedur Pembangunan dan
Pengembangan  Aplikasi Sistem  Pemerintah  Berbasis
Elektronik;

2. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang
Manajemen Aset TIK dan Manajemen Layanan Sistem
Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);

3. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang
Penyelenggaraan Situs Web Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah;

4. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang
Penyelenggaraan Pusat Data Nasional;

5. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan
Informatika;

6. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang
Rekomendasi Kebijakan Pendekatan Kota Cerdas.



-113 -

Pengawasan Ruang Digital

Ruang digital telah berkembang menjadi elemen penting seiring
meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek
kehidupan masyarakat. Namun demikian, aktivitas di ruang digital
memiliki dinamika dan tantangan tersendiri, seperti ancaman
terhadap keamanan siber, penyalahgunaan data pribadi,
penyebaran informasi yang tidak akurat, penyebaran konten ilegal
hingga kejahatan dan tindak pidana ITE. Oleh karena itu, kehadiran
kerangka regulasi yang komprehensif, adaptif, dan progresif menjadi
kebutuhan strategis dalam mewujudkan ruang digital yang aman,
kondusif, dan berdaulat.

Adapun kerangka regulasi yang diperlukan dalam agenda
perencanaan lima tahun ke depan (2025-2029) diantaranya sebagai
berikut:

1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan
Pelindungan Data Pribadi, saat ini fungsi pelindungan data
pribadi masih melekat pada Kemenkomdigi. Akan tetapi, ke
depan perlu disusun kerangka regulasi untuk membentuk
lembaga yang bertanggung jawab dalam penerapan UU PDP
secara menyeluruh;

2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan Data
Pribadi, Peraturan ini menjadi penting dalam mendukung
penyelenggaraan PDP selama masa transisi;

3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Revisi pada
peraturan ini perlu dilakukan karena merupakan amanat atas
perubahan substansial dalam UU ITE;

4. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama
Domain, peraturan ini akan mengatur tata kelola Forum Nama
Domain yang merupakan forum dalam mewadahi beragam
pemangku kepentingan nama domain di Indonesia;

5. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara
Sistem Elektronik Lingkup Privat, Beberapa Pasal dalam
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun
2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
(Pasal 36, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (3) dan
ayat (4)) perlu direvisi agar pengaturannya lebih jelas dan
tidak multitafsir;

6. Rancangan Peraturan Menteri terkait Tata Kelola Identitas
Digital yang mencakup tata kelola, standardisasi, teknologi,
prosedur, dan keamanan bagi PSrE yang menerbitkan identitas
digital, termasuk pengembangan use case/ perluasan layanan
identitas digital yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan
Menteri;

7. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola
Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, regulasi ini diperlukan
untuk menjawab permasalahan di lapangan terkait autentikasi
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situs web (SSL/TLS) untuk mendapat pengakuan dari The
Certification Authority Browser Forum (CA/Browser Forum),
pengaturan mengenai Lembaga Sertifikasi Penyelenggara
Sertifikasi Elektronik (PsrE) yang perlu ditinjau ulang
mengingat ekosistem PSrE yang masih baru dan jumlah PSrE
yang sedikit, serta pengaturan yang lebih tegas mengenai
pemanfaatan layanan-layanan PSrE seperti tanda tangan
elektronik, segel elektronik, identitas digital, dan sebagainya.

Selain itu, pelindungan anak di ruang digital menjadi salah satu
prioritas penting dalam pengelolaan ekosistem digital. Anak-anak
adalah kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif dari
aktivitas di internet, termasuk perundungan siber, eksploitasi, dan
paparan konten tidak pantas. Laporan Child Online Safety Index
menunjukkan bahwa keamanan anak di ruang digital Indonesia
masih sangat rendah, dengan peringkat 26 dari 30 negara. Situasi
ini mencerminkan urgensi untuk mengampbil langkah konkret dalam
melindungi anak-anak dari berbagai ancaman di ruang digital yang
terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan regulasi
yang secara khusus mengatur pelindungan anak di ruang digital.
Kemenkomdigi sedang menyiapkan regulasi Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Tata Kelola Pelindungan Anak dalam
Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Kebijakan ini mencakup
beberapa hal, antara lain:

1. Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik  dalam
menyediakan Produk, Layanan, dan Fitur Online bagi
kepentingan pribadi anak

2. Pengawasan atas kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik
dalam menyediakan Produk, Layanan, dan Fitur Online bagi
kepentingan pribadi anak;

3. Pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban-
kewajiban  Penyelenggara  Sistem = Elektronik  dalam
menyediakan Produk, Layanan, dan Fitur Online bagi
kepentingan pribadi anak;

4. Peran serta Masyarakat dalam pelindungan anak di ruang
digital.

Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Digital

Sebagai upaya menciptakan kualitas SDM digital yang sesuai
dengan standar kebutuhan industri dan mengikuti perkembangan
teknologi yang cepat, diperlukan adanya kerangka regulasi yang
adaptif untuk mengatur penentuan kriteria standar kompetensi
yang perlu dipenuhi oleh tenaga kerja di bidang digital. Langkah
strategis yang dapat dilakukan adalah melalui Penyusunan
Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang
Rencana Induk Pengembangan SKKNI bidang Komdigi. Regulasi ini
disusun setiap tahun untuk memastikan pembaruan standar
kompetensi yang terus relevan dengan dinamika industri. Regulasi
ini tidak hanya akan menjadi acuan dalam mengidentifikasi,
menetapkan, dan mengembangkan standar kompetensi yang
relevan dengan kebutuhan industri tetapi juga bertujuan untuk
memastikan kesesuaian antara keterampilan SDM digital dengan
tren teknologi terkini. Sehingga, akan bermanfaat bagi lembaga
pelatihan dan sertifikasi profesi dalam merancang program-program
yang relevan dan berkualitas. Dengan demikian, SDM digital yang
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dihasilkan dapat siap menghadapi tantangan di masa depan
sekaligus mendukung pelaksanaan transformasi digital nasional.

Komunikasi Publik dan Media

Kerangka regulasi diperlukan untuk mendukung peningkatan

kualitas tata kelola dalam penyelenggaraan komunikasi publik

sebagai landasan hukum dan pedoman strategis untuk
menjalankan peran dan fungsi secara terkoordinasi dan transparan.

Selain memastikan standar operasional yang seragam, kerangka

regulasi juga memungkinkan integrasi teknologi, pengawasan, serta

evaluasi yang efektif dalam pengelolaan komunikasi publik. Dengan
demikian, regulasi yang komprehensif tidak hanya memperkuat tata
kelola informasi, tetapi juga mendorong sinergi antar pihak dan
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Adapun kerangka regulasi untuk mendukung agenda perencanaan

2025-2029 pada bidang komunikasi publik dan media antara lain

sebagai berikut:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik
Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) pada tahun 2023,
teridentifikasi kendala pada implementasi UU Nomor 14 Tahun
2008. Beberapa permasalahan yang ditemukan mengarah pada
tatanan norma yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008,
yakni terkait ambiguitas fungsi Komisi Informasi Pusat antara
kuasi yudikatif (penyelesaian sengketa informasi publik) atau
kuasi eksekutif, sehingga hal ini berdampak pada penyelesaian
sengketa informasi publik yang seringkali terhambat. Selain
itu, adanya perkembangan lanskap informasi publik dan badan
publik menyebabkan definisi serta ruang lingkup keduanya
perlu dilakukan peninjauan. Melalui pertimbangan tersebut,
menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan revisi
terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 yang diserahkan kepada
Kemenkomdigi.

2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi

Publik Nasional (SKPN)
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Instruksi
Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi
Publik, menunjukkan bahwa komunikasi publik masih
memposisikan masyarakat sebagai entitas pasif, dengan
pendekatan top-down yang belum mengarah pada kebutuhan
layanan komunikasi dan masyarakat. Fokus utama yang hanya
pada diseminasi informasi serta citra dan reputasi pemerintah
telah mengesampingkan upaya membangun kepercayaan dan
dukungan publik. Untuk mengatasi hal ini, Rancangan
Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional
(RPerpres SKPN) disusun guna memperkuat komunikasi publik
dengan  meningkatkan  partisipasi dan = kepercayaan
masyarakat, sejalan dengan arah kebijakan RPJPN 2025-2045,
untuk mengatur aspek-aspek strategis seperti komunikasi
krisis, layanan komunikasi publik, komunikasi strategis, serta
akuntabilitas komunikasi publik di tingkat nasional.
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3. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat
Laporan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
(Bakohumas) tahun 2023 menekankan perlunya optimalisasi
peran Bakohumas dalam mendukung kehumasan pemerintah,
meliputi perancangan program kehumasan nasional,
menetapkan isu strategis, penyusunan best practices
kehumasan, pembinaan Kementerian/Lembaga  dalam
pelaksanaan tugas kehumasan, serta meningkatkan kapasitas
anggota humas untuk menghadapi tantangan transformasi
digital. Selain itu, Bakohumas juga perlu memperkuat
kerjasama antar humas pemerintah untuk mendukung
penyebaran informasi terkait narasi tunggal dan kebijakan
pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan yang
mencakup langkah-langkah strategis untuk menjawab
kebutuhan tersebut.

4. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
tentang Pengelolaan Isu, Aspirasi, dan Aduan Publik
Evaluasi terhadap Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015
menunjukkan bahwa komunikasi publik masih bersifat top-
down dan memposisikan masyarakat sebagai entitas pasif,
sehingga layanan komunikasi dan kebutuhan masyarakat
terabaikan. Pada praktiknya, tata kelola komunikasi publik
yang modern memerlukan pendekatan partisipatif dan
integratif. Untuk itu, diperlukan regulasi yang mendorong
perubahan  paradigma komunikasi publik, termasuk
pengelolaan isu, aspirasi, dan aduan publik secara terintegrasi,
sehingga mampu memperkuat respons pemerintah terhadap
partisipasi masyarakat serta meningkatkan kualitas
keterlibatan publik.

Dukungan Manajemen

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan

birokrasi di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi),

serta memperkuat pengawasan internal yang akuntabel, diperlukan
kerangka regulasi yang komprehensif dan adaptif. Regulasi ini
bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program manajemen
yang berorientasi pada peningkatan tata kelola, pengelolaan sumber
daya, dan pengambilan keputusan berbasis data, sehingga mampu
mewujudkan birokrasi yang transparan, responsif, dan berdaya
saing tinggi dalam mendukung transformasi digital nasional.

Berikut regulasi yang diperlukan antara lain:

1. Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika
tentang Perubahan atas Pedoman Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

2. Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian
Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Komunikasi
dan Informatika;

3. Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika
tentang Pedoman Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
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Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mempercepat transformasi digital, Kementerian
Komunikasi dan Informatika telah resmi berganti nama menjadi
Kementerian Komunikasi dan Digital. Perubahan ini menegaskan
prioritas pemerintah untuk mewujudkan Transformasi Digital bermakna
menuju kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia. Penetapan
perubahan ini telah diatur melalui Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan
Digital. Tugas utama dari Kemenkomdigi adalah menyelenggarakan
urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informasi untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Selanjutnya, secara lengkap tugas fungsi Kementerian juga telah diatur
dalam Peraturan Menteri Komdigi RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital. Untuk
menjalankan organisasi tersebut Menteri Kemenkomdigi dibantu oleh
Wakil Menteri Kemenkomdigi serta didukung oleh fungsi-fungsi sebagai
berikut:

Sekretariat Jenderal,

Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital,

Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital;

Direktorat Jenderal Ekosistem Digital;

Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital;

Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media;

Inspektorat Jenderal;

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan
Digital;

Staf Ahli Bidang Hukum;

Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya;

Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa; dan

1. Staf Ahli Bidang Teknologi.

Sebagai tambahan, dalam mendukung penyediaan infrastruktur,
terdapat Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI),
yang berperan sebagai unit organisasi non-eselon di lingkungan
Kemenkomdigi dan berada di bawah naungan Menteri Komunikasi dan
Digital serta bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Infrastruktur
Digital. Hingga saat ini, organisasi dan tata kerja BAKTI masih mengacu
pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun
2023. Namun demikian, saat ini tengah dilakukan proses penyesuaian
kelembagaan penyusunan struktur organisasi yang baru.

B 00 o
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Sementara itu, dalam mendukung penyediaan infrastruktur digital
pemerintah seperti ekosistem PDN dan jaringan intra pemerintah, perlu
dibentuk unit organisasi non-eselon yang berperan dalam mengatur dan
mengelola penyelenggaraan ekosistem PDN. Unit organisasi ini akan
berada di lingkungan Kemenkomdigi dan berada di bawah naungan
Menteri Komunikasi dan Digital serta bertanggung jawab kepada
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital.

Kemudian, dalam mendukung pelindungan data pribadi masyarakat,
perlu dibentuk Lembaga Pelindungan Data Pribadi, yang berperan
sebagai unit organisasi non-eselon di lingkungan Kemenkomdigi dan
berada di bawah naungan Menteri Komunikasi dan Digital serta
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital.
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Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian
sasaran strategis yang diamanatkan. Kemenkomdigi akan melakukan
penguatan terhadap struktur organisasi yang ada. Penguatan ini juga
dilakukan untuk memperjelas peran dan tanggung jawab atas fungsi
yang dijalankan untuk mendukung visi misi kementerian, sehingga dapat
mewujudkan pembangunan nasional secara optimal.
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target Kinerja

Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, serta Indikator
Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital dalam
rangka pelaksanaan Rencana Strategis 2025 — 2029 adalah sebagai
berikut:

Tabel 5 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra Kemenkomdigi
2025-2029

Tujuan / Indikator Tujuan /

Sasaran Strategis (SS) /
Indikator Kinerja Sasaran

2025 2026 2027 2028 2029
Strategi (IKSS)

Menciptakan konektivitas digital bermakna yang inklusif, ekosistem

Tujuan digital yang memberdayakan, dan ruang digital yang aman dan

berdaulat

Indeks Transformasi

IKT.1.1 50,80 51,23 51,66 52,09 52,53

Digital Nasional

Nilai ekspor jasa

telekomunikasi 2,82 3,12 3,41 3,71 4,01

IKT.1.2 I ¢ d ’ Miliar Miliar Miliar Miliar Miliar
computer, dan USD USD USD USD USD
informasi

SS.01

IKSS.1. Digital Nasional Pilar

Mempercepat Penyediaan Konektivitas Broadband Inklusif,
Berkualitas, dan Terjangkau

Indeks Transformasi

. 56,08 56,41 56,74 57,07 57,41
Jaringan dan

Infrastruktur
Indeks

IKSS.1.

IKSS.1.

SS.02

IKSS.2. sistem penyampaian

SS.03

Pembangunan TIK 6,10 6,15 6,20 6,25 6,30
(IPTIK) Nasional

Peningkatan

kota/kabupaten 1 29 30
yang memiliki - Kab/Kot Kab/Kot Kab/Kot
konektivitas min. 1 a a a
Gbps

Mempercepat Penyediaan Sistem dan Jaringan Komunikasi untuk
Layanan Khusus Secara Nasional

38
Kab/Kota

Persentase Kab/Kota

yang memanfaatkan

. . 33% 38% 43% 48% 53%
informasi
kebencanaan dan
kegawatdaruratan

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Pengembangan Ekosistem
Digital Nasional

IKSS.3. Skor Indeks TDN

) .. 40,38 40,70 41,03 41,37 41,70
Pilar Bisnis
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Tujuan / Indikator Tujuan /
Sasaran Strategis (SS) /
Indikator Kinerja Sasaran
Strategi (IKSS)

Kontribusi Komdigi
IKSS.3. pada Nilai Ekonomi 137.888, 155.565, 172.431, 189.298, 206.164,
2 Digital (dalam miliar 51 38 87 17 59
rupiah)

2025 2026 2027 2028 2029

Kontribusi sektor
IKSS.3. informasi dan
3 komunikasi
terhadap PDB

4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,4%

SS.04 Mengakselerasi Kualitas dan Produktivitas Masyarakat Digital

Indeks Masyarakat

IIKSS'4' Digital Indonesia 44,34 45,34 46,34 47,34 53,23
(IMDI)

IKSS.4. Indeks TDN pilar 52,08 52,12 52.16 52.20 52.24

2 Masyarakat

IKSS.4 Peningkatan Tenaga

3 " " Kerja Sektor TIK 3,21% 3,71%  4,21% 4,71% 5,21%
(kumulatif) (%)
Tingkat ASN yang

LKSSA' memiliki kompetensi - 1,8 2,1 2,4 2,7
digital

SS.05 Mempercepat pemanfaatan teknologi untuk pemerintahan digital yang

' terpadu dan citizen centric
IKSS 5 Indeks Transformasi
1 "7" Digital Nasional Pilar 54,05 54,85 55,75 56,65 57,65

Pemerintah
SS.06 Menciptakan ruang digital yang aman dan kondusif

IKSS.6. Indeks Ruang Digital

1 Kondusif 3 3,2 3,4 3,6 3,8

SS.07 Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi

Indeks Kepuasan

masyarakat

IlKSS.7. terhadap layanan >3,5 >3,5 >3,5 >3,5 >3,5
publik
Kemenkomdigi

Persentase Capaian

IKSS.7. Realisasi 100% 100% 100% 100% 100%

2 Penerimaan PNBP

Kemenkomdigi

Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi
SS.08 .

publik

Indeks Komunikasi
IlKSS'S’ Pembangunan dan 71 72 73 74 75

Informasi Publik



Tujuan / Indikator Tujuan /
Sasaran Strategis (SS) /
Indikator Kinerja Sasaran

SS.09
IKSS.9.

IKSS.9.

IKSS.9.

Strategi (IKSS)
(KPIP)
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2025 2026 2027 2028 2029

Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resilien

Indeks RB
Kemenkomdigi

Indeks Opini Badan
Pemeriksaan
Keuangan (BPK) atas
Laporan Keuangan

Tingkat Dampak
Kerja Sama
Internasional
terhadap Kolaborasi
pemangku Kebijakan
Digital

87 88 89 90 91
WTP WTP WTP WTP WTP
3 3,2 3,4 3,6 3,7
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4.2 Kerangka Pendanaan
Dalam rangka memenuhi target Dalam rangka memenuhi target kinerja
dan memberikan kontribusi dalam pembangunan jangka menengah
periode Tahun 2025 - 2029 dibutuhkan kerangka pendanaan yang
memadai. Pendanaan pembangunan pada Kemenkomdigi akan
bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
di luar Badan Layanan Umum (Non-BLU), PNBP BLU, serta juga
Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Kemenkomdigi berkomitmen
untuk mengelola keuangan negara yang bersumber dari APBN secara
akuntabel, optimal dan transparan serta tetap fokus pada pencapaian
sasaran program dan kegiatan untuk mendukung terwujudnya agenda
pembangunan nasional.
Tabel 6 Tabel Indikasi Kebutuhan Pendanaan Masing-masing Program
Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 (dalam Ribuan Rupiah)
Program 2025 2026 2027 2028 2029

Program

EZEggglbaI;%ZE 7.989.218.62 10.797.988.8 10.404.082 11.498.474. 11.340.601.4
gv 1 46 924 032 05

Infrastruktur

Digital

Program

Pengembangan

dan Penguatan

Ekosistem dan 0 9 006 89 20
Ruang Digital
Program
Komunikasi 240.849.683 287.750.990 228.0624.88 314.624.61 44, ;4g g5g
Publik dan 3 3
Media
Program 2.219.464.65 2.857.516.54 2.864.127. 2.885.787.0 2.992.891.25
Dukungan

! 1 6 204 97 5
Manajemen
Total 11.652.696.1 16.455.139.4 15.550.626 17.118.855. 32.711.867.9

65 21 .037 830 36

1.203.163.21 2.511.883.03 1.983.791. 2.419.970.0 18.047.666.4
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 merupakan
dokumen yang dirancang untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan
peluang di tengah dinamika transformasi digital yang semakin berkembang.
Searah dengan visi pembangunan nasional kedepan menuju Indonesia Emas
2045, dokumen ini mengintegrasikan visi dan misi pembangunan nasional
sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025-2045 fase pertama dan RPJMN 2025-
2029, dengan kebutuhan dan tantangan di bidang komunikasi dan digital guna
Mewujudkan Transformasi Digital Bermakna Menuju Kedaulatan dan
Kemandirian Digital Indonesia.

Renstra ini dirancang sebagai panduan bagi Kemenkomdigi dalam mendorong
dan mengimplementasikan berbagai kebijakan, program, serta inovasi yang
bertujuan untuk penguatan infrastruktur digital nasional, pengembangan
ekosistem digital, dan penguatan komunikasi publik dan media. Penguatan
infrastruktur digital bertujuan untuk memastikan akses teknologi yang merata,
andal, dan aman, di sisi pengembangan ekosistem digital dilakukan untuk
mendorong pertumbuhan sektor ekonomi berbasis teknologi, menciptakan
inovasi, dan memperkuat kolaborasi. Sementara itu, penguatan komunikasi
publik dilakukan dengan memastikan penyebaran informasi yang transparan
dan akurat.

Arah pembangunan tersebut kemudian dijabarkan melalui berbagai program
strategis yang mencakup penguatan tata kelola, peningkatan daya saing dan
inovasi digital, percepatan digitalisasi di berbagai sektor, pengembangan
masyarakat yang cakap digital, penciptaan ruang digital yang aman dan
kondusif, serta penguatan komunikasi publik melalui diseminasi informasi yang
efektif. Berbagai target ambisius ditetapkan untuk mencapai kepentingan
nasional, yang dalam pelaksanaannya memerlukan langkah-langkah strategis
dan indikator keberhasilan yang terukur bagi pembangunan nasional, terutama
dalam mendorong transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Renstra ini diharapkan tidak hanya menjadi pedoman kerja, tetapi juga sebagai
wujud komitmen Kementerian Komunikasi dan Digital dalam memanfaatkan
teknologi untuk mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.
Dengan semangat gotong royong, Indonesia memiliki peluang besar untuk
menjadikan transformasi digital sebagai kekuatan utama dalam menciptakan
masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing bagi seluruh
masyarakat.

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

MEUTYA VIADA HAFID
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Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / PN (RPJMN)/ ALOKASI (dalam ribu rupiah)
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / Definisi PN (Non RPJMN)/  Baseline
INDIKATOR Non PN 2026 2027 2028

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

PROGRAM /
KEGIATAN

an Kementerian Komunikasi dan Digital

Menciptakan Konektivitas digital
bermakna yang inklusif, ekosistem
digital yang memberdayakan, dan
ruang digital yang aman dan
berdaulat

Indeks TDN merupakan indeks yang
mengukur kemajuan transformasi
digital nasional, yang diukur
berdasarkan 3 tahapan yaitu fondasi,
adopsi, dan akselerasi. Terdapat pilar 49,20
01 - Indeks Transformasi Digital pembangunnya yaitu infrastruktur, PN (RPIMN)
Nasional pemerintah, bisnis, masyarakat. (Kominfo,
Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh 2022)
Biro Perencanaan. Pengukuran
dilakukan tiap tahun oleh Biro
Perencanaan dengan lagging 1 tahun
program.
Jasa Telekomunikasi, Komputer dan
Informasi dapat didefinisikan sebagai
jasa yang meliputi jasa penyiaran atau
transmisi informasi (dalam bentuk
suara, gambar, data, atau informasi
lainnya) melalui media komunikasi,
layanan perangkat keras & lunak,
02 - Nilai ekspor jasa telekomunikasi, ~|pemrosesan data, serta layanan berita PN (RPIMN)
komputer, dan informasi dan jasa informasi lainnya yang
penggunanya ialah masyarakat luar
negeri. Diukur berdasarkan data pada
Tabel Neraca Pembayaran (BoP) dalam
Statistik Ekonomi dan Keuangan (SEKI)
yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
Statistik Ekonomi dan Keuangan
Indonesia (bi.go.id)

IKT.1.1 50,80 51,23 51,66 52,09 52,53 - - - - - Kemenkomdigi

2,37 Miliar
USD (RPJMN,
2022)

2,82 Miliar 3,12 Miliar 3,41 Miliar 3,71 Miliar 4,01 Miliar

IKT.1.2 UsD UsD UsD uUsD UsD

Kemenkomdigi

Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital
01 - Mempercepat Penyediaan
Konektivitas Broadband Inklusif,
Berkualitas, dan Terjangkau

Ss.1

Diukur berdasarkan Indeks TDN pilar
Jaringan dan Infrastruktur. Pilar ini
mengukur sejauh mana tingkat

01 - Indeks Transformasi Digital ketersediaan akses, jangkauan, 54,63
IKT.1.1 |IKSS.1.1 |Nasional Pilar Jaringan dan kualitas, serta pengembangan Non PN (Komdigi, 56,08 56,41 56,74 57,07 57,41 Kemenkomdigi
Infrastruktur infrastruktur digital di tingkat nasional. 2022)

Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh
Biro Perencanaan Komdigi dengan
lagging 1 tahun program.
Ukuran standar tingkat pembangunan
TIK di suatu wilayah yang dapat

IKT.1.2 | IKss.1.2 |02 - Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) | 4; 0 o dinotcan antarwaktu dan PN (RPJMN) 590 6,10 6,15 6,20 6,25 6,30 Kemenkomdigi
Nasional ! " (BPS, 2023)
antarwilayah. Diukur per tahun oleh
BPS.
Penambahan jumlah Kota/Kabupaten
yang tersedia layanan akses min. 1
Gbps (diukur dari jumlah pelanggan di
03 - Peningkatan kota/kab yang suatu kota/kabupaten, dimana terdapat o
IKT.1.1 | IKSS.1.3 |memiliki internet broadband minimal 1 pelanggan yang berlangganan Non PN (Komdig) - 1Kab/Kota | 29 Kab/Kota | 30 Kab/Kota | 38 Kab/Kota Kemenkomdigi
berkecepatan giga (min. 1 Gbps) internet minimal 1 Gbps). Target per 8

tahun bukan kumulatif, dihitung
incremental. Diukur per tahun oleh Dit.
Pengendalian Infrastruktur Digital

02 - Mempercepat Penyediaan Sistem
RSP A dan Jaringan Komunikasi untuk
Layanan Khusus Secara Nasional

Indikator yang mengukur terpenuhinya
layanan, sistem, infrastruktur,

01 - Persentase Kab/Kota yang telekomunikasi untuk kegunaan 1%
IKT.1.1 | 1KSS.2.1 | atkan sistem peny: 1 |khusus, misalnya kebencanaan, | Non PN (Komdigi, 33% 38% 43% 48% 53% Kemenkomdigi
informasi kebencanaan dan pertahanan dan keamanan, penyiaran, prty
kegawatdaruratan dan sebagainya. Pengukuran dilakukan

tiap tahun oleh Dit. Pengendalian
Infrastruktur Digital

03 - Meningkatnya Pertumbuhan
Ekonomi dari Pengembangan
Ekosistem Digital Nasional

S$8.3

Diukur berdasarkan Indeks TDN pilar
Bisnis. Pilar ini mengukur sejauh mana
sektor bisnis dan ekonomi suatu negara

mendukung dan memanfaatkan 39,12
IKT.1.1 | IKSS.3.1 |01 - Indeks TDN Pilar Bisnis teknologi digital dan inovasi untuk PN (RPJMN) (Komdigi, 40,38 40,70 41,03 41,37 41,70 Kemenkomdigi
pertumbuhan dan daya saing. 2022)

Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh
Biro Perencanaan dengan lagging 1
tahun program.




PROGRAM /
KEGIATAN

IKT.1.2

1KSS.3.2

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /
INDIKATOR

02 - Kontribusi Komdigi pada Nilai
Ekonomi Digital

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

Definisi

Nilai kontribusi Komdigi pada nilai
ekonomi digital merupakan nilai
kontribusi Komdigi pada nilai ekonomi
digital (dalam miliar rupiah) dalam
periode tahun tertentu yang dihasilkan
melalui intervensi program Kemkomdigi.
Intervensi tersebut dilakukan untuk
meningkatkan nilai investasi atau
pendapatan pada beberapa sektor
kegiatan ekonomi digital yang meliputi
Industri startup digital, Industri Gim,
dan Sektor pos logistik. IKSS ini akan
dihitung dengan rumus sebagai berikut:

C= A+B+C

C = Nilai Kontribusi Komdigi pada
ekonomi digital

A = Nilai Investasi industri startup

B = Total Gross Revenue industri gim
C = Total Revenue sektor pos logistik

PN (RPJMN)/
PN (Non RPJMN)/
Non PN

Non PN

Baseline

N/A

Rp137.888,51
Miliar
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Rp155.565,38
Miliar

Rp172.431,87
Miliar

Rp189.298,17
Miliar

Rp206.164,59
Miliar

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

2026

2027

2028

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

Kemenkomdigi

IKT.1.1

1KSS.3.3

03 - Kontribusi sektor informasi dan
komunikasi terhadap PDB

Kontribusi nilai produk atau barang dan
jasa (output) sektor informasi dan
komunikasi terhadap PDB nasional
yang dihasilkan di dalam wilayah
domestik untuk digunakan sebagai
konsumsi "akhir” masyarakat. DJED
berkontribusi pada sektor infokom dari
sisi industri penyiaran

PN (RPJMN)

4,3%
(BPS, 2024)

4,3%

4,3%

4,3%

4,3%

4,4%

Kemenkomdigi

ss. 4 04 - Mengakselerasi Kualitas dan
3 Produktivitas Masyarakat Digital

IKT.1.1

1KSS.4.1

01 - Indeks Masyarakat Digital
Indonesia (IMDI)

IMDI merupakan instrumen strategis
untuk memahami kondisi masyarakat
digital di Indonesia secara menyeluruh,
mulai dari skala nasional hingga tingkat
kabupaten/kota, mencakup berbagai
aspek, termasuk literasi digital, akses
infrastruktur, pemberdayaan
masyarakat, serta pemanfaatan
teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

Non PN

43,34
(Komdigi,
2024)

44,34

45,34

46,34

47,34

53,23

Kemenkomdigi

IKT.1.1

1KSS.4.2

02 - Indeks TDN pilar Masyarakat

Indeks TDN Pilar Masyarakat mengukur
kesiapan dan daya saing masyarakat
dalam ekosistem digital mencakup
kemampuan masyarakat untuk
beradaptasi dengan tuntutan teknologi
dan berinovasi dalam menghadapi
perubahan digital.

Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh
Biro Perencanaan, dengan lagging 1
tahun pelaksanaan program

PN (RPIMN)

51,75
(Komdigi,
2022)

52,08

52,12

52,16

52,20

52,24

Kemenkomdigi

IKT.1.1

1KSS.4.3

03 - Peningkatan Tenaga Kerja Sektor
TIK (kumulatif) (%)

Persentase peningkatan jumlah tenaga
kerja yang bekerja di sektor TIK yang
bertambah selama periode waktu
tertentu (kumulatif dari tahun 2025).
Data diperoleh dari BPS. Pengukuran
akan dilakukan tiap tahun oleh BPSDM.

PN (RPIMN)

3%
(BPS 2024)

3,21%

3,71%

4,21%

4,71%

5,21%

Kemenkomdigi

IKT.1.1

1IKSS.4.4

SS.5

IKT.1.1

1KSS.5.1

04 - Tingkat ASN yang memiliki
kompetensi digital

05 - Mempercepat pemanfaatan

teknologi untuk pemerintahan digital
yang terpadu dan citizen centric

01 - Indeks Transformasi Digital
Nasional Pilar Pemerintah

Survey kompetensi ASN digital Nasional
berupa pengetahuan, keterampilan, dan
sikap ASN yang dapat diukur dan
diamati

untuk memimpin dan mengelola
transformasi digital serta berkontribusi
pada keberhasilan dalam suatu
pekerjaan atau jabatan.

Indeks ini mengukur tingkat digitalisasi
pemerintah, pemanfaatan teknologi
digital untuk meningkatkan efektivitas
pelayanan publik, tata kelola
pemerintahan, dan kepercayaan
masyarakat. Pengukuran ini dilakukan
tiap tahun oleh Biro Perencanaan

dengan lagging 1 tahun pengukuran

Non PN

PN (RPJMN)

1,86
(Komdigi,
2025)

51,13
(Komdigi,
2022)

54,05

54,85

55,75

56,65

57,65

Kemenkomdigi

Kemenkomdigi




PROGRAM /
KEGIATAN

IKT.1.1

1KSS.6.1

IKT.1.1

1KSS.7.1

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /
INDIKATOR

06 - Menciptakan ruang digital yang
aman dan berdaulat

01 - Indeks Ruang Digital Kondusif

07 - Meningkatnya kualitas
pengelolaan layanan publik
Kemenkomdigi

Indeks Kepuasan masyarakat terhadap
layanan publik Kemenkomdigi

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

Definisi

Indeks ini akan mengukur tingkat
kondusivitas ruang digital yang
mencakup 5 pilar diantaranya
terpercaya, adaptif, efisien, inklusif, dan
literasi pengguna yang baik. Indikator
ini mencakup aspek pengendalian
konten ilegal, penanggulangan konten
ilegal, penurunan transaksi ilegal, serta
aspek layanan penyidikan. Pengukuran
akan dilakukan oleh Ditjen Pengawasan
Ruang Digital.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap
layanan publik yang disediakan oleh
Kemenkomdigi. Pengukuran dilakukan
oleh masing-masing satuan kerja yang
menyediakan pelayanan publik.
Pengukuran pertahun dilakukan oleh
ongucuran pe

PN (RPJMN)/
PN (Non RPJMN)/
Non PN

PN (RPIMN)

Non PN

Baseline

>3.5
(Komdigi,
2024)
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ALOKASI (dalam ribu rupiah)

2026

2027

2028

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

Kemenkomdigi

Kemenkomdigi

IKT.1.1

1KSS.7.2

IKT.1.1

1KSS.8.1

IKT.1.1

1KSS.9.1

Persentase Capaian Realisasi
Penerimaan PNBP Kemenkomdigi

08 - Meningkatnya efektivitas

penyelenggaraan informasi dan
komunikasi publik

01 - Indeks Komunikasi Pembangunan
dan Informasi Publik (KPIP)

09 -Mewujudkan Transformasi
Internal Manajemen adaptif dan
resilien

01 - Indeks Reformasi Birokrasi
Kemenkomdigi

Jumlah penerimaan negara bukan pajak
(PNBP) yang ditargetkan dari layanan
dan izin yang terkait dengan bidang
Kemenkomdigi. Pengukuran tersebut
dilakukan setiap tahun oleh

i dan ketercapai
diliat berdasarkan target yang
ditetapkan oleh masing-masing
Direktorat Jenderal.

Pengukuran terhadap kinerja
pengelolaan informasi dan komunikasi
publik baik di tingkat nasional maupun
provinsi, mencakup efektivitas,
transparansi, dan aksesibilitas
informasi yang disampaikan oleh
pemerintah kepada masyarakat.
Pengukuran akan dilakukan tiap tahun
oleh Ditjen Komunikasi Publik dan
Media.

Penilaian oleh Kementerian PAN dan RB
dilakukan untuk mengevaluasi
kemajuan reformasi birokrasi di instansi
pemerintah. Evaluasi ini berfokus pada
aspek kelembagaan, tata kelola, dan
SDM aparatur dengan tujuan
mewujudkan pemerintahan yang efektif,
efisien, bersih, dan melayani. Penilaian
dilakukan melalui RB General dan RB
Tematik.

Non PN

PN (RPIMN)

Non PN

119,9%
(Komdigi,
2024)

69,80 (Indeks
PIKP, 2023)

87
(Kementerian
PAN&RB,
2024)

100%

100%

100%

100%

100%

Kemenkomdigi

Kemenkomdigi

Kemenkomdigi

IKT.1.1

1KSS.9.2

02 - Indeks Opini Badan Pemeriksaan
Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan

Ukuran atas penilaian opini yang
diberikan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) atas laporan keuangan
instansi pemerintah yang didasarkan
pada kriteria, yaitu: 1. Kesesuaian
dengan standar akuntansi
pemerintahan; 2. Kecukupan

pengungk (adequate di )

Non PN

WDP (Penilaian
atas Laporan
Keuangan
Tahun 2023,
BPK)

Kemenkomdigi

IKT.1.1

1KSS.9.3

03-Tingkat Dampak Kerja Sama
Internasional terhadap Kolaborasi
Pemangku Kebijakan Digital

Indikator ini mengukur sejauh mana
kerja sama internasional yang
dilakukan oleh Kemenkomdigi
memberikan dampak terhadap
peningkatan kolaborasi antara para
pemangku kebijakan digital nasional
maupun internasional. Dampak
kolaborasi mencakup peningkatan
koordinasi, pengembangan kebijakan
bersama, transfer pengetahuan, dan

tasi program-program
kolaboratif dengan menggunakan
metode pengukuran skoring composite
index dengan skala 1 -5

Non PN

N/A

Kemenkomdigi




SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /
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PN (RPJMN)/

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

el SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / Definisi PN (Non RPJMN)/ LOKASIRO  Baseline N ETAKSANA
INDIKATOR / OUTPUT Non PN 2026 2027 2028
Program dan Digital 7,989,218,621 | 10,797,988,846 | 10,404,082,924 | 11,498,474,032 | 11,340,601,405
01- Meningkatnya Coverage
ss.1 SP.1 |Broadband yang Menjangkau ke
Seluruh i
Rasio persentase antara cakupan sinyal
ljaringan mobile broadband (minimal 4G)
01 - Jangkauan jaringan pita lebar vang diterima oleh masyarakat , )
IKSS.1.2 | IKP.1.1 |bergerak (mobile broadband) per dibandingkan dengan wilayah Indonesia | PN (RPJMN) - (RP%{'&%@%' 97.30% 97.50% 97.75% 97.90% 98% - - B - - Ditjen };:i"t‘:;mk‘“'
populasi vang teridentifikasi ada populasi b
penduduknya. Diukur per tahun oleh
Dit. jian Infrastruktur Digital.
Persentase luas pemukiman yang 44
IKSS.1.1 | 1kp.1.2 |02 - Persentase luas pemukiman tercover sinyal 5G. Diukur per tahun Non BN . (Komeig, 44% 444% o o o0 . . . . . Ditjen Infrastruktur
tercover sinyal oleh Dit. Pengendalian Infrastruktur o) Digital
Digital
Perbandingan harga layanan jaringan
italebar tetap terhadap pendapatan per
03 - Rasio harga layanan jaringan i P P pendapatan p: N :
: pita pada kecepatan up to 30Mbps. 4,86% " , " , , Ditjen Infrastruktur
IKSS.1.2 | IKP.1.3 ﬁ::}f:ar tetap terhadap pendapatan per [2PI% PA0a Kerepaian P © SOVBES. | pN (RRIMN) - 110 004 4.50% 4% 3.50% 3% 2.50% - - - - - Dt
BPS dengan lagging 1 tahun
program.
02 - Meningkatnya Penetrasi dan
$S.1 | SP.2 |Utilisasi (Take-Up) Internet
Rasio persentase antara jumlah
rata-rata fasilitas publik (kantor Kantor
pemerintah (K/L/D), sekolah, fasilitas P e
keschatan, yang telah terhubung gt
01 - Persentase (%) Tersedianya dengan akses internet broadband o Ditjen Infrastrulstur
IKSS.1.1 | IKP.2.1 |Tersambung Akses Internet di Sektor  |dibandingkan dengan seluruh jumlah Non PN - Yo 42,5% 42,6% 42,7% 42,8% 42,9% - - - - - s
blik fasilitas publik yang teridentifikasi. Pushesmas: &
Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh oA
Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital (Kometet 2023)
dengan lagging 1 tahun pelaksanaan 8l
program.
Perbandingan antara orang yang
menggunakan internet dengan jumlah 79,5% , , , , , Ditjen Infrastruktur
IKSS.1.3 | IKP.2.2 |02 - Pengguna Internet massg‘akal Indonas. Fenguk‘imn PN (RPJMN) - (APIIL, 2024) 81.10% 82.70% 84.30% 85.90% 87.50% - - - - - U Digital
il tiap tahun oleh APJII
ss1 | spos |08 Meningkatnya Kualitas Internet
Nasional
Rata-rata waktu, latensi, dan throughput|
vang dibutuhkan untuk transfer data 47,02 Mbps
01 - Kecepatan Internet Jaringan Pita  |melalui jaringan mobile broadband di ,02 Mbj Ditjen Infrastruktur
IKSS.1.1 | IKP-3-1 |y 1ot Bergerak (Mobile Broadband) wilayah perkotaan (Ibu Kota Propinsi). PN (RPIMN) - ‘K;’(']“;}")g" 50 Mbps 60 Mbps 75 Mbps 90 Mbps 100 Mbps - - - N - Digital
Diukur per tahun oleh Dit. Pengendalian
Infrastruktur Digital
Rata-rata waktu, latensi, dan throughput
. ) ang dibutuhkan untuk transfer data 51,30 Mbps )
IKSS.1.3 | kP32 |02 Kecepatan Internet Jaringan Pita melatui fived broadband. Dt per PN (RPJMN) - (Komdigl 37 Mbps 45 Mbps 64 Mbps 83 Mbps 100 Mbps - - - - - Ditjen Infrastruktur
ebar Tetap (Fixed Broadband) D Digital
tahun oleh Dit. Pengendalian 2024)
Infrastruktur Digital
04 - Meningkatnya Pertumbuhan
SS.1 | SP4 |IndustriTelekomunikasi dan Data
Center yang
Pengukuran EBITDA Margin yang
diukur dari EBITDA terhadap
) Pendapatan Industri Telekomunikasi.
01 - Rasio EBITDA terhadap Pendapatan c )
IKSS.1.1 | IKP.4.1 |(EBITDA Margin) Industri i P4 lPengukuran dilakukan tiap tahun Non PN - N/A 40% 40% 40% 40% 40% - - - - - Ditjen Infrastruktur
(OITDA Margin dengan lagging 1 tahun pelaksanaan Digital
program. Industri Telekomunikasi:
Penyelenggara Jaringan Bergerak
Seluler
Total kapasitas pemrosesan dan
penyimpanan data melalui data center - )
IKSS.1.2 | IKP.4.2 |02 - Kapasitas Pusat Data Per kapita  |yang dapat diakses oleh individu PN (RPJMN) - &;‘3]\% K;‘ggj" 1,47 W/Kapita | 2,81 W/Kapita | 4,18 W/Kapita | 5,53 W/Kapita | 6,87 W/Kapita - - B - - Ditjen };;"t‘:;mk‘“'
terhadap jumlah populasi. Pengukuran b
i tiap tahun oleh Komdigi.
05 - Meningkatnya Pertumbuhan
$S.1 | SP.5 |IndustriPerangkat Digital dalam
Negeri
01 - Pertumbuhan nilai investasi yang _|Menial pertumbuhan nilai investasi Rp 3 Triliun ]
IKSS.1.1 | IKP.5.1 | mendulsung industr peranglat digital gﬁf‘f;é“p";’:‘;f:;f:fg“;gﬁa " Data Non PN - Kéﬁ]‘éf‘g&ﬁny Rp 3,5 Triliun | Rp 4 Triliun | Rp 4,5 Triliun | Rp 5 Triliun | Rp 5,5 Triliun - - - - - Ditjen };;:“‘k‘“r
alam negeri
rin 2024)
06 - Meningkatnya Akselerasi
ss2 | sp |Penyediaan Infrastruktur dan Sumber
Daya untuk Layanan Khusus Secara
Nasional
“514
Kab/Kota
terlayani
Sistem
Informasi
Tingkat Keterjangkauan Sistem Sencana lewat
Informasi dan Infrastruktur Jaringan psel dan
01 - Persentase kab/kota yang sudah 151 da ¢ TV Digital
terintegrasi Sistem Informasi dan Komunikasi Layanan Khusus Publik, - 150 33.2% Ditjen Infrastruktur
IKSS.2.1 | IKP.6.1 . |termasuk layanan panggilan darurat Non PN - 40% Kab/Kota | 45% Kab/Kota | 50% Kab/Kota | 55% Kab/Kota - - - - -
Infrastruktur Jaringan Komunikasi lermasuk layanan bangglan « Kab/Kota dan |  Kab/Kota Digital
an sistem informasi kebencanaan )
Layanan Khusus Publik o2 dan sistem Informasi kebenea 1 Provinsi DK
an kedaruratan. Diukur oleh Dit. o
Pengendalian Infrastruktur Digital e
layanan
panggilan
darurat 112
(Komdigi,
2024)
07 - Meningkatnya Kualitas Layanan
$S.7 | SP.7 |Publik dan PNBP Bidang Infrastruktur
dan Digital




SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /
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PN (RPJMN)/

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

el SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / Definisi PN (Non RPJMN)/ LOKASIRO  Baseline N ETAKSANA
INDIKATOR / OUTPUT Non PN 2026 2027 2028
Indeks yang mengukur tingkat
kepuasan masyarakat (skor) terhadap
01 - Indeks Kepuasan masyarakat \ayanan publik bidang spektrum 37 Ditien Infrastruk
IKSS.7.1 | IKP.7.1 |terhadap layanan publik bidang rekuensi dan perangkat yang Non PN - (DJID Komdigi, 36 3,6 36 3,6 36 - - - - - itjen Infrastruktur
st digil disediakan oleh Kemenkomdigi (skala 1 2055) Digital
s/d 4), diukur oleh masing-masing unit
kerja penyedia layanan publik di Dit.
Layanan Infrastruktur Digital
Jumlah penerimaan negara bukan pajak
(PNBP) yang ditargetkan dari layanan
dan izin yang terkait dengan bidang 105%
02 - Persentase Realisasi Penerimaan infrastruktur digital yang terdiri dari N o o o o o, Ditjen Infrastruktur
IKSS.7.2 | IKP-7-2 | pNpp Bidang Infrastruktur Digital PNEP bidang sumber daya dan bidang Non PN - ‘K;’(‘)“;‘s‘f?’ 100% 100% 100% 100% 100% - - - - - Digital
perangkat digital, terhadap angka yang
ditargetkan. Diukur per tahun oleh
Ditjen Infrastruktur Digital
Indeks yang mengukur tingkat integritas
A . |pelayanan publik (skala 1s/d 10), 9,52 -
IKSS.7.1 | IKP.7.3 |0 19Geks Tegritas peavanan PUSHK | diuiur oleh masing-masing unit Kerja Non PN - (DJID Komdigi, 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 - - - - - Diten Ioras rukur
penyedia layanan publik di Dit. Layanan 2023)
Infrastruktur Digital
DK“:":"" i 21,917,476 714,018,195 | 796,301,852 | 839,262,337 | 758,860,500
1. Meningkatnya Coverage Mobile
SP.1 | SK.1 |Broadband (4G)Menjangkau Seluruh
Desa dan
Peningkatan cakupan 4G secara 97,45 Dit. Akselerasi
01 - Persentase Luas Pemukiman keseluruhan diukur dengan Luas 45 , , , , , Infrastruktur Digital,
IKP.1.1 | IKK-L.1 | over Sinyal 4G Pemukiman. Diukur per tahun oleh Dit. Non PN - ‘K;’(')“;}:g" 97.47% 97,6% 97.75% 97.85% 98% Ditjen Infrastruktur
P ian Infrastruktur Digital ) igit
Peningkatan jumlah wilayah (Desa) yang
dicakup layanan infrastruktur
iikasi di Wilayah
Universal Telekomunikasi melalui
02 - Persentase Wilayah Pelayanan program USO. Pengukuran dilakukan Dit. Akselerasi
Universal Telekomunikasi dan oleh Dit. Akselerasi Infrastruktur Infrastruktur Digital,
IKP.1.1 | IKK.1.2 |JBiverse Teekoruntic Digital, berdasarkan wilayah yang Non PN - N/A - 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% nirastrultur Digita
nformatika Mendapat Layanan igita y itjen Infrastruktur
e diberikan layanan USO dibanding Digital
seluruh WPUTI yang ditetapkan. Setiap
tahun akan dilakukan review,
kemungkinan jumlah desa yang dicover
karena realokasi BAKTI bertambah atau
berkurang.
Output - 1. Fasilitasi Penggelaran Dit. Akselerasi
Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas PN (RPJMN) Pusat - 4 Badan Usaha|4 Badan Usaha|4 Badan Usaha|4 Badan Usaha Infrastruktur Digital,
Layanan Seluler 4G oleh Penyelenggara Ditjen Infrastruktur
Jaringan Bergerak Seluler Digital
Output - 2. Fasilitasi Penyediaan I Aksclerasi
Layanan 4G pada wilayah Koperasi PN (Non RPJMN) Pusat - 3 Desa 450 Desa 550 Desa 500 Desa nirastruktur Digital,
Merah Putih gen [‘)“i:t:lm o
Output - 3. Fasilitasi Penyediaan I Akselerasi
Infrastruktur Digital Berkecepatan PN (Non RPIMN) Pusat - 1 Badan Usaha |2 Badan Usaha|2 Badan Usaha|2 Badan Usaha nfrastrukiur Digital,
Tinggi di Wilayah Swasembada Pangan v Digital
Dit. Akselerasi
S“‘p"“ - 4. Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi Infrastruktur Digital,
enyelenggaraan Layanan PN (RPJMN) Pusat Kebijakan - - - - Ditjen Infrastruktur
Telekomunikasi Universal U U Digital
Gutput - 5. Fasilitasi Penyelenggaraan Dit. Aksclerasi
Layanan Seluler pada Wilayah Non PN Pusat ~ 83 Desa 87 Desa 87 Desa 83 Desa Infrastruktur Digital,
Universal T Ditjen Infrastruktur
dan Informatika Digital
2. Meningkatnya Coverage Jaringan
SP.1 | SK.2 |Fixed Broadband ke seluruh wilayah
Rasio persentase antara jumlah
kecamatan yang telah terjangkau 70.88% Dit. Akselerasi
IKP.13 | 1KK.2.1 |01 - Jangkauan jaringan fiber optik per |Optical Distribution Point (ODP) BN (RPIMN) i (Komdig, 8% 2% 6% 88% 00% Infrastruktur Digital,
kecamatan dibandingkan dengan total jumlah o, Ditjen Infrastruktur
kecamatan. Diukur per tahun oleh Dit. Digital
ian Infrastruktur Digital
Persentase tersedianya layanan fixed
broadband di wilayah kecamatan yang
sulit dijangkau FO dengan  teknoiogi
berbasis non-FO yang kualitas Dit. Akselerasi
02 - Persentase Kecamatan tersedia |broadband (setara FO). Diukur per , , , . Infrastruktur Digital,
IKP.1.3 | IKK-2.2 | ses tetap pita lebar non serat optik  |tahun i i i Non PN - N/A - 0,5% % 1.5% 2% Ditjen Infrastruktur
penyelenggaraan layanan fived Digital
broadband di wilayah yang sulit
dijangkau FO) oleh Dit. Pengendalian
Infrastruktur Digital.
Output - 1. Kabupaten/Kota yang s Asclerast |
difasilitasi Menerapkan Infrastruktur PN (RPJMN) Pusat 20 Kab/Kota | 20 Kab/Kota | 20 Kab/Kota | 20 Kab/Kota | 20 Kab/Kota nirastrutur Digial,
Pasit Bersama Hgen Inrastruktur
Gutput - 2. Fasilitasi dan Dukungan Dit. Aksclerasi
Penyediaan Akses Internet Fixed Infrastruktur Digital,
Brogdband untuk Koperasi Desa Merah PN (Non RPJMN) Pusat - 246 Desa 246 Desa 246 Desa - Ditjen Infraslruitur
Putih igit
Output - 3. Fasilitasi Dukungan I Akselerast
Layanan Jaringan untuk Sekolah PN (Non RPJMN) Pusat - 4 Lembaga 10 Lembaga 15 Lembaga 20 Lembaga Ditien Infraslruiturv
Unggulan Garuda b Digital
Output - 4. Fasilitasi Dukungan I e
Layanan Jaringan untuk Sekolah PN (Non RPJMN) Pusat - 100 Lembaga | 100 Lembaga | 100 Lembaga | 100 Lembaga e e
Ralyat Digital
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INDIKATOR / OUTPUT

Output - 5. Fasilitasi Akselerasi

Non PN

2026

2027

2028

Dit. Akselerasi

Kebencanaan (O]

- 5. e : 260 260 260 260 Infrastruktur Digital,
tf;’;emd;::)m” Optik Pada Daerah Non PN Pusat Titik/Lokasi | Titik/Lokasi | Titik/Lokasi | Titik/Lokasi Ditjen Infrastruktur
Digital
Output - 6. Fasilitasi Penyelenggaraan I e
Layanan Akses Internet Tetap pada Non PN Pusat - 32 Desa 41 Desa 42 Desa 31 Desa nirastruktur Digital,
o T s P e Ditjen Infrastruktur
ilayah Tidak Terjangkau Serat Opti e
Digital
Output - 7. Fasilitasi Badan Usaha I e
Dalam Rangka Percepatan Non PN Pusat - 1 Badan Usaha|1 Badan Usaha|1 Badan Usaha|1 Badan Usaha nirastruktur Digital,
P Ditjen Infrastruktur
enyelenggaraan SKKL A
Digital
. - Dit. Akselerasi
Output - 8. Rekomendasi Kebijakan 1 1 1 Infrastruktur Digital,
Fasilitasi Pasif Bersama terkait Sarana Non PN Pusat - - 2
i si Kebijak: Kebijak: Ditjen Infrastruktur
Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) Digital
3. Meningkatnya Penetrasi Pengguna
SP-2 SK.3 Fixed Nasional
Rasio persentase rumah/rumah tangga
- ang telah terhubung/menjadi Dit. Akselerasi
01 - Pelanggan terlayani jaringan 1 21,3% st
IKP.2.2 | IKK.3.1 |pitalebar tetap (fixed broadband) pelanggan fixed broadband (home PN (RPJMN) - (Komdigi, 30% 35% 40% 45% 50% Infrastrulctur Digital,
Fethadap totas simah tanggn connected) terhadap jumlah keseluruhan 2024y Ditjen Infrastruktur
rumah tangga. Diukur per tahun oleh Digital
Dit. ian Infrastruktur Digital
Persentase peningkatan per tahun
fasilitas publik (kantor pemerintah
(K/L/D), sekolah, fasilitas keschatan), ’
02 - Persentase peningkatan akses  [V208 telah terhubung dengan akses Inttastrukper Digita
IKP.2.1 | IKK.3.2 [ e e D ok internet broadband dibandingkan Non PN - N/A 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Do Tnrae
P dengan seluruh jumlah fasilitas publik o iital
lyang teridentifikasi. Pengukuran L3
dilakukan tiap tahun oleh Dit.
ian Infrastruktur Digital
P - Dit. Akselerasi
z‘i;f:;' dli.F};a;llilll;a:Aleebﬁyke:;a:; x:::n Non PN Pusat 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 Infrastruktur Digital,
Prioritos Titik/Lokasi | Titik/Lokasi | Titik/Lokasi | Titik/Lokasi | Titik/Lokasi Ditjen Infrastruktur
Digital
Dit. Akselerasi
Output - 2. Fasilitasi Pengembangan . Infrastruktur Digital,
bt Ciny PN (RPJMN) Pusat 1 Kab/Kota | 29 Kab/Kota | 30 Kab/Kota | 38 Kab/Kota Dition Infrastotr
Digital
4. Meningkatnya Akses
SP.1 SK.4 |1 M J—
Persentase (%) kawasan prioritas yang Dit. Akselerasi
01 - Persentase kawasan dan sektor |telah menerapkan use case 5G. Diukur . " , " " " Infrastruktur Digital,
IKP.1.2 | IKK4-1 |0 o ritas yang tercover sinyal 5G per tahun olch Dit. Pengendalian Non PN N/A 0% 5% 20% 30% 40% Ditjen Infrastruktur
Infrastruktur Digital Digital
Output - 1. Fasilitasi Penyelenggara Dit. Akselerasi
Jaringan Bergerak Seluler dalam PN (RPJMN) Pusat - 4 Badan Usaha|4 Badan Usaha|4 Badan Usaha|4 Badan Usaha Infrastruktur Digital,
Penggelaran Jaringan 5G di Kawasan Ditjen Infrastruktur
dan sektor Prioritas Digital
5. Mempercepat Integrasi Sistem
SP.6 SK.5 |Kebencanaan dan Kedaruratan
Seluruh Instansi
01 - Persentase kab/kota yang sudah | liEKat persentase Kab/Kota yang telah 310% Dit. Akselerasi
IKP.6.1 | IKK.5.1 |terintegrasi layanan panggilan darurat |emPuka akses layanan panggilan Non PN - (Komdigi, 33,2% 38,2% 43,2% 48,2% 53,2% Infrastruktur Digital,
; darurat 112 Diukur per tahun oleh Dit. Ditjen Infrastruktur
112 dan sistem informasi bencana b iax: Infrastodktr Digital 2024) Digital
Tingkat persentase K/L/D terkait
perlindungan masyarakat dan Dit. Akselerasi
. o penanggulangan bencana yang telah : st
IKP.6.1 | IKK.5.2 ?ezrinf:rf:;‘s:i ) g{s"k/o?nﬁ's’gpa’sgh mengadopsi dan terintegrasi dengan Non PN - N/A 30% 30% 30% ‘gf:ﬁﬁ;::;zi‘:j:
g & Siskomnas PMPB. Diukur per tahun J Dimieal
oleh Dit. Pengendalian Infrastruktur &
Digital
Output - 1. Rancangan Peraturan Dit. Akselerasi
Presiden tentang Sistem Komunikasi . . . . Infrastruktur Digital,
Nasional Pelindungan Masyarakat dan PN (RPIMN) Pusat 1 Perpres Ditjen Infrastruktur
Bencana Digital
Dit. Akselerasi
1
Output - 2. Rekomendasi Kebijakan Peta ) . . . . Infrastruktur Digital,
Jalan terkait Siskomnas PMPB PN (RPJMN) Pusat R‘tﬁ;{(‘:ﬁ“ Ditjen Infrastruktur
Digital
Output - 3. Penyelenggaraan Jaringan Dit. Akselerasi
Sistem Komunikasi Nasional - ~ Infrastruktur Digital,
Pelindungen Masparakat don PN (RPJMN) Pusat 125 Kab/Kota | 125 Kab/Kota | 264 Kab/Kota Dition Infrastras
Bencana Digital
Gutput - 4. OM Penyelenggaraan Sistem Dit. Akselerasi
Komunikasi Nasional Pelindungan . . . Infrastruktur Digital,
Masyarakat dan Penanggulangan PN (RPJMN) Pusat 125 Kab/Kota | 125 Kab/Kota Ditjen Infrastruktur
Bencana Digital
Dit. Akselerasi
Output - 5. Fasilitasi integrasi K/L/D . Infrastruktur Digital,
denn Layanan Panggflen Darures 112 PN (RPJMN) Pusat 50 Lembaga | 50 Lembaga | 50 Lembaga | 50 Lembaga Ditjon Infrastrab e
Digital
Output - 6. Kab/Kota yang Sudah s Aksclerasi |
Terintegrasi Layanan Panggilan Darurat PN (RPJMN) Pusat 26 Kab/Kota | 26 Kab/Kota | 26 Kab/Kota | 26 Kab/Kota | 26 Kab/Kota " gital,
: ; Ditjen Infrastruktur
112 dan Sistem Informasi Bencana igi
Digital
Output - 7. Lembaga/Instansi yang I Alsclerasi
Terintegrasi Sistem Informasi PN (RPJMN) Pusat 2Lembaga | 2Lembaga | 2Lembaga | 2Lembaga | 2 Lembaga ; gital,
Kb Ditjen Infrastruktur
ebencanaan o
Digital
Dit. Akselerasi
Output - 8. Sistem Informasi BN (REJMN) Pusat 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit Infrastruktur Digital,

Ditjen Infrastruktur
Digital

KEGIATAN
Standardis:

2: Penataan Spektrum Frekuensi Radio dan

asi Pe:

t Digital

15,598,048

17,827,238

18,664,680

17,147,706

17,647,706
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2027
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2027

2028

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

Dit. Penataan Spektrum

yang dialokasikan dan dirilis untuk 10 Pita Frekuensi Radio, Orbit
pat | i 01 Pita yang di untuk layanan Diukur Non PN . Frekuensi 3 Pita 3 Pita 5 Pita 5 Pita 6 Pita Satelit dan Standardisasi
-3 11| Layanan Broadband (Kumulatif) per tahun oleh Dit. Penataan Spektrum (Komdigi, Frekuensi | Frekuensi | Frekuensi | Frekuensi | Frekuensi Infrastruktur Digital,
Frekuensi Radio, Orbit Satelit dan 2024) Ditjen Infrastruktur
i Infrastruktur Digital Digital
Dit. Penataan Spektrum
Output - 1. Rekomendasi Kebijakan SZ:%]‘:‘;::‘ S‘Eﬁg;ﬁ‘;‘s’:ﬁ
Penyediaan Spektrum Frekuensi Radio PN (RPJMN) Pusat pelt dan Standardis
untuk Layanan Broadband e gita’,
Ditjen Infrastruktur
o
sP6 | sk2
Persentase target penyelesaian
pengaturan penggunaan spektrum
frekuensi radio terkait dengan layanan Dit. Penataan Spektrum
khusus dan penyiaran baik yang baru Frekuensi Radio, Orbit
o1 - P ita yan maupun atau , . ., . ’ Satelit dan Standardisasi
KPO.1 | IKK21 | i o Kosus imeng.update pengaturan yang telah ada Non PN - N/A 100% 100% 100% 100% 100% Infrastruktur Digital,
sebelumnya. Diukur per tahun oleh Dt. Ditjen Infrastruktur
Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Digital
Orbit Satelit dan Standardisasi
Infrastruktur Digital
Dit. Penataan Spektrum
Output - 1. Rekomendasi Kebijakan Frekuensi Radio, Orbit
Pengaturan Spektrum Frekuensi Radio 1 Satelit dan Standardisasi
untuk keperluan layanan publk dan PN (RPJMN) Pusat - Infrastruktur Digital,
instansi Pemerintah Ditjen Infrastruktur
Digital
Dit. Penataan Spektrum
Frekuensi Radio, Orbit
Output - 2. Rekomendasi Kebijakan 2 Rekomendasi Satelit dan Standardisasi
untuk Harmonisasi dan Inovasi Non PN Pusat o - - - - arc
Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio Kebijakan Infrastruktur Digital,
e fra
Ditjen Infrastruktur
Digital
sP5 | sk3
telekomunikasi dalam pengelolaan Dit. Penataan Spekirum
01 - Persentase kepatuhan limbah elektronik yang dihasilkan G e,
IKP.5.1 | IKK.3.1 |penyelenggara telekomunikasi dalam  |dalam periode tertentu, Pengukuran Non PN - N/A 5% 75% 75% 75% 75% el dan Standare
; x 4 gital,
pengelolaan e-wast dilakukan tiap tahun oleh Dit. Penataan ion Tnfrastroar
Spektrum Frelcuensi Radio, Orbit Satli s
dan et
Persentase perusahaan yang o
imengembangkan perangkat ;
elekomanilast hllr)lgga tgahap prototipe 2,‘" Penataan Spektrum
rekuensi Radio, Orbit
02 - Persentase perusahaan yang fungsional melalui matchmaking antar GreRuens] Radie, ot
IKP.5.1 | IKK.3.2 |berhasil mengembangkan perangkat  |perusahaan, supply chain, atau Non PN - N/A 100% 100% 100% 100% 100% el dan Standardis
sampai tahap prototype akademisi. Pengukuran dilakukan tiap B. 2 gita’,
° itjen Infrastruktur
tahun oleh Dit. Penataan Spektrum Fng
Frekuensi Radio, Orbit Satelit dan
i Infrastruktur Digital
Dit. Penataan Spektrum
Output - 1. Rekomendasi kebijakan Frekuensi Radio, Orbit
perlindungan pengguna perangkat PN (RPJMN) Pusat - ! Satelit dan Standardisasi
digital Infrastruktur Digital,
Ditjen Infrastruktur
Digital
Dit. Penataan Spektrum
Output - 2. Rekomendasi standarisasi Frekuensi Radio, Orbit
perangkat digital, Data Center, Cloud, 1 Rekomendasi Satelit dan Standardisasi
CDN, Internet Exchange dan PN (RPIMN) Pusat - Kebijakan - - - Infrastruktur Digital,
Infrastruktur Pasif Ditjen Infrastruktur
Digital
Dit. Penataan Spektrum
Frekuensi Radio, Orbit
Output - 3. Rekomendasi kebijakan 1 Satelit dan Standardisasi
penselolaan limbab elektronik (e-meste) PN (RPIMN) Pusat - Infrastruktur Digital,
Ditjen Infrastruktur
it
Dit. Penataan Spektrum
Output - 4. Rekomendasi Kebijakan 2 hrexuensi Radio, Orbit
Industri Perangkat Telekomunikasi PN (RPJMN) Pusat Rekomendasi - - - - arc
Dalam Negeri Kebijakan Infrastruktur Digital,
Ditjen Infrastruktur
Digital
Dit. Penataan Spektram
Frekuensi Radio, Orbit
%‘I‘(‘*S‘a‘];'l\f:;;‘f”‘ Linkmatch Industri PN (RPJMN) Pusat 1 Industri 1 Industri 1 Industri 1 Industri 1 Industri S"I:}l‘,;g“r"ulft‘u““:‘g?;ﬁf‘“
Ditjen Infrastruktur
Digital
Dit. Penataan Spektrum
Frekuensi Radio, Orbit
Output - 6. Layanan Kesesuaian dan Satelit dan Standardisasi
Harx}:mnisasi Pi,rangkm Digital Non PN Pusat 2 layanan 2 Layanan 2 Layanan 2 Layanan 2 Layanan Infrastruktur Digital,
Ditjen Infrastruktur
Digital
sP4 | skl
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2026

2027

2028

'UNIT ORGANISASI
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Dit. Strategi dan

penyelenggara telekomunikasi. 6.79%
1-Per Industri |P i tiap tahun N B , B , B Kebijakan Infrastruktur
IKP.4.1 | IKK-1.1 e ekomunikasi dengan lagging 1 tahun pelaksanaan Non PN - ‘K;’g‘z'é’)g“ L,1% 1,1% L,1% L1% 1,1% Digital, Ditjen
program. Industri Telekomunikasi: Infrastruktur Digital
Penyelenggara Telekomunikasi Jaringan
Bergerak Seluler. Diukur per tahun olch
Dit. ian Infrastruktur Digital.
Persentase biaya yang dikeluarkan oleh
pelaku industri telekomunikasi untuk
memperolch hak penggunaan spektrum
frekuensi radio (regulatory cost)
02 - Rasio Biaya Hak P dengan total pend: Dit. Strategi dan
Spektrum Frekuensi Radio terhadap kotor (gross revenue) yang dihasilkan Kebijakan Infrastruktur
KP4l | KK.1.2 |3 : oleh industri telekomunikasi dalam Non PN - N/A 9.70% 9.40% 9.20% 8.90% 8.70% can Infras
ross Revenue Industri dalam rangka " ! Digital, Ditjen
Keberlanjutan Industri Telekomunikasi |[Periode tertentu. Pengukuran dilakukan Infrastruktur Digital
tiap tahun dengan lagging 1 tahun
pelaksanaan program. Industri
Telekomunikasi: Penyelenggara
Telekomunikasi Jaringan Bergerak
Seluler
Dit. Strategi dan
Output - 1. Rekomendasi Kebijakan Peta Non PN Pusat 1 i1 i1 Kebijakan Infrastruktur
Jalan (Roadmap) Infrastruktur Digital Kebijak: Kebijak: Kebijak: Digital, Ditjen
Infrastruktur Digital
Output - 2. Rancangan Peraturan Dit. Strategi dan
Presiden Tentang Peta Jalan Kebijakan Infrastruktur
Infrastruktur Teknologi Informasi dan PN (RPIMN) Pusat 1 RPerpres - - - - Digital, Ditjen
ikasi (TIK) Nasional Infrastruktur Digital
Dit. Strategi dan
Output - 3. Rekomendasi Kebijakan 1 i1 d Kebijakan Infrastruktur
Rasionalisasi Regulatory Cost PN (RPIMN) Pusat - Kebijak Kebijak Digital, Ditjen
Infrastruktur Digital
Output - 4. Rekomendasi Modernisasi Dit. Strategi dan
Kebijakan Infrastruktur Digital Atas Non PN Pusat 1 i|3 i1 Kebijakan Infrastruktur
Reviu Regulasi Penyelenggaraan Kebijak Kebijak Kebijak Digital, Ditjen
Telekomunikasi Infrastruktur Digital
. " Dit. Strategi dan
Output - 5. Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur
Kerjasama Over-The-Top (OTT) Dengan Non PN Pusat Kenaron - - - - gl Ditjen
Penyelenggara Jaringan Infrastruktur Digital
Output - 6. Rekomendasi Kebijakan L 1 . Keb?:l;ﬂ"f;i‘s‘l‘f\:‘kmr
Optimalisasi Pemanfaatan Spektrum Non PN Pusat Rekome Rekome Rekome il Ditjen
Frekuensi Radio Infrastruktur Digital
Dit. Strategi dan
Output - 7. Rekomendasi Kebijakan Non PN Pusat 1 i|2 i|2 Kebijakan Infrastruktur
Strategi Gigabit City Kebijal Digital, Ditjen
Infrastruktur Digital
Output - 8. Rekomendasi Kebijakan L N 1 Keb?;;:’;r;‘fcr’?sf;‘iﬁur
Evaluasi Penerapan Pentarifan, Non PN Pusat esome! Tsome! Tesome! el Disien.
Interkoneksi Dan Kompetisi Infrastruktur Digital
spa Sko |2 Meningkatnya Pertumbuhan
- > |industri Data Center Nasional
Pertumbuhan distribusi lokasi data
center secara kumulatif di Indonesia 13 Lokasi Dit. Strategi dan
KP.4.2 | KK.2,1 |01 - Pertumbuhan distribusi lokasi data \merujuk pada peningkatan jumlah dan Non PN - (Komdigi, 14 Lokasi 15 Lokasi 16 Lokasi 17 Lokasi 18 Lokasi Kebijakan Infrastruktur
center di Indonesia distribusi lokasi pusat data (data center) 2024 Digital, Ditjen
vang dibangun dan dioperasikan di Infrastruktur Digital
seluruh wilayah i
Dit. Strategi dan
Output - 1. Rekomendasi kebijakan 1 i1 Kebijakan Infrastruktur
pengembangan data center dan cloud PN (RPIMN) Pusat - Digital, Ditjen
Infrastruktur Digital
Dit. Strategi dan
Output - 2. Fasilitasi Pengembangan PN (RPJMN) Pusat - 1 Industri 1 Industri 1 Industri 1 Industri Kebijakan Infrastruktur
data center dan cloud Digital, Ditjen
Infrastruktur Digital
toring dan Pengendalian Radio, Digital, dan Kualitas Layanan 267,219,886 | 458,278,617 | 478,986,157 | 479,057,933 | 431,658,086
1. Meningkatnya Kualitas
spa sk |Penyelenggaraan Layanan
- ! |Telekomunikasi di Seluruh Wilayah
Rasio jumlah ibu kota provinsi yang,
memiliki kualitas layanan internet Dit, Pengendalian
01 - Kualitas layanan internet dengan kecepatan unduh rata-rata 50% Infrantralons Digita]
IKP.3.2 | IKK.1.1 |broadband di desa/kelurahan dengan |minimal 5 Mbps, dibandingkan dengan Non PN - (Komdigi, 50% 60% 70% 80% 90% Ditjen Mfrastruktur
minimum kecepatan 5 Mbps total ibu kota provinsi. Diukur tiap 2024) Pigieat
tahun oleh Direktorat Pengendalian
Infrastruktur Digital.
Dit. Pengendalian
Output - 1. Pusat Monitoring 1 Sistem 1 Sistem Infrastruktur Digital,
Telekomunikasi (PMT) PN (RPIMN) Pusat N Informasi Informasi N - Ditjen Infrastruktur
Digital
Dit. Pengendalian
Output - 2. Peranglat Pengukuran QoS PN (RPJMN) Pusat 8 Unit 24 Unit 27 Unit 32 Unit 100 Unit Infrastruktur Digital,
Telekomunikasi Ditjen Infrastruktur
Digital
Dit. Pengendalian
Output - 3. O.M Pusat Monitoring PN (RPIMN) Pusat 1 Unit | Unit 1 Unit | Unit 1 Unit Infrastruktur Digital,
Telekomunikasi Ditjen Infrastruktur
Digital
Dit. Pengendalian
Output - 4. Pengawasan Kualitas Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Infrastruktur Digital,

Layanan Telekomunikasi

Ditjen Infrastruktur
Digital
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SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /

PN (RPJMN)/
PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

PROGRAM /
KEGIATAN

'UNIT ORGANISASI

Definisi PELAKSANA

Baseline

INDIKATOR / OUTPUT
2. Meningkatnya Kepatuhan,

Non PN

2026 2027 2028

s sk |Efektivitas, dan Efisiensi
- **  |Pengendalian Spektrum Frekuensi
Radio dan Digital
Rasio gangguan spektrum frekuensi Dit. Pengendalian
01 - Persentase penurunan aduan radio baik yang dilaporkan maupun Infrastruktur Digital
IKP.3.1 | KK.2.1 diidentifikasi dalam satu tahun. Diukur Non PN - N/A 3% 3% 3% 3% 3% . ’
gangguan SFR : ran Ditjen Infrastruktur
per tahun oleh Balai Monitoring seluruh i
c igital
wilayah
Prosentase peningkatan tingkat
kepatuhan dari pengguna dan penjual
alat dan perangkat telekomunikasi yang ;
02 - Persentase kepatuhan alat beredar di masyarakat baik peredaran Lolt, Pengendatian
IKP.3.1 | IKK.2.2 |dan/atau perangkat telekomunikasi  |secara online di e-commerce maupun Non PN - N/A 75% 75% 80% 80% 80% i shas
; itjen Infrastruktur
yang memenuhi standar teknis secara offline yang bersertifikat dan i
; ; Digital
sesuai dengan standar teknis. Diukur
per tahun oleh Balai Monitoring seluruh
wilayah
Dit. Pengendalian
Output - 1. Layanan Perlindungan Infrastruktur Digital,
Pensgune Peronglent Telekomumiasi PN (RPJMN) Pusat 4 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Ditjon Infrastruk e
Digital
Dit. Pengendalian
Output - 2. Layanan Pengawasan Dan Infrastruktur Digital,
Pengondatian SFR PN (RPJMN) Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Ditjon Infrastrub e
Digital
Output - 3. Layanan Penanganan In‘?f‘;gii‘ﬁz‘ig‘h?{”al
Pelanggaran Standar Dan/Atau Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan : gital,
o e Lan/ Ditjen Infrastruktur
erangkat Telekomunikasi igit
Output - 4. Layanan Pengawasan Dit. Pengendalian
Kepatuhan Sanksi Administrasi Infrastruktur Digital,
Spektrum Frekuensi Radio Dan Alat Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Ditjen Infrastruktur
Perangkat T ikasi Digital
Output - 5. Layanan Dukungan Balmon, Loka dan Pos
Pengawasan Spektrum Frekuensi Radio Non PN Pusat 35Layanan | 35Layanan | 35Llayanan | 35Layanan | 35Layanan Monitoring, Ditjen
T Infrastruktur Digital
Output - 6. Pemantauan, Pengukuran Balmon, Loka dan Pos
Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Non PN Pusat 86 Layanan | 86 Layanan | 86 Layanan | 86 Layanan | 86 Layanan Monitoring, Ditjen
Radio Dalam Kota Wilayah Infrastruktur Digital
g“:‘pl‘;“; :’1 Pim:‘gaﬁa“' P:"g_“ﬁ“’:"‘ Balmon, Loka dan Pos
an Penanganan Gangguan frekuens; Non PN Pusat 280 Layanan | 280 Layanan | 280 Layanan | 280 Layanan | 280 Layanan Monitoring, Ditjen
Radio Luar Kota Transportasi Darat i
Infrastruktur Digital
Wilayah Sumatera
ot 8 Pt P Bamon, ok dan P
' Penang 8su exuens; Non PN Pusat 5 Layanan 5 Layanan 5 Layanan 5 Layanan 5 Layanan Monitoring, Ditjen
Radio Luar Kota Transportasi Udara e
; Infrastruktur Digital
Wilayah
Dan Penanganan Ganggan Peckusonsi Balmon, Loka dan Pos
. & eeu Non PN Pusat 12 Layanan | 12Layanan | 12Layanan | 12Layanan | 12 Layanan Monitoring, Ditjen
Radio Luar Kota Transportasi e
) Infrastruktur Digital
Laut/Sungai Wilayah
Racio Dan Stendar Perangkes Pos Dan Balmon, Loka dan Pos
; ; Non PN Pusat 18 Layanan | 18 Layanan | 18Layanan | 18Layanan | 18 Layanan Monitoring, Ditjen
Informatika Dalam Kota Wilayah e
Infrastruktur Digital
g";?“g “S'IPE‘;E“‘}E““ F“"kt“;“iD Balmon, Loka dan Pos
adio Dan Standar Perangkat Pos Dan Non PN Pusat 44 Layanan | 44 Layanan | 44 Layanan | 44 Layanan | 44 Layanan Monitoring, Ditjen
Informatika Luar Kota Transportasi I
Darat Wilayah Sumatera il
CR’“;P“]‘J' lzs'lp"";m‘s“ F‘ekr;“s‘D Balmon, Loka dan Pos
adio Dan Standar Perangkat Pos Dan Non PN Pusat 2 Layanan 2 Layanan 2 Layanan 2 Layanan 2 Layanan Monitoring, Ditjen
Informatika Luar Kota Transportasi It Disital
Laut/Sungai Wilayah g
Output - 13. Pemantauan, Pengukuran Balmon, Loka dan Pos
Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Non PN Pusat 91Layanan | 91Layanan | 91Layanan | 91Layanan | 91 Layanan Monitoring, Ditjen
Radio Dalam Kota Wilayah Jawa Infrastruktur Digital
gutp;t “14 Pem::;nauan, Pang;kurap Balmon, Loka dan Pos
an Penanganan Gangguan Frekuensi Non PN Pusat 385 Layanan | 385 Layanan | 385 Layanan | 385 Layanan | 385 Layanan Monitoring, Ditjen
Radio Luar Kota Transportasi Darat e
Infrastruktur Digital
Wilayah Jawa
gulp;ll ~15. Pema(;'ﬂ.auan, PangEkuran Balmon, Loka dan Pos
an Penanganan Gangguan Frekuensi Non PN Pusat 3 Layanan 3 Layanan 3 Layanan 3 Layanan 3 Layanan Monitoring, Ditjen
Radio Luar Kota Transportasi stk Disital
Laut/Sungai Wilayah Jawa 8l
Output - 16. Penertiban Frekuensi Balmon, Loka dan Pos
Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Non PN Pusat 14 Layanan 14 Layanan 14 Layanan 14 Layanan 14 Layanan Monitoring, Ditjen
Informatika Dalam Kota Wilayah Jawa Infrastruktur Digital
Rais Dan Sterdar Peranghos Pos Dan Balmon, Loka dan Pos
; e s = Non PN Pusat 54 Layanan | 54 Layanan | 54 Layanan | 54 Layanan | 54 Layanan Monitoring, Ditjen
Informatika Luar Kota Transportasi J°
; Infrastruktur Digital
Darat Wilayah Jawa
Raio Dan Stendar Perangket Pos Dan Balmon, Loka dan Pos
; - Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Monitoring, Ditjen
Informatika Luar Kota Transportasi Infrastraktor Disital
Laut/Sungai Wilayah Jawa 8l
Output - 19. Pemantauan, Pengukuran Balmon, Loka dan Pos
Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Non PN Pusat 34 Layanan | 34 Layanan | 34 Layanan | 34 Layanan | 34 Layanan Monitoring, Ditjen
Radio Dalam Kota Wilayah K Infrastruktur Digital
gmp;n 20 Pemaé.tauan, Pang;kuray. Balmon, Loka dan Pos
an fenanganan Langguan trexuensi Non PN Pusat 110 Layanan | 110 Layanan | 110 Layanan | 110 Layanan | 110 Layanan Monitoring, Ditjen
Radio Luar Kota Transportasi Darat e
: Infrastruktur Digital
Wilayah K
gulp;lt S21L PemaGmauan, Pi‘ng;kuray. Balmon, Loka dan Fos
an Tenanganan Langguan Hrexuensi Non PN Pusat 9 Layanan 9 Layanan 9 Layanan 9 Layanan 9 Layanan Monitoring, Ditjen

Radio Luar Kota Transportasi Udara
Wilayah K

Infrastruktur Digital
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SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / PN (RPJMN)/ ALOKASI (dalam ribu rupiah)
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / Definisi PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Baseline
INDIKATOR / OUTPUT Non PN 2026 2027 2028

Output - 22. Pemantauan, Pengukuran
Dan Penanganan Gangguan Frekuensi
Radio Luar Kota Transportasi
Laut/Sungai Wilayah Kali
Output - 23. Penertiban Frekuensi
Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan
Informatika Dalam Kota Wilayah

PROGRAM /

'UNIT ORGANISASI

KEGIATAN PELAKSANA

Balmon, Loka dan Pos
Non PN Pusat 20 Layanan | 20 Layanan | 20 Layanan | 20 Layanan | 20 Layanan Monitoring, Ditjen
Infrastruktur Digital

Balmon, Loka dan Pos
Non PN Pusat 6 Layanan 6 Layanan 6 Layanan 6 Layanan 6 Layanan Monitoring, Ditjen
Infrastruktur Digital

Output - 24. Penertiban Frekuensi
Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan
Informatika Luar Kota Transportasi
Darat Wilayah K:

Output - 25. Penertiban Frekuensi
Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan
Informatika Luar Kota Transportasi
Udara Wilayah Kali

Output - 26. Penertiban Frekuensi
Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan
Informatika Luar Kota Transportasi
Laut/Sungai Wilayah Kali

Balmon, Loka dan Pos
Non PN Pusat 16 Layanan | 16Llayanan | 16Layanan | 16 Layanan | 16 Layanan Monitoring, Ditjen
Infrastruktur Digital

Balmon, Loka dan Pos
Non PN Pusat 2 Layanan 2 Layanan 2 Layanan 2 Layanan 2 Layanan Monitoring, Ditjen
Infrastruktur Digital

Balmon, Loka dan Pos
Non PN Pusat 3 Layanan 3 Layanan 3 Layanan 3 Layanan 3 Layanan Monitoring, Ditjen
Infrastruktur Digital

Output - 27. Pemantauan, Pengukuran Balmon, Loka dan Pos
Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Non PN Pusat 39 Layanan | 39 Layanan | 39 Layanan | 39 Layanan | 39 Layanan Monitoring, Ditjen
Radio Dalam Kota Wilayah Sulawesi Infrastruktur Digital

Output - 28. Pemantauan, Pengukuran
Dan Penanganan Gangguan Frekuensi
Radio Luar Kota Transportasi Darat
Wilayah Sulawesi

Output - 29. Pemantauan, Pengukuran
Dan Penanganan Gangguan Frekuensi
Radio Luar Kota Transportasi Udara
Wilayah Sulawesi

Output - 30. Pemantauan, Pengukuran
Dan Penanganan Gangguan Frekuensi
Radio Luar Kota Transportasi
Sungai/Laut Wilayah Sulawesi

Output - 31. Penertiban Frekuensi
Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan
Informatika Dalam Kota Wilayah
Sulawesi

Output - 32. Penertiban Frekuensi
Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan
Informatika Luar Kota Transportasi
Darat Wilayah Sulawesi

Output - 33. Penertiban Frekuensi
Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan
Informatika Luar Kota Transportasi
Laut/Sungai Wilayah Sulawesi

Balmon, Loka dan Pos
Non PN Pusat 171 Layanan | 171 Layanan | 171 Layanan | 171 Layanan | 171 Layanan Monitoring, Ditjen
Infrastruktur Digital

Balmon, Loka dan Pos
Non PN Pusat 4 Layanan 4 Layanan 4 Layanan 4 Layanan 4 Layanan Monitoring, Ditjen
Infrastruktur Digital

Balmon, Loka dan Pos
Non PN Pusat 24 Layanan | 24 Layanan | 24 Layanan | 24 Layanan | 24 Layanan Monitoring, Ditjen
Infrastruktur Digital

Balmon, Loka dan Pos
Non PN Pusat 5 Layanan 5 Layanan 5 Layanan 5 Layanan 5 Layanan Monitoring, Ditjen
Infrastruktur Digital

Balmon, Loka dan Pos
Non PN Pusat 20 Layanan | 20 Layanan | 20 Layanan | 20 Layanan | 20 Layanan Monitoring, Ditjen
Infrastruktur Digital

Balmon, Loka dan Pos
Non PN Pusat 2 Layanan 2 Layanan 2 Layanan 2 Layanan 2 Layanan Monitoring, Ditjen
Infrastruktur Digital

Output - 34. Pemantauan, Pengukuran Balmon, Loka dan Pos
Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Non PN Pusat 30 Layanan | 30 Layanan | 30 Layanan | 30 Layanan | 30 Layanan Monitoring, Ditjen
Radio Dalam Kota Wilayah Papua Infrastruktur Digital

Output - 35. Pemantauan, Pengukuran
Dan Penanganan Gangguan Frekuensi
Radio Luar Kota Transportasi Darat
Wilayah Papua

Output - 36. Pemantauan, Pengukuran
Dan Penanganan Gangguan Frekuensi
Radio Luar Kota Transportasi Udara
Wilayah Papua

Output - 37. Pemantauan Pengukuran
Dan Penanganan Gangguan Frekuensi
Radio Luar Kota Transportasi
Laut/Sungai Wilayah Papua

Output - 38. Pemantauan, Pengukuran
Dan Penanganan Gangguan Frekuensi
Radio Luar Kota Transportasi
Udara/Laut/Sungai Wilayah Papua

Balmon, Loka dan Pos
Non PN Pusat 23 Layanan | 23Layanan | 23Layanan | 23 Layanan | 23 Layanan Monitoring, Ditjen
Infrastruktur Digital

Balmon, Loka dan Pos
Non PN Pusat 33 Layanan | 33 Layanan | 33 Layanan | 33 Layanan | 33 Layanan Monitoring, Ditjen
Infrastruktur Digital

Balmon, Loka dan Pos
Non PN Pusat 3 Layanan 3 Layanan 3 Layanan 3 Layanan 3 Layanan Monitoring, Ditjen
Infrastruktur Digital

Balmon, Loka dan Pos
Non PN Pusat 3 Layanan 3 Layanan 3 Layanan 3 Layanan 3 Layanan Monitoring, Ditjen
Infrastruktur Digital

Output - 39. Penertiban Frekuensi Balmon, Loka dan Pos
Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Non PN Pusat 8 Layanan 8 Layanan 8 Layanan 8 Layanan 8 Layanan Monitoring, Ditjen
Informatika Dalam Kota Wilayah Papua Infrastruktur Digital

Output - 40. Penertiban Frekuensi
Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan
Informatika Luar Kota Transportasi
Udara/Darat Wilayah Papua

Balmon, Loka dan Pos
Non PN Pusat 3 Layanan 3 Layanan 3 Layanan 3 Layanan 3 Layanan Monitoring, Ditjen
Infrastruktur Digital

Output - 41. Pemantauan, Pengukuran Balmon, Loka dan Pos
Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Non PN Pusat 73 Layanan | 73 Layanan | 73 Layanan | 73 Layanan | 73 Layanan Monitoring, Ditjen
Radio Dalam Kota Wilayah Kepulauan Infrastruktur Digital

Output - 42. Pemantauan, Pengukuran
Dan Penanganan Gangguan Frekuensi
Radio Luar Kota Transportasi Darat
Wilayah Kepulauan

Output - 43. Pemantauan, Pengukuran
Dan Penanganan Gangguan Frekuensi
Radio Luar Kota Transportasi Udara
Wilayah Kepulauan

Output - 44. Pemantauan, Pengukuran
Dan Penanganan Gangguan Frekuensi
Radio Luar Kota Transportasi
Laut/Sungai Wilayah K

Output - 45. Pemantauan, Pengukuran
Dan Penanganan Gangguan Frekuensi
Radio Luar Kota Transportasi
Udara/Laut/Sungai Wilayah

Output - 46. Pemantauan, Pengukuran
Dan Penanganan Gangguan Frekuensi
Radio Luar Kota Transportasi
Darat/Laut Wilayah Kepulauan
Output - 47. Penertiban Frekuensi
Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan
Informatika Dalam Kota Wilayah
Kepulauan

Balmon, Loka dan Pos
Non PN Pusat 56 Layanan | 56 Layanan | 56 Layanan | 56 Layanan | 56 Layanan Monitoring, Ditjen
Infrastruktur Digital

Balmon, Loka dan Pos
Non PN Pusat 75 Layanan | 75Layanan | 75Layanan | 75Layanan | 75 Layanan Monitoring, Ditjen
Infrastruktur Digital

Balmon, Loka dan Pos
Non PN Pusat 62 Layanan | 62Layanan | 62Layanan | 62 Layanan | 62 Layanan Monitoring, Ditjen
Infrastruktur Digital

Balmon, Loka dan Pos
Non PN Pusat 2 Layanan 2 Layanan 2 Layanan 2 Layanan 2 Layanan Monitoring, Ditjen
Infrastruktur Digital

Balmon, Loka dan Pos
Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Monitoring, Ditjen
Infrastruktur Digital

Balmon, Loka dan Pos
Non PN Pusat 8 Layanan 8 Layanan 8 Layanan 8 Layanan 8 Layanan Monitoring, Ditjen
Infrastruktur Digital
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PN (RPJMN)/

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /
el SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / Definisi PN (Non RPJMN)/ LOKASIRO Baseline uml;rnt:::::n“:ul
INDIKATOR / OUTPUT Non PN 2026 2027 2028
Output - 48. Penertiban Frekuensi Balmon, Loka dan Pos
Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Non PN Pusat 7 Layanan 7 Layanan 7 Layanan 7 Layanan 7 Layanan Monitoring, Ditjen
Informatika Luar Kota Transportasi By e
- nfrastruktur Digital
Darat Wilayah Kepulauan
Output - 49. Penertiban Frekuensi Balmon, Loka dan Pos
Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Non PN Pusat 8Layanan | 8 Layanan 8Layanan | 8 Layanan 8 Layanan Monitoring, Ditjen
Informatika Luar Kota Transportasi o e
! nfrastruktur Digital
Udara Wilayah
Output - 50. Penertiban Frekuensi Balmon, Loka dan Pos
Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Non PN Pusat 7Llayanan | 7 Layanan 7Layanan | 7 Layanan 7 Layanan Monitoring, Ditjen
Informatika Luar Kota Transportasi o !
; nfrastruktur Digital
Laut/Sungai Wilayah
Output - 51. Penertiban Frekuensi Balmon. Loka dan Pos
Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Monitoring, Ditjen
Informatika Luar Kota Transportasi Infrastruktur Digital
Udara/Laut Wilayah Kepulauan
3. Meningkatnya Kapabilitas Sistem
spa sk |untuk Melaksanakan Monitoring
Frekuensi Radio Seluruh Wilayah
Persentase tingkat uptime sistem
monitoring frekuensi radio dalam 5% Dit. Pengendalian
kP31 | TKi.3.1 |01 - Persentase (%) kinerja SMER yang  |periode 1 bulan terhadap waktu Non PN . (Ko, 5% s6% 87% &7% s7% Infrastruktur Digital,
handal operasional yang ditetapkan. Rata-rata 2024) Ditjen Infrastruktur
per tahun diukur oleh Dit. Pengendalian Digital
Infrastruktur Digital
Dit. Pengendalian
Output - 1. Sistem Monitoring Frekuensi Infrastruktur Digital,
Re dipc (SMFR) g PN (RPJMN) Pusat 1 Unit 21 Unit 35 Unit 36 Unit - Ditjen Infm(mimr
Digital
Dit. Pengendalian
Output - 2. Pemeliharaan Sistem ’ ) Infrastruktur Digital,
Morﬁtoring Frekuensi Radio (SMFR) Non PN Pusat 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 unit Ditjen Infrastrubtur
Digital
\an Publik Bidang Sumber Daya dan Perangkat Digital 66,091,484 95,243,625 101,075,459 | 104,116,166 | 101,033,534
- Meningkatnya Kualitas Layanan
SP.7 SK.1 |Publik dan PNBP Bidang Sumber Daya
dan Digital
Tingkat kepuasan masyarakat terkait
Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi
01 - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |Radio, Sertifikasi Operator Radio dan a7 Dit. Layanan
Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi |Sertifikasi Perangkat Digital. Indeks - Infrastruktur Digital,
IKP.7.1 | IKK-1.1 | 2o dio, Sertifikasi Operator Radio, dan  |kepuasan terhadap layanan publik Non PN - ‘D“”%‘Z"Q")‘d‘g* 36 3.6 36 3.6 36 Ditjen Infrastruktur
Sertifikasi Perangkat Digital bidang sumber daya dengan skala 0 s/d Digital
4. Diukur per tahun oleh Dit. Layanan
Infrastruktur Digital
Tingkat Integritas Layanan Perizinan
Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi
Operator Radio dan Sertifikasi
02 - Indeks Integritas Pelayanan Publik |Perangkat Digital. Indeks yang o050 Dit. Layanan
(IIPP) Layanan Perizinan Spektrum mengukur tingkat integritas pelayanan o2 Infrastruktur Digital,
IKP.7.3 | IKK-1.2 g} iensi Radio, Sertifikasi Operator  |publik infrastruktur digital (skala 1 s/d Non PN N ‘D‘m:;o'é"s‘“d‘g" 85 85 85 85 85 Ditjen Infrastruktur
Radio, dan Sertifikasi Perangkat Digital |10). Diukur per tahun oleh ) Digital
masing-masing unit kerja penyedia
layanan publik di Ditjen Infrastruktur
Digital
Pencapaian Realisasi Penerimaan PNBP
SFR dan sertifikasi alat dan/atau Dit, Layanan
03 - Persentase (%) Capaian Target perangkat digital sebesar 100%. 105.3% Infrastrakins Digital
IKP.7.2 | IKK.1.3 |PNBP SFR dan Sertifikasi Alat dan/atau |Capaian target PNBP bidang BHP Non PN - (Komdigi, 100% 100% 100% 100% 100% it on Tntraettar
o areel < . ien Infrastruktur
Perangkat Digital Frekuensi Radio yang ditetapkan setiap 2023) Digital
tahun. Diukur per tahun olch Dit.
Layanan Infrastruktur Digital
Output - 1. Layanan perizinan spektrum Dit. Layanan
frekuensi radio, SOR, Sertifikasi Infrastruktur Digital,
Perangkat, Data Center, Cloud dan PN (RPIMN) Pusat - 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Ditjen Infrastruktur
T ikasi Khusus Digital
Dit. Layanan
g;‘rf’g;]f' Layanan Pengelolaan PNBP PN (RPJMN) Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Igf‘éii’;‘;ﬁ:;?&i‘(‘::
Digital
Dit. Layanan
Output - 3. Sistem Informasi B B Infrastruktur Digital,
Manajemen Spektrum (SIMS) PN (RPIMN) Pusat 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit - Ditjen Infrastruktur
Digital
Dit. Layanan
Output - 4. Pemeliharaan Sistem ) . ) ) ) Infrastruktur Digital,
lnfol:masi Manajemen Spektrum (SIMS) Non PN Pusat 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Ditjen lnfraslmimr
Digital
2. Meningkatnya Kualitas Layanan
SP.7 SK.2 |Pengujian Perangkat Digital dan
Kalibrasi Alat Ukur
01 - Indeks Kepuasan Masyarakat Iideks kepussan tethadap layansn a7 Balai Besar Pengujisn
IKP.7.1 | IKK.1.1 |terhadap Layanan Pengujian Perangkat [PHo < Pldang sumber daya dengan Non PN - (DJID Komdigi, 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 .. [Perangkat
Digital da Yalibrasi At Ulear skala 0 s/d 4. Diukur per tahun oleh 2023) Telekomunikasi, Ditjen
BEPPT Infrastruktur Digital
Indeks yang mengukur tingkat integritas
blik Balai Besar Pengujian
02 - Indeks Integritas Publik |PC ; 9,52
IKP.7.3 | IKK 1.2 |terhadap Layanan Pengujian Perangkat |0.8ita! (skala 1s/d 10). Diukur per Non PN - (DJID Komdigi, 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 Perangkat
Digital dan Kalihrast Aot Olvar tahun oleh masing-masing unit kerja 2023) Telekomunikasi, Ditjen
penyedia layanan publik di Ditjen Infrastruktur Digital
Infrastruktur Digital
03 - Persentase (%) Capaian target PNBP |Capaian target PNBP bidang BHP 105.3% Balai Bes?' Pengujian
IKP.7.2 | IKK.1.3 |Pengujian Perangkat Digital dan Frekuensi Radio yang ditetapkan setiap Non PN - (Komdigi, 100% 100% 100% 100% 100% Telek ”"?‘kgk_a.‘ it
Kalibrasi Alat Ukur tahun. Diukur per tahun oleh BBPPT 2023) elekomunikasi, Ditjen
Infrastruktur Digital
04 - Persentase (%) Pemenuhan SLA Balai Besar Pengujian
IKP.7.1 | IKK.1.4 |Pengujian Perangkat Digital dan Non PN - N/A 96% 96% 97% 97% 97% Perangkat
Kalibrasi Alat Ukur Telekomunikasi, Ditjen
Infrastruktur Digital
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SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / PN (RPJMN)/ TARGET ALOKASI (dalam ribu rupiah)
PI?I?;IR\?TNI SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / Definisi PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Baseline UNIPTE‘:ARSQX;SAASI
INDIKATOR / OUTPUT Non PN 2027 2026 2027 2028
Balai Besar Pengujian
Output - 1. Layanan Pengujian PN (RPIMN) Kota Depok - 1 Layanan 1Layanan | 1 Layanan 1 Layanan Perangkat
Perangkat Digital Telekomunikasi, Ditjen
Infrastruktur Digital
Balai Besar Pengujian
Output - 2. Akreditasi, Sertifikasi, dan Perangkat
Recognisi Ruang Lingkup BBPPT Non PN Kota Depok 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Telekomunikasi, Ditjen
Infrastruktur Digital
Balai Besar Pengujian
Output - 3. Layanan Kalibrasi Alat Ukur Perangkat
Perangkat Telekomunikasi dan Digital Non PN Kota Depok !layanan | 1layanan | 1layanan | 1layanan | 1layanan Telekomunikasi, Ditjen
Infrastruktur Digital
Balai Besar Pengujian
Output - 4. Pemenuhan Kapasitas . ) ) ) . Perangkat
Pengujian Perangkat TIK di BBPPT PN (RPJMN) | Kota Depok 3 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Telekomunikasi, Ditjen
Infrastruktur Digital
Output - 5. Pemeliharaan dan Kalibrasi Balai gesar;;“lg“ﬁa"
Alat Pengujian Perangkat Non PN Kota Depok 79 Unit 91 Unit 91 Unit 91 Unit 91 Unit crangkat
Telekomunikasi dan Digital Telekomunikasi, Ditjen
Infrastruktur Digital
Output - 6. Fasilitasi Pengujian untuk Balai gefa';:"tg““a"
Inovasi dan Pengembangan Perangkat PN (RPJMN) Kota Depok - 1 Industri 1 Industri 1 Industri 1 Industri crangkat
Digttal Dalacn Heeont Telekomunikasi, Ditjen
Infrastruktur Digital
Balai Besar Pengujian
Output - 7. Pengelolaan Teknologi ) ) . ) ) Perangkat
Dutput - 7. o Non PN Kota Depok 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Telekomamio, Ditien
Infrastruktur Digital
Output - 8. Layanan Pengelolaan Bisnis Balai Besar Pengujian
Proses Pengujian Perangkat Perangkat
Telekomunikasi Digital dan Kalibrasi Non PN Kota Depok 1 Layanan 1 Layanan Telekomunikasi, Ditjen
Alat Ukur Infrastruktur Digital
sP1 | skl
Rasio jumlah lokasi pembangunan
infrastruktur TIK BAKTI yang telah
tersedia layanan broadband dengan
01 - Persentase desa/kelurahan yang na )
IKP.1.1 | IKK.1.1 [tersedia layanan broadband dengan kecepatan minimal 3-5 Mbps Non PN - N/A 88,93% 89,98% 91,84% 93,22% 93,67% Dit. Infrastruktur,
Ieoepatan minimal 5.5 Mbps dibandingkan dengan total BAKTI
pembangunan Infrastruktur TIK BAKTI
yang beroperasi. Diukur per tahun oleh
BAKTL
02 - Persentase jumlah dl;s:sy.ang Rasio jumlah desa yang tersedia
IKP.1.1 | IKK.1.2 |layanan broadband di Wilayah layanan X dengan Non PN - N/A 24,23% 50% 85% 100.00% Dit. Infrastruktur,
Universal i ?’getm. bt oot ot AT BAKTI
Fela e GUPUTH i WPUTI. Diukur per tahun oleh BAKTI.
630 670 910 390 Dit. Infrastruktur,
Output - 1. BTS 4G PN (RPIMN) Pusat - Titik/Lokasi | Titik/Lokasi | Titik/Lokasi | Titik/Lokasi BAKTI
o 1.042 1.683 1.743 1.734 Dit. Infrastruktur,
Output - 2. Teresterialisasi PN (RPIMN) Pusat - Titil/Lokasi | Titik/Lokasi | Titik/Lokasi | Titik/Lokasi BAKTI
- 3761 3.761 3.761 3.761 3.761 Dit. Infrastruktur,
Output - 3. OM BTS 4G/ Lastmile PN (RPIMN) Pusat Titik/Lokasi | Titik/Lokasi | Titik/Lokasi | Titik/Lokasi | Titik/Lokasi BAKTI
Gutput - 4. OM BTS 4G/ Lastmile Papua BN (RPN asat 3.539 3.539 3.539 3.539 3.539 Dit. Infrastruktur,
dan Papua Barat Titik/Lokasi | Titik/Lokasi | Titik/Lokasi | Titik/Lokasi | Titik/Lokasi BAKTI
33.018 32818 32618 32418 32.155 Dit. Infrastruktur,
Output - 5. OM Akses Internet PN (RPIMN) Pusat Titik/Lokasi | Titik/Lokasi | Titik/Lokasi | Titilk/Lokasi | Titik/Lokasi BAKTI
Gutput - 6. OM Akses Internet Papua BN (RPIVIN) asat 3.812 4312 4.812 5.312 5.747 Dit. Infrastruktur,
dan Papua Barat Titik/Lokasi | Titik/Lokasi | Titik/Lokasi | Titik/Lokasi | Titik/Lokasi BAKTI
Output - 7. OM SATRIA-1 PN (RPJMN) Pusat 150 unit 150 unit 150 unit 150 unit 150 unit Dit. Infrastrulctur,
Output - 8. OM Palapa Ring PN (Non RPJMN) Pusat 57 Kab/Kota | 57 Kab/Kota | 57 Kab/Kota | 57 Kab/Kota | 57 Kab/Kota Dit. L‘g‘;‘%‘ﬁ“k‘“’*
SP1 | sK2
Jumlah penerimaan negara bukan pajak
(PNBP) yang diterima dari kemitraan Dit. Layanan
01 - Penambahan PNBP melalui kerja  |dan kerja sama badan usaha untuk > Rp. - Layanar
IKP.1.1 | IKK.2.1 |sama badan usaha pada infrastruktur layanan ikasi Non PN R 100.000.000.000 Rp Rp Rp Rp Rp Telekomunikasi dan
R e o 100.000.000.000 | 105.000.000.000 | 110.250.000.000 | 115.762.500.000 | 121.550.625.000 i
Bakti di WPUTI dan informatika melalui konektivitas (Komdigi, 2024) ‘nf""““;a i?(d;n Usaha,
infrastruktur pada WPUTL. Diukur per
tahun oleh BAKTI.
Dit. Layanan
) Telekomunikasi dan
Output - 1. Kerjasama Badan Usaha PN (RPJMN) Pusat 4 Badan Usaha - - - - I
BAKTI
SP1 | SK3
Rasio jumlah lokasi pemanfaatan
infrastruktur TIK yang dilakukan
) . |intervensi Fasilitasi Pemanfaatan )
01 - Tingkat Pemanfaatan Teknologi [ ievenel T TS etianiaaun, Dit. Layanan
Digital bagi Masyarakat yang ! " Telekomunikasi dan
IKP.1.1 - Wilayah Pelayanan Universal Non PN - 15% 25% "
Infrastruktur Digital layar ersal Informasi Masyarakat
e Telekomunikasi dan Informasi (WPUTI) Prihnhioariyoad
berbanding jumlah lokasi infrastruktur g
TIK yang beroperasi. Diukur per tahun
oleh BAKTI.
Gutput - 1. Fasilitasi Pemanfaatan Dit. Layanan
Teknologi Digital bagi Masyarakat di Non PN Ppusat 15 15 Telekomunikasi dan
Wilayah Pelayanan Universal Informasi Masyarakat
T ikasi dan Informasi (WPUTI) dan Pemerintah, BAKT
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LOKASI RO

Baseline

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

2026

2027

2028

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

INDIKATOR / OUTPUT

dan dan

Non PN

1,203,163,210

2,511,883,038

1,983,791,006

2,419,970,089

18,047,666,420

01 - Meningkatnya Penciptaan Nilai
Ekonomi Digital dengan Penguatan
Ekosistem Digital Nasional

IKSS 3.2

IKP.1.1

01 - Kontribusi pengembangan
ekosistem startup digital terhadap nilai
ekonomi digital (dalam Miliar Rupiah)

Mengukur kontribusi startup digital
yang mendapatkan intervensi dari
Komdigi dihitung dari jumlah
pendanaan yang masuk (dalam rupiah).
Pengukuran dilakukan oleh Ditjen
Ekosistem Digital.

Non PN

Rp3400 Miliar
(Komdigi,
Akumulatif
2020-2024)

Rp140 Miliar

Rp1.000 Miliar

Rp1.050 Miliar

Rp1.100 Miliar

Rp1.150 Miliar

Ditjen Ekosistem Digital

IKSS 3.2

IKP.1.2

02 - Kontribusi Komdigi pada
Pertumbuhan Gim Nasional

Kontribusi Komdigi pada pertumbuhan
gim nasional merupakan persentase
pertumbuhan gim nasional yang

melalui intervensi program
Kemkomdigi. IKP ini dihitung
berdasarkan proporsi pertumbuhan dari
pendapatan (gross revenue) pelaku
industri gim lokal yang difasilitasi
komdigi terhadap total nilai ekonomi
industri gim nasional setiap tahunnya.
Nilai ekonomi industri gim nasional
akan merujuk pada data yang
dikeluarkan Newzoo setiap tahunnya.
Pengukuran dilakukan oleh Ditjen
Ekosistem Digital. IKP ini akan dihitung
dengan rumus sebagai berikut:

dihitung dengan rumus sebagai berikut:
C = (TA/TEG)x100

C = Kontribusi Komdigi dalam
persentase pertumbuhan gim nasional
TA = Total nilai pendapatan (gross
revenue) dari pelaku industri gim lokal
yang difasilitasi komdigi

TEG = Total nilai ekonomi industri gim
nasional

Non PN

1.29%
(Komdigi,
2024)

1.48%

1.67%

1.86%

2.05%

2.24%

Ditjen Ekosistem Digital

IKSS 3.1

IKP.1.3

03 - Tingkat startup

Perhitungan dilakukan dalam bentuk
persentase dengan membandingkan
jumlah startup yang mencapai stabilitas
bisnis (menghasilkan pendapatan dan

dengan total startup aktif dalam kurun
waktu tertentu (1 tahun). Perhitungan

nasional / success rate startup

untuk skala nasional dan
diukur oleh Ditjen Ekosistem Digital.

dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Rata-rata startup nasional yang
mencapai stabilitas bisnis pada waktu
tertentu (1 tahun) sejak startup

PN (RPJMN)

1-5%
(Komdigi,
2024)

7%

8%

10%

12%

15%

Ditjen Ekosistem Digital

02 - Meningkatnya Pengembangan
dan Pemanfaatan Teknologi Baru di
Sektor Nasional

IKSS 3.1

IKP.2.1

01 - Persentase Tingkat Produktivitas
Adopsi Teknologi Baru

Pengukuran atas dampak penggunaan
teknologi baru dari sisi efisiensi, nilai
tambah (value added), dan sustainability
pada pelaku usaha yang mengadopsi
teknologi digital. Pengukuran ini
dilakukan oleh Ditjen Ekosistem Digital.
Metode: Survey industri (Asosiasi,
Penyedia Teknologi, dan pengguna) atas
dampak penggunaan teknologi baru dari
sisi efisiensi, nilai tambah, dan

lity.

Non PN

N/A

10%

10%

10%

10%

10%

Ditjen Ekosistem Digital

03 - Meningkatnya Kesehatan dan
Keberlanjutan Industri Pos Logistik
dan Penyiaran

IKSS 3.2

IKP 3.1

01. Pertumbuhan Sektor Pos Logistik

Persentase pertumbuhan tahunan
sektor pos, kurir dan logistik nasional
yang diukur oleh BPS. Namun
demikian, Komdigi hanya berkontribusi
terhadap sektor pos dan kurir.

N (RPJMN)

9,16%
(BPS, 2024)

9,5%

10%

10,5%

11%

11,5%

Ditjen Ekosistem Digital

IKSS.3.3

IKP 3.2

02. Indeks keberlanjutan
Penyelenggaraan Penyiaran

Indeks yang mengukur kemampuan
lembaga penyiaran (Radio dan TV)
dalam menghadapi

perubahan dan perkembangan
teknologi, mengukur:

1. kinerja ekonomi (diambil dari laporan
keuangan Lembaga Penyiaran),

2. kualitas program siaran (koordinasi
dengan KPI untuk pengukuran kualitas
program

siaran)

Diukur oleh DitPossiar setiap tahunnya.

Non PN

N/A

Ditjen Ekosistem Digital

04 - Meningkatnya Kualitas Layanan
Publik Bidang Ekosistem Digital

IKSS.7.1

IKP 4.1

01 - Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Publik Bidang
Ekosistem Digital

Indeks yang mengukur tingkat
kepuasan masyarakat (skor dalam skala
1 s/d 4) terhadap layanan publik bidang
ekosistem digital yang disediakan oleh
Kemenkomdigi meliputi layanan pos,
penyiaran, dan telekomunikasi. IKP ini
akan dihitung secara triwulan dan nilai
rerata dari setiap triwulan yang
digunakan sebagai nilai akhir
pengukuran kinerja. Pengukuran
per-tahun akan dilakukan Ditjen
Ekosistem Digital.

Non PN

3,79
(Komdigi 2024)

Ditjen Ekosistem Digital




PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /

Definisi

- 137 -

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PN (RPJMN)/
PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Baseline
Non PN 2026 2027 2028

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

IKSS.7.2

IKP 4.2

INDIKATOR / OUTPUT

02 - Persentase Realisasi Penerimaan
PNBP Bidang Digital

Jumlah penerimaan negara bukan pajak

(PNBP) yang ditargetkan dari layanan

dan izin yang terkait dengan bidang
digital. Pengukuran

per-tahun akan dilakukan Ditjen
Ekosistem Digital

- >100% o o 9 o o - - - -
Non PN (Komdigi 2023) 100% 100% 100% 100% 100%

Ditjen Ekosistem Digital

IKSS.7.1

IKP 4.3

03 - Indeks Integritas Dan Pelayanan
Publik (IIPP) Bidang Ekosistem Digital

Indeks yang mengukur tingkat integritas
pelayanan publik (skala 1 s/d 10)
terhadap layanan pos, penyiaran, dan
telekomunikasi, diukur per-tahun oleh
masing-masing unit kerja penyedia
layanan publik di Ditjen Ekosistem
Digital. IKP ini akan dihitung secara
triwulan dan nilai rerata dari setiap
triwulan yang digunakan sebagai nilai
akhir pengukuran kinerja.

9,36
Non PN - (Komdigi 2024)

Ditjen Ekosistem Digital

05 - Meningkatnya Efektivitas
Pengawasan dan Pelindungan di
Ruang Digital

1KSS.6.1

IKP 5.1

Indikator ini mengukur pemenuhan
kewajiban dari penyelengaraan sistem,
sertifikasi dan transaksi elektronik
berdasarkan aspek kepatuhan PSRE,
PSE, Registri nama domain dan tingkat
penanganan aduan transaksi elektronik.
Pengukuran dilakukan oleh Ditjen
Pengawasan Ruang Digital

01 - Tingkat Pemenuhan
Penyelenggaraan Sistem, Sertifikasi dan
Transaksi Elektronik

Rumus Perhi :
Indeks : X1+X2+X3+X4 = 5

X1 : (Tingkat Kepatuhan PSE / 100%) *

5

X2 : (Tingkat Kepatuhan PSRE / 100%)

5

X3 : (Tingkat Kepatuhan Nama Domain/
100%) * 5

X4 : (Tingkat Penyelesaian Aduan
Transaksi Elektronik / 100%) * 5

Non PN - N/A 3.5 4 5 5 5 - - - -

Ditjen Pengawasan
Ruang Digital

IKSS.6.1

IKP 5.2

02 - Tingkat efektivitas dan Kualitas
Layanan Bantuan Penyidikan Digital

Indikator ini diukur dengan menghitung
rata-rata dari:
a. Tingkat ketepatan waktu

forensik bukti elektronik: yaitu tingkat
ketepatan waktu penyelesaian
permohonan pengujian forensik bukti
elektronik yang telah lolos kaji ulang
permohonan terhadap standar sasaran
mutu dalam akreditasi ISO 17025:2017
yang berlaku pada layanan
Laboratorium Forensik Bukti Elektronik.
b. Tingkat kepuasan pengguna layanan
aduan tindak pidana ITE: yaitu
Indikator ini mengukur tingkat
kepuasan dengan melakukan evaluasi
subjektif dari pengalaman pelapor
terhadap proses aduan tindak pidana.
ITE, mulai dari pelaporan awal hingga
tindak lanjut yang diberikan oleh
layanan aduan tindak pidana ITE Dit.
Penyidikan Digital

Metode pengambilan data dilakukan
dengan melakukan survey kepada
pengguna/pelapor/pemohon pada
layanan aduan tindak pidana ITE.

c. Tingkat pemahaman APH terhadap
UU ITE: yaitu Pengukuran tingkat
pemahaman dan cakupan pengetahuan
Aparat Penegak Hukum (APH) mengenai
substansi, implementasi, dan implikasi
Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam
pelaksanaan tugas penegakan hukum.
Pengukuran dilakukan melalui pre-test
sebelum APH menerima materi UU ITE
pada kegiatan bimbingan teknis (bimtek)
dan post-test setelah materi
disampaikan, untuk mengevaluasi

dilakukan oleh Ditjen Pengawasan
Ruang Digital

Rumus perhitungan:
((a+b+c)/3)*100%
Keterangan:

a. Tingkat ketepatan waktu

forensik bukti elektronik

b. Tingkat kepuasan pengguna layanan
aduan tindak pidana ITE

c. Tingkat pemahaman APH terhadap
UU ITE

Non PN - N/A 74% 71% 73% 76% 79% - - - -

Ditjen Pengawasan
Ruang Digital
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1KSS.6.1

IKP 5.3

03 - Tingkat kecepatan dalam
penanggulangan konten ilegal

Indikator ini mengukur rata-rata waktu
yang diperlukan untuk melakukan
penghapusan maupun pemblokiran
terhadap konten ilegal. Indikator ini
diukur tiap tahun oleh Ditjen
Pengawasan Ruang Digital Durasi
Waktu Pemutusan Akses/Pemblokiran
PSE Terhadap Konten yang Melanggar
Ketentuan Perundangan Undangan.
Pengukuran dilakukan oleh Ditjen
Pengawasan Ruang Digital

Parameter ini mengukur durasi waktu
pemutusan akses/pemblokiran PSE
terhadap konten yang melanggar
ketentuan Perundangan Undangan.

Rumus Perhitungan:
Jam batch di input ke sistem
akses - Jam batch masuk

< 3 Jam
(Komdigi,
2024)

Non PN - <3 Jam <3 Jam <3 Jam <2,5Jam <2,5Jam - - - -

Ditjen Pengawasan
Ruang Digital

IKSS.6.1

IKP 5.4

04 - Tingkat kepercayaan masyarakat
dalam beraktivitas di ruang digital

Indikator ini mengukur seberapa ruang
digital mendapat kepercayaan dari
masyarakat dalam beraktivitas di ruang
digital yang kondusif. Indikator ini
merupakan bagian dari Indeks Ruang
Digital Kondusif yang fokus pada Pilar
Terpercaya. Pengukuran dilakukan oleh
Ditjen Ruang Digital

Non PN - N/A - 2,5 2,6 2,7 2,8 - - - -

Ditjen Pengawasan
Ruang Digital

IKSS.6.1

IKP 5.5

05 - Tingkat pengendalian atas
penyelenggaraan usaha dengan
Klasifikasi teknologi baru

Indikator ini mengukur kesesuaian
penyelenggaraan teknologi baru oleh
pelaku usaha dengan perizinan
berusaha yang memiliki aktivitas
pemrograman berbasis kecerdasan
artifisial dan aktivitas pengembangan
teknologi blockchain, atau aktivitas
pengembangan teknologi baru lainnya,
dengan peraturan perundangan bidang
pengawasan ruang digital. Pengukuran
dilakukan oleh Ditjen Pengawasan
Ruang Digital

Cara perhitungan :

Tingkat kesesuaian penyelenggaraan
teknologi baru oleh pelaku usaha yang
berizin usaha terkait/seluruh pelaku
usaha yang berizin teknologi baru x
100%

Non PN - N/A - 65% 69% 73% 7% - - - -

Ditjen Pengawasan
Ruang Digital

06 - Meningkatnya Keterpaduan

dan Aplikasi
Digital

IKSS.5.1

IKP 6.1

01 - Tingkat keandalan layanan aplikasi
pemerintah

Parameter ini mengukur persentase
tingkat keandalan pada uptime layanan
dari aplikasi. Aplikasi pemerintahan
yang dimaksud adalah aplikasi yang
merupakan layanan yang
diselenggarakan dan merupakan
tanggung jawab Ditjen TPD, Komdigi.
Pengukuran ini akan dilakukan tiap
tahun oleh Ditjen Teknologi Pemerintah
Digital.

tools uptime kemudian

dihitung berikut:
(Total waktu operasional - downtime /
total waktu operasional) x 100%

365 harix24 jam=8.760 jam

2025 = 27%x8.760= 2.365,2 jam
(Downtime maksimum 98 hari)
2026 = 23%x8.760= 2.014,8 jam
(Downtime maksimum 83 hari)
2027 = 20%x8.760= 1.752 jam
(Downtime maksimum 73 hari)
2028 = 17%x8.760= 1.489,2 jam
(Downtime maksimum 62 hari)
2029 = 14%x8.760= 1.226,4 jam
(Downtime i 51 hari)

Non PN - N/A 73% T7% 80% 83% 86% - - - -

Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital

IKSS.5.1

IKP 6.2

2 - Tingkat keandalan layanan
infrastruktur pemerintah

Parameter ini mengukur persentase
capaian standar layanan dan kelaikan
pada ekosistem infrastruktur digital
pemerintah sesuai lingkup tanggung
jawab Ditjen Teknologi Pemerintah
Digital, Komdigi.

Rata-rata = (% penggunaan JIP + % SLA
Penanganan Insiden + % pemanfaatan

PDN)/3

Non PN - N/A 78,67% 82,67% 85,33% 88% 91,67% - - - -

Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital
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IKSS.5.1

IKP 6.3
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03 - Tingkat keandalan layanan
teknologi baru pada pemerintah digital

Parameter ini mengukur keandalan
layanan teknologi baru (Big Data
dan/atau Al dan/atau Machine
Learning) yang disediakan Ditjen TPD.
Pengukuran ini akan dilakukan tiap
tahun oleh Ditjen Teknologi Pemerintah
Digital

Menggunakan tools uptime kemudian
dihitung berikut:

(Total waktu operasional - downtime /
total waktu operasional) x 100%

365 harix24 jam=8.760 jam

2025 = -

2026 = 23%x8.760= 2.014,8 jam
(Downtime maksimum 83 hari)
2027 = 20%x8.760= 1.752 jam
(Downtime maksimum 73 hari)
2028 = 17%x8.760= 1.489,2 jam
(Downtime maksimum 62 hari)
2029 = 14%x8.760= 1.226,4 jam

Non PN

Non PN

N/A

T7%

80%

83%

86%

Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital

(Downtim i 51 hari)

IKSS.5.1

IKP 6.4

04 - Tingkat kepatuhan IPPD sebagai
Penyelenggara Sistem Elektronik
Lingkup Publik (Kumulatif)

Parameter ini mengukur persentase
instansi pemerintah pusat dan daerah
yang terdaftar dan mematuhi standar
PSE Publik secara akumulatif.
Pengukuran ini akan dilakukan tiap
tahun oleh Ditjen Teknologi Pemerintah
Digital.

Jumlah IPPD yang mendaftar hingga

tanda daftar PSE publik
pada layanan pendaftaran PSE lingkup
publik di Komdigi dibagi semesta IPPD
(651 K/L.D) dikali 100 persen.

Non PN

N/A

1%

5%

15%

30%

50% (kumulatif)

Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital

07 - Mengakselerasi Transformasi
Digital Daer:

IKSS.5.2

IKP 7.1

01 - Peningkatan jumlah provinsi naik
kelas indeks TDN pilar pemerintah
(Kumulatif)

Parameter ini mengukur jumlah provinsi
yang mengalami peningkatan skor
Indeks TDN pada pilar pemerintah
sehingga dapat berpindah ke Klasifikasi
yang lebih tinggi dibandingkan dengan
skor pada baseline secara akumulatif.
Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh
Biro Perencanaan dengan lagging 1
tahun pengukuran

Nilai Indeks TDN pilar Pemerintah =
(y-tahun berjalan) - (y-1)

Non PN

10 provinsi
(Komdigi,
2022)

Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital

08 - Akselerasi Pengembangan
Kompetensi Digital SDM Nasional
Sesuai Industri ke Depan

IKSS 4.1

IKP 8.1

01 - Nilai IMDI pada pilar pekerjaan

Mengukur skor IMDI pada pilar
pekerjaan untuk mengidentifikasi
kesenjangan keterampilan digital,
tingkat keterampilan digital, dan
kesesuaian keterampilan digital pekerja
dengan kebutuhan industri. Indikator
ini diukur melalui skor IMDI pilar
pekerjaan yang akan dilakukan oleh
Pusbang Ekosistem SDM Komdigi

Rumus perhitungan: Rata-rata
berdasarkan konversi nilai indikator
masing-masing subpilar pembentuk
pilar pekerjaan.

Non PN

38,09
(Komdigi,
2024)

42,91

43,41

44,21

45,01

45,81

Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Digital

IKSS 4.2

IKP 8.2

02 - Persentase (%) peningkatan tenaga
kerja dengan keterampilan digital

Mengukur peningkatan tenaga kerja
dengan keterampilan digital yang
dihitung berdasarkan tenaga kerja yang
pernah mendapatkan pelatihan bidang
TIK dan digital. Data tersebut diperoleh
dari data Sakernas yang diolah.
Pengukuran dilakukan oleh Pusbang
Talenta Digital

Rumus perhitungan: Membandingkan
kenaikan tenaga kerja dengan
keterampilan digital yang dihitung
berdasarkan tenaga kerja yang pernah
pelatihan bidang TIK dan

digital pada tahun berjalan dan tahun

Non PN

6,21%
(Komdigi,
2024)

6,5%

6,75%

%

7,25%

7,5%

Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Digital

09 - Mempercepat Akselerasi
Kompetensi SDM Aparatur dan
impinan Digital

IKSS 4.4

IKP 9.1

Persentase (%) dampak pengembangan
i digital ASN bagi isasi

Mengukur proporsi kompetensi digital

alumni peserta pelatihan berdasarkan

hasil analisis dampak pelatihan pada
isasi melalui tracer study yang

dilakukan oleh Pusbang Aparatur
Komdigi

Non PN

N/A

87%

87%

88%

88%

89%

Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Digital

IKSS 4.4

IKP 9.2

(%) dampak
kompetensi kepemimpinan digital ASN
bagi organisasi

Mengukur proporsi kompetensi
kepemimpinan digital alumni peserta
pelatihan berdasarkan hasil analisis
dampak pelatihan pada organisasi
melalui tracer study yang dilakukan oleh
Pusbang Aparatur Komdigi

Non PN

N/A

80%

80%

83%

85%

85%

Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Digital

SP 10

10 - Mengakselerasi Masyarakat
Digital untuk Bisa Produktif dan Bijak
dalam Internet
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SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / PN (RPIMN)/ ALOKASI (dalam ribu rupiah]
Pl?l‘?é;lﬁ‘;rﬂl SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / Definisi PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Baseline ( ® ! wrémiASl
INDIKATOR / OUTPUT Non PN 2026 2027 2028
Mengukur kemampuan individu dalam
menggunakan perangkat digital, aplikasi
Komunikasi, dan internet untuk
an informasi.
Indikator ini diukur melalui skor IMDI
ilar literasi digital. Pengukuran ini Badan Pengembangan
IKSS 4.1 | IKP 10.1 |01 - Nilai IMDI pada pilar literasi digital [akan dilakukan oleh Pusbang Ekosistem Non PN - N/A 60,25 62,25 64,25 66,25 68,25 - - - - - Sumber Daya Manusia
SDM Komdigi Komunikasi dan Digital
Rumus perhitungan: Rata-rata
berdasarkan konversi nilai indikator dan
pembobotan masing-masing subpilar
pilar literasi digital.
Ukuran statistik yang menggambarkan
persentase populasi individu dalam
rentang usia 15 hingga 59 tahun yang
02 - Proporsi remaja dan dewasa Usia | memiliki kemampuan atau keterampilan 70% (BPS, Badan Pengembangan
IKSS 4.3 | IKP 10.2 |15-59 tahun dengan keterampilan yang relevan dengan Teknologi Informasi| ~ PN (RPJMN) - 203) 83% 85% 86% 88% 90% - - - - - Sumber Daya Manusia
Teknologi Informasi Dan Komputer (TIK) |dan Komunikasi (TIK). Data tersebut Komunikasi dan Digital
diperoleh dari BPS dan pengukuran
akan dilakukan oleh Pusbang Literasi
Digital
s57 | sp11 |1L Meningkatnya Kualitas Layanan
- Publik Bidang SDM Digital
Jumlah penerimaan negara bukan pajak
01 - Persentase Realisasi Penerimaan | (PNBP) yang ditargetkan dari layanan )
IKSS 7.2 | IKP 111 |t ot e et oI ‘zznyyagg e o o Non PN - N/A 100% 100% 100% 100% 100% - - - - - BPSDM Komdigi
talenta digital
12. Meningkatnya Kualitas Layanan
$S.7 | SP12 |Publik Bidang Pengawasan Ruang
Digital
Jumlah penerimaan negara bukan pajak
01 - Persentase Realisasi Penerimaan | (PNBP) yang ditargetkan dari layanan Ditjen Pengawasan
IKSS 7.2 | IKP 12.1 |\ prpp Bidang Pengawasan Ruang Digital iizm ,zir.y yagg torkait dengan bxgang Non PN - N/A 80% 80% 80% 80% 80% - - - N - ]J?uang glgual
ruang digital
g&";‘:’: :l::’:i:"‘"“‘““l Ekosistem untuk Startup 72,608,147 100,717,000 | 116,339,000 125,423,000 | 135,014,500
b1 | sk, |0L-Meningkatnya Pertumbuhan
! | Startup Digital Nasional
Merupakan perhitungan persentase
progres tahunan terhadap target akhir
yaitu 3 (tiga) kota yang mencapai Tier 1
pada tahun 2029. Klasifikasi Tier
berdasarkan hasil pengukuran Indeks
Ekosistem Startup Digital yang
dilakukan Komdigi bersama lembaga
01 - Persentase Penambahan Jumlah Y208 memiliki kapabilitas untuk Dit. Pengembangan
IKP.1.3 | IKK.1.1 |Kota yang Memiliki Indeks Ekosistem hal tersebut. Beberapa Non PN - N/A 10% 25% 50% 75% 100% Ekosistem Digital, Ditjen
Startup Digital Ter 1 indikator yang menjadi subjek Ekosistem Digital
pengukuran namun tidak terbatas
kepada; jumlah startup aktif, akses ke
pendanaan, ketersediaan infrastruktur
digital, kolaborasi dengan pemerintah,
dan kualitas talenta digital. Pengukuran
ini akan dilakukan tiap tahun oleh Dit.
Pengembangan Ekosistem Digital, Ditjen
Ekosistem Digital
Perbandingan antara jumlah start
yang berhasil mengalami peningkatan
yang diukur dari indikator :
investasi,
pendapatan, dan penambahan traksi
dengan jumah total startup yang
ini
tiap tahun oleh Dit. Pengembangan
02 - Rasio startup yang berhasil scale ~ |Exosistem Digital, Ditjen Ekosistem 5% Dit. Pengembangan
IKP. KK.1.2 |up gital. Non PN - (Komdigi, 5% 5% 5% 5% 5% Ekosistem Digital, Ditjen
SU-a/B 2024) Ekosistem Digital
SU: Rasio startup yang berhasil Scale up
A: Jumlah startup yang berhasil
i diukur dari
indikator : penambahan investasi,
penambahan pendapatan, dan
penambahan traksi
B : jumlah total startup yang difasilitasi.
o Dit. Pengembangan
?:C‘,f:;p;:zj:l‘“s‘ Digital PN (RPJMN) Nasional 7 Startup - - - - Ekosistem Digital, Ditjen
Ekosistem Digital
Dit. Pengembangan
Output 2. Startup Digital Terakselerasi PN (RPJMN) Nasional / 1513)]5{;:3@ 15%2?;{“" 15%5;;“" 15%?;;;“" Ekosistem Digital, Ditjen
Ekosistem Digital
Surabaya,
Bandung,
Yogyakarta,
Bali
) . (Denpasar), Dit. Pengembangan
g{:‘l‘:}‘}:‘fﬁiﬁi‘f‘em Startup Digital PN (RPJMN) Medan, 0 4 Kota 6 Kota 8 Kota 10 Kota Ekosistem Digital, Ditjen
Makassar, Ekosistem Digital
Palembang,
Batam,
Semarang,
Pontianak
N Dit. Pengembangan
g;‘;r‘:;‘; g‘;‘:;‘lg“k““" Ekosistem Non PN Nasional - 1 Ekosistem Digital, Ditjen
Ekosistem Digital
1 | sko |02 Meningkataya Pertumbuban
Ekosistem Gim Nasional




PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /
INDIKATOR / OUTPUT

Definisi
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PN (RPJMN)/
PN (Non RPJMN)/
Non PN

LOKASI RO

Baseline
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TARGET

2027

2026

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

2027

2028

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

per
dan penerbit gim lokal merupakan
persentase pengembang dan penerbit
g\m (perusahaan/ individu / startup)
aktif yang mengalami peningkatan skala
usaha. Persentase peningkatan skala
pengembang dan penerbit gim yang
berpotensi menambah aktivitas usaha
dan menyediakan lapangan pekerjaan,
sehingga berkontribusi pada
pertumbuhan ekonomi digital dihitung
dengan rumus sebagai berikut:

Dit. Pengembangan

IKP.1.2 IKK.2.1 pert Non PN - N/A 2% 2.25% 2.50% 2.75% 3% Ekosistem Digital, Ditjen
dan penerbit gim lokal P =(JA/JG)*100 Ekosistem Digital
P = Persentase pertumbuhan
pengembang dan penerbit gim lokal
JA = Jumlah pengembang dan penerbit
gim lokal yang difasilitasi meningkat
skala usahanya
JG = Jumlah pengembang dan penerbit
gim lokal yang aktif di Indonesia
Pengukuran terhadap indikator ini
dilakukan tiap tahun oleh Dit.
Digital
Indikator ini mengukur tingkat
kesesuaian Klasifikasi Gim yang beredar
di Indonesia. Parameter indikator
ditentukan berdasarkan persentase gim
yang telah terverifikasi dan memperoleh
rating IGRS sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pengukuran
terhadap indikator ini dilakukan oleh
Dit. Pengembangan Ekosistem Digital.
Tingkat kesesuaian rating gim yang Dit, Pengembangan
IKP.12 | IKK.2.2 [[I0EKa) Kesesuatar TK = (VG/RG) x 100 Non PN - N/A 70% 72,5% 75% 77,5% 80% Ekosistem Digital, Ditjen
TK = Tingkat kesesuaian klasifikasi gim Ekosistem Digi
yang terbit di Indonesia
G = Verified Games, Gim yang telah
rating dan terverifikasi
sesuai ketentuan klasifikasi gim olch
sistem IGRS
RG - Rated Games, Gim yang tclsh
ing berdasarkan
self assessment lasesmen mandiri) pada
sistem IGRS
Output 1. Fasilitasi Akselerasi Startup ) Dit. Pengembangan
oy PN (RPJMN) Nasional 20 Startup - - - - Ekosistem Digital, itien
Digital
- Dit. Pengembangan
Output 2. Akselerator dan inkubator ) 40 Daerah acr 40 Daerah 25 Dacrah ¢ mbangan
im PN (RPJMN) Nasional - (Prov/Kab/Kota) | (Prov/Kab/Kota)| (Prov/Kab/Kota) | (Prov/Kab/Kota) Ekosistem D‘g‘]‘;jlg'it[;”e“
Dit. Pengembangan
Output 3. Kemitraan dan investasi gim Non PN Nasional - 10 Startup Gim | 10 Startup Gim | 10 Startup Gim | 10 Startup Gim Ekosistem Digital, Ditjen
Ekosistem Digital
Dit. Pengembangan
Output 4. Layanan Klasifikasi gim PN (Non RPJMN) |  Nasional - 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Ekosistem Digital, Ditjien
istem Digital
Output 5. Regulasi dan kebijakan . 2 2 2 2 Dit. Pengembangan
strategis terhait mdustri gim Non PN Nasional - et Ekosistem Digital, Ditjen
Digital
P - Dit. Pengembangan
Output 6. Rekomendasi Kebijakan Non PN Nasional 1 Rekomendasi . . . = 2

Implementasi Klasifikasi Gim

01 - Indeks Dampak Kebijakan Bidang

Tingkat dampak kebijakan bidang
ekosistem digital merupakan dampak
kebijakan terhadap kinerja industri

ek
industri startup dan gim. IKK ini

Kebijakan

Ekosistem Digital, Ditjen
Ekosistem Digital

Dit. Pengembangan

IKP.L1 ] KK LD gy istem Digital dihitung dari rata-rata aspek dampak Non PN - N/A N 05 67 09 7 Ek";‘;;:‘i:tg‘f‘]‘;jlnf;‘ﬁ“
kebijakan dari masing-masing industri. &
Pengukuran ini dilakukan tiap tahun
ol Dit. Pengembangan Bkosister
Digital, Ditjen Ekosistem Digital
Dit. Pengembangan
Output 1. RPP Ekosistem Digital PN (RPJMN) Pusat - - - 1RPP - Ekosistem Digital, Ditjen
istem Digital
Output 2. Rekomendasi Kebijakan - - Dit. Pengembangan
terkait Rancangan Peraturan Non PN Pusat - 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi - -

Pemerintah Ekosistem Digital

Kebijakan

Kebijakan

Ekosistem Digital, Ditjen

Ekosistem Digital




PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /
INDIKATOR / OUTPUT

01 - Persentase pertumbuhan adopsi

Definisi

Merupakan pertumbuhan pengguna
teknologi digital yang diukur
berdasarkan jumlah user
(pelanggan/pengguna) produk/jasa
teknologi baru. IKK ini akan dihitung
dengan rumus sebagai berikut:

P = A/(B+A) x 100
P = Persentase pertumbuhan adopsi
(use case) teknologi digital
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PN (RPJMN)/
PN (Non RPJMN)/
Non PN

LOKASI RO

Baseline

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

2026

2027

2028

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

Dit. Kecerdasan Artifisial
dan Ekosistem Teknologi

IKP.2.1 IKK.1.1 PR A = Penambahan jumlah adopsi (use Non PN - N/A 0.50% 2.00% 2,25% 2,5% 2,75% L N
use case teknologi digital N Baru, Ditjen EKosistem
case) baru teknologi digital yang Digital
terjadi/diimplementasikan pada tahun
n
B = Total akumulasi adopsi (use case)
teknologi digital dari tahun n-1
Sumber Data: Survey Industri (Asosiasi,
penyedia teknologi) terkait jumlal
pelanggan/ pengguna use case teknologi
Dit. Kecerdasan Artifisial
doiuégstoi.Pi??;:ri‘:iatan Teknologi Digital PN (RPJMN) Nasional 250 Orang 250 Orang 250 Orang 250 Orang 250 Orang dg;‘ n’ikgs‘:fé:“é:i‘:i?
Digital
Dit. Kecerdasan Artifisial
;“ég;‘of';er‘i‘l::‘a"‘:‘““ Teknologi Digital N (RPJMN) Nasional 60 Orang 200 Orang 200 Orang 250 Orang 250 Orang dg;‘rﬁkgs‘:fé;"é::::f;g‘
Digital
Dit. Kecerdasan Artifisial
Output 3. Pemanfaatan Teknologi Digital . dan Ekosistem Teknologi
di Sektor Logistik N (RPIMN) Nasional 200 Orang - - - - Baru, Ditjen Ekosistem
Digital
Dit. Kecerdasan Artifisial
,?:1(“‘1’;‘1‘0;' g:;“l;f;‘ §;‘3:§“§;‘,§;‘, Non PN Nasional - 1 Badan Usaha | 2 Badan Usaha | 3 Badan Usaha | 4 Badan Usaha dg;‘r&kgf:f;i“é:::f;‘f
Digital
spo | sko |02 Meningkatkan Pertumbuhan
Bisnis Bidang Baru
Perscntase tingkat pertumbuhan pelaku
usaha bidang teknologi baru merupakan
Persentase pelaku usaha di bidang Al
dan Teknologi Baru yang mendapatkan
Perizinan Berusaha di OSS RBA (KBLI
62014, 62015, 62024). IKK dihitung
dengan rumus sebagai berikut:
Dit. Kecerdasan Artifisial
Persentase tingkat pertumbuhan pelaku [P=A/ (B+A) x 100% , ) N N N dan Ekosistem Teknologi
IKP2.1 | IKK2.1 | ang teknologi bara Pt pertumbuhan pelaku Non PN - N/A 1% 2% 2,25% 25% 2,75% Baru, Ditjen Ekosisten
usaha bidang teknologi baru Digital
A = Penambahan Jumlah pelaku usaha
bidang teknologi baru pada tahun n
B = Total Akumulasi pelaku usaha
bidang teknologi baru dari tahun n-1
Sumber Data: OSS RBA
(KBLI 62014, 62015, 62024)
Mengukur pertumbuhan Inovasi
produk/ usecase pelaku usaha berbasis
Green Tech pada sektor strategis. IKK
dihitung dengan rumus sebagai berikut:
P = A/(B+A) x 100% Dit. Kecerdasan Artifisial
Persentase pertumbuhan inovasi digital |P = Persentase pertumbuhan Inovasi , N N N dan Ekosistem Teknologi
IKP2.1 | IKK2:2 | eon tech S digital berbasis green tech Non PN - N/A - 1% 1,25% 1.5% 1,75% Baru, Ditjen Ekosistem
A = Penambahan Jumlah inovasi Digital
produk/ usecase pelaku usaha terkait
green tech pada tahun n
B = Total Akumulasi inovasi
produk/ usecase pelaku usaha terkait
green tech dari tahun n-1
Dit. Kecerdasan Artifisial
Output 1. PM terkait Roadmap Emerging - dan Ekosistem Teknologi
Technologies N (RPIMN) Pusat - 1PM - - - Baru, Ditjen Ekosisters
Digital
Dit. Kecerdasan Artifisial
Output 2. Sandbox Regulasi Digital PN (RPJMN) Pusat R 3 Industri 6 Industri 8 Industri 10 Industri dan Ekosistem Teknologi
Baru, Ditjen Ekosistem
Digital
Dit. Kecerdasan Artifisial
Output 3. Fasilitasi green tech PN (RPJMN) Nasional - 2 Startup 4 Startup 6 Startup 10 Startup dan Ekosistem Teknologi
Baru, Ditjen Ekosistem
Digital
Dit. Kecerdasan Artifisial
Output 4. Kajian terkait Pengembangan . 5 4 4 3 dan Ekosistem Teknologi
Indé’stri Al d;n Teknologi Bagm & Non PN Nasional Kebijak Kebijak Kebijak: Kebijak: Baru, Ditjen Ekosxsten’?
Digital
Output 5. Fasiltasi Kemitraan dan Dit. Kecerdasan Arifisil
Investasi untuk Pengembangan Industri Non PN Nasional - 1 Industri 1 Industri 1 Industri 1 Industri sis nologi
Teknologi Baru Baru, Ditjen Ekosistem
Digital
Dit. Kecerdasan Artifisial
Output 6. Fasilitasi pengembangan Non PN Nasional 1 Industri 1 Industri 1 Industri 1 Industri 1 Industri dan Ekosistem Teknologi

inovasi Al dan teknologi baru

Baru, Ditjen Ekosistem
Digital

KEGIATAN 4: Pengembangan Industri Pos dan Penyiaran

SP3

29,604,492

36,113,347

41,138,666

43,338,666

42,638,666

SK 1

01. Meningkatnya Pemerataan
Layanan Pos Logistik di Seluruh
Wilayah




PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /
INDIKATOR / OUTPUT

Definisi

Proporsi kecamatan yang memiliki titik
layanan pos dari total kecamatan. Titik
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PN (RPJMN)/
PN (Non RPJMN)/
Non PN

LOKASI RO

Baseline
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2026

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

2027

2028

69% )
01. Persentase Kecamatan Yang layanan pos dapat berupa . . N ’ N , N Dit. Pos dan Penyiaran,
IKP 3.1 | IKK L1 |y il Titik Layanan Pos Kantor/gerai/agen/mitra penyedia Non PN (Komdigi, 69.5% 70% 70.5% 1% 71.5% Ditjen Ekosistem Digital
c 2024)
layanan pos. Pengukuran dilakukan
oleh Dit Pos dan
Output 1 - Rancangan Peraturan
Menteri tentang Penyelenggaraan . R R R R Dit. Pos dan Penyiaran,
Kewajiban Pelayanan Umum Layanan Non PN Pusat 1PM Ditjen Ekosistem Digital
Pos Universal
Output 2 - Rekomendasi teknis tentang ! ! ! ! ! Dit. Pos dan Penyiaran,
! Non PN Pusat - it ; 2
penyelenggaraan Layanan Pos Universal comen cromen: Ditjen Ekosistem Digital
Gutput 3 - Kemitraan Penyelenggara Pos N _ . Dit. Pos dan Penyiaran,
dengan Mitra Strategis Non PN Nasional 1o 10 1o 10 Ditjen Ekosistem Digital
" " 2 2 2 2 "
Output 4 - Sistem Informasi Manajemen Non PN pusat R Sistern 2 ) Sitern Sistern Sistem Dit. Pos dan Penyiaran,
LPU Sistem Informasi Ditjen Ekosistem Digital
Informasi Informasi Informasi Informasi
sp3 | sko |02 Meningkatnya Kualitas dan Daya
Saing Pos Logistik
Indeks yang mengukur dampak
kebijakan terhadap kinerja industri pos
" ) logistik secara ekonomi dan non ’
KP3.1 | KK 2.1 |01 - Indeks dampak kebijakan bidang |0\ 00 er ini diitung dari Non PN - N/A - 65 67 69 71 Dit. Pos dan Penyiaran,
pos logistik Ditjen Ekosistem Digital
rata-rata capaian dari masing-masing
komponen dan diukur mulai tahun
2026 oleh Set. DJED
Nilai Integrated Indekx for Postal
Development (2IPD) yang dirilis olch
Universal Postal Union (UPU) setiap
tahunnya. Komponen yang diukur
adalah Kehandalan, Jangkauan,
02 - Integrated Index for Postal Ketahanan dan Relevansi bisnis setiap . 66,6 (UPU, Dit. Pos dan Penyiaran,
IKP 3.1 | IKK 2.2 | 1y elopment (21PD) Designated Operator (DO) yang menjadi PN (RPIMN) 2024) 00 05 70 74 8 Ditjen Ekosistem Digital
anggota UPU. Saat ini DO Indonesia
adalah Pos Indonesia. DO ditunjuk
melalui proses seleksi yang dilakukan
Kemenkomdigi sesuai ketentuan
peraturan perundang:
Indeks yang mengukur tingkat kinerja,
) ) - |kesehatan, dan pembangunan industri ; )
KP3.1 | IKK 2.3 |03 Indeks Kinerja Industri Pos logistik | "0 o) " pengulcuran dilakukan Non PN - N/A 275 3 3.25 3.5 Dit. Pos dan Penyiaran,
Nasional . ! § Ditjen Ekosistem Digital
oleh Dit Pos dan Penyiaran setiap
tahunnya
Gutput 1 - Pengawasan dan penilaian - -
indeks kinerja dan status mutu serta Non PN Pusat - 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Dit. Pos dan Penyiaran,
i Ditjen Ekosistem Digital
iklim usaha pos
Output 2 - Rekomendasi Kebijakan T T T T T N -
Peningkatan Postal Development Level Non PN Pusat E.‘tt' P"Efa'.‘ fe“yl‘;.’?l“’l
¢ ekomen ekomen eleomen itjen Ekosistem Digital
Output 3 - Rancangan UU Pos N (RPJMN) Pusat - 1 1 1 - ;‘t‘.’e z“;fog‘s'i‘s{;en':y;"“{‘a’l
RUU RUU RUU J &
Gutput 4 - Rekomendasi Kebijakan T Rekomendasi ) N N 7 Dit. Pos dan Penyiaran,
Pos 5PL Non PN Pusat Kebijak: Ditjen Ek Digital
Output 5 - Fasilitasi Digitalisasi Pos PN (RPJMN) Nasional - 20 Badan Usaha |20 Badan Usaha 20 Badan Usaha|20 Badan Usaha Dit. Pos dan Penyiaran,
Ditjen Ekosistem Digital
Gutput 6 - Fasilitasi Penyelenggara Pos "
dalam Pemanfaatan Aplikasi Geospasial Non PN Pusat 20 Badan R - R B Dit. Pos dan Penyiaran,
Pos Usaha Ditjen Ekosistem Digital
Gutput 7 - Rekomendasi Kebijakan 1 - -
Penilaian Kinerja dan Status Mutu Non PN Pusat Rekomendasi - - - - Dit. Pos dan Penylaran,
Ja ekomen Ditjen Ekosistem Digital
Output 8 - Rekomendasi Kebijakan 1 Dit. Pos dan Penyiaran,
Penerapan Logistik Halal dan Logistik Non PN Pusat Rekomendasi - - - - o 0 Penylaran,
o " itjen Ekosistem Digital
Hijau Kebijakan
Output 9 - Sistem Informasi N 3 Sistem 3 Sistem 3 Sistem 3 Sistem 3 Sistem Dit. Pos dan Penyiaran,
on PN Pusat ; ; - "
Pos Informasi Informasi Informasi Informasi Informasi Ditjen Digital
- - N N " Dit. Pos dan Penyiaran,
Output 10 - Prototype Desain Prangko Non PN Pusat 8 Desain 8 Desain 8 Desain 8 Desain Ditjen Bkosistem bigttol
. " 1 N
Output 11 - Rekomendasi Kebijakan ) Dit. Pos dan Penyiaran,
Revitalisasi Prangko Non PN Pusat Rekomendasi - - - - Ditjen Ekosistem Digital
Kebijakan
Output 12 - Fasilitasi Kerjasama R . R R Dit. Pos dan Penyiaran,
e Non PN Pusat 15000 UMKM Ditjen Bkosistem bigttl
Output 13 - Kemitraan Kantor Layanan Dit. Pos dan Penyiaran.
Pos Universal (LPU) dengan Koperasi PN (Non RPJMN) | Nasional - 50 titik 50 titik 50 titik 50 titik e e e
Merah Putih (KMP) I e
03. Menguatnya Tata Kelola untuk
SP3 | SK3 |Mendukung Keberlanjutan Industri
Penyiaran
Indeks yang mengukur dampak
kebijakan terhadap kinerja industri
. penyiaran secara ekonomi dan non
KP3.2 | 1Kk 3.1 |0} - Indeks dampak kebijakan bidang |y 1o Tndeks ini dihitung dari Non PN - N/A - 65 67 69 71 Dit. Pos dan Penyiaran,
penyiaran k ; Ditjen Ekosistem Digital
rata-rata capaian dari masing-masing
komponen dan diukur mulai tahun
2026 oleh Set. DJED
Persentase Kab/kota yang siap untuk
i i teknologi
penyiaran, seperti DVB (Digital Video
Broadcasting) Family, DAB+ (Digital
Audio Broadcasting), DRM (Digital Radio
KP3.2 | 1KK 3.2 |02 - Persentase Keberhasilan Ujicoba | Monodiale), dan teknologi konvergensi Non PN . N/A . 0.38% 0.71% L16% 1.55% Dit. Pos dan Penyiaran,
Teknologi Konvergensi Penyiaran penyiaran lainnya baik secara digital Ditjen Ekosistem Digital
maupun simulcast. Perhitungan apabila
terdapat lebih dari 1 teknologi yang
akan di wjicoba adalah dengan
menghitung rata-rata keberhasilan dari
ujicoba teknologi di
Gutput - 1. Peta Jalan Penyiaran N (RPIMN) asat i T Rekomendasi N i N D, Pos dan Peryiaran,

Nasional

Ditjen Ekosistem Digital
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Non PN
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Baseline

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

2026

2027

2028

INDIKATOR / OUTPUT
Output - 2. Rekomendasi Kebijakan

2 Rekomendasi

Dit. Pos dan Penyiaran,
Terkait Penyiaran Non PN Pusat Kebijakan - - - - Ditjen i Digital
Output - 3. Rancangan Peraturan
Menteri Dalam Penyelenggaraan Dit. Pos dan Penyiaran,
Penyiaran Menggur‘;’akang%ree To Air PN (RPJMN) Pusat - 1PM - - - Ditjen EkosislemyDlg;ltal
(FTA) Satelit
Output - 4. Rekomendasi Kebijakan
Penyelenggaraan Penyiaran 1 Rekomendasi Dit. Pos dan Penyiaran,
Menggunakan Integrated Broadcast N (RPIMN) Pusat - Kebijakan - - - Ditjen Ekosistem Digital
Broadband (IBB)
Output - 5. Rancangan Peraturan . N
Menteri terkatt Penyglaran Menggunakan Non PN Pusat R R 1PM R B S.": Pos dan Penyiaran,
IBB) itjen Ekosistem Dlgxtal
Output - 6. Pemanfaatan Integrated Dit. Pos dan Penyiaran,
Broadeast Broadband (IBB) i Non PN Pusat - - 4 Kota 6 Kota 8 Kota Ditjen Ekosistemnygital
Gutput - 7. Rekomendasi Kebijakan - " ;
torkait Penyelenggaraan Penyijarsn N (RPJMN) Pusat R ! RKek‘”,“e“das‘ R B - Dit. Pos dan Penyiaran,
Radio Secara Simulcast ebijakan Ditjen Ekosistem Digital
Output - 8. Rancangan Peraturan -
Men‘ien terkait penggembangan Non PN Pusat - - - 1PM - ]g) it. Pos dan Penylaran,
radio digital simulcast itjen Ekosistem Digital
Output - 9. Fasilitasi Penyiapan -
Ekosistem Industri Radio Digital Secara Non PN Pusat - - 5LP 5LP 5LP g“: Pos dan Penylaran,
Shosisten itjen Ekosistem Digital
Output - 10. Rekomendasi Kebfjakan 3 3 2 Dit. Pos dan Penyiaran,
Terkait Tata Kelola Industri Penyiaran PN (RPJMN) Pusat - Kebijak Kebijak Kebijak - Ditjen Ekosistem Digital
Output - 11. Rancangan Peraturan Dit, Pos dan Penyiaran,
Menteri terkait Rencana Dasar Teknik PN (RPJMN) Pusat - - - 1PM - Dit; 'e“ Ekosistem Dij lg'l
Penyiaran I e
Output - 12. Fasilitasi Peningkatan Dit. Pos dan Penyiaran,
Kua‘l’ltas Lembaga Penyiarang Non PN Pusat S0LP 1ooLp 100LP 100LP 100LP Ditjen EkosistemyDlg;tal
Output -13. Rekomendasi Kebijakan . N
erlait Model Bisnis Dan DayaJ Saing Non PN Pusat 1 Rekomendasi - - - - Dit. Pos dan Penyiaran,
Industri Penyiaran ebijakan Ditjen Ekosistem Digital
Pl “‘,’:"‘:“h‘;:‘;n“l'::k“;"‘! R, LT, 25,124,320 43,300,000 44,450,000 48,206,046 8,803,375
1.
sp4 | sk1 |Layanan Publik Bidang Pos Logistik,
Penyiaran, Telekomunikasi, dan
Informatika
Indeks yang mengukur kepuasan
masyarakat terhadap proses pelayanan
erizinan dibidang pos. IKK ini akan Dit. Layanan Ekosistem
KP4.1 | IKK 1.1 |01 - Indeks Kepuasan terhadap Layanan|dihitung secara triwulan dan nilai rerata Non PN - (Komdigi, 35 3,73 3,74 3,75 3,76 Digital, Ditjen EKosistem
Publik bidang Pos Logistik dari setiap triwulan yang digunakan 2054) e
rivwle gital
sebagai nilai akhir pengukuran kinerja.
Pengukuran per tahun dilakukan oleh
Dit. Layanan Ekosist Digital
Indeks yang mengukur kepuasan
masyarakat terhadap proses pelayanan
perizinan di bidang penyiaran. IKK ini
akan dihitung sccara triwulan dan nilai - Dit. Layanan Ekosistem
KP4.1 | IKK 1.2 |02 Indeks Kepuasan terhadap Layanan| o, ari se‘%lap triwulan yang Non PN - 3,67 (Komdigi, 3,5 3,68 3,69 3,7 3,71 Dngual,yDngen Ekosistem
Publik bidang Penyiaran c lan ya 2024) jer
digunakan sebagai nilai akhir Digital
pengukuran kinerja. Pengukuran per
tahun dilakukan oleh Dit. Layanan
Ekosistem Digital
Indeks yang mengukur kepuasan
masyarakat terhadap proses pelayanan
perizinan di bidang telekomunikasi. IKK
03 - Indeks Kepuasan terhadap Layanan| ™ 2kan dihitung secara trivulan dan \ Dit. Layanan Ekosistem
IKP 4.1 IKK 1.3 Publik bidang Telekomunikasi nilai rerata dari setiap triwulan yang Non PN - (Komdigi, 3,5 3,71 3,72 3,73 3,74 Digital, Ditjen Ekosistem
digunakan sebagai nilai akhir 2024) Digital
pengukuran kinerja. Pengukuran per
tahun dilakukan oleh Dit. Layanan
Ekosistem Digital
100% 100% 100% 100% 100%
04 - Persentase (%) Capaian target PNBp|CAPRIaN tahunan dari PNBP bidang Pos. 106% (Izin i (Izin (lzin (1zin Dit. Layanan Ekosistem
KP 4.2 | IKK 14 |po = st Pengukuran per tahun dilakukan oleh Non PN - (Komdigi, |Penyelenggaraan ) Digital, Ditjen Ekosistem
os Logistik ¢ ! ak Penyelenggaraan jer
Dit. Layanan Ekosistem Digital 2023) Pos Pos475.890.000 n Pos: n Pos: n Pos: Digital
455.000.000 495.000.000 | 470.000.000 | 475.000.000
05 - Persentase (%) Capaian target PNBP gff;ﬁéf‘%‘éﬁ;ﬁfﬁ;f ﬂiﬂ:ﬁfg 106% 100% 100% 100% 100% 100% Dit. Layanan Ekosistem
IKP 4.2 IKK 1.5 Penyiaran dllakukﬂn‘ oleh Dit. Layanan Ekosistem Non PN - (Komdigi, (Izin i o | (lzin : | (Izin Penyiaran: | (Izin : | (Izin Penyiaran: Digital, Ditjen Ekosistem
Dinital - 2023)  |46.984.718.000) | 53.801.658.000) | 54.635.584.000)|49.861.092.000) | 50.853.344.080) igi
Indeks yang mengukur tingkat integritas
pelayanan publik pos (skala 1 s/d 10),
06 - Indeks Integritas dan Pelayanan _|YaNE dihitung secara triwulan dan nilai 9,61 Dit. Layanan Ekosistem
IKP 4.3 | IKK L6 | e boe Logiotin rerata dari setiap triwulan yang Non PN - (Komdigi, 8,50 8,82 8,83 8,84 8,85 Digital, Ditjen Ekosistem
digunakan sebagai nilai akhir 2024) Digital
pengukuran kinerja oleh Dit. Layanan
Digital
Tndeks yang mengukur tingkat integritas
pelayanan publik pos (skala 1 s/d 10)
07 - Indeks Integritas dan Pelayanan _|YaNE dihitung secara triwulan dan nilai 8,65 Dit. Layanan Ekosistem
P43 | IKK L7 | e Penyiaran rerata dari setiap triwulan yang Non PN - (Komdigi, 8,50 8,66 8,67 8,68 8,69 Digital, Ditjen Ekosistem
digunakan sebagai nilai akhir 2024) Digital
pengukuran kinerja oleh Dit. Layanan
Digital
Indeks yang mengukur tingkat integritas
pelayanan publik pos (skala 1 s/d 10)
08 - Indeks Integritas dan Pelayanan _|YaNE dihitung secara triwulan dan nilai 9,81 Dit. Layanan Ekosistem
IKP4.3 | IKK L8 | g e elekomunas |rerata dari setiap triwulan yang Non PN - (Komdigi, 8,50 8,84 8,85 8,86 8,87 Digital, Ditjen Ekosistem
digunakan sebagai nilai akhir 2024) Digital
pengukuran kinerja oleh Dit. Layanan
Ekosistem Digital
Dit. Layanan EKosistem
Output 1 - Layanan Publik Bidang Pos PN (RPJMN) Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan - Digital, Ditjen Ekosistem
Digital
Dit. Layanan Ekosistem
Output 2 - Pengembangan Aplikasi 2 Sistem 2 Sistem 2 Sistem 2 Sistem 2 Sistem L . N
Siotem Perizinen, Onling Bxdal;g Pos N (RPJMN) Pusat Informasi Informasi Informasi Informasi Informasi Digital, Ditjen Ekosistem

Digital
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SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / PN (RPIMN)/ ALOKASI (dalam ribu rupiah
PI?EOGGlﬁ‘;TNI SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / Definisi PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Baseline ( ® ! "NIFTEIOARKSGAANINSAASl
INDIKATOR / OUTPUT Non PN 2026 2027 2028
. Dit. Layanan Ekosistem
S““’.“t 3 - Layanan Publik Bidang PN (RPJMN) Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan - DigitaLyDigcn Ekosistem
enyiaran jer
Digital
Sutput 4 - Sistem Informasi Manajemen Nom PN pusat 3 Sistem 3 Sistem 3 Sistem 3 Sistem 3 Sistem. ;{g‘“';fygxi';i‘;?s‘;‘;’;
ayanan Publik Bidang Penyiaran Informasi Informasi Informasi Informasi Informasi e
Dit. Layanan Ekosistem
?“‘p‘“ 5 - Layanan Publik Bidang N (RPJMN) Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan - Digital, Ditjen Ekosistem
elekomunikasi o
] — Dit. Layanan Ekosistem
10.“("“‘ 6 - Sistem Perizinan N (RPJMN) Pusat 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit - Dlgllsl,yDllJen Ekosistem
elekomunikasi (OM) jer
Digital
. . Dit. Layanan Ekosistem
Qutput 7 - Fasilitasi Implementasi KBLI Non PN Pusat 200 LP - - - Digital. Ditjen Ekosistem
enyiaran Jer
Digital
KEGIATAN 6: Data dan Bidang
o 60,113,261 69,046,182 66,630,311 68,667,427 69,504,139
1. Meningkatnya Kualitas Data dan
SP4 | SK1 |Kualitas Layanan Bidang Ekosistem
Digital
Indeks kualitas data merupakan tingkat
keberhasilan suatu data dalam
memenuhi kebutuhan pengguna. Suatu
data berkualitas harus memenuhi 5
Kriteria yaitu Relevansi, Akurasi,
Aktualitas dan ketepatan waktu,
Aksesibilitas, dan Keterbandingan dan
konsistensi. KK ini akan dihitung dari
rerata nilai pada masing-masing aspek.
Kriteria penilaian kualitas data merujuk Dit. Pengendalian
IKP4.1 | IKK 1.1 |01 - Indeks kualitas data pada Peraturan Badan Pusat Statistik Non PN - N/A - 2 3 36 42 Ekosistem Digital, Ditjen
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Ekosistem Digital
Penyelenggaraan Statistik Sektoral,
sebagai berikut:
42-5 : memuaskan
35-<4,2: sangat baik
26 < 3,5 : baik
18-2,6: cukup
<'1,8 : kurang
Pengukuran kualitas Standar Pelayanan
pos logistik dilakukan kepada 80%
penyelenggara yang menguasai sebagai
pemegang market share terbesar di
indonesia dan pengukuran sesuai
dengan PM LAYANAN POS KOMERSIAL
(pemenuhan standar pelayanan
Penyelenggaraan Posdan SOP
Penyelenggara Pos; dan)
Paramater
1. Standar Pemenuhan Kepastian Dit, Pengendatian
IKP4.1 | IKK 1.2 |02 - Tingkat Kualitas Layanan Pos Waktu Layanan R Non PN - N/A R 100% 100% 100% 100% Ekosistem Digital, Ditjen
Logistik 2. Standar Pemenuhan Kepastian Biaya oaiaton Digital
Layanan 8l
3. Standar Ketersediaan Kejelasan
Prosedur Layanan
4. Standar Produk Layanan
5. Standar Pengukuran Kompetensi
SDM
6. Keamanan, Kerahasiaan, dan
Keselamatan Kiriman Pos
7. Penanganan Pengaduan, Saran,
Masukan, dan Informasi
8. Sarana, Prasarana, dan/atau
Fasilitas
9. Jaminan Pemberian Ganti Rugi
Indikator yang menggambarkan kualitas
layanan penyiaran, berdasarkan
monitoring. Pengukuran per tahun
dilakukan oleh Dit. Pengendalian
Ekosistem Digital
Tingkat Kualitas Penyiaran akan
03 - Tingkat Kualitas Layanan dilakukan di Kab/Kota di wilayah Dit. Pengendalian
IKP4.1 | KK 13 |02 e survey Niclsen (11-15 Kab/Kota) dan Non PN - N/A 40% 50% 60% 70% 808 Ekosistem Digital, Ditjen
sesuai Salah satu Parameter di PM 6 Ekosistem Digital
tahun 2021 yaitu Standar Bit Rate >1.5
Mbit/s untuk SD >4.8 Mbit/s untuk
HD, untuk ditahun selanjutnya akan
tetap dilakukan pengukuran ditahun
sebelumnya, dan penambahan kab/kota
akan melihat populasi terbesar
diindonesia
04. Tingkat Tingkat key engsara 100% Dit. Pengendalian
IKP 4.2 IKK 1.4 Telekomunikasi, Pos Logistik, dan Pengukuran dilalukan per tahun oleh Non PN - (K;)ggilgl, 100% 100% 100% 100% 100% Ekoslsle{n Dlgual,‘ Ditjen
« ¢ I ) Ekosistem Digital
Penyiaran Dit. Digital
Jumlah penerimaan negara bukan pajak 100%
(PNBP) yang ditargetkan dari layanan N N N N N
05, Persentase Realisasi Pencrimaan | MaUPun izin yang terkait dengan BHP (Rp1.360.530.1 100% 100% 100% 100% 100% Dit. Pengendalian
IKP4.2 | IKK 1.5 |pNpp BHP Telekomunikasi telekomunikasi, terhadap angka yang Non PN - 49.616) | (151.104.388.78 | (Rp1.218.276.55 | (Rp1.242.642.09| (Rp1.267.494.93 | (Rp1.292.844.83 Ekosistem Digital, Ditjen
ditargetkan. Pengukuran dilakukan per 3 000) o568 6o 00 1558 Ekosistem Digital
tahun oleh Dit. Pengendalian Ekosistem (Komdigi,
Digital 2024)




PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /
INDIKATOR / OUTPUT

06. Persentase Realisasi Penerimaan

Definisi

Jumlah penerimaan negara bukan pajak
(PNBP) yang ditargetkan dari layanan
maupun izin yang terkait dengan
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PN (RPJMN)/
PN (Non RPJMN)/
Non PN

LOKASI RO

Baseline

100%

(Rp8.055.944.3
26)

100%

100%

100%

100%

100%

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

2026

2027

2028

Dit. Pengendalian

IKP 4.2 | IKK 1.6 |pNpp Kontribusi Penyelenggaraan LPU | Kontribusi Penyelenggaraan LPU, Non PN - (Rp7.810.101.00| (Rp8.044.404.00 | (Rp8.285.736.00| (Rp8.534.308.00 | (Rp8.709.337.10 Ekosistem Digital, Ditjen
terhadap angka yang ditargetkan. o o) o) o o Ekosistem Digital
Pengukuran dilakukan per tahun oleh (Komdigi,
Dit. i istem Digital 2024)
07. Presentase Pemenuhan Tindak Dit. Pengendalian
IKP 4.2 | IKK 1.7 |Lanjut Hasil Pengendalian Bidang Non PN - N/A 60% 65% 70% 75% 80% Ekosistem Digital, Ditjen
Ekosistem Digital Ekosistem Digital
Output 1 - Sistem Informasi Pengolahan N N N N N Dit. Pengendalian
Data dan Pelaporan Penyelenggaraan Non PN Pusat 3 Sistem o Sistem o Sistem o Sistem 7 Sistem Ekosistem Digital, Ditjen
i Informasi Informasi Informasi Informasi Informasi v L,
Pos dan tem Digital
Output 2 - Layanan Pengawasan dan Dit. Pengendalian
Pengendalian Sektor Telkommnikast Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Ekosistem D|g|‘t3a‘;,i :::lqen
Output 3 - Layanan Pengawasan dan Dit. Pengendalian
Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Ekosistem Digital, Ditjen
Pengendalian Sektor Pos s it
Output 4 - Layanan Pengawasan dan Dit. Pengendalian
P Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Ekosistem Digital, Ditjen
engendalian Sektor Penyiaran " :
Ekosistem Digital
KEGIATAN 7 : Tata Kelola Pengawasan Ruang Digital 4,845,259 15,445,814 23,510,405 24,252,648 23,487,913
01 - Menerapkan Tata Kelola
SP.5 | SK.1 [Pelindungan Masyarakat di Ruang
Digital
Indikator ini mengukur dampak
kebijakan di bidang pengawasan ruang
digital terhadap peningkatan upaya
pelindungan pengguna sistem elektronik
oleh PSE. " .
01 - Tingkat dampak kebijakan Dit. Strategi dan
engawasan ruang digital terhaday Cara mengukur: Kebijakan Pengawasan
IKP 5.4 | IKK.1.1 |Pengawas ng dig! P gukur: Non PN - N/A 2,6 2,65 2,7 2,75 2,8 Ruang Digital, Ditjen
peningkatan pelindungan pengguna di | Data Sekunder dari tingkat kepatuhan .
2 . 2 engawasan Ruang
ruang digital oleh Dit. PSTE dan Data primer dari Disital
jumlah Penyelenggara Nama Domain .id, ®
PSE, dan PStE yang meningkatkan
upaya pelindungan pengguna sesuai
perubahan kebijakan di bidang
pengawasan ruang digital
Dit, Strategi dan
Output 1. Rekomendasi kebijakan L Y L L . Kebijakan Pengawasan
Rancangan RPP Revisi PP PSTE Non PN Pusat Ruang Digital, Ditjen
71/2019 dan peraturan turunannya Pengawasan Ruang
Digital
Dit. Strategi dan
Output 2. Rancangan Revisi PP 71/2019 Kebijakan Pengawasan
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Non PN Pusat - - 1 RPP - - Ruang Digital, Ditjen
Transaksi Elektronik Pengawasan Ruang
Digital
Dit. Strategi dan
Kebijakan Pengawasan
Output 3. RPM peraturan turunan RPP
revisi PP PSTE 71/2019 Non PN Pusat - - 1 RPM 1 RPM 1 RPM Ruang Digital, Ditjen
Pengawasan Ruang
Digital
Dit. Strategi dan
Output 4. Kebijakan terkait Ir 1 1 1 Kebijakan Pengawasan
. fean PN (RPJMN) Pusat - Ruang Digital, Ditjen
pengentasan judi online
Pengawasan Ruang
Digital
Dit. Strategi dan
R Kebijakan Pengawasan
S‘“P“t 5. Rekomendasi Kebijakan Non PN Pusat 1 1r 1 1 1 Ruang Digital, Ditjen
engawasan Ruang Digital
Pengawasan Ruang
Digital
Dit, Strategi dan
Output 6. Rekomendasi kebijakan Kebijakan Pengawasan
strategis mitigasi dampak digital bagi Non PN Pusat - - 1 1 1 Ruang Digital, Ditjen
kelompok rentan Pengawasan Ruang
Digital
Dit, Strategi dan
R Kebijakan Pengawasan
g:“’l“a‘s?ﬁ‘;i‘:’xe"d“‘ Kebijakan Non PN Pusat R 1 rekomendasi | 1 rekomendasi R R Ruang Digital, Ditjen
e kebijakan kebijakan Pengawasan Ruang
Digital
Dit. Strategi dan
Output 8. Kajian Potensi Kebijakan Pengawasan
Penyalahgunaan Teknologi Baru dalam Non PN Pusat - - 1 rekomendasi 1 rekomendasi - Ruang Digital, Ditjen
Ruang Digital kebijakan kebijakan Pengawasan Ruang
Digital
Dit. Strategi dan
Output 9. Pengukuran Indeks Ruang Nom PN usat Kebijakan Pengawasan
Digital Kondusif s 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen g Digital, DIt
Pengawasan Ruang
Digital
Gutput 10, PM Pelaksana Peraturan Dit. Strategi dan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 | Peraturan :
tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Non PN Pusat Mentor: - - - - Ruang Digital, Ditjen
Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Pengawasan Ruang
Anak Digital
KEGIATAN 8: Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi e CROEEaD

01 - Memperkuat Pelindungan Data
SP.5 ‘ SK. 1 ‘m- a
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PN (RPJMN)/
PN (Non RPJMN)/
Non PN

LOKASI RO

Baseline

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

2026

2027

2028

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

Pengukuran kepatuhan dilakukan
dengan menggunakan Tools Asesmen
Implementasi PDP. Tools ini berisi ceklis
mengenai ketentuan-ketentuan yang
harus dipatuhi oleh PSE dalam . )
memproses data pribadi berdasarkan 66.90% Keb'ijj;:i::;‘:f;‘j;an
KP5.4 | KK 1.1 |01 - Tingkat kepatuhan PSE terhadap | perundang-undangan terkait PDP yang Non PN - (Komdigi, 68% 69% 70% 71% 72% Ruang Digital, Ditjen
ketentuan regulasi terkait PDP berlaku di Indonesia. Output dari tools Sone) Peniacan Rotos
ini adalah persentase tingkat kepatuhan et
berdasarkan hasil pengisian tools oleh
PSE. Dari hasil persentase kepatuhan
yang diperoleh, akan dihitung nilai
rata-rata kepatuhan dari seluruh PSE
ang mengisi tools.
Indikator ini mengukur tingkat Dit, Strategi dan
- pelaksanaan masa perelihan atas Kebgaon pomamsan
- Persentase masa ari Kementerian , , P )
IKP 5.4 | IKK 1.2 | 00 o lihan kelembagaan PDP Komdigi kepada kelembagaan baru PDP Non PN - N/A 33% 100% - - - Ruang Digital, Ditjen
yang dibentuk melalui sebuah regulasi e"ga“’?sf““l uang
khusus. Digital
Dit. Strategi dan
) Kebijakan Pengawasan
g:::‘;tnté l;:’erpres Badan Pelindungan Non PN Pusat - 1 Rperpres - - - Ruang Digital, Ditjen
Pengawasan Ruang
Digital
Dit, Strategi dan
Output 2. RPP Pelaksana UU Kebijakan Pengawasan
put 2 R Pelaksana. Non PN Pusat - 1 RPP - - - Ruang Digital, Ditjen
& Pengawasan Ruang
Digital
Dit, Strategi dan
v Kebijakan Pengawasan
2;;‘::;;32?;%?“31‘535‘ N (RPJMN) Pusat 1 Lembaga 1 Lembaga R - - Ruang Digital, Ditjen
Pengawasan Ruang
Digital
“1' G"":::'l;;k'm“ dan 50,251,368 83,022,306 74,862,115 80,180,838 85,228,983
01 - Meningkatkan Pelindungan
SP.5 | SK.1 |Aktivitas dan Transaksi Masyarakat di
Ruang Digital
Indikator ini mengukur presentase
tingkat penyelesaian penanganan aduan
iransaksi clektronils Pengulcuran ni Dit. Pengawasan
01 - Tingkat Penanganan Aduan dan Transaksi. Elekarontle Sertifikasi dan Transaksi
P51 | KK L1 (O] ekl Penanga . Non PN - 100% 100% 100% 100% 100% 100% Elektronik, Ditjen
) Pengawasan Ruany
Rumus Perhitungan: & 2
(Jumlah Aduan Transaksi Elektronik Digital
yang tertangani/ Jumlah Total Aduan
Vang masuk )*100%
Indikator ini mengukur persentase
kepatuhan PSE terhadap standar yang
telah ditetapkan dan ketentuan dalam
Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE) serta
peraturan turunannya. Pengukuran
dilakukan tiap tahun oleh Ditjen
Pengawasan Ruang Digital.
Cara Perhitungan:
- Jumlah PSE yang diawasi : 5% dari
Total Jumlah PSE terdaftar Tahun
Sebelumnya (untuk 2025 sebesar 992
PSE diawasi) --> Obyek setiap tahun
akan berubah dan dinamis jumlahnya Dit. Pengawasan
. mengingat jumlah PSE terdaftar akan Sertifikasi dan Transaksi
IKP 5.1 | IKK 1.2 OQU'I.R:“@"‘" kepatuhan PSE terhadap | o iy bejn,ambah banyak Non PN - N/A 10% 10% 10% 10% 10% Elektronik, Ditjen
- Rumus Perhitungan : Pengawasan Ruang
10% * Jumlah PSE yang diawasi = 99 Digital
PSE mempunyai nilai kepatuhan dari
assesstment sebesar 60
- Bobot Assessment :
Berdasarkan PM 5/2020 makan 2 poin
yang dapat dijadikan acuan PSE
dikatakan patuh adalah dsri sisi
pendatftaran (50) dan dari sisi ketepatan
data pada gambaran umum (50) dan
kondisi di lapangan dengan mekanisme
tahun sebelumnya ditemukan banyak
kendala untuk pemenuhan pads poin
ketepatan data di gambaran umum
schingga diambil angka ideal yang bisa
tercapai adalah 60
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Indikator ini mengukur persentase
kepatuhan PSrE terhadap standar yang
telah ditetapkan dan ketentuan dalam
Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE) serta
peraturan turunannya. Pengukuran

Dit. Pengawasan

03 - Tingkat kepatuhan PSFE terhadap _|dilakukan tiap tahun oleh Ditjen 90% Sertifikasi dan Transaksi
KPS5.1 | KK 13 |0 0 Pengawasan Ruang Digital Non PN - (Komdigi, 90% 90% 90% 90% 90% Elektronik, Ditjen
2024) Pengawasan Ruang
Rumus Perhitungan : Digital
Rata - rata dari hasil dari Presentase
Pengawasan PSrE dan penilaian
kelaiakan PStE untuk pemberian
pengakuan digabungkan dengan
ketersediaan layanan PSTE Induk
Indikator ini mengukur persentase
kepatuhan penyelenggara nama domain
di Indonesia terhadap peraturan dan
kebijakan yang ditetapkan oleh
pemerintah dan Pengelola Nama Domain
Internet Indonesia (PANDI). Termasuk
GILD (Generic Top Level Domain) yang
digunakan di indonesia seperti .com .org
.net dan tidak hanya dr sisi pengelola Dit. Pengawasan
04 - Tingkat kepatuhan Nama Domain |78 domain (Registri > PANDI, Sertifikasi dan Transaksi
IKPS5.1 | IKK 1.4 ; registrar para penjual .id). Pengukuran Non PN - N/A 90% 90% 90% 90% 90% Elektronik, Ditjen
Indonesia ! ;
ini dilakukan oleh Dit. Pengawasan Pengawasan Ruang
Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Digital
Rumus Perhitungan :
Pembobotan dari Aspek Teknis,
Administrastif dan Operasional untuk
evaluasi menyeluruh sambil
merumuskan perhitungan tingkat
kepatuhan yang lebih kompleks dalam
pengawasan Domain di Indonesia
Indikator ini mengukur persentase
kepatuhan Penyelenggara Usaha dengan
Klasifikasi teknologi baru (masi terbatas
pada ALIOT dan Blockchain) terhadap
standar yang telah ditetapkan dan
ketentuan dalam Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU
ITE) serta peraturan turunannya.
Pengukuran hanya dilakukan pada Dit. Pengawasan
05 - Tingkat Kepatuhan Penyelenggara :jg?; "i‘;lda“a"““ terlebih dah”‘j‘ g.a;' Sertifikasi dan Transaksi
IKP 5.5 | IKK 1.5 |Usaha dengan Klasifikasi Teknologi Geted g Ca am proses perumusan €bl Non PN - N/A - 65% 69% 73% 1% Elektronik, Ditjen
oan etail terkait checklist assessment. Pengrmsan Resng
Pengukuran ini dilakukan oleh Dit. i
Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi igital
Elektronik.
Rumus Perhitungan:
Jumlah Penyelenggara Usaha dengan
Klasifikasi Teknologi Baru yang patuh
(dari assessment) dinilai dari
pembobotan nilai yang paling utama
dari sisi pendaftaran
Dit. Pengawasan
Sertifikasi dan Transaksi
Output 1. Pengawasan PSE N (RPIMN) Pusat 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Elektronik, Ditjen
Pengawasan Ruang
Digital
Dit. Pengawasan
Sertifikasi dan Transaksi
Outpt 2. P terkait Tata Kelola Non PN usat . 1 Peraturan . . . ek, Dros
entitas Digital Menteri
Pengawasan Ruang
Digital
Dit. Pengawasan
Output 3. Kebijakan Tata Kelola Domain Non PN usat . 1 Rekomendasi . . . S“;‘;‘;‘;ﬁ_‘;ﬁz gzgffks’
D Kebijakan
Pengawasan Ruang
Digital
Dit. Pengawasan
gutpgt 4. PM terkait Tata Kelola Nom PN usat . 1 Peraturan . . . S""‘lf:‘;‘:‘;sr‘o:iz EZ‘;EI‘S‘
omain ID Menteri
Pengawasan Ruang
Digital
Dit. Pengawasan
) ) Sertifikasi dan Transaksi
Output 5. PM terkait Layanan Sertifikasi Non PN Pusat . 1 Peraturan . . . Elektronts, Diten
Elektronik / Trust Services Menteri
Pengawasan Ruang
Digital
Dit. Pengawasan
Sertifikasi dan Transaksi
Output 6. OM PSrE Induk PN (RPJMN) Pusat 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Elektronik, Ditjen
Pengawasan Ruang
Digital
Dit. Pengawasan
Output 7. Layanan Pendaftaran PSE Non PN pusat Sertifikasi dan Transaksi
Lingkup Privat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan » Ditj

Pengawasan Ruang
Digital
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Output 8. Layanan Aduan Transaksi

Dit. Pengawasan
Sertifikasi dan Transaksi

Elektronik Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Elektronik, Ditjen
Pengawasan Ruang
Digital
Dit. Pengawasan
Output 9. Layanan Pengakuan dan Sertifikasi dan Transaksi
) N (RPJMN) Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Elektronik, Ditjen
Pengawasan PSrE Indonesia
Pengawasan Ruang
Digital
Dit. Pengawasan
Output 10. Layanan Pengawasan Nama Sertifikasi dan Transaksi
put 19, Layar & Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Elektronik, Ditjen
Domain Indonesia
Pengawasan Ruang
Digital
Dit. Pengawasan
Output 11. Layanan Pendaftaran dan Sertifikasi dan Transaksi
Pengawasan Penyelenggara Usaha Non PN Pusat - 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Elektronik, Ditjen
dengan Klasifikasi Teknologi Baru Pengawasan Ruang
Digital
02. Mendorong Layanan Publik Bidang
SP.12 | SK.2 e
Indikator ini mengukur persentase Dit. Pengawasan
capaian target PNBP untuk ! )
01 - Capaian target PNBP PSrE nyelenggaraan PSrE di Indonesia 70% Sertifikasi dan Transaksi
IKP 12.1 | IKK 2.1 - Cap ge! penyelengga T ndonesia. Non PN - (Komdigi, 70% 70% 70% 70% 70% Elektronik, Ditjen
Indonesia Indikator ini akan diukur tiap tahun Sona
; tlap ta ) Pengawasan Ruang
olch Dit. Pengawasan Sertifikasi dan e
Transaksi Elektronik ©
et e e
Domain .ID di Indonesia. Indikator ini 100% Sertifikasi dan Transaksi
IKP 12.1 | IKK 2.2 |02 - Capaian target PNBP Domain .ID ; ¢ Non PN - (Komdigi, 100% 100% 100% 100% 100% Elektronik, Ditjen
akan diukur tiap tahun oleh Dit.
. ahur ) 2024) Pengawasan Ruang
engawasan Sertifikasi dan Transaksi Dol
Elektronik g
Dit. Pengawasan
Sertifikasi dan Transaksi
Output 1. Layanan Pengelolaan PNBP Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Elektronik, Ditjen
PSrE Indonesia
Pengawasan Ruang
igital
Dit. Pengawasan
Sertifikasi dan Transaksi
Qutput 2. Layanan Pengelolaan PNBP Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Elektronik, Ditjen
Domain .ID
Pengawasan Ruang
Digital
10: di Ruang Digital 139,956,882 | 208,585,827 | 208,450,264 | 208,252,781 | 208,644,694
01 - Memperkuat Pengawasan untuk
SP.5 | SK.1 |Pelindungan Masyarakat di Ruang
Digital
Indikator ini mengukur penanganan
atas konten ilegal yang beredar,
termasuk konten pornografi, penipuan,
kekerasan, judi online, dan lainnya,
baik yang bersumber dari kanal
pengaduan maupun yang merupakan
hasil dari metode penelusuran aktif
seperti crawling web dan platform digital
User Generated Content (UGC) termasuk
vang dihasilkan olch teknologi baru
Seperti deepfake, Al-Generated Hoax
dan Lainnya, sesuai dengan regulasi
bidang pengawasan ruang digital.
Pengukuran ini dilakukan oleh Dit.
Pengendalian Ruang Digital Dit. Pengendalian Ruang
KP5.3 | 1Kk 1.1 |0} - Tingkat Kepatuhan Moderasi Rumus Perhitungan : Non PN R N/A 30% 35% 20% 45% 50% Digital, Ditjen

Konten pada Platform Digital

((X1/X) + (Y1/Y) +(Z1/2)) * 100%
Keterangan:

X: Jumlah konten ilegal yang ditemukan
dari patroli siber

X1: Jumlah konten ilegal dari patroli
siber yang ditangani

Y: Jumlah konten ilegal yang diadukan
di kanal aduan

Y1: Jumlah konten ilegal yang ditangani
dari kanal aduan

Z: Jumlah konten ilegal yang ditemukan
pada PSE UGC dan diajukan takedown
Z1: Jumlah konten ilegal yang ditangani
dari pengajuan takedown kepada PSE
uGC

Pengawasan Ruang
Digital
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02 - Tingkat Kepatuhan Platform Digital

Indikator ini mengukur tindaklanjut
penanganan konten negatif oleh
platform digital yang terkait dengan
pelindungan anak di ruang digital.
Pengukuran ini dilakukan oleh Dit.

Dit. Pengendalian Ruang
Digital, Ditjen

IKP5.3 | IKK 1.2 |Terhadap Ruang Digital Non PN - N/A - 5% 10% 15% 20% o
ke engawasan Ruang
dalam Ruang Digital Dol
Rumus Perhitungan : g
(Jumlah konten yang di-takedown oleh
platform / jumlah konten yang diajukan
takedown ke platform) x 100%
Output 1. Pengawasan dan Dit. Pg‘;‘g.i‘f‘“[)“ft";f“”“g
i ij Perli Non PN Pusat - 12 Lembaga 12 Lembaga 12 Lembaga 12 Lembaga gital, DIty
¢ i Pengawasan Ruang
Anak di Ruang Digital
Digital
Dit. Pengendalian Ruang
Output 2. Sistem Penanganan dan N (RPJMN) Pusat 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Digital, Ditjen
Penanggulangan Konten Ilegal Pengawasan Ruang
Digital
Output 3. Peningkatan Kapasitas Sistem Dit. Pengendalian Ruang
Pengendalian Tata Kelola PSE dan N (RPJMN) Pusat 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga gita, it
! Pengawasan Ruang
‘Transaksi PSE
Digital
Dit. Pengendalian Ruang
Output 4. OM Sistem Pengendalian Tata ) ) ) ) ) Digital, Ditjen
Kelola PSE dan Transaksi PSE PN (RPJMN) Pusat 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Pengawasan Ruang
Digital
KEGIATAN 11: Penyidikan di Ruang Digital 1,560,288 22,385,559 24,624,115 27,086,526 29,795,179
sp.5s | sk 1 |01 - Meningkatkan Efektivitas dan
: Kualitas Penyidikan Digital
Indikator ini mengukur tingkat
ketepatan waktu penyelesaian
permohonan pengujian forensik bukti
elektronik yang telah lolos kaji ulang
permohonan terhadap standar sasaran
mutu ISO 17025:2017 pada layanan
Laboratorium Forensik Bukti Elektronik
- Dit Penyidikan Digital.
Rumusan Perhitungan :
(a/b) * 100%
Keterangan:
a. Jumlah Permohonan Pengujian
Forensik Bukti Elektronik yang telah
lolos tahap kaji ulang yang berhasil
diselesaikan kurang dari sama dengan
10 Hari Kerja sesuai target dari sasaran
mutu ISO dalam rentang waktu 1 (satu)
01 - Tinglat ketepatan waktu tahun 69% Dit. Penyidikan Digital,
KP5.2 | IKK 1.1 ; ) " b. Jumlah total permohonan pengujian Non PN - (Komdigi, 70% 72% 74% 76% 78% Ditjen Pengawasan
forensik bulkti elektronik forensik bukti elektronik yang telah lolos 2024) Ruang Digital

kaji ulang dalam rentang waktu 1 (satu)
tahun.

Semakin tinggi persentasenya, semakin
tinggi kecepatan dan ketepatan waktu
penyelesaian permohonan pengujian
forensik bukti elektronik

Notes :

Perhitungan Jumlah Hari Kerja Proses
Pengujian = Jumlah hari pengujian yang
dimulai dari Tanggal Penerimaan
Permohonan & Bukti Elektronik sampai
dengan tanggal selesai Pengujian berupa
penerbitan Laporan Berita Acara
Forensik dikurangi Jumlah hari Sabtu,
Minggu, Jumlah hari libur nasional
serta cuti bersama dalam rentang waktu
tersebut
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02 - Tingkat kepuasan pengguna

Indikator ini mengukur tingkat
kepuasan dengan melakukan evaluasi
subjektif dari pengalaman pelapor
terhadap proses aduan tindak pidana.
ITE, mulai dari pelaporan awal hingga
tindak lanjut yang diberikan oleh
layanan aduan tindak pidana ITE Dit.
Penyidikan Digital

Metode pengambilan data dilakukan
dengan melakukan survey kepada
pengguna/pelapor/pemohon pada
layanan aduan tindak pidana ITE.

Dit. Penyidikan Digital,

Aplikasi SPBE

Menteri

KP52 | IKK 1.2 || onan aduan tindak pidana ITE Metode pengambilan data untuk Non PN - N/A 3.1 3.2 3.3 34 3,5 D“JRe“ Pengawasan
; uang Digital
layanan ini menggunakan survey sesuai
PM PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggaraan Pelayanan Publik,
dengan metode pengukuran
Skala Likert.
Interval penilaian berdasarkan PM
PAN&RB 14/2017 yaitu 1-4, dengan
target nilai 3,5 yang menunjukkan
tingkat baik.
Pengukuran tingkat pemahaman dan
cakupan pengetahuan Aparat Penegak
Hukum (APH) mengenai substansi,
implementasi, dan implikasi
Undang-Undang Informasi dan
‘Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam
pelaksanaan tugas penegakan hukum.
Pengukuran dilakukan melalui pre-test
) sebelum APH menerima materi UU ITE 50% Dit. Penyidikan Digital,
KP52 | KK 1.3 03" ,T.l‘:”gka‘ pemahaman APH terhadap | _g. 1resiatan bimbingan teknis (bimtek) Non PN - (Komdigi, - 60% 63% 66% 70% Ditjen Pengawasan
dan post-test setelah materi 2024) Ruang Digital
disampaikan, untuk mengevaluasi
ini dilakukan oleh Dit. Penyidikan
Digital
Rumus Perhitungan:
[(Skor Post Test - Skor Pre Test) / Skor
Pre-Test] * 100%
- Dit. Penyidikan Digital,
g“‘pm, 1: Layanan Laboratorium Non PN Pusat - 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Ditjen Pengawasan
orensik Digital Terakreditasi aw
Ruang Digital
Dit. Penyidikan Digital,
.?‘“p“' 2. Layanan Penanganan Aduan Non PN Pusat 2 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan DitjenyPengawasin
indak Pidana ITE 1
Ruang Digital
A Dit. Penyidikan Digital,
8{‘]‘%&; 3. Advokasi Penegakan Hukum Non PN Pusat R 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Ditjen Pengawasan
Ruang Digital
" Dit. Penyidikan Digital,
f;:‘igﬁ‘goﬁg‘laka" Penegakan Hukum Non PN Pusat - ! Toomer Teomer Ditjen Pengawasan
Ruang Digital
KEGIATAN 12: Tata Kelola Teknologi Pemerintah Digital 18,830,009 52,749,608 56,000,000 54,500,000 57,500,000
01 - Meningkatnya Kualitas Tata
SP6 | SK1 la Penyelenggaraan Teknologi
Digital
Parameter ini mengukur jumlah K/L/D
yang mendapatkan rekomendasi
esesuaian dengan kebijakan dan Dit. Strategi dan
01 - Persentase K/L/D yang sesuai arsitektur aplikasi dan infrastrukur - )
dengan kebijakan belanja TIK & pemerintah digital nasional. Kebijakan Teknologi
IKP 6.1 IKK 1.1 B . . : Non PN - N/A 100% 100% 100% 100% 100% Pemerintah
arsitektur aplikasi dan infrastruktur i crine
N . igital, Ditjen Teknologi
pemerintah digital nasional Jumlah K/L yang mendapatkan emerimah Digital
rekomendasi dibagi seluruh K/L yang
perti belanja
(clearance)
Parameter ini mengukur tingkat
penyelesaian atas pengecekan
kelengkapan pendaftaran Sistem ) )
Elektronik yang didaftarkan dibanding oy, Strategi dan
ebijakan Teknologi
KP 6.4 | 1KK 1.0 |02 - Persentase capaian SLA pelayanan |seluruh Sistem Elektronik yang Non PN . N/A o5% 050 o5% 050 05% S
pendaftaran PSE Publik didaftarkan. Dii °
igital, Ditjen Teknologi
(Jumlah penyelesaian atas pengecekan Pemerintah Digital
kelengkapan pendaftaran / jumlah
yang masuk) x 100%
Dit. Strategi dan
) Kebijakan Teknologi
o), onerpa Ponantten S | e : : e
Digital, Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital
Dit. Strategi dan
1 Peraturan Kebijakan Teknologi
g:{:ﬁ:}aﬁ; “:lPe“yele"gg““" Pusat PN (RPJMN) Pusat - 1 l;:er:‘tg:f“ Menteri - - Pemerintah
(Kumulatif) Digital, Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital
Dit. Strategi dan
Output 3. PM Standar Teknis Prosedur 1 Peraturan Kebijakan Teknologi
Pembangunan dan Pengembangan PN (RPJMN) Pusat - - - - Pemerintah

Digital, Ditjen Teknologi
P Digital
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1 Peraturan

Dit. Strategi dan
Kebijakan Teknologi

Output 4. PM Mansjemen Asct TIK dan N (RPOMN) Ppusat 1 Peraturan Menteri . . . e
anajemen Layanan SPBE Menteri - °
(Kumulatif) Digital, Ditjen Te_kpolog
Pemerintah Digital
Dit. Strategi dan
Output 5. Rekomendasi Kebijakan Tata 4 4 Kebijakan Teknologi
Kelola Pusat Data Pemerintah dan Non PN Pusat Sekomer Seromer Pemerintah
Ekosistem Pendukungnya Digital, Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital
Dit. Strategi dan
Output 6. Pemberian Pertimbangan L Kebijakan Teknologi
Kelaikan Infrastruktur Pemerintah Non PN Pusat - Seromer Sexomer Pemerintah
Digital Digital, Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital
Dit. Strategi dan
Output 7. Layanan Evaluasi Belanja Kebijakan Teknologi
SPBE (Clearance) Instansi Pusat dan Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Pemerintah
Pemerintah Daerah Digital, Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital
Dit. Strategi dan
) Kebijakan Teknologi
g:l:;’:;asﬁ ll"?}?ﬁ.;‘llu?zmdi:rﬁ‘ﬁ‘g;ml Non PN Pusat - 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan Pemerintah
Digital, Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital
Dit. Strategi dan
) Kebijakan Teknologi
Output 9. Penyelenggaraan PSE Linglaup Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Pemerintah
Publik - °
Digital, Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital
Dit. Strategi dan
Kebijakan Teknologi
Output 10. Rekomendasi Kebijakan 1
Apliiam Pemerintah Digital ) Non PN Pusat - Kebijak Pemerintah
Digital, Ditjen Teknologi
P Digital
Dit. Strategi dan
Output 11. Rekomendasi Kebijakan | Rekomendasi Kebijakan Teknologi
Dukungan Akselerasi Teknologi Non PN Pusat Kebijalan - - - - Pemerintah
Pemerintah Daerah Digital, Ditjen Teknologi
P Digital
Dit. Strategi dan
Output 12. Rekomendasi Kebijakan 2 Rekomendasi Kebijakan Teknologi
Penyelenggaraan Govtech dan Situs Web Non PN Pusat Kebijakan - - - - Pemerintah
IPPD Digital, Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital
Dit. Strategi dan
Output 13. PM Pendekatan Kota Cerdas Non PN Pusat - Monton: - - Pemerintah
enteri
(cumulatif Digital, Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital
Dit. Strategi dan
Output 14. PM Penyelenggaraan Situs Kebijakan Teknologi
Web Instansi Pusat dan Pemerintah Non PN Pusat - 1 Reraturan 1 Reraturan - - Pemerintah
Dacrah Digital, Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital
Gutput 15. PM tentang Perubahan atas Dit, Strategi don
Peraturan Menteri Komunikasi dan Kebijakan Texnalogi
Informatika Nomor 14 Tahun 2016 1 Peraturan 1 Peraturan h
Non PN Pusat - : : - - Pemerintah
tentang Pedoman Nomenklatur Menteri Menteri Digital. Diten Teknologi
Perangkat Daerah Bidang Komunikasi gital, Ditjen Teknolog
T ! emerintah Digital
Dit. Strategi dan
; Kebijakan Teknologi
Output 16. Rekomendasi Kebijakan Non PN Pusat . 1 Rekome Rekcome B e
Digital, Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital
KEGIATAN 13: Pengembangan Layanan Aplikasi dan
Infeastraktus Digital B meriatalion Tospein 500,490,786 | 1,005,083,671 | 589,620,516 | 963,658,880 | 16,659,813,439
01 - Mempercepat Integrasi
SP6 SK1 |Infrastruktur Digital yang Reliabel
dan Resilien
Parameter ini mengukur persentase
K/L/Prov yang terhubung dengan Pusat
Data yang diselenggarakan oleh Komdigi " )
dengan menggunakan JIP. Indikator ini 90‘;“15“?91 gga" Dit. Infrastruktur
kP 6.2 | 1KK 1.1 |01 - Persentase Instansi K/L/Prov yang |akan dilakukan tiap tahun oleh Dit. N (RPOMN) . L fProw) Q0% 02% oav o6 100% Pemerintah Digital,
Terhubung dengan JIP Infrastruktur Pemerintah Digital. (Komdigi Ditjen Teknologi
20245 Pemerintah Digital
Persentase Capaian = (Jumlah KLProv
vang terkoneksi dengan JIP / Jumlah
instansi KLProv di Indonesia) x 100%
Parameter ini mengukur persentase
IPPD yang memanfaatkan fasilitas Pusat
Data yang terhubung dalam ekosistem,
utamanya Pusat Data Nasional yang )
02 - Persentase instansi yang diselenggarakan oleh Komdigi. Indikator P‘;‘_;;;‘;{:;"DL‘:;(L;
IKP6.2 | IKK 1.2 ini akan diukur tiap tahun olch Dit. Non PN - N/A 55% 65% 70% 75% 80% h

memanfaatkan ekosistem PDN

Infrastruktur Pemerintah Digital.

Persentase Capaian = (Jumlah IPPD
yang menggunakan PDN / Jumlah IPPD
di Indonesia) x 100%

Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital
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akan diukur tiap tahun oleh Dit.
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2026

ALOKASI (dalam ribu rupiah)
2027

2028

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

Dit. Infrastruktur

Infrastruktur Pemerintah Digital. 3,16 MW P Infrastroktur
IKP6.2 | IKK 1.3 |03 - Tingkat Kapasitas PDN Komdigi Non PN - (Komdigi, 3,5 MW 5 MW 6 MW 8 MW 10 MW eme gital,
Proyeksi kebutuhan kapasitas PDN 10 2024) Ditjen Teknologi
yeksi kebutuhan kapasitas ) "  OF
: ! Pemerintah Digital
tahun mendatang yang dikonversi
kepada kebutuhan kapasitas listrik
(berdasarkan masterplan PDN tahun
2021 dan 2023)
Parameter ini mengukur capaian
standar service level agreement atas
penanganan insiden pengguna layanan
PDN yang disclenggarakan olch Dit. Infrastruktur
04 - Persentase capaian SLA rang dis ¢ . " ket
IKP6.2 | IKK 1.4 |penanganan insiden pengguna layanan | <omdigl- Indikator ini akan diukur tiap Non PN - N/A 91% 92% 93% 94% 95% Pemerintah Digital,
D amganan tahun olch Dit. Infrastruktur Ditjen Teknologi
omdigl Pemerintah Digital. Pemerintah Digital
(Jumlah Insiden yang terselesaikan /
Jumlah insiden yang masuk) x 100%
Dit. Infrastruktur
Output 1. Jaringan Intra Pemerintah N (RPJMN) Pusat 1 Sistem, 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem Pemerintah Digital,
Informasi Informasi Informasi Informasi Informasi Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital
Dit. Infrastruktur
Output 2. Pusat Data Nasional 2 PN (RPJMN) Pusat - - - - 1 Titik/ Lokasi Pemerintah Digital,
Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital
Dit. Infrastruktur
Output 3. Penyelenggaraan Pusat Data N (RPIMN) Pusat . - - - 1 Titik/Lokasi Pemerintah Digital,
Nasional Ditjen Teknologi
P Digital
Dit. Infrastruktur
Output 4. OM Pusat Data Nasional N (RPJMN) Pusat 1 Titik/Lokasi | 1 Titik/Lokasi | 1Titik/Lokasi | 1Titik/Lokasi | 1 Titik/Lokasi P%‘T“?""‘ah Digital,
itjen Teknologi
Pemerintah Digital
Dit. Infrastruktur
Output 5. OM Government Cloud/PDNS PN (RPJMN) Pusat 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Pemerintah Digital,
Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital
Dit. Infrastruktur
Output 6. Masterplan Government . 1 Rekomendasi . . . Pemerintah Digital,
Intranet Exchange Non PN Pusat Kebijakan Ditjen Teknologi
P Digital
Dit. Infrastruktur
Output 7. Operasionalisasi Lembaga R Pemerintah Digital,
Pengelola Pusat Data Nasional (PDN) Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital
Output 8. Pelaksanaan Pemberian it Infrastruktur
Pertimbangan Belanja Infrastruktur Non PN Pusat - 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan cmerintan Digital,
! B Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital " log
P Digital
Dit. Infrastruktur
Output 9. Manajemen Pengembangan - ) - . ) - ) ) ) Pemerintah Digital,
e N amajeme Non PN Pusat 1 Titik/Lokasi | 1 Titik/Lokasi | 1Titik/Lokasi | 1Titik/Lokasi | 1Titik/Lokasi Drten Texmones
Pemerintah Digital
02 - Meningkatkan Keterpaduan dan
SPe | skz ilitas Aplikasi
Parameter ini mengukur persentase
instansi K/L/Daerah yang melakukan N
transaksi pertukaran data melalui SPLP. 5% K/L/D
Indikator ini akan dilakukan tiap tahun terhubung
01 - Persentase K/L/D P ) SPLP (411 dari Dit. Aplikasi Pemerintah
IKP 6.1 | IKK 2.1 ersentase 8/ ./ D yang oleh Dit. Aplikasi Pemerintah Diglta PN (RPJMN) - total 629 5% % 9% 12% 15% Digital, Ditjen Teknologi
Jumlah K/L/Daerah yang melakukan K/L/D) Pemerintah Digital
. . (Komdigi,
transaksi pertukaran data melalui SPLP 2024)
dibagi dengan Jumlah K/L/Daerah x
100%
Indikator ini mengukur tingkat
kepatuhan standar teknis untuk web
pemerintah termasuk pemanfaatan
) domain go.id secara akumulatif. Dit. Aplikasi Pemerintah
02 - Tingkat kepatuhan standar portal ! v 1% IPPD 2% IPPD ; h
IKP 6.1 | IKK2:2 |00 e e (kamulati Indikator ini diukur tiap tahun oleh Dit. Non PN - N/A - - - (umulatin (amulati Digital, Ditjen Teknologi

Aplikasi Pemerintah Digital

Jumlah IPPD yg memenuhi standar
portal/jumlah IPPD x 100%

Pemerintah Digital
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2026

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

2027

2028

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

IKP 6.1 | IKK 2.3

INDIKATOR / OUTPUT

03 - Tingkat kepatuhan standar aplikasi ||
SPBE

Parameter ini mengukur persentase
aplikasi umum dan atau aplikasi yang
diprioritaskan pemerintah yang telah
diasses sesuai standar teknis aplikasi
igi No 6 Tahun 2025).
Indikator ini akan diukur tiap tahun
oleh Dit. Aplikasi Pemerintah Digital

Jumlah aplikasi yang telah terasesmen
/ target total aplikasi yang terasesmen x
100%

Non PN

N/A

12,5%

25%

50%

75%

Dit. Aplikasi Pemerintah
Digital, Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital

IKP 6.1 | IKK 2.4

04 - Tingkat SLA aplikasi yang
diselenggarakan oleh Komdigi

Parameter ini mengukur tingkat SLA
aplikasi yang diselenggarakan dan
merupakan tanggung jawab Ditjen TPD,
Komdigi. Indikator ini akan diukur tiap
tahun oleh Dit. Aplikasi Pemerintah
Digital

tools uptime

dihitung berikut:
(Total waktu operasional - downtime /
total waktu operasional ) x 100%

365 harix24 jam=8.760 jam

2025 = 27%x8.760= 2.365,2 jam (
Downtime maksimum 98 hari)
2026 = 23%x8.760= 2.014,8 jam (
Downtime maksimum 83 hari)
2027 = 20%x8.760= 1.752 jam (
Downtime maksimum 73 hari)
2028 = 17%x8.760= 1.489,2 jam (
Downtime maksimum 62 hari)
2029 = 14%x8.760= 1.226,4 jam (
Downtime malksimum 51 hari)

Non PN

N/A

73%

T7%

80%

83%

86%

Dit. Aplikasi Pemerintah
Digital, Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital

IKP 6.3 | IKK 2.5

05 - Tingkat

Parameter ini mengukur akumulasi
tingkat kematangan atas kemampuan
analisa layanan teknologi baru (Big Data
dan/atau Al dan/atau Machine
Learning) yang diselenggarakan oleh
Kemenkomdigi. Pengukuran ini akan
dilakukan tiap tahun oleh Ditjen
'Teknologi Pemerintah Digital

Tingkat tahapan pengembangan
kematangan kemampuan analisa
sebagai berikut:

2025 = -

2026 = 25% : Progress teknologi baru
menyediakan Layanan Deskriptif

dapat
atau laporan dari data historis)

2027 = 50% : Progress teknologi baru
menyediakan Layanan Deskriptif
(Layanan dapat menyajikan ringkasan
atau laporan dari data historis) dan
Layanan Diagnostik (Layanan dapat

i seb,

teknologi baru pada pemerintah digital
(kumulatif)

kibat dari data)
(kumulatif)

2028 = 75% : Progress teknologi baru
menyediakan Layanan Deskriptif
(Layanan dapat menyajikan ringkasan
atau laporan dari data historis);
Layanan Diagnostik (Layanan dapat
menelusuri sebab-akibat dari data) dan
Layanan Prediktif (Layanan dapat
memprediksi masa depan berdasarkan
pola historis) (kumulatif)

2029 = 100%: Progress teknologi baru
menyediakan Layanan Deskriptif
(Layanan dapat menyajikan ringkasan
atau laporan dari data historis);
Layanan Diagnostik (Layanan dapat
menelusuri sebab-akibat dari data);
Layanan Prediktif (Layanan dapat
memprediksi masa depan berdasarkan
pola historis) dan Layanan Preskriptif
(Layanan dapat memberi rekomendasi
otomatis berdasarkan prediksi)
(kumulatif)

Non PN

N/A

25%
(kumulatif)

50%
(kumulatif)

75%
(kumulatif)

100%
(kumulatif)

Dit. Aplikasi Pemerintah
Digital, Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital

Output 1. OMD Layanan Aplikasi
Pemerintah Digital

N (RPJMN)

Pusat

1 Unit

7 Unit

8 Unit

9 Unit

10 Unit

Dit. Aplikasi Pemerintah
Digital, Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital

Output 2. Sistem Penghubung Layanan
Pemerintah

PN (RPJMN)

Pusat

1 Sistem
Informasi

1 Sistem
Informasi

1 Sistem
Informasi

1 Sistem
Informasi

1 Sistem
Informasi

Dit. Aplikasi Pemerintah
Digital, Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital

Output 3. OM Sistem Penghubung
Layanan Pemerintah (SPLP)

PN (RPJMN)

Pusat

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

Dit. Aplikasi Pemerintah
Digital, Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital

Output 4. Sistem Peradilan Pidana
‘Terpadu berbasis Teknologi Informasi

N (RPJMN)

Pusat

1 Sistem
Informasi

1 Sistem
Informasi

1 Sistem
Informasi

1 Sistem
Informasi

1 Sistem
Informasi

Dit. Aplikasi Pemerintah
Digital, Ditjen Teknologi
P Digital

Output 5. OM Pelayanan Publik Digital

N (RPJMN)

Pusat

5 Unit

1 Unit

1 Unit

2 Unit

2 Unit

Dit. Aplikasi Pemerintah
Digital, Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital
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PN (Non RPJMN)/
Non PN

LOKASI RO
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ALOKASI (dalam ribu rupiah)

2026

2027

2028

INDIKATOR / OUTPUT

Dit. Aplikasi Pemerintah

Output 6. Portal Pelayanan Publik PN (RPJMN) Pusat L Sistem 1 Sistem. 1 Sistem 1 Sistem, 1 Sistem Digital, Ditjen Teknologi
nformasi Informasi Informasi Informasi Informasi ) kr
Pemerintah Digital
- - ) Dit. Aplikasi Pemerintah
Output 7. Portal Layanan Administrasi N (RPJMN) Pusat R B “ Sistem 1 Sistem 1 Sistem Digit;, Ditjen Teknologi
nformasi Informasi Informasi !
Pemerintah Digital
Gutput 8. Penyediaan Layanan Dit. Aplikasi Pemerintah
Registrasi Domain Pemerintah (domain Non PN Pusat - Digital, Ditjen Teknologi
go.id dan desa.id) 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan P Digital
o Dit. Aplikasi Pemerintah
g“‘p“,‘ 9. Pedoman Teknis Aplikasi Non PN Pusat - 1 NSPK 1 NSPK 1 NSPK 1 NSPK Dlglla‘l’, Ditjen Teknologi
emerintah Digital ) ok
Pemerintah Digital
Gutput 10. Fasilitasi Penerapan - ) Dit. Aplikasi Pemerintah
eknologi Bart: dalam Layanan Publik Non PN Pusat - L Sistem 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem Digital, Dijen Teknologi
cl nformasi Informasi Informasi Informasi ) kr
Digital Pemerintah Digital
- Dit. Aplikasi Pemerintah
S“‘p“.‘ 11. OM Teknologi Baru Non PN Pusat R 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Digital, Ditjen Teknologi
emerintah Digital
P Digital
Dit. Aplikasi Pemerintah
Output 12. OM SPPT-TI Non PN Pusat - 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Digital, Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital
Gutput 13. Layanan Pembinaan Jabatan Dit. Aplikasi Pemerintah
Fungsional Penata Kelola Informatika Non PN Pusat - 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Digital, Ditjen Teknologi
SPBE Pemerintah Digital
Output 14. Pembinaan Jabatan | Rekomendas: Dit. Aplikasi Pemerintah
Fungsional Penatakelola Informatika Non PN Pusat eniaan - - - - Digital, Ditjen Teknologi
SPBE Pemerintah Digital
Output 15. Pertimbangan Pengelolaan Dit. Aplikasi Pemerintah
Belanja Sistem Layanan dan Aplikasi Non PN Pusat - 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Digital, Ditjen Teknologi
P Digital P Digital
Output 16. Pengembangan Layanan ) ] ’ Dit. Aplikasi Pemerintah
Aphiasl Pemerintah Dlggital Eeyrbagn Non PN Pusat - 14 Sistem 4 Sistem 4 Sistem 4 Sistem Dlglla‘l’, Ditjen Teknologi
nformasi Informasi Informasi Informasi ) ko
Pakai P Digital
KEGIATAN 14: Digital Dacrah 2,333,840 126,425,414 | 129,000,000 | 159,000,000 | 105,000,000
01 - Mempercepat Pemanfaatan
SP7 | SK1 |Teknologi Digital oleh Pemerintah
Daerah
Parameter ini mengukur kenaikan skor
indeks kematangan kota cerdas pada
kota,/kab. Indikator ini diukur oleh
Kemendagri bekerjasama dengan Dit.
Akselerasi TPDD. Pengukuran kota Dit. Akselerasi Teknologi
01 - Kontribusi terhadap kenaikan skor |cerdas dilakukan setiap dua tahun " ) " " - Pemerintah Digital
IKP 7.1 | IKK L1 i lematangan Kota cerdas sekal, sehingga kenailan target sifatnya Non PN - N/A 0.1 Nilai/Skor | 0,1 Nilai/Skor | 0,1 Nilai/Skor | 0,1 Nilai/Skor | 0,1 Nilai/Skor Dacrah, Ditjen Teknologi
akumulatif selama dua tahun sebesar Pemerintah Digital
0,2 atau 0,1 per tahun.
Nilai rata-rata indeks = (y-tahun
berjalan) - (y-1)
. . 30 Daerah 60 Daerah 90 Daerah 100 Daerah Dit. Akselerasi Teknologi
Output 1. Use case teknologi digital PN (RPJMN) Pusat R (Prov/Kab/Kota) | (Prov/Kab/Kota)| (Prov/Kab/Kota) | (Prov/Kab/Kota) Pemerintah Digital
pada kota cerdas (Kumulatif) (Kumulatif) (Kumulatif) (Kumulatif) Dacrah, Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital
Dit. Akselerasi Teknologi
Output 2. Pendampingan Penyusunan PN (RRIMN) usat . acra aeral acral Pemerintah Digital
Masterplan Provinsi Cerdas (Prov/Kab/Kota) | (Prov/Kab/Kota) | (Prov/Kab/Kota) | (Prov/Kab/Kota) Daerah, Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital
Dit. Akselerasi Teknologi
Output 3. Pendampingan Smart City - N (RRIMN) Pusat . 4 Daerah 4 Daerah 4 Daerah 8 Daerah Pemerintah Digital
Pusat (Prov/Kab/Kota) | (Prov/Kab/Kota) | (Prov/Kab/Kota) | (Prov/Kab/Kota) Dacrah, Ditjen Teknologi
P Digital
Output 4. Konkuren Bidang Aplikasi Dit. Akselerasi Teknologi
Informatike bagi Pemerintah/ Non PN Pusat 1 Provinsi 10 Provinsi 9 Provinsi 9 Provinsi 9 Provinsi Pemerintah Digital
Kabupaten / Provinsi Daerah, Ditjen Teknologt
Pemerintah Digital
Dit. Akselerasi Teknologi
?;‘_EZL: 5. Pengukuran standar kota Non PN Pusat 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Da:;f’g'i‘é:: 1]?:3%(‘:)110@
Pemerintah Digital
Dit. Akselerasi Teknologi
l?:‘;ihr‘i‘ni;:k;:;; ;5‘ Digitalisasi Non PN Pusat 5 Kab/Kota 15 Kab/Kota 15 Kab/Kota | 15Kab/Kota | 15Kab/Kota Da;cax;ch‘xéig ?:Erllelogi
P Digital
KEGIATAN 15: Pengembangan Talenta Digital 148,953,523 | 153,124,447 | 153,339,465 | 153,554,483 | 153,769,501
01 - Meningkatnya kualitas dan
sP8 | SK1 i
Mengukur jumlah alumni pelatihan
yang terserap di lapangan pekerjaan.
Pengukuran dilakukan dengan
membandingkan peserta pelatihan
01 - Persentase (%) peserta pelatihan | pemberdayan talenta digital dengan Pusat Pengembangan
IKP8.2 | IKK 1.1 |digital yang terserap di lapangan ang terserap di lapangan pekerjaan, Non PN - N/A 30% 30% 35% 35% 35% Talenta Digital, BPSDM

pekerjaan dalam kurun waktu 1 Tahun

Metode pengukuran :
Pengukuran dilakukan dengan

peserta pelatihan
pemberdayaan talenta digital dengan
yang terserap di lapangan pekerjaan

Komdigi
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KEGIATAN LAKSANA

PEI
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02 - Persentase (%) alumni beasiswa S2
dan S3 bidang komunikasi dan digital

Mengukur proporsi peserta beasiswa S2
dan S3 bidang komdigi yang mengalami
peningkatan karir dan/atau
produktivitas kerja setelah lulus selama.
2 tahun. Pengukuran dilakukan oleh
Pusbang Talenta Digital.

Non PN 2026 2027 2028

Pusat Pengembangan

IKP8.1 | IKK 1.2 ! Rumus perhitungan: Pengukuran Non PN - N/A 30% 30% 30% 30% 30% Talenta Digital, BPSDM
ang karir dan | ! A,
produktivitas kerja ukan dengan membandingkan Komdigt
kenaikan produktivitas kerja termasuk
jenjang karir alumni sebelum dan
setelah meyelesaikan pendidikan jalur
beasiswa Kemkomdigi. Pengukuran
survei dilakukan kepada alumni
setelah lulus selama 2 tahun
Mengukur peserta pelatihan yang lulus
sehingga mendapatkan sertifikat
03 - Persentase peserta pelatihan SDM iﬂ“‘“sa“’ P i“g‘;‘f“’;“ df""kll‘k:" - Pusat Pengembangan
IKP8.2 | IKK 1.3 |bidang komdigi yang bertalenta digital ~|©"8a1 membandingkan jum'an peserta Non PN - N/A 70% 70% 70% 70% 70% Talenta Digital, BPSDM
menyelesaikan dan lulus pelatihan e
(completion) dibagi peserta onboarding gl
dari pelatihan yang dilakukan Pusbang
Talenta Digital dan Satker/UPT
Indikator ini merupakan indikator
RPJMN dengan target 200.300 orang
untuk tahun 2026-2029. Indikator ini
secara administratif teralokasi pada
Kegiatan: Pengembangan Talenta
Digital, meskipun implementasi dan
pencapaiannya dilakukan pada
beberapa kegiatan di BPSDM Komdigi
Pencapaiannya didukung oleh RO
pelatihan talenta digital dan
pemberdayaan talenta digital, serta RO Pusat Pengembangan
pada kegiatan lain, antara lain: Talenta Digtal. Prsat
04 - Jumlah ta pelatih, Pelatihan berbasis SKKNI bidang P - p i
pescrta peatian, komdigi, pelatihan aparatur digital engembangan Aparatur
IKP8.2 | IKK 1.4 |peningkatan kapasitas SDM bidang 181, P AN api clgital, PN (RPJMN) - 141.300 Orang| 40.100 Orang | 200.300 Orang | 200.300 Orang | 200.300 Orang | 200.300 Orang Komdigi, Pusat
kominfo yang bertalenta digital pelatihan kepemimpinan nasional Pengembangan Literasi
bidang digital, pelatihan keterampilan D A, BRSO
ke : gital, X
digital dasar, dan pelatihan bidang o
komdigi. e
Berdasarkan RPJMN, definisi indikator
ini adalah peningkatan kapasitas SDM
bidang Kominfo yang Bertalenta Digital
dalam rangka mendukung Asta Cita
menuju Indonesia Emas 2045 yang
dapat bersaing secara global.
Peningkatan kapasitas SDM ini
menyasar pada masyarakat umum,
termasuk ASN.
Pusat dan
wilayah kerja
Pusat dan UPT
BPSDM
(BBPSDMP
Medan;
BBPSDMP
Makassar;
BPSDMP
Jakarta; Pusat Pengembangan
g;‘;“l’;‘ - 1. Pemberdayaan Talenta PN (RPJMN) BPSDMP - 1500 Orang | 1.500 Orang | 1.500 Orang | 1.500 Orang Talenta Digital, BPSDM
Bandung; Komdigi
BPSDMP
Yogyalarta;
BPSDMP
Surabaya;
BPSDMP
Banjarmasin;
BPSDMP
Manado;
BPPTIK)
Output - 2. Beasiswa S2/S3 bidang, Pusat Pengembangan
komunikasi dan digital PN (RPIJMN) Pusat 703 Orang 703 Orang 703 Orang 703 Orang 703 Orang Talenta Digital, BPSDM
Komdigi
Pusat dan
wilayah kerja
UPT BPSDM
(BBPSDMP
Medan;
BBPSDMP
Makassar;
BPSDMP
pakana Pusat Pengembangan
Output - 3. Pelatihan talenta digital N (RPJMN) Bandung - 53.240 Orang | 53.240 Orang | 53.240 Orang | 53.240 Orang Talenta Digital, BPSDM
BPSDMP Komdigt
Yogyalarta;
BPSDMP
Surabaya;
BPSDMP
Banjarmasin;
BPSDMP
Manado;

BPPTIK)




PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /
INDIKATOR / OUTPUT

Output - 4. Digital Talent Scholarship

Definisi

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PN (RPJMN)/

PN (Non RPJMN)/

Non PN

PN (RPJMN)

LOKASI RO

Pusat dan
wilayah kerja
UPT BPSDM
(BBPSDMP
Medan;
BBPSDMP
Makassar;
BPSDMP

Surabaya;
BPSDMP
Banjarmasin;
BPSDMP
Manado;

BPPTIK)

Baseline

- 157 -

33.500 Orang

TARGET

2027

2026

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

2027

2028

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

Pusat Pengembangan
Talenta Digital, BPSDM
Komdigi

Pusat Pengembangan

IKP 8.1

IKK 1.1

Output - 5. Digital Talent Pool (DTP)

Persentase peserta pelatihan yang lulus
sertifikasi SKKNI

Mengukur Persentase peserta pelatihan
yang lulus dan memperoleh sertifikasi
SKKNI. Pengukuran akan dilakukan
oleh Pusbang Talenta Digital

Non PN

Pusat

91,93%
(Komdigi,
2024)

92%

92%

93%

93%

93%

Talenta Digital, BPSDM
Komdigi

Pusat Pengembangan
Talenta Digital, BPSDM
Komdigi

Output - 1. Pelatihan berbasis SKKNI
bidang Komdigi

PN (RPJMN)

Pusat dan
wilayah kerja
UPT BPSDM
(BBPSDMP
edan;
BBPSDMP
Makassar;
BPSDMP

Surabaya;
BPSDMP
Banjarmasin;
BPSDMP
Manado;

BPPTIK)

25.000 Orang

25.000 Orang

25.000 Orang

25.000 Orang

Pusat Pengembangan
Talenta Digital, BPSDM
Komdigi

Output - 2. Pelatihan Bidang
Komunikasi dan Informatika

IKP 8.1

IKK 1.1

01 - Persentase pemanfaatan standar
kompetensi dan peta okupasi untuk
pelatihan bidang komdigi

Mengukur proporsi rancangan
SKKNI/KKNI dan peta okupasi yang
diadopsi atau digunakan oleh
stakeholders (lembaga.
pelatihan/LSP/lembaga
pendidikan/industri). Pengukuran akan
dilakukan oleh Pusbang Ekosistem SDM
Komdigi

Rumus perhitungan: Jumlah
SKKNI/KKNI/PON yang telah
termanfaatkan kemudian dibagi dengan
|jumlah Total SKKNI/KKNI/PON yang
tersedia, sehingga didapatkan
Rasio/Persentase Pemanfaatan

PN (RPJMN)

Non PN

Pusat dan

wilayah kerja
UPT BPSDM
(BBPSDMP

Makassar;
BPSDMP
Jakarta;
BPSDMP
Bandung;
BPSDMP

Yogyakarta;
BPSDMP

Surabaya;

BPSDMP
Banjarmasin;
BPSDMP
Manado;
BPPTIK)

6.000 Orang

20%

30%

40%

50%

60%

Pusat Pengembangan
Talenta Digital, BPSDM
Komdigi

Pusat Pengembangan
Ekosistem SDM

Komunikasi dan Digital,

BPSDM Komdigi

Pusat Pengembangan

Output - 1. Rancangan SKKNI/KKNI
Bidang Komunikasi dan Digital

SKKNI/KKNI/PON.

Non PN

Pusat

3 NSPK

4 NSPK

4 NSPK

4 NSPK

4 NSPK

Ekosistem SDM

Komunikasi dan Digital,
BPSDM Komdigi

Pusat Pengembangan

Output - 2. Peta Okupasi Nasional
bidang komunikasi dan digital

Non PN

Pusat

1 NSPK

1 NSPK

1 NSPK

1 NSPK

1 NSPK

Ekosistem SDM
Komunikasi dan Digital,

BPSDM Komdi




PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /
INDIKATOR / OUTPUT

Definisi
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Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PN (RPJMN)/
PN (Non RPJMN),
Non PN

/

LOKASI RO

Baseline

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

2026

2027

2028

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

01 - Tingkat kepuasan pengguna

Mengukur kepuasan masyarakat dalam

layanan data SDM
Digital, meliputi layanan data dan
informasi, serta layanan aplikasi
Platform SDM Digital. Tata cara
pengukuran merujuk PermenPANRB
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pusat Pengembangan
Ekosistem SDM

ASN Kemkomdigi yang Lulus Pelatihan

Komdigi

Rumus perhitungan: Jumlah peserta

pelatihan ASN Kemkomdigi yang

sertifikat/Jumlah peserta
x 100%

IKP 8.1 IKK 2.1 |terhadap layanan data dan informasi Penyusunan Survei Kepuasan Non PN - N/A Baik Baik Baik Baik Baik Komunikasi dan Digital
SDM Komdigi Masyarakat Unit Penyelenggara BPSOM Komdier
Pelayanan Publik. Pengukuran akan e
dilakukan oleh Pusbang Ekosistem SDM
Komdigi
Rumus perhitungan: Nilai rata-rata per
ur
Pusat Pengembangan
Output - 1. OM Sistem Informasi . ! ' ! Ekosistem SDM
Ponbembangan SO Digttal Nacional PN (Non RPJMN) Pusat 14 Unit 14 Unit 15 Unit 16 Unit 17 Unit Komumhast dan Digital,
BPSDM Komdigi
Output - 2. Pengembangan modul P“E: F?“tgem's’g‘;f‘“
sistem informasi untuk Pengembangan Non PN Pusat - 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Kom n’?lf‘s i"';“n Digital
SDM Digital Nasional o l;PSDal\jl sz di% g
Pusat Pengembangan
g;;ghl‘;;a’l"ayam" data dan informasi Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Komi‘;‘:;‘::’;‘a :I]))];Agjtal
BPSDM Komdigi
Pusat Pengembangan
g;;f:lll;.zéxia;i: Indeks Masyarakat PN (Non RPJMN) Pusat 1 Data 1 Data 1 Data 1 Data 1 Data Komi':;z‘;‘f;“ﬂ:%“‘”gnal
BPSDM Komdigi
LR "“‘“““""@‘“ e R e 25,141,012 38,024,685 20,847,523 31,397,523 32,597,523
dan Kepemimpinan
spo | sk1 |9 Meninghmy- Kompetensi
tur di Era Digital
Persentase Aparatur yang memiliki
kompetensi digital. Pengukuran
dilakukan dengan peserta yang
sertifikat
dengan peserta yang mengikut Pusat Pengembangan
01 - Persentase (%) peserta ASN yang
IKP9.1 | IKK 1.1 |dinyatakan lulus Pelatihan Jabatan "flz‘g‘ua‘;‘ Pe“f“k“‘ta" ;‘“‘" d‘.i“.z‘k“kz‘" Non PN - N/A 95% 95% 96% 96% 97% A;’a"‘g‘.".("‘l’“l‘s‘;‘“s“‘;;‘:‘
Fungsional Bidang Komdigi oleh Fusbang Aparatur Romdigl an "(g; . digi
Rumus perhitungan: Jumlah peserta
pelatihan yang mendapatkan
sertifikat/Jumlah peserta yang
i pelatihan x 100%
Mengukur peserta pelatihan aparatur
yang lulus mendapatkan sertifikasi.
Pengukuran dilakukan oleh Pusbang Pusat Pengembangan
02 - Persentase peserta pelatihan SDM ; ) ngan
! Aparatur Komdigi : 87% (Komdigi, . o " " o Aparatur Komunikasi
KPO.1 | IKK 1.2 zsf;;‘;‘;:g”ﬁglk"md‘g‘ yang Rumus perhitungan: Jumlah peserta Non PN 2024) 87% 87% 88% 88% 88% dan Digital, BPSDM
ta pelatihan yang mendapatkan sertifikat Komdigi
/Jumlah peserta yang mengikuti
pelatihan x 100%.
Pusat dan
wilayah kerja
UPT BPSDM
(BBPSDMP
Medan;
BBPSDMP
Makassar;
BPSDMP
Jakarta; Pusat Pengembangan
. . BPSDMP Aparatur Komunikasi
Output - 1. Pelatihan Aparatur Digital N (RPIMN) Baing: - 20.000 Orang | 20.000 Orang | 20.000 Orang | 20.000 Orang e Dieital BPSDM
BPSDMP Komdigi
Yogyakarta;
BPSDMP
Surabaya;
BPSDMP
Banjarmasin;
BPSDMP
Manado;
BPPTIK)
Pusat Pengembangan
Output - 2. Kebijakan dan Modul . 12 12 15 rc 15 Aparatur Komunikasi
Pelatihan Aparatur Digital Non PN Pusat dan Digital, BPSDM
Komdigi
Pusat Pengembangan
Output - 3. Pelatihan Jabatan R Aparatur Komunikasi
Ponnsional Bidang Komeigl Non PN Pusat 500 Orang 500 Orang 600 Orang 700 Orang o Digitar BPSDM
Komdigi
02 - Meninghatnya Keterampilan
SP9 SK 2 di Era Digital
Persentase ASN Kemkomdigi yang
memiliki kompetensi digital.
Pengukuran dilakukan dengan peserta
yang mendapatkan sertifikat
dibandingkan dengan peserta yang P
dingkan de sat Pengembangan
01 - Persentase (%) Peserta Pelatihan | 1engikuti pelatihan. Pengukuran akan Aparatur Komunikasi
KPO.1 | IKK 2.1 dilakukan oleh Pusbang Aparatur Non PN - N/A 93% 93% 93% 95% 95% o Digital, BPSDM

Komdigi

pelatihan ASN




PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /

Definisi
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Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PN (RPJMN)/
PN (Non RPJMN)/

Non PN

LOKASI RO

Baseline

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

2026

2027

2028

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

INDIKATOR / OUTPUT

Persentase penyelenggaraan pelatihan
Aparatur Kemkomdigi dibandingkan
dengan hasil HCDP. Pengukuran akan
dilakukan oleh Pusbang Aparatur
Komdigi

Pusat Pengembangan
Aparatur Komunikasi

IKPO.1 | IKK2.2 |02 - Persentase penyelenggaraan diklat Non PN - N/A 39,5% 40% 40% 429 42% i, B
sesuai HCDP Rumus perhitungan: Jumlah Komdigi
penyelenggaraan pelatihan Aparatur
Kemkomdigi/Penyelenggaraan pelatihan
berdasarkan HCDP x 100%
Pusat Pengembangan
S;;‘:;‘h‘a;" Layanan Pendidikan dan Non PN Pusat 3.542 orang 3.342 orang 1.100 orang 1.200 orang | 1.200 orang A;:ﬁ‘;‘;éi“é‘;‘;‘g::‘
Komdigi
03 - Meningkatnya kualitas
SPo | SKS SDM aparatur
Pengukuran dilakukan dengan peserta
yang mendapatkan sertifikat
dibandingkan dengan peserta yang
mengikuti pelatihan. Pengukuran akan Pusat Pengembangan
01 - Persentase (%) Peserta Pelatihan | dilakukan oleh Pusbang Aparatur poeting et
IKP9.2 | IKK3.1 |Kepemimpinan Aparatur Digital yang | Komdigi Non PN E N/A 95% 95% 95% 95% 95% e Dieital BPSDM
Memiliki Kompetensi Digital i
Rumus perhitungan: Jumlah peserta
pelatihan kepemimpinan digital yang
mendapatkan sertifikat/Jumlah peserta
pelatihan digital x 100%
Pusat Pengembangan
Quiput 1. dzex'fg“[;‘i:‘i’lﬁepem‘"‘p‘"a" N (RPJMN) Pusat 100 Orang 160 Orang 160 Orang 160 Orang 160 Orang A;:;a[‘)‘i’ééi"é‘;’ggﬁ‘
Komdigi
04 - Mendorong Layanan Publik ASN
SP 11 SK 4 Digital
Mengukur persentase realisasi target
PNBP di Pusbang Aparatur Komdigi.
01 - Persentase (%) Realisasi Target | Lengukuran akan dilakukan oleh , . , " , ?Siféﬁ"ﬁiﬁﬂi?fa“;
IKP 11.1 | IKK 4.1 PNBP Pusbang Aparatur Komdigi Pusbang Aparatur Komdigi Non PN - N/A 100% 100% 100% 100% 100% dan Digital, BPSDM
Rumus perhitungan: (Total penerimaan Komdigt
PNBP/ Target PNBP) x 100%
Pusat Pengembangan
02 - Persentase (%) Realisasi Target | Mengukur persentase realisasi target , . , , , Aparatur Komunikasi
IKP 11.1 | KK 4.2 |pr o Osene (%) 8 PNBg“di BF}’PNK & Non PN - N/A 100% 100% 100% 100% 100% ;an Digital, BPSDM
Komdigi
] sat dan Pusat Pengembangan
g;;&jéetﬂ;?;;;f;;ﬁg;m“r Digital Non PN sznli( Kab. 185 orang 180 orang 180 orang 180 orang 180 orang Aé’:;a];‘gri:;i"é‘lp"s’g"]’;‘
ckasi Komdigi
KEGIATAN 19: Fengembangen Keterampllan Digial Dasar 14,688,100 | 206,256,800 | 206,256,800 | 206,256,800 | 206,256,800
n Literasi Digital b
01 - Meningkatnya Keterampilan
SP10 | SK1 |Digital Dasar dan Literasi Digital
untuk
Literasi digital adalah kemampuan
seseorang untuk menggunakan
teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) dengan efektif untuk mencari,
menganalisis, mengevaluasi, dan
menyebarkan informasi. Indikator ini Laki-Laki
diukur dari target pencapaian Skor IMDI 3,56; Laki-Laki: 3,62; ) Laki-Laki: 3,68; | Laki-Laki: 3,71; | Laki-Laki: 3,74; Pusat Pengembangan
IKP 10.1 | IKK 1.1 |01 - Indeks Literasi Digital pada Pilar Literasi Digital bagi PN (RPJMN) - Perempuan: | Laki-Laki: 3,65; | p " Perempuan: P : Literasi Digital, BPSDM
8] P P! igital,
perempuan dan laki-laki. Pengukuran b Perempuan: 3,64 b R s P
ini akan dilakukan oleh BPSDM Cq. H ) b b
Pusbang Ekosistem SDM Komdigi
Rumus perhitungan: Rata-rata
berdasarkan konversi nilai indikator dan
pembobotan masing-masing subpilar
pembentuk pilar literasi digital.
Indikator ini mengukur pesera pelatihan
keterampilan dasar yang mengalami
peningkatan keterampilan digital setelah
02 - Persentase peserta pelatihan lulus pelatihan. Pengukuran dilakukan 88,73% Pusat Pengembangan
IKP 10.2 | KK 1.2 |keterampilan dasar yang mengalami [oleh Pusbang Literasi Digital Non PN - (Komdigi, 88.73% 88.73% 90% 90% 90% Literasi Digital, BPSDM
peningkatan keterampilan digital Rumus perhitungan: Jumlah peserta 2024) Komdigi
pelatihan yang mendapatkan
sertifikat/Jumlah peserta yang
ngikuti pelatihan x 100%.
Indikator ini mengukur tingkat
pemahaman anak terhadap literasi
- digital. Pengukuran dilakukan oleh Pusat Pengembangan
IKP 10.1 | IKK 1.3 gg (;:;:f‘a‘ pemahaman literasi digital |Pusbang Literasi Digital Non PN - N/A R 3 32 34 3,6 Literasi Digital, BPSDM
Rumus perhitungan: Melakukan survei Komdigi
terhadap peserta fasilitasi literasi digital
'untuk anak
Tndikator ini mengukur pengetahuan
kelompok rentan terhadap literasi
digital sebelum dan sesudah mengikuti
N . kegiatan literasi digital. Pengukuran Pusat Pengembangan
IKP 10.1 | KK 1.4 |0 - Tingkat literas digital |0 oleh Pusgbang Literast Digital Non PN - N/A - 75% 75% 75% 75% Literasi Dig%tal, BRaDM

pada kelompok rentan

Rumus perhitungan: Jumlah jawaban
benar dari post test yang dilaksanakan
setelah kegiatan

Komdigi
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Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / PN (RPIMN)/ ALOKASI (dalam ribu rupiah
PI?I‘?GGlﬁ‘;TNI SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / Definisi PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Baseline ( ® ! "NIFTEIOARKSGA:;'SAASl
INDIKATOR / OUTPUT Non PN 2026 2027 2028
Pusat dan
wilayah kerja
UPT BPSDM
(BBPSDMP
Medan;
BBPSDMP
Makassar;
BPSDMP
Jakarta;
. i Pusat Pengembangan
Output - 1. Pelatihan keterampilan PN (RPJMN) BPSDMP - 100.000 Orang | 100.000 Orang | 100.000 Orang | 100.000 Orang Literasi Dlggltal, BPeDM
digital dasar Bandung; .
BPSDMP
Yogyakarta;
BPSDMP
Surabaya;
BPSDMP
Banjarmasin;
BPSDMP
Manado;
BPPTIK)
Pusat Pengembangan
Output - 2. Fasilitasi Literasi Digital N (RPIMN) Pusat 300 Orang - - - - Literasi Digital, BPSDM
Komdigi
Pusat Pengembangan
Output - 3. Pelatihan literasi digital PN (RPJMN) Pusat - 200 Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang Literasi Digital, BPSDM
Komdigi
Output - 4. Fasilitasi literasi digital Non PN Ppusat R 1.070.000 Orang|  1:070:000 1.070.000 1.070.000 L‘;‘;f:‘;"é:‘;f;"g;g;‘h
untuk anak Orang Orang Orang Koot
. Pusat Pengembangan
Output - 5. Fasilitasi literasi digital PN (Non RPJMN) Pusat R 200.000 Orang | 200.000 Orang | 200.000 Orang | 200.000 Orang Literasi Dig%tal, BPSDM
untuk kelompok rentan et
HEGIATAN[202BenvelengeataaniPendidikenitings IR1dzng 41,178,145 42,388,876 49,764,271 52,211,788 56,379,025
01 - Mewujudkan Transformasi
sps | sk |Pendidikan Tinggibidang Komdigi
yang Selaras dengan Kebutuhan Pasar
Keria
Masa tunggu lulusan yang bekerja atau
studi lanjut dalam waktu 6 bulan di
bidang komunikasi dan digital
dibandingkan seluruh lulusan x 100%.
01 - Persentase (%) masa tunggu Pengukuran dilakukan oleh STMM.
IKP 8.1 IKK 1.1 [lulusan yang bekerja atau studi lanjut Ri . it . Non PN - N/A 52% 52% 55% 60% 65% STMM, BPSDM Komdigi
dalam waktu 6 bulan setelah wisuda Uumus perhitungan : . .
(Jumlah lulusan yang bekerja atau studi
lanjut dalam waktu 6 bulan setelah
wisuda pada setiap periode wisuda/total
jumlah wisudawan setiap periode
wisuda)x100%
Tndikator ini mengukur peserta
pelatihan bidang Komdigi yang
bidang digital
02 - Persentase peserta sertifikasi setelah lulus pelatihan. Pengukuran o7.15%
IKP8.2 | IKK 1.2 |Pidang Komdigi yang bertalenta digital |dilakukan oleh STMM Non PN R (Komdigi, 97,15% 97,15% 97,15% 97,15% 97,15% STMM, BPSDM Komdigi
. 2024)
Rumus perhitungan: Jumlah peserta
sertifikasi bidang komdigi yg bertalenta
digital/total jumlah peserta sertifikasi
bidang komdigi x 100%
Mengukur capaian Penclitian yang
dilakukan oleh Dosen yang dapat
dipublikasikan dalam Jurnal lmiah
Terakreditasi baik Nasional maupun
03 - o e oleh STMM
IKP8.2 | IKK 1.3 |dipublikasikan dalam Jurnal llmiah Non PN - N/A 40% 45% 50% 55% 60% STMM, BPSDM Komdigi
Terakreditasi Rumus perhitungan: Jumlah penelitian
yg dipublikasikan dalam jurnal ilmiah
terakreditasi nasional maupun
internasional/Total jumlah penelitian
ang di dosen tetap x 100%
Mengukur kegiatan PKM yang dilakukan
Dosen atau Kelompok Dosen yang
menghasilkan inovasi yang bermanfaat
bagi masyarakat dan atau Kegiatan PKM
01 Prescnas ) rnatan e (208 ok dne ebton,
IKP8.2 | IKK 1.4 |Masyarakat (PKM) yg menghasilkan | Zanasiswa. Pengu Non PN - N/A 40% 45% 50% 55% 60% STMM, BPSDM Komdigi
Inovasi dan melibatkan Mahasiswa
Rumus perhitungan: Jumlah PKM yg
inovasi dan meli
mahasiswa,/Total jumlah seluruh PKM x
100%
Output - 1. Pelatihan Bidang Komdigi PN (RPIMN) Yogyakarta 500 Orang 300 Orang 400 Orang 300 Orang 400 Orang STMM, BPSDM Komdigi
Output - 2. Peralatan dan Fasilitas
Pengembangan Kependidikan Perguruan Non PN Yogyakarta 3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket STMM, BPSDM Komdigi
Tinggi Bidang Komdigi
Output - 3. Peni Karir dosen Non PN Yogyakarta 60 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang STMM, BPSDM Komdigi
Output - 4. Akreditasi program studi
pada perguruan tinggi Kementerian Non PN Yogyakarta - 1 Produk 1 Produk 1 Produk 1 Produk STMM, BPSDM Komdigi
Komdigi
Output - 5. Penelitian dan inovasi Non PN Yogyakarta - 20 Orang 30 Orang 30 Orang 40 Orang STMM, BPSDM Komdigi

bidang komdigi
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Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / PN (RPJMN)/ TARGET ALOKASI (dalam ribu rupiah) UNIT ORGANISASI
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / Definisi PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Baseline PELAKSANA
INDIKATOR / OUTPUT Non PN 2027 2026 2027 2028

PROGRAM /

KEGIATAN

Output - 6. Pengabdian masyarakat
bidang komdigi Non PN Yogyakarta - 58 Orang 76 Orang 76 Orang 76 Orang STMM, BPSDM Komdigi

Output - 7. Kerjasama kampus dengan Non PN Yogyakarta B 3 3 4 5K STMM, BPSDM Komdigi
industri digital

02 - Mendorong Layanan Publik
Bidang Talenta Digital

SP 11 SK 2

Mengukur persentase realisasi target
PNBP di STMM/Politkenik. Pengukuran

IKP 11.1 | IKK 2.1 |01 - Persentase (%) realisasi target PNBP |dilakukan oleh STMM Non PN R N/A 100% 100% 100% 100% 100% STMM, BPSDM Komdigi
Perguruan Tinggi bidang Komdigi
Rumus perhitungan: Jumlah
PNBP/Target PNBP x 100%

Output - 1. Peserta didik perguruan )
tinggi bidang komdigi Non PN Yogyakarta 2454 Orang | 2.104Orang | 2.104Orang | 2.104 Orang | 2.104 Orang STMM, BPSDM Komdigi




PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /
INDIKATOR / OUTPUT
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Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PN (RPJMN)/
PN (Non RPJMN)/
Non PN

LOKASI RO

Baseline

TARGET

2027

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

2026

2027

2028

'UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

Program Komunikasi Publik dan Media

240,849,683

287,750,990

298,624,883

314,624,613

330,708,856

Ss 8 SP.1

01 - Meningkatnya Efektivitas
Penyelenggaraan Komunikasi Publik
Nasional

IKSS.8.1 | IKP.1.1

01 - Tingkat jangkauan komunikasi
publik

Dihitung melalui persentase
pengetahuan masyarakat terhadap
informasi komunikasi publik yang
diselenggarakan melalui agenda setting
Ditjen KPM melalui pendekatan mitra
strategis dengan target populasi
masyarakat usia produktif usia 16-64
tahun (196 juta jiwa).

Pemetaan mitra Ditjen KPM ke depan
dalam rangka diseminasi mencakup:
1. Humas K/L/D

2. Mitra strategis (KIM, komunitas,
dunia usaha, KOL)

3. Media (media massa, media publik
(TVRI, RRI), lembaga penyiaran publik
daerah, dll.

Non PN

N/A

75%

T7%

79%

81%

83%

Ditjen Komunikasi
Publik dan Media

IKSS.8.1 | IKP.1.2

02 - Tingkat pemerataan aksesibilitas
informasi publik pada kelompok
masyarakat marginal (mencakup

Tingkat pemerataan aksesibilitas
informasi publik kepada kelompok
rentan yakni:

1. Masyarakat di wilayah 3T

2. Kelompok rentan (masyarakat lanjut
usia dan anak-anak)

3. Penyandang disabilitas

Dihitung melalui persentase

di wilayah 3T,
rentan, dan i

nan rentan
terhadap i i publik

yang diselenggarakan melalui agenda
setting Ditjen KPM melalui pendekatan
mitra strategis dengan target populasi
masyarakat usia produktif usia 16-64
tahun (196 juta jiwa). Pengukuran ini
sudah di pada Indeks PIKP.

Non PN

N/A

60%

62%

64%

66%

68%

Ditjen Komunikasi
Publik dan Media

IKSS.8.1 | IKP.1.3

03 - Tingkat kepuasan masyarakat
terhadap akses informasi publik

Dihitung melalui persentase kepuasan
masyarakat terhadap akses informasi
komunikasi publik yang
diselenggarakan melalui agenda setting
Ditjen KPM melalui pendekatan mitra
strategis dengan target populasi
masyarakat usia produktif usia 16-64
tahun (196 juta jiwa). Diukur melalui
indikator pada Dimensi Output terkait
akses informasi dalam Indeks KPIP.

Non PN

N/A

76%

T7%

78%

79%

80%

Ditjen Komunikasi
Publik dan Media

IKSS.8.1 | IKP.1.4

04 - Tingkat kepuasan masyarakat
terhadap kualitas informasi publik

Dihitung melalui persentase kepuasan
masyarakat terhadap kualitas informasi
komunikasi publik yang
diselenggarakan melalui agenda setting
Ditjen KPM melalui pendekatan mitra
strategis dengan target populasi
masyarakat usia produktif usia 16-64
tahun (196 juta jiwa). Diukur melalui
indikator pada Dimensi Output terkait
kualitas informasi dalam Indeks KPIP.

Non PN

N/A

76%

T7%

78%

79%

80%

Ditjen Komunikasi
Publik dan Media

02 - Meningkatnya Keterbukaan
Publik

IKSS.8.1 | IKP.2.1

01 - Tingkat kepatuhan badan publik
terhadap UU KIP

Pengukuran terhadap kepatuhan K/L/D
dalam memenuhi kewajiban untuk
memberikan, menyajikan, dan
mempublikasikan informasi kepada
masyarakat sesuai dengan
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
(UU KIP)

Dihitung berdasarkan dimensi input
tentang penyediaan informasi publik,
dan dimensi proses tentang publikasi
informasi berkala dan serta merta, serta
jumlah pelayanan informasi publik yang
dilakukan PPID dalam Indeks
Komunikasi Pembangunan dan
Informasi Publik (KPIP) pada 67 K/L dan
34 Dinas Provinsi.

Non PN

N/A

60%

65%

70%

75%

80%

Ditjen Komunikasi
Publik dan Media

03 - Meningkatnya Kualitas
Media dalam

IKSS.8.1 | IKP.3.1

01 - Persentase pemenuhan layanan
kesekretariatan kuasi mendukung
i informasi

Indikator menggambarkan dimana
dukungan layanan kesekretariatan
kuasi telah terlaksana

Non PN

N/A

100%

100%

100%

100%

100%

Kuasi Publik, Sekretariat
Jenderal

KEGIATAN 4494
Informasi Publik

Konten dan

122,968,576

SP1 SK.1

01 - Meningkatnya Jangkauan
Penyebaran Informasi dan Program
Prioritas Pemerintah Bidang Politik,
Hukum, dan

IKP.1.1 | IKK.1.1

01 - Persentase (%) tingkat

terhadap Informasi Program Prioritas
Pemerintah Bidang Polhukam (isu
Demokrasi dan Pemilu maupun isu
prioritas yang akan di-highlight bidang
P

Rasio masyarakat yang

informasi terkait isu-isu demokrasi,
pemilu, dan program prioritas yang
diangkat dalam bidang politik, hukum,
dan keamanan.

Non PN

N/A

70%

Output 1. Diseminasi Informasi Bidang
Polhukam

Pasca reorganisasi, RO RPJMN ini
sepakat untuk tidak dikerjakan di tahun
2025.

PN (RPJMN)

Pusat

55 Kegiatan
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Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / PN (RPJMN)/ TARGET
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / Definisi PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Baseline

PROGRAM / ALOKASI (dalam ribu rupiah)

KEGIATAN

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

INDIKATOR / OUTPUT 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029
Output 2. Diseminasi Informasi Pasca reorganisasi, RO RPJMN ini
Percepatan Pembangunan Papua Tahun |sepakat untuk tidak dikerjakan di tahun| PN (RPJMN) Pusat 26 Kegiatan
2022-2041 2025.

01 - (%) tingkat

terhadap

Rasio yang
i i terkait isu-isu demokrasi,

kebijakan dan program prioritas
pemerintah bidang Perekonomian dan
Maritim

pemilu, dan program prioritas yang
diangkat dalam bidang Perekonomian
dan Maritim.

Output 1. Diseminasi informasi Bidang

Pasca reorganisasi, RO RPJMN ini

sepakat untuk tidak dikerjakan di tahun| PN (RPJMN) Pusat 40 Kegiatan - - - -
Perekonormian dan Maritim Sepak
. o " " Pasca reorganisasi, RO RPJMN ini
Output 2. Diseminasi Informasi sepakat untuk tidak dikerjakan di tahun| PN (RPJMN) Pusat 14 Kegiatan - - - .

Pemindahan Ibu Kota Negara

01 - Persentase (%) tmgkat pemahaman
rogram |,

2025,

Rasio masyarakat yang memahami

terhaday
prioritas pemerintah bldang MK (isu

i terkait isu-isu demokrasi,

Keterangan: Merupakan
Kegiatan, SK, IKK,
hingga RO lama sebelum
ditetapkannya SOTK
baru Kemenkomdigi.
Kegiatan dan
turunannya diakomodasi
sebagai data historis.

i Stunting

Pengukuran yang menunjukkan

1-

0 tingkat
informasi publik melalui own media dan

proporsi
terhadap informasi publik yang

KP.1.1 | IKK.1.1 e i Non PN - N/A 70% - - - -
stunting maupun isu prioritas yang © .
S e Endemms i) diangkat dalam bidang PMK.
Output 1. Diseminasi Informasi Bidang | 25¢2 reorganisasi, RO RPJMN ini
s sepakat untuk tidak dikerjakan di tahun| PN (RPJMN) Pusat 188 Kegiatan - - - -
2025.
w2, Diseminast Informasi Pasca reorganisasi, RO RPOMN ini
put 2 Disemina, sepaat untul ida dikerjakan di abun| PN (RPUMN) Pusat 146 Kegiatan - - - -

N
I3
I

Komunikasi Publik

01 - Persentase

2025.

Indikator ini mengukur tingkat
pencapaian penyusunan dokumen
kajian, regulasi, atau kebijakan yang
mendukung tata kelola komunikasi

IKP.1.1 | IKK.1.1 Non PN - N/A 70% - - - -
mitra strategis disampaikan melalui own media dan
kerja sama dengan mitra strategis.
Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang menunjukkan peningkatan
02 - P ASN yang dan dalam
IKP.1.1 | IKK.1.2 inya terkait bidang ikasi publik Non PN - N/A 75% - - - -
komunikasi publik melalui pelatihan, bimbingan teknis,
atau kegiatan pengembangan
A - [Pasca reorganisasi, RO RPJMN ini
a‘"‘.’“‘ 1. Diseminasi Informasi melalui | ]\ oy ufmk tidak dikerjakan di tahun| PN (RPJMN) Pusat 260 Kegiatan - - - -
edia Pemerintah Sopal
Gutput 2. Diseminasi Informasi Pasca reorganisasi, RO RPJMN ini
Kebijakan dan Program Prioritas melalui |sepakat untuk tidak dikerjakan di tahun| PN (RPJMN) Pusat 1000 Orang - - - -
Mitra Strategis 2025.
_— o Pasca reorganisasi, RO RPJMN ini
Output 3. Bimbingan Teknis Bidang sepakat ak tidelk dikerjakan di tahun| PN (RPJMN) Pusat 2000 Orang R - R .

Keterangan: Merupakan
Kegiatan, SK, IKK,
hingga RO lama sebelum
ditetapkannya SOTK
baru Kemenkomdigi.
Kegiatan dan
turunannya diakomodasi
sebagai data historis.

K/L/D

ditetapkan, termasuk transparansi
informasi, akurasi, dan kecepatan

dalam penyampaian informasi kepada
masyarakat (mencakup tata kelola
i publik di daerah).

IKP.1.1 | IKK.1.1 |Kajian/Regulasi/Kebijakan terkait Tata A 1a ko Non PN - N/A 100% - - - -
Kejian/Regulasi/Kebijaka publik oleh K/L/D, dibandingkan / 4
dengan total target atau kebutuhan
kajian /regulasl/kebl]akan yang telah
alam periode tertentu.
- Pasca reorganisasi, RO RPJMN ini -
Qutput | Kebijakan Tata Kelola sepakat untuk tidak dikerjakan di tahun| PN (RPJMN) Pusat ! R;;‘;J’.‘;i’;ias‘ - - - -
2025.
SP1 SK.1
Merupakan ukuran sejauh mana
kementerian, lembaga, dan pemerintah
daerah (K/L/D) menjalankan fungsi
01 - Tingkat komunikasi publik sesuai dengan
IKP.1.4 | IKK.1.1 |penyelenggaraan komunikasi publik , regulasi, dan kebijakan yang Non PN - N/A 64% 65% 66% 67% 68%

Dit. Komunikasi Publik,
Ditjen Komunikasi
Publik dan Media




PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /

Definisi

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PN (RPJMN)/
PN (Non RPJMN)/

LOKASI RO

Baseline

- 164 -

TARGET

2027

2026

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

2027

2028

'UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

INDIKATOR / OUTPUT

Diukur untuk memastikan tersedianya
kebijakan yang berkaitan dengan
komunikasi publik nasional. Outcome
indikator diarahkan pada kesesuaian
pelaksanaan, misalnya persentase

Non PN

Dit. Komunikasi Publik,

. o
KP.1.3 | KK.1.2 |02 Persentas S]ilf%’r Sistem i Publik PN (RPJMN) - N/A 60% 61% 62% 63% 64% Ditjen Komunikasi
Nasional (SKPN) yang dihitung Publik dan Media
berdasarkan progres tahunan secara
rinci. Merupakan usulan indikator
RPJMN dari Dit. Polkom Bappenas
untuk di oleh Ditjen KPM.
Mengukur efektivitas dan efisiensi
03 - Tinglat keberhasilan pengelolaan _|da1am mengidentifikasi, merespons, dan Dit. Komunikasi Publik,
IKP.1.1 | IKK.1.3 |" X ' ngelolaan | neelola isu serta situasi krisis yang Non PN - N/A 60% 65% 70% 75% 80% Ditjen Komunikasi
isu dan situasi krisis komunikasi publik 1 serta situa ) " !
memengaruhi opini publik atau reputasi Publik dan Media
lembaga/pemeri
Dit. Komunikasi Publik
Output 1. Rancangan Perpres Sistem 1 Rancangan | 1 Rancangan ! ]
Komunikas Publik Nasional PN (RPIMN) Pusat Perpresg Perpresg - - - Ditjen Komunikasi
Publik dan Media
) Dit. Komunikasi Publik,
E:;‘;‘;ﬁ;giiﬁ’;{da"g konkuren PN (RPJMN) Pusat - 1 NSPK - - - Ditjen Komunikasi
Publik dan Media
Output 3. Rencana komunikasi strategis Dit. Komunikasi Publik,
Dot thanan PN (RPJMN) Pusat - 10 Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen Ditjen Komunikasi
Publik dan Media
. Dit. Komunikasi Publik,
g:‘g’l’i? 4. NSPK bidang komunikasi Non PN Pusat - 3 NSPK - - - Ditjen Komunikasi
Publik dan Media
Gutput 5. Bimbingan Teknis Dit. Komunikasi Publik,
Implementasi Sub Urusan Komunikasi Non PN Pusat 2000 Orang | 2000 Orang | 2000 Orang | 2000 Orang | 2000 Orang Ditjen Komunikasi
dan Informasi Publik dan Media
Output 6. Supervisi implementasi ) ) Dit. Komunikasi Publik,
onmren bitang komuuakas publik PN (RPJMN) Pusat - 50 Kegiatan | 50 Kegiatan | 50 Kegiatan | 50 Kegiatan Ditjen Komunikasi
Publik dan Media
Gutput 7. Rekomendasi Hasil Survey i ! i N Dit. Komunikasi Publik,
Komunikasi Pembangunan dan PN (RPJMN) Pusat Kebiialk: Ditjen Komunikasi
Publik Publik dan Media
; Dit. Komunikasi Publik,
S:;zﬁiigzﬁ?;‘;“p‘émfﬁl::“ PN (RPJMN) Pusat - 38 Kegiatan | 38 Kegiatan | 38 Kegiatan | 38 Kegiatan Ditjen Komunikasi
Publik dan Media
— Dit. Komunikasi Publik,
S;‘r;pufi;:e:f:gﬁﬁ“ krisis PN (RPJMN) Pusat - 50 Kegiatan | 50 Kegiatan | 50 Kegiatan | 50 Kegiatan Ditjen Komunikasi
Publik dan Media
Output 10. Pengelolaan komunikasi PN (RRIMN) usat 13.818.750 | 13.818.750 | 13.818.750 | 13.818.750 | 13.818.750 D“bi“q‘;‘s‘;{“)‘r‘;‘ﬂlﬁ::}‘k'
publik Makan Bergizi Gratis Orang Orang Orang Orang Orang Dien Komunikas
] Dit. Komunikasi Publik
Output 11. Pengelolaan Komunikasi 112.522.900 | 112,522,900 | 112.522.900 | 112.522.900 ! 4
Publik Progranglrekuf Presiden PN (Non RPJMN) Pusat - Orang Orang Orang Orang Ditjen Komunikasi
Publik dan Media
02 - Meningkatnya Kualitas Konten
SP 1 SK.2 Publik
Mengukur kepatuhan K/L/D dalam
memenuhi ketentuan dan pedoman
yang telah ditetapkan terkait i i
kP14 | k2.1 |0L- Tingkat kepatuhan standar konten |standarisasi konten informasi publik Non PN R N/A N/A 60% 65% 70% 5% D]‘D‘;tjl‘;‘xf]"z‘u‘:&ﬁ:g"
informasi publik K/L/D sesuai (mencakup format, media FA A
oakup format, medi ublik dan Media
dan pengelolaan aset informasi publik.
Diukur oleh Direktorat Informasi Publik.
- Diukur dari pemenuhan standar
e et e st i e Dy s i,
IKP.1.2 | IKK2.2 (5D e e |informasi publik berbasis digital bagi rame - N/A N/A 45% 50% 55% 60% Ditjen Komunikasi
an Informasi Publik Berbasis Digi Dberba " !
o Pesyandang Disabiitas penyandangan disabilitas oleh K/L/D Publik dan Media
pada Indeks KPIP.
Pengukuran mencakup seberapa banyak
konten yang mengandung muatan nilai
. |Pancasila, misalnya, jumlah konten
Oil;liplf':;mff l;f‘;‘;kg:‘(‘:‘;:k“‘ yang memenuhi kriteria nilai-nilai Dit. Informasi Publik,
IKP.1.4 | IKK.2.3 [PUPTX yans dap: i P Pancasila dibanding total konten PN (RPJMN) - N/A 70% 80% 90% 95% 100% Ditjen Komunikasi
et Paper T ikasi publik. Merupakan usulan Publik dan Media
indikator RPJMN dari Dit. Polkom
Bappenas untuk dilakukan oleh Ditjen
KPM.
Dit. Informasi Publik,
:’s‘;;pro‘nltef‘sfgr‘:::gegﬁ‘;‘( akses dan PN (RPJMN) Pusat - 1 NSPK - - - Ditjen Komunikasi
Publik dan Media
Dit. Informasi Publik,
S:)‘g"r‘;:fp:\f:g:‘:;ﬂ::ﬁ: konten PN (RPJMN) Pusat - 1 NSPK - - - Ditjen Komunikasi
Publik dan Media
R Dit. Informasi Publik,
S;‘fg"r‘;:pﬁg:t:: ‘P';fr‘r’l‘e“r‘;st;ﬁ"b“k PN (RPJMN) Pusat - 500 Kegiatan | 500 Kegiatan | 500 Kegiatan | 500 Kegiatan Ditjen Komunikasi
Publik dan Media
Dit. Informasi Publik,
S::fs‘;‘ 4. Pengelolaan konten kontra PN (RPJMN) Pusat B 25 Kegiatan | 25 Kegiatan | 25 Kegiatan | 25 Kegiatan Ditjen Komunikasi
Publik dan Media
Gutput 5. Sosialisasi dan bimtek Dit. Informasi Publik,
ij isasi PN (RPJMN) Pusat - 1000 Orang | 1000 Orang | 1000 Orang | 1000 Orang Ditjen Komunikasi
akses dan aset konten informasi publik Publik dan Media
Output 6. Monitoring isu dalam ) ) Dit. Informasi Publik,
enelclaan Kemunizat publik PN (RPJMN) Pusat 1Kegiatan | 20 Kegiatan | 20 Kegiatan | 20 Kegiatan | 20 Kegiatan Ditjen Komunikasi
Publik dan Media
Output 7. Rancangan Peraturan Menteri Dit. Informasi Publil
tentang Layanan Komunikasi dan Non PN Ppusat 1 Rancangan | 1 Rancangan R R R Ditjon Komunikasi
Informasi Publik Berbasis Digital bagi PerMen PerMen e Kok
Penyandang Disabilitas
03 - Meningkatnya Kepatuhan dalam
sP2 | sK3

Publik




PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /

Definisi

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PN (RPJMN)/
PN (Non RPJMN)/

LOKASI RO

Baseline

- 165 -

TARGET

2027

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

2027

UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

INDIKATOR / OUTPUT

01 - Tingkat Kapasitas Badan Publik

Pengukuran kapasitas kelembagaan
Badan Publik dalam pengelolaan
layanan informasi publik. Indikator ini
diukur melalui hasil monitoring dan

Dit. Informasi Publik,

IKP.2.1 | KK.3.1 UDU o |evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Non PN - N/A 75% 76% 7% 78% 79% Ditjen Komunikasi
terhadap Keterbukaan Informasi Publik | 10 " 'pcat vang salah satu unsur Pubik dam Media
pengungkitnya adalah pelaksanaan
bimbingan teknis oleh Direktorat
i Publik.
— Informasi Publik
Output 1. Rancangan Revisi UU Nomor 1 1 1 ! ublik,
T4 Tabun 2008 PN (RPJMN) Pusat Revisi UU Revisi UU Revisi UU - - Ditjen Komunikasi
Publik dan Media
Dit. Informasi Publik,
Output 2. Bimbingan teknis PPID Non PN Pusat 400 Orang | 400 Orang | 400 Orang | 400 Orang | 400 Orang Ditjen Komunikasi
Publik dan Media
SP1 SK.4
tingkat
terhadap berbagai aspek layanan yang
disediakan oleh Monumen Pers
o1- Per,se“'““lsehlo/‘;{ kef“asa" M Nasional, Ditjen Komunikasi Publik dan Monumen Pers Nasional,
IKP.1.3 | IKK.4.1 g:‘:f‘;,?:;‘f alﬂniafszxa\?ﬁas?xﬁil? Media. Indikator ini diukur melalui Non PN - N/A 85% 86% 87% 88% 89% Ditjen Komunikasi
o Media v survey persepsi pengunjung mengenai Publik dan Media
kualitas fasilitas, informasi, keramahan
petugas, aksesibilitas, serta pengalaman
keseluruhan selama i
Gutput 1. Layanan Pemanfaatan Monumen Pers Nasional,
Informasi Media Cetak dan Koleksi Non PN Pusat 100000 Orang | 100000 Orang | 100000 Orang | 100000 Orang | 100000 Orang Ditjen Komunikasi
Benda Bersejarah Bagi Masyarakat Publik dan Media
SP1 SK.5
Mengukur tingkat kepuasan pengunjung|
terhadap berbagai aspek layanan yang
N diberikan olch Museum Penerangan,
g;n;:ie:;::}l ﬁ;ef;;;‘"; Museum |Ditien Komunikasi Publik dan Media. Museum Penerangan,
IKP.1.3 | IKK.5.1 |Dee e fon Komunilkasi Publikc | Indilator ini mencerminkan persepsi Non PN - N/A 85% 86% 87% 88% 89% Ditjen Komunikasi
o o pengunjung terhadap kualitas fasilitas, Publik dan Media
penyajian koleksi, aksesibilitas,
pelayanan petugas, serta pengalaman
keseluruhan selama kunj
Gutput 1. Layanan Informasi Museum Penerangan,
Benda-benda Bersejarah di Bidang Non PN Pusat 50000 Orang | 50000 Orang | 50000 Orang | 50000 Orang | 50000 Orang Ditjen Komunikasi
Komunikasi dan Informasi Publik dan Media
SP1 SK.1
Mengukur tingkat keaktifan mitra yang
berjalan dan terlibat dalam komunikasi
publik. Pengukuran dapat mencakup:
1. Jumlah mitra yang aktif
berpartisipasi dalam kampanye
komunikasi publik ; )
2. Frekuensi kolaborasi atau kerja sama Ko, Kemitraan ”
IKP.1.1 | KK.1.1 |01 - TingkatK mitra K/L/D & ko yang dengan Non PN - N/A 70% 71% 72% 73% 74% dan Kehumasan, Ditjen
mitra strategis dalam komunikasi publik mitra s e
3. Frekuensi kontribusi mitra dalam unikasi Pu
penyebaran informasi pemerintah
4. Frekuensi kegiatan bersama yang
melibatkan mitra dalam komunikasi
publik
Diukur oleh Direktorat Kemitraan
Lembaga i dan
Pengukuran yang mencerminkan
cakupan dan jumlah kanal komunikasi
pemerintah yang diakses atau
dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti
media sosial resmi, website, dan aplikasi
pemerintah. Pengukuran dapat
dilakukan melalui analisis engagement Dit. Kemitraan
02 - Tingkat akses media informasi E““a S°5“1‘<1 me‘“l,‘]‘c‘ “?“mbf.ilf‘m Komunikasi Lembaga
IKP.1.3 | IKK.1.2 |publik oleh masyarakat melalui K/L/D |<@mpanye komunikasi publik: Non PN - N/A 70% 71% 72% 73% 74% dan Kehumasan, Ditjen

dan mitra strategis

1. Jumlah jangkauan media sosial
melalui mitra dalam kampanye
komunikasi publik

2. Jumlah views website GPR widget
mitra (website K/L/D dan KIM.id)

3. Jumlah masyarakat yang menerima
informasi publik melalui mitra

Diukur oleh Direktorat Kemitraan
Lembaga i dan

Komunikasi Publik dan
Media




PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /

Definisi

166 -

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian

PN (RPJMN)/
PN (Non RPJMN)/

LOKASI RO

Baseline

Komunikasi dan Digital 2025-2029

TARGET

2027

2026

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

2027

2028

'UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

INDIKATOR / OUTPUT

Tingkat Kapasitas SDM Jabatan

Mengukur tata kelola pembinaan
Jabatan Fungsional Pranata Humas
yang profesional dan akuntabel berbasis
regulasi kepegawaian dan kerangka
kerja komunikasi publik nasional, yang
meliputi:

1. Penyusunan kebijakan terkait
Jabatan Fungsional Pranata Humas
(JFPH)

2. Persentase (%) Kepuasan Layanan

Non PN

Dit. Kemitraan
Komunikasi Lembaga

IKP.L1 | K13 | e g Kovmunikact ot Pansstonal et o Non PN - N/A >75% >75% >75% >75% >75% dan Kehumasan, Ditjen
TS omuniasi Publik dan
3. Jumlah Sosialisasi atau Bimbingan Media
Teknis terkait Jabatan Fungsional
Pranata Humas (JFPH)
4. Pengembangan Aplikasi Kompetensi
dan Karir Jabatan Fungsional Pranata
Humas (JFPH)
Diukur oleh Direktorat Kemitraan
Lembaga Informasi dan
Dit. Kemitraan
Output 1. Pedoman kemitraan lembaga Komunikasi Lembaga
) ; Non PN Pusat 1Pedoman | 1Pedoman | 1Pedoman | 1Pedoman | 1 Pedoman dan Kehumasan, Ditien
informasi dan kehumasan humasan, |
Komunikasi Publik dan
Media
Dit. Kemitraan
Output 2. Peraturan Menteri Komdigi 1 Rancangan | 1 Rancangan Komunikasi Lembaga
terkait Pengembangan Kemitraan Non PN Pusat Peraturan Peraturan - - - dan Kehumasan, Ditjen
Kehumasan Pemerintah Menteri Menteri Komunikasi Publik dan
Media
Dit. Kemitraan
Output 3. Rancangan Peraturan Menteri 1 Rancangan | 1 Rancangan Komunikasi Lembaga
Komdigi terkait Pengembangan Non PN Pusat Peraturan Peraturan - - - dan Kehumasan, Ditjen
Kemitraan Komunikasi Strategis Menteri Menteri Komunikasi Publik dan
Media
Dit. Kemitraan
) ) ) ) Komunikasi Lembaga
Output 4 Kebijakan terkait pranata Non PN Pusat 1 RKe:;;i::asn 1 l{]{e:;]n;igiasx . . . dan Rehumasen, Diten
Komunikasi Publik dan
edia
Dit. Kemitraan
Output 5. Pengembangan kelembagaan Komunikasi Lembaga
kehumasan pemerintah (K/L/D dan PN (RPIMN) Pusat - 135 Lembaga | 135 Lembaga | 135 Lembaga | 135 Lembaga dan Kehumasan, Ditjen
BUMN) Komunikasi Publik dan
Media
Dit. Kemitraan
Output 6. Pengembangan kemitraan Komunikasi Lembaga
ey o PN (RPIMN) Pusat - 1000 Lembaga | 1000 Lembaga | 1000 Lembaga | 1000 Lembaga. dan Kehumasan, Ditien
g humasan, |
Komunikasi Publik dan
Media
Dit. Kemitraan
] Komunikasi Lembaga
l?“tp“.‘ 7. Pembinaan Jabatan Non PN Pusat 1000 Orang | 1500 Orang | 2000 Orang | 2500 Orang | 3000 Orang dan Kehumasan, Ditjen
‘ungsional Bidang Komunikasi humasan, |
Komunikasi Publik dan
Media
sp1 Sko |02 - Meningkatnya Partisipasi Media
> _|di Era Digital
Mengukur sejauh mana keterlibatan
media dalam diseminasi informasi
publik, mendukung kebijakan
pemerintah, serta memfasilitasi
komunikasi antara pemerintah dan
masyarakat dalam rangka penguatan
hubungan/relasi. Indikator dapat
‘mencakup:
01 - Tingkat partisipasi media dalam |1+ Frelaaensi berita atau publiasi Dit. Ekosistem Media,
IKP.LL [ IKK.2.1 [P e e terkait kebijakan publik Non PN - N/A 60% 61% 62% 63% 64% Ditjen Komunikasi
2. Tingkat keterlibatan media dalam Publik dan Media
kampanye komunikasi pemerintah
3. Frekuensi kerja sama media dengan
instansi pemerintah dalam diseminasi
informasi publik
4. Keterlibatan media dalam dialog
publik atau forum kebijakan
Diukur oleh Direktorat Ekosistem
Media.
Melakukan pembinaan Jabatan
Fungsional (JF) Bidang Siaran yang
terdiri dari empat JF, yaitu Teknisi
Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata
Siaran dan Asisten Pranata Siaran.
P yang di
1. Tersedianya regulasi, kebijakan, atau ’ )
IKP.1.4 | KK.2,2 |02 Tingkat Kapasitas SDM Jabatan | dokumen pendukung lainnya terkait JF Non PN - N/A 16% 18% 20% 23% 26% Dl[‘)ﬁjj:eio:(‘z::r\:‘nﬁeai‘iay
Fungsional Bidang Penyiaran Siaran A
2. Jumlah JF Siaran yang mendapatkan
pembinaan
3. Tersedianya saluran komunikasi dan
informasi antara JF Siaran dengan
instansi pembina
Diukur olch Dircktorat Ekosistem
Media.
o - - Dit. Ekosistem Media
Output 1. Rekomendasi kebijakan - 1 1 1 1 " Media,
terkait pengembangan ckosistem media PN (RPJMN) Pusat Kebijak: Kebijak; Ditjen Komunikasi

Publik dan Media
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SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / PN (RPJMN)/ TARGET ALOKASI (dalam ribu rupiah) 'UNIT ORGANISASI
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / Definisi PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Baseline PELAKSANA
INDIKATOR / OUTPUT Non PN 2027 2026 2027 2028

PROGRAM /

KEGIATAN

Output 2. Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi| 1 Rekomendasi Dit. Ekosistem Media,
; ome ¢ Non PN Pusat ” o - - - Ditjen Komunikasi
Indikator Kredibilitas Media Kebijakan | Kebijakan
Publik dan Media

Dit. Ekosistem Media,
Non PN Pusat - 1 NSPK - - - Ditjen Komunikasi
Publik dan Media
Dit. Ekosistem Media,
Output 4. Pengelolaan relasi media PN (RPJMN) Pusat - 150 Kegiatan | 150 Kegiatan | 150 Kegiatan | 150 Kegiatan Ditjen Komunikasi
Publik dan Media
Output 5. Kajian Indikator Partisipasi | Rekomendasi| 1 Rekomendasi Dit. Ekosistem Media,
Publik dalam Membangun Kredibilitas Non PN Pusat Kebjakan Kebijakan - - - Ditjen Komunikasi
Media Publik dan Media
Dit. Ekosistem Media,
Non PN Pusat 14 Kegiatan | 15 Kegiatan | 16 Kegiatan | 17 Kegiatan | 18 Kegiatan Ditjen Komunikasi
Publik dan Media
Dit. Ekosistem Media,
PN (RPJMN) Pusat - 75 Kegiatan | 75 Kegiatan | 75 Kegiatan | 75 Kegiatan Ditjen Komunikasi
Publik dan Media
Dit. Ekosistem Media,

Output 3. NSPK pengelolaan relasi
media

Output 6. Pengelolaan keterlibatan
publik melalui media

Output 7. Pengelolaan kerja sama media
massa

Output 8. Pengelolaan kanal redaksi

nasional Non PN Pusat 50 Kegiatan | 50 Kegiatan | 50 Kegiatan | 50 Kegiatan | 50 Kegiatan Ditjen Komunikasi
Publik dan Media
Output 9. Pembinaan Jabatan Dit. Ekosistem Media,
Fungsi ’ N N Non PN Pusat 500 Orang 550 Orang 600 Orang 700 Orang 800 Orang Ditjen Komunikasi
ngsional Bidang Penyiaran beblik cdan Medis.
Output 10. Pengelolaan penerbitan izin Dit. Ekosistem Media,
dan rekomendasi kegiatan jurnalistik Non PN Pusat 50 Lembaga | 50 Lembaga | 55Lembaga | 55Lembaga | 60 Lembaga Ditjen Komunikasi
media asing Publik dan Media
IATAN 4511-Implementasi Undang-Undang
e 11,991,622 17,726,717 17,397,644 20,178,498 21,250,882

01 - Memperkuat implementasi
SP3 SK1 |Undang-Undang Keterbukaan
Publik

Indeks Keterbukaan Informasi Publik
(IKIP) disusun oleh Komisi Informasi
Pusat (KIP) untuk mengukur sejauh
mana implementasi Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik di 34
provinsi se-Indonesia. IKIP diharapkan
dapat menjadi katalis dalam mendorong
pelaksanaan Keterbukaan Informasi
Publik di segala tingkatan pemerintahan
secara merata dan memberikan
masukan dan rekomendasi bagi
masyarakat untuk berpartisipasi dalam 75.65
penyusunan kebijakan dan program PN (RPJMN) - (Set. KIP, 2024) 76,00 76,25 76,30 77 77,25
pembangunan. IKIP menganalisis tiga . ’
aspek penting yang mencakup
kepatuhan Badan Publik terhadap UU
KIP (obligation to tell), persepsi
masyarakat terhadap UU KIP maupun
haknya atas informasi (right to know),
dan kepatuhan Badan Publik terhadap
pelaksanaan keterbukaan informasi
terutama kepatuhan dalam
melaksanakan putusan sengketa
informasi publik untuk menjamin hak
masyarakat atas informasi (access to
information).
Pengukuran indikator Persentase Akses
& Diseminasi Informasi Publik Kepada
Masyarakat dimaksudkan untuk
mengukur sejauh mana badan publik
menyediakan informasi yang wajib
diumumkan dan disampaikan secara
02 - Persentase akses dan diseminasi serta merta, bersifat terbuka, mudah, PN
Ny N (RPJMN)
informasi publik kepada masyarakat ~ |dengan cara sederahana, dan sesuai
ketentuan No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik. Indikator
ini termasuk dalam Indeks Keterbukaan
Informasi Publik Dimensi Fisik dan
Politik. Diukur oleh Sekretariat Komisi

i Pusat, iat Jenderal.
Pengukuran indikator Persentase
Partisipasi Publik dalam Proses
Pengambilan Kebijakan Publik
dimaksudkan untuk mengukur sejauh
mana badan publik memberikan ruang
partisipasi publik dalam mengakses
informasi, pengambilan kebijakan
03 - Persentase partisipasi publik dalam |publik, dan memantau serta PN (RPIMN)
proses pengambilan kebijakan publik  |melaporkan badan publik yang tidak
sesuai ketentuan UU No. 14 tentang
Keterbukaan Informasi Publik kepada
Komisi Informasi. Indikator ini termasuk
dalam Indeks Keterbukaan Informasi
Publik Dimensi Fisik dan Politik. Diukur
oleh Sekretariat Komisi Informasi Pusat,
Sekretariat Jenderal.

Sekretariat KIP,

01 - Indeks Keterbukaan Informasi
Publik Sekretariat Jenderal

IKP.3.1 | IKK.1.1

Sekretariat KIP,

IKP.3.1 | IKK.1.2 Sekretariat Jenderal

77,48%
(Set. KO, 2024) 77,73 77,98 78,23 78,48 78,73

Sekretariat KIP,

IKP.3.1 | IKK.1.3 Sekretariat Jenderal

75,68%
(Set. K1, 2024) 77,73 77,98 78,23 78,48 78,73
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PN (RPJMN)/
PN (Non RPJMN)/

LOKASI RO

Baseline

TARGET

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

2027

2028

'UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

INDIKATOR / OUTPUT

04 - Persentase badan publik dalam tata

Pengukuran indikator Persentase Badan
Publik dalam Tata Kelola Informasi
Publik yang Baik dimaksudkan untuk
mengukur sejauh mana badan publik
memiliki PPID (petugas informasi) yang
bertugas khusus mengoptimalkan
pelayanan informasi publik, serta

Non PN

2027

2026

Sekretariat KIP,

regulasi pers. Diukur oleh Sekretariat
Dewan Pers, Sekretariat Jenderal.

76,25%
IKP.3.1 | IKK-14 |y olola Informasi publik yang baik tersedianya program pelatihan bagi PPID| TN (RPIMN) - (Set. KIP, 2024)| 1050 76,75 77,00 s 71,50 Sekretariat Jenderal
terkait keterbukaan informasi publik.
Indikator ini termasuk dalam Indeks
Keterbukaan Informasi Publik Dimensi
Ekonomi. Diukur oleh Sekretariat
Komisi Informasi Pusat, Sekretariat
Jenderal.
Pengukuran indikator Persentase
Jaminan Hukum Atas Akses Informasi
Publik dimaksudkan untuk mengukur
sejauh mana terdapat peraturan atau
- kebijakan daerah yang menjamin , )
[KP3.1 | IKK.1.5 |05 - Persentase jaminan hukum atas | €000 8 S menda;yuau%an nformasi PN (RPJMN) - 79,92% 80,17 80,42 80,67 80,02 81,17 Sekretariat KIP,
akses Informasi publik ! ! ; (Set. KIP, 2024) Sekretariat Jenderal
publik. Indikator ini termasuk dalam
Indeks Keterbukaan Informasi Publik
Dimensi Hukum. Diukur oleh
Sekretariat Komisi Informasi Pusat,
Sekretariat Jenderal.
Pengukuran indikator Persentase
Kepatuhan Badan Publik dalam
Menjalankan UU Keterbukaan Informasi
Publik dimaksudkan untuk mengukur
sejauh mana badan publik, termasuk
aparatur dalam proaktif dan responsif
dalam pelayanan informasi serta
) jakan kepatuhan pada , .
IKP.3.1 | KK.1.6 |00 - Persentase badan publikly o 0o iiban hukum untuk Snenghoré’mti PN (RPJMN) R 76,33% 76,58 76,83 77,08 77,33 77,58 Sekretariat KIP,
dalam menjalankan UU KIP ! v ¢ ] (Set. KIP, 2024) Sekretariat Jenderal
dan melindungi keterbukaan informasi,
dan kepatuhan badan publik terhadap
hasil sengketa informasi yang telah
diputuskan oleh Komisi Informasi.
Indikator ini termasuk dalam Indeks
Keterbukaan Informasi Publik Dimensi
Hukum. Diukur oleh Sekretariat Komisi
Informasi Pusat, Sekretariat Jenderal.
Gutput 1. Rekomendasi Hasil Surve: Tr T Tr 1 Tr Seckretariat KIP,
Indeks Keterbukaan Informasi Publik PN (RPIMN) Pusat Sekretariat Jenderal
P 100 105 110 115 120 .
Output 2. Sengketa Informasi Publik PN (RPJMN) Pusat Perkara/Berka | Perkara/Berka | Perkara,/Berka | Perkara/Berka | Perkara/Berka Sekretariat KIP,
yang diselesaikan Sekretariat Jenderal
s Perkara s Perkara s Perkara s Perkara s Perkara
?:;g;‘r‘f'ri:i‘?“ Publik Pemerintah PN (RPJMN) Pusat 135 lembaga | 140 lembaga | 145 lembaga | 150 lembaga | 155 lembaga Seii‘{::g‘;‘i‘eﬂir "
Output 4. Rekomendasi atas Rancangan -
Revisi UU 14 Tahun 2008 tentang PN (RPJMN) Pusat B ! 'Eks.'."i“d“‘ B B B s i‘ﬂ‘{e‘a't’j‘ KLP' al
Keterbukaan Informasi Publik ebijakan ekretariat Jender
g:r‘rf"‘:li é‘fﬂ‘z: Informasi Terintegrasi Non PN Pusat B 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan Seiif:r‘;‘;‘iﬂzr "
Output 6. Fasilitasi Pembentukan KI Non PN Pusat - 4 Provinsi 4 Provinsi 4 Provinsi 4 Provinsi Sekretariat KIP,
Provinsi Baru Sekretariat Jenderal
Output 7. Pengawasan Pelaksanaan
Ketentuan Keterbukaan Informasi PN (RPJMN) Pusat - - - 3Lembaga | 3Lembaga Sei:::::‘;z‘eﬂz "
Publik pada Tahapan Pemilihan Umum
KEGIATAN 4523 Lembaga Pers dan Jurnalis 20,973,128 29,529,179 32,450,624 34,244,775 36,158,317
SP3 SK 1 ":.i:‘::‘m\indnyl Kemerdekaan Pers
Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP)
diselenggarakan Dewan Pers
dimaksudkan untuk memantau
perkembangan secara
berkesinambungan kondisi
kemerdekaan pers. Melalui survei setiap 69,36 Selretariat Dewan Pers,
IKP.3.1 | IKK.1.1 |01 - Indeks Kemerdekaan Pers tahun, dapat diidentifikasi PN (RPJMN) - (Set. Dewan 70 70,5 71 71,5 72 hretanat g
ekretariat Jenderal
masalah-masalah yang menghambat Pers, 2024)
pelaksanaan kemerdekaan pers
sehingga dapat diupayakan pencarian
solusi yang tepat. Diukur oleh
Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat
Jenderal.
Mengukur sejauh mana terjadi
penurunan kasus intervensi, intimidasi, 65.80%
kP31 | 1Kk 1.0 |02 - Persentase penurunan kejadian |dan kekerasan terhadap jurnalis serta PN (RRIMN) . S Dewan 6% 66.5% 670 s7.5% s Sekretariat Dewan Pers,
intervensi dan kekerasan pers media pers dari tahun ke tahun, Diukur s, 500 Sekretariat Jenderal
oleh Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat ?
Jenderal.
Mengukur sejauh mana media dan
perusahaan pers mampu
mempertahankan independensinya dari 65.60%
kP31 | 1KK.1.3 |03 - Persentase independens pers dari | pengaruh kelompok kepentingan politik, | b (ep i) . sex Dewnn 6% 66.5% 67 67.5% 5% Sekretariat Dewan Pers,
kelompok kepentingan yang kuat bisnis, atau kelompok lain yang dapat P Sekretariat Jenderal
« ] " ers, 2024)
memengaruhi pemberitaan. Diukur oleh
Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat
Jenderal.
Mengukur proporsi perusahaan pers
dan media yang telah menerapkan
04 - Persentase jumlah perusahaan pers | standar tata kelola yang baik, termasuk 63,74% Sekretariat Dewan Pers
IKP.3.1 | IKK.1.4 |dan media massa yang memiliki tata | transparansi kepemilikan, keberlanjutan| PN (RPJMN) - (Set. Dewan 64% 64,5% 65% 65,5% 66% ania Dewan bers.
kelola baik bisnis, serta kepatuhan terhadap Pers, 2024)
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SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / PN (RPIMN)/ TARGET ALOKASI (dalam ribu rupiah)
ey SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / Definisi PN (Non RPJMN)/ LOKASIRO  Baseline UNIT ORGANISASI
INDIKATOR / OUTPUT Non PN 2027 2026 2027 2028
Mengukur seberapa besar peningkatan
kepatuhan media dan jurnalis terhadap
05 - Persentase peningkatan kepatuhan |K0de Etik Jurnalistik, termasuk dalam 70,12% Sekretariat Dewan Pers,
TKP3.1 | IKK.15 | e e ore aspek akurasi, keberimbangan, dan PN (RPJMN) - (Set. Dewan 70,5% 71% 71,5% 72% 72,5% e e
tidak menyebarkan hoaks. Diukur oleh Pers, 2024)
Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat
Jenderal.
Mengukur peningkatan keterjangkauan
akses informasi serta keterlibatan
) rentan (mi 69,08% )
IKP.3.1 | IKK.1.6 |00 Persentase peningkatan akses pers | ;o crah terpencil, difabel, dan PN (RPJMN) R (Set. Dewan 69,5% 70% 70,5% 71% 71,5% Sekretariat Dewan Pers,
dan media bagi kelompok rentan dacr ¢ Sekretariat Jenderal
minoritas) dalam pemberitaan dan Pers, 2024)
media. Diukur oleh Sekretariat Dewan
Pers, Sekretariat Jenderal.
Mengukur jumlah individu yang telah
mengikuti pelatihan yang
07 - Jumlah Peserta Pelatihan f’“&e“ggf'akk’?l" oleh Dewan i‘:{i atau 2015 Orang Sekretariat D P
IKP.3.1 | IKK.1.7 |Peningkatan Kapasitas SDM Bidang embaga terkait guna meninglatian PN (RPJMN) - (Set. Dewan 690 Orang 1887 Orang | 2040 Orang | 2199 Orang | 2384 Orang esretariat Dewan vers,
st kapasitas jurnalistik, etika pers, serta Cora 2054) Sekretariat Jenderal
keterampilan media. Diukur oleh
Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat
Jenderal.
Output 1. Rekomendasi Hasil Survey PN (RRIMN) usat 39 39 39 39 39 Sekretariat Dewan Pers,
Indeks Kemerdekaan Pers ckomen Sekretariat Jenderal
Gutput 2. Rekomendasi terkait N L N
Tanggung Jawab Perusahaan Platform PN (RPIMN) Pusat 1 Rekomendasi| 1 Rekomendasi Sekretariat Dewan Pers,
Digital untuk Mendukung Jurnalisme Kebijakan Kebijakan ckomen Sekretariat Jenderal
Berkualita
g‘:g‘:‘“ﬁ‘kzsf erusahaan Pers yang PN (RPJMN) Pusat 67 lembaga | 70lembaga | 73lembaga | 76lembaga | 79 lembaga Seé‘gg::?_:ﬁ‘?i‘;’ig;:‘f'
Output 4. Perusahaan Pers yang
Mengikuti Pendampingan PN (RPJMN) Pusat 50lembaga | 50lembaga | 55lembaga | 60lembaga | 65 Ilembaga se;‘:ﬁ:gi:ﬁ?i‘;’ig;:‘{s'
Perusahaan Pers
3;‘“’“‘ S wmav\;/::::::im Fasilitasi PN (RPJMN) Pusat 690 orang 762 orang 840 orang 924 orang 1014 orang Seé‘g"s;‘:;g?j‘:zges:s'
32;"‘;::;('a'f;’;‘;a;a‘;i‘;g;‘::a“ PN (RPJMN) Pusat 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan Segﬁ;::;:izﬁg;:s'
. Sekretariat Dewan Pers,
Output 7. Layanan Ahli Pers PN (RPJMN) Pusat 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan chaetariat Dewan Per
Jo‘f‘:f:‘f f;kwa"a“’a" Peserta Pelatihan PN (RPJMN) Pusat R 1125 Orang | 1200 Orang | 1275Orang | 1370 Orang S°é‘§§§i{;i§£3¥f.§§ ors:
Output 9. Layanan Pengembangan Pers )
danpKerjasaxXa Dewan pers denggan Non PN Pusat 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan Seg“e‘a“* Dewan Pers,
ckretariat Jenderal
Masyarakat Pers
KEGIATAN 4524-Peningkatan Kualitas Konten 25,345,109 27,689,060 29,141,679 30,663,207 32,562,816
<3 | sk |OL- Meningkatnya Kualitas Penyiaran
Indeks Kualitas Program Siaran Televisi
(IKPSTV) diselenggarakan oleh Komisi
Penyiaran Indonesia (KPI), bertujuan
melihat kualitas isi siaran pada 1
stasiun televisi jaringan nasional agar
01 - Kualitas siaran televisi yang menjadi referensi lembaga penyiaran 3,15 Sekretariat KPI,
IKP.3.1 | IKK.1.1 i standar berlaku televisi dalam meningkatkan kualitas PN (RPIMN) ) (Set. KPI, 2024) 318 320 325 330 3,35 Sekretariat Jenderal
tayangan. Hasil penelitian itu berisikan
nilai indeks dari delapan kategori
program siaran, mulai dari religi, variety
show, talkshow, berita, wisata budaya,
anak, i i serta sinetron
Pengaduan masyarakat yang diterima
oleh KP! terkait konten siaran televisi
dan radio melalui melalui 11 saluran
pengaduan resmi KPI yaitu 2 saluran
teregistrasi (surat masuk dan tatap
muka), 1 saluran mitra/lembaga dari
pemerintah (Lapor SP4NY), dan 8 saluran
yang terhubung dengan aplikasi internal
KPI (Website SARAN, Mobile SARAN,
Instagram, Facebook, Twitter/X,
WhatsApp/SMS, E-mail, Telepon/ Call
02 - Persentase (%) Pengaduan Center) yang diklarifikasi dan diverifikasi Sekretariat KPL
IKP.3.1 | IKK.1.2 |Masyarakat terhadap Konten Siaran TV |berdasarkan aduan yang memenuhi Non PN - N/A 99% 99% 99% 99% 99% o ol
dan Radio yang Terselesaikan unsur pelanggaran P3SPS oleh tim
pengaduan KPI, kemudian diteruskan ke
bidang penjatuhan sanksi untuk dikaji
lebih lanjut dan dilaporkan dalam rapat
sidang pemeriksaan potensi pelanggaran
bidang isi siaran, serta rapat pleno
penjatuhan sanksi untuk diberikan
teguran/sanksi kepada lembaga
penyiaran apabila terbukti melanggar.
Diukaur oleh Sekretariat Komisi
Penyiaran Indonesia, Sekretariat
Jenderal.
Jumlah Lembaga Penyiaran yang terdirl
dari LP Televisi Digital, LP Televisi
Berlangganan, dan LP Radio Berjaringan
yang secara aktif menjadi objek
pemantauan dan pengawasan oleh KPI
, dalam rangka memastikan kepatuhan )
IKP.3.1 | IKK.1.3 g“?' - Jumlah Lembaga Penyiaran yang |, 1y o4, pgekralurﬂn i Non PN - N/A 61lembaga | 61lembaga | 61lembaga | 61lembaga | 61 lembaga Sekretariat KPI,
iawasi ) Sekretariat Jenderal
perundang-undangan di bidang
penyiaran, termasuk Pedoman Perilaku
Penyiaran (P3) dan Standar Program
Siaran (SPS). Diukur oleh Sekretariat
Komisi Penyiaran Indonesia, Sekretariat
Jenderal.
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SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / PN (RPIMN)/ TARGET ALOKASI (dalam ribu rupiah)
ey SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / Definisi PN (Non RPJMN)/ LOKASIRO  Baseline UNIT ORGANISASI
INDIKATOR / OUTPUT Non PN 2027 2026 2027
Rekomendasi kebijakan yang
dikeluarkan dari kegiatan:
1. Rapat Koordinasi Nasional
IKP.3.1 | IKK.1.4 |04 - Jumlah Rekomendasi Kebijakan |2 Pengukuran Indeks Kualitas Program Non PN - N/A 2 2 2r 2 Sekretariat KPI,
Siaran Televisi Sekretariat Jenderal
Diukur oleh Sekretariat Komisi
Penyiaran Indonesia, Sekretariat
Jenderal.
Pelatihan-pelatihan yang dilakukan
untuk meningkatkan kualitas SDM
Penyiaran yang unsurnya terdiri dari:
1. tenaga di lembaga penyiar radio,
2. host dan penyiar televisi dan radio,
5 - Jumlah Peserta yang Mengikuti  |3. tenaga lembaga penyiaran televisi, . Sekretariat KPI,
IKP.3.1 | IKK-1.5 |po |- fihan SDM Bidang Penyiaran 4. lembaga Penyiaran lokal, produser, Non PN N/A 290 Orang 500 Orang 500 Orang 500 Orang 500 Orang Sekretariat Jenderal
penulis naskah, production house dan
video editor.
Diukur oleh Sekretariat Komisi
Penyiaran Indonesia, Sekretariat
Jenderal.
Output 1. Layanan Informasi KPI Pusat Non PN Pusat 1 layanan - - - - Sei:;:‘:t’?eg; al
Output 2. Diseminasi Penyiaran Non PN Pusat lkegiatan | 6kegiatan | 6kegiatan | 6kegiatan | 6 kegiatan epokretariat KL
Gutput 3. Rekomendasi Hasil -
Pemeringkatan Indeks Penyiaran PN (RPJMN) Pusat Lr ! Lr ! Scii‘t':;:t’j‘cﬁir al
Output 4. Rekomendasi Pengembangan T T Tr T Sekretariat KPI,
jjakan dan Sistem Penyiaran PN (RPIMN) Pusat Sekretariat Jenderal
Output 5. Layanan Pengaduan Selretariat KPL
Masyarakat terhadap Konten Siaran TV PN (RPJMN) Pusat 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan o el
dan Radio
Output 6. Lembaga Penyiaran TV dan Sekretariat KPI,
B g s PN (RPJMN) Pusat 61lembaga | 61lembaga | 61lembaga | 61lembaga | 61 lembaga e K
Output 7. Pelatihan SDM Bidang N Sekretariat KPI,
P PN (RPJMN) Pusat 500 Orang | 500 Orang | 500Orang | 500 Orang el




PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /

Definisi
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PN (RPJMN)/
PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO

Baseline

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

2026

2027

2028

'UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

INDIKATOR / OUTPUT

Non PN

2,219,464,651

2,857,516,546

2,864,127,224

2,885,787,097

2,992,891,255

01 - Meningkatnya Efektivitas dan

Efisiensi Pengelolaan Birokrasi di

Komdigi untuk Mendukung
Digital Nasional

IKSS 9.1

IKP 1.1

01-Persentase Implementasi RB di
Sekretariat Jenderal Berdasarkan
Renaksi RB General

Merupakan indeks yang mengukur
efektivitas pelaksanaan reformasi
birokrasi di Komidgi, mencakup aspek
tata kelola, akuntabilitas, kelembagaan
,SDM aparatur, dan pelayanan publik.
Pengukuran ini dilakukan melalui
evaluasi internal oleh APIP dengan
'menghitung ketercapaian rencana aksi
berdasarkan hasil evaluasi

on going

Non PN -

Capaian
Eksisting
2024: 97,94%
(Penilaian
APIP)

98%

98,2%

98,3%

98,4%

98,5%

Setjen

IKSS 9.1

IKP 1.2

02-Nilai Indeks Persepsi Publik terhadap
Program Kementerian Komdigi

Indeks ini mengukur tingkat kepuasan,
kepercayaan, dan persepsi publik
terhadap program-program yang
dijalankan oleh Kementerian Komdigi.
Pengukuran melalui survei dengan
metode kuantitatif (Stratified Random
Sampling, survei tatap muka dengan
kuisioner 20 menit dengan bentuk
kuisioner closed-ended). Responden
masyarakat umum dengan kuota
ditetapkan berdasarkan proporsi
populasi.

P il oleh Biro Humas

Non PN -

Capaian
Eksisting
2024:

Setjen

IKSS 9.1

IKP 1.3

03- Indeks Kepuasan Pegawai terhadap
layanan dukungan manajemen

Mengukur tingkat kepuasan pegawai
KemenKomdigi terhadap berbagai
layanan pendukung, seperti layanan
keuangan, teknologi informasi,
kepegawaian, dan fasilitas yan,
disediakan untuk mendukung pekerjaan
sehari-hari.

Pengukuran dilakukan oleh Biro Umum
melalui survei dengan menggunakan
standar yang ditetapkan oleh Biro
|sbmo

Non PN -

Capaian 2024:

Setjen

1KSS 9.2

IKP 1.4

04-Persentase (%) Batas Tertinggi
Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di
Kementerian Komdigi

Batas kewajaran atas nilai temuan
material dalam pengelolaan keuangan
yang dapat mempengaruhi pencapaian
opini WTP Kemkomdigi atas Laporan
Keuangan K igi Tahun n-1

Non PN -

Capaian
Eksisting 2024
:0.175%

Itjen

IKSS 9.2

IKP 1.5

05-Persentase (%) Penyelesaian Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun
Berjalan di Kementerian Komdigi

Tindak lanjut atas rekomendasi laporan

hasil pemeriksaan BPK pada tahun n

(atas LHP yang keluar pada tahun n)
ang selesai diti i

Non PN -

Capaian
Eksisting 2024
:186.7

70

70

70

70

Itjen

IKSS 9.2

IKP 1.6

06-Persentase (%) Penyelesaian Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun
Sebelumnya di Kementerian Komdigi

Tindak lanjut atas rekomendasi laporan
hasil pemeriksaan BPK tahun
sebelumnya (atas LHP yang keluar pada
tahun < n-1) yang telah selesai

diti juti

Non PN -

Capaian
Eksisting 2024

30

30

30

30

30

Itjen

IKSS 9.1

IKP 1.7

Implementasi reformasi birokrasi

Kkhususnya pada aspek penguatan

pengawasan yang terdiri dari

pengukuran capaian pada indikator
Gratifikasi,

07-Nilai Penguatan
Kementerian Komdigi

SPIP, Penanganan Pengaduan
Masyarakat (Dumas), Whistle Blowing
System (WBS), Penanganan Benturan
Kepentingan, Pembangunan Zona
Integritas, dan Kapabilitas Aparat

Non PN -

Capaian
Eksisting 2024
:5.06

Itjen

Intern Pemerintah (APIP)

IKSS 9.2

IKP 1.8

08-Persentase Implementasi RB di
Inspektorat Jenderal Berdasarkan
Renaksi RB General

Memastikan Road Map dan Rencana
Aksi RB yang berisikan solusi dalam
pemecahan masalah tata kelola atas isu
yang ada di Inspektorat Jenderal dan
menmiliki kualitas yang baik, serta layak
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan
RB

Non PN -

Capaian 2024:
100

89

91

93

95

97

Itjen

IKSS 9.1

IKP 1.9

09-Persentase Implementasi RB di
Ditjen Infrastruktur Digital Berdasarkan
Renaksi RB Tematik

Merupakan indeks yang mengukur
cfektivitas pelaksanaan reformasi
birokrasi di Ditjen Infrastruktur Digital,
berdasarkan RB tematik. Pengukuran
ini dilakukan melalui evaluasi internal
oleh APIP dengan menghitung
ketercapaian rencana aksi berdasarkan
hasil evaluasi per on going

Non PN -

N/A

100

100

100

100

Ditjen. Infrastruktur
Digital

IKSS 9.1

IKP 1.10

10-Persentase Implementasi RB di
Ditjen Ekosistem Digital Berdasarkan
Renaksi RB Tematik

Merupakan indeks yang mengukur
efektivitas pelaksanaan reformasi
birokrasi di Ditjen Ekosistem Digital,
berdasarkan RB tematik. Pengukuran
ini dilakukan melalui evaluasi internal
oleh APIP dengan menghitung
ketercapaian rencana aksi berdasarkan
hasil evaluasi per on going

Non PN -

N/A

Ditjen. Ekosistem Digital

IKSS 9.1

IKP 1.11

11-Persentase Implementasi RB di
Ditjen Teknologi Pemerintah Digital
Berdasarkan Renaksi RB Tematik

Merupakan indeks yang mengukur
efektivitas pelaksanaan reformasi
birokrasi di Ditjen Teknologi Pemerintah
Digital, berdasarkan RB tematik.
Pengukuran ini dilakukan melalui
evaluasi internal oleh APIP dengan
menghitung ketercapaian rencana aksi
berdasarkan hasil evaluasi

per on going

Non PN -

N/A

84

85

Ditjen. Teknologi
Pemerintah Digital




PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /

INDIKATOR / OUTPUT

Definisi
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PN (RPJMN)/
PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO

Non PN

Baseline

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

2026

2027

2028

'UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

IKSS 9.1

IKP 1.12

12-Persentase Implementasi RB di
Ditjen Pengawasan Ruang Digital
Berdasarkan Renaksi RB Tematik

Merupakan indeks yang mengukur
efektivitas pelaksanaan reformasi
birokrasi di Ditjen Pengawasan Ruang
Digital berdasarkan RB tematik.
Pengukuran ini dilakukan melalui
evaluasi internal oleh APIP dengan
menghitung ketercapaian rencana aksi
berdasarkan hasil evaluasi

on going

Non PN

N/A

88

89

90

91

92

Ditjen. Pengawasan
Ruang Digital

IKSS 9.1

IKP 1.13

13-Persentase Implementasi RB di
Ditjen Komunikasi Publik dan Media
Berdasarkan Renaksi RB Tematik

Merupakan indeks yang mengukur
efektivitas pelaksanaan reformasi
birokrasi di Ditjen Komunikasi Publik
dan Media, berdasarkan RB tematik.
Pengukuran ini dilakukan melalui
evaluasi internal oleh APIP dengan
menghitung ketercapaian rencana aksi
berdasarkan hasil evaluasi

on going

Non PN

Capaian 2024:

100

100

100

100

100

100

Ditjen. Komunikasi
Publik dan Media

IKSS 9.1

IKP 1.14

14-Persentase Implementasi RB di
BPSDM Komdigi Berdasarkan Renaksi
RB Tematik

Merupakan indeks yang mengukur
cfektivitas pelaksanaan reformasi
birokrasi di BPSDM, berdasarkan RB
tematik. Pengukuran ini dilakukan
melalui evaluasi internal oleh APIP
dengan menghitung ketercapaian
rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi
on goin;

Non PN

Capaian 2024:

100

100

100

100

BPSDM Komdigi

IKSS 9.1

IKP 1.15

15-Persentase Implementasi RB di
BAKTI Berdasarkan Renaksi RB Tematik

per
Nilai dimaksud adalah nilai yang
mencerminkan tingkat maturitas
penyelenggaraan SPIP di BAKTI meliputi
unsur sebagai berikut:
1) SPIP;
2) MRI;
3) IEPK; dan
4) Kapabilitas APIP.
Penilaian dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penilaian Maturitas

Sistem
Intern Pemerintah Terintegrasi pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah. Nilai tersebut diperoleh
berdasarkan hasil penilaian mandiri
oleh Itjen.

Non PN

Capaian 2024:
100

100

100

100

BAKTI

02-Meningkatnya Efektivitas
inasi Kerja Sam

dalam Memperkuat Transformasi

Digital

1IKSS 9.3

KEGIATAN 449:

SP 1

IKP.2.1

01-Tingkat Efektivitas Kerja Sama
Internasional K igi

Indikator ini mengukur sejauh mana
kerja sama internasional yang
dilakukan oleh Kemenkomdigi efektif
dalam mencapai tujuan yang
ditetapkan, baik tujuan kerja sama itu
sendiri maupun tujuan strategis
Kemenkomdigi. Efektivitas kerja sama

aspek relevansi, pencapaian
hasil, manfaat, dan keberlanjutan kerja
sama.

Tingkat Efektivitas = (Jumlah kerja
sama yang efektif / Total jumlah kerja
sama yang dijalin) x 100%

Non PN

N/A

70% —
Implementasi
awal dengan
fokus pada
optimalisasi
kerja sama
yang sudah
berjalan.

75% -
Peningkatan
koordinasi dan
evaluasi
keberlanj

80% —
Penguatan
sinergi dengan
mitra strategis
serta

85% -
Perluasan
kerja sama
dengan
program yang
lebih

kerja sama
yang berhasil.

kebijakan
digital
internasional.

dalam
transformasi
digital
nasional

90% -
Optimalisasi
penuh kerja

sama
internasional
dengan
dampak nyata
dan
berkelanjutan.

SK 1

ngelolaan Ory i dan SDM

18,670,459

21,206,204

23,578,551

Setjen

25,909,442

01 - Meningkatnya Kualitas SDM
Komdigi yang

28,365,692

IKP 1.1

IKK 1.1

01-Persentase (%) kebutuhan SDM
Kementerian Komdigi yang terpenuhi
berdasarkan kriteria kompetensi

Pengukuran dilakukan dengan
membandingkan jumlah SDM yang
didapatkan dibandingkan dengan total
formasi kebutuhan SDM. Penghitungan
kebutuhan SDM meliputi rekrutmen
CPNS, PPPK, lelang JPT, serta jabatan
strategis lainnya.

Pengukuran di oleh Biro SDMO

Non PN

Capaian 2024:
94.2

94,5 %

95%

95,5%

96%

96,5%

Biro SDM dan
Organisasi, Setjen

IKP 1.1

IKK 1.2

02-Indeks Profesionalitas ASN
Kementerian Komdigi (PNS)

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
adalah suatu instrumen yan
digunakan untuk mengukur secara
kuantitatif tingkat profesionalitas
pegawai ASN yang hasilnya dapat
digunakan sebagai dasar penilaian dan
evaluasi dalam upaya pengembangan
profesionalisme ASN.

Berdasarkan penilaian bobot yang
mencakup:

Dimensi Kualifikasi dengan Bobot 20%
Dimensi Kompetensi dengan Bobot 40%
Dimensi Kinerja dengan Bobot 30%
Dimensi Disiplin dengan Bobot 10%

Penilaian akhir dari BKN

Non PN

Capaian
Eksisting
2024: 85,63

86

(Penilaian
BKN)

87

88

Biro SDM dan
Organisasi, Setjen
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SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / PN (RPJMN)/
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / Definisi PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Baseline
INDIKATOR / OUTPUT Non PN 2026 2027 2028

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

PROGRAM /
KEGIATAN

'UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

IKP 1.1

IKK 1.3

03-Indeks Profesionalisme ASN
Kementerian Komdigi (PPPK)

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
adalah suatu instrumen yan

digunakan untuk mengukur secara
kuantitatif tingkat profesionalitas
pegawai ASN yang hasilnya dapat
digunakan sebagai dasar penilaian dan
evaluasi dalam upaya pengembangan
profesionalisme ASN. Berdasarkan
penilaian bobot yang mencakup:
Dimensi Kualifikasi dengan Bobot 25%
Dimensi Kompetensi dengan Bobot 40%
Dimensi Kinerja dengan Bobot 30%
Dimensi Disiplin dengan Bobot 5%
Penilaian akhir dari BKN

Semakin tinggi nilai Indeks yang di
terima semakin baik hasilnya.

Berdasarkan penilaian bobot yang
mencakup: Dimensi Kualifikasi dengan
Bobot 25% Dimensi Kompetensi dengan
Bobot 40% Dimensi Kinerja dengan
Bobot 30% Dimensi Disiplin dengan
Bobot 5% Penilaian akhir dari BKN

Non PN

Capaian
Eksisting
2024: 85,63

76

77

Biro SDM dan
Organisasi, Setjen

IKP 1.1

IKK 1.4

04-Indeks Sistem Merit Kementerian
Komdigi

Sistem Merit adalah kebijakan dan
manajemen ASN yang berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja
secara adil dan wajar tanpa
membedakan latar belakang politik, ras,
warna kulit, agama, asal-usul, jenis
kelamin, status pernikahan, umur, atau
kondisi kecacatan.

Parameter pengukuran:

Self Assessment berdasarkan skor dan

bobot dari setiap aspek berdasarkan
ASN dintiy

Kemenpan RB dan BKN) dan Penilaian
akhir dari KASN

Aspek penilaian:

1. Perencanaan kebutuhan

2. Pengadaan

3. Pengembangan karier

4. Promosi dan Mutasi

5. Manajemen kinerja

6.Penggajian, penghargaan dan disiplin
7. Perlindungan dan pelayanan

8. Sistem informasi

Non PN

Capaian
Eksisting
2024: 344

Biro SDM dan
Organisasi, Setjen

IKP 1.1

IKK 1.5

05-Indeks BerAKHLAK Kementerian
Komdigi

Pengukuran Indeks BerAKHLAK
bertujuan untuk menilai tingkat
kesehatan budaya organisasi, termasuk
implementasi Core Values BerAKHLAK
serta hasil penilaian akhir dari
KemenPANRB.

Pengukuran Indeks BerAKHLAK
meliputi 3 dimensi, yaitu:

1. Persepsi Pegawai: Mengukur sejauh
mana pegawai merasakan nilai-nilai
BerAKHLAK diterapkan dalam
lingkungan kerja.

2. Perilaku Pegawai: Mengukur perilaku
nyata pegawai dalam menerapkan
nilai-nilai BerAKHLAK.

3. Hasil Kinerja: Mengukur dampak
penerapan nilai-nilai BerAKHLAK
terhadap kinerja i

Non PN

Capaian
Eksisting
2024: 72,5

75%

76%

77%

78%

79%

Biro SDM dan
Organisasi, Setjen

IKP 1.3

KK 1.6

06-Indeks Kepuasan Pegawai terhadap
Layanan Manajemen ASN

Mengukur tingkat kepuasan pegawai
Kemenkomdigi terhadap kualitas
layanan manajemen ASN, termasuk
aspek administrasi kepegawaian,
pengembangan kompetensi, promosi
dan mutasi, kesejahteraan, serta sistem
penilaian kinerja. Pengukuran
dilakukan oleh Biro Umum melalui
survei dengan menggunakan standar
yang di oleh Biro SDMO

Non PN

Capaian: 4.18

Biro SDM dan
Organisasi, Setjen

Output 1. Layanan Manajemen SDM

Non PN

Pusat

8 Layanan

8 Layanan

8 Layanan

8 Layanan

8 Layanan

Biro SDM dan
Organisasi, Setjen

Output 2. Pengembangan Kompetensi
SDM Komdigi Bidang Digital

Non PN

Pusat

150 Orang

450 orang

475 Orang

500 Orang

525 Orang

Biro SDM dan
Organisasi, Setjen

02 - Meningkatnya Kualitas Tata
Kelola Organisasi Komdigi yang Tepat
Fungsi

IKP 1.1

IKK 2.1

01-Persentase Penyelesaian
Restrukturisasi Organisasi

Pengukuran dilakukan dengan
membandingkan jumlah dokumen yang
sclesai disusun dibandingkan dengan
total dokumen yang direncanakan

Dokumen meliputi:
1. penyusunan struktur organisasi dan
tata kerja (SOTK)

2. regulasi terkait jabatan fungsional
3. regulasi terkait manajemen jabatan
4. perbaikan proses bisnis

5. penyusunan standar operasional
prosedur (SOP)

Pengukuran dil oleh Biro SDMO

Non PN

N/A

100

100

100

100

Biro SDM dan
Organisasi, Setjen




PROGRAM /
KEGIATAN

IKP 1.1

IKK 2.2

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /
INDIKATOR / OUTPUT

02-Nilai Evaluasi Kelembagaan

Definisi

Evaluasi kelembagaan dilakukan oleh
Kementerian PAN RB bertujuan untuk
mewujudkan organisasi pemerintah
yang tepat fungsi, tepat proses, dan
tepat ukuran. Evaluasi ini dilakukan
secara berkala, minimal setiap tiga
tahun sekali, untuk memastikan
struktur organisasi tetap efektif dan
efisien sesuai dengan perkembangan
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PN (RPJMN)/
PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO

Non PN

Non PN

Baseline

N/A

P4

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

2026

2027

2028

'UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

Biro SDM dan
Organisasi, Setjen

strategis.

IKP 1.1

IKK 2.3

03-Indeks Pelayanan Publik
Kementerian Komdigi (Penilaian
Menpan)

Indeks Pelayanan Publik (IPP) bertujuan
untuk menilai kualitas pelayanan publik
yang diselenggarakan oleh kementerian,
lembaga, dan pemerintah daerah yang
dilakukan oleh Kementerian PAN dan
RB

Evaluasi IPP meliputi:

1. Kebijakan Pelayanan Publik

2. Profesionalisme Sumber Daya
Manusia (SDM)

3. Sarana dan Prasarana

4. Sistem Informasi Pelayanan Publik

5. Konsultasi dan Pengaduan

6. Inovasi Pelayanan Publik

Non PN

Capaian 2024:
4.7

Biro SDM dan
Organisasi, Setjen

IKP 1.1

IKK 2.4

04-Indeks Pelayanan Publik
Kementerian Komdigi (Penilaian
Mandiri)

Indeks Pelayanan Publik (IPP) bertujuan
untuk menilai kualitas pelayanan publik
yang diselenggarakan oleh kementerian,
lembaga, dan pemerintah daerah yang
dilakukan oleh Kementerian PAN dan
RB

Evaluasi IPP meliputi:
1. Kebijakan Pelayanan Publik

2. Profesionalisme Sumber Daya
Manusia (SDM)

3. Sarana dan Prasarana

4. Sistem Informasi Pelayanan Publik
5. Konsultasi dan Pengaduan

6. Inovasi Pelayanan Publik

Non PN

N/A

Biro SDM dan
Organisasi, Setjen

IKP 1.1

IKK 2.5

05-Tingkat Realisasi Rencana Aksi RB
General Kementerian Komdigi
(Kementerian)

Tingkat Rencana Aksi RB General
bertujuan dalam rangka memenuhi
sasaran RB General untuk mewujudkan
tata Kelola pemerintahan digital yang
cfektif, lincah dan kolaboratif serta
budaya birokrasi berAkhlak dengan ASN
|yang profesional.

Pengukuran dilakukan melihat
kesesuaian dokumen rencana aksi
dengan realisasi yang sudah di submit
di portal RB Nasional dan dinilai oleh
Kementerian PAN dan RB

Non PN

Capaian
Eksisting
2023: 91,25

91,25

92

95

96

97

Biro SDM dan
Organisasi, Setjen

IKP 1.1

IKK 2.6

06-Tingkat Realisasi Rencana Aksi RB
General Kementerian Komdigi
(Sekretariat Jenderal)

Tingkat Rencana Aksi RB General
bertujuan dalam rangka memenuhi
sasaran RB General untuk mewujudkan
tata Kelola pemerintahan digital yang
efektif, lincah dan kolaboratif serta
budaya birokrasi berAkhlak dengan ASN
yang profesional.

Pengukuran dilakukan melihat

kescsuaian dokumen rencana aksi

dengan realisasi yang sudah di submit

di portal RB Nasional dan dinilai oleh
i PAN dan RB

Non PN

Capaian
Eksisting
2023: 91,25

97,94

97,94

98

98

98

Biro SDM dan
Organisasi, Setjen

Output 1. Layanan Organisasi dan Tata
Kelola Internal

Non PN

Pusat

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

Biro SDM dan
isasi, Setjen

Output 2. Dokumen Usulan Evaluasi RB
dan Pelayanan Publi

Non PN

Pusat

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

Biro SDM dan
Organisasi, Setjen

Output 3. Rancangan Peraturan tentang
JF Binaan Komdigi

Non PN

Pusat

2

7

2

2

2

Peraturan

Peraturan

peraturan

Biro SDM dan
isasi, Setjen

Output 4. Rancangan Regulasi Tentang
j Jabatan

Non PN

Pusat

2

1

2

Peraturan

Peraturan

peraturan

peraturan

Biro SDM dan
isasi, Setjen

Output 5. Rancangan Peraturan
Tentang Kelembagaan Kementerian
Komdigi dalam Kerangka Transformasi
Digital

Non PN

Pusat

3

3

2

2

2

Peraturan

Peraturan

Peraturan

Peraturan

Peraturan

Biro SDM dan
Organisasi, Setjen

gislasi dan Litigasi

8,673,790

9,107,480

9,562,853

10,040,996

10,543,046

01 -Meningkatnya Kualitas
Harmonisasi Regulasi, Layanan
Hukum, dan Bantuan Hukum di
L Komdigi

IKP 1.1

IKK 1.1

01-Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) dinilai
oleh Kementerian Hukum

Variabel Penilaiannya meliputi:

1. Variabel I (25%): Tingkat koordinasi
Kementerian Hukum untuk melakukan
harmonisasi regulasi/memperkuat
koordinasi untuk harmonisasi regulasi
2. Variabel IT (25%): Kompetensi
perancang peraturan
perundang-undangan (legal drafter)
yang berkualitas

3. Variabel IIT (30%): Kualitas re-regulasi
berbagai peraturan

per undangan ber

hasil reviu

4. Variabel IV (20%): Penataan database
peraturan perundang:

Non PN

Capaian
eksisting 2024:
99.64

99,75

99,85

Biro Hukum, Setjen




PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /

Definisi
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PN (RPJMN)/
PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO

Baseline

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

2026

2027

2028

'UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

IKP 1.1

IKK 1.2

INDIKATOR / OUTPUT

02-Persentase (%) pemenangan kasus
hukum di lingkungan KemenKomdigi
untuk tahun berjalan

Mengukur tingkat keberhasilan
igi dalam

kasus hukum dengan membandingkan
ljumlah kasus yang dimenangkan dalam
tahun berjalan terhadap total kasus
yang ditangani.

Pengukuran oleh Biro Hukum

Non PN

Non PN

N/A

60%

62%

65%

67%

70%

Biro Hukum, Setjen

IKP 1.1

IKK 1.3

3-] %)

Bertujuan untuk menilai efektivitas dan
ketepatan waktu penyusunan peraturan
perundang-undangan di Kemenkomdigi
sesuai dengan rencana kerja yang telah
ditetapkan.

Pengukuran dengan

o
peraturan perundang-undangan yang
selesai tepat waktu dan sesuai rencana

membandingkan jumlah peraturan
perundang-undangan yang diselesaikan
tepat waktu dengan jumlah total
peraturan perundang-undangan yang
direncanakan

Pengukuran oleh Biro Hukum

Non PN

N/A

40%

45%

50%

55%

60%

Biro Hukum, Setjen

IKP 1.3

IKK 1.4

04-Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap
Layanan Biro Hukum

Mengukur tingkat kepuasan pegawai
Kemenkomdigi terhadap kualitas
layanan Biro Hukum melalui survei
yang ditujukan kepada pegawai
pengguna layanan tersebut. Pengukuran
dilakukan oleh Biro Umum melalui
survei dengan menggunakan standar

ang di oleh Biro SDMO

Non PN

Capaian 2024:

4.07

4
Skala 0-5

4, 05
Skala 0-5

4,1
Skala 0-5

4,15
Skala 0-5

4,2
Skala 0-5

Biro Hukum, Setjen

Output 1. Layanan Hukum

Non PN

Pusat

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

Biro Hukum, Setjen

KEGIATAN 452

Output 2. Layanan Bantuan Hukum

Non PN

Pusat

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

Biro Hukum, Setjen

SK 1

ngelolaan Komunikasi dan Informasi

01- Meningkatnya Kualitas

Pengelolaan Informasi Terkait
Komdigi

blik dan Digi

17,304,201

18,169,411

19,077,882

20,031,776

21,033,365

IKP 1.1

IKK 1.1

01-Nilai Pemeringkatan PPID Komdigi
oleh Komisi Informasi Pusat (KIP)

Mengukur peringkat dan penilaian
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Kementerian
Komdigi berdasarkan kriteria yang
ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat
(KIP), seperti transparansi, keterbukaan
informasi publik, kemudahan akses,
kualitas pelayanan informasi, dan
kepatuhan terhadap peraturan terkait
keterbukaan informasi publik.

Metode pengukuran melalui:
1. pengisian kuesioner monitoring dan
cvaluasi keterbukaan informasi publik
menggunakan aplikasi Monev Elektronik
2. Verifikasi kuesioner monitoring dan
cvaluasi keterbukaan informasi publik
3. presentasi uji publik monitoring dan
evaluasi keterbukaan infromasi publik

Non PN

Capaian
Eksisting
2024: 97,60

98

Biro Humas, Setjen

IKP 1.1

IKK 1.2

02-Nilai Indeks Pelayanan Publik PPID

Pengukuran dilakukan melalui Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) Lingkup General
Pelayanan Publik dari hasil Penilaian
Tim Penilai Internal (TPI) Kemenkomdigi
dan Kementerian PAN dan RB

Non PN

Capaian
Eksisting
2024: 4,76

4.8
(Penilaian
Kemenpan RB)

Biro Humas, Setjen

IKP 1.1

IKK 1.3

03-Tingkat tindak lanjut pengaduan
masyarakat (LAPOR) yang sudah
diselesaikan

Mengukur capaian tindak lanjut
pengaduan masyarakat (LAPOR) pada
aplikasi SPAN LAPOR yang sudah
diselesaikan. Pengukuran dilakukan
melalui perbandingan antara aduan
yang ditindaklanjuti dengan aduan yang
masuk pada aplikasi SPAN LAPOR.
Pengukuran Biro Humas

Non PN

Capaian
Eksisting
2024: 3,77

4
(Penilaian
Kemenpan RB)

Biro Humas, Setjen

IKP 1.1

IKK 1.4

04-Persentase jangkauan masyarakat
yang mengakses Informasi dari Saluran
Komunikasi Kementerian Komdigi

Mengukur Jangkauan masyarakat
mengacu pada seberapa besar pengguna
internet melihat, mendengar, atau
berinteraksi dengan pesan atau
informasi yang ditayangkan melalui
saluran komunikasi Kementerian
Komdigi.

Pengukurannya: total impresi rata-rata
per bulan dibagi total impresi rata-rata
per bulan tahun sebelumnya x 100%

Non PN

Capaian
Eksisting
2024:
69.010.149
Orang

84

85

86

87

89

Biro Humas, Setjen

Output 1. Layanan Hubungan
dan Informasi

Non PN

Pusat

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

Biro Humas, Setjen

02-Meningkatnya Citra Positif
Terhadap Program/Kebijakan
Komdigi

IKP 1.2

IKK 2.1

01-Nilai Indeks Persepsi Publik terhadap
Program Kementerian Komdigi

Indeks ini mengukur tingkat kepuasan,
kepercayaan, dan persepsi publik
terhadap program-program yany
dijalankan oleh Kementerian Komdigi.
Pengukuran melalui survei dengan
metode kuantitatif (Stratified Random
Sampling, survei tatap muka dengan
kuisioner 20 menit dengan bentuk
kuisioner closed-ended). Responden
masyarakat umum dengan kuota
ditetapkan berdasarkan proporsi
populasi. Pengukuran dilakukan oleh

Biro Humas

Non PN

Capaian
Eksisting
2024: 4,25

Biro Humas, Setjen
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KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /
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PN (RPJMN)/
PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO

Baseline

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

2026

2027

2028

'UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

IKP 1.2

IKK 2.2

INDIKATOR / OUTPUT

02-Persentase (%) Pemberitaan Negatif
terhadap Kementerian Komdigi pada
Media Massa

Mengukur jumlah tonasi berita negatif
terkait isu Kementerian Komdigi dari
hasil monitoring pemberitaan media
massa online, cetak, dan media
elektronik. Metode pengumpulan data
dilakukan melalui pengaisan data (data
mining) sesuai keyword isu Komdigi.
Persentase yang semakin kecil
menunjukkan capaian yang semakin
baik. Pengukuran dilakukan oleh Biro
Humas

Non PN

Non PN

Capaian
Eksisting
2024: 11,39 %

11,11%

10,84%

10,57%

10,30%

10%

Biro Humas, Setjen

SP 1

Output 1. Diseminasi Rebranding
Kementerian Komdigi untuk Akselerasi
Transformasi Digital

Non PN

Pusat

40 Kegiatan

40 Kegiatan

40 Kegiatan

40 Kegiatan

40 Kegiatan

KEGIATAN 4492-Pe;

ngelolaan BMN dan Umum

345,899,072

531,500,735

508,678,782

496,662,182

Biro Humas, Setjen

498,491,633

SK 1

01 - Mewujudkan Layanan Keuangan
yang Akuntabel, BMN yang Tertib dan
Sesuai Peraturan

IKP 1.1

IKK 1.1

01-Nilai Kinerja Anggaran
Kemenkomdigi

Menilai kinerja perencanaan dan
pelaksanaan anggaran yang
menggambarkan efektivitas dan efisiensi
penggunaan anggaran di
KemenKomdigi. Penilaian atas kinerja

Kq igi yang

oleh Kementerian keuangan
berdasarkan gabungan nilai SMART
(50%) dan IKPA (50%)

Non PN

Capaian
Eksisting 2024
:86.89

87

88

Biro Keuangan dan
BMN, Setjen

IKP 1.1

IKK 1.2

Indikator ini memberikan gambaran
i kualitas

di level kementerian selaku unit

akuntansi pengguna anggaran

Penilaian dilakukan secara mandiri oleh

02-Nilai Kualitas P
Unit i

Biro selaku i

g 28
(UAPA) Kementerian Komdigi

laporan level UAPA. Adapun
penilaian dilakukan dengan
memperhitungkan hal-hal berikut:

1. Jumlah temuan yang mempengaruhi
opini BPK

2. Rata-rata Nilai Kualitas Laporan
Keuangan Eselon I/Kementerian

Non PN

Capaian
Eksisting 2024
192,50

93

Biro Keuangan dan
BMN, Setjen

IKP 1.1

IKK 1.3

03-Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat
[Jenderal

Menilai kinerja perencanaan dan
pelaksanaan anggaran yang
menggambarkan efektivitas dan efisiensi
penggunaan anggaran di Sekretariat
Jenderal. Penilaian atas kinerja
anggaran Sekretariat Jenderal yang

berdasarkan gabungan nilai SMART
(50%) dan IKPA (50%)

Non PN

Capaian
Eksisting 2024
:86.61

91

92

93

Biro Keuangan dan
BMN, Setjen

IKP 1.1

IKK 1.4

04-Nilai Indeks Pengelolaan Aset

Indeks yang mengukur kualitas dan
kinerja pengelolaan BMN atas sasaran
strategis

berupa:

1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan
produktif;

2. Kepatuhan pengelolaan BMN
terhadap Peraturan
Perundang-undangan;

3. Pengawasan dan pengendalian BMN
lyang efektif; dan

4. Administrasi BMN yang andal.

“Nilai Indeks Pengelolaan Aset
Kementerian Komunikasi dan
Informatika > 3,5 dari skala 4 (mengacu
pada nilai rata-rata nilai IPA Nasional
Tahun 2023 sebesar 3,42 dari skala 4)

Non PN

Capaian
Eksisting 2024

Biro Keuangan dan
BMN, Setjen

IKP 1.4

IKK 1.5

05-Persentase (%) batas tertinggi
temuan realisasi anggaran SETJEN
berdasarkan hasil pengawasan BPK

Indikator ini merupakan tolak ukur,
materialitas temuan pemeriksaan BPK
yang berakibat terhadap opini dari BPK.
Penilaian dilakukan secara internal oleh
Biro Keuangan dengan mengidentifikasi
ljumlah nilai temuan/rekomendasi
Eselon I Sekretariat Jenderal dalam
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas
Laporan Keuangan dibandingkan
dengan Laporan Realisasi Anggaran
Setjen

Non PN

Capaian
Eksisting 2024
:0.04

1%

1%

1%

1%

1%

Biro Keuangan dan
BMN, Setjen

IKP 1.3

IKK 1.6

06-Indeks kepuasan pegawai terhadap
layanan keuangan

Mengukur kepuasan pegawai terhadap
layanan keuangan di lingkungan
Kementerian Komunikasi dan
Informatika. Indikator ini dinilai
berdasarkan survei yang dilakukan oleh
Biro Umum dengan standar untuk
survei yang di oleh Biro SDMO

Non PN

Capaian
Eksisting 2024
14.29

Biro Keuangan dan
BMN, Setjen

IKP 1.5

IKK 1.7

07-Persentase (%) Penyelesaian Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun
Berjalan pada di Setjen

Persentase tindaklanjut temuan dinilai
oleh Inspektorat Jenderal Komdigi
dengan membandingkan Kesesuaian
tindak lanjut Satuan Kerja dengan
rekomendasi BPK dan APIP pada tahun
berjalan

Non PN

Capaian
Eksisting 2024

70%

70%

70%

70%

70%

Biro Keuangan dan
BMN, Setjen

IKP 1.6

IKK 1.8

08-Persentase (%) Penyelesaian Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun
sebelumnya di Setjen

Persentase tindaklanjut temuan dinilai
oleh Inspektorat Jenderal Komdigi
dengan membandingkan Kesesuaian
tindak lanjut Satuan Kerja dengan
rekomendasi BPK dan APIP pada tahun

Non PN

Capaian
Eksisting 2024
1877

30%

30%

30%

30%

30%

Biro Keuangan dan
BMN, Setjen
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SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / PN (RPJMN)/
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / Definisi PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Baseline
INDIKATOR / OUTPUT Non PN 2026 2027 2028

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

PROGRAM /
KEGIATAN

'UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

IKP 1.1

IKK 1.9

09-Nilai Kualitas Pelaporan Keungan
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran Eselon (UAPPA-E1)

Menilai kualitas laporan keuangan yang

disusun

oleh Unit Akuntansi Pembantu

Pengguna

Anggaran Eselon I berdasarkan

indikator
ialaian kualitas

Penilaian dilakukan secara mandiri oleh
Biro Keuangan selaku koordinator
laporan keuangan level UAPPA Eselon I
Sekretariat Jenderal Nilai kualitas
pelaporan keuangan di level Eselon I
selaku UAPPA E1 di ukur berdasarkan 2
komponen penilaian sebagai berikut:
« Komponen penilaian “Jumlah temuan
yang mempengaruhi opini BPK” yang
diperoleh dari uraian yang dicantumkan
pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
atas Laporan Keuangan
 Komponen penilaian “Rata-rata nilai
kualitas pelaporan keuangan Unit
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran”
vang diperoleh dari hasil perhitungan
rata-rata nilai laporan keuangan di level
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
(UAKPA)

Non PN

aian
Eksisting 2024
195

95

95

95

95

95

Biro Keuangan dan
BMN, Setjen

IKP 1.1

IKK 1.10

10-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran (UAKPA) Sekretariat Jenderal

Indikator ini memberikan gambaran

kualitas
di tingkat Satker selaku Unit Akuntansi
Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)
Penilaian dilakukan secara mandiri oleh
Biro Keuangan selaku koordinator
laporan keuangan level UAKPA Satuan
Kerja Sekretariat Jenderal

Nilai kualitas pelaporan keuangan di
level Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran (UAKPA) di ukur berdasarkan
komponen penilaian Kualitas pelaporan
keuangan UAKPA, dengan formulasi
perhitungan sebagai berikut:

o Indikator penilaian untuk Laporan
Keuangan Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran (UAKPA) dihitung
dari skala 100 yang dikurangkan
dengan faktor pengurang

Non PN

Capaian
Eksisting 2024

99

99

99

99

99

Biro Keuangan dan
BMN, Setjen

Output 1 - Layanan BMN

Non PN

Pusat

Biro Keuangan dan
BMN, Setjen

Output 2 - Layanan Manajemen
Keuagan

Non PN

Pusat

58

58

58

58

Biro Keuangan dan
BMN, Setjen

Output 3. Layanan Perkantoran

Non PN

Pusat

Biro Keuangan dan
BMN, Setjen

02-Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Layanan Umum

IKP 1.1

IKK 2.1

01-Indeks Kualitas Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Kemkomdigi

Merupakan salah satu aspek yang
dinilai dalam Indeks Reformasi
Birokrasi, Indeks ini dinilai berdasarkan
3 aspek yaitu: a. Pemanfaatan Sistem
Pengadaan (SiRUP, e-Tendering,
e-Purchasing, e-Kontrak, Non
e-Tendering, dan Non e-Purchasing); b.
Kualifikasi dan kompetensi sumber daya
manusia pengadaan barang/jasa; dan c.

Non PN

Capaian
Eksisting 2024
:86.24

71

74

77

80

83

Biro Umum, Setjen

Tingkat UKPBJ

IKP 1.1

IKK 2.2

02-Persentase Penetapan Status
Penggunaan BMN di Lingkungan
Sekretariat Jenderal

Indeks yang mengukur kualitas dan
kinerja pengelolaan BMN atas sasaran
strategis di Sekretariat Jenderal
berupa:

1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan
produktif;

2. Kepatuhan pengelolaan BMN
terhadap Peraturan
Perundang-undangan;

3. Pengawasan dan pengendalian BMN
yang efektif; dan

4. Administrasi BMN yang andal.

Non PN

N/A

82

84

86

88

90

Biro Umum, Setjen

IKP 1.1

IKK 2.3

03-Persentase (%) Tindak Lanjut atas
Permohonan pemeliharaan/perbaikan
sarana dan prasarana

Indikator ini digunakan untuk
i dan

pengelolaan sarana dan prasarana
dalam mendukung lingkungan kerja
yang optimal di kementerian. Indikator
dihitung dengan mengukur jumlah
keluhan terkait sarana dan prasarana
vang diti juti oleh Biro Umum

Non PN

N/A

70

75

80

85

90

Biro Umum, Setjen

IKP 1.3

IKK 2.4

04-Indeks Kepuasan Pegawai terhadap
Layanan Biro umum

Mengukur tingkat kepuasan pegawai
terhadap layanan yang diberikan oleh
Biro Umum. Pengukuran dilakukan
melalui survei yang di koordinir oleh
Biro Umum dengan standar yang

Non PN

Capaian
Eksisting 2024

Biro Umum, Setjen

oleh Biro SDMO

IKP 1.1

IKK 2.5

05-Nilai Pengawasan Kearsipan di
Tingkat Kementerian

Pelaksanaan pengawasan kearsipan
melalui audit eksternal oleh ANRI dan
Audit Internal oleh unit kearsipan Biro
Umum. Sesuai dengan PERKA ANRI no.
6/2019, capaian nilai pengawasan
kearsipan di tingkat kementerian diukur
berdasarkan total nilai pengawasan
cksternal dan pengawasan internal
60:40).

Non PN

Capaian
Eksisting 2024
:90.91

90

90,10

90,20

90,30

90,40

Biro Umum, Setjen

Output 1. Layanan Umum

Non PN

Pusat

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

Biro Umum, Setjen
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ALOKASI (dalam ribu rupiah)

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / PN (RPJMN)/
el SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / Definisi PN (Non RPJMN)/ LOKASIRO  Baseline e AceANa
INDIKATOR / OUTPUT Non PN 2026 2027 2028
183 Unit
Pengolah Data
:92 Unit
Fasilitas
Output 2. Layanan Sarana Internal Non PN Pusat Perkantoran : 320 242 182 236 Biro Umum, Setjen
91 Unit
Kendaraan
Bermotor : 0
Unit
Gutput 3. Layanan Prasarana Internal Non PN Pusat 1 T 2 2 2 Biro Umum, Setjen
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
sP1 SK3 |Sekretariat Komisi Informasi Pusat
yang Efektif dan Efisien
Menilai Kinerja perencanaan dan
pelaksanaan anggaran yang
menggambarkan efektivitas dan efisiensi Capaian
IKP 1.1 | IKK 3.1 |01-Nilai Kinerja Anggaran KIP penggunaan anggaran di KIP. Penilaian Non PN - Eksisting 2024 88 88 88 88 88 Set. KIP, Setjen
atas kinerja anggaran KIP yang 5
i oleh i
berdasarkan gabungan nilai SMART
(50%) dan IKPA (50%)
Indikator ini memberikan gambaran
i kualitas
di tingkat Satker selaku Unit Akuntansi
Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)
Nilai kualitas pelaporan keuangan di
level Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
02-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan |Anggaran (UAKPA) di ukur berdasarkan Capaian
IKP 1.1 | IKK 3.2 |Unit i Kuasa Pengg penilaian Kualitas pelaporan Non PN - Eksisting 2024 80 80 80 80 80 Set. KIP, Setjen
Anggaran (UAKPA) keuangan UAKPA, dengan formulasi :
perhitungan sebagai berikut:
« Indikator penilaian untuk Laporan
Keuangan Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran (UAKPA) dihitung
dari skala 100 yang dikurangkan
dengan faktor
Indikator ini merupakan tolak ukur
materialitas temuan pemeriksaan BPK
yang berakibat terhadap opini dari BPK
03-Persentase (%) Batas Tertinggi Penilaian dilakukan dengan Capaian
IKP 1.1 IKK 3.3 [Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di mengidentifikasi jumlah nilai Non PN - Eksisting 2024 1 1 1 1 1 Set. KIP, Setjen
Sekretariat KIP temuan /rekomendasi KIP dalam : 1.00
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas
Laporan Keuangan dibandingkan
dengan Laporan Realisasi KIP
Persentase tindaklanjut temuan dinilai
04-Persentase (%) Penyelesaian Tindak ~|Sior INSPekiorat Jenderal Komdigi Capaian
IKP 1.1 | IKK3.4 |Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun |0¢7gan membandingkan Kesesuaian Non PN - Eksisting 2024 70 70 70 70 70 Set. KIP, Setjen
Berjalan di Sekretariat KIP tindak lanjut Satuan Kerja dengan :70.00
rekomendasi BPK dan APIP pada tahun $ 70
berjalan
Persentase tindaklanjut temuan dinilal
05-Persentase (%) Penyelesaian Tindak ~|Sr IMSPektorat Jenderal Komdigi Capaian
IKP 1.1 IKK 3.5 |Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun ti dgkl iut Sat & Kerja d: Non PN - Eksisting 2024 30 30 30 30 30 Set. KIP, Setjen
Sebelumnya di Sekretariat KIP indak lanjut Satuan Kerja dengan : 30
rekomendasi BPK dan APIP pada tahun
tingkat
layanan terhadap dukungan manajemen
vang diberikan oleh Sekretariat Komisi Capaian
IKP 1.3 | IKK 3.6 |00-Indeks kepuasan layanan dukungan |Informasi Pusat (KIP). Penilaian ini Non PN - Eksisting 2024 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 Set. KIP, Setjen
manajemen Sekretariat KIP dilakukan melalui survei yang e
dilakukan secara mandiri dengan 3
standar survei yang ditetapkan oleh Biro
SDMO
Output 1. Layanan Perkantoran Non PN Pusat 1 1 1 1 1 Set. KIP, Setien
a‘;;f;ﬁ‘ ";EZ:;"‘"‘ Umum Komisi Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Set. KIP, Setjen
Output 3. Layanan Hubungan
Masyarakat dan Informasi Sekretariat KI Non PN Pusat Ilayanan | 1layanan | 1Llayanan | 1 Layanan Set. KIP, Setjen
Pusat
Quiput 4. Layanan Sarana Internal KI Non PN Pusat 46 Unit 54 Unit 54 Unit 54 Unit 54 Unit Set. KIP, Setjen
Output 5. Layanan Perencanaan dan Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Set. KIP, Setjen
Qutput 6. Layanan Pemantauan dan Non PN Pusat 1layanan | 1 Layanan 1layanan | 1 Layanan 1 Layanan Set. KIP, Setjen
Meningkatnya kualitas Tata Kelola
SP1 SK 4 Komisi
yang Efektif dan Efisien
Menilai Kinerja perencanaan dan
pelaksanaan anggaran yang
menggambarkan efektivitas dan efisiensi Capaian
kP11 | KK 4.1 |01-Nilai Kinerja Anggaran Sckretariat  |penggunaan anggaran di KPI Pusat. Non PN . 93.46 03,47 9348 93,49 9.5 Set. KIP, Setjen

KPI Pusat

Penilaian atas kinerja anggaran KPI
Pusat yang dilakukan oleh Kementerian
keuangan berdasarkan gabungan nilai

|SMART (50%) dan IKPA (50%)

Eksisting 2024
:193.45




SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

PN (RPJMN)/

-179 -

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

el SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / Definisi PN (Non RPJMN)/ LOKASIRO  Baseline e AceANa
INDIKATOR / OUTPUT Non PN 2026 2027 2028
Indikator ini memberikan gambaran
i kualitas
di tingkat Satker selaku Unit Akuntansi
Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)
Nilai kualitas pelaporan keuangan di
level Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
02-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan |Anggaran (UAKPA) di ukur berdasarkan Capaian
IKP 1.1 | IKK 4.2 |Unit Akuntansi Kuasa Pengguna komponen penilaian Kualitas pelaporan Non PN - Eksisting 2024 100 100 100 100 100 Set. KIP, Setjen
Anggaran (UAKPA) Sekretariat KPI Pusat |keuangan UAKPA, dengan formulasi :
perhitungan sebagai berikut:
o Indikator penilaian untuk Laporan
Keuangan Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran (UAKPA) dihitung
dari skala 100 yang dikurangkan
dengan faktor penguran
Indikator ini merupakan tolak ukur
materialitas temuan pemeriksaan BPK
vang berakibat terhadap opini dari BPK.
03-Persentase (%) Batas Tertinggi Penilaian dilakukan dengan Capaian
IKP 1.1 | IKK 4.3 |Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di mengidentifikasi jumlah nilai Non PN - Eksisting 2024 1 1 1 1 1 Set. KIP, Setjen
e ol o temuan) relomendasi KPI Pusat dalam e
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas
Laporan Keuangan dibandingkan
dengan Laporan Realisasi Anggaran KPI
Pusat
Persentase tindaklanjut temuan dinilal
04-Persentase (%) Penyelesaian Tindak [0 I“s"‘;'k“",a‘ ‘I_e“de:'al Komdigi Capaian
IKP 1.1 | KK 4.4 |Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada  |dngan membandingkan Kesesuajan Non PN Eksisting 2024 70 70 70 70 70
Tahun Berjalan di Sekretariat KPI Pusat | (192K lanjut Satuan Kerja dengan .
rekomendasi BPK dan APIP pada tahun
berjalan
Persentase tindaklanjut temuan dinilal
05-Persentase (%) Penyelesaian Tindak [oleh Inspektorat Jenderal Komdigi .
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada dengan membandingkan Kesesuaian Non PN Elest "’t?a“’;‘w 4 50 20 50 20 50 Set. KIP, Seti
IKP 1.1 | IKK 4.5 |1 in Sebelumnya di Sekretariat KPI  |tindak lanjut Satuan Kerja dengan on - sisting et. KIP, Setjen
Pusat rekomendasi BPK dan APIP pada tahun
Mengukur tingkat kepuasan pengguna
layanan terhadap dukungan manajemen
06-Indeks Kepuasan Leyanan yang diberikan oleh Sekretariat KPI Capaian
IKP 1.3 IKK 4.6 Duk: an M. . Sekretariat KPI Pusat. Penilaian ini dilakukan melalui Non PN - Eksisting 2024 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 Set. KIP, Setjen
ukungan Manajemen Sekretaria ; ; ui
survei yang dilakukan secara mandiri
dengan standar survei yang ditetapkan
oleh Biro SDMO
Output 1. Layanan P Non PN Pusat 1 1 1 1 1 Set. KIP, Setjen
Output 2. Layanan BMN KPI Pusat Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Set. KIP, Setjen
g“;s‘:{“ 3. Layanan Sarana Internal KPI Non PN Pusat 54 Unit 31 Unit 31 Unit 31 Unit 31 Unit Set. KIP, Setjen
g“;s‘:{“ 4. Layanan Manajemen SDM KPI Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Set. KIP, Setjen
S;;gi“;ai' l'(‘;ly;“;:tp endidikan dan Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Set. KIP, Setjen
Output 6. "aya];‘s;“;fs’:tnca“aa“ dan Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Set. KIP, Setjen
g:&g:t’ a7n I;(aglﬁ;?:a:ﬂanajemen Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Set. KIP, Setjen
%’a‘f"‘;fr'\ ];(ag’lal:?::e"yde“gga'aa“ Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Set. KIP, Setjen
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
SP1 | SK5 |Sekretariat Dewan Pers yang Efektif
dan Efisien
Menilai Kinerja perencanaan dan
pelaksanaan anggaran yang
menggambarkan efektivitas dan efisiensi Capaian
KP 1.1 | Kk 5.1 |01-Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat |penggunaan anggaran di Dewan Pers. Non PN - Eksisting 2024 87 87 87 87 87 Set. Dewan Pers, Setjen
Dewan Pers Penilaian atas kinerja anggaran Dewan e
Pers yang dilakukan oleh Kementerian :
keuangan berdasarkan gabungan nilai
SMART (50%) dan IKPA (50%)
Indikator ini memberikan gambaran
i kualitas
di tingkat Satker selaku Unit Akuntansi
Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)
Nilai kualitas pelaporan keuangan di
T level Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
gi'i]t\"lﬂ‘ K“ah“.ai(l:ls‘?c'm“ Keuangan (UAKPA) di ukur berdasarkan Capaian
IKP 1.1 | KK5.2 [, £ komponen penilaian Kualitas pelaporan Non PN - Eksisting 2024 80 80 80 80 80 Set. Dewan Pers, Setjen
nggaran (UAKPA) Sekretariat Dewan | Deniaian s belapo
o cuangan , dengan formulasi
perhitungan sebagai berikut:
o Indikator penilaian untuk Laporan
Keuangan Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran (UAKPA) dihitung
dari skala 100 yang dikurangkan
dengan faktor pengurang
Indikator ini merupakan tolak ukur
materialitas temuan pemeriksaan BPK
vang berakibat terhadap opini dari BPK.
03-Persentase (%) Batas Tertinggi Penilaian dilakukan dengan Capaian
IKP 1.1 | IKK 5.3 |Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di mengidentifikasi jumlah nilai Non PN - Eksisting 2024 1 1 1 1 1 Set. Dewan Pers, Setjen
comuan sl emenks temuan/ rekomendasi Dewan Pers dalam Sing |
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas
Laporan Keuangan dibandingkan
dengan Laporan Realisasi Anggaran
Dewan Pers
Persentase tindaklanjut temuan dinilal
04-Persentase (%) Penyelesaian Tindak [oleh Inspektorat Jenderal Komdigi
1P 1.1 | 1Kk 5.4 |Laniut Hasil Pemeriksaan BPK pada  |dengan membandingkan Kesesuaian Nom PN e 0 . 0 7 0 Set. Dewan Pers, Set
. % |Tahun Berjalan di Sekretariat Dewan |tindak lanjut Satuan Kerja dengan on - SISting et. Dewan Pers, Setjen
Pers rekomendasi BPK dan APIP pada tahun
berjalan
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ALOKASI (dalam ribu rupiah)

el SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / Definisi PN (Non RPJMN)/ LOKASIRO Baseline e AceANa
INDIKATOR / OUTPUT Non PN 2026 2027 2028
Persentase tindaklanjut temuan dinilai
05-Persentase (%) Penyelesaian Tindak |oleh Inspektorat Jenderal Komdigi Capaian
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada  |dengan membandingkan Kesesuaian car )
IKP 1.1 | IKK 5.5 Tahlu 1 Sebelumnya di Sekretariat i di ¢ lanjut Samang;(ﬂjs engan Non PN - Eksisting 2024 30 30 30 30 30 Set. Dewan Pers, Setjen
Dewan Pers rekomendasi BPK dan APIP pada tahun
tingkat
layanan terhadap dukungan manajemen
06-Indeks Kepuasan Layanan yang diberikan oleh Dewan Pers. Capaian
IKP1.3 | KK5.6 | D Penilaian ini dilakukan melalui survei Non PN - Eksisting 2024 375 3,75 375 3,75 3,75 Set. Dewan Pers, Setjen
ukungan Sekretariat Dewan Pers | s
yang dilakukan secara mandiri dengan 3.17
standar survei yang ditetapkan oleh Biro
SDMO
Gutput 1. Layanan Perkantoran Non PN Pusat 1 Layanan T Layanan 1 Layanan T Layanan 1 Layanan Set. Dewan Pers, Sctjen
Output 2. Layanan Umum Dewan Pers Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Set. Dewan Pers, Setjen
g:&]‘;‘;‘ ‘fe‘r';aya""‘“ BMN Sekretariat Non PN 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Set. Dewan Pers, Setjen
Output 4. Layanan Sarana Internal Non PN Pusat 24 Unit 24 Unit 24 Unit 24 Unit 24 Unit Set. Dewan Pers, Setjen
Dewan Pers
Output 5. Layanan Prasarana Internal Non PN Pusat 1 Paket Set. Dewan Pers, Setjen
Dewan Pers
Qutput 6. Layanan Perencanaan dan Non PN Pusat 3Dokumen | 3Dokumen | 3Dokumen | 3Dokumen | 3 Dokumen Set. Dewan Pers, Setjen
Output 7. Layanan Pemantauan dan Non PN Pusat 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen Set. Dewan Pers, Setjen
Evaluasi Dewan Pers
Output 8. Layanan Manajemen Non PN Pusat 2 Dokumen | 2Dokumen | 2Dokumen | 2Dokumen | 2 Dokumen Set. Dewan Pers, Setjen
Keuangan Dewan Pers
ngelolaan Akuntabilitas Kinerja 42,500,000 46,579,395 48,735,483 51,079,187 53,329,960
01-Meningkatnya Kualitas
sP1 SK 1 |Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja di
L Komdij
Merupakan nilai hasil evaluasi atas
implementasi Sistem AKIP di lingkungan
Kemenkomdigi berdasarkan penilaian
dari Kementerian PAN & RB atau APIP
Kemenkomdigi* dengan metode
penilaian yang mengacu pada Peraturan
Menteri PAN & RB No 88 Tahun 2021
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Capaian 2024:
01-Nilli Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator: 68.45
IKP 11| KK 1.1 [pit0e e 1. Perencanaan Kinerja Non PN - (Penilaian 68.76 69.07 69.38 69.69 70.00 Biro Perencanaan, Setjen
gi Ciner
2. Pengukuran Kinerja Kemen PAN
3. Pelaporan Kinerja RB)
4. Evaluasi Kinerja
*Catatan: Capaian berdasarkan
penilaian dari APIP apabila hasil
penilaian dari
Kementerian PAN & RB belum dirilis
pada tahun (n)
Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Setjen yang
dilaksanakan melalui penjaminan
kualitas (quality assurance) dan
penilaian
- o mandiri atas pencapaian nilai AKIP Capaian
IKP 1.1 | IKK 1.2 |02 Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen. peneap Non PN - Ekspisting 70 715 73 75 77 Biro Perencanaan, Setjen
Sckretariat Jenderal
2024: 68,65
Evaluasi internal (APIP) dengan
menghitung bobot perencanaan kinerja,
pengukuran
kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi
akuntabilitas kinerja internal.
Penilaian terhadap kualitas
perencanaan akan dinilai oleh 901 9 2 903 904 905
03-Indeks Perencanaan Pembangunan | ementerian PPN/ Capaian (Penilaian il lai il ?
IKP 1.1 | KK 1.3 |- L g BAPPENAS berdasarkan kualitas Non PN - Eksisting - h - h Biro Perencanaan, Setjen
asional Kemenkomdigi
dokumen-dokumen perencanaan yang 2024: 99,05
telah
dimiliki olch Kementerian Komdigi.
A - Capaian
SPIP Kementerian dilalulcan melalis Eksiatig 5024
valuasi BPKP dengan menghitung sing 202
04-Tingkat Maturitas Penyelenggaraan |bobot penetapan tujuan, struktur P
IKP 1.1 | IKK 1.4 |SiStem Pengendalian Intern Pemerintah |proses, dan pencapaian tujuan Non PN - “Nilai 3,2 34 3,6 38 4,00 Biro Perencanaan, Setjen
(SPIP) Kementerian Komdigi Bobot penilaian Komponen:
1. Penetapan Tujuan: 40% Sementara
Berdasarkan
2. Struktur dan Proses: 30% Y
3. Pencapaian Tujuan: 30%
SPIP Sekretariat Jenderal:
1. Penilaian dilakukan oleh Inspektorat apaian
05-Tingkat Maturitas Penyelenggaraan | Jenderal Komdigi melalui Tim Penilaian Eksisting 2024
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah |Mandiri Eselon | Sekretariat Jenderal Sekretariat
IKP 1.1 | KK 1.5 oprp) Sekregtariat Jenderal 2. Penjaminan Kualitas dilakukan oleh Non PN - Jenderal: 3,44 3:47 3,50 3,58 3,56 3,59 Biro Perencanaan, Setjen
Inspektorat Jenderal Komdigi melalui
Tim Penjamin Kualitas Eselon |
Sekretariat Jenderal
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SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / PN (RPJMN)/ ALOKASI (dalam ribu rupiah) UNIT ORGANISASI
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / Definisi PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Baseline ERTREEATAN
INDIKATOR / OUTPUT Non PN 2026 2027 2028
Pengukuran dilakukan dengan
membandingkan jumlah kerja sama
yang ditindaklanjuti dengan Jumlah
kerja sama yang disepakati.

PROGRAM /

KEGIATAN

- Kerja sama yang ditindaklanjuti: nota
kesepahaman/ nota kesepakatan/
kesepakatan bersama yang telah
disepakati dan ditindaklanjuti oleh
satuan kerja dalam bentuk perjanjian

06-Persentase kerjasama yan, Kkerja sama/ rencana aksi/ kegiatan Capaian
IKP 1.1 | IKK 1.6 |J0;Persentase kerjasama yang €rja sama/ rencana aksi/ keglatal Non PN - Eksisting 81 82 83 84 85 Biro Perencanaan, Setjen
ditindaklanjuti bersama,/ aksi lainnya pada tahun Sans
2024: 80%
berjalan.
- Kerja sama yang disepakati adalah
nota kesepahaman/ nota kesepakatan/
kesepakatan bersama yang telah
disepakati atau ditandatangani oleh
para pihak pada tahun berjalan.
Pengukuran dilakukan oleh Biro
Perencanaan
Output 1. Perencanaan Sinkronisasi
Progear Transformasi Digital Nasional Non PN Pusat 2 Dokumen Biro Perencanaan, Setjen
Output 2. Pengukuran Indeks 1 i1 i1 i1
Tramoformasi bigital Nasional (TDN) Non PN Pusat > Jetomer > e Biro Perencanaan, Setjen
Output 3. Kerja Sama Pemerintah dan Non PN Pusat 3 Dokumen Biro Perencanaan, Setjen

Non Pemerintah Bidang Komdigi
Output 4. Kerja Sama Lintas Sektoral
dan Sinergi Program Pemerintah Pusat Non PN Pusat 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen Biro Perencanaan, Setjen
dan Daerah

Output 5. Layanan Perencanaan dan

Non PN Pusat 4Dokumen | 3Dokumen | 3Dokumen | 3Dokumen | 3 Dokumen Biro Perencanaan, Setjen
utput 6. Layanan Pemantauan dan Non PN Pusat 3Dokumen | 3Dokumen | 3Dokumen | 3Dokumen | 3 Dokumen Biro Perencanaan, Setjen
Output 7. Layanan Manajemen Risiko Non PN Pusat 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen Biro Perencanaan, Setjen
dan Kepatuhan Internal
|KEGIATAN 4521
e SR e S (e ol e 26,508,193 48,039,630 48,673,565 48,321,730 49,177,011
Terwujudnya layanan digital dan data
SP1 SK 1 |yang berorientasi pada pengguna di
Komdigi
Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik) untuk Kementerian
Komunikasi dan Digital (Komdigi) tahun
2025 merupakan ukuran tingkat
kematangan dan efektivitas penerapan
tata kelola pemerintahan digital di
lingkungan kementerian, mencakup
aspek kebijakan internal, tata kelola TI,
layanan digital, dan kapabilitas SDM
01-Indeks SPBE untuk Kementerian digital. Sementara itu, Indeks apaian
IKP 1.1 | IKK 1.1 |Komdigi (2025) Indeks Pemeri P Digital igi tahun Non PN - Eksisting 2024 4,76 2,96 3,07 3,17 3,57 PDSI, Setjen
Digital Kemkomdigi (2026-2029) 2026-2029 adalah indikator kinerja :
yang mengukur perkembangan
transformasi digital pemerintah secara
menyeluruh, yang difokuskan pada
keterpaduan layanan digital lintas
sektor, pemanfaatan teknologi inovatif,
serta keterlibatan masyarakat dalam
ckosistem digital nasional, sejalan
dengan agenda transformasi digital
nasional
Indikator ini menilai sejauh mana
Sekretariat Jenderal Kementerian
Komdigi telah berhasil membangun dan
mengembangkan layanan Teknologi
02-Tingkat Capaian dan [Informasi dan Komuniks (TK) yang 0% 1 dart
IKP 1.1 | IKK 1.2 |Pengembangan Layanan TIK di iukur roadmap Non PN - ayanan di 89 92 94 97 100 PDSI, Setjen
Lingkungan Sekretariat Jenderal pengembangan Layanan TIK di ruang lingkup
Lingkungan Sekretariat Jenderal. PDSI)

Indikator ini diukur secara mandiri
dengan membandingkan perencanaan
dalam roadmap pengembangan layanan
TIK pada realisasi

Maturitas Kematangan keamanan siber
mengacu pada kesiapan dan efektivitas
pertahanan keamanan siber serta
Lkemampuan tanggap terhadap ancaman
dan serangan siber pada sebuah
organisasi. Hal ini mencerminkan
kemampuan organisasi untuk
mengidentifikasi, melindungi,

dan
03-Nilai Indeks Kematangan Keamanan |4iri dari ancaman dan serangan siber. Capaian
IKP 1.1 | IKK 1.3 |g ! Penilaian ini biasanya mengevaluasi Non PN - Eksisting 2024 4,7 4,72 4,74 4,76 4,78 PDSI, Setjen
Siber Kemenkomdigi e s
kemampuan organisasi dalam hal :4.60

arsitektur keamanan, manajemen risiko
keamanan, kepatuhan keamanan,
proses keamanan, pelatihan dan
kesadaran keamanan, serta
kemampuan untuk menanggapi dan
memulihkan diri dari insiden keamanan
siber. Penilaian berdasarkan hasil
assesment yang dilakukan oleh BSSN
setiap tahun
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PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO

Baseline

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

2026

2027

'UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

IKP 1.1

IKK 1.4

INDIKATOR / OUTPUT

04-Persentase (%) rata-rata pemenuhan
SLA layanan TIK di lingkungan
Kementerian Komdigl

Service level agreement merupakan
persentase jumlah keluhan yang
berhasil diselesaikan tepat waktu.
Indikator ini mengukur sejauh mana
layanan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) di lingkungan
Kementerian Komdigi memenuhi Service
Level Agreement (SLA) yang telah
ditetapkan. Persentase yang tinggi
menunjukkan bahwa layanan TIK
beroperasi sesuai dengan standar
kinerja yang disepakati, baik dari aspek
ketersediaan, kecepatan, maupun
kualitas layanan.

Non PN

Non PN

Capaian
Eksisting 2024
:96.8

97

2028

PDSI, Setjen

IKP 1.1

IKK 1.5

05-Tingkat Kematangan
Penyelenggaraan Statistik Sektoral
(Penilaian dari Instansi Pembina
Statistik (BPS)

Indikator ini diukur Sesuai dengan
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor
3 Tahun 2022 tentang Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral
(EPSS) dilaksanakan untuk mengukur
capaian kemajuan penyelenggaraan
statistik sektoral dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik di bidang
statistik pada Instansi. Indikator ini
diukur oleh BPS dengan
mempertimbangkan 3 aspek yaitu: a.
Indeks domain; b. Indeks aspek; dan c.
Indeks indikator

Non PN

Capaian
Eksisting 2024

PDSI, Setjen

IKP 1.1

IKK 1.6

06-Tingkat Interoperabilitas layanan
Sistem Informasi dan Data di
lingkungan Kementerian

Tingkat Interoperabilitas Layanan
Sistem Informasi dan Data di
Lingkungan Kementerian mengukur
sejauh mana sistem informasi dan data
di kementerian dapat terintegrasi dan
bertukar informasi secara efektif sesuai
dengan standar yang berlaku.
Pengukuran dilakukan berdasarkan
aspek,
dengan standar interoperabilitas,
kemampuan sistem dalam
berkomunikasi dan berbagi data antar
unit kerja, serta keandalan
infrastruktur teknologi yang
mendukung integrasi tersebut. Evaluasi
dilakukan melalui audit teknis, uji coba
integrasi, dan pemantauan
implementasi oleh tim internal
kementerian yang bertanggung jawab
atas pe sistem informasi

Non PN

N/A

69

77

85

92

PDSI, Setjen

Output 1. Layanan Komdigi Smart
Services

Non PN

Pusat

1

Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

PDSI, Setjen

Output 2. Kebijakan Tata Kelola SPBE
Kominfo

Non PN

Pusat

3 Rekomendasi
Kebijakan

7

7

7

7

Kebijakan

Kebijakan

PDSI, Setjen

Output 3. Pengelolaan dan
P Sarana TIK

Non PN

Pusat

49 Unit

266 Unit

267 Unit

268 Unit

270 Unit

PDSI, Setjen

SP 1

Output 4. Layanan Data dan Informasi

Non PN

Pusat

1

Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

KEGIATAN 4518-Pe:

SK 1

ngelolaan Administrasi dan

15,052,425

48,662,789

53,529,068

PDSI, Setjen

58,881,975

64,770,173

01 - Meningkatnya Kualitas Layanan
Kerjasama Internasional yang Efektif

IKP 1.3

IKK.1.1

01-Indeks Kepuasan Pemangku
kepentingan terhadap layanan Pusat
Kelembagaan Internasional

Selain menilai tingkat kepuasan
pemangku kepentingan terhadap
layanan administratif yang diberikan
oleh Pusat Kelembagaan Internasional
(layanan perizinan perjalanan dinas luar
negeri, korespondensi, registrasi, dsb.)
yang perhitungannya dilakukan dengan
standar Indeks Kepuasan yang dibuat
Biro SDMO untuk layanan
kesekretariatan , indikator ini juga
mengukur sejauh mana layanan kerja
sama internasional yang disediakan oleh
Pusat Kelembagaan Internasional
memenuhi kebutuhan, harapan, dan
kepuasan pemangku kepentingan.
Fokusnya adalah pada kualitas layanan
yang mencakup aspek responsivitas,
kecepatan, relevansi, dan hasil yang
mendukung tujuan strategis.

Survei dilakukan menggunakan
kuesioner dengan skala Likert 1-5
Rata-rata Indeks Kepuasan Pemangku
Kepentingan = (Jumlah Skor Survei
Kepuasan Pemangku Kepentingan /

Non PN

N/A

40-

mencerminkan

bahwa layanan
sudah berada
pada tingkat
baik namun

tetap

memerlukan
perbaikan
berkesinambu

ngan.

42-
menunjukkan
peningkatan
kualitas
layanan
melalui
penguatan
aspek-aspek
seperti
responsivitas,
relevansi, dan
hasil layanan.

4,4 - kenaikan
0,2 per tahun
menunjukkan
peningkatan
kualitas
layanan
melalui
penguatan
aspek-aspek
seperti
responsivitas,
relevansi, dan
hasil layanan.

4.6-
merepresentasi
kan layanan
yang hampir
mendekati
tingkat sangat
memuaskan
secara
konsisten

4,8-
menunjukkan
komitmen kuat
untuk
memberikan
layanan yang
hampir
sempurna
dalam
memenuhi
harapan
pemangku
kepentingan

PUSKI, Setjen

Jumlah Survei)

Output 1. Layanan Dukungan
Peny. Sidang Internasional

Non PN

Pusat

PUSKI, Setjen

02-Terwujudnya Tata Kelola Kerja
Sama Internasional yang
dan

sasaran Komdigi
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PN (RPJMN)/
PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO

Baseline

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

2026

2027

2028

'UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

INDIKATOR / OUTPUT

Indikator ini mengukur tingkat
keberhasilan Indonesia dalam
memperjuangkan kepentingannya

Non PN

] 85% -
dalam berbagai bentuk forum Peningkatan 90% -
internasional, mulai dari sidang, proses , ¢ ;
asional, ane ) 80% - kapasitas Indonesia
negosiasi, kegiatan advokasi, hingga 70% - Fondasi 75% - Penguatan P o
. upaya diplomasi di bidang komunikasi awal untuk | Optimalisasi guat P eny
01- Persentase Pelaksanaan Sidang, L4 idang ! b nalk posisi untuk pemain utama
e : dan digital. Keberhasilan ditandai meningkatkan | negosiasi dan ! .
Negosiasi, Advokasi, dan Diplomasi yang 2 ! ! Indonesia | memastikan dalam
IKP.2.1 | IKK 1.1 ° : : dengan diakomodasinya kepentingan Non PN - N/A strategi penyelarasan 8 . PUSKI, Setjen
berhasil mengakomodasi kepentingan ¢ ! dalam sidang | kepentingan | diplomasi
f Indonesia dalam hasil keputusan, diplomasi dan | kepentingan sidar o
Indonesia dan perjanjian | Indonesia lebih | digital dengan
perjanjian, atau kesepakatan yang advokasi | dengan mitra il R P~
dicapai digital internasional, | ternasional ominan tingleat
- - terkait digital. dalam keberhasilan
Presentase = (Jumlah kegiatan yang kes;‘;i‘;“a" tinggl.
berhasil mengakomodasi kepentingan :
Indonesia / Total jumlah kegiatan yang
diikuti) x 100%
Indikator ini mengukur jumlah naskah
perjanjian dan dokumen kerja sama 70% - Fokus 80% - 85% - 90% -
yang telah e 75% - >
atau disepakati dan berhasil b Optimalisasi ! ! p
2 ; percepatan ! sinergi dengan | keberlanjutan |optimal dengan
. |diimplementasikan dalam bentuk ; mekanisme !
02- Persentase Naskah Perjanjian Kerja R e e ) implementasi " mitra kerja sama | dampak nyata
IKP.2.1 | IKK 1.2 |Sama dan Dokumen Kerja Sama program atau keglatan konxret sesuat Non PN - N/A dokumen kerja| PEMARtauan | i iemagional melalui agi PUSKI, Setjen
v ; M ! dengan isi perjanjian/dokumen dan evaluasi
nternasional yang diimplementasikan sama yang | | untuk program | transformasi
tersebut. implementasi e
sudah mempercepat | konkret yang digital dan
ditandatangani| Program ketja | o)y canaan | sesuai dengan | keberlanjutan
Presentase = (Jumlah naskah/dokumen sama. D eansan e mean | Keoerianyota
'yang diimplementasikan / Total jumlah . perjanjian. | perjanjian. i :
naskah/dokumen yang aktif) x 100%
Indikator ini mengukur sejauh mana
Kemenkomdigi berhasil mencapai . _ . )
target-target yang ditetapkan dalam 70% - Fokus 75% 80%- |85% - Integrasi| g,
walam, Peningkatan | Optimalisasi | kerja sama -
dokumen perencanaan strategis kerja awal pada i Fi— P Pencapaian
sama internasional. Ini mencakup implementasi N & optimal dengan
. $ pemantauan | dengan mitra, program
03- Persentase Capaian Kemenkomdigi |implementasi program, pencapaian program dan | e | € e | Do pemenuhan
IKP.2.1 | IKK 1.3 |dalam Dokumen Strategis dan pemenu Non PN - N/A pemenuhan & penuh PUSKI, Setjen
! ‘ untuk untul nasional guna
Kerjasama Internasional internasional yang tertuang dalam komitmen memastikan komitmen
dokumen perencanaan. utama dalam A i i
dokumen milestone target yan, encapaian | 427 hasil yang
Presentase = (Jumlah target yang perencanaan. | (M ESONE | e Ye e | P berkelanjutan.
tercapai / Total jumlah target dalam J - g get:
dokumen per x 100%
Indikator ini mengukur seberapa besar 50% -
peran dan posisi strategis yang diemban 65% — 0% - 75% - Indomesia
Indonesia dalam forum-forum 60% - Fokus | Optimalisasi ° Peningkatan ;
! o ! ’ ; Memperkuat | ; mencapai
internasional prioritas (misalnya sebagai awal pada strategi et jumlah posisi ;
) } - ! ° s .| jaringan dan B posisl | o ran dominan
04-Tingkat posisi kepemimpinan chairperson, anggota dewan atau posisi peningkatan | diplomasi | J57nER 6% | kepemimpinan | PR SO
IKP.2.1 | KK 1.4 |Indonesia pada forum internasional kepemimpinan lainnya). Non PN - N/A representasi untuk | P 88| yang diemban | | > PUSKI, Setjen
dalam internasional
vang diprioritaskan i m o
Tingkat = (Jumlah posisi kepemimpinan dalam forum | lebih banyak | , *ES7EES dalam Pengan
vang diduduki / Jumlah posisi prioritas. posisi negosiasi nean
. ., . utama. kepemimpinan
kepemimpinan yang diprioritaskan) x kepemimpinan. global. P
100% strategis.
Output 1. Pertemuan Kelembagaan Non PN Pusat 12 12 12 12 12 PUSKL Setjen
Internasional K Ke
m Analisis Kebijakan bidang Komunikasi dan Digital 3,486,338 8,560,921 9,836,443 11,083,913 12,349,273
01-Mewujudkan Kebijakan Strategis
SP1 SK1 |Bidang Digital dan Komunikasi yang
dan
Instrumen untuk menilai kualitas
kebijakan pemerintah dilihat dari proses
'pembuatan i dan i
melakukan agenda, formulasi,
implementasi dan evaluasi kebijakan
Pengkuran Kualitas Kebijakan
dilakukan dengan metode yang
disesuaikan dengan proses dan tahapan
pengelolaan kebijakan, sebagai berikut:
1. Proses perencanaan kebijakan, ’
menggunakan metode sebagai berikut: Capaian
IKP 1.1 | KK 1.1 |01-Indeks Kualitas Kebijakan : Non PN - Eksisting 2024 70 72 74 77 80 PUSAKA, Setjen
a. Pengukuran pada tahap agenda oo 54

setting kebijakan; dan
b. pengukuran pada tahap formulasi
kebijakan; serta

2. Proses evaluasi kemanfaatan
kebijakan, menggunakan metode
sebagai berikut:

a. p pada tahap
kebijakan; dan

b. pengukuran pada tahap evaluasi
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PN (RPJMN)/

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

P;g;m’ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / Definisi PN (Non RPJMN)/ LOKASIRO  Baseline u“gn(x:s‘:'“i‘s'
INDIKATOR / OUTPUT Non PN 2026 2027 2028
Persentase Produk Strategi Kebijakan
vang ditindaklanjuti mengukur sejauh
mana produk strategi kebijakan telah
ditindaklanjuti dalam penyusunan
kebijakan di lingkungan kementerian.
Pengukuran dilakukan dengan
membandingkan jumlah produk strategi
kebijakan yang dihasilkan dengan
ljumlah produk strategi kebijakan yang
ditindaklanjuti
Produk strategi kebijakan yang
IKP 1.1 | KK 1.2 |02 Persentase Produk Strategi_ dihasilkan dapat berupa telaah, Non PN - N/A 50 55 60 65 70 PUSAKA, Setjen
yang D r memo, naskah, peta jalan,
cetak biru, buku putih, rencana
strategis, strategi nasional, publikasi
kebijakan, maupun produk strategi
kebijakan yang lainnya
Produk strategi kebijakan yang
ditindaklanjuti dapat berupa rencana
peraturan menteri, keputusan menteri,
surat edaran, maupun produk
kebijakan lainnya, termasuk materi
siaran pers maupun pernyataan resmi
lainnya
Mengukur kepuasan pemangku
kepentingan antara lain Menteri, Wakil
Menteri dan Tim Substansi Menteri
03-Indeks Kepuasan Pemangku terhadap layanan yang diberikan
IKP 1.3 | IKK 1.3 | ntingan terhadap layanan PUSAKA [PUSAKA. perhitungan dilakukan dengan Non PN - N/A 3.0 3.1 38 34 35 PUSAKA, Setjen
standar Indeks Kepuasan yang dibuat
Biro SDMO untuk layanan
kesekretariatan.
Output 1. Rekomendasi Analisis dan
Kebijakan T Non PN Pusat 5 7 8 9 10 PUSAKA, Setjen
Bidang dan Digital
Output 2. Rekomendasi Harmonisasi
dan Penguatan Strategi Kebijakan
Teansiommast Bidang Komunikasi dan Non PN Pusat 5 7 8 o 10 PUSAKA, Setjen
Digital
KEGIATAN 4497-Pengelolaan Resiko, dan Internal 17,228,071 52,676,670 57,944,338 59,682,668 61,473,148
SP1 SK 1 01-Meningkatnya Kualitas
pada Seluruh Unit Kerja
Batas kewajaran atas nilai temuan
01-Persentase (%) Batas Tertingei material dalam pengelolaan keuangan
IKP 1.4 | IKK 1.1 |Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di yang dapat mempengaruhi pencapaian Non PN - N/A 1 1 1 1 1 Inspektorat I, Itjen
Ditjen Infrastruktur Digital dan BAKTI |0Pini WIP Kemkomdigi atas Laporan
Keuangan Ditjen Infrastruktur Digital
dan BAKTI TA n-1
02-Persentase (%) Penyelesaian Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada  |Tindak lanjut atas rekomendasi laporan )
IKP LS | KK 12 |28 Berjalan di Ditjen Infrastruktur | hasil pemejnksaan BPK pada ahun Non PN - N/A 70 70 70 70 70 Inspektorat I, Itjen
Digital dan BAKTI (atas LHP yang keluar pada tahun n)
rang selesai diti i
P Tindak lanjut atas rekomendasi laporan
03-Persentase (%) ‘
Danit Hasi pemericesan BPK pada - |nasil pemeriksaan BPK tahun
IKP 1.6 | KK 1.3 Saan sebelumnya (atas LHP yang keluar pada Non PN - N/A 30 30 30 30 30 Inspektorat I, Itjen
Tahun Sebelumnya di Ditjen e 5 03] yan elal aiani
Infrastruktur Digital dan BAKTI itndakianion e
Memastikan Road Map dan Rencana
Aksi RB yang berisikan solusi dalam
04-Persentase Implementasi RB di pemecahan masalah tata kelola atas isu
IKP 1.7 IKK 1.4 |Ditjen Infrastruktur Digital dan BAKTI |yang ada di Ditjen Infrastruktur Digital Non PN - N/A 89 91 93 95 97 Inspektorat I, Itjen
Berdasarkan Renaksi RB Tematik dan BAKTI dan memiliki kualitas yang
baik, serta layak dijadikan pedoman
dalam RB
Penilaian atas tingkat kematangan SPIP
dalam mencapai tujuan pengendalian
yang meliputi efektivitas dan efisiensi
05-Nilai Maturitas SPIP Ditjen encapaian tujuan organisasi, -
IKP L7 | KK 15 |50 O e Digital dan BJAKTI iean dilan peli poran ieuangan) Non PN - N/A 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 Inspektorat I, Itjen
pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan
perundang-undangan
Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen
Infrastruktur Digital dan BAKTI yang
06-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen  |dilaksanakan melalui penjaminan ;
IKP 17 | IKK 16 || fraictur Digital dan B AJK,H U \ualitas (quality assm’;n CJC) o Non PN - N/A 70.00 71.50 73.00 74.50 76.00 Inspektorat I, Itjen
penilaian mandiri atas pencapaian nilai
AKIP Ditjen Infrastruktur Digital dan
BAKTI
Pengukuran yang diperoleh dari hasil
survei persepsi pemangku kepentingan Capai
07-Nilai Kualitas Layanan sebagai layanan -apaian .
IKP 1.7 | KK 1.7 | apektoratt o e e diberilan ok Ttjen Non PN - Eksisting 2024 72.00 74.00 76.00 78.00 80.00 Inspektorat I, Itjen
dan penyampaian atensi pengawasan ke
Pimpinan
Batas kewajaran atas nilai temuan
08-Persentase (%) Batas Tertinggi material dalam pengelolaan keuangan
‘Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di yang dapat mempengaruhi pencapaian
IKP 1.4 | IKK 1.8 |Ditjen Ekosistem Digital, Ditjen opini WTP Kemkomdigi atas Laporan Non PN - N/A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Inspektorat II, Itjen
Pengawasan Ruang Digital, dan Keuangan Ditjen Ekosistem Digital,
Inspektorat Jenderal Ditjen Pengawasan Ruang Digital, dan
Jenderal TA n-1
09-Persentase (%) Penyelesaian Tindak | -
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada ;:;‘f‘:;‘;’;‘i;‘:j g‘z'gg;‘:i:ﬁﬁ”j“
IKP 1.5 | IKK 1.9 |Tahun Berjalan di Ditjen Ekosistem Non PN - N/A 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 Inspektorat II, Itjen
2 1) (atas LHP yang keluar pada tahun n)
Digital, Ditjen Pengawasan Ruang ang selesai ditindaklanjuti
Digital, dan Jenderal yanrg y
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SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /

PN (RPJMN)/ ALOKASI (dalam ribu rupiah)

P;g;m’ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / Definisi PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Baseline "“g;x:s‘:'“i‘s'
INDIKATOR / OUTPUT Non PN 2026 2027 2028
10-Persentase (%) Penyelesaian Tindak |Tindak lanjut atas rekomendasi laporan
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada  |hasil pemeriksaan BPK tahun
IKP 1.6 | IKK 1.10 |Tahun di Ditjen Ekosist (atas LHP yang keluar pada Non PN N/A 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 Inspektorat II, Itjen
Digital, Ditjen Pengawasan Ruang tahun < n-1) yang telah selesai
Digital, dan Jenderal diti juti
) Memastikan Road Map dan Rencana
]1;'."”““‘?“ Implementasi RB di Aksi RB yang berisikan solusi dalam
itjen Ekosistem Digital, Ditjen )
IKP 1.7 | IKK 1.11 |Pengawasan Ruang Digital, dan pemecahan m,"‘sal"‘hk‘a‘?‘ kelola a.“‘? isu Non PN N/A 89.00 91.00 93.00 95.00 97.00 Inspektorat I, Itjen
Inspektorat Jenderal Berdasarkan vang ada di Ditjen Ekosistem Digital,
Renaksi RB Tematik dan RB General | Dien Pengawasan Ruang Digital, dan
Itjen dan memiliki kualitas yang baik,
serta layak dijadikan pedoman dalam
RB
Penilaian atas tingkat kematangan SPIP
dalam mencapai tujuan pengendalian
12-Nilai Maturitas SPIP Ditjen yang meliputi efektivitas dan efisiensi
IKP 1.7 | IKK 1.12 |Ekosistem Digital, Ditjen pencapaian tujuan organisasi, Non PN N/A 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 Inspektorat I, Itjen
Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal | <¢2°dalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan
perundang-undangan
Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen
Ekosistem Digital, Ditjen Pengawasan
13-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen | Xuang Digital, dan Inspektorat Jenderal
IKP 1.7 |IKK 1.13 i Digital, Ditjen ang N melalui Non PN N/A 70.00 71.50 73.00 74.50 76.00 Inspektorat II, Itjen
Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal [KUalitas (quality assurance) dan
penilaian mandiri atas pencapaian nilai
AKIP Ditjen Ekosistem Digital, Ditjen
Pengawasan Ruang Digital, dan
Inspektorat Jenderal
Pengukuran yang diperoleh dari hasil
survei persepsi pemangku kepentingan c
IKP 1.7 | IKK 1.14 | 14-Nilai Kualitas Layanan Pengawasan ~ |sebagai pengguna layanan assurance N apaian )
. . ! ; on PN Eksisting 2024 72.00 74.00 76.00 78.00 80.00 Inspektorat II, Itjen
Internal Inspektorat I dan consulting yang diberikan oleh Itjen N
dan penyampaian atensi pengawasan ke
Pimpinan
Batas kewajaran atas nilai temuan
15-Persentase (%) Batas Tertinggi material dalam pengelolaan keuangan
Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di ang dapat mempengaruhi pencapaian )
IKP 1.4 | IKK 115 | EERSe o ke Publil dan Media ﬁpirﬁ w'l;p Kemkgmd%gi am"mpofan Non PN N/A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Inspektorat III, Itjen
serta BPSDM Komdigi Keuangan Ditjen Komunikasi Publik dan
Media serta BPSDM Komdigi TA n-1
16-Persentase (%) Penyelesaian Tindak |Tindak lanjut atas rekomendasi laporan
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada hasil pemeriksaan BPK pada tahun n "
IKP 1.5 | KK 1.16 | 120 Berjalan di Ditjen Komunikasi | (atas THp ang keluar pg o tahun n) Non PN N/A 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 Inspektorat III, Itjen
Publik dan Media serta BPSDM Komdigi |yang selesai diti i
17-Persentase (%) Penyelesaian Tindak |Tindak lanjut atas rekomendasi laporan
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada  |hasil pemeriksaan BPK tahun
IKP 1.6 | IKK 1.17 |Tahun Sebelumnya di Ditjen sebelumnya (atas LHP yang keluar pada Non PN N/A 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 Inspektorat II1, Itjen
Komunikasi Publik dan Media serta tahun < n-1) yang telah selesai
BPSDM Komdigi diti juti
Memastikan Road Map dan Rencana
Aksi RB yang berisikan solusi dalam
18-Persentase Implementasi RB di pemecahan masalah tata kelola atas isu
Ditjen Komunikasi Publik dan Media ang ada di Ditjen Komunikasi Publik .
IKP 1.7 |IKK 1.18 Ser’la 'BPSDM Komdigi Berdasarkan éangMe iy smé BPSDM Komdigi dan Non PN N/A 89.00 91.00 93.00 95.00 97.00 Inspektorat 11, Itjen
Renaksi RB Tematik memiliki kualitas yang baik, serta layak
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan
RB
Penilaian atas tingkat kematangan SPIP
dalam mencapai tujuan pengendalian
19-Nilai Maturitas SPIP Ditjen yang meliputi efektivitas dan efisiensi
IKP 1.7 | IKK 1.19 |Komunikasi Publik dan Media serta pencapaian tujuan organisasi, Non PN N/A 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 Inspektorat III, Itjen
BPSDM Komdier keandalan pelaporan keuangan,
g
pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan
perundang-undangan
Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen
Komunikasi Publik dan Media serta
20-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen ~ |BPSDM Komdigi yang dilaksanakan
IKP 1.7 | IKK 1.20 |Komunikasi Publik dan Media serta melalui penjaminan kualitas (quality Non PN N/A 70.00 71.50 73.00 74.50 76.00 Inspektorat II1, Itjen
BPSDM Komdigi assurance) dan penilaian mandiri atas
pencapaian nilai AKIP Ditjen
Komunikasi Publik dan Media serta
BPSDM Komdigi
Pengukuran yang diperoleh dari hasil
survei persepsi pemangku kepentingan Capai
. ; apaian
IKP 1.7 |IKK 1,21 [21-Nilai Kualitas Layanan Pengawasan - |sebagai pengguna layanan assurance Non PN Eksisting 2024 72.00 74.00 76.00 78.00 80.00 Inspektorat 111, Itjen
Internal Inspektorat III dan consulting yang diberikan oleh Itjen sy
dan penyampaian atensi pengawasan ke -
Pimpinan
Batas kewajaran atas nilai temuan
22-Persentase (%) Batas Tertinggi material dalam pengelolaan keuangan
Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di yang dapat mempengaruhi pencapaian )
IKP 1.4 | IKK 1.22 Ditjen Teknologi Pemerintah Digital dan |opini WTP Kemkomdig atas Laporan Non PN N/A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Inspektorat 1V, Itjen
Sekretariat Jenderal Keuangan Ditjen Teknologi Pemerintah
Digital dan Sekretariat Jenderal TA n-1
23-Persentase (%) Penyelesaian Tindak |- -
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada E;‘;’;‘lakei';ﬁ;::: g;‘]fngsat:’hlsgoéa"
IKP 1.5 | IKK 1.23 |Tahun Berjalan di Ditjen Teknologi s LI elar poda tan, Non PN N/A 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 Inspektorat IV, Itjen
Pemerintah Digital dan Sekretariat (atas LHP yang keluar pada tahun n)
yang selesai ditindaklanjuti
Jenderal
24-Persentase (%) Penyelesaian Tindak _|Tindak lanjut atas rekomendasi laporan
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada  |hasil pemeriksaan BPK tahun
IKP 1.6 | IKK 1.24 |Tahun Sebelumnya di Ditjen Teknologi |sebelumnya (atas LHP yang keluar pada Non PN N/A 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 Inspektorat IV, Itjen
Pemerintah Digital dan Sekretariat tahun < n-1) yang telah selesai
Jenderal diti juti
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P:g;m’ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / Definisi PN (Non RPJMN)/ LOKASIRO  Baseline ml:ng::::lu:“l
INDIKATOR / OUTPUT Non PN 2026 2027 2028
Memastikan Road Map dan Rencana
Aksi RB yang berisikan solusi dalam
25-Persentase Implementasi RB di pemecahan masalah tata kelola atas isu
Ditjen Teknologi Pemerintah Digital dan |yang ada di Ditjen Teknologi Pemerintah )
IKP 1.7 | IKK 1.25 Seémaﬂa‘ e fderal e dssarkfn Digﬁal o Seklretaﬁal Jmieml o Non PN - N/A 89.00 91.00 93.00 95.00 97.00 Inspektorat IV, Itjen
Renaksi RB Tematik dan RB General  |memiliki kualitas yang baik, serta layak
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan
RB
Penilaian atas tingkat kematangan SPIP
dalam mencapai tujuan pengendalian
26-Nilai Maturitas SPIP Ditjen Telnologi |YAnE Meliputi efekivitas dan efisiensi
IKP 1.7 | IKK 1.26 |Pemerintah Digital dan Sekretariat I8 tujuan Non PN - N/A 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 Inspektorat IV, Itjen
ool candalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan
perundang-undangan
Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja
27-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen 1251781 ‘.j;mm“tah}'f““g' Dijen
IKP 1.7 | IKK 1.27 |Teknologi Pemerintah Digital dan cknologi Pemerintahan Digital dan Non PN - N/A 70.00 71.50 73.00 74.50 76.00 Inspektorat IV, Itjen
Sckretariat Jenderal Setjen yang dilaksanakan melalui
penjaminan kualitas (quality assurance)
dan penilaian mandiri atas pencapaian
nilai AKIP Ditjen Teknologi Pemerintah
Digital dan Setjen
Pengukuran yang diperoleh dari hasil
survei persepsi pemangku kepentingan Capaian
IKP 1.7 | IKK 1.2g |28-Nilai Kualitas Layanan Pengawasan - |sebagai pengguna layanan assurance Non PN - Eksisting 2024 72.00 74.00 76.00 78.00 80.00 Inspektorat 1V, Itjen
Internal Inspektorat IV dan consulting yang diberikan oleh Itien :
dan penyampaian atensi pengawasan ke
Pimpinan
Output 1. Layanan Audit Internal
Bidang Pengelolaan Infrastruktur Digital
dan Bidang Pembangunan Aksesibilitas Non PN Pusat 2 2 2 2 2 Inspektorat I, Itjen
T dan Informasi
Output 2. Layanan Audit Internal
g‘]‘;’;ﬁ ;‘:333’ f";’,‘,iiagraa‘::si‘f";“;‘i‘; Non PN Pusat 2 2 2 2 2 Inspektorat II, Itjen
Digital, dan Bidang Pengawasan Intern
Output 3. Layanan Audit Internal
Bieng raclan fomunies Pl N : : : : :
SDM Komunikasi dan Digital
Output 4. Layanan Audit Internal
Bidang Penatakelolaan Teknologi
Pemerintah Digital serta Bidang Non PN Pusat 2 2 2 2 2 Inspektorat IV, Itjen
Pembinaan dan Pemberian Dukungan
Administrasi
KEGIATAN 4491-Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Jenderal 49,974,370 | 105,747,913 | 116,322,703 | _ 119,812,385 | 123,406,757
01-Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
SP1 SK1 |Inspektorat Jenderal yang Efektif dan
Efisien
Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Itjen yang Capaian
01-Nilai Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan melalui penjaminan - Sekretariat Inspektorat
KP 1.8 | IKK 1.1 |1 o bektorat Jenderal ’ kualitas (quality assurgncje) dan Non PN - Eksisting 2024 70 715 7 75 76 Jenderal
penilaian mandiri atas pencapaian nilai
AKIP Itjen
Penilaian atas tingkat kematangan SPIP
dalam mencapai tujuan pengendalian Capaian
kP18 | KK 1.0 |02-Nilai Maturitas SPIP Inspektorat yang meliputi efektivitas dan efisiensi Non PN . Eksisting 2024 31 a2 33 34 35 Sekretariat Inspektorat
Jenderal pencapaian tujuan organisasi, e Jenderal
keandalan pelaporan keuangan, e
pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan
perundang-undangan
Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian
S kinerja anggaran berdasarkan evaluasi Capaian .
kP 1.8 | 1k 1.9 |03Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat | {Aele BURET Kinerja Pelaksanaan Non PN - Eksist‘i’ng 2024 92,5 93 93,5 94 94,5 Sekretariat Inspektorat
Jenderal Pela enderal
Anggaran (IKPA) dan Kinerja 199.38
Indikator ini merupakan output dari
e penilaian Jumlah temuan yang
IKP 1.4 | KK 1.4 | ! Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan di Non PN - Eksisting 2024 88 88,5 89 89,5 90
nggaran Eselon I (UAPPA-E1) g Jenderal
Ineasktorat Jenderal level Eselon I selaku Unit Akuntansi :
Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I
(UAPPA E1)
05-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan _|Indikator ini merupakan output dari Capaian Sekretariat Inspektorat
IKP 1.4 | IKK 1.5 |Unit Akuntansi Kuasa Pengguna penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan Non PN - Eksisting 2024 88 88,5 89 89,5 90 endony
Anggaran (UAKPA) I Jenderal ian di level UAKPA :
Batas kewajaran atas nilai temuan
06-Persentase (%) Batas Tertinggi material dalam pengelolaan keuangan Capaian Sekretariat Inspektorat
IKP 1.4 | IKK 1.6 |Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di vang dapat mempengaruhi pencapaian Non PN - Eksisting 2024 1 1 1 1 1 o
Inspektorat Jenderal opini WTP Kemkomdigi atas Laporan :
Itjen TA n-1
o Tindalk lanjut atas rekomendasi laporan -
07-Persentase (%) Penyelesaian Tindak ; Capaian )
IKP 1.5 | IKK 1.7 |Lanjut Hasil Ffjm(’:nksZan BPK Tahun |nasil pemeriksaan BPK pada tahun n Non PN - Eksistfng 2024 70 70 70 70 70 Sekretariat Inspektorat
Berjalan di Inspektorat Jenderal (atas LHP yang keluar pada tahun n) 17273 Jenderal
vang selesai
Tindal lanjut atas rekomendasi laporan
08-Persentase (%) Penyelesaian Tindak ~|hasil pemeriksaan BPK tahun Capaian Sekretariat Inspektorat
IKP 1.6 | IKK 1.8 |Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun |sebelumnya (atas LHP yang keluar pada Non PN - Eksisting 2024 30 30 30 30 30 endera
; ender:
Sebelumnya di Inspektorat Jenderal  |tahun < n-1) yang telah selesai : 100
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2026

2027

2028

'UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

INDIKATOR / OUTPUT

09-Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap

Pengukuran yang diperoleh dari hasil
survei persepsi pemangku kepentingan
sebagai pengguna layanan dukungan
manajemen kesekretariatan Itjen
dengan fungsi dari masing-masing
bidang di antaranya:

1. Layanan bidang Umum dilakukan
melalui koordinasi dengan Setjen dan
Kemenkeu atas seluruh proses
pencapaian indikator

2. Layanan bidang Tata Kelola dan
Kepatuhan Internal melalui koordinasi
dengan Setjen, KemenpanRB, dan BPKP
atas seluruh proses pencapaian
indikator

3. Layanan bidang Perencanaan
Program, Evaluasi Program, dan Kerja
Sama dilakukan melalui koordinasi
dengan Setjen, Bappenas, Kemenkeu,
dan KemenpanRB atas seluruh proses
pencapaian indikator

Non PN

Sekretariat Inspektorat

Capaian
IKP 1.8 | IKK 1.9 |Layanan Dukungan Manajemen . Layanan bidang Akuntansi, Non PN - Eksisting 2024 4,25 43 4,35 44 4,45 g
! ; ) enderal
Inspektorat Jenderal Penyelesaian Tagihan, dan Pencairan 1451
Dana dilakukan melalui koordinasi
dengan Setjen dan Kemenkeu atas
seluruh proses pencapaian indikator
5. Layanan bidang Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan dilakukan melalui
koordinasi dengan Setjen dan BPK atas
seluruh proses pencapaian indikator
6. Layanan bidang Sumber Daya
Manusia dilakukan melalui koordinasi
dengan Setjen, BKN, KemenpanRB, dan
BPKP atas seluruh proses pencapaian
indikator
7. Layanan Kearsipan dan Keprotokolan
dilakukan melalui koordinasi dengan
Setjen dan ANRI atas seluruh proses
pencapaian indikator
8. Layanan Sistem Informasi dilakukan
melalui koordinasi dengan Setjen dan
Kemenkeu atas seluruh proses
b ian indikator
APIP untuk
aktivitas pengawasan yang ditunjang
" . |dengan dukungan pengawasan yang Capaian
IKP 1.7 |IKK 1.10 :(?)rﬁ’g Kapabilitas APIP Kementerian |y ehingoa dapat mendorong hasil Non PN - Eksisting 2024 3 3 3 3 3 Sekmaj:: ;;Z‘l’ek“"a‘
pengawasan yang berkualitas agar :
dapat mewujudkan perannya secara
efektif
Output 1. Layanan Sarana Internal Non PN Pusat 3 3 3 3 3 Sekretariat Inspektorat
Jenderal
Gutput 2. Layanan Perencanaan dan Nom PN aeat N 1 N 1 N Sekretariat Inspektorat
Jenderal
Output 3. Layanan Pemantauan dan Nom PN aeat N 1 N 1 N Sekretariat Inspektorat
Evaluasi Jenderal
Output 4. Layanan Manajemen SDM Non PN Pusat 110 110 110 110 110 Sekretariat Inspektorat
Jenderal
Gutput 5. Layanan Manajemen Nom PN - N 1 N 1 N Sekretariat Inspektorat
Keuangan Jenderal
Output 6. Layanan Organisasi dan Tata Nom PN aeat N B N B N Sekretariat Inspektorat
Kelola Internal Jenderal
Output 7. Layanan Umum Non PN Pusat 1 1 1 1 1 Sekretariat Inspektorat
Jenderal
Output 8. Layanan Perkantoran Non PN Pusat 2 2 2 2 2 Sekretariat Inspektorat
Jenderal
p1 | sk, |02-Meningkatnya Kualitas tata Kelola
dan Layanan Internal
Pengembangan dan Implementasi
Digitalisasi Pengawasan merupakan
salah satu upaya peningkatan
01-Persentase (%) Pengembangan dan i‘g‘?“sfs‘ pengawasan Inspektorat Capaian Sekretariat Inspektorat
IKP 1.7 | IKK 2.1 i Digitali endera melalul perencanaan, Non PN - Eksisting 2024 10 20 30 40 50 ekretaniat nspektoraf
Piiouemehtems pengembangan, dan implementasi Sin Jenderal
teknologi informasi guna meningkatkan
cfektivitas penerapan sistem, proses,
dan prosedur digital dalam pengawasan
internal.
Implementasi reformasi birokrasi
khususnya pada aspek penguatan
pengawasan yang terdiri dari
pengukuran capaian pada indikator
02-Nilai Penguatan P Gratifikasi, p Sekretariat Inspektorat
IKP 1.7 | IKK 2.2 |Kementerian Komdigi SPIP, Penanganan Pengaduan Non PN - N/A 5,05 5,1 5,15 52 525 iat e
Masyarakat (Dumas), Whistle Blowing
System (WBS), Penanganan Benturan
Kepentingan, Pembangunan Zona
Integritas, dan Kapabilitas Aparat
Intern Pemerintah (APIP)
Gutput 1. Layanan Pemantauan Tindak Nom PN aoat N B N B N Sekretariat Inspektorat
Lanjut Hasil Jenderal
Output 2. Layanan Data dan Informasi Non PN Pusat 1 1 1 1 1 Sekretariat Inspektorat
Jenderal

KEGIATAN 7427-Pe:

lolaan BMN dan Umum Direktorat Jenderal

Digital

678,100,783

793,069,235

801,893,006

769,274,587

797,682,608

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Direktorat Jenderal Infrastruktur
Digital yang Efektif dan Efisien
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P:g;m’ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / Definisi PN (Non RPJMN)/ LOKASIRO  Baseline "“g;::;:'“i‘s'
INDIKATOR / OUTPUT Non PN 2026 2027 2028
Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen
Infrastruktur Digital yang dilaksanakan
melalui penjaminan kualitas (quality
. L N assurance) dan penilaian
?nlfr ':;Ifr‘u Al::r“;z‘ill‘:s Kinerja Ditjen |- diri atas pencapaian nilai AKIP Setditjen Infrastruktur
IKP 1.9 | IKK 1.1 Ditjen Infrastruktur Digital. Non PN - N/A 78,87 80,59 82,3 84,02 85,74 Digital, Ditjen
Infrastruktur Digital
Evaluasi internal (APIP) dengan
menghitung bobot perencanaan kinerja,
pengukuran
kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi
kuntabilitas kinerja internal.
Nilai dimaksud adalah nilai yang
mencerminkan tingkat maturitas
penyelenggaraan SPIP di Ditjen
Infrastruktur Digital meliputi unsur
sebagai berikut:
1) SPIP;
2) MRI;
IKP 1.9 IKK 1.2 . C . Non PN - N/A 3.62 3.66 3.70 3.74 3.78 Digital, Ditjen
Penilaian dilaksanakan sesuai dengan Infrasruktur bigital
Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penilaian Maturitas
aan Sistem
Intern Pemerintah Terintegrasi pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah. Nilai tersebut diperoleh
berdasarkan hasil penilaian mandiri
oleh Itjen.
Menilai kinerja perencanaan dan
pelaksanaan anggaran yang
03-Nilai Kinerja Anggaran Ditjen menggambarkan efektivitas dan efisiensi )
Infrastruktur Digital penggunaan anggaran di Ditjen Setditjen Infrastruktur
IKP1.9 | IKK 1.3 Infrastruktur Digital. Penilaian atas Non PN - N/A 86.95 87.75 88.55 89.35 90.15 Digital, Ditjen
kinerja anggaran Ditjen Infrastruktur Infrastruktur Digital
Digital yang dilakukan oleh Kementerian
keuangan berdasarkan gabungan nilai
|SMART (50%) dan IKPA (50%)
Indikator ini merupakan output dari
penilaian Jumlah temuan yan
mempengaruhi Opini BPK dan Rata-rata
Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan di
04-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan if:r‘:bi;‘i“”l‘,;dat‘; ‘Ii;“ g:;g::lgn L
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna (UAPBA B1) ggu 88 Setditjen Infrastruktur
IKP 1.9 IKK 1.4 |Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Ditjen P . Non PN - N/A 95 95 95 95 95 Digital, Ditjen
Infrastruktur Digital Target dihitung menggunakan formulasi Infrastruktur Digital
penilaian sebagai berikut:
o Indikator penilaian untuk Laporan
Keuangan Kementerian/Eselon [
dihitung
dari skala 100 yang dikurangkan
dengan faktor pengurang
Indikator ini merupakan output dari
penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan
05-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan ~ [Kementerian di level UAKPA
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Target dihitung menggunakan formulasi Setditjen Infrastruktur
IKP 1.9 | IKK 1.5 |Anggaran (UAKPA) Ditjen Infrastruktur |penilaian sebagai berikut: Non PN - N/A 97 o7 97 o7 97 Digital, Ditjen
Digital o Indikator penilaian untuk Laporan Infrastruktur Digital
Keuangan Kementerian/Eselon [
dihitung dari skala 100 yang
i dengan faktor penguran
Persentase dari temuan yang dilaporkan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
06-Persentase (%) Batas Tertinggi terkait Ditjen Infrastruktur Digital, Setditjen Infrastruktur
IKP 1.9 | IKK 1.6 |Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di mencerminkan tingkat kepatuhan dan Non PN - N/A 1 1 1 1 1 Digital, Ditjen
Ditjen Infrastruktur Digital potensi masalah dalam pengelolaan Infrastruktur Digital
keuangan. Pengukuran dilakukan
1
Persentase tindaklanjut temuan dinilai
07-Persentase (%) Penyelesaian Tindak |°1°1 Inspektorat Jenderal Komdigt Setditjen Infrastruktur
IKP 1.9 | IKK 1.7 |Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun |dcngan membandingkan Kesesuaian Non PN - N/A 70 70 70 70 70 Digital, Ditjen
Berjalan di Ditjen Infrastruktur Digital | 1ndak lanjut Satuan Kerja dengan Infrastruktur Digital
rekomendasi BPK dan APIP pada tahun
berjalan
08-Persentase (%) Penyelesaian Tindak _|Persentase tindaklanjut temuan dinilai
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun  [oleh Inspektorat Jenderal Komdigi i
i D e etet < et X ! Setditjen Infrastruktur
IKP 1.9 | IKK 1.8 |>¢Peumnya diDifjen Infrastruktur lengan membandingkan Kesesuaian Non PN - N/A 30 30 30 30 30 Digital, Ditjen
Digital tindak lanjut Satuan Kerja dengan Infrasratur bigital
rekomendasi BPK dan APIP pada tahun
Nilai dimaksud adalah nilai Indeks yang
mencerminkan kepuasan seluruh
39—Indek; Kepuasan Pegawai Ter[l;.fa‘qap pegawai terhadag lﬁyar}a? - Setditjen Infrastruktur
IKP 1.9 | IKK 1,9 |Layanan 188 gen | xe tatan Digen Infrastruktur Non PN - N/A 4.42 4.54 4.65 477 4.89 Digital, Ditjen
Infrastruktur Digital Digital yang diberikan. Penilaian In ;
nfrastruktur Digital
dilakukan melalui survei dengan
standar survei yang ditetapkan oleh Biro
SDMO
Setditjen Infrastruktur
Output 1. Infrastruktur dan Internet Non PN Pusat 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit [)Jlgltzl, Ditjen
Perkantoran "
Infrastruktur Digital
Setditjen Infrastruktur
Output 2. Layanan Sarana Internal Non PN Pusat 37 Unit 37 Unit 37 Unit 37 Unit 37 Unit Digital, Ditjen
Infrastruktur Digital
Output 3. Layanan Perencanaan dan Setditjen Infrastruktur
b : Non PN Pusat 3 Dokumen | 3Dokumen | 3Dokumen | 3Dokumen | 3 Dokumen Digital, Ditjen
enganggaran o
Infrastruktur Digital
Output 4. Layanan Pemantauan dan Setditjen Infrastruktur
Fvaniast Non PN Pusat 3 Dokumen | 3Dokumen | 3Dokumen | 3Dokumen | 3 Dokumen Digital, Ditjen
valuasi o
Infrastruktur Digital
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el SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / Definisi PN (Non RPJMN)/ LOKASIRO Baseline e AceANa
INDIKATOR / OUTPUT Non PN 2026 2027 2028
Setditjen Infrastruktur
Output 5. Layanan Manajemen SDM Non PN Pusat 100 Orang | 100 Orang | 100Orang | 100Orang | 100 Orang Digital, Ditjen
Infrastruktur Digital
Output 6. Layanan Manajemen Setditjen Infrastruktur
o o Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Digital, Ditjen
g 0
Infrastruktur Digital
Setditjen Infrastruktur
Output 7. Layanan BMN Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Digital, Ditjen
Infrastruktur Digital
Setditjen Infrastruktur
Output 8. Layanan Hukum Non PN Pusat 3layanan | 3Layanan | 3Layanan | 3Layanan | 3 Layanan Digital, Ditjen
Infrastruktur Digital
Output 9. Layanan Hubungan Setditjen Infrastruktur
Mas: kat dan Informasi Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Digital, Ditjen
yaraka
Infrastruktur Digital
— Setditjen Infrastruktur
Qutput 10. Layanan Organisasi dan Non PN Pusat 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan D-‘|g|t,al, Ditjen
Tata Kelola Internal n
Infrastruktur Digital
Setditjen Infrastruktur
Output 11. Layanan Umum Non PN Pusat 5 Layanan 5 Layanan 5 Layanan 5 Layanan 5 Layanan Digital, Ditjen
Infrastruktur Digital
Setditjen Infrastruktur
Output 12. Layanan Data dan Informasi Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Digital, Ditjen
Infrastruktur Digital
Setditjen Infrastruktur
Output 13. Layanan Perkantoran Non PN Pusat 74 layanan | 74layanan | 74 layanan | 74layanan | 74 layanan Digital, Ditjen
Infrastruktur Digital
Setditjen Infrastruktur
do‘"p“‘ 14. Layanan Kepatuhan Internal Non PN Pusat 2 Layanan 2 Layanan 2 Layanan 2 Layanan 2 Layanan Djigital, Ditjen
an Manajemen Risiko 0
Infrastruktur Digital
KEGIATAN 7429-Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Ekosistem Digital 251,532,948 | 255,752,447 | 263,657,917 | 270,308,090 | 276,620,678
Meningkatnya kualitas Tata Kelola
SsP1 SK1 |Direktorat Jenderal Ekosistem Digital
yang Efektif dan Efisien
Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen
istem Digital yang di
melalui penjaminan kualitas (quality
assurance) dan penilaian
- . S mandiri atas pencapaian nilai AKIP Setditjen Ekosistem
IKP 1.10 | IKK 1.1 g}{'”‘la‘ Akuntabilitas Kinerja Ditjen Ditjen Ekosistem Digital. Non PN - N/A 75,20 75,70 76,20 76,70 77,20 Digital, ]JDitjen Ekosistem
osistem Digital Digital
Evaluasi internal (APIP) dengan
menghitung bobot perencanaan kinerja,
pengukuran
kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi
Kkt kinerja internal.
Nilai dimaksud adalah nilai yang
mencerminkan tingkat maturitas
penyelenggaraan SPIP di Ditjen
Ekosistem Digital meliputi unsur
sebagai berikut:
1) SPIP;
2) MRI;
. - 3) [EPK; dan Setditjen Ekosistem
IKP 1.10 | IKK 1.2 |02/Nilai Maturitas SPIP Ditjen 4) Kapabilitas APIP. . Non PN - N/A 3,25 3,27 3.30 3.40 3.50 Digital, Ditjen Ekosistem
Ekosistem Digital Penilaian dilaksanakan sesuai dengan Dogital
Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penilaian Maturitas
Per Sistem
Intern Pemerintah Terintegrasi pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah. Nilai tersebut diperoleh
berdasarkan hasil penilaian mandiri
oleh Itjen.
Menilai kinerja perencanaan dan
pelaksanaan anggaran yas
menggambarkan efektivitas dan cfisiensi
_— : penggunaan anggaran di Ditien Setditjen Ekosistem
IKP 1.10 | IKK 1.3 gi’”‘la‘ Kinerja Anggaran Ditjen Ekosistem Digital. Penilaian atas kinerja Non PN - N/A 85.0 85.5 86.0 86.5 87.0 Digital, Ditjen Ekosistem
Ekosistem Digital ; ; !
anggaran Ditjen Ekosistem Digital yang
oleh
berdasarkan gabungan nilai SMART
(50%) dan IKPA (50%)
Indikator ini merupakan output dari
penilaian Jumlah temuan yang
mempengaruhi Opini BPK dan Rata-rata
Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan di
level Eselon I selaku Unit Akuntansi
04-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan ~|Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I Setditjen Ekosistem
Unit Akuntansi Pembantu Pen; na (UAPPA E1 2o : "
IKP 1.10 | IKK 1.4 |\ o caran Eselon 1 1UAPPAVE1)g[g)‘Jthen !l'a_rgel dihilung menggunakan formulasi Non PN - N/A 85 85 85 85 85 Digital, DSJeT: *i:k"s‘s‘em
Ekosistem Digital penilaian sebagai berikut: igital
o Indikator penilaian untuk Laporan
Keuangan Kementerian/Eselon [
dihitung
dari skala 100 yang dikurangkan
dengan faktor pengurang
Indikator ini merupakan output dari
penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan
e Kementerian di level UAKPA
3;';’:if(‘uﬁa“;’;ﬁ(§ Zf;’;ii“gé‘:::"ga" Target dihitung menggunakan formulasi Setditjen Ekosistem
IKP 1.10 | KK 1.5 [," 2 ’ penilaian scbagai berikut: Non PN - N/A 85 85 85 85 85 Digital, Ditjen Ekosistem
ggaran (UAKPA) Ditjen Ekosistem ; ai | Jer
o « Indikator penilaian untuk Laporan Digital
Keuangan Kementerian/Eselon [
dihitung dari skala 100 yang
dengan faktor pengurang
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PN (RPJMN)/

PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO

Baseline

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

2026

2027

2028

'UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

INDIKATOR / OUTPUT

06-Persentase (%) Batas Tertinggi

Persentase dari temuan yang dilaporkan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
terkait Ditjen Ekosistem Digital,

Non PN

Setditjen Ekosistem

Pemerintah Digit

enilaian dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penilaian Maturitas

Pen istem

Intern Pemerintah Terintegrasi pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah. Nilai tersebut diperoleh
berdasarkan hasil penilaian mandiri

oleh Itjen.

IKP 1.10 | IKK 1.6 |Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di mencerminkan tingkat kepatuhan dan Non PN - N/A 1 1 1 1 1 Digital, Ditjen Ekosistem
Ditjen Ekosistem Digital potensi masalah dalam pengelolaan Digital
Ieuangan. Pengukuran dilakukan
Inspektorat IT
Persentase tindaklanjut temuan dinilai
07-Persentase (%) Penyelesaian Tindak gleh 1“5"61‘“’3‘ ge“de'al Komdigi Setditjen Ekosistem
IKP 1.10 | IKK 1.7 |Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun | (€78an membandingkan Kesesuaian Non PN - N/A 70 70 70 70 70 Digital, Ditjen Ekosistem
Berjalan di Ditjen Ekosistem Digital tindak lanjut Satuan Kerja dengan Digital
rekomendasi BPK dan APIP pada tahun
berjalan
Persentase tindaklanjut temuan dinilai
08-Persentase (%) Penyelesaian Tindak |9 INSPekiorat Jenderal Komdigi Setditjen Ekosistem
IKP 1.10 | IKK 1.8 |Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun ~ |C¢n8an membandingkan Besesualan Non PN - N/A 30 30 30 30 30 Digital, Ditjen Ekosistem
Sebelumnya di Ditjen Ekosistem Digital |10dak lanjut Satuan Kerja dengan Digital
rekomendasi BPK dan APIP pada tahun
Nilai dimaksud adalah nilai Indeks yang
mencerminkan kepuasan seluruh
09-Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap |pegawai terhadap layanan Setditjen Ekosistem
IKP 1.10 | IKK 1.9 |Layanan Dukungan j Ditjen iatan Ditjen Digital Non PN - N/A 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 Digital, Ditjen Ekosistem
Ekosistem Digital vang diberikan. Penilaian dilakukan Digital
melalui survei dengan standar survei
ang di oleh Biro SDMO
Setditjen Ekosistem
Output 1. Layanan Sarana Internal Non PN Pusat 341 Unit 165 Unit 170 Unit 175 Unit 180 Unit Digital, Ditjen Ekosistem
igit
Output 2. Layanan Perencanaan dan Setditjen Ekosistem
o, Non PN Pusat 17 Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 11 Dokumen | 16 Dokumen Digital, Ditjen Ekosistem
ganggaran Digital
Output 3. Layanan Pemantauan dan Setditjen Ekosistem
P Non PN Pusat 13 Dokumen | 13 Dokumen | 13 Dokumen | 13 Dokumen | 13 Dokumen Digital, D]:Dq_e;: a];:kosxstem
igi
Setditjen Ekosistem
Output 4. Layanan Manajemen SDM Non PN Pusat 474 Orang | 474Orang | 474 Orang | 474 Orang | 474 Orang Digital, Ditjen Ekosistem
Digital
Output 5. Layanan Manajemen Setditjen Ekosistem
Koo, Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Digital, Ditjen Ekosistem
gan Digital
Setditjen Ekosistem
Output 6. Layanan Hukum Non PN 3 Dokumen | 3Dokumen | 3Dokumen | 3Dokumen | 3 Dokumen Digital, Ditjen Ekosistem
Digital
Output 7.Layanan Organisasi dan Tata Setditjen Ekosistem
el Intermel Non PN Pusat 2 Dokumen | 2Dokumen | 2Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen Digital, Ditjen Ekosistem
Setditjen Ekosistem
Output 8. Layanan Umum Non PN Pusat 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen Digital, Ditjen Ekosistem
Digital
Setditjen Ekosistem
Output 9. Layanan Data dan Informasi Non PN Pusat 7 Dokumen | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 7 Dokumen Digital, Ditjen Ekosistem
Digital
Setditjen Ekosistem
Output 10. Layanan Perkantoran Non PN Pusat 2 Dokumen | 2Dokumen | 2Dokumen | 2Dokumen | 2 Dokumen Digital, Ditjen Ekosistem
Digital
KEGIATAN 7428-Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Digital 72,147,727 79,564,282 85,944,117 95,371,995 | 107,876,571
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
sp1 sk | |Pirektorat Jenderal Teknol
Pemerintah Digital yang Efektif dan
Efisien
Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen
Teknologi Pemerintah Digital yang
dilaksanakan melalui penjaminan
kualitas (quality assurance) dan
penilaian Setditjen Teknologi
01-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditien  |mandiri atas pencapaian nilai AKIP Pemerintah Digital,
IKP L1 | IKK L1 i ofogd Pemerintah Digital Ditjen Teknologi Pemerintah Digital. Non PN - N/A s 76 77 8 79 Ditjen Teknolg;gj
Pemerintah Digital
Evaluasi internal (APIP) dengan
menghitung bobot perencanaan kinerja,
pengukuran
kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi
Kkt i inerja internal.
Nilai dimaksud adalah nilai yang
mencerminkan tingkat maturitas
penyelenggaraan SPIP di Ditjen
Teknologi Pemerintahan Digital meliputi
unsur sebagai berikut:
1) SPIP;
2) MRI;
3) IEPK; dan Setditjen Teknologi
IKP 111 | KK 1.0 |02-Nilai Mamnga:l SPIP Ditjen Teknologi |4) Kapabilitas APIP. Non PN . N/A 325 . . a5 35 Pemerintah Digital,

Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital
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SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /

PN (RPJMN)/ ALOKASI (dalam ribu rupiah)

el SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / Definisi PN (Non RPJMN)/ LOKASIRO  Baseline e AceANa
INDIKATOR / OUTPUT Non PN 2026 2027 2028
Menilai kinerja perencanaan dan
pelaksanaan anggaran
menggambarkan efektivitas dan efisiensi
penggunaan anggaran di Ditjen Setditjen Teknologi
03-Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Teknologi Pemerintah Digital. Penilaian Pemerintah Digital,
IKP 111 | IKK 1.3\ ologi Per‘:j‘.erinlah DigimlJ atas kinerja anggaran Ditjen Teknologi Non PN - N/A 89 90 o1 92 93 Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital yang dilakukan oleh Pemerintah Digital
Kementerian keuangan berdasarkan
gabungan nilai SMART (50%) dan IKPA
(50%)
Indikator ini merupakan output dari
penilaian Jumlah temuan yang
mempengaruhi Opini BPK dan Rata-rata
Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan di
level Eselon I selaku Unit Akuntansi
04-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan  |Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I Setditjen Teknologi
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna  |(UAPPA E1) Pemerintah Digital,
IKP 111 | IKK 1.4 |\ o caran Eselon 1 (UAPPA-E1) Ditjen  |Target dihitung menggunakan formulasi Non PN N N/A N 92 93 o4 9% Ditjen Teknologi
Teknologi Pemerintah Digital penilaian sebagai berikut: Pemerintah Digital
o Indikator penilaian untuk Laporan
Keuangan Kementerian/Eselon 1
dihitung
dari skala 100 yang dikurangkan
dengan faktor pengurang
Indikator ini merupakan output dari
penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan
05-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan | Kcmenterian dilevel UAKPA ) Setditjen Teknologi
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Target dihitung menggunakan formulasi Pemerintah Digital
IKP 111 | KK 15 [} 2 . |penilaian sebagai berikut: Non PN - N/A - 92 93 94 95 ne al.
ggaran (UAKPA) Ditjen Teknologi a ai | Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital ¢ Indikator penilaian untuk Laporan Pemerintah Digital
Keuangan Kementerian/Eselon 1
dihitung dari skala 100 yang
i dengan faktor pengurang
Indikator ini merupakan tolak ukur
materialitas temuan pemeriksaan BPK
yang berakibat terhadap opini dari BPK.
Penilaian dilakukan dengan Setditjen Teknologi
06-Persentase (%) Batas Tertinggi mengidentifikasi jumlah nilai potditen Teknolog
IKP 1.11 | IKK 1.6 |Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di temuan/rekomendasi Ditjen Teknologi Non PN - N/A 1 1 1 1 1 Ditien Teknoma
Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital ~|Pemerintah Digital dalam Laporan Hasil Pe mjerintah o .%‘ 1
Pemeriksaan BPK atas Laporan el
Keuangan dibandingkan dengan
Laporan Realisasi Anggaran Ditjen
Teknologi P Digital.
Persentase tindaklanjut temuan dinilai
07-Persentase (%) Penyelesaian Tindak |oleh Inspektorat Jenderal Komdigi Setditjen Teknologi
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun  |dengan membandingkan Kesesuaian Pemerintah Digital,
IKP 111 | IKK 1.7 | o Ditien Teknologi Pemerintah [tindak lanjut Satuan Kerja dengan Non PN - N/A 0 70 0 70 70 Ditjen Teknologi
Digital rekomendasi BPK dan APIP pada tahun Pemerintah Digital
berjalan
Persentase tindaklanjut temuan dinilal
08-Persentase (%) Penyelesaian Tindak [oleh Inspektorat Jenderal Komdigi Setditjen Teknologi
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun  |dengan membandingkan Kesesuaian Pemerintah Digital,
IKP 111 | IKK L8 |GGt Ve di Ditjen Teknologi indak lanjut Satuar Kerja dengan Non PN . N/A 30 30 30 30 30 Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital rekomendasi BPK dan APIP pada tahun Pemerintah Digital
Nilai dimaksud adalah nilai Indeks yang
mencerminkan kepuasan seluruh
09-Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap [P0 terhadap ,l?ya“a"l’{ g Setditjen 1:‘“?".1"%‘
IKP 1.11 | IKK 1.9 |Layanan Dukungan Manajemen Ditjen | <cS¢kretariatan Ditjen Teknologi Non PN - N/A 3,8 39 4.00 4,1 42 Pemerintah Digital,
Termolog Perersatais Dighal Pemerintah Digital yang diberikan. Ditjen Teknologi
Penilaian dilakukan melalui survei Pemerintah Digital
dengan standar survei yang ditetapkan
oleh Biro SDMO
Output 1. Layanan BMN Setditjen Teknologi
Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan p;’?{‘]‘:é‘r‘l‘f‘f‘e‘;{zﬁg"
Pemerintah Digital
Gutput 2. Layanan Hukum Setditjen Teknologi
Non PN Pusat 3 Layanan 3 Layanan 3 Layanan 3 Layanan 3 Layanan P ;ﬂjé:iﬁﬂ:‘
Pemerintah Digital
Gutput 3.Layanan Organisasi dan Tata Setditjen Teknologi
Kelola Internal N Pemerintah Digital,
on PN Pusat llayanan | 1Layanan | 1layanan | 1Layanan | 1 Layanan e Tekmoi:
Pemerintah Digital
Gutput 4. Layanan Umum Setditjen Teknologi
Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Pg;‘g:;f;izi‘:l'
Pemerintah Digital
Gutput 5. Layanan Perkantoran Setditjen Teknologi
Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan PT;‘E;‘;&:EESL
Pemerintah Digital
Gutput 6.Layanan Sarana Internal Setditjen Teknologi
Non PN Pusat 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket PE’:‘G’::?;EE;‘L
Pemerintah Digital
Gutput 7. Layanan Prasarana Internal Setditjen Teknologi
Non PN Pusat 1 Paket R - 1 Paket - pf)"‘i‘u?::?e}l‘(zlgggl'
Pemerintah Digital
Gutput 8. Layanan Manajemen SDM Setditjen Teknologi
Non PN Pusat 2Llayanan | 2 Layanan 2Layanan | 2 Layanan 2 Layanan pg:‘;::;?;;{zi‘;"
Pemerintah Digital
Gutput 9. Layanan Perencanaan dan Setditjen Teknologi
Penganggaran Non PN Pusat 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen Pemerintah Digital,
Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital
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SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /

PN (RPJMN)/ ALOKASI (dalam ribu rupiah)

P:g;m’ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / Definisi PN (Non RPJMN)/ LOKASIRO  Baseline u“g;x.‘:s‘:'“i‘s'
INDIKATOR / OUTPUT Non PN 2026 2027 2028
Output 10. Layanan Pemantauan dan Setditjen Teknologi
Evaluasi Non PN Pusat 4 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen Pemerintah Digital,
Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital
Output 11. Layanan Manajemen, Setditjen Teknologi
Keuangan Non PN Pusat 2 Dokumen | 2Dokumen | 2Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen Pemerintah Digital,
Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital
Output 12. Layanan Kepatuhan Internal Setditjen Teknologi
dan Manajemen Risiko Non PN Pusat - 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen Pemerintah Digital,
Ditjen Teknologi
Pemerintah Digital
KEGIATAN 7430-Pengelolaan BMN dan Umum Direktorat Jenderal Ruang Digital 86,056,726 163,440,383 180,782,868 197,596,234 | 219,303,317
Meningkatnya kualitas tata kelola
SP1 SK1 |Direktorat Jenderal Pengawasan
Ruang Digital yang efektif dan efisien
Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen
Pengawasan Ruang Digital yang
dilaksanakan melalui penjaminan
kualitas (quality assurance) dan
penilaian Setditjen Pengawasan
IKP 112 | kK 1.1 |01-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen  |mandiri atas pencapaian nilai AKIP Non PN . N/A 7449 74,83 75,17 75,51 75,85 Ruang Digital, Ditjen
Pengawasan Ruang Digit: Ditjen Pengawasan Ruang Digital. Pengawasan Ruang
Digital
Evaluasi internal (APIP) dengan
menghitung bobot perencanaan kinerja,
pengukuran
kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi
akuntabilitas kinerja internal.
ilai dimaksud adalah nilai yang
mencerminkan tingkat maturitas
penyelenggaraan SPIP di Ditjen
Pengawasan Ruang Digital meliputi
unsur sebagai berikut:
1) SPIP;
2) MRI;
3) IEPK; dan Setditjen Pengawasan
kP 1.12 | 1KK 1.0 |02-Nilai Maturitas SPIP Ditjen 4) Kapabilitas APIP. , Non PN . N/A 588 301 504 307 400 Ruang Digital, Ditjen
Pengawasan Ruang Digital Penilaian dilaksanakan sesuai dengan Pengawasan Ruang
Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Digital
tentang Penilaian Maturitas
istem
Intern Pemerintah Terintegrasi pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah. Nilai tersebut diperoleh
berdasarkan hasil penilaian mandiri
oleh Itjen.
Menilai kinerja perencanaan dan
pelaksanaan anggaran yang
menggambarkan efektivitas dan efisiensi
penggunaan anggaran di Ditjen Setditjen Pengawasan
IKP 112 | 1KK 1.5 |03-Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Pengawasan Ruang Digital. Penilaian Non PN . N/A 80.22 81.04 83.66 85.38 87.10 Ruang Digital, Ditjen
Pengawasan Ruang Digital atas kinerja anggaran Ditjen Pengawasan Ruang
Pengawasan Ruang Digital yang Digital
dilakukan oleh Kementerian keuangan
berdasarkan gabungan nilai SMART
(50%) dan IKPA (50%)
Indikator ini merupakan output dari
penilaian Jumlah temuan yang
mempengaruhi Opini BPK dan Rata-rata
Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan di
level Eselon I selaku Unit Akuntansi
04-Nilai Kualitas Pembantu Pengguna Anggaran Eselon T Setditjen Pengawasan
Unit Akuntansi Pembantu Pen, na [UAPPA E1 Ruang Digital, Ditjen
IKP 1.12 | IKK 1.4 |\ o paran Eselon 1 1UAPPAVE1)gI%1i“L_|en "Targe[ d|h|{ung menggunakan formulasi Non PN - N/A 95 95 95 95 95 Pengiwasan Ruafqg
Pengawasan Ruang Digital penilaian sebagai berikut: Digital
o Indikator penilaian untuk Laporan
Keuangan Kementerian/Eselon 1
dihitung
dari skala 100 yang dikurangkan
dengan faktor penguran
Indikator ini merupakan output dari
penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan
05-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan | <cmenterian dilevel UAKPA ) Setditjen Pengawasan
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Target dihitung menggunakan formulasi Ruang Digital, Ditjen
IKP 1.12 | KK 1.5 | 1 penilaian sebagai berikut: Non PN - N/A 97 o7 97 97 97 :
ggaran (UAKPA) Ditjen Pengawasan a 2l ! Pengawasan Ruang
R Digital o Indikator penilaian untuk Laporan Digital
Keuangan Kementerian/Eselon [
dihitung dari skala 100 yang
i dengan faktor p
Persentase dari temuan yang dilaporkan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Setditjen Pengawasan
06-Persentase (%) Batas Tertinggi terkait Ditjen Pengawasan Ruang Digital Ruang Digital Ditjen
IKP 1.12 | IKK 1.6 |Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di mencerminkan tingkat kepatuhan dan Non PN - N/A 1 1 1 1 1 b ;
o o 8 engawasan Ruang
Ditjen Pengawasan Ruang Digital potensi masalah dalam pengelolaan e
‘ igital
keuangan. Pengukuran dilakukan
Inspektorat It
Persentase tindaklanjut temuan dinilai
07-Persentase (%) Penyelesaian Tindak ~[oleh Inspektorat Jenderal Komdigi Setditjen Pengawasan
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun  |dengan membandingkan Kesesuaian Ruang Digital, Ditjen
IKP 1.12| IKK 1.7 |perjalan di Ditjen Pengawasan Ruang  |tindak lanjut Satuan Kerja dengan Non PN - N/A 0 o 0 o 0 Pengawasan Ruang
Digital rekomendasi BPK dan APIP pada tahun Digital
berjalan
Persentase tindaklanjut temuan dinilai
08-Persentase (%) Penyelesaian Tindak [oleh Inspektorat Jenderal Komdigi Setditjen Pengawasan
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun  |dengan membandingkan Kesesuaian Ruang Digital, Ditjen
IKP 1.12 | IKK 1.8 |5 petumnya di Ditjen Pengawasan tindak lanjut Satuan Kerja dengan Non PN - N/A S0 30 S0 30 S0 Pengawasan Ruang
Ruang Digital rekomendasi BPK dan APIP pada tahun Digital




SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /

-193 -
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PN (RPJMN)/

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

el SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / Definisi PN (Non RPJMN)/ LOKASIRO  Baseline N ETAKSANA
INDIKATOR / OUTPUT Non PN 2026 2027 2028
Nilai dimaksud adalah nilai Indeks yang
mencerminkan kepuasan seluru
09-Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap |P¢82Wal terhadap layanan Setditjen Pengawasan
IKP 1.12 | IKK 1.9 |Layanan Dukungan Manajemen Ditjen |KSS¢kretariatan Ditjen Pengawasan Non PN - N/A 4.39 4.52 4.64 4.76 4.88 Ruang Digital, Ditjen
B e e Ruang Digital yang diberikan. Penilaian Pengawasan Ruang
dilakukan melalui survei dengan Digital
standar survei yang ditetapkan oleh Biro
SDMO
Setdien Pengawasan
Output 1. Layanan Sarana Internal Non PN 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Ruang Digital, Ditjen
Pengawasan Ruang
Digital
Setdien Pengawasan
Output 2. Layanan Perencanaan dan Non PN 3Dokumen | 3Dokumen | 3Dokumen | 3Dokumen | 3 Dokumen Ruang Digital, Ditjen
Penganggaran Pengawasan Ruang
Digital
Output 3. Layanan Pemantauan dan Non PN 4 Dokumen | 2 Dokumen | 2Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen
Evaluasi Pengawasan Ruang
Digital
Setdilen Pengawasan
Output 4. Layanan Manajemen SDM Non PN 2Layanan | 2 Layanan 2Layanan | 2 Layanan 2 Layanan Ruang Digital, Ditjen
Pengawasan Ruang
Digital
Setdien Pengawasan
Output 5. Layanan Manajemen Non PN 2 Layanan 2 Layanan 2 Layanan 2 Layanan 2 Layanan Ruang Digital, Ditjen
Keuangan Pengawasan Ruang
Digital
Setdien Pengawasan
Ruang Digital, Ditjen
Output 6. Layanan BMN Non PN 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Pengawasan Rusng
Digital
Setdilen Pengawasan
Ruang Digital, Ditjen
Output 7. Layanan Hukum Non PN 3 Layanan 3 Layanan 3 Layanan 3 Layanan 3 Layanan Pengawasan Rucng
Digital
Setdigen
g:lgl’:lhie];:ﬁmn Organisasi dan Tata Non PN 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan ‘i,‘ézi‘?;s;‘ilkg:fg“
Digital
Setdien Pengawasan
Ruang Digital, Ditjen
Output 9. Layanan Usrum Non PN Ilayanan | 1layanan | 1layanan | 1layanan | 1 Layanan o
Digital
Setdien Pengawasan
Output 10. Layanan Data dan Informasi Non PN ilayanan | 1layanan | 1Llayanan | 1layanan | 1 Layanan Ruang Digital, Ditjen
Pengawasan Ruang
Digital
Setditien Pengawasan
Output 11. Layanan Prasarana Internal Non PN 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Ruang Digital, Ditjen
Pengawasan Ruang
Digital
Setdien Pengawasan
Output 12. Layanan Manajemen Kinerja Non PN 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2Dokumen | 2 Dokumen Ruang Digital, Ditjen
Pengawasan Ruang
Digital
Setdilen Pengawasan
Output 13. Layanan Perkantoran Non PN 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Ruang Digital, Ditjen
Pengawasan Ruang
Digital
elolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Publik dan Media 82,466,272 87,089,586 91,419,064 95,965,019 | 100,738,268
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
b1 | sk [|Direktorat Jenderal Komunikasi
Publik dan Media yang Efektif dan
Efisien
Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen
Komunikasi Publik dan Media yang
dilaksanakan melalui penjaminan
kualitas (quality assurance) dan
penilaian Setditjen Komunikasi
01-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen | mandiri atas pencapaian nilai AKIP Capaian 2024: Publik dan Media, Ditjen
IKP 1.13 | IKK 1.1\ unikasi Publik dan Media Ditjen Komunikasi Publik dan Media. Non PN - 67.2 70 718 73 745 76 Komunikasi Publik dan
Media
Evaluasi internal (APIP) dengan
menghitung bobot perencanaan kinerja,
pengukuran
kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi
akuntabilitas kinerja internal.
Nilai dimaksud adalah nilai yang
mencerminkan tingkat maturitas
penyelenggaraan SPIP di Ditjen
Komunikasi Publik dan Media meliputi
unsur sebagai berikut:
1) SPIP;
2) MRY;
3) IEPK; dan Setditjen Komunikasi
02-Nilai Maturitas SPIP Ditjen 4) Kapabilitas APIP. Capaian 2024: Publik dan Media, Ditjen
IKP 113 | IKK 1.2 ot G Publik dan Media Pentlatan dilaksanakan sesuai dengan Non PN - P 5es 8,80 390 4.00 +10 420 Komunikasi Publik dan
Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Media
tentang Penilaian Maturitas
aan Sistem
Intern Pemerintah Terintegrasi pada
Kementerian,/Lembaga/Pemerintah
Daerah. Nilai tersebut diperoleh
berdasarkan hasil penilaian mandiri
oleh Itjen.
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ALOKASI (dalam ribu rupiah)

el SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / Definisi PN (Non RPJMN)/ LOKASIRO  Baseline e AceANa
INDIKATOR / OUTPUT Non PN 2026 2027 2028
Menilai kinerja perencanaan dan
pelaksanaan anggaran
menggambarkan efektivitas dan efisiensi
penggunaan anggaran di Ditjen Setditjen Komunikasi
03-Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Komunikasi Publik dan Media. Penilaian Capaian 2024: Publik dan Media, Ditjen
IKP 113 | IKK 1.3 |0 inikasi ll)jublik dan Medi; atas kinerja anggaran Ditjen Non PN - 95.48 95.50 95.75 96.00 96.25 96.50 Komunikasi Publik djan
Komunikasi Publik dan Media yang Media
dilakukan oleh Kementerian keuangan
berdasarkan gabungan nilai SMART
(50%) dan IKPA (50%)
Indikator ini merupakan output dari
penilaian Jumlah temuan yang
mempengaruhi Opini BPK dan Rata-rata
Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan di
level Eselon I selaku Unit Akuntansi
04-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan |Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I Setditjen Komunikasi
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna  |(UAPPA E1 Capaian 2024: Publik dan Media, Ditjen
IKP 113 | IKK L4 | Feelon T (VAPPA-E1) Ditjen !I‘argcl dihilung menggunakan formulasi Non PN - s 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 Komunikasi Publik dan
Komunikasi Publik dan Media penilaian sebagai berikut: Media
o Indikator penilaian untuk Laporan
Keuangan Kementerian/Eselon 1
dihitung
dari skala 100 yang dikurangkan
dengan faktor pengurang
Indikator ini merupakan output dari
penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan
05-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan ¥;“é:?;:iﬁ:; ﬁ‘;ﬁig‘éﬁgﬁsn formulasi Setditjen Komunikasi
IKP 1.13 | IKK 1.5 X““ Akuntansi Kuasa Pengguna | 5i0ion sebagai berikut: Non PN - Capaian 2024: 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 Publik dan Media, Ditjen
nggaran (UAKPA) Ditjen Komunikasi 2 ai | 07 Komunikasi Publik dan
e (e « Indikator penilaian untuk Laporan e
Keuangan Kementerian/Eselon 1
dihitung dari skala 100 yang
i dengan faktor pengurang
Indikator ini mengukur batas
maksimum jumlah atau nilai temuan
hasil pemeriksaan yang ditemukan oleh ) .
06-Persentase (%) Batas Tertinggi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Capaian 2024: Pt o A e
IKP 1.13 | IKK 1.6 |Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di dalam evaluasi keuangan dan tata Non PN - P 0 B 1 1 1 1 1 Komunikasi Pubfik dJan
Ditjen Komunikasi Publik dan Media |kelola di suatu entitas. Semakin rendah casi Pu
persentasenya, semakin baik tingkat
kepatuhan terhadap regulasi keuangan
dan efektivitas
Persentase tindaklanjut temuan dinilai
07-Persentase (%) Penyelesaian Tindak ~|oleh Inspektorat Jenderal Komdigi Setditjen Komunikasi
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun  |dengan membandingkan Kesesuaian Capaian 2024: Publik dan Media, Ditjen
IKP 1.13 | KK 1.7 | e jalan di Ditjen Komunikasi Publik  |tindak lanjut Satuan Kerja dengan Non PN - 100 7 7 7 7 7 Komunikasi Publik dan
dan Media rekomendasi BPK dan APIP pada tahun Media
berjalan
Persentase tindaklanjut temuan dinilal
08-Persentase (%) Penyelesaian Tindak [oleh Inspektorat Jenderal Komdigi Setditjen Komunikasi
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun  |dengan membandingkan Kesesuaian Capaian 2024: Publik dan Media, Ditjen
IKP 1.13 | IRK 1.8 | sepetumnya di Ditjen Komunikasi tindak lanjut Satuan Kerja dengan Non PN . 87.50 30 30 30 30 30 Komunikasi Publik dan
Publik dan Media rekomendasi BPK dan APIP pada tahun edia
|sebelumnya
Nilai dimaksud adalah nilai Indeks yang
mencerminkan kepuasan seluruh
: . pegawai terhadap layanan Setditjen Komunikasi
IKP 1.13 | IKK 1.9 E:y:‘::rl: Eﬁiﬂi@iﬁ"&iiﬁﬂfﬁ”&iﬁ? kesekretariatan Ditjen Komunikasi Non PN - Capaian 2024: 3,80 4.00 4.20 4.40 4.60 Publik dan Media, Ditjen
O e Publik dan Media yang diberikan. Komunikasi Publik dan
Penilaian dilakukan melalui survei Media
dengan standar survei yang ditetapkan
oleh Biro SDMO
Setditien Komunikasi
) ) ) . ) Publik dan Media, Ditjen
Output 1. Layanan Sarana Internal Non PN 76 Unit 76 Unit 76 Unit 76 Unit 76 Unit DIk dan Media Dier
Media
Setdilen Komunikast
Output 2. Layanan Perencanaan dan Non PN 2 Dokumen | 2Dokumen | 2Dokumen | 2Dokumen | 2 Dokumen Publik dan Media, Ditjen
Penganggaran Komunikasi Publik dan
Media
Setditjen Komunikasi
Output 3. Layanan Pemantauan dan Non PN 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen Publik dan Media, Ditjen
Evaluasi Komunikasi Publik dan
Media
Setditjen Komunikasi
Publik dan Media, Ditjen
Output 4. Layanan Manajemen SDM Non PN llayanan | 1Layanan | 1layanan | 1Layanan | 1 Layanan ablike dan Media, Dijer
edia
Setditjen Komunikasi
Output 5. Layanan Manajemen Non PN 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen Publik dan Media, Ditjen
Keuangan Komunikasi Publik dan
edia
Setditjen Komunikasi
) Publik dan Media, Ditjen
Output 6. Layanan Data dan Informasi Non PN - 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Komunikasi Publik dan
Media
Setditjen Komunikasi
Publik dan Media, Ditjen
Output 7. Layanan BMN Non PN 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Komunikasi Publik dan
Media
Setditien Komunikasi
Publik dan Media, Ditjen
Output 8. Layanan Hukum Non PN llayanan | 1Layanan | 1layanan | 1Layanan | 1 Layanan Publik dan Media. Diter
Media
Setditien Komunikasi
Publik dan Media, Ditjen
Output 9. Layanan Umum Non PN Ilayanan | 1Layanan | 1layanan | 1Layaman | 1 Layanan Ik dan Media e
Media
Setdilen Komunikast
. . Publik dan Media, Ditjen
Output 10. Layanan Perkantoran Non PN 3layanan | 3Llayanan | G3Layanan | 3Layanan | 3 Layanan ablik dan Media, Diljer
Media
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PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO

Non PN

Baseline

145,646,304

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

2026
228,145,048

BPSDM Komdigi yang Efektif dan
Efisien

2027

182,199,351

2028

191,282,528

200,946,655

'UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

IKP 1.14

IKK 1.1

01-Nilai Akuntabilitas Kinerja BPSDM
Komdigi

Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) BPSDM yang
dilaksanakan melalui penjaminan
kualitas (quality assurance) dan
penilaian

mandiri atas pencapaian nilai AKIP
BPSDM.

Evaluasi internal (APIP) dengan
menghitung bobot perencanaan kinerja,
pengukuran

kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi
akuntabilitas kinerja internal.

Non PN

Capaian 2024:
74.8

Setditjen BPSDM
Komdigi, BPSDM
Komdigi

IKP 1.14

IKK 1.2

02-Nilai Maturitas SPIP BPSDM Komdigi

Nilai dimaksud adalah nilai yang
mencerminkan tingkat maturitas
penyelenggaraan SPIP di BPSDM
meliputi unsur sebagai berikut:
1) SPIP;
2) MRI;
3) IEPK; dan
4) Kapabilitas APIP.
Penilaian dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penilaian Maturitas

aan Sistem
Intern Pemerintah Terintegrasi pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah. Nilai tersebut diperoleh
berdasarkan hasil penilaian mandiri
oleh Itjen.

Non PN

Capaian 2024:
3.01

Setditjen BPSDM
Komdigi, BPSDM
Komdigi

IKP 1.14

IKK 1.3

03-Nilai Kinerja Anggaran BPSDM
Komdigi

Menilai kinerja perencanaan dan
pelaksanaan anggaran yang
menggambarkan efektivitas dan efisiensi
penggunaan anggaran di BPSDM.
Penilaian atas kinerja anggaran BPSDM
yang dilakukan oleh Kementerian
keuangan berdasarkan gabungan nilai
|SMART (50%) dan IKPA (50%)

Non PN

Capaian 2024:

01

93,98

94,27

94,41

94,56

Setditjen BPSDM
Komdigi, BPSDM
Komdigi

IKP 1.14

IKK 1.4

04-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) BPSDM
Komdigi

Indikator ini merupakan output dari
penilaian Jumlah temuan yan
mempengaruhi Opini BPK dan Rata-rata
Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan di
level Eselon I selaku Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I
(UAPPA E1)

Target dihitung menggunakan formulasi
penilaian sebagai berikut:

o Indikator penilaian untuk Laporan
Keuangan Kementerian/Eselon I
dihitung

dari skala 100 yang dikurangkan
dengan faktor pengurang

Non PN

Capaian 2024:
95.48

95

95

95

95

95

Setditjen BPSDM
Komdigi, BPSDM
Komdigi

IKP 1.14

IKK 1.5

05-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran (UAKPA) BPSDM Komdigi

Indikator ini merupakan output dari
penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan
Kementerian di level UAKPA
Target dihitung menggunakan formulasi
penilaian sebagai berikut:
o Indikator penilaian untuk Laporan
Keuangan Kementerian/Eselon I
dihitung dari skala 100 yang

i dengan faktor pengurang

Non PN

Capaian 2024:

97.27

97

97

97

97

97

Setditjen BPSDM
Komdigi, BPSDM
Komdigi

IKP 1.14

IKK 1.6

06-Persentase (%) Batas Tertinggi
Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di
BPSDM

Indikator ini mengukur batas
maksimum jumlah atau nilai temuan
hasil pemeriksaan yang ditemukan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
dalam evaluasi keuangan dan tata
kelola di suatu entitas. Semakin rendah
persentasenya, semakin baik tingkat
kepatuhan terhadap regulasi keuangan
dan efektivita:

Non PN

Capaian 2024:
0.09

Setditjen BPSDM
Komdigi, BPSDM
Komdigi

IKP 1.14

IKK 1.7

07-Persentase (%) Penyelesaian Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun
Berjalan di BPSDM Komdigi

Persentase tindaklanjut temuan dinilai
oleh Inspektorat Jenderal Komdigi
dengan membandingkan Kesesuaian
tindak lanjut Satuan Kerja dengan
rekomendasi BPK dan APIP pada tahun
berjalan

Non PN

Capaian 2024:

100

70

70

70

70

Setditjen BPSDM
Komdigi, BPSDM
Komdigi

IKP 1.14

IKK 1.8

08-Persentase (%) Penyelesaian Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun

di BPSDM Komdigi

Persentase tindaklanjut temuan dinilai
oleh Inspektorat Jenderal Komdigi
dengan membandingkan Kesesuaian
tindak lanjut Satuan Kerja dengan
rekomendasi BPK dan APIP pada tahun

Non PN

Capaian 2024:
0

30

30

30

30

30

Setditjen BPSDM
Komdigi, BPSDM
Komdigi

IKP 1.14

IKK 1.9

09-Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap
Layanan Dukungan Manajemen BPSD!
Komdigi

Nilai dimaksud adalah nilai Indeks yang
mencerminkan kepuasan seluruh
pegawai terhadap layanan

1 |kesekretariatan Ditjen Komunikasi

Publik dan Media yang diberikan.
Penilaian dilakukan melalui survei
dengan standar survei yang ditetapkan
oleh Biro SDMO

Non PN

Capaian 2024:

Setditjen BPSDM
Komdigi, BPSDM
Komdigi

IKP 1.14

IKK 1.10

10-Persentase (%) Fasilitasi
Perancangan Peraturan
Perundang-undangan dan Kerjasama
bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia K ikasi dan Digital

Fasilitasi Perancangan Peraturan
Perundang-undangan, Telaah Hukum
dan Kerjasama di BPSDM Kominfo
dengan target dokumen.

Non PN

100

100

100

Setditjen BPSDM
Komdigi, BPSDM
Komdigi

Output 1. Kerjasama BPSDM Komdigi
dengan Mitra

Non PN

25 Dokumen

25 Dokumen

25 Dokumen

25 Dokumen

25 Dokumen

Setditjen BPSDM
Komdigi, BPSDM
Komdigi
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SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / PN (RPJMN)/ ALOKASI (dalam ribu rupiah)
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / Definisi PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Baseline
INDIKATOR / OUTPUT Non PN 2026 2027 2028

'UNIT ORGANISASI
PELAKSANA

PROGRAM /

KEGIATAN

Setditjen BPSDM

Output 2. Layanan Sarana Internal Non PN 52 Unit 56 Unit 56 Unit 56 Unit 56 Unit Komdigi, BPSDM
Komdigi
Output 3. Layanan Perencanaan dan Setditjen BPSDM
Non PN 11 Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen Komdigi, BPSDM
Penganggaran o
Komdigi
Output 4. Layanan Pemantauan dan Setditjen BPSDM
Fvabs: Non PN 15 Dokumen | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 15 Dokumen Komdigi, BPSDM
Komdigi
Setditjen BPSDM
Output 5. Layanan Manajemen SDM Non PN 478 Orang | 467 Orang | 467 Orang | 467 Orang | 467 Orang Komdigi, BPSDM
Komdigi
Output 6. Layanan Manajemen Setditjen BPSDM
b Non PN 24 Dokumen | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 24 Dokumen Komdigi, BPSDM
euangan
Komdigi
Setditjen BPSDM
Output 7. Layanan BMN Non PN 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Komdigi, BPSDM
Komdigi
) Setditjien BPSDM
Output 8. Layanan Organisasi dan Tata Non PN 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Komdjngi, BPSDM
Kelola Internal >
Komdigi
Setditjen BPSDM
Output 9. Layanan Umum Non PN 2Layanan | 2 Layanan 2Layanan | 2 Layanan 2 Layanan Komdigi, BPSDM
Komdigi
Setditjen BPSDM
Output 10. Layanan Prasarana Internal Non PN 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit Komdigi, BPSDM
Komdigi
Output 11. Layanan Penyelenggaraan Setditjen BPSDM
Kot Non PN 1 Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1 Dokumen Komdigi, BPSDM
earsipan o
Komdigi
Setditjen BPSDM
Output 12. Layanan Perkantoran Non PN 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Komdigi, BPSDM
Komdigi
KEGIATAN 6995-Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Pendidikan Tinggi 39,748,883 41,736,328 43,823,144 46,014,301 48,315,016
sp1 sK2 |0l-Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
STMM yang Bersih dan Efisien
Indikator ini merupakan tolak ukur
materialitas temuan pemeriksaan BPK
vang berakibat terhadap opini dari BPK.
Penilaian dilakukan dengan
01-Persentase (%) Batas Tertinggi mengidentifikasi jumlah nilai Capaian 2024: .
IKP 1.14 | IKK 2.1\ an Hasil BPK di STMM 8 temugan/rekomeridasi STMM dalam Non PN - 1 ! ! ! ! ! STMM, BPSDM Komdig

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas
Laporan Keuangan dibandingkan
dengan Laporan Realisasi Anggaran
STMM

Persentase tindaklanjut temuan dinilai
oleh Inspektorat Jenderal Komdigi

02- Persentase (%) Penyelesaian Tindak |7 [MSPelcdrat enceoral o Capaian 2024:
IKP 1.14 | IKK 2.2 |Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada iengan membandingkan Kesesuaia Non PN - apaia : 70 70 70 70 70 STMM, BPSDM Komdigi
Tahun Berjalan di STMM pada tindak lanjut Satuan Kerja dengan 70
rekomendasi BPK dan APIP pada tahun
berjalan
Persentase tindaklanjut temuan dinilai
oleh Inspektorat Jenderal Komdigi

03-Persentase (%) Penyelesaian Tindak

IKP 1.14 | IKK 2.3 |Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun |d¢gan membandingkan Kesesuaian Non PN - Capaian 2024: 30 30 30 30 30 STMM, BPSDM Komdigi
Sebelumnya di STMM pada tindak lanjut Satuan Kerja dengan 30
rekomendasi BPK dan APIP pada tahun
Menilai kinerja perencanaan dan
pelaksanaan anggaran yang
menggambarkan efektivitas dan efisiensi
IKP 1.14 | IKK 2.4 |04-Nilai Kinerja Anggaran STMM gzgii::?ﬂ:‘giﬁ:ig:;‘gPSDM Non PN - Capa‘z‘a 2024: 88 88 88 88 88 STMM, BPSDM Komdigi
vang dilakukan oleh Kementerian
ieuangan berdasarkan gabungan nilai
|SMART (50%) dan IKPA (50%)
Pegawal internal STMM (ASN) yang
05-Persentase (%) Pegawai/SDM menjadi peserta kegiatan . X
IKP 1.14 | IKK 2.5 |Internal yang Difasilitasi Peningkatan | Pengembangan kompetensi (workshop, Non PN - Capaian 2024: 90 90 90 90 90 STMM, BPSDM Komdigi
Kompetonst 5i STMM sosialisasi, seminar, bimtek, diklat, dan 100
capacity building) pada tahun n minimal
90% dari total ASN di STMM
Indikator ini merupakan output dari
penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan
Kementerian di level UAKPA
06-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan  |Target dihitung menggunakan formulasi Capaian 2024:
IKP 1.14 | IKK 2.6 |Unit Akuntansi Kuasa Pengguna penilaian sebagai berikut: Non PN - P 100 B 80 80 80 80 80 STMM, BPSDM Komdigi
Anggaran (UAKPA) STMM o Indikator penilaian untuk Laporan
Keuangan Kementerian/Eselon I
dihitung dari skala 100 yang
dikurangkan dengan faktor pengurang
Output 1. Layanan Perencanaan dan Non PN 1 Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1 Dokumen STMM, BPSDM Komdigi
g:a‘ﬁ)“a‘sf' Layanan Pemantauan dan Non PN 1 Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1 Dokumen STMM, BPSDM Komdigi
Output 3. Layanan i SDM Non PN 182 Orang 182 Orang 182 Orang 182 Orang 182 Orang STMM, BPSDM Komdigi
Output 4. Layanan Umum Non PN 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan STMM, BPSDM Komdigi
Output 5. Layanan Perkantoran Non PN 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan STMM, BPSDM Komdigi
ngelolaan Keuangan, BMN dan Umum BAKTI 318,468,080 | 318,468,089 | 318,468,080 | 318,468,089 | 318,468,089

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
BAKTI yang Efektif dan Efisien
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ALOKASI (dalam ribu rupiah)

P:g;m/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / Definisi PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Baseline "“g;x:s‘:'“?ﬁ
INDIKATOR / OUTPUT Non PN 2026 2027 2028
Nilai dimaksud adalah nilai yang
mencerminkan tingkat maturitas
penyelenggaraan SPIP di BAKTI meliputi
unsur sebagai berikut:
1) SPIP;
2) MRI;
3) IEPK; dan
4) Kapabilitas APIP. Capaian 2024:
IKP 1.15 | IKK 1.1 |01-Nilai Maturitas SPIP BAKTI Penilaian dilaksanakan sesuai dengan Non PN - P esa 2,75 2,8 2,85 29 3 Dit. SDA, BAKTI
Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 g
tentang Penilaian Maturitas
Sistem
Intern Pemerintah Terintegrasi pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah. Nilai tersebut diperoleh
berdasarkan hasil penilaian mandiri
oleh Itjen.
Indikator ini merupakan output dari
penilaian Jumlah temuan yang
mempengaruhi Opini BPK dan Rata-rata
Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan di
level Eselon I selaku Unit Akuntansi
02-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan l’gx‘:;:g‘lpe"gg““a Anggaran Eselon 1 Capaian 2024:
IKP 1.15 | IKK 1.2 |Unit Akuntansi Pembantu Pengguna ( E1) . Non PN - apaian : 80 80 80 80 80 Dit. SDA, BAKTI
Anggaran Bselon | (UAPPA-E1) BAKT]  |Tareet dihitung menggunakan formulasi 75
penilaian sebagai berikut:
o Indikator penilaian untuk Laporan
Keuangan Kementerian/Eselon [
dihitung
dari skala 100 yang dikurangkan
dengan faktor
Indikator ini mengukur batas
maksimum jumlah atau nilai temuan
hasil pemeriksaan yang ditemukan oleh
03-Persentase (%) Batas Tertinggi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Capaian 2024:
IKP 1.15 | IKK 1.3 |Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di dalam evaluasi keuangan dan tata Non PN P : 1 1 1 1 1 Dit. SDA, BAKTI
BAKTI kelola di suatu entitas. Semakin rendah
persentasenya, semakin baik tingkat
kepatuhan terhadap regulasi keuangan
dan efektivitas
Persentase tindaklanjut temuan dinilai
04-Persentase (%) Penyelesaian Tindak ~|Sicn INSPekiorat Jenderal Komdigi Cavaian 2024
IKP 1.15 | IKK 1.4 |Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun ~ |C¢n8an membandingkan Besesualan Non PN - apaian : 70 70 70 70 70 Dit. SDA, BAKTI
Berjalan di BAKTI tindak lanjut Satuan Kerja dengan 80,44
rekomendasi BPK dan APIP pada tahun
berjalan
Persentase tindaklanjut temuan dinilai
05-Persentase (%) Penyelesaian Tindak |°1°1 Inspektorat Jenderal Komdigt ) )
IKP 1.15 | IKK 1.5 |Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun ~|dcrgan membandingkan Kesesuaian Non PN - Capaian 2024: 30 30 30 30 30 Dit. SDA, BAKTI
Sebelumnya di BAKTI tindak lanjut Satuan Kerja dengan 17,66
rekomendasi BPK dan APIP pada tahun
CB)X]‘(F’E“ 1. Layanan Kerjasama Kegiatan Non PN 1 Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1 Dokumen Dit. SDA, BAKTI
Output 2. Layanan Perencanaan dan Non PN 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Dit. SDA, BAKTI
g:;ﬁ‘;sis' Layanan Pemantauan dan Non PN 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Dit. SDA, BAKTI
Output 4. Layanan Manajemen SDM Non PN 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Dit. SDA, BAKTI
Output 5. Layanan BMN Non PN 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Dit. SDA, BAKTI
Output 6. Layanan Hukum Non PN 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Dit. SDA, BAKTI
Output 7. "g::?ﬁr?:::‘;‘ga“ Non PN 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Dit. SDA, BAKTI
Output 8. Layanan Umum Non PN 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Dit. SDA, BAKTI
Output 9. Layanan Audit Internal Non PN 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Dit. SDA, BAKTI
Output 10. Layanan Perkantoran Non PN 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Dit. SDA, BAKTI
Output 11. Layanan Manajemen Non PN 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Dit. Keuangan, BAKTI
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Lampiran 2: Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

e T —— AALOKASI APBN (dalam juta rupiah) ALOKASI NON-APBN (dalam juta rupiah) TOTAL (dalam juta rupiah)
PRIORITAS (Indikator KP/Indikator RO) 2025 2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029
01 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) 174,936 516,425 525819 541,248 550,422 o o o o 174,936 516,425 525,819 541,248 550,422
01 - Penguatan Ideologi
pp |Pancasila, Wawasan
Kebangsaan, dan Ketahanan
Nasional
N e —— 06 - Persentase konten komunikasi publik yang
P | e e A |dapat memperkuat kohesivitas sosial
berlandaskan nilai-nilai Pancasila*
02 - Penguatan kohesivitas
melalui pegembangan
ProP  |ekosistem teknologi informasi
berlandaskan nilai-nilai
Pancasila
01.01.02.02 - Pengelolaan ) R N
RO [ ra N Jumlah Kegiatan Kontra Narasi yang dilaksanakan 25 Kegiatan Kegiatan 25 Kegiatan 25 Kegiatan
01.01.02.02 - Konten Informasi |Jumlah Kegiatan Penyediaan Konten Informasi
RO |Publik Program Priorita Publik Program Prioritas Pemerintah yang - 500 Kegiatan | 500 Kegiatan | 500 Kegiatan | 500 Kegiatan
Pemerintah dilaksanakan
Rincian Output mencakup peraturan turunan pasal
RO 01.01.02.02 - RPP Ekosistem 40 A UU 1/2024 (Revisi UU ITE) untuk mengatur _ - - 1 RPP
Digital lebih lanjut ketentuan UU ITE dalam mr‘ndnmng
ckosistem digital yang adil,
o> |02 - Penguatan Komunikasi _ N
[ 01 - Indeks Kemerdekaan Pers’
01 - Penguatan Pers dan
Media Massa yang
02 - pers dari kelompok
KP  [Be Jawab, Edukatif, 5
Jujur, Objektif, dan Sehat | <cPentingan yang kuat
Industri (BEJO'S)
prop |01 - Peningkatan Kapasitas
Lembaga Pers
01.02.01.01 - Rekomendasi | ;;; 10y rekomendasi hasil Survey Indeks 39 39 39 39 39
RO Hasil Survey Indeks Kemerdekaan Pers
Kemerdekaan Pers - Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan
01 - Penguatan Pers dan
o ::dh L Y b, Edukati, |03 - Persentase jumlah perusahaan pers dan
e, Gjateir dan Senat T |media massa yang memiliki tata kelola baik*
Industri (BEJO'S)
prop |01 - Peningkatan Kapasitas
Lembaga Pers
01.02.01.01 - Perusahaan Pers | Persentase (%) perusahaan pers yang diproses - - o
RO |Gng Diverifikasi o b 67 lembaga 70 lembaga 73 lembaga 76 lembaga 79 lembaga
2.01.01 - Perusahaan Pers
Ot pasahaan Pers |umlah Perusahaan pers yang mengikuti
RO  [Yyang Mengl PIng: kapasitas 50 lembaga 50 lembaga 55 lembaga 60 lembaga 65 lembaga
Pengembangan Kapasitas
perusahaan pers
Pengelolaan Perusahaan Pers
01 - Penguatan Pers dan
Media Massa yang
o e ey I e Y e )
Jujur, Objektif, dan Sehat P
Industri (BEJO'S)
01 - Peningkatan Kapasitas,
ProP
Lembaga Pers
01.02.01.01 - Rekomendasi
Terkait Tanggung Jawab Jumlah rekomendasi terkait tanggung jawab 1 1 1
RO |Perusahaan Platform Digital  |perusahaan Platform Digital untuk mendukung B T:‘&“:E“ias‘ B R;Lk&““i"‘i“‘
untuk Mendukung Jurnalisme |jurnalisme berkualitas yaxa yaka Kebijakan Kebijakan Kebijakan
Berkualitas
02 - Peningkatan Kompetensi
ProP dan
Etika Insan Pers
01.02.01.02 - Wartawan
RO |Peserta Fasilitasi Uji ang lulus UKW 690 orang 762 orang 840 orang 924 orang 1014 orang
Kompetensi Wartawan
01 - Penguatan Pers dan
"“"‘ AL 06 - Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan
B Jawab, Edukatif, |, .. itas SDM Bidang Jurnalistik dan Pers*
Jnuur, Objektif, dan Sehat pas ng
Industri (BEJO'S
02 - Peningkatan Kompetensi
ProP dan
Etika Insan Pers
01.02.01.02 - Wartawan Jumlah wartawan yang mengikuti pelatihan " _ _
RO |peserta Pelatihan Jurnalistik |jurnalistik - 1125 Orang | 1200 Orang | 1275 Orang | 1370 Orang
01 - Penguatan Pers dan
kp |Media Massa yang 1- kejadian
Bertanggung Jawab, Edukatif, [dan kekerasan pers*
Jujur, Objektif, dan Sehat
02 - Peningkatan Kompetensi
ProP dan
Etika Insan Pers
01.02.01.02 - Layanan Persentase pengaduan bidang pers yang
RO  |Pengaduan Masyarakat atas y pengacua g pers yang 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan
terselesaikan
Kasus Pers
01 - Penguatan Pers dan
"““‘ s 05 - Persentase peningkatan akses pers dan
He Jawab, Edukatif, |, o 4;) bagi kelompok rentan*
-lqlllr, Objektif, dan Sehat P
Industri (BEJO'S)
02 - Peningkatan Kompetensi
ProP dan
Etika Insan Pers
RO |01.02.01.02 - Layanan Ahli Persentase (%) pemberian keterangan Ahli Pers yang, | Jayanan | layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan
Pers erselesaikan 5 s s Y Y
01 - Penguatan Pers dan
Media Massa yang
w  |me B e
Jujur, Objektif, dan Sehat
Industri (BEJO'S)
PP |Ctama o A _
roP
Utama
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Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

KEGIATAN
PRIORITAS/PROYEK

PRIORITAS

PENUGASAN INDIKATOR
(Indikator KP/Indikator RO)

TARGET

2027

ALOKASI APBN (dalam juta rupiah)

2026

2027

2028

ALOKASI NON-APBN (dalam juta rupiah)

2026

2027

2028

TOTAL (dalam juta rupiah)

2026 2027 2028

RO |01:02.01.03 - Pelatihan SDM |Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan Bidang . 500 Orang 500 Orang 5000 500 Orang
Bidang Penyiaran Penyiaran rang,
01.02.01.03 - Rekomendasi | 1 1 1 1

RO |Pengembangan Kebijakan dan ~|Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan
Sistem Penyiaran

RO |Pm92-01.03 - Rekomendasi  |yumlah Rekomendasi Kebijakan yang Di 1 1 1 1 !

asil Pemeringkatan Indeks g py perqasarkan Hasil Indeks Penyiaran Indonesia Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan

Penyiaran Indonesia
01.02.01.03 - Lembaga

RO |Penyiaran TV dan Radio yang |Jumlah Lembaga Penyiaran yang diawasi 61lembaga | 6llembaga | 61lembaga | 61lembaga | 61 lembaga
diawasi
01.02.01.03 - Layanan
Pengaduan Masyarakat Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap

RO |Terhadap Konten Siaran TV |Isi Siaran TV dan Radio 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan
dan Radio

02 - Pelaksanaan Keterbukaan
Informasi Publik

RO

01.02.02.02 - Rancangan Revisi
UU Nomor 14 Tahun 2008

tentang KIP

tentang KIP

Jumlah Rancangan Revisi UU Nomor 14 Tahun 2008

1
Revisi UU

1
Revisi UU

1
Revisi UU

03 - Penyehatan Media Arus
Utama
01.02.01.03 - Rekomendasi
RO |Kebijakan terkait Jumlah Kebijakan Pengembangan Ekosistem Media - 1 1 1 1
pengembangan ekosistem yang disusun Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan
media
02 - Penguatan Komunikasi
Publik dan Media
01 - Penguatan Kelembagaan
dan Sistem Komunikasi Publik
dan Nasior
01.02.02.01 - Rancangan )
¢ 0 | Jumlah Rancangan Peraturan Presiden tentang 1Rancangan | 1 Rancangan
RO |Perpres Sistem Komunikasi  |qjciem Komunikasi Publik Nasional (SKPN) Perpres Perpres - - -
Publik Nasional
01.02.02.01 - Rekomendasi
hasil survei Indeks Komunikasi . . : 1 1 1 1 1
RO |pembangunan dan Informasi | Rex<omendasi Hasil Survei Indeks KPIP yang dibuat Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan
blik
RO |01.02.02.01 - NSPK bidang _|Jumlah NSPK Bidang Penyelenggaraan Komunikasi . - 7 . .
konkuren ikasi publik | Publik Yang Ditetapka:
01.02.02.01 - NSPK
Jumlah NSPK Pengelolaan Akses dan Aset Konten
RO |pengelolaan akses dan aset |11 publik yang Ditetapkan - 1 NSPK - - -
konten informasi publik
01.02.02.01 - NSPK - .
g Jumlah NSPK Standardisasi Konten Program
RO |standarisasi konten program  (bi; itas pemerintah yang Ditetapkan - 1 NSPK - - -
prioritas
01.02.02.01 - Rencana o -
RO |komunikasi strategis Jumlah Dokumen Rencana Komunikasi Strategis - 10 Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen
Pemerintah Tahunan yang dilaporkan
pemerintah tahunan
01.02.02.01 - Manajemen ; . )
RO |pengelolaan komunikasi ‘;‘:r’n"l;};":f;?;; :5;‘1{'::‘“" Komunikasi Strategis - 38 Kegiatan | 38 Kegiatan | 38 Kegiatan | 38 Kegiatan
strategis alan
01.02.02.01 - Monitoring isu - —
U | Jumlah Kegiatan Monitoring Isu dalam Pengelolaan ) ) ) ) )
RO ;l:‘lbaﬁl;(pengelnlaan omunikasi [ o e IKegiatan | 20Kegiatan | 20 Kegiatan | 20 Kegiatan | 20 Kegiatan
01.02.02.01 - Pengelolaan ___|Jumlah Kegiatan Pengelolaan Krisis Komunikasi 7 ) )
RO |krisis ikasi nasional | Nasional yang Dilakukan S0 Kegiatan | 50 Kegiatan | 50 Kegiatan | 50 Kegiatan
. 01.02.02.01 p:sl’,‘ﬁe]\‘,"’x‘; Jumlah Orang yang menerima informasi terkait isu | 13.818.750 | 13.818.750 | 13.818.750 | 13.818.750 | 13.818.750
[t Makan Bergizi Gratis Orang Orang Orang Orang Orang
01.02.02.01 - Pengembangan
RO |kelembagaan kehumasan Jumlah K/L/D dan BUMN yang Bermitra - 135 Lembaga | 135 Lembaga | 135 Lembaga | 135 Lembaga
intah (K/L/D dan BUMN)
ro [01.02:0201 - P°“€°"“,’:{‘§(:gis Jumlah Mitra Strategis yang Dikelola - 1000 Lembaga | 1000 Lembaga | 1000 Lembaga | 1000 Lembaga.
01.02.02.01 - Supervisi Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan
RO [ i konkuren bidang |Teknis Penyelenggaraan Konkuren Bidang - 50 Kegiatan | 50 Kegiatan | 50 Kegiatan | 50 Kegiatan
publik ikasi Publik
RO 2"02'0_?('01_ ;;Eﬁel‘;m Jumlah Orang yang menerima informasi terkait 112.522.900 | 112.522.900 | 112.522.900 | 112.522.900
D“’r’:‘l‘;‘;“‘ P:i‘si s O8fAM | program Direktif Presiden - Orang Orang Orang Orang
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Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

IATAN

KEG!
PRIORITAS/PROYEK
PRIORITAS

PENUGASAN INDIKATOR
(Indikator KP/Indikator RO)

ALOKASI APBN (dalam juta rupiah) ALOKASI NON-APBN (dalam juta rupiah) TOTAL (dalam juta rupiah)

2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028

02 - Pengustan Komunikasi
e 02 - Indeks Keterbukaan Informasi Publik*
02 - Penguatan Sistem
o 03 - akses & informasi
Masyarakat atas Informasi | publik kepada masyarakat*
Publik
brop |02 - Pelaksanaan Keterbukaan
Informasi Publik
01.02.02.02 - Rekomendasi | | | | L
RO |hasil Survey Indeks Jumlah Rekomendasi Kebijakan ebiaiian i ebiikan i P
Keterbukaan Informasi Publik i i
02 - Penguatan Sistem
I i dan publik dalam proses
Masyarakat atas Informasi peng-mbil-n ebijakan publik
Publik
brop |02 - Pelaksanaan Keterbukaan
Informasi Publik
01.02.02.02 - Sengketa
RO |Informasi Publik yang Jumlah Register Sengketa Informasi Publik yang Pcrkara/Bcrkas Pcrkara/l’icrka< Pmkaxa/nmkas Prrkala/l’irrka< Prrkara/Brrkas
3 diselesaikan di tahun berjalan .
Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara
02 - Penguatan Sistem
P badan publik dalam tata kelola
Masyarakat atas Informasi ey publik yang baik*
Publik
brop |02 - Pelaksanaan Keterbukaan
Informasi Publik
Ro |01:02:02.02- Badan Publik 1,111 pagan Publik Informatif 135lembaga | 140 lembaga | 145lembaga | 150 lembaga | 155 lembaga
Pemerintah yang Informatif
02 - Penguatan Sistem
. dan 07 - badan publik dalam
Masyarakat atas Informasi | menjalankan UU KIP*
Publik
brop |02 - Pelaksanaan Keterbukaan
Informasi Publik
01.02.02.02 - Pengawasan
Pelaksanaan Ketentuan Jumlah Badan Publik Pelaksana Pemilu yang
RO |Keterbukaan Informasi Publik |diawasi dalam Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan - - - 3Llembaga | 3 Lembaga
pada Tahapan Pemilihan Informasi Publik Pemilu
Umum dan Pemilihan
02 - Penguatan Sistem
o dan - jaminan hukum atas akses
Masyarakat atas Informasi  |Informasi publik*
Publik
brop |02 - Pelaksanaan Keterbukaan
Informasi Publik
01.02.02.02 - Rekomendasi ckomendasi yang dihasilkan atas
o |atas Rancangan Revist UU 14 |Jumish rekomendasi yang dinasikan atas | rekomendasi
ancangan Revisi UU 14 Tahun 2008 tentang - ; - - -
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kebijakan
Keterbukaan Informasi Publik
01 - (%)
SKPN*
02 - Jumlah peserta pelatihan peningkatan
kapasitas SDM bidang kominfo bertalenta digital*
03 - Persentase akses & diseminasi informasi
02 - Penguatan Sistem PublIk Kepada masyarakatt
o publik dalam proses
Masyarakat atas Informasi pennmblhn kebijakan publik*
Publik 05 - Persentase badan publik dalam tata kelola
Informasi publik yang baik*
06 - Persentase jaminan hukum atas akses
Informasi publik*
07 - Persentase kepatuhan badan publik dalam
' menjalankan UU KIP*
03 - Peningkatan Kapasitas
b SDM Bidang Komunikasi dan
roP :
Informatika yang Bertalenta
Digital
01.02.02.03 - Sosialisasi dan
Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi dan
Ro |bimtek kebijakan standardisast | p; o) Kebijakan Standardisasi Pengelolaan Akses - 1000 Orang | 1000 Orang | 1000 Orang | 1000 Orang
pengelolaan akses dan aset |
an Aset Konten Informasi Publik
konten informasi publik
RO |01:02.02.03 - Pengelolaan Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan 7 150 Kegiatan | 150 Kegiatan | 150 Kegiatan | 150 Kegiatan
relasi media Relasi Media
Ro |01:02.02.03 - Pengelolaan kerja | 10y Kegiatan Kerja Sama Media Massa 75 Kegiatan 75 Kegiatan 75 Kegiatan 75 Kegiatan
sama media massa
PP |o02- ikasi Publik dan Media
02 - Penguatan Sistem
kp |Komunikasi dan Kesetaraan |Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas
Masyarakat atas Informasi ~ |SDM bidang kominfo yang bertalenta digital
Publik
03 - Peningkatan Kapasitas
prop | SDM Bidang Komunikasi dan
Informatika yang Bertalenta
Digital
RO %iéﬁi‘lo“'m Pelatihan Talenta | ;. 10 peserta pelatihan talenta digital 53.240 Orang | 53.240 Orang | 53.240 Orang | 53.240 Orang
02.14.001.001 - Pemberdayaan I - e 7 - - , =00 ot
RO | Jumlah peserta pemberdayaan talenta digital 1.500 orang | 1.500 orang | 1.500 orang | 1.500 orang
01.02.02.03 - Pelatihan S i , e | 2 e | 2 e | 2 e
RO | e it Jumlah peserta pelatihan aparatur digital 20.000 orang | 20.000 orang | 20.000 orang | 20.000 orang
RO ;l(:faifpﬁ;“ ;:::;T;nasm Jumlah peserta pelatihan keterampilan digital dasar 100.000 orang | 100.000 orang | 100.000 orang | 100.000 orang
Ro |01:02.02.03 - Digital Talent | ;110 peserta pelatihan Digital Talent Scholarship | 33.500 orang
01.02.02.03 - Pelatihan Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional
RO |Kepemimpinan Nasional bidang [ i ms besy 100 orang 160 orang 160 orang 160 orang 160 orang
i idang Digita
RO |01.02.02.03 - Pelatihan Bidang |Jumlah peserta sertifikasi berbasis SKKNI bidang 500 orang 400 orang 400 orang 400 orang 400 orang
Komdigi komdigi
01.02.02.03 - Pelatihan Jumlah peserta sertifikasi berbasis SKKNI bidang , e | oz | 2 e | 2 e
RO | T hictane Komdigi koot - 25.000 orang | 25.000 orang | 25.000 orang | 25.000 orang
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Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

KEGIATAN
PRIORITAS/PROYEK
PRIORITAS

01.02.02.03 - Pelatihan Bidang [Jumlah peserta pelatihan bidang komunikasi dan
ds

ALOKASI APBN (dalam juta rupiah) AALOKASI NON-APBN (dalam juta rupiah) TOTAL (dalam juta rupiah)

PENUGASAN INDIKATOR

(Indikator KP/Indikator RO) 2026 2027 2028 2026 2027 2028 2026 2027 2028

RO 6.000 orang - - - -




KEGIATAN
PRIORITAS/PROYEK
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Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

PENUGASAN INDIKATOR
(Indikator KP/Indikator RO)

02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong
andirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,
Ekonoml Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

09 - Diplomasi Asta Cita dan
Ekonomi

ALOKASI APBN (dalam juta rupiah) ALOKASI NON-APBN (dalam juta rupiah) TOTAL (dalam juta rupiah)

2025 2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029

123,745 224,349 242,354 247,805 209,192 123,745 224,349 242,354 247,805 209,192

06 - Proses Aksesi Indonesia

1. Presentase pemenuhan pelaksanaan penilaian
mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen
initial memorandum kepada sekretariat OECD
Bidang

Perekonomian)
2. Presentase dokumen initial memorandum

KP  |ke OECD selesai proses reviu dari komite (2025-2028)
Bidang
3. Presentase penyempurnaan standar,
kebijakanm dan peraturan perundang-undangan
o s e i
aorisastas Bidang Perekonomian)
03 - Penyempurnaan Standar,
Kebijakan, dan Peraturan
ProP  |Perundangan-Undangan Dalam
Rangka Percepatan
Keanggotaan OECD
RO |0209.06.03 - Sandbox Jumlah Industri yang difasilitasi Sandbox Regulasi . 3 Industri 6 Industri § Industri 10 Industri
Regulasi Digital Digital
PP__ |14 - Ekonomi Digital
1. Peningkatan tenaga kerja sektor TIK
. (kumulatif)
I o "“‘“‘E‘::n;";;:w a1 |2 Proporsi remaja dan dewasa usia 15-59 tahun
ukung dengan keterampilan Teknologi Informasi dan
Komputer (TIK)
001 - Pengembangan SDM
ProP | Digital dan Digitalisasi
Masyarakat
02.14.001.001 - Beasiowa ; Jumiah penerima beasiswa 52/53 bidang
RO  |S2/S3 Bidang Komunikasi dan |<0munikasi dan digital angkatan baru 703 orang 703 orang 703 orang 703 orang 703 orang
Digital - Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang
komunikasi dan digital angkatan berjalan
Ro  [02:14.001.001 - Data Indeks |, 101 gaga hasil pengukuran IMDI 1 data 1 data 1 data 1 data 1 data
Masyarakat Digital Indonesia
prop |04 - Pengembangan Regulasi,
Pendanaan dan Iklim Bisnis
02.14.001.04 - Rekomendasi |51, Rekomendasi Kebijakan Industri Perangkat | 2 Rekomendasi
RO |Kebijakan Industri Perangkat mendas nen - - - -
ey [Telekomunikasi Dalam Negeri Kebijakan
002 - Penguatan Ekonomi dan| 1. Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Bisnis®
KP  |Industri Digital serta Sektor |2. Tingkat kesuksesan startup digital nasional
Strategis Lainnya (success rate startup digital)*
prop |01 - Pengembangan Industri
dan Perangkat Digital
Jumlah kota yang difasilitasi untuk menciptakan
lingkungan yang kondusif bagi startup digital
2.14.002.001 - Ekosis
Ro [02:14.002.001 - Ekosistem |\ dan bcrkcmbqng Dengan fokus : - Akses - 4 Kota 6 Kota 8 Kota 10 Kota
Startup Digital Kota
- Akse Akses talenta digital
- dan aringan
RO ?jc'}i"'m 001 - Fasilitasi green | ;,, 1o startup yang difasilitasi green tech B 2 Startup 4 Startup 6 Startup 10 Startup
Layanan penilaian dan pemberian kategori terhadap
RO |02:14.002.001 - Layanan konten gim berdasarkan kriteria tertentu, seperti . | Layanan | Layanan | Layanan | Layanan
Klasifikasi Gim usia pengguna, elemen edukasi, tingkat kekerasan,
bahasa, atau aspek lainnya yang relevan.
Jumlah kota/kab yang difasilitasi untuk
02.14.002.001 - Use Case transfer knowledge dari Teknologi acral 60 Dacral aeral 100 Daerah
RO |Teknologi Digital pada Kota | Terbaru (state of the art Technology) yang dapat - (Prov/Kab/Kota) | (Prov/Kab/Kota) | (Prov/Kab/Kota) | (Prov/Kab/Kota)
Cerdas dimanfaatkan pada Smart city di tingkat
provinsi/kab/kota
005 - Pengembangan
ProP | Digitalisasi Pertanian dan
Perikanan
02.14.002.005 - Pemanfaatan |y )51, Masyarakat yang difasilitasi pemanfaatan
RO |Teknologi Digital di Sektor yarakat yang asi pemaniaata 250 Orang. 250 Orang. 250 Orang 250 Orang. 250 Orang.
teknologi digital disektor pertanian
Pertanian
02.14.002.005 - yang difasilitasi
RO |Teknologi Digital di Sektor tekm]og‘ ieatal dischtor perikansn 60 Orang 200 Orang 200 Orang 250 Orang 250 Orang
Perikanan
002 - Penguatan Ekonomi dan|
KP  |Industri Digital serta Sektor f;hf:“gg’s‘“’, COLRET TR QT o
Strategis Lainnya P
prop 006 - Pengembangan Media
Digital
02.14.002.006 - Peta Jalan _ |Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peta Jalan 1 Rekomendasi
RO
Penyiaran Nasional Penyiaran Nasional Kebijakan
02.14.002.006 - Rancangan
Peraturan Menteri Dalam Jumlah Rancangan Peraturan Menteri dalam
RO |Penyelenggaraan Penyiaran | penyelengoaraan Penyiaran Free to Air (FTA) Satelit - 1PM - - -
Menggunakan Free To Air (FTA) | 7™ Y
Satelit
02.14.002.006 - Rekomendasi
Kebijakan Jumlah Kebijakan | Rekomendasi
RO |Penyiaran Menggunakan Penyiaran Menggunakan Integrated Broadcast - P - - -
Integrated Broadcast Broadband (IBB) i
Broadband (IBB)
02.14.002.006 - Rekomendasi
RO [Kebijakan terkait Jumlah Rekomendasi Kebijakan Terkait . 1 Rekomendasi . . .
Penyelenggaraan Penyiaran  |Penyclenggaraan Penyiaran Radio Secara Simuleast Kebijakan
Radio S
02.14 "‘” ““6 Rek““‘“"““”‘ Jumlah Rekomendasi Kebijakan Terkait Tata Kelola
RO |Kebijakan Terkait Tata Kelola - -
Industri Penyiaran Kebijakan Kebijakan Kebijakan
Industri Penyiaran
02.14.002.006 - Rancangan
Peraturan Menteri terkait Jumlah Rancangan Peraturan Menter terkait
RO - - - 1PM -
Rencana Dasar Teknik Penyiaran
ProP

Pariwisata




Level

KEGIATAN
PRIORITAS/PROYEK
PRIORITAS
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Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

PENUGASAN INDIKATOR
(Indikator KP/Indikator RO)

ALOKASI APBN (dalam juta rupiah) ALOKASI NON-APBN (dalam juta rupiah) TOTAL (dalam juta rupiah)

2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028

02.14.002.007 - Pemanfaatan
RO |Tobmelont Digyeal di Soldter Jumlah masyarakat UMKM yang difasilitasi 200 Orang . . . .
pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik
Logistik
1. Indeks TDN Pilar Bisnis*

002 - Penguatan Ekonomi dan |, yy;, 104 yeguksesan strartup digital nasional®

KP |Industri Digital serta Sektor

‘togis Lainaye 3. Industry 4.0 readiness index*

[ 4. Kontribusi sektor infokom terhadap PDB*
001 - Pengembangan Industri

ProP | an Perangkat Digital
02.14.002.01 - Pemenuhan

RO |Kapasitas Pengujian Perangkat ,“".::“:‘“JQ}“ Ukur Pengujian SAR dan EMC yang 3 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
TIK di BBPPT P

. gi{f; ff: O:"' ﬁ:ﬁ’:ﬁ:‘:\z‘h Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Limbah .

Yakan peng Elektronik (e-waste) Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan

clektronik (e-waste)
02.14.002.01 - Fasilitasi .

RO |Linkmatch Industri TIK Dalam i,‘;;’::h Fasilitasi Linkmatch Industri TIK Dalam 1 Industri 1 Industri 1 Industri 1 Industri 1 Industri
Negeri
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Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

KEGIATAN
PRIORITAS/PROYEK
PRIORITAS

PENUGASAN INDIKATOR
(Indikator KP/Indikator RO)

03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan

Kerja yang Berkualitas, Mendorong

Kewirausahaan, Mengembangkan Industri

Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui

Peran Aktif Koperasi

ALOKASI APBN (dalam juta rupiah) AALOKASI NON-APBN (dalam juta rupiah) TOTAL (dalam juta rupiah)

2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029

7,712,309 10,772,744 9,684,696 11,122,680 26,532,295 13,946 0 7,712,309 10,786,690 9,684,696 11,122,680 26,532,295

PP |02- Digital dan Transisi Energi Listrik
01- 1 Jaringan fiber optik per kecamatan*
KP |Telekomunikasi, Pos, dan (2. Rasio harga layanan jaringan pitalebar tetap
Penyiaran terhadap pendapatan per kapita*
001 - Pemerataan Jaringan
ProP | Telekomunikasi dan Akses
Internet Cepat
03.02.01.001 -
Ro |Kabupaten/Kota yang Jumlah Kabupaten Kota yang difasilitasi 20 Kab/Kota | 20 Kab/Kota | 20 Kab/Kota | 20 Kab/Kota | 20 Kab/Kota
Pasif Bersama
Infrastruktur Pasif Bersama
Fasilitasi Dukungan Layanan _|Jumlah Fasilitasi Dukungan Layanan Jaringan
RO |Jaringan untuk Sckolah sampai ke Homepass untuk Sekolah Unggulan - 4Lembaga | 10Lembaga | 15Lembaga | 20 Lembaga
Unggulan Garuda Garuda
Fasilitasi Dukungan Layanan _|Jumlah Fasilitasi Dukungan Layanan Jaringan N - 3
RO | jaringan untuk Sekolah Rakyat |sampai ke Homepass untuk Sekolah Rakyat 100 Lembaga | 100 Lembaga | 100 Lembaga | 100 Lembaga
Fasilitasi dan Dukungan Jumlah Fasilitasi dan Dukungan penyediaan akses
Penyediaan Akses Internet
RO internet Fixed Broadband untuk Koperasi Desa - 246 Desa 246 Desa 246 Desa -
Fixed Broadband untuk [
Koperasi Desa Merah Putih
Fasilitasi Penyediaan Jaringan ) )
RO |Internet Berkecepatan Tinggi di ‘é“‘“l“h Fasilitasi Penyediaan Jaringan Internet . 1 Badan Usaha | 2 Badan Usaha | 2 Badan Usaha | 2 Badan Usaha
erkecepatan Tinggi di Wilayah Swasembada Pangan
Wilayah Swasembada Pangan
Fasilitasi Penyediaan Layanan ) .
RO |4G pada wilayah Koperasi Jumlah Fasilitasi Penyediaan Layanan 4G pada - 3 Desa 450 Desa 550 Desa 500 Desa
wilayah Koperasi Merah Putih
Merah Putih
01 - Penguatan Infrastruktur
KP |Telekomunikasi, Pos, dan g:“'““‘“""‘ I R 37 Mbps 45 Mbps 64 Mbps 83 Mbps. 100 Mbps
p (Fixed Broadband)*
Penyiaran
001 - Pemerataan Jaringan
ProP | Telekomunikasi dan Akses
Internet Cepat
03.02.01.001 - Pusat
RO |Momting Telckomnikasi | Sistem informasi monitoring telekomunikasi yang . 1 Sistem 1 Sistem . .
dikembangkan Informasi Informasi
(PMT)
03.02.01.001 - Perangkat o Peranelce n00S
RO  |Pengukuran QoS ,’;C““d“"‘“ Perangkat Pengukuran QoS 8 Unit 24 Unit 27 Unit 32 Unit 100 Unit
I8 elekomunikasi
< 02.01.001 - O.M Pusat Jumlah Pusat Monitoring Telekomunikasi yang omit onit © onit © Omit © omit
Monitoring beroperasi dan terpelihara
RO |03:02.01.001 - Layanan Publik |Persentase penanganan pengajuan proses perizinan L A A A i
Bidang Telekomunikasi telekomunikasi
03.02.01.001 - Sistem Jumlah unit pemeliharaan Sistem Perizinan . o o] " ) "
RO | elckomunikast (OM) |Telekomuniice: 2 Unit Aplikasi | 2 Unit Aplikasi | 2 Unit Aplikasi | 2 Unit Aplikasi -
01 - Penguatan Infrastruktur
02 - Kecepatan Internet Jaringan Pita Lebar
KP|Telekomanikasl, Pos, dan o2 ity i e vy, 50 Mbps 60 Mbps 75 Mbps 90 Mbps 100 Mbps
004 - Pengembangan Regulasi
ProP |dan Pendanaan Dukungan
Infrastruktur Digital
03.02.01.004 - Rekomendasi | 5,112 Rekomendasi Kebijakan Penyediaan
Ro |Kebijakan Penyediaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan
Spektrum Frekuensi Radio |0} Y Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan
roadband
untuk Layanan Broadband
005 - Pengelol
ProP  |Pemanfaatan Spektrum
Frekuensi dan Satelit
03.02.01.005 - Layanan
RO Dan Layanan dan SFR 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan
SFR
03.02.01.005 - Layanan
RO |Perlindungan Pengguna Layanan Perlindungan Pengguna Perangkat 4 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan
Telekomunikasi yang tersedia Y Y
Perangkat T
03.02.01.005 - Sistem ) ) )
RO |Monitoring Frekuensi Radio | pryciaan Perangkat Sistem Monitoring Freluensi 1 Unit 21 Unit 35 Unit 36 Unit -
adio
(SMFR)
oL 0z- Index for Postal
KP |Telekomunikasi, Pos, dan |1 60 65 70 74 78
Penyiaran
002 - Pemerataan dan
ProP |Pemenuhan Layanan Pos dan
Logistik Digital
03.02.01.002 - Fasilitasi . dise B} 20 Badan 20 Badan 20 Badan 20 Badan
RO | e Jumlah Penyelenggara Pos Terdigitalisasi 0 Pada 0 Pada 0 Pada 0 Pada
03.02.01.002 - Pengembangan | j, 101, pengembangan Aplikasi Sistem Perizinan 2 Sistem 2 Sistem 2 Sistem 2 Sistem 2 Sistem
RO |Aplikasi Sistem Perizinan s ; "
Online Bidang Pos Informasi Informasi Informasi Informasi Informasi
Online Bidang Pos
03.02.01.002 - Kemitraan
Kantor Layanan Pos Universal |Jumlah Kantor Layanan Pos Universal (LPU) yang . Tt 5 it
RO |(LpU) dengan Koperasi Merah | Bermitra dengan Koperasi Merah Putih (KMP) 50 Titik 50 Titik 50 Titik 50 Titik
Putih (KMP)
004 - Pengembangan Regulasi
ProP |dan Pendanaan Dukungan
Infrastruktur Digital
Ro |03:02:01.004 - Rancangan UU |, 1o Rancangan UU Pos - -

Pos

1
RUU

1
RUU

1
RUU
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Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

KEGIATAN
PRIORITAS/PROYEK
PRIORITAS

01 - Penguatan Infrastruktur

PENUGASAN INDIKATOR
(Indikator KP/Indikator RO)

03 - Jangkauan penyiaran televisi siaran digital
terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free
to air) per populasi

ALOKASI APBN (dalam juta rupiah)

ALOKASI NON-APBN (dalam juta rupiah)

TOTAL (dalam juta rupiah)
2026

2027

2028 2029

2025 2026

2027 2028

2029 2025

2026 2027

2028

KP |Telekomunikasi, Pos, dan |04 - Jangkauan penyiaran radio terestrial per
Penyiaran populasi
08 - Pertumbuhan pengakses streaming siaran
radio digital
003 - Perluasan Layanan
ProP  |Penyiaran Digital
Multiplatform
RO |03.02.01.003 - Layanan Publik [Persentase penanganan pengajuan proses perizinan | 1y | Layanan | Layanan | Layanan ~
Bidang Penyiaran penyiaran ¢ ! -
01 -
05 - jaringan pita lebar bergerak
KP |Telekomunikasi, Pos, dan | i o opulasin 50 Mbps 60 Mbps 75 Mbps 90 Mbps 100 Mbps
Penyiaran
001 - Pemerataan Jaringan
ProP |Telekomunikasi dan Akses
Internet Cepat
102.01.001 - Fasilitasi
Penggelaran Infrastruktur dan |Jumlah Fasilitasi Penggelaran Infrastruktur dan
RO |Peningkatan Kualitas Layanan |Peningkatan Kualitas Layanan Seluler 4G oleh - 4 Badan Usaha | 4 Badan Usaha | 4 Badan Usaha | 4 Badan Usaha
Seluler 4G oleh Penyelenggara |Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler
Jaringan Bergerak Seluler
Jumlah desa yang tersedia layanan broadband di
RO |03.02.01.001 - BTS 4G Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan - 630 titik/lokasi | 670 titik/lokasi | 910 titik/lokasi | 390 titik/lokasi
Informatika
Jumlah Lokasi yang Memperoleh Sinyal
eresterialisasi | Telekomunikasi Bergerak Seluler (Base Transceiver . 1.042 3 3 3
RO |03.02.01.001 - Teresterialisasi |q.ion /1astmile 4G) di Wilayah Pelayanan Universal titik/lokasi titik/lokasi titik/lokasi titik/lokasi
T dan
Jumlah Lokasi yang Memperoleh Sinyal
Ro  |03.02.01.001 - OM BTS Telekomunikasi Bergerak Seluler (Base Transceiver 2 2 761 761
4G/Lastmile Station/lastmile 4G) di Wilayah Pelayanan Universal | titik/lokasi titike/lokasi titik/lokasi titik/lokasi titik/lokasi
T dan atika
B Jumlah Lokasi yang Memperoleh Sinyal
RO 22752:;.&1 S apua | Telekomunikasi Bergerak Seluler (Base Transceiver 3.539 3.5: 3.539 s
qu‘ P - PU2 | Station/lastmile 4G) di Wilayah Pelayanan Universal titik/lokasi titik/lokasi titik/lokasi titik /lokasi titik /lokasi
are T dan atika
RO |03:02.01.001 - OM Akses Jumlah Lokasi Akses Internet di Wilayah Pelayanan X
Internet Universal titik/lokasi titik/lokasi titik/lokasi titik/lokasi titik/lokasi
. ?’i O{Zn.()‘l}.)UO 1]; ﬂ\i ‘;ﬁs”fq Jumlah lokasi akses internet di wilayah pelayanan 3.812 312 4.812 5.312 s
Ea; : et Papua dan Papus universal telekomunikasi titik/lokasi titik/lokasi titik/lokasi titik/lokasi titik/lokasi
Komitmen 5
RO 03.02.01.001 - OM SATRIA-1 |Payment (AP} Proyek Kerjasama Pemerintah Badan 99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 99,5%
Usaha Satelit Multifungsi (SATRIA 1)
RO |03.02.01.001 - OM- Palapa |Persentase (%) rata-rata SLA 95% di 57 Kab/Kota o5% o5% 05% 05% 05%
Ring Palapa Ring
- Kerja Sama Komersial Palapa Ring Dalam Rangka
Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Digital di
Wilayah Univers
“Kerja Sama Penyediaan Layanan Seluler (BTS) 4G
03.02.01.001 - Kerjasama di Wilayan Terluar, Terdepan dan Tertinggal Dalam B : : : ~
RO |Bagan Usaha Rangka Transformasi Digital; 4 Badan Usaha
- Kerja Sama Dalam Rangka Penciptaan Dan
Pengusahaan Demand;
- Kerja Sama Pemanfaatan Aset Layanan
Telekomunikasi Dan Informatika Lainnya
004 - Pengembangan Regulasi
ProP Pendanaan Dukungan
Infrastruktur Digital
03.02.01.004 - Rekomendasi
ro  |Kebijakan Jumlah Kebijakan . . . .
Layanan Telekomunikasi Layanan Telekomunikasi Universal Kebijakan
Universal
01 - terlayani jaringan pita lebar lenp
KP |Telekomunikasi, Pos, dan (ﬁud broadband) terhadap total rumah ta;
Penyiaran 07 - Pengguna internet*
001 - Pemerataan Jaringan
ProP |Telekomunikasi dan Akses
Internet Cepat
03.02.01.001 - Fasilitasi ) o
RO | gembangan Gigabit Ciry | miah Fasilitasi Pengembangan Gigabit City - 1Kab/Kota | 29 Kab/Kota | 30 Kab/Kota | 38 Kab/Kota
1. Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan*
2. Jangkauan jaringan pita lebar bergeral (mobile
broadband) per pop\l.hli
ani jaringan pita lebar ceup
01 - Penguatan Infrastruktur (fixed hm-dh-nd] terhadap total rumah tas
4. Pengguna internet*
KP  |Telekomunikasi, Pos, dan
Penyiaran 5. Kecepatan Internet Jaringan Pita Lebar
Bergerak (Mobile Broadband)*
6. Kecepatan Internet Jaringan Pita Lebar Tetap
(Fixed Broadband)*
7. Rasio harga layanan jaringan pitalebar tetap
terhadap pendapatan per kapita*
001 - Pemerataan Jaringan
ProP  |Telekomunikasi dan Akses
Internet Cepat
03.02.01.001 - Fasilitasi
Penyelenggara Jaringan Jumlah Fasilitasi Penyelenggara Jaringan Bergerak
RO |Bergerak Seluler dalam Seluler dalam Penggelaran Jaringan 5G di Kawasan - 4 Badan Usaha | 4 Badan Usaha | 4 Badan Usaha | 4 Badan Usaha
Penggelaran Jaringan 5G di  |dan sektor Prioritas,
Kawasan dan sektor Prioritas
004 - Pengembangan Regulasi
ProP |dan Pendanaan Dukungan
Infrastruktur Digital
03.02.01.004 - Rekomendasi
Kebijakan Kebijakan spektrum 1 1 1
RO |Spektrum Frekuensi Radio frekuensi radio untuk keperluan layanan publik dan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan
untuk keperluan layanan instansi pemerintah J
publik dan instansi Pemerintah
RO | Lone RE‘TDT‘f“d“‘ Jumlah Rekomendasi Kebijakan Rasionalisasi .
ebijakan Rasionalisasi Regulatory Cost Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan

Regulatory Cost
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Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

KEGIATAN

PRIORITAS/PROYEK
PRIORITAS

PENUGASAN INDIKATOR
(Indikator KP/Indikator RO)

ALOKASI APBN (dalam juta rupiah) ALOKASI NON-APBN (dalam juta rupiah) TOTAL (dalam juta rupiah)

2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028

03.02.01.004 - Rekomendasi
standarisasi perangkat digital, |Jumlah Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi | Rekomendasi
RO [Data Center, Cloud, CDN, Standardisasi Perangkat Digital, Data Center, dan - . - - -
cbijakan
Internet Exchange dan Cloud
Infrastruktur Pasif
03.02.01.004 - Rancangan
Peraturan Presiden Tentang  |Jumlah Rancangan Peraturan Presiden Tentang Peta | 1 Rancangan
RO |Peta Jalan Infrastruktur Jalan Infrastuktur Teknologi Informasi dan Peraturan - - - -
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional Presiden
Komunikasi (TIK) Nasional
005 - Pengelolaan dan
ProP  |Pemanfaatan Spektrum
Frekuensi dan Satelit
03.02.01.005 - Layanan Jumlah Target PNBP BHP Spektrum Frekuensi Radio _— I . . .
RO PNBP BHP SFR __|dan Sertifikasi Alat dan /atau Perangkat Digital 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan
03.02.01.005 - Sistem o
RO |Informasi Manajemen Pengembangan Aplikasi Layanan Infrastruktur 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit -
Spektrum (SIMS) ©
02 - Pengembangan dan N
KP |Peningkatan Ekosistem OlgindebgtassconasDigitalaasi cual Bt 54,05 54,85 55,75 56,65 57,65
Pemerintah
Digital
001 - Peningkatan
ProP |Infrastruktur Pendukung
Layanan Publik Digital
RO |03.02.02.001 - Pusat Data Persentase instansi yang memanfaatkan ckosistem . . . . 1 Titk/Lokasi
Nasional 2
03.02.02.001 - Persentase instansi yang memanfaatkan ckosistem
RO |Penyelenggaraan Pusat Data  |po yang - - - - 1 Titik/Lokasi
Nasional 3
RO |03.02.02.001 - OM Pusat Data_|Persentase Instansi K/L/Prov yang Terhubung | Totl/Lokasi | 1 Titik/Lokasi | 1 Titik/Lokasi | 1 Titlk/Lokasi | 1 Titik/Lokasi
Nasional dengan JIP
03.02.02.001 - OM Government | Persentase Instansi K/L/Prov yang Terhubung, v
RO | e eyt 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
005 - Pengembangan dan
ProP  |Pemanfaatan Aplikasi
Superplatform
Ro  [03:02.02.005- OMD Layanan |y, io1ap Unit Aplikasi 1 Unit 7 Unit 8 Unit 9 Unit 10 Unit
Aplikasi Pemerintah Digital
RO |03.02.02.005 - OM Pelayanan |Jumlah Portal Pelayanan Publik Digital yang S unit Uit Uit — 2 Unit
Publik Digital diselenggarakan Komdigi
006 - Pengembangan dan
ProP  |Pemanfaatan Emerging
Technology
03.02.02.006 - PM terkait
RO |Ronteans Emereing Jumlah Rancangan Peraturan Menteritentang . . i . .
oadmap Emerging Technologies
Technologies
03.02.02.006 - Masterplan ) e e
RO |pamantaaten Tokmaton oy i [Jumiah rekomendasi kebijakan / masterplan yang . 1 Rekomendasi . . R
dibuat Kebijakan
Pemerintahan
03.02.02.006 - Pendampingan ) 4 Dacrah 6 Dacrah 4 Dacrah 8 Dacrah
RO  |Penyusunan Masterplan ;""”'“5" Daerah Kota Yang Menerapkan Use Case - (Prov/Kab /Kota | (Prov/Kab/Kota | (Prov/Kab/Kota | (Prov/Kab/Kota
ota Cerdas
Provinsi Cerdas ) ) ) )
02 - Pengembangan dan
KP  |Peningkatan Ekosistem 02 - Indeks TDN Pilar Masyarakat*
Digital
02 - Peningkatan Layanan
ProP  |Masyarakat dan Pemanfaatan
Ruang Digital
Ro |03:02:02.02 - Fasilitasi Literasi | ;.10 peserta fasilitasi literasi di 300 orang - - - -
Digital
RO |0.0%102:02 - Pelatihan LUEIaS! | jumlah peserta pelatihan litrasi digital - 200 orang 200 orang 200 orang 200 orang
03.02.02.02 - OM Sistem Jumlah output terkait operasional pemeliharaan
RO |Informasi Pengembangan SDM |* P! peras P 14 unit 14 unit 15 unit 16 unit 17 unit
: aplikasi platform SDM digital
Digital Nasional
02 - Pengembangan dan
KP |Peningkatan Ekosistem 03 - Kapasitas pusat data per kapita* 1,47 W/Kapita | 2,81 W/Kapita | 4,18 W/Kapita | 5,53 W/Kapita | 6,87 W/Kapita
Digital
003 - Pengembangan Regulasi,
ProP  |Kelembagaan, Tata Kelola, dan
Pendanaan
03.02.02.003 - Rekomendasi i
Jumlah Rekomendasi kebijakan pengembangan data 1 1 1 1
RO |kebijakan pengembangan data | oot dan cloud - kebijakan kebijakan kebijakan kebijakan
center dan cloud
02 - Pengembangan dan
KP  |Peningkatan Ekosistem 04 - Indeks Ruang Digital Kondusif* 3 3,2 3,4 3,6 38
Digital
002 - Peningkatan Layanan
ProP  |Masyarakat dan Pemanfaatan
Ruang Digital
03.02.02.002 - Tingkat PSE lingkup privat .
RO lpse per tahun terhadap UU ITE terkait Pendaftaran PSE 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
03.02.02.002 - Layanan Jumlah PSTE yang lulus audit compliance dan
RO |Pengakuan dan Pengawasan | mendapat pengakuan dan presentase pengawasan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan
PSIE Indonesia PSTE
RO__[03.02.02.002 - OM PSrE Induk dan O Sistem PSTE Induk 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
03.02.02.002 - Sistem
Sistem
RO |Penanganan dan 15 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
onten Internet llegal
Konten llegal
03.02.02.002 - Peningkatan
Kapasitas Sistem Pengendalian |Jumlah Penyedia Jasa Telekomunikasi yang " " " "
RO |Tata Kelola PSE dan Transaksi |Dipasang Perangkat TKPPSE 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga
PSE
03.02.02.002 - OM Sistem
RO |Pengendalian Tata Kelola PSE  |Jumlah Sistem yang Dioperasikan 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
dan Transaksi PSE
003 - Pengembangan Regulasi,
ProP  |Kelembagaan, Tata Kelola, dan
Pendanaan
03.02.02.003 - Kebijakan .
RO |terkait pengentasan judi online |umiah Rekomendasi Kebijakan yang Disusun 3 kebijakan kebijakan kebijakan kebijakan
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Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

KEGIATAN
PRIORITAS/PROYEK
PRIORITAS

PENUGASAN INDIKATOR
(Indikator KP/Indikator RO)

ALOKASI APBN (dalam juta rupiah)

AALOKASI NON-APBN (dalam juta rupiah) TOTAL (dalam juta rupiah)

2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028

RO |03.02.02.003 - Operasionalisasi|Jumlah lembaga yang dilaksanakan | Lembaga 1 Lembaga . . 7
PDP operasion:
02 - Pengembangan dan 1. Indeks TDN pilar Pemerintah
® | 2. Indeks TDN Pilar Masyarakat*
Digiw.!xl 3. Kapasitas Pusat Data per Kapita*
4. Indeks Ruang Digital Kondusif*
001 - Peningkatan
ProP  [Infrastruktur Pendukung
Layanan Publik Digital
03.02.02.001 -
Penyelenggaraan Jaringan Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Jaringan Sistem
RO [Sistem Nasional Nasional dan - - 125 Kab/Kota | 125 Kab/Kota | 264 Kab/Kota
y a Bencana
Bencana
03.02.02.001 - OM
Penyelenggaraan Sistem Jumlah OM Penyclenggaraan Sistem Komunikasi
RO |Komunikasi Nasional Nasional Pelindungan Masyarakat dan - - - 125 Kab/Kota | 125 Kab/Kota
n Bencana
Bencana
03.02.02.001 -
Ro |Lembaga/Instansi yang Jumlah Lembaga,Instansi yang Terintegrasi Sistem | 5 oo 2 Lemboga 2 Lembaga 2 Lembaga 2 Lembaga
Terintegrasi Sistem Informasi | Informasi Kebencanaan
Ro [03:02:02.001 - Sistem Jumlah Sistem Informasi Kebencanaan (OM) 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit
Informasi Kebencanaan (OM)
003 - Pengembangan Regulasi,
ProP  |Kelembagaan, Tata Kelola, dan
Pendanaan
03.02.02.003 - Rancangan
Peraturan Presiden tentang  |Jumlah Rancangan Peraturan Presiden tentang
RO [Sistem Komunikasi Nasional |Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan 1 Perpres - -
da ¥ dan Bencana
Bencana
03.02.02.003 - Rekomendasi |,y 1ah Rekomendasi Kebijakan Peta Jalan terkait | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi
RO |Kebijakan Peta Jalan Siskomnas PMPB Kebijakan Kebijakan - - -
terkait Siskomnas PMPB
RO ggi)ﬁfiogi{’K:;s‘ll‘l“’;:i“d“‘ Jumlah Rekomendasi Kebijakan Perlindungan . 1 1 1 1
Denbgima porangkat digital | Peneguna Perangkat Dalam Negeri Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan
005 - Pengembangan dan
ProP  |Pemanfaatan Aplikasi
Superplatform
03.02.02.005 - Fasilitasi
RO |integrasi K/L/D dengan Jumlah Fasilitasi integrasi K/L/D dengan Layanan - 50 Lembaga | 50 Lembaga | 50 Lembaga | 50 Lembaga
,|Panggilan Darurat 112
Layanan Panggilan Darurat 112
23 ffho,fegonfe;m"ﬁ“;; Y278 | jumah Kab/Kota yang Sudah Terintegrasi Layanan
RO uda grasi Layana Panggilan Darurat 112 dan Sistem Informasi 26 Kab/Kota | 26 Kab/Kota | 26 Kab/Kota | 26 Kab/Kota | 26 Kab/Kota
Panggilan Darurat 112dan |,
S encana
Sistem Informasi Bencana
PP [06- istem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan
1. Pertumbuhan PDB subsektor aplikasi dan gim
o |0%- Penguatan Bkosistem 2. Pertumbuhan ekspor subsektor aplikasi dan
pei e 3, Jumlah tenaga kerja subsektor aplikasi/dan
gim
prop |02 - Pengembangan Pendidikan
Subsektor Aplikasi dan Gim
Pengembangan dan pertumbuhan industri gim
; 5 - Akselerator dap | melalui penyediaan berbagai layanan dan sumber 40 Daerah 40 Daerah 40 Daerah 25 Daerah
RO fﬁ(’ﬁ?}ﬁifﬁm’\k“b“‘m dan | 4o va, seperti pelatihan, pendampingan bisnis, - (Prov/Kab/Kota | (Prov/Kab/Kota | (Prov/Kab/Kota | (Prov/Kab/Kota
8 mentoring, akses ke teknologi, serta jaringan ) ) ) )
kolaborasi dengan pelaku industri.
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Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

KEGIATAN

PRIOIESIATAN PENUGASAN INDIKATOR ALOKASI APBN (dalam juta rupiah) ALOKASI NON-APBN (dalam juta rupiah) TOTAL (dalam juta rupiah)
PRIORITAS (Indikator KP/Indikator RO) 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029
04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi,
Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan
Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang EONCEY B00 LYY SIHTEY 80,000 S (80:000 Sy
Disabilitas
PP [19- Gender, dan dari
I — e | T | e | i | i
KP |Aktif Perempuan di Ekonomi |03 - Indeks Literasi Digital 522 S5 LEE2 9A8 578
[ 3,60 3,64 3,68 3,72 3,76

001-Perluasan Kesempatan
ProP  |Kerja dan Pemajuan
Kewirausahaan Perempuan

RO |0#.19.03.001 - Fasilitasi litersi_|Jumlah peserta pelatihan literasi digital kelompok . 200.000 orang | 200.000 orang | 200.000 orang | 200.000 orang
digital untuk kelompok rentan_|rentan




KEGIATAN
PRIORITAS/PROYEK

PRIORITAS

05 - Melanjutkan Hilirisasi d:
Meningkatkan Nilai Tambah

di Dalam Negeri
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Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

ALOKASI APBN (dalam juta rupiah) ALOKASI NON-APBN (dalam juta rupiah)

PENUGASAN INDIKATOR
(Indikator KP/Indikator RO)

TOTAL (dalam juta rupiah)

2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028

lan Mengembangkan Industri Berbasis SDA untuk

72,950 38,526 41,279

44,667 40,638 72,950 38,526 41,279 44,667

PP |05- Domestik, dan Ekspor serta dalam Rantai Nilai Global
03 - Peningkatan Daya Saing
KP  |SDM dan Penyedia Jasa 02 - Pertumbuhan sektor Pos Logistik*
Logistik
02 Peningkatan Produktivitias
ProP |dan Daya Saing Penyedia Jasa
Logistik
RO |05.03.03.02 - Layanan Publik |Persentase Penanganan Pengajuan Proses Perizinan 100% 100% 100% 100% .
Bidang Pos Pos.
kp |05 - Peninghatan Ekspor Jasa |01 - Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, 3,12 Miliar | 3,41 Miliar | 3,71 Miliar | 4,01 Miliar
dan Produk Kreatif dan informasi* USD USD USD USD
004 - Penguatan SDM dan
ProP |Pendampingan Pengembangan
Perdagangan Jasa
05.05.05.004 - Fasilitasi
RO |Pengembangan data center dan il‘:':fh Fasilitasi Pengembangan data center dan - 1 Industri 1 Industri 1 Industri 1 Industri
clou
05.05.05.004 - Layanan
perizinan spektrum frekuensi |Jumlah Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi
RO |[radio, SOR, Sertifikasi Radio, Sertifikasi Operator Radio dan sertifikasi alat - 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan
Perangkat, Data Center, Cloud |dan/atau perangkat digital
dan ikasi Khusus
05.05.05.004 - Layanan ;
RO | ajian Peranghat Digital | miah Laporan Hasil Uji - 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan
gf;qos‘.?asl.‘ogg mié‘ﬁ“(‘)“‘;: dan  |Jumlah Lembaga yang Terfasilitasi Pengujian untul
RO '8! s Inovasi dan Pengembangan Perangkat Digital Dalam - 1 Industri 1 Industri 1 Industri 1 Industri
Pengembangan Perangkat Negeri
Digital Dalam Negeri 8
005 - Promosi Ekspor Jasa dan
ProP  |Pendampingan Pengembangan
Perdagangan Jasa
. . Total jumlah startup digital yang diakselerasi
RO 3.5'05 05.005 - Fasilitasi Digital | oo ot 2i1can dengan fase startup dan sektorfindustri| 7 Startup - -
‘echnopreneur
prioritas
S Total jumlah startup digital yang diakselerasi N
RO 05.05.05.003. Startup Digital diseunikan dengan fase startup dan sektor/industri N 150 St:artup 150 Sl‘anup 150 Startup 150 $lar[up
Terakselerasi Digital Digital Digital Digital
prioritas
Peningkatan daya saing dan percepatan
. pertumbuhan industri gim nasional melalui berbagai
RO x’sojé?;‘?gfm; 35‘01‘::'8 bentuk dukungan, seperti inkubasi, mentorship, 20 Startup - - - -
P akses infrastruktur, business matchmaking, serta
promosi ke pasar global.
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Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

TOTAL (dalam juta rupiah)

KEGIATAN PENUGASAN INDIKATOR ALOKASI APBN (dalam juta rupiah) ALOKASI NON-APBN (dalam juta rupiah)
PRIORITAS/PROYEK Indikator KP/Indikator RO
PRIORITAS {Indikator KF/Indikator RO) 2026 2027 2028 2027 2028
06 - Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, I
Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan ”

2025 2027 2028

2026

2029

2029 2025 2026

2,000

2,000

01 - Peran Wilayah
KBI sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang
01 - Pembangunan Wilayah  |Inklusif dan Berkelanjutan

02 -

KP

Metropolitan Peran Wilayah
KTI sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang
Inklusif dan Berkelanjutan
prop |05 - Peningkatan Kualitas
Wilayah Metropolitan Semarang
brop |07 - Peningkatan Kualitas
Wilayah Metropolitan Denpasar

08 - Peningkatan Kualitas
ProP  Wilayah Metropolitan
Banjarmasin
09 - Peningkatan Kualitas
Wilayah Metropolitan Makassar

ProP

acral acrah cral acral
RO g;g;‘gt’y‘fe‘;“fﬁ:‘:"'"ga" iz':g:;::’“”“ Kota Yang Menerapkan Use Case (Prov/Kab/Kota | (Prov/Kab/Kota | (Prov/Kab/Kota | (Prov/Kab/Kota
o . |




211

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029

rmonxml;f::umx T ALOKASI APBN (dalam juta rupiah) ALOKASI NON-APBN (dalam juta rupiah) TOTAL (dalam juta rupiah)
PRIORITAS (e P 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028
07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hllkum, o S, S e
e e e 14,234 19,837 26,665 28,961 33,714 14,234 19,837 26,665 28,961
PP__|03 - Peng dan Penegakan Hukum
01 - Tingiat implementast keadilan restoratif
KP 02 - Penerapan dan dalam penegakan hukum
Penegakan Hukum 02 - Persentase penyelesaian eksekusi putusan
perdata
01 - Penerapan dan Penegakan
prop |Hulkum Pidana Terpadu dengan
Dukungan Tl dan Berperspektif
Restoratif
. gzogg‘f'?l 'ds"l')‘::"; Pf“‘"‘la“ Sistem yang menghubungkan peradilan pidana 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem
ana ferpadu berbasis berbasis teknologi informasi antar instansi pusat Informasi Informasi Informasi Informasi Informasi
Teknologi Informasi
PP [10- intah Digital
02 - Penguatan Teknologi |01 - Persentase Instansi K/L/Prov yang
KP  |pemerintah Digital Terhubung dengan JIP* 90% 92% 4% 96% 100%
01 - Penguatan Infrastruktur
ProP | pemerintah Digital
07.10.02.01 - Jaringan Intra__ | Persentase Instansi K/L/Prov yang Terhubung 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem
RO !
Pemerintah dengan JIP Informasi Informasi Informasi Informasi Informasi
07.10.02.01 - PM . . 1 Peraturan
RO [Pehyelenggarasn Puset Data | Jamish Peraturan Menter yang dibust dan . 1 Peraturan ot . .
itetapkan Menteri
Nasional
07.10.02.01 - PM Standar
Ro  |Teknis Prosedur Pembangunan |Jumlah Peraturan Menteri yang dibuat dan 1 Peraturan : : : .
dan Pengembangan Aplikasi  |ditetapkan Menteri
SPBE
; o 1 Peraturan
07.10.02.01 - PM Manajemen | ;,, 1., peraturan Menteri yang dibuat dan 1 Peraturan Menteri
RO [Aset TIK dan Manajemen P - - -
Layanan SPBE itetapkan
02 - Penguatan Teknologi |02 - Persentase K/L/D yang
KP | pemerintah Digital mengimplementasikan SPLP* 5% 7% 9% ey 15%
pbrop |02 - Penguatan Aplikas
Pemerintah Digital
07.10.02.02 - Sistem Penyediaan sistem interoperabilitas antar IPPD dan 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem
RO |Penghubung Layanan -
pengembangan SPLP Informasi Informasi Informasi Informasi Informasi
Pemerintah
07.10.02.02 - OM Sistem
RO |Penghubung Layanan ﬁ:gﬁz‘;‘g’gﬂas“’“al dan pemeliharaan SPLP 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
Pemerintah (SPLP) pa
kp |0%- Transformasi Digital 001 - Jumlah layanan publik prioritas yang
Layanan Publik Prioritas dalam portal ‘publik
prop |01 - Pengembangan Layanan
Publik Prioritas berbasis Digital
RO |07.10.04.01 - Portal Pelayanan |Sistem portal terpadu untuk berbagai layanan publik| 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem
Publik prioritas yang akan dikerjakan oleh Goviech Peruri Informasi Informasi Informasi Informasi Informasi
brop |03 - Penguatan Layanan
Administrasi Pemerintahan
N Portal terpadu untuk keperluan administrasi N N
RO |07-10.04.03 - Portal Layanan  [POE achs e KR o S vtech . . 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem
Administrasi Informasi Informasi Informasi
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Lampiran 3: Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

No.

Arah Kerangka Regulasi
dan/atau Kebutuhan

Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian

Unit Penanggung jawab

Unit Terkait/Institusi

Target Penyelesaian

Undang-undang

1

Rancangan Undang-Undang
tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan kajian oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik pada tahun anggaran 2023,
ada permasalahan pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (UU KIP) yang teridentifikasi dari aspirasi para pemangku kepentingan, mulai dari Komisi Informasi,
PPID pada badan publik K/L, sampai dengan jaringan LSM yang menggunakan UU KIP (Freedom of
Information Network Indonesia/FOINI). Beberapa permasalahan yang teridentifikasi berada pada tataran
norma yang diatur dalam UU KIP, misalnya ambiguitas fungsi Komisi Informasi Pusat antara kuasi yudikatif
(penyelesaian sengketa informasi publik) atau kuasi eksekutif sehingga penyelesaian sengketa informasi publik
banyak terhambat.

Dalam perkembangannya, terdapat permohonan informasi yang dilakukan dengan itikad yang tidak baik
(vexatious request). Permohonan seperti ini membebani badan publik karena jumlahnya yang terlalu banyak
dan mengalihkan fokus dari permintaan informasi yang lebih substansial. Struktur UU KIP yang ada belum
mempertimbangkan sikap terhadap vexatious request. Selain itu, perkembangan lanskap informasi publik dan
badan publik menyebabkan definisi serta ruang lingkup keduanya perlu ditinjau ulang. UU KIP juga beberapa
kali telah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa pihak.

Berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan, terdapat lima tipologi permasalahan pelaksanaan UU KIP,
sebagai berikut:

- Kekosongan pengaturan, seperti ketiadaan pengaturan persyaratan dan prosedur permohonan informasi
yang dibutuhkan, dan pengaturan tata cara uji konsekuensi yang lebih terperinci dan terukur.

- Pengaturan yang ada memiliki jangkauan yang terbatas, seperti definisi dan ruang lingkup pemohon
informasi dan

badan publik.

- Pengaturan yang sulit diimplementasikan, seperti klasifikasi informasi yang cenderung tidak sederhana,
menyulitkan

kepatuhan badan publik, dan menyulitkan bagi pembacaan pemohon informasi.

- Pengaturan yang sumir dan mempersulit efektivitas implementasi, seperti permasalahan desain Komisi
Informasi yang kedudukan dan kewenangannya sumir, tumpang tindih dengan fungsi pemerintah, dan perlu
penguatan independensi dan instrumen untuk mengefektifkan kewenangan.

- Implementasi semata bukan normatif, beberapa permasalahan lain dalam naskah akademik bersifat
permasalahan pelaksanaan semata tidak berkaitan dengan kebutuhan revisi norma dalam UU KIP.

Pihak lain seperti Komisi Informasi Pusat dan FOINI telah melaksanakan kajian terhadap UU KIP. Hasil kajian
menunjukkan kebutuhan untuk melaksanakan revisi terhadap UU KIP. Hasil kajian diserahkan kepada
Kementerian Komunikasi dan Informatika c.q. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik untuk
dilakukan sintesis dalam Naskah Akademik revisi UU KIP.

Direktorat Jenderal
Komunikasi Publik dan Media
(Direktorat Informasi Publik)

- Komisi Informasi Pusat

- Biro Humas/ Komunikasi
Publik di K/L

- Dinas Kominfo di
Provinsi/Kabupaten/ Kota
- Kementerian PPN/Bappenas
- Kementerian Koordinator
bidang Polkam

- Kementerian PAN/RB

. Kementerian Keuangan

. Kementerian Hukum

2025: Penyusunan RUU dan
pembahasan PAK.

2026: Penyelarasan NA dan
RUU & Harmonisasi RUU.

2027: Harmonisasi RUU dan
kesiapan teknis untuk
Prolegnas Prioritas.

2028: Masuk Prolegnas
Prioritas, Pembahasan di DPR,
dan Penetapan RUU.

Rancangan Revisi UU Pos

UU Pos yang berlaku saat ini (UU No. 38 tahun 2009 tentang Pos) disusun sebelum era ekonomi digital/
e-commerce. Perubahan lanskap teknologi, kebutuhan masyarakat, serta persaingan global menuntut
penyesuaian regulasi untuk menjawab tantangan baru.

Direktorat Jenderal Ekosistem
Digital (Direktorat Pos dan
Penyiaran)

.Kementerian Komdigi:
Sekretariat Jenderal
- Biro Hukum

Ditjen Ekosistem Digital:

- Sekretariat Direktorat
Jenderal Ekosistem Digital

- Direktorat Pos dan Penyiaran
- Direktorat Pengendalian
Ekosistem Digital

.Kementerian koordinator
bidang Hukum.
.Kementerian Perhubungan
.Kementerian Perdagangan
.Kementerian Keuangan

2026:

penyusunan Naskah
Akademik dan DIM

2027:

Penyusunan Rancangan Revisi
Undang-Undang

2028:

Pembentukan dan
Pembahasan dalam PAK
2029:

Pembahasan di DPR dan
penyelesaian revisi UU Pos
*penyelesaian tergantung DPR
karena RUU ini merupakan
inisiatif DPR
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Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

No.

Arah Kerangka Regulasi
dan/atau Kebutuhan

Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian

Unit Penanggung jawab

Unit Terkait/Institusi

Target Penyelesaian

Peraturan Pemerintah

Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang
Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun
2021 tentang Pos,
Telekomunikasi, dan
Penyiaran

a. Ketentuan terkait bentuk kerja sama penggunaan slot multipleksing perlu disesuaikan sebagai dampak
Putusan MA yang membatalkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos,
Telekomunikasi, dan Penyiaran.

b. Penyesuaian terhadap penyelenggaraan penyiaran saat ini dengan merubah ketentuan terkait peluang
usaha

c. Penyesuaian ketentuan teknis penyelenggaraan telekomunikasi, antara lain terkait Hak Labuh SKKL

Direktorat Jenderal Ekosistem
Digital (Direktorat Pos dan
Penyiaran)

Setjen Kementerian Komdigi:
- Biro Hukum

Ditjen Infrastruktur Digital:

- Sekretariat Direktorat
Jenderal Infrastruktur Digital
- Direktorat Akselerasi
Infrastruktur Digital

- Direktorat Penataan
Spektrum Frekuensi Radio,
Orbit Satelit, dan
Standardisasi Infrastruktur
Digital

- Direktorat Strategi dan
Kebijakan Infrastruktur Digital
- Direktorat Pengendalian dan
Infrastruktur Digital

Ditjen Ekosistem Digital:

- Sekretariat Direktorat
Jenderal Ekosistem Digital
- Direktorat Pos dan
Penyiaran

2027

Stakeholder Internal

2024:
Ditargetkan diserahkan ke
Kementerian Hukum dan HAM

Terdapat kebutuhan akan peraturan turunan sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-undang Nomor 27 Pemerintah . S
. . S . . . . untuk diharmonisasi.
Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi di antaranya terkait Pasal 46 (pejabat/petugas pelindungan . - Kementerian
: . . . Direktorat Jenderal
data pribadi), Pasal 49 (transfer), Pasal 50 (pengenaan sanksi), dan Pasal 58 (peran pemerintah). .. - Lembaga/Badan
Rancangan Peraturan Pengawasan Ruang Digital 2025:
. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal - > Stakeholder Eksternal PO
2 |Pemerintah tentang (Direktorat Strategi dan . Fasilitasi pembahasan
. . . 34 ayat (3), Pasal 48 ayat (5), Pasal 54 ayat (3), Pasal 56 ayat (5), Pasal 57 ayat (5), dan Pasal 61 o Pemerintah s .
Pelindungan Data Pribadi X X . Kebijakan Pengawasan Ruang . harmonisasi di Kementerian
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, perlu menetapkan Peraturan Dicital - Praktisi, pelaku usaha dan Hukum sampai ditetapkan
Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data gital asosiasi e pai ditetap
. X . Presiden.
Pribadi. - Masyarakat sipil
- Akademisi 2026:
Bimtek peraturan RPP PDP
Dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 13, Pasal 13A, Pasal 17, Pasal 18A dan Pasal 40 Undang-Undang 2025
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang . Kementerian Hukum dan Kajian dan rekomendasi
Informasi dan Transaksi Elektronik, Pemerintah perlu menyusun Peraturan Pemerintah tentang Perubahan HAM kebijakan
Rancangan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. . -
. . . Kementerian Komdigi
Pemerintah tentang Direktorat Jenderal - Kementerian Sekretariat 2026
Perubahan atas Peraturan Selanjutnya, terdapat beberapa pasal tindak lanjut pengajuan izin prakarsa revisi PP 71/2019 pada tahun Pengawasan Ruang Digital Negara Rekomendasi dan penyusunan
3 |Pemerintah Nomor 71 Tahun |2024 yang terkait dengan topik penguatan Tata Kelola Data Penyelenggaraan Sistem Elektronik, meliputi: (Direktorat Strategi dan g draft

2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik

- Pasal 14 (PDP)

- Pasal 20 (Penempatan Data dan Klasdat PSE Publik)
- Pasal 21 (Penempatan Data PSE Privat)

- Pasal 24 (Keamanan Informasi)

- Pasal terkait Fasilitas Infrastruktur

- Pasal 100 (Sanksi Administratif)

Kebijakan Pengawasan Ruang
Digital)

- Sekretariat Kabinet

- Otoritas Jasa Keuangan
- Bank Indonesia

- Badan Siber dan Sandi
Negara.

2027

PAK dan diserahkan ke
Kementerian Hukum untuk
dilakukan harmonisasi




214 -

Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

Arah Kerangka Regulasi

No dan/atau Kebutuhan Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
Regulasi
2026:
1. Melakukan kajian
rekomendasi kebijakan terkait
ekosistem digital
2027
2. Melakukan kajian naskah
- Komisi Pengawas Persaingan |akademik Rancangan
Usaha Peraturan Pemerintah tentang
Rancangan Peraturan Diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait peran pemerintah dalam mendorong terciptanya ekosistem digital |Direktorat Jenderal Ekosistem |- Kementerian Perdagangan Ekosistem Digital.
4 Pemerintah tentang yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif sesuai amanat Pasal 40A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Digital (Direktorat - Penyelenggara Sistem 2028:
Pengembangan Ekosistem tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Pengembangan Ekosistem Elektronik (PSE) Lingkup 1. Ditargetkan pembahasan
Digital Indonesia Elektronik. Digital) Privat PAK (Panitia antar
- Masyarakat (konsumen Kementerian).
Indonesia) 2. Perumusan materi muatan
kebijakan Rancangan
Peraturan Pemerintah tentang
Ekosistem Digital.
2029:
1. Harmonisasi dengan
Kementerian Hukum.
Berdasarkan kajian oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik pada tahun anggaran 2023, . Komisi Inf | Pusat
terdapat permasalahan pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan . BQrm:; n orm}a{151 S.i .
Informasi Publik (UU KIP) yang teridentifikasi dari aspirasi para pemangku kepentingan, mulai dari Komisi Pu&o gmas/ omunixast
Lo X . X X ik di K/L
Informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada badan publik Kementerian/Lembaga, . . .
sampai dengan jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menggunakan UU KIP (Freedom of . ) Dm'as K ominfo di
Rancangan Peraturan Inf tion Network Ind ia/ FOINT Direktorat Jenderal Provinsi/Kabupaten/ Kota 2028-2029: P
5 |Pemerintah tentang nformation Network Indonesia/ ): Komunikasi Publik dan Media |- Kementerian PPN/ Bappenas - renyusunan

Pelaksanaan Revisi UU KIP

Kajian menyimpulkan perlunya revisi atas UU KIP dan secara spesifik terhadap pasal-pasal dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (PP 61/2010) yang masih berlaku saat ini. Beberapa masalah yang telah
diidentifikasi terkait pengaturan lebih ketat atas jangka waktu dalam pelayanan informasi dan penyelesaian
sengketa, serta pengaturan detail lain seperti rincian jenis informasi publik yang diatur dalam PP 61/2010.

(Direktorat Informasi Publik)

- Kementerian Koordinator
bidang Polkam

- Kementerian PAN/RB

. Kementerian Hukum

Kajian dan draf RPP.
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Arah Kerangka Regulasi

No dan/atau Kebutuhan Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
Regulasi
Setjen Kementerian Komdigi:
- Biro Hukum
Ditjen Infrastruktur Digital:
a. Dampak atas Putusan MA yang membatalkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 - Sekretariat Direktorat .
o . . Jenderal Infrastruktur Digital
R tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, bahwa LPP, LPS, dan/atau LPK menyediakan layanan program R .
ancangan Peraturan X . N X N ST : - Direktorat Akselerasi
. siaran dengan menyewa slot multipleksing kepada penyelenggara multipleksing menjadi tidak mempunyai .
Pemerintah tentang . ; i X N ¥ N Infrastruktur Digital
kekuatan hukum mengikat yang artinya norma wajibnya hilang. Sehingga penggunaan slot multipleksing perlu/|.. . .
Perubahan atas Peraturan diat tuk lind i hak 1 X beker: d 1 ltinleksi Direktorat Jenderal Ekosistem |- Direktorat Penataan
6 |Pemerintah Nomor 46 Tahun | @tUr untuk meindungl hak ‘ayanan program siaran yang bexerja sama dengan penyelenggara muttipiexsing. Digital (Direktorat Pos dan Spektrum Frekuensi Radio, 2028

2021 tentang Pos,
Telekomunikasi, dan
Penyiaran

b. Untuk mengakomodir kendala-kendala dalam penyelenggaraan penyiaran, serta penyesuaian dengan
perkembangan regulasi dalam rangka pemanfaatan teknologi penyiaran berbasis digital, seperti radio digital
dan platform lainnya.

c. Penyesuaian pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap isi siaran yang dilakukan oleh
Lembaga Penyiaran seharusnya menjadi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bukan Menteri.

Penyiaran)

Orbit Satelit, dan
Standardisasi Infrastruktur
Digital

- Direktorat Strategi dan
Kebijakan Infrastruktur Digital
- Direktorat Pengendalian dan
Infrastruktur Digital

Peraturan Presiden

Rancangan Peraturan
Presiden tentang Pedoman
Pembangunan dan
Penggunaan Bersama
Infrastruktur Pasif Sektor
Telekomunikasi

a. Berlakunya peraturan perundang- undangan mengatur tentang bangunan gedung yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002
tentang Bangunan Gedung, dan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menciptakan nomenklatur baru dari
perizinan membangun gedung yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan
Gedung (PBG) serta adanya perubahan-perubahan yang mendasarinya.

b. Peraturan yang berlaku saat ini tentang Menara Telekomunikasi diatur secara umum pada Peraturan
Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Pasal 22) dan Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Pasal 20)
sebagai “Infrastruktur Pasif’, yang artinya belum ada pedoman secara khusus tentang ketentuan teknis
pembangunan dan pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi yang dapat dijadikan landasan hukum bagi
tower provider dan menjadi acuan pemerintah daerah dalam menerbitkan peraturan daerahnya
masing-masing, sehingga kekosongan ini berimplikasi pada terdapatnya peraturan daerah yang dinilai tidak
berimbang antara kebutuhan konektivitas masyarakat dengan regulatory cost yang tinggi.

Direktorat Jenderal
Infrastruktur Digital
(Direktorat Akselerasi
Infrastruktur Digital)

Kementerian Komdigi:
Sekretariat Direktorat
Jenderal Infra Digital
Biro Hukum, Sekretariat
Jenderal Komdigi
Direktorat Akselerasi
Infrastruktur Digital
Direktorat Strategi
Kebijakan Infrastruktur Digital

K/L terkait:

[l Kementerian Dalam Negeri
[l Kementerian PUPR

[l Kementerian ATR/BPN

[l Kementerian Koordinator
bidang Polkam

[ Kementerian Koordinator
bidang Perekonomian

[l Kementerian Koordinator
bidang Marinves

2025 : melakukan kajian dan
menyiapkan draft RPerpres

2026: pengusulan ke dalam
Progsun dan pembahasan
RPerpres

2027: pembahasan RPerpres
dan penetapan RPerpres

Rancangan Peraturan
Presiden tentang
Kelembagaan Pelindungan
Data Pribadi

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan
Data Pribadi (UU PDP) mengenai pembentukan lembaga yang menyelenggarakan Pelindungan Data Pribadi.
Selain itu, mempertimbangkan Ketentuan Peralihan UU PDP terkait efektif berlakunya ketentuan pemrosesan
Data Pribadi berdasarkan UU PDP pada dua tahun setelah UU PDP diundangkan, yakni pada Oktober 2024.

Direktorat Jenderal
Pengawasan Ruang Digital
(Direktorat Strategi dan
Kebijakan Pengawasan Ruang
Digital)

- Kementerian PAN-RB
(Pemrakarsa)

- Kementerian Komdigi

- Kementerian Sekretariat
Negara

- Kementerian Hukum

- Kementerian Keuangan
- BSSN

- Sekretariat Kabinet

- Kementerian/Lembaga
terkait lainnya

2024:

RPerpres telah disampaikan
ke KemenPAN-RB pada bulan
Mei 2024.

2025:

Fasilitasi pembahasan di
KemenPAN-RB dan
harmonisasi di Kemenkum
sampai di tetapkan Presiden
Tahun 2025.
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Arah Kerangka Regulasi

No. dan/atau Kebutuhan Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
Y
Regulasi
Penyusunan RPerpres SKPN berangkat dari permasalahan sebagai berikut:
- Beberapa kebijakan pemerintah tidak dikomunikasikan dengan baik sehingga mengakibatkan kebingungan
dan kerancuan informasi di kalangan masyarakat, serta menimbulkan anggapan bahwa aspirasi publik tidak
didengarkan
- Penggunaan media, terutama media sosial pemerintah belum maksimal untuk mencapai efektivitas )
A . R Internal:
komunikasi publik - Biro Humas Kementerian
- belum adanya standardisasi kelembagaan komunikasi publik, terutama di K/L Komdigi
- terbatasnya sumber daya komunikasi publik di Badan Publik Negara, baik dalam hal anggaran, SDM,  Direktorat di Ditjen KPM
maupun teknologi
- adanya kekosongan regulasi komunikasi publik di Indonesia, karena saat ini regulasi yang ada bersifat .
. X y ; Eksternal:
parsial dan tidak sistemik. . . .
. - Biro Humas/ Komunikasi
Rancangan Peraturan . . o . . . . Dlrekto?'at qendelfal . |Publik di K/L 2025:
. . Praktik saat ini, pengelolaan komunikasi publik oleh pemerintah mengacu pada keberadaan Instruksi Presiden |Komunikasi Publik dan Media . . X .
3 |Presiden tentang Sistem o . N . . - Dinas Kominfo Ditargetkan selesai dan
Komunikasi Publik Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik (Inpres 9/2015). Berdasarkan evaluasi (Direktorat Komunikasi Provinsi/Kabupaten ditetapkan pada 2025
implementasi Inpres 9/2015 tersebut, publik lebih dimaknai sebagai entitas pasif ketimbang aktif dalam Publik) /Kota p b p :
komunikasi publik, sehingga layanan komunikasi dan layanan masyarakat terabaikan. Pendekatan .
. . . > . . . - Kementerian PPN/Bappenas
komunikasi publik yang dilakukan cenderung top down ketimbang bottom up. Kondisi ini mencerminkan fokus X .
. . . A e N 5 . - Kementerian Sekretaris
yang sempit hanya pada diseminasi informasi, citra dan reputasi pemerintah saja, sedangkan kepercayaan dan Negara
dukungan publik terabaikan & . .
- Kementerian Koordinator
Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional (RPerpres SKPN) bidang Poll}ukarg
o . . s - Sekretaris Kabinet
berusaha menguatkan komunikasi publik untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat,
sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
2025-2045. Salah satu aspek penting adalah yang akan diatur dalam RPerpres SKPN tersebut adalah proses
komunikasi strategis, komunikasi krisis, layanan komunikasi publik, serta akuntabilitas komunikasi publik
pada tingkat nasional.
a.Indonesia berada di kawasan Asia Pasifik yang rawan bencana dengan jumlah korban jiwa dan kerugian
ekonomi yang signifikan.
b. Amanah konstitusi pada Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan pemerintah untuk melindungi .
N L. . X K/L/D/I terkait:
seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam kondisi darurat seperti bencana, kedaruratan medis, dan K ian PPN/B
keamanan. Kementer}an o /Bappenas
c. Dalam situasi bencana, waktu sangat krusial; sistem komunikasi yang cepat dan andal dibutuhkan untuk ementer}an euangan
X . . X . X Kementerian Dalam Negeri
menyebarkan informasi kepada pihak terkait demi pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Kementerian PUPR
Kondisi saat ini, sistem komunikasi yang ada masih bergantung pada jaringan konvensional, tidak terintegrasi .
Rancangan Peraturan . . L L : o . R . Kementerian Kesehatan
X . dan tidak efisien dalam mendukung koordinasi saat bencana. Selain itu, Sistem komunikasi seperti radio, Direktorat Jenderal . 2025: melakukan pembahasan
Presiden tentang Sistem : - . . . . X . L Kementerian ESDM X N
. . g informasi bencana, dan layanan darurat 112 belum terintegrasi, sehingga menghambat efektivitas koordinasi |Infrastruktur Digital . kembali dengan K/L terkait
4 |Komunikasi Nasional X . . Kementerian PMK
Pelindungan Masyarakat dan antar lembaga terkait. (Direktorat Akselerasi Kementerian Polkam
P d. Dengan adanya permasalahan tersebut, International Telecommunication Union (ITU) merekomendasikan Infrastruktur Digital) . 2026: penetapan RPerpres
enanggulangan Bencana N . A N 3 . N Kementerian LHK
pengembangan sistem komunikasi terpadu untuk keperluan Public Protection and Disaster Relief (PPDR). K L.
R X . X . o . i . epolisian RI
Konsep Siskomnas PMPB dirancang untuk mengintegrasikan sistem komunikasi radio, penyampaian informasi TNI
bencana, dan layanan 112; membangun jaringan broadband khusus serta pusat pengendali (command center).
X X X s s BMKG
e. Siskomnas PMPB mencakup tiga sistem, yang kondisi eksisting dan rencana pengembangannya adalah BNPB
sebagai berikut: BASARNAS
Sistem Penyampaian Informasi PMPB/ Early Warning System (EWS)
Sistem Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
Sistem Komunikasi Radio PMPB
K/L terkait:
Kementerian Dalam Negeri |55, melakukan kajian dan
Kementerian Keuangan menyiapkan draft RPerpres
Data center berperan penting dalam menangani trafik data dan konten sehingga layanannya dapat diakses Kementerian Kelautan dan yiap p
oleh pengguna internet. Data center ini dapat digunakan untuk banyak tujuan baik hanya sekedar keperluan . Perikanan
Rancangan Peraturan > . X X o X Direktorat Jenderal = .
X web hosting, penyimpanan data, cloud computing, bahkan hingga penerapan Al. Data center ini berkaitan erat .. Kementerian BUMN )
Presiden tentang Peta Jalan X . . . . NS . |Infrastruktur Digital . . 2027: pengusulan ke dalam
dengan SKKL sebagai gateway data ke/dari luar negeri. Lokasi data center ke depan diharapkan terdistribusi . . Kementerian PUPR
5 |dan Pengembangan (Direktorat Strategi dan Progsun dan pembahasan

Infrastruktur Data Center dan
Sistem Komunikasi Kabel
Laut

di beberapa wilayah Indonesia untuk meminimalkan delay dalam mengakses layanan maupun sebagai
kehandalan/ketangguhan penyediaan layanan. Saat ini belum ada peta jalan atas infrastruktur data center
maupun SKKL sehingga penanganan rencana investasi data center maupun SKKL masih ditangani sebagai
case-by-case.

Kebijakan Infrastruktur
Digital)

[l Kementerian ATR/BPN

[l Kementerian Koordinator
bidang Polhukam

[l Kementerian Koordinator
bidang Perekonomian

[l Kementerian Koordinator
bidang Marinves

RPerpres

2028: pembahasan RPerpres
dan penetapan RPerpres
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No.

Arah Kerangka Regulasi
dan/atau Kebutuhan

Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian

Unit Penanggung jawab

Unit Terkait/Institusi

Target Penyelesaian

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital

Rancangan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Digital
terkait Tabel Alokasi
Spektrum Frekuensi Radio
Indonesia

Penyusunan Peraturan Menteri tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TASFRI)
dilatarbelakangi oleh perlunya pembaruan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12
Tahun 2022. Regulasi tersebut belum mengakomodasi hasil World Radiocommunication Conference 2023
(WRC-23) yang telah dituangkan dalam Radio Regulations (RR) Edisi 2024, serta belum sepenuhnya selaras
dengan arah kebijakan nasional terkini terkait penggunaan spektrum frekuensi radio.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan layanan baru, pemerintah perlu segera mengadopsi
perubahan perencanaan penggunaan spektrum nasional berdasarkan hasil WRC-23, termasuk pita 2,6 GHz
untuk layanan IMT, pita 6 GHz untuk pengembangan Wi-Fi, serta beberapa pita HF (seperti 5228-5238 kHz
dan 13870-13884,5 kHz) untuk mendukung komunikasi radio perikanan. Di samping itu, kebutuhan untuk
memperkuat proteksi pita dinas satelit dari interferensi dinas lain, seperti di pita 3, 6, 7, dan 10 GHz, juga
menjadi pertimbangan penting. Pemanfaatan pita satelit untuk keperluan baru seperti Earth Stations in
Motion (ESIM), FSS Command and Non-Payload Communications (CNPC), serta penambahan pita baru untuk
FSS seperti di rentang 17 GHz menuntut penyesuaian segera pada alokasi nasional.

Berbagai kajian yang telah dilakukan, termasuk pembahasan dalam forum internasional seperti WRC, APG,
dan AWG, menjadi dasar dalam menentukan alokasi yang sesuai dengan kepentingan nasional. Meski tidak
semua isu global langsung diadopsi, pemilihan alokasi mempertimbangkan kondisi yang ada, tren teknologi,
kesiapan industri, dan infrastruktur dalam negeri.

Revisi ini tidak hanya menyangkut substansi alokasi, tetapi juga perbaikan struktur dan redaksional dokumen
agar lebih mudah dipahami, termasuk oleh kalangan non-teknis. RPM TASFRI diharapkan menjadi dasar
hukum yang kuat, mendorong efisiensi penggunaan spektrum, memberikan kepastian hukum, serta
mendorong investasi.

Urgensi harmonisasi semakin penting mengingat siklus empat tahunan WRC. Hasil WRC-23 yang telah
dipublikasikan dalam RR 2024 perlu segera diadopsi agar regulasi Indonesia tetap relevan dan responsif
terhadap dinamika global.

Direktorat Jenderal
Infrastruktur Digital
(Direktorat Penataan
Spektrum Frekuensi Radio,
Orbit Satelit, dan
Standardisasi Infrastruktur
Digital)

Direktorat Jenderal
Infrastruktur Digital

2025

Rancangan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika
terkait Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio untuk
Penyiaran berbasis Media
Satelit

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan
Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Pasal 13 mengatur bahwa Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio
Republik Indonesia (RRI) dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial dan melalui sistem
satelit, baik melalui analog maupun digital. Selain itu, untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 46 Tahun 2021. Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, yang mendefinisikan media penyiaran
diantaranya melalui media satelit, maka perlu disusun regulasi yang mengatur kebijakan spektrum frekuensi
radio penyiaran berbasis media satelit. Regulasi ini akan menjadikan Rancangan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Satelit dan Orbit Satelit
(RPM Satelit) yang sedang disusun tahun 2024 sebagai ketentuan umum dan akan mengatur khusus
penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyiaran berbasis satelit. Diharapkan dengan aturan ini akan
memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi dan hiburan dari penyiaran, terutama
lokasi-lokasi yang selama ini belum dijangkau dengan media terestrial.

Direktorat Jenderal
Infrastruktur Digital

Direktorat Jenderal Ekosistem
Digital (Direktorat Pos dan
Penyiaran)

2026

Rancangan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Digital
terkait Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio Pada Pita
Frekuensi Radio 2,6 GHz

Kondisi mobile broadband Indonesia saat ini sangat tertinggal terutama di wilayah ASEAN dimana Indonesia
berada di peringkat ke-9 dari 10 negara ASEAN dalam hal kecepatan unduh mobile broadband.

Pita frekuensi radio 2,6 GHz merupakan salah satu frekuensi mid-band dengan ekosistem 5G terbaik kedua
secara global setelah pita frekuensi radio 3,5 GHz. Penyediaan pita frekuensi radio mid-band seperti 2,6 GHz
dan 3,5 GHz sangat penting untuk mendukung peningkatan implementasi 5G di Indonesia termasuk
meningkatkan daya saing bangsa di ASEAN hingga global.

Dengan adanya pita frekuensi radio 2,6 GHz akan mendukung tercapainya target kecepatan internet jaringan
pitalebar bergerak (mobile broadband) sebesar 100 Mbps pada tahun 2029 sebagaimana tercantum dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Regulasi yang mengatur alokasi pita frekuensi radio 2,6 GHz terdapat dalam Peraturan Menteri Kominfo
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TASFRI), pada catatan kaki
INS 26 bahwa pita frekuensi 2500-2520 MHz dan 2670-2690 diutamakan untuk implementasi sistem
International Mobile Telecommunications (IMT) dan INS 27 bahwa Pita frekuensi radio 2520-2670 MHz
diutamakan untuk implementasi sistem International Mobile Telecommunications (IMT) sejak 1 Januari 2025.
Sebelumnya digunakan untuk Broadcasting Satellite Service (BSS) sampai dengan 31 Desember 2024.
Diharapkan dengan adanya regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita Frekuensi 2,6 GHz dapat
melaksanakan percepatan transformasi digital kepada masyarakat.

Direktorat Jenderal
Infrastruktur Digital
(Direktorat Penataan
Spektrum Frekuensi Radio,
Orbit Satelit, dan
Standardisasi Infrastruktur
Digital)

Direktorat Jenderal
Infrastruktur Digital

1. Direktorat Strategi dan
Kebijakan Infrastruktur Digital

2025
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Arah Kerangka Regulasi

No dan/atau Kebutuhan Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
Regulasi
Regulasi terkait penggunaan Spektrum Frekuensi Radio telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
Namun dalam perkembangannya, perlu dilakukan pemutakhiran substansi terkait bisnis proses perizinan,
R .| ketentuan operasional penggunaan spektrum frekuensi radio, dan penanganan Penerimaan Negara Bukan
ancangan Peraturan Menteri| . N . .
Komunikasi dan Digital Paj?k Biaya Hak Penyelengg‘aragn (P.NBP BHP) Frekuensi Radio dala“? raggka mendukqng kemud‘ahar} . Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal
4 . & perizinan berusaha dan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio. Perlunya dilakukan simplifikasi .. . 2026
terkait Penggunaan Spektrum X X . . X - L Infrastruktur Digital Infrastruktur Digital
Frekuensi Radio regulasi menglngat sagt ini masih ada beberapa peraturan, utamanya terkait prosedur perizinan, yang masih
berlaku dan saling beririsan.
Oleh karena itu, mengingat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pemenuhan
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, maka perlu diganti.
Ei:i?;ﬁ;gz‘;:%i ital Regulasi ini ditujukan untuk mengevaluasi dan mengganti peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri
5 |terkait Spektrum F;gel kuensi Komunikasi dan In.formatika quor 26 Tahun 2010 tente}ng Perencangan Penggunaan Pitg Frekuensi Ra'dio Direktorat Jendf:ljal D%n?ktorat Jenderal Ekosistem 2027
Radio untuk (Band Rlan) pgda Pita Fre}{uf:n51 Rad%o 300 MH; untuk Sistem Komunikasi Radlq Konvensional dan Studio-to- |Infrastruktur Digital Digital
Studio-to-Transmitter Link Transmitter Link yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi.
Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Izin Kelas
diperlukan untuk penyempurnaan terkait perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat dengan
perubahan sebagai berikut:
Rancangan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Digital 1. Menambahkan pita frekuensi lower 6 GHz (5925 - 6425 MHz). Hal ini dikarenakan kebutuhan untuk
terkait Perubahar{ atas penggunaan konektlwtgs menggunakan RLAN/ W?Fl yang terus menmgkat di plta frekuen‘m 5 GHz dap 2,4 GHz Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal
6 |Peraturan Menteri mengakibatkan semakin padatnya penggunaan di setiap kanalnya sehingga diperlukan pita frekuensi baru Infrastruktur Digital Infrastruktur Digital 2025
Komunikasi dan Informatika |untuk mengurangi kepadatan di pita tersebut. Selain itu penambahan pita frekuensi dapat meningkatkan
Nomor 2 Tahun 2023 tentang |throughput.
Izin Kelas
2. Menambahkan pita frekuensi non-beam WPT di pita frekuensi 300-405 kHz dan 1700-1800 kHz sesuai
dengan rekomendasi ITU-R SM.2129-1 guna penggunaan non-beam WPT dengan transfer daya yang lebih baik
dan efisien.
Kondisi mobile broadband Indonesia saat ini sangat tertinggal terutama di wilayah ASEAN dimana Indonesia
berada di peringkat ke-9 dari 10 negara ASEAN dalam hal kecepatan unduh mobile broadband.
Pita frekuensi radio 3,5 GHz merupakan salah satu frekuensi mid-band dengan ekosistem 5G terbaik secara
global. Penyediaan pita frekuensi radio mid-band seperti 2,6 GHz dan 3,5 GHz sangat penting untuk
mendukung peningkatan implementasi 5G di Indonesia termasuk meningkatkan daya saing bangsa di ASEAN
hingga global.
Rancangan Peraturan Menteri Regulasi yang mengatur alokasi pita frekuensi 3,5 GHzA terdapat dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12
Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuenm Radio Indor}esia (TASFRI), pada catatan kaki INS27A )
7 |terkait Pen Spekt dan INS28 bahwa pita frekuensi radio 3,5 GHz direncanakan dan diutamakan untuk IMT. Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal 2027
ggunaan Spektrum . . . I . L L
Frekuensi Radio Pada Pita Kpn({lm plta_l frekuensi radio 3,5 GHz saaF ini masih d1gunak§n untuk layanan satelit. Sa_at ini juga s_edarfg Infrastruktur Digital Infrastruktur Digital
Frekuensi Radio 3.5 GHz dikaji terkait skema ketentuan mengenai tata cara penghentian bertahap penggunaan pita frekuensi radio
’ 3400- 3700 MHz (downlink) untuk dinas satelit-tetap (Fixed-Satellite Service [FSS]) Extended C band. Selain
itu, telah dilaksanakan juga beberapa uji coba koeksistensi antara IMT dan satelit sepanjang tahun 2020
sampai dengan 2023 dengan melibatkan Akademisi, Operator Seluler dan Operator Satelit serta vendor
perangkat telekomunikasi.
Diharapkan dengan adanya regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita Frekuensi 3,5 GHz dapat
melaksanakan percepatan transformasi digital kepada masyarakat.
Internal:
[l Sekretariat Ditjen
Revisi Peraturan Menteri a. Perkembangan teknologi telekomunikasi; Inféisotr}iliirleggie tariat
Komunikasi dan Informatika |b. Mengakomodasi implementasi Teknologi Baru pada Penyelenggara Telekomunikasi; Direktorat Jenderal Jen deral ’
Nomor 14 Tahun 2018 c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Infrastruktur Digital Eksternal:
8 |tentang Rencana Dasar (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional di beberapa bagian sudah tidak relevan terhadap (Direktorat Strategi dan . 2026

Teknis (Fundamental
Technical Plan)
Telekomunikasi Nasional

perkembangan teknologi;
d. agar regulasi tetap implementatif, efektif, dan relevan dengan perkembangan teknologi, bisnis
telekomunikasi, dan peraturan yang berlaku.

Kebijakan Infrastruktur
Digital)

Kementerian Hukum dan
HAM

Para penyelenggara
telekomunikasi Asosiasi
Telekomunikasi (APJII, ATSI,
dll)
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Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Nomor Protokol Internet diperlukan untuk penyempurnaan norma sebagai aturan dalam Pengelolaan Nomor )
. . . s . Internal:
Protokol Internet sekaligus meningkatkan penggunaan IPv6 pada ekosistem penyelenggaraan telekomunikasi. . i
X oo Sekretariat Ditjen
Hal-hal yang perlu dilakukan perubahan meliputi: Infrastruktur Digital
Rancangan Peraturan Menteri|a. Kemudahan pelaku usaha di Indonesia mendapatkan Nomor Internet Protocol (IP) dan Autonomous System . g .
$ . N . Biro Hukum, Sekretariat
Komunikasi dan Informatika |Numbers (ASN) untuk menyelenggarakan layanan Internet; Direktorat Jenderal Jenderal
tentang Revisi Peraturan b. Transparansi dan level pelayanan yang terukur bagi lembaga yang ditunjuk Pemerintah untuk melayani Infrastruktur Digital
9 |Menteri Komunikasi dan pelaku usaha dalam memperoleh nomor IP; (Direktorat Strategi dan Eksternal: 2026
Informatika Nomor 32 Tahun |c. Membuka kesempatan Pengelolaan nomor IP di Indonesia dapat dilakukan oleh penyelenggara Kebijakan Infrastruktur C .
R X A . 2", . Kementerian Hukum dan
2015 tentang Pengelolaan telekomunikasi yang menyediakan layanan Network Access Point (NAP) atau penyelenggara jaringan bergerak |Digital) HAM
Nomor Protokol Internet seluler selain lembaga yang ditunjuk Pemerintah; Para penyelenggara
d. Peran Pemerintah dalam tata kelola nomor IP berupa mewajibkan penggunaan IPv6 oleh penyelenggara penyelenggara
s . X 8 N . telekomunikasi Asosiasi
telekomunikasi kepada end user pengguna layanan internet (fixed & mobile broadband), evaluasi dan audit P
. ? . Telekomunikasi (APJII, ATSI)
penggunaan nomor IP, memastikan terpenuhinya SLA pelayanan Nomor IP baik oleh pengelola
nomor IP dan pelaku usaha kepada pelanggan akhir.
Internal:
Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2014 tentang Roadmap Bag“"?‘? Hukum, Sekretariat
. R L . X Infra Digital
.|Penerapan IPv6 di Indonesia diperlukan untuk menetapkan timeline/kerangka waktu implementasi IPv6 pada . .
Rancangan Peraturan Menteri . . . . . f . R Biro Hukum, Sekretariat
$ . N seluruh ekosistem internet di Indonesia yang jelas dan terukur, sehingga target implementasi IPv6 tahun 2030 |_..
Komunikasi dan Informatika o) 1 . . . . . R Direktorat Jenderal Jenderal
L. sebesar 48,7% di Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan ..
tentang Revisi Peraturan R X . Infrastruktur Digital Eksternal:
> R R Ekonomi Digital Indonesia 2030 dapat tercapai. . .
10 |Menteri Komunikasi dan . S (Direktorat Strategi dan Para Penyelenggara 2026
X Hal-hal yang perlu dilakukan perubahan meliputi: o A
Informatika Nomor 13 Tahun . . . . . . . Kebijakan Infrastruktur Telekomunikasi
a. Peran Pemerintah yang lebih aktif mewajibkan penggunaan IPv6 oleh seluruh ekosistem internet di .
2014 tentang Roadmap Indonesia: Digital) Penyelenggara Konten
Penerapan IPv6 di Indonesia b. Mendorong para pelaku usaha di berbagai sektor untuk mengimplementasikan SLA dan peningkatan - g:;fg;il:ﬁn]j/al;;baga
keamanan diantaranya dengan mengadopsi IPv6 bagi masyarakat pengguna layanan internet. O Asosiasi Telekomunikasi
terkait
Internal:
Sekretariat Infra Digital
[ Biro Hukum, Sekretariat
Rancangan Peraturan Menteri|Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jenderal
Komunikasi dan Informatika |Telekomunikasi belum mengakomodasi ketentuan yang mengatur hal-hal sebagai berikut: Direktorat Jenderal Eksternal:
tentang Revisi Peraturan a. Penerapan teknologi maupun layanan Fixed Wireless Access (FWA) dan Fixed Mobile Convergence (FMC) . [l Kementerian Hukum dan
> R R - R . K Infrastruktur Digital
Menteri Komunikasi dan untuk mendukung penetrasi internet broadband berkapasitas Gigabit; . . HAM
11 N X X . . . L (Direktorat Strategi dan 2027
Informatika Nomor 5 Tahun |b. Pedoman Kerjasama infrastruktur Aktif dengan berbagai macam potensi model bisnis yang ada; o [l Para Penyelenggara
. " - o Kebijakan Infrastruktur T
2021 tentang c. Mekanisme penerapan kebijakan moratorium pada penyelenggaraan telekomunikasi; Digital) Telekomunikasi
Penyelenggaraan d. Mekanisme penerapan regulatory sandbox pada penyelenggaraan telekomunikasi; g [l Penyelenggara Konten
Telekomunikasi e. Penerapan Interkoneksi berbasis Protokol Internet secara keseluruhan (Full IP). [l Kementerian/ Lembaga
[l Pemerintah Daerah
[ Asosiasi Telekomunikasi
terkait
a. Menggabungkan 4 Peraturan Menteri menjadi satu yakni:
1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran;
.|2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun
Rancangan Peraturan Menteri . . .

o7 X 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan R .
Komunikasi dan Informatika X Direktorat Pengendalian
. Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan R .

tentang Revisi Peraturan . Ekosistem Digital
Menteri Komunikasi dan Penyiaran; . . Ditjen Infrastruktur Digital:
R 3) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 39 Tahun 2012 tentang . . oA
Informatika Nomor 6 Tahun Tatacara Pendirian dan Penvelengearaan penviaran Lembaga Direktorat Jenderal Ekosistem |[J Direktorat Penataan
12 |2021 sebagaimana telah Y g8 peny & Digital (Direktorat Pos dan Spektrum Frekuensi Radio, 2025

diubah dengan Peraturan
Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 11 Tahun
2021 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran

Penyiaran Komunitas;

4) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 41 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan
melalui Satelit, Kabel dan Terestrial.

b. Untuk penguatan dasar pembukaan peluang penyelenggaraan
penyiaran oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan mekanisme
evaluasi/seleksi.

c. Untuk menyesuaikan dengan kondisi penyelenggaraan penyiaran
saat ini.

Penyiaran)

Orbit Satelit, dan Standarisasi
Infrastruktur Digital
Sekretariat Jenderal Komdigi:
Biro Hukum
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Ditjen Ekosistem Digital:
[1 Sekretariat DJED
Rancangan Peraturan Menteri [ Direktorat Pos dan
Komunikasi dan Informatika Penyiaran
tentang Revisi Peraturan Perlu penyesuaian dengan adanya konteks digital yang ter-update serta untuk menyesuaikan dengan Direktorat Jenderal Ekosistem | Ditjen Infrastruktur Digital
13 |Menteri Komunikasi dan erkembangan Penyelenggaraan Penyiaran Digital (Direktorat Pos dan [ Direktorat Akselerasi 2028
Informatika Nomor 40 Tahun |P g ¥ &8 4 : Penyiaran) Infrastruktur Digital
2009 tentang Rencana Dasar [l Direktorat Penataan
Teknis Penyiaran Spektrum Frekuensi Radio,
Orbit Satelit, dan Standarisasi
Infrastruktur Digital
Ditjen Ekosistem Digital:
[] Sekretariat DJED
Direktorat Pos dan
Penyiaran
Rancangan Peraturan Menteri Direktorat Jenderal Ekosistem
14 Komunikasi dan Informatika |Perlu penyusunan sehubungan dengan jenis jasa baru penyiaran yang sudah berjalan di ASEAN dan Dicital (Di Ditjen Infrastruktur Digital:
X gital (Direktorat Pos dan X S 2026
tentang Integrated Broadcast |Internasional. Penyiaran) Direktorat Akselerasi
Broadband (IBB) Infrastruktur Digital
Direktorat Penataan
Spektrum Frekuensi Radio,
Orbit Satelit, dan Standarisasi
Infrastruktur Digital
Ditjen Ekosistem Digital:
Sekretariat DJED
Direktorat Pos Penyiaran
Rancangan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Mengejar ketertinggalan regulasi Free-To-Air (FTA) Penyelenggaraan Penyiaran melalui media satelit yang Dfrgktora? Jenderal Ekosistem D1t_]§n Infrastruktur legltal
15 |tentang Penyelenggaraan bel di lasi seiak tahun 2002 Digital (Direktorat Pos dan Direktorat Akselerasi 2026
X > ._|belum diregulasi sejak tahun . ¥ -
Penyiaran melalui Free-To-Air Penyiaran) Infrastruktur Digital
(FTA) Satelit [ Direktorat Penataan
Spektrum Frekuensi Radio,
Orbit Satelit, dan Standarisasi
Infrastruktur Digital
- Direktorat Layanan Aplikasi
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Informatika Pemerintahan 2025 telah disahkan dan
Rancangan Peraturan Menteri|Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perlu menetapkan Peraturan Menteri - Tim Koordinasi SPBE diundangkan PM Komdigi
Komunikasi dan Digital Komunikasi dan Informatika tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang
tentang Standar Teknis dan |SPBE, agar: Direktorat Jenderal Teknologi |- Kementerian Hukum dan Standar Teknis dan Prosedur
16 |Prosedur Pembangunan dan |a. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki standar teknis dan prosedur yang sama dalam membangun |Pemerintah Digital (Direktorat |HAM Pembangunan dan

Pengembangan Aplikasi
Sistem Pemerintah Berbasis
Elektronik

dan mengembangkan aplikasi SPBE;

b. terwujudnya Layanan SPBE yang efektif dan efisien; dan

c. menjadi dasar kriteria dalam melakukan evaluasi dan/atau audit terhadap proses pembangunan dan/atau
pengembangan aplikasi SPBE.

Strategi dan Kebijakan TPD)

- Kementerian Koordinator
bidang Polhukam

- Sekretariat Kabinet

- Instansi Pusat

- Pemerintah Daerah

Pengembangan Aplikasi
Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik
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2025:
Kajian rekomendasi potensi
penerimaan PNBP melalui
[ Kementerian Koordinator industri gim
Bidang Marves 2026:
[ Kementerian Perindustrian |Kajian rekomendasi tata kelola
R . . A . Direktorat Jenderal Ekosistem | ] Kementerian Keuangan penguji klasifikasi gim
ancangan Peraturan Menteri|a. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Program Percepatan Pengembangan L X . = . © o
: . X RS . i Digital (Direktorat Kementerian Revisi PM Klasifikasi Gim
17 |Komunikasi dan Informatika |Industri Gim Nasional; dan P b Ekosist I tasi/BKPM 2027:
tentang Penerbit Gim b. Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim. engembangan Lkosistem nvestasi/ . e .
Digital) Kementerian Kajian rekomendasi tata kelola
Pariwisata/Badan industri gim
Ekonomi Kreatif 2028:
Kementerian Perdagangan |RPM tentang Industri Gim
2029:
Ditargetkan harmonisasi dan
ditetapkan PM Industri Gim
Rancangan Peraturan Menteri 2025:
Komunikasi dan Informatika |Peraturan yang lama belum mengatur Forum Nama Domain, yang memiliki fungsi sebagai suatu forum . . Draf awal sudah selesai,
. . L X Direktorat Jenderal - Kementerian Hukum dan . .
tentang Perubahan atas mewadahi beragam pemangku kepentingan nama domain di Indonesia. P .. namun masih menunggu hasil
. : . . engawasan Ruang Digital HAM X
Peraturan Menteri Penambahan pengaturan terkait Forum Nama Domain, meliputi: . . evaluasi menyeluruh terhadap
18 N X . (Direktorat Pengawasan - Kementerian Keuangan s
Komunikasi dan Informatika | 1. Pembentukan; . . . I Registri.
. Sertifikasi dan Transaksi - Registri
Nomor 23 Tahun 2013 2. Fungsi; dan Elektronik) . Registrar 2025
tentang Pengelolaan Nama 3. Susunan dari Forum Nama Domain. gl Ditargetkan selesai dan
Domain penetapan pada tahun 2025.
2024:
Kajian dan draft awal
2025:
Ditargetkan penyusunan
.|Memperkuat kebijakan Keputusan Menteri tentang Penyelenggaraan Pusat Data Nasional, terkait: - Tl?“ Koordinasi SPBE sgbstangl RPM se@esal dan
Rancangan Peraturan Menteri o X . . . |Nasional disampaikan ke Tim Hukum
$ . L 1. Kebijakan layanan Pusat Data Nasional; Direktorat Jenderal Teknologi . s N
Komunikasi dan Digital I X R . .. . - Instansi Pusat Sesditjen TPD dan Biro
19 2. Kebijakan Tata Kelola Pusat Data Nasional; Pemerintah Digital (Direktorat . .
tentang Penyelenggaraan I . . i . . - Pemerintah Daerah Hukum Komdigi untuk
X 3. Kebijakan Manajemen Pusat Data Nasional; dan Strategi dan Kebijakan TPD) X N
Pusat Data Nasional I . - Penyedia Layanan Komputasi|dilanjutkan proses,
4. Kebijakan pemanfaatan layanan Pusat Data Nasional. . . X L. c e
Awan Pihak Ketiga sinkronisasi, harmonisasi, uji
publik dan legislasi
2026:
Ditargetkan selesai dan
penetapan.
Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Manajemen Aset TIK dan Manajemen 2025:
Layanan SPBE, akan: - Penyampaian RPM ke Tim
a. menjadi pedoman/acuan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan manajemen Aset Hukum Ditjen TPD pada
Rancangan Peraturan Menteri|SPBE; . L bulan September 2025;
$ . . X .. . . L . . L - Tim Koordinasi SPBE
Komunikasi dan Digital b. dimanfaatkan bagi instansi pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi Nasional (Kementerian 2026:
tentang Manajemen Aset pemanfaatan Aset TIK SPBE untuk mendukung keberlangsungan Layanan SPBE di baik layanan publik Direktorat Jenderal Teknologi . - Perbaikan RPM
. . . . . A A . B . L. Keuangan, Kementerian PAN- L X s
20 Teknologi Informasi dan berbasis elektronik maupun layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; Pemerintah Digital RB. Badan Siber dan Sandi - Harmonisasi Internal Ditjen

Komunikasi (TIK) dan
Manajemen Layanan Sistem
Pemerintah Berbasis
Elektronik (SPBE)

c. menjadi dasar kriteria dalam mengevaluasi dan/atau mengaudit penerapan manajemen Aset TIK di IPPD.

d. menjadi pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) dalam menerapkan manajemen
layanan SPBE baik di layanan publik berbasis elektronik maupun layanan administrasi pemerintahan berbasis
elektronik;

e. dimanfaatkan oleh IPPD untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE
kepada pengguna SPBE; dan

f. menjadi dasar kriteria dalam mengevaluasi dan/atau mengaudit penerapan manajemen layanan di IPPD.

(Direktorat Strategi dan
Kebijakan TPD)

Negara)
- Pemerintah Pusat
- Pemerintah Daerah

TPD

- Pelaksanaan Konsultasi
Publik

- Harmonisasi Biro Hukum

- Harmonisasi Kementerian
Hukum

- Penetapan dan pengesahan
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2025:
Penyusunan kajian moderasi
konten (sekaligus untuk Pasal
Ei;f;izzipggit}g; r;nll/[aetrillzzn a. Beberapa Pasal dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang - Kementerian Koordinator 40 UU 1/2024)
Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Pasal 36, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (3) dan |Direktorat Jenderal bidang Perekonomian
tentang Perubahan Kedua SN PO . . N . .. . . 2026:
atas Peraturan Menteri ayat (4)) perlu direvisi agar pengaturannya lebih jelas dan tidak multitafsir, revisi terhadap Pasal 40 ayat (2b), |Pengawasan Ruang Digital - Kementerian Koordinator Penvusunan draf
21 Komunikasi dan Informatika ayat (2c), dan ayat (2d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang |(Direktorat Strategi dan bidang Polhukam yu
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan hasil kajian dan masukan dari|Kebijakan Pengawasan Ruang | - Sekretariat Kabinet
Nomor 5 Tahun 2020 tentang I . . : . 2027:
: ndustri. Digital) - Direktorat Pengendalian .
Penyelenggara Sistem b. Perlu pemutakhiran kebijakan terkait penyelenggaraan sistem elektronik. Ruang Digital Pembahasan dan diserahkan
Elektronik Lingkup Privat ke Kementerian Hukum untuk
dilakukan harmonisasi
(mengikuti penyelesaian revisi
PP 71)
Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
mengamanatkan perubahan pada pengaturan mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektronik, baik yang
ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik (PP PSTE) maupun Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun
2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PM Kominfo 11/2022). 2027:
Rancangan Peraturan Menteri . . . . . . - Direktorat Jenderal Teknologi Penyusunan kajian digital id
A . Selain itu, dalam kaitan penggunaan layanan penyelenggara sertifikasi elektronik, dalam UU ITE juga . L
Komunikasi dan Informatika |7 X X R . X N Pemerintah Digital
dikenalkan pengaturan mengenai klasifikasi risiko dalam transaksi elektronik, sehingga pengaturan tersebut . . 2028:
tentang Perubahan atas N X L . Direktorat Jenderal .Biro Hukum
. juga perlu diatur pada revisi PP PSTE. Perubahan-perubahan tersebut dapat ditemukan pada Pasal 13, Pasal .. . . Penyusunan draf
Peraturan Menteri Pengawasan Ruang Digital - Sekretariat Direktorat
s . 13 A, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang -
22 |Komunikasi dan Informatika . : S (Direktorat Pengawasan Jenderal Pengawasan Ruang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan-perubahan tersebut pada : . . L. 2029:
Nomor 11 Tahun 2022 X . . X Sertifikasi dan Transaksi Digital .
akhirnya juga meniscayakan perubahan PM Kominfo 11/2022. . . . Pembahasan dan diserahkan
tentang Tata Kelola Elektronik) - Badan Siber dan Sandi ke K terian Huk tuk
Penyelenggaraan Sertifikasi . . s . . . . . Negara ¢ fementerian Hukum untu
Elektronik Selain itu, urgensi penyusunan regulasi ini adalah bahwa regulasi saat ini, selain sudah tidak sesuai dengan . Otoritas Jasa Keuangan dilakukan harmonisasi
peraturan di atasnya, juga dalam beberapa aspek perlu disesuaikan untuk menjawab permasalahan di & (mengikuti penyelesaian revisi
lapangan terkait autentikasi situs web (SSL/TLS) untuk mendapat pengakuan dari The Certification Authority PP 71)
Browser Forum (CA/Browser Forum), pengaturan mengenai Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik (PsrE) yang perlu ditinjau ulang mengingat ekosistem PSrE yang masih baru dan jumlah PSrE yang
sedikit, serta perlunya pengaturan lebih tegas mengenai pemanfaatan layanan-layanan PSrE seperti Tanda
Tangan Elektronik, segel elektronik, identitas digital, dan sebagainya.
. - Biro Perencanaan .
Rancangan ‘Peratulfa‘n Menteri Direktorat Jenderal Teknologi |Kementerian Komdigi 2025f . .
Komunikasi dan Digital . . . . . . L. . . S - Revisi Naskah Akademik
Pedoman bagi pemerintah untuk pembangunan dan pengembangan portal web instansi pemerintah pada Pemerintah Digital - Direktorat Aplikasi TPD X
23 |tentang Penyelenggaraan X X Lo N . . X . dan Drafting Awal RPM
. S seluruh IPPD di Indonesia, terutama dari minimal persyaratan kebutuhan keamanan yang dibutuhkan (Direktorat Strategi dan - Kementerian Dalam Negeri R
Situs Web Instansi Pusat dan o . 2026 :
. Kebijakan TPD) - Kementerian Hukum
Pemerintah Daerah X X -Pembahasan RPM
- Sekretariat Kabinet
Rancangan Peraturan Menteri Direktorat Jenderal
Komunikasi dan Digital Diperlukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pepgawasan Ruang Digital
tentang Tata Cara Pengenaan . . N - o (Direktorat Strategi dan . 2026:
: . . Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan o Penyelenggara Sistem X .
24 |Sanksi Administratif dan ; ; - ; . Kebijakan Pengawasan Ruang : Ditargetkan selesai dan
N Informatika tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Pengajuan Keberatan atas Pengenaan M. . . Elektronik .
Pengajuan Keberatan atas R A > Digital / Sekretariat Direktorat ditetapkan pada tahun 2026.
X Sanksi Administratif.
Pengenaan Sanksi Jenderal Pengawasan Ruang
Administratif Digital)
Rancangan Peraturan Menteri Direktorat Jenderal
Komunikasi dan Digital Pengawasan Ruang Digital
tentang Pelaksanaan (Direktorat Strategi dan 2025:
Peraturan Pemerintah Diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Kebijakan Pengawasan Ruang |Penyelenggara Sistem o .
25 Ditargetkan selesai dan

tentang Tata Kelola
Penyelenggaraan Sistem
Elektronik dalam
Pelindungan Anak

Elektronik dalam Pelindungan Anak

Digital

/ Sekretariat Direktorat
Jenderal Pengawasan Ruang
Digital)

Elektronik

ditetapkan pada tahun 2025.
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Rancangan Peraturan Menteri gteﬁak t Jenderal Teknologi
Komunikasi dan Digital Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Plre grta h eDn ir"li exnologl
tentang Perubahan atas Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (PM Kominfo Nomor 14 Tahun 2016) disusun sebagai emerintah Digital 2026: Penyusunan

. e . . . o Kementerian Komdigi - :
Peraturan Menteri pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menyusun struktur organisasi berdasarkan proses Direktorat Jenderal kajian/naskah urgensi.
Komunikasi dan Informatika |dalam ruang lingkup aktivitas informasi dan komunikasi publik. ireitorat Jencera .

Komunikasi Publik dan Media |Eksternal: )

26 |Nomor 14 Tahun 2016 (Direktorat Komunikasi _ Dinas Kominfo 2027: Penyusunan dan
tentang Pedoman PM 14/2016 perlu dimoderasi seiring berlakunya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Publik) Provinsi/Kabupaten penetapan RPM.
Nomenklatur Perangkat Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika /Kot p
Daerah Bidang Komunikasi |(PM 4/2024). Moderasi dilakukan memperhatikan fungsi dasar, khususnya terkait sub urusan informasi dan ol

. . . - Ditjen Bina Pembangunan
dan Informatika (sub Urusan |komunikasi yang tercantum dalam Pasal 4 PM 14/2016. X
IKP) Daerah, Kementerian Dalam
Negeri
2026:
- Penyusunan Draft Awal
- Masuk Progsun
- Harmonisasi Internal Ditjen
Rancangan Peraturan Menteri Internal: TPD
Komunikasi dan Informatika Biro Perencanaan - Konsultasi Publik
tentang Perubahan atas Kementerian Komdigi
Peraturg n Menterl . Penyesuaian Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Kominfo yang tertuang pada PM Kominfo No 14 Tahun Direktorat Jenderal Teknologi Direktorat Jenderal KPM 2027: L
Komunikasi dan Informatika . . . LS . . .. X - Harmonisasi Internal
27 2016 agar disesuaikan dengan Nomenklatur Kementerian Komdigi yang telah mengalami perubahan SOTK Pemerintah Digital (Direktorat .
Nomor 14 Tahun 2016 B . . Eksternal: Komdigi dengan rocan dan
sebagaimana PM No 1 Tahun 2025 Strategi dan Kebijakan TPD) : . .
tentang Pedoman Kementerian Dalam Negeri biro hukum
Nomenklatur Perangkat Kementerian PAN- RB - Harmonisasi Eksternal
Daerah Bidang Komunikasi Kementerian Hukum dan HAM | dengan Kementerian Hukum
dan Informatika Sekretariat Kabinet - Penetapan PM
Direncanakan
penganggarannya pada tahun
2026-2027
2024:
- Biro Perencanaan, Setjen - Ditargetkan kajian selesai
- Direktorat Akselerasi pada tahun 2024.
Rancangan Peraturan Menteri Direktorat Jenderal Teknologi Teknologi Pemerintah Digital |2025:
Komunikasi dan Digital Pedoman bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan kabupaten/kota secara berkelanjutan untuk . L. g |Daerah - Harmonisasi internal dengan
. . X A . X . Pemerintah Digital .
28 [tentang Rekomendasi mewujudkan kehidupan masyarakat melalui inovasi dan kolaborasi dengan memanfaatkan Teknologi . . Biro Hukum
o X s Lo (Direktorat Strategi dan .
Kebijakan Pendekatan Kota |Informasi dan Komunikasi (TIK) serta teknologi lainnya o Eksternal: - Harmonisasi eksternal
Kebijakan TPD) . . .
Cerdas - Kementerian Dalam Negeri |dengan Kementerian Hukum
- Kementerian Hukum - Pengundangan dan
- Sekretariat Kabinet Penetapan
Surat Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Nomor: B/730/LIT.05/10-15/02/2024 tanggal 5
Februari 2024 hal Penyampaian Hasil Kajian dan Permintaan Penyampaian Internal:
.|Rencana Aksi Menindaklanjuti Kajian Tata Kelola PNBP di Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan . ' .
Rancangan Peraturan Menteri . g Direktorat Jenderal Ekosistem
Al L Informatika, salah satu butirnya menyatakan: -
Komunikasi dan Digital Digital
tentang Peta Jalan (Roadmap) "Tidak adanya dokumen perencanaan menyebabkan integrasi peran antar unit organisasi dalam Direktorat Jenderal .
29 |Penyelenggaraan . . . . . X L .. Eksternal: 2026
. . penyelenggaraan jaringan telekomunikasi belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini sekurangnya |Infrastruktur Digital -
Infrastruktur Jaringan Fixed . X o . . s 1. Penyelenggara jaringan
. tercermin dari adanya tumpang tindih pelaksanaan pembangunan infrastruktur penunjang jaringan o
Broadband dan Mobile telekomunikasi

Broadband

telekomunikasi di wilayah. Di samping itu, ketiadaan dokumen rencana umum jaringan menyebabkan belum
jelasnya tenggat pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio maupun penyiapan ekosistem dan infrastruktur
penunjangnya.

2. Komisi Pemberantasan
Korupsi
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Internal:
.|Berdasarkan laporan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) pada tahun 2023, Bakohumas - Biro Humas Kementerian
Rancangan Peraturan Menteri| . . X . -
Komunikasi dan Digital diharapkan dapat melaksanakan peran yang lebih optimal. Bakohumas diharapkan dapat membuat program Komdigi
tentang Perubahan atas kehumasan nasional, menentukan isu strategis, menyusun best practice kehumasan pemerintah, Direktorat Jenderal - Direktorat di Ditjen KPM 2025: Penyusunan Naskah
Peratu%an Menteri membimbing dan mendukung Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas kehumasan, termasuk Komunikasi Publik dan Media Urgensi
30 Komunikasi dan Informatika meningkatkan capacity building anggota Humas menuju tantangan transformasi digital. Selain itu, (Direktorat Kemitraan Eksternal:
Nomor 35 Tahun 2014 Bakohumas diharapkan bisa meningkatkan kerja sama humas pemerintah dalam menyebarluaskan informasi |Komunikasi Lembaga dan - Biro Humas/ Komunikasi |2026: Penyusunan rancangan
. . terkait narasi tunggal, kebijakan/program pemerintah. Kehumasan) Publik di K/L dan penetapan RPM.
tentang Badan Koordinasi X . X .
Hubungan Masyarakat Peraturan yang ada sekarang lebih menunjukkan struktur keanggotaan Bakohumas dan belum mencakup - Dinas Kominfo
kegiatan strategis yang lebih luas untuk menjawab tantangan dan kebutuhan optimalisasi peran tersebut. Provinsi/Kabupaten
/Kota
Rancangan Peraturan Menteri|Berdasarkan kajian Direktorat Jenderal IKP pada tahun 2023, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Komunikasi dan Digital Keterbukaan Informasi Publik perlu dilakukan revisi, termasuk di dalamnya adalah kemungkinan perubahan - Biro Humas/ Komunikasi
tentang Perubahan atas terhadap nomenklatur dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di badan publik. Publik di K/L
Peraturan Menteri Direktorat Jenderal - Dinas Kominfo di
31 Komunikasi dan Informatika |Oleh karena itu, ada kemungkinan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 Komunikasi Publik dan Media Provinsi/Kabupaten/ Kota 2029:
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik (PM (Direktorat Informasi Publik) |, Kementerian Koordinator Penyusunan Kajian dan RPM.
tentang Forum Koordinasi Kominfo Nomor 14 Tahun 2015) perlu diubah. Dalam kondisinya yang sekarang, PM Kominfo Nomor 14 Tahun Bidang Polkam
Pejabat Pengelola Informasi  |2015 hanya mengatur struktur keanggotaan tanpa adanya peran Forum Koordinasi Pejabat Pengelola - Kementerian Hukum
dan Dokumentasi di Informasi dan Dokumentasi (FKPPID) yang lebih strategis, terutama pada perubahan lanskap informasi publik, - Kementerian PPN/Bappenas
Lingkungan Badan Publik badan publik, dan teknologi digital.
Sehubungan dengan telah didapatkan izin prinsip dari Kementerian PAN RB terkait Standar Kompetensi Ir}t;flzzlt: Pendidikan dan
Jabatan Fungsional, maka perlu mengimplementasikannya dalam program pelatihan tugas jabatan pranata Pelatihan. Kementerian 2025: Penyusunan kajian
Rancangan Peraturan Menteri | humas Komdigi ’ kurikulum dan NU
Komunikasi dan Digital . R .
tentang Pedoman Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan E;ﬁfg;ﬁat;e;fgﬁil dan Media OrB;;OisIZesli)eIg(eelmilr?:lercig 2026: Penyusunan dan
39 Penyelenggaraan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat sudah tidak relevan dengan (Direktorat Kemitraan ngn diei ’ penetapan RPM Komdigi ttg
Penguatan Fungsional dan dinamika regulasi saat ini, khususnya Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan Komunikasi Lembaga dan ) Sek;getariat Ditien KPM Pedoman Penyelenggaraan
Pelatihan Khusus Fungsional |fungsional Keh g Biro Huk J Pelatihan Penguatan
Pranata Hubungan chumasan) 1ro Hukum Fungsional dan Pelatihan
Masyarakat Dalam rangka mengembangkan kompetensi serta profesionalisme pranata hubungan masyarakat perlu Eksternal: Khusus Fungsional Pranata
menyelenggarakan Pelatihan Penguatan Fungsional dan Pelatihan Khusus Fungsional Pranata Hubungan Lembaga A dministrasi Hubungan Masyarakat
Masyarakat Negara #
2027: Penyusunan NA/NU
Akreditasi Program Pelatihan
) Fungsional di Jabatan
Internal: Fungsional Pranata Humas
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 - Pusat Pendidikan dan g
tentang Akreditasi Pelatihan dijelaskan bahwa Akreditasi Program terhadap penyelenggaraan Pelatihan Pelatihan, Kementerian 2028: penyusunan dan
Rancangan Peraturan Menteri|Pembentukan Jabatan Fungsional dan/atau Pelatihan Fungsional Penjenjangan dilakukan terhadap Lembaga Direktorat Jenderal Komdigi ene t.ap anyEPM Akreditasi
Komunikasi dan Digital Pembina Pelatihan Fungsional yang berarti Akreditasi Pelatihan Fungsional diberikan kepada unit kerja yang Komunikasi Publik dan Media | Biro Kepegawaian dan gro ragl Pelatihan Fungsional
tentang Akreditasi Program  |melaksanakan tugas pembinaan JF pada instansi pembina. - . Organisasi, Kementerian rog! . g
33 (Direktorat Kemitraan di Jabatan Fungsional Pranata

Pelatihan Fungsional di
Jabatan Fungsional Pranata
Humas

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun
2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika, dijelaskan bahwa salah satu tugas
Instansi Pembina adalah melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang
telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara

Komunikasi Lembaga dan
Kehumasan)

Komdigi

- Sekretariat Ditjen KPM
Biro Hukum

Eksternal:

Lembaga Administrasi
Negara

Humas

*setelah RPM Komdigi ttg
Pedoman Penyelenggaraan
Pelatihan Pengguatan
Fungsional dan Pelatihan
Khusus Fungsional Pranata
Hubungan Masyarakat
ditetapkan
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- Komisi Nasional Disabilitas
.|Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan : B1r(‘) Hgmas/ Komunikas
Rancangan Peraturan Menteri . R N Publik di K/L
$ . L Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. PP : . .
Komunikasi dan Digital K lain K ian Kominf kebiiakan d 4 ional 1 Direk Jenderal - Dinas Kominfo di 2025:
tentang Layanan Komunikasi mengar.nangt an'antara ain ementerlan ominfo menyusun kebijakan dan standar operasional layanan ire tqrat Jendera . | Provinsi/Kabupaten/ Kota 025: )
34 dan Informasi Publik komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang |Komunikasi Publik dan Media |, Kementerian PPN,/Bappenas ditargetkan untuk selesai dan
s N disabilitas. Selain itu, PP 70/2019 juga mengamanatkan Kementerian Kominfo bersama kementerian/lembaga | (Direktorat Informasi Publik) X >app ditetapkan pada 2025.
Berbasis Digital bagi . . ; . . . . . - Kementerian Koordinator
A dan Pemerintah daerah untuk menyediakan layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, .
Penyandang Disabilitas X . s bidang Polkam
andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Kementerian Hukum
Berdasarkan evaluasi implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015, publik lebih dimaknai sebagai
entitas pasif ketimbang aktif dalam komunikasi publik, sehingga layanan komunikasi dan layanan masyarakat Internal:
terabaikan. A A T - Setditjen KPM
Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional (RPerpres SKPN) _ Biro Hukum
Rancangan Peraturan Menteri|berusaha menguatkan komunikasi publik untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat, Direktorat Jenderal _Direktorat Kompub 2025: Penyusunan
Komunikasi dan Digital sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Komunikasi Publik dan Media P Kajian/Naskah Urgensi.
35 |tentang Pengembangan 2025-2045. Salah satu aspek penting yang akan diatur dalam RPerpres SKPN tersebut adalah proses (Direktorat Kemitraan Eksternal:
Kemitraan Komunikasi komunikasi strategis, komunikasi krisis, layanan komunikasi publik, serta akuntabilitas komunikasi publik Komunikasi Lembaga dan -Kemente?ian Hukum 2026: Penyusunan dan
Strategis pada tingkat nasional. Kehumasan) _Kemenko Polkam penetapan RPM.
Dengan adanya aspek komunikasi strategis yang tertuang dalam RPerpres SKPN, dinilai perlu untuk didukung _ Stakeholders terkait lainnya
dengan adanya regulasi yang secara khusus mengatur mengenai implementasi kemitraan komunikasi {mitra humas) 4
strategis.
* Pasal 49 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa ASN wajib melakukan
pengembangan kompetensi dan dilakukan melalui sistem pembelajaran secara terintegrasi
* Pasal 203 ayat (4a) PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, pengembangan kompetensi bagi PNS
Rancangan Peraturan Menteri|dilaksanakan melalui pendekatan Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University)
Komunikasi dan Digital * Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan BPSDM Komunikasi dan
36 |tentang Corporate University |Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University) Dieital Lembaga Administrasi Negara |2026
Kementerian Komunikasi dan &
Digital Berdasarkan regulasi tersebut belum ada pedoman pelaksanaan corporate university di lingkungan
Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai sarana sistem pembelajaran pengembangan kompetensi secara
terintegrasi.
* Pasal 22 ayat 2 huruf a, huruf ¢, dan huruf i Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 Tentang
Rancangan Peraturan Menteri|Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa tugas instansi pembina adalah menyusun
tentang Petunjuk pedoman formasi, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta menyelenggarakan uji
37 Pelaksanaan dan Petunjuk kompetensi Sekretariat Jenderal (Biro - Direktorat Jenderal KPM 2025
Teknis Jabatan Fungsional SDM dan Organisasi) - Kementerian PAN dan RB
Pranata Hubungan * Pasal 24 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang
Masyarakat Komunikasi dan Informatika bahwa terdapat batas waktu pengangkatan melalui inpassing sampai dengan 15
Oktober 2025 sehingga diperlukan penetapan peraturan menteri ini untuk bisa melaksanakan inpassing
Rancangan Peraturan Menteri
tentang Petunjuk
Pelaksanaan dan Petunjuk * Pasal 22 ayat 2 huruf a, huruf ¢, dan huruf i Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 Tentang
Teknis Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa tugas instansi pembina adalah menyusun
Pengendali Frekuensi Radio, |pedoman formasi, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta menyelenggarakan uji _ Direktorat Jenderal
38 Jabatan Fungsional Penata |kompetensi Sekretariat Jenderal (Biro Infrastruktur Digital 2025

Kelola Spektrum Frekuensi
Radio, Jabatan Fungsional
Penguyji Perangkat
Telekomunikasi, dan Jabatan
Fungsional Asisten Penguji
Perangkat Telekomunikasi

* Pasal 24 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang
Komunikasi dan Informatika bahwa terdapat batas waktu pengangkatan melalui inpassing sampai dengan 15
Oktober 2025 sehingga diperlukan penetapan peraturan menteri ini untuk bisa melaksanakan inpassing

SDM dan Organisasi)

- Kementerian PAN dan RB




- 226 -

Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

Arah Kerangka Regulasi

No dan/atau Kebutuhan Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
Regulasi
ianr:;ing;;ff‘sﬁuran Menteri |, Pasal 22 ayat 2 huruf a, huruf ¢, dan huruf i Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 Tentang
Pelaksinaan c{an Petuniuk Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa tugas instansi pembina adalah menyusun
R o pedoman formasi, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta menyelenggarakan uji .
Teknis Jabatan Fungsional . . . - Direktorat Jenderal
kompetensi Sekretariat Jenderal (Biro X .
39 |Inspektur Pos dan SDM dan Organisasi) Ekosistem Digital 2025
;Iggrﬁiﬁza;e anna;]aabatan * Pasal 24 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang - Kementerian PAN dan RB
Pen gelen araan Pos dan Komunikasi dan Informatika bahwa terdapat batas waktu pengangkatan melalui inpassing sampai dengan 15
In foi,matii{ﬂga Oktober 2025 sehingga diperlukan penetapan peraturan menteri ini untuk bisa melaksanakan inpassing
Rancangan Peraturan Menteri
tentang Petunjuk * Pasal 22 ayat 2 huruf a, huruf ¢, dan huruf i Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 Tentang
Pelaksanaan dan Petunjuk Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa tugas instansi pembina adalah menyusun - Direktorat Jenderal
Teknis Jabatan Fungsional pedoman formasi, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta menyelenggarakan uji Teknologi Pemerintahan
40 Pengendali Sistem Elektronik |kompetensi Sekretariat Jenderal (Biro Digital 2025
dan Data dan Jabatan SDM dan Organisasi) - Direktorat Jenderal
Fungsional Penata Kelola * Pasal 24 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pengawasan Ruang Digital
Informatika Sistem Komunikasi dan Informatika bahwa terdapat batas waktu pengangkatan melalui inpassing sampai dengan 15 - Kementerian PAN dan RB
Pemerintahan Berbasis Oktober 2025 sehingga diperlukan penetapan peraturan menteri ini untuk bisa melaksanakan inpassing
Elektronik
Rancangan Peraturan Menteri
tentang Petunjuk
Pelaksanaan dan Petunjuk _LPP RRI
Teknis Jabatan Fungsional * Pasal 22 ayat 2 huruf a, huruf ¢, dan huruf i Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 Tentang _ LPP TVRI
Teknisi Siaran, Jabatan Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa tugas instansi pembina adalah menyusun |Sekretariat Jenderal (Biro .
41 . K . . . . N - s - Direktorat Jenderal KPM 2025
Fungsional Asisten Teknisi pedoman formasi, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta menyelenggarakan uji SDM dan Organisasi) X . .
. N X (Direktorat Ekosistem Media)
Siaran, Jabatan Fungsional |kompetensi . Kementerian PANRB
Pranata Siaran, dan Jabatan
Fungsional Asisten Pranata
Siaran
Rancangan Peraturan Menteri 1.Amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Sekretariat Direktorat
Komuniiasi dan Digital 2.Memperkuat tata kelola data pemerintah dan mendukung transformasi digital Jenderal Teknologi Pemerintah
——— 3.Fragmentasi infrastruktur data untuk meminimalisir duplikasi, inefisiensi anggaran, dan hambatan integrasi | Sekretariat Jenderal (Biro Digital
42 |tentang Organisasi dan Tata X . L . 2025
Kerja Balai Layanan Pusat data antar instansi SDM dan Organisasi) - Direktorat Infrastruktur
Data Nasional 4 Kebutuhan sistem pengelolaan data yang terpusat dan aman Pemerintah Digital
Amanat Presiden terdahulu terkait satu data dan digitalisasi layanan publik - Kementerian PANRB
Rancangan 4Peratu1'*a'n Menteri 1.Penyesuaian dengan tugas dan fungsi Pembina Teknis Operasional yaitu Direktorat Pengendalian . .
Komunikasi dan Digital s . . - Sekretariat Direktorat
L Infrastruktur Digital dengan penambahan beban kerja terkait MOLI dan QOS. .
tentang Organisasi dan Tata . X X . .. - . . Jenderal Infrastruktur Digital
R - . Perlunya peningkatan kelas balai dengan tujuan mempunyai bargaining position kepada stakeholders dan Sekretariat Jenderal (Biro R .
43 |Kerja Unit Pelaksana Teknis b L - Direktorat Pengendalian 2025
X . |pemerintah daerah SDM dan Organisasi) Al
Bidang Spektrum Frekuensi 2. Perlunya peningkatan kelas balai dengan tujuan mempunyai bargaining position kepada stakeholders dan Infrastruktur Digital
Radio dan Infrastruktur i nya p & g J puny & gp P - Kementerian PANRB
Digital pemerintah daerah
Rancangan Peraturan Menteri| 1. Penyesuaian dengan tugas dan fungsi Pembina Teknis Operasional yaitu Direktorat Penataan Spektrum - Sekretariat Direktorat -
R . . X X . . . . Jenderal Infrastruktur Digital
Komunikasi dan Digital Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital dan Direktorat Layanan Infrastruktur . . R f
L . . X - X R . Sekretariat Jenderal (Biro - Direktorat Layanan Publik
44 [tentang Organisasi dan Tata |Digital dengan penambahan beban kerja terkait pengujian perangkat bidang umum dan Balai Uji sebagai s . 2025
R h - SDM dan Organisasi) Frekuensi dan Perangkat
Kerja Balai Besar Pengujian |world class Digital
Perangkat Digital 2. Penajaman tugas dan fungsi untuk mendukung tujuan dari penataan organisasi Balai Uji _ Kementerian PANRB
Rancangan ‘Peratulja‘n Menteri Penyesuaian dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media dengan penajaman . . - Sekretariat Dlrf‘:kto?at .
Komunikasi dan Digital . X . e as Sekretariat Jenderal (Biro Jenderal Komunikasi Publik
45 L tugas dan fungsi dengan tujuan output dan outcome yang lebih efektif dirasakan oleh masyarakat dan L . 2025
tentang Organisasi dan Tata stakeholder SDM dan Organisasi) dan Media
Kerja Museum Penerangan - Kementerian PANRB
Rancangan Peraturan Menteri . R . . . . . - Sekretariat Direktorat
K. ikasi dan Digital Penyesuaian dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media dengan penajaman Sekretariat Jenderal (Bi Jenderal K {kasi Publik
46 omunixasi dan Digita tugas dan fungsi yang bertujuan output dan outcome yang lebih efektif dirasakan oleh masyarakat dan ckretariat Jenderal (Biro encera; Bomunikast ! 2025

tentang Organisasi dan Tata
Kerja Monumen Pers

stakeholder

SDM dan Organisasi)

dan Media
- Kementerian PANRB
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Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

Arah Kerangka Regulasi

No dan/atau Kebutuhan Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
Regulasi
Rancangan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Digital - Sekretariat Badan
tentang Organisasi dan Tata |Penyesuaian dengan tugas dan fungsi Badan Pengembangan SDM Komdigi dengan penajaman tugas dan Sekretariat Jenderal (Biro Pengembangan SDM Komdigi
47 |Unit Pelaksana Teknis Bidang |fungsi terkait pelatihan dan pengembangan SDM bidang komdigi, yang bertujuan output dan outcome yang SDM dan Organisasi) - seluruh Pusat di Badan 2025
Pengembangan Sumber Daya |lebih efektif dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder g Pengembangan SDM KOmdigi
Manusia Komunikasi dan - Kementerian PANRB
Digital
Ei:lncs;%;r;iP;;ﬁt\sriaix:aI;/Ienterl 1.Penajaman dan penyesuaian tugas dan fungsi Sekretariat dengan tugas dan fungsi Kementerian Komdigi,
48 |tentang Oreanisasi %an Tata |Y208 bertujuan output dan outcome yang lebih efektif dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder; Sekretariat Jenderal (Biro - Sekretariat KPI 2025
rang Jrean . Penajaman tugas dan fungsi pada penyelesaian sengketa bidang informasi SDM dan Organisasi) - Kementerian PANRB
Kerja Sekretariat Komisi . . . . . .
- 2. Penajaman tugas dan fungsi pada penyelesaian sengketa bidang informasi
Informasi Pusat
Ei?ncjxiizr;f;;itgriaﬁa?emerl 1.Penajaman dan penyesuaian tugas dan fungsi Sekretariat dengan tugas dan fungsi Kementerian Komdigi,
49 |tentang Oreanisasi %:lan Tata |Y208 bertujuan output dan outcome yang lebih efektif dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder; Sekretariat Jenderal (Biro - Sekretariat KIP 2025
rang Drge . Penajaman tugas dan fungsi pada bidang layanan aduan masyarakat SDM dan Organisasi) - Kementerian PANRB
Kerja Komisi Penyiaran . . X
. 2. Penajaman tugas dan fungsi pada bidang layanan aduan masyarakat
Indonesia
Rancangan Peraturan Menteri . . . . . . L.
Komunikasi dan Digital 1. Pena]aman dan penyesuaian tugas dan fur?gm Sekretgrlat dengan tugas dan fungsi Kementerian Komdigi, Sekretariat Jenderal (Biro _ Sekretariat Dewan Pers
50 L yang bertujuan output dan outcome yang lebih efektif dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder s . 2025
tentang Organisasi dan Tata . . . . SDM dan Organisasi) - Kementerian PANRB
R - 2. Penajaman tugas dan fungsi pada penyelesaian sengketa bidang pers
Kerja Sekretariat Dewan Pers
1. Ditetapkannya Permen Komdigi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Komdigi -Seluruh Unit Kerja Eselon I di
Rancangan Peraturan Menteri|2. Perlu dilakukan penataan SDM baik nomenklatur jabatan maupun penempatan dalam unit organisasi Sekretariat Jenderal (Biro lingkungan Kementerian
51 |Komdigi tentang Kamus 3. Perlu disusun dokumen standarisasi jabatan yang mencakup: informasi jabatan, informasi faktor jabatan, SDM dan Organisasi) Komdigi 2026
Kompetensi Teknis standar kompetensi jabatan g -Kementerian PANRB
4. Perlu ditetapkan dokumen standarisasi jabatan dalam regulasi untuk dapat digunakan sebagai bahan -BKN
perencanaan SDM dan pembangunan manajemen talenta
1. Ditetapkannya Permen Komdigi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Komdigi
2. Ditetapkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 656 Tahun 2024 tentang Logo
Rancanean Peraturan menteri Kementerian Komunikasi dan Digital
g 3. Perlu disusun Pedoman Tata Naskah Dinas sesuai dengan struktur organisasi yang baru, yang mengatur Sekretariat Jenderal (Biro .
52 |Komdigi tentang Pedoman X . Seluruh satuan kerja 2025
Tata Naskah Dinas tentang format naskah dinas, Penyusunan Naskah Dinas, Umum)
Tata Surat-Menyurat Dinas, Kode satuan kerja, Pengamanan Naskah Dinas, Kewenangan
Penandatangan,Penggunaan Logo, Kop Dinas, dan Cap Dinas Kementerian
Rancangan Peraturan Menteri|1. Ditetapkannya Permen Komdigi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Komdigi tentang Pedoman Komdigi _ Seluruh satuan keria
Klasifikasi Arsip, Jadwal 2. Perlu disusun Pedoman Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Keamanan dan Akses Arsip . . ja
53 . . . . . - Arsip Nasional Republik 2026
Retensi Arsip, dan Sistem sesuai dengan fungsi SOTK yang baru Indonesia (ANRI)
Klasifikasi Keamanan dan 3. Pedoman ini bertujuan sebagai acuan dalam pemberkasan arsip, penyusutan arsip, dan hak akses dalam
Akses Arsip penggunaan/peminjaman arsip
1. Ditetapkannya Permen Komdigi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Rancangan Peraturan Menteri|Komdigi Sekretariat Jenderal (Biro
54 |Komdigi tentang Pedoman 2. Perlu disusun Pedoman Tata Kearsipan Dinamis sesuai dengan fungsi SOTK yang baru Seluruh satuan kerja 2026

Tata Kearsipan Dinamis

3. Pedoman ini bertujuan sebagai acuan dalam pengelolaan arsip dinamis dan struktur organisasi kearsipan
sehingga tercipta penyelamatan arsip di Kementerian Komdigi

Umum)
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Arah Kerangka Regulasi

No dan/atau Kebutuhan Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
Regulasi
.|a. Menggabungkan 4 Peraturan Menteri menjadi satu yakni:
Rancangan Peraturan Menteri . P . .
A . 1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran; . .
Komunikasi dan Informatika . . . . - Direktorat Pengendalian
. 2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun . .
tentang Revisi Peraturan X o . Ekosistem Digital
: o 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang P Lo
Menteri Komunikasi dan P 1 P N X Ditjen Infrastruktur Digital:
Informatika Nomor 6 Tahun 3?;}éi;ﬁﬁ%§§r§;;t:£ };(lirsflr{fo Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tatacara Pendirian dan Penyelenggaraan Direktorat Jenderal Ekosistem |- Direktorat Penataan
55 |2021 sebagaimana telah X N . g 4 88 Digital (Direktorat Pos dan Spektrum Frekuensi Radio, 2028
di penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas; . . . . .
iubah dengan Peraturan . X . . Penyiaran) Orbit Satelit, dan Standarisasi
. . . 4) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran ..
Menteri Komunikasi dan X . : Infrastruktur Digital
. Berlangganan melalui Satelit, Kabel dan Terestrial. . i
Informatika Nomor 11 Tahun . . Sekretariat Jenderal Komdigi:
b. Untuk penguatan dasar pembukaan peluang penyelenggaraan penyiaran oleh Lembaga Penyiaran Swasta .
2021 tentang X N . - Biro Hukum
Penyelenggaraan Penyiaran dan mekanisme evaluasi/seleksi.
c. Untuk menyesuaikan dengan kondisi penyelenggaraan penyiaran saat ini.
-Kemenkoperekonomian
-Kementerian PPN/Bappenas
a. Indonesia belum memiliki peta jalan kecerdasan artifisial Indonesia. Adapun sebelumnya sudah tertuang :]?{}innjen erin
.|dalam Stranas Al 2020, namun pelaksanaannya belum efektif. Direktorat Jenderal Ekosistem p
Rancangan Peraturan Menteri . A . . . . .. . -UMKM
X . b. Peta jalan Al menjadi pedoman yang penting untuk digunakan dalam pencapaian adopsi dan pengembangan|Digital (Direktorat Kecerdasan
56 |terkait Roadmap Emerging X Lo, AP . -Kemenkeu 2026
X Al pada area fokus Stranas Al dan bidang prioritas. Artifisial dan Ekosistem
Technologies X . . . -Kemenkomarves
c. memberikan payung hukum untuk pemanfaatan dan pengembangan Al di berbagai sektor serta Teknologi Baru) _BKPM
pengendalian teknologi dan meminimalkan risiko dari teknologi baru. _OJK
-BI
-k/1 lain
Penyelenggaraan Layanan Pos Universal (LPU) saat ini dirasa belum optimal, ditandai dengan adanya beberapa
permasalahan seperti:
a. Sebaran Kantor LPU yang belum merata. Masih terpusat di Kawasan Indonesia Barat; _ Kementerian Keuangan
Revisi atas PM Kominfo No. 4 |b. Kurangnya pemanfaatan layanan pos bagi Masyarakat dan UMKM; Direktorat Jenderal Ekosistem | Kementerian BUMNg
57 |Tahun 2021 tentang c. Mekanisme Pendanaan Subsidi Operasional LPU belum optimal bagi Penyelenggara LPU untuk Digital (Direktorat Pos dan - masyarakat 2027
Penyelenggaraan Pos meningkatkan produktivitasnya; Penyiaran) _ Pen }; lenggara LPU
d. Masih adanya Catatan dari Pemeriksa terkait Pelaksanaan Subsidi Operasional LPU, 4 &8
dengan adanya Rancangan Peraturan Presiden ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas
Penyelenggaraan LPU.
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika
Dengan berlakunya:
Rancangan Keputusan a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
Menteri Komunikasi dan b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Digital tentang Perubahan Kementerian Komunikasi dan Informatika,
atas Pedoman Menteri maka Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Sekretariat Jenderal (Biro Internal:
1 |Komunikasi dan Digital Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu direvisi dan disesuaikan dengan Struktur ) . 2024-2025
.o . Umum) Seluruh Satuan Kerja
Nomor 3 Tahun 2019 tentang |Organisasi saat ini.
Tata Naskah Dinas di Namun, penyusunan dan penetapan Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang
Lingkungan Kementerian Pedoman Tata Naskah Dinas masih menunggu Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika terbaru ditetapkan, dikarenakan
untuk menyesuaikan terhadap perkembangan pengaturan terkini.
Rancangan Keputusan
Menteri Komunikasi dan
;nflog(matlka t(;ntang Pedorr:ian Mengingat telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 /PMK. 06/2021 Tahun 2021 tentang Sekretariat Jenderal (Bi Int 1
2 claksanaan tengawasan dan Pengawasan dan Pengendalian Barang Sekretariat Jenderal Milik Negara dan perubahan proses bisnis dalam ckretariat Jenderal (Biro niernak: 2025

Pengendalian Barang Milik
Negara di lingkungan
Kementerian Komunikasi dan
Informatika

proses Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara

Keuangan)

Seluruh Satuan Kerja
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Arah Kerangka Regulasi
dan/atau Kebutuhan

Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian

Unit Penanggung jawab

Unit Terkait/Institusi

Target Penyelesaian

Rancangan Keputusan
Menteri Komunikasi dan
Informatika tentang Pedoman
Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Negara di
lingkungan Kementerian
Komunikasi dan Informatika

Mengingat telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 /PMK. 06/2021 Tahun 2021 tentang
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara dan terdapat perubahan proses bisnis dalam proses
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

Sekretariat Jenderal (Biro
Keuangan)

Internal:
Seluruh Satuan Kerja

2025

Rancangan Keputusan
Menteri Komunikasi dan
Informatika tentang Rencana
Induk Pengembangan SKKNI
Bidang Komdigi

Belum ada peta jalan atau rencana induk resmi yang ditetapkan oleh instansi teknis pembina sektor kominfo
mengenai pengembangan SKKNI di bidang Komdigi secara keseluruhan

BPSDM Komdigi

Internal: Seluruh UK Komdigi,

Kemenaker

2025

Rancangan Keputusan
Menteri Komunikasi dan
Informatika tentang
Pemberlakuan Standar
Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI) Bidang
Komdigi

Keperluan pemberlakukan SKKNI melalui Menteri pembina sektor komdigi untuk memberlakukan SKKNI
Bidang Kominfo terbitan tahun 2025

BPSDM Komdigi

Kemenaker

2025

Rancangan Keputusan
Menteri Komunikasi dan
Informatika tentang
Pemberlakuan Standar
Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI) Bidang
Komdigi

Keperluan pemberlakukan SKKNI melalui Menteri pembina sektor komdigi untuk memberlakukan SKKNI
Bidang Komdigi terbitan tahun 2026

BPSDM Komdigi

Kemenaker

2026

Rancangan Keputusan
Menteri Komunikasi dan
Informatika tentang
Pemberlakuan Standar
Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI) Bidang
Komdigi

Keperluan pemberlakukan SKKNI melalui Menteri pembina sektor komdigi untuk memberlakukan SKKNI
Bidang Komdigi terbitan tahun 2027

BPSDM Komdigi

Kemenaker

2027

Rancangan Keputusan
Menteri Komunikasi dan
Informatika tentang
Pemberlakuan Standar
Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI) Bidang
Komdigi

Keperluan pemberlakukan SKKNI melalui Menteri pembina sektor komdigi untuk memberlakukan SKKNI
Bidang Komdigi terbitan tahun 2028

BPSDM Komdigi

Kemenaker

2028

Rancangan Keputusan
Menteri Komunikasi dan
Informatika tentang
Pemberlakuan Standar
Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI) Bidang
Komdigi

Keperluan pemberlakukan SKKNI melalui Menteri pembina sektor komdigi untuk memberlakukan SKKNI
Bidang Komdigi terbitan tahun 2029

BPSDM Komdigi

Kemenaker

2029
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Arah Kerangka Regulasi

No dan/atau Kebutuhan Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
Regulasi
Rancangan Keputusan
Menteri Komunikasi dan
Digital tentang Perubahan
atas Keputusan Menteri
Komunikasi dan Informatika
Nomor 246 tahun 2024 Terdapat di beberapa wilayah layanan perlu dilakukan penyesuaian dan yang belum terakomodir dalam
tentang Penjatahan Kanal Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 246 Tahun 2024 tentang Penjatahan Kanal Frekuensi Radio
10 Frekuensi Radio (Channel (Channel Allotment) untuk Keperluan Jasa Penyiaran Radio Melalui Media Terestrial pada Pita Frekuensi Radio | Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Ekosistem 2025
Allotment) untuk Keperluan |Very High Frequency Band II dengan Menggunakan Standar Teknologi Analog Berbasis Frequency Modulation. |Infrastruktur Digital Digital
Jasa Penyiaran Radio Melalui |Regulasi ini akan mengatur penambahan wilayah layanan, penyesuaian kanal, penyesuaian pusat wilayah
Media Terestrial pada Pita layanan sehingga tercipta tertib pengguna frekuensi radio siaran FM
Frekuensi Radio Very High
Frequency Band II dengan
Menggunakan Standar
Teknologi Analog Berbasis
Frequency Modulation
Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika mengamanatkan
Pemerintah Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika,
khususnya dalam Pasal 4 ayat (2) memungkinkan Pemerintah Daerah untuk melakukan fungsi kehumasan . i
Rancangan Keputusan A X . 7 . P . R X Direktorat Jenderal . . 2025:
- seperti diseminasi informasi dan pengelolaan Media Komunikasi Publik serta relasi media. Penyusunan o R . - Dinas Kominfo X .
11 |Menteri tentang Pengelolaan X " L - . R . ; Komunikasi Publik dan Media S Ditargetkan untuk selesai dan
X . rekomendasi kebijakan ini memberikan penjelasan lebih rinci mengenai cara pengelolaan media massa dalam . . . Provinsi/Kabupaten/Kota .
Relasi Media X L . . ! X X . X X . (Direktorat Ekosistem Media) ditetapkan pada 2025.
rangka optimalisasi komunikasi publik melalui pengelolaan relasi media. Pengelolaan relasi media memberikan
panduan pola kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi media massa baik berupa kebutuhan
data/informasi/akses narasumber juga berupa kebutuhan peningkatan kapasitas SDM industri media seperti
pelatihan maupun memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 (Inpres No. 5 Tahun 2015) yang menempatkan Kementerian
Komunikasi dan Informatika sebagai koordinator Government Public Relations (GPR) dalam National Issues Direktorat Jenderal
Rancangan Keputusan B . . . . )
Menteri tentang Kemitraan Management Structure Komunikasi Publik dan Media |- Kementerian Desa 2025:
12 Kehumasan Pemerintah - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan (Direktorat Kemitraan - Dinas Kominfo di Ditargetkan untuk selesai dan
Daerah Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika menegaskan kemitraan komunikasi tersebut Komunikasi Lembaga dan Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan pada 2025.
adalah untuk memperkuat penyampaian pesan pemerintah, edukasi kepada publik, serta memperbaiki Kehumasan)
hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi.
Dalam Pasal 19 dan 20 ayat (6) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, diatur bahwa untuk
Rancangan Keputusan pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dalam Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik, PPID . .
- . X . N Direktorat Jenderal . . . 2025:
Menteri tentang Pengelolaan |dapat memanfaatkan aplikasi berbagai pakai. o R ._ |Dinas Kominfo di X .
13 Komunikasi Publik dan Media . Ditargetkan untuk selesai dan
Akses dan Aset Konten (Direktorat Informasi Publik) | rovinsi/Kabupaten/ Kota | g o¢oo1an pada 2025
Informasi Publik Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai turunan regulasi PM 4/2024 bagian pelayanan informasi publik, p p :
perlu disusun standar dalam pemanfaatan teknologi informasi khususnya mengenai pengelolaan akses dan
aset konten informasi publik.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun
2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Dinas
Rancangan Keputusan . ? .
Menteri tentan membentuk dan menetapkan tim penyusun konten yang mempunyai tugas menyusun dan menetapkan Direktorat Jenderal Dinas Kominfo di 2025:
14 g kelayakan konten yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri. Komunikasi Publik dan Media Ditargetkan untuk selesai dan

Standardisasi Konten
Program Prioritas Pemerintah

Untuk itu, Menteri perlu menyusun standardisasi konten program prioritas pemerintah yang berguna sebagai
pedoman bagi Dinas dalam penyusunan konten.

(Direktorat Informasi Publik)

Provinsi/Kabupaten/ Kota

ditetapkan pada 2025.




Lampiran 4: Indikator Kinerja Utama Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

SASARAN STRATEGIS (SS)

01 - Mempercepat Penyediaan
Konektivitas Broadband Inklusif,
Berkualitas, dan Terjangkau

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

IKU.1.1 - Indeks Transformasi Digital
Nasional

- 231 -

DEFINISI OPERASIONAL

Indeks TDN merupakan indeks yang
mengukur kemajuan transformasi
digital nasional, yang diukur
berdasarkan 3 tahapan yaitu
fondasi, adopsi, dan akselerasi.
Terdapat 4 pilar pembangunnya
yaitu infrastruktur, pemerintah,
bisnis, masyarakat. Pengukuran
dilakukan tiap tahun oleh Biro
Perencanaan. Pengukuran dilakukan
tiap tahun oleh Biro Perencanaan
dengan lagging 1 tahun pelaksanaan
program.

50,80

51,23

TARGET

51,66

52,09

52,53

PENANGGUNGJAWAB
INDIKATOR KINERJA

Kemenkomdigi

02 - Menciptakan ruang digital yang
aman dan berdaulat

IKU.2.1 - Indeks Ruang Digital
Kondusif

Indeks ini akan mengukur tingkat
kondusivitas ruang digital yang
mencakup 5 pilar diantaranya
terpercaya, adaptif, efisien, inklusif,
dan literasi pengguna yang baik.
Indikator ini mencakup aspek
pengendalian konten ilegal,
penanggulangan konten ilegal,
penurunan transaksi ilegal, serta
aspek layanan penyidikan.
Pengukuran akan dilakukan oleh
Ditien Pengawasan Ruang Digital.

3,2

3,4

3,6

3,8

Kemenkomdigi

03 - Meningkatnya efektivitas
penyelenggaraan informasi dan
komunikasi publik

IKU.3.1 - Indeks Komunikasi
Pembangunan dan Informasi Publik
(KPIP)

Pengukuran terhadap kinerja
pengelolaan informasi dan
komunikasi publik baik di tingkat
nasional maupun provinsi,
mencakup efektivitas, transparansi,
dan aksesibilitas informasi yang
disampaikan oleh pemerintah
kepada masyarakat. Pengukuran
akan dilakukan tiap tahun oleh
Ditjen Komunikasi Publik dan Media.

71

72

73

74

75

Kemenkomdigi

04 -Mewujudkan Transformasi
Internal Manajemen adaptif dan
resilien

IKU.4.1 - Indeks Reformasi Birokrasi
Kemenkomdigi

Penilaian oleh Kementerian PAN dan
RB dilakukan untuk mengevaluasi
kemajuan reformasi birokrasi di
instansi pemerintah. Evaluasi ini
berfokus pada aspek kelembagaan,
tata kelola, dan SDM aparatur
dengan tujuan mewujudkan
pemerintahan yang efektif, efisien,
bersih, dan melayani. Penilaian
dilakukan melalui RB General dan
RB Tematik

87

88

89

90

91

Kemenkomdigi




Tujuan Kementerian

Indikator Tujuan
Kementerian

Kinerja Strategis
Nasional/Ultimate
Outcome

Lvo

Keterangan
* Amanat RPJMN

Lampiran 5: Pohon Kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029
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Pohon Kinerja Level O Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

Menciptakan Konektivitas digital bermakna yang inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, dan ruang digital yang aman dan berdaulat

1

Indeks Transformasi Digital Nasional*

2. Nilai Jasa Ekspor Telekomunikasi,
Komputer, dan Informasi*

SS1.
Mempercepat
Penyediaan
Konektivitas
Broadband
Inklusif,
Berkualitas,
dan Terjangkau

1. Indeks
Transformasi
Digital Nasional
Pilar Jaringan
dan
Infrastruktur

. Peningkatan
kota/kab yang
memiliki
internet
broadband
berkecepatan
giga (min. 1
Gbps)

N

SS2.
Mempercepat
Penyediaan
Sistem dan
Jaringan
Komunikasi
untuk Layanan
Khusus Secara
Nasional

1. Persentase
Kab/Kota yang
memanfaatkan
sistem
penyampaian
informasi
kebencanaan dan
kegawatdaruratan

SS3.
Meningkatnya
Pertumbuhan
Ekonomi dari
Pengembangan
Ekosistem
Digital Nasional

1. Indeks TDN
Pilar Bisnis*

2. Kontribusi
sektor
informasi dan
komunikasi
terhadap PDB*

Ss4.
Mengakselerasi
Kualitas dan
Produktivitas
Masyarakat
Digital

1. Indeks
Masyarakat
Digital
Indonesia
(IMDI1)

2. Indeks TDN pilar
Masyarakat*

3. Peningkatan
Tenaga Kerja
Sektor TIK
(kumulatif)
(%)*

4. Tingkat ASN
yang memiliki
kompetensi
digital

SS5.
Mempercepat
pemanfaatan
teknologi
untuk
pemerintahan
digital yang
terpadu dan
citizen centric

1. Indeks
Transformasi
Digital
Nasional Pilar
Pemerintah*

SS6.
Menciptakan
ruang digital
yang aman
dan berdaulat

S§7.
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
layanan publik
Kemenkomdigi

SS8.
Meningkatnya
efektivitas
penyelenggara
an informasi
CED
komunikasi
publik

1. Indeks Ruang 1. Indeks Kepuasan 1. Indeks =
igi Komunikasi
Digital masyarakat Fomis
Kondusif* terhadap layanan deml e;ngunan
publik an Informasi

Kemenkomdigi Publik (KPIP)*

. Persentase Capaian
Realisasi
Penerimaan PNBP
Kemenkomdigi

N

$S9.
Mewujudkan
Transformasi
Internal
Manajemen
adaptif dan
resilien

1

N

SS3.
Meningkatnya
Pertumbuhan
Ekonomi dari
Pengembangan
Ekosistem Digital
L ESTLE

SS1. Mempercepat
Penyediaan
Konektivitas
Broadband
Inklusif,
Berkualitas, dan
Terjangkau

1. Kontribusi

Indeks Reformasi 1. Indeks

Birokrasi Pembangunan TIK m"}‘é‘f' pada

Kemenkomdigi (IPTIK) Nasional* ilai Ekonomi
. Indeks Opini Digital

Badan

Pemeriksaan
Keuangan (BPK)
atas Laporan
Keuangan

. Tingkat Dampak

Kerja Sama
Internasional
terhadap
Kolaborasi
Pemangku
Kebijakan Digital




i. Pohon Kinerja Ditjen Infrastruktur Digital (1 of 4) "33 2>

KOMDIGI
Kinerja Strategis SSO01 - Mempercepat Penyediaan Konektivitas Broadband Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau
Nasional/Ultimate
Outcome 1. Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Jaringan dan Infrastruktur
2. Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional*
LvoOo 3. Peningkatan kota/kab yang memiliki internet broadband berkecepatan giga (min. 1 Gbps)
Kinerja . . TRyrd]
Strategis Sub 2 SP1. Meningkatnya coverage Broadband yang menjangkau ke seluruh Indonesia [l SP2.Meningkatnya Penetrasi dan Utilisasi
Sektor/Interm o bl (Take-Up) Internet Broadband
ediate
Outcome 1. Persentase (%) Tersambung Akses Internet di
1. Jangkauan jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband) per populasi* Sektor Publik
V1 2. Persentase Luas pemukiman tercover sinyal 5G 2. Pengguna Internet*

3. Rasio harga layanan jaringan pita lebar tetap terhadap pendapatan per kapita*

Kinerja Strategis 3 SK.1Meningkatnya Coverage Mobile §  SK:2Meningkatnya Coverage Jaringan s SK.4 Meningkatnya Akses B RO et R i

Sub < Broadband (4G) menjangkau seluruh desa % Fixed Broadband ke seluruh wilayah < Next-Generation Broadband < Fixed Be“ “gba :Y; (:ne 'I'as engguna

Sektor/Kinerja a dan kelurahan & Indonesia a nasional a Xeci=roaganciiasiona

Taktikal/Interme

diate Outcome 1. Persentase Luas Permukiman Tercover Sinyal 4G 1. Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan* 1 Rl e e e e e i e
2. Persentase Wilayah Pelayanan Universal 2. Persentase Kecamgtan tersedia akses tetap pita 1. Persentase kawasan dan sektor broadband) terhadap total rumah tangga*

v 2 [elekomlflpilkisi danvll:\fo.rmatika Mendapat lebar non serat optik prioritas yang tercover sinyal 5G 2. Persentase peningkatan akses internet di sektor

ayanan Telekomunikasi

publik

3 Output 3 Output 3 Output 3 Output
5 £
: : 1. Kabupaten/Kota yang difasilitasi Menerapkan ; :
c 1. Fasilitasi Penggelaran Infrastruktur dan e Infrastruktur Pasif Bersama* e - . e — " A
Peningkatan Kualitas Layanan Seluler 4G oleh 2. Fasilitasi dan Dukungan Penyediaan Akses Internet s e liehelepesaiaatneey b FaslI!tasl pelleclaan A_ksfes el iz
. . Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler* Fixed Broadband untuk Koperasi Desa Merah Putih* R Seluler_ el " PUb.I!k df.m EmEEE Prlorlta_s P
Kinerja . 2. Fasilitasi Penyediaan Layanan 4G pada wilayah 3. Fasilitasi Penyediaan Jaringan Internet Berkecepatan AT e T 5.G .d' " 2 el Reg e se e g o Ellay
Operasional Koperasi Merah Putih* Tinggi di Wilayah Swasembada Pangan* emeem Gl eedier i
3. Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan 4.  Fasilitasi Dukungan Layanan Jaringan untuk Sekolah
Lv3 Layanan Telekomunikasi Universal* Unggulan Garuda*®
4. Fasilitasi Penyelenggaraan Layanan Seluler 5. Fasilitasi Dukungan Layanan Jaringan untuk Sekolah
pada Wilayah Pelayanan Universal Rakyat*
Telekomunikasi dan Informatika 6. Fasilitasi Akselerasi Penyediaan Fiber Optik Pada

Daerah (kecamatan)
7. Fasilitasi Penyelenggaraan Layanan Akses Internet
Tetap pada Wilayah Tidak Terjangkau Serat Optik
8. Fasilitasi Badan Usaha Dalam Rangka Percepatan
Penyelenggaraan SKKL
9. Rekomendasi Kebijakan Fasilitasi Pasif Bersama
terkait Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT)
Keterangan
*: Amanat RPJMN




i. Pohon Kinerja Ditjen Infrastruktur Digital (2 of 4)

Kinerja Strategis
Nasional/Ultimate

Outcome

Lvo

234 -

SSO1 - Mempercepat Penyediaan Konektivitas Broadband Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau

<

KOMDIGI

1. Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Jaringan dan Infrastruktur
2. Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional*
3. Peningkatan kota/kab yang memiliki internet broadband berkecepatan giga (min. 1 Gbps)

Kinerja
Strategis Sub
Sektor/Interm
ediate
Outcome

L1

DJID

SP.3 Meningkatnya kualitas internet broadband Nasional

1. Kecepatan Internet Jaringan Pita Lebar Bergerak (Mobile Broadband)*
2. Kecepatan Internet Jaringan Pita Lebar Tetap (Fixed Broadband)*

DJID

SP4. Meningkatnya pertumbuhan industri telekomunikasi dan data center yang
berkelanjutan

1. Rasio EBITDA terhadap Pendapatan (EBITDA Margin) Industri Telekomunikasi

2. Kapasitas Pusat Data Per kapita*®

Kinerja Strategis
Sub
Sektor/Kinerja
Taktikal/Interme
diate Outcome

Lv2

Kinerja
Operasional

Lv3

Keterangan
* Amanat RPJMN

Dit.Prestasi

Dit.Prestasi

SK.1Meningkatnya
kualitas internet
broadband melalui
penataan spektrum
frekuensi radio

1. Pita yang
dimanfaatkan untuk
Layanan Broadband
(Kumulatif)

Output

1. Rekomendasi
Kebijakan
Penyediaan
Spektrum
Frekuensi Radio
untuk Layanan
Broadband*

Dit.Pengendalian

Dit.Pengendalian

SK.1Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
layanan
telekomunikasi di
seluruh wilayah
Indonesia

Kualitas layanan internet
broadband di
desa/kelurahan dengan
minimum kecepatan 5
Mbps

Output

1. Pusat Monitoring
Telekomunikasi
(PMT)*

2. Perangkat Pengukuran
QoS Telekomunikasi*

3. OM Pusat Monitoring
Telekomunikasi*

4. Pengawasan Kualitas
Layanan
Telekomunikasi

Dit.Pengendalian

Dit.Pengendalian

SK.2 Meningkatnya
kepatuhan, efektivitas,
dan efisiensi
pengendalian spektrum
frekuensi radio dan
perangkat digital

Persentase penurunan aduan
gangguan SFR

Persentase kepatuhan alat
dan/atau perangkat
telekomunikasi yang
memenuhi standar teknis

Output

Pemantauan, Pengukuran
Dan Penanganan Gangguan
Frekuensi Radio

Penertiban Frekuensi Radio
Dan Standar Perangkat Pos
Dan Informatika

Dit.Pengendalian

Dit.Pengendalian

SK.3 Meningkatnya
Kapabilitas Sistem
untuk Melaksanakan
Monitoring Frekuensi
Radio Seluruh Wilayah
Indonesia

1. Persentase Persentase

(%) kinerja SMFR yang
handal

Output

1. Sistem Monitoring
Frekuensi Radio
(SMFR) *

2. Pemeliharaan Sistem

Monitoring Frekuensi
Radio (SMFR)

Dit. Strike

Dit. Strike

SK.1Meningkatnya Pertumbuhan Industri Telekomunikasi

untuk Mendukung peningkatan Penggelaran Konektivitas

Digital Nasional

o~

Pertumbuhan Pendapatan Industri Telekomunikasi

Rasio Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio terhadap
Gross Revenue Industri dalam rangka Keberlanjutan Industri
Telekomunikasi

Output

Rekomendasi Kebijakan Peta Jalan (Roadmap) Infrastruktur Digital
Rancangan Peraturan Presiden Tentang Peta Jalan Infrastruktur
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional*

Rekomendasi Kebijakan Rasionalisasi Regulatory Cost*
Rekomendasi Modernisasi Kebijakan Infrastruktur Digital Atas Reviu
Regulasi Penyelenggaraan Telekomunikasi

Rekomendasi Kebijakan Kerjasama Over-The-Top (OTT) Dengan
Penyelenggara Jaringan

Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Spektrum
Frekuensi Radio

Rekomendasi Kebijakan Strategi Gigabit City

Rekomendasi Kebijakan Evaluasi Penerapan Pentarifan, Interkoneksi
Dan Kompetisi

Dit. Strike

SK.2 Meningkatnya
pertumbuhan industri
data center Nasional

Pertumbuhan
distribusi lokasi data
center di Indonesia

Output

Rekomendasi
kebijakan
pengembangan data
center dan cloud*
Fasilitasi
Pengembangan data
center dan cloud*
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i. Pohon Kinerja Ditjen Infrastruktur Digital (3 of 4)

SSO1- Mempercepat Penyediaan Konektivitas S$S02 - Mempercepat Penyediaan Sistem dan Jaringan Komunikasi untuk Layanan Khusus

Kinerja Strategis q
Nasional/Ultimate Broadband Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau RELETENEHLLE]

Outcome

1. Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Jaringan dan Infrastruktur
Lvo 2. Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional* 1. Persentase Kab/Kota yang memanfaatkan sistem penyampaian informasi kebencanaan dan kegawatdaruratan
3. Peningkatan kota/kab yang memiliki internet broadband berkecepatan
giga (min. 1Gbps)

SP5. Meningkatnya Pertumbuhan Industri SP6. Meningkatnya Akselerasi Penyediaan Infrastruktur dan Sumber Daya untuk Layanan Khusus secara nasional

Perangkat Digital dalam negeri

DJID
DJID

Kinerja
Strategis Sub
Sektor/Interm

1. Persentase kab/kota yang sudah terintegrasi Sistem Informasi dan Infrastruktur Jaringan Komunikasi Layanan Khusus Publik

ediate 1. Pertumbuhan nilai investasi yang mendukung industri
Outcome perangkat digital dalam negeri
w1

5 n q q %  SK.5 Mempercepat Integrasi Sistem Kebencanaan dan o ; : .
%  SK.3 Meningkatnya pengembangan industri H Ke daruratzn selzruh insiansi £ SK.2 Menyediakan alokasi spektrum frekuensi
% perangkat dalam negeri yang aman dan £ £ radio untuk kebutuhan layanan khusus dan
% terstandarisasi £  penyiaran
. . . [=}
Kinerja Strategis .
Sub o 1. Persentase kab/lfota yang sudah terintegrasi layanan panggilan 1. Persentase pita yang dioptimalkan untuk layanan
Sektor/Kinerja 1. Persentase kepatuhan penyelenggara telekomunikasi darurat 112 dan sistem informasi bencana (e
Taktikal/Int dalam pengelolaan e-waste 2. Persentase (%) K/L/D yang sudah terintegrasi dengan Siskomnas
? ikal/Interme 2. Persentase perusahaan yang berhasil mengembangkan PMPB
diate Outcome perangkat sampai tahap prototype
Lv2
= Output B Output 2 X
H 3
g 5 1 Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Nasional :‘_,- 1. Rekomendasi Kebijakan Pengaturan Spektrum
g . . . - Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana* a Frekuensi Radio untuk keperluan layanan publik dan
1 Rekomendas! kebuakgn p_erllndungan pengguna perangkat digital* 2. Rekomendasi Kebijakan Peta Jalan terkait Siskomnas PMPB* instansi Pemerintah*
Kinerja 2. Rekomendasi standarisasi perangkat digital, '?a‘a Center, Cloud, 3. Penyelenggaraan Jaringan Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan 2. Rekomendasi Kebijakan untuk Harmonisasi dan
o ) . CDN, InterneF Exc!’_\ange dan Infrastru!(tur Pasif* . Masyarakat dan Penanggulangan Bencana* Inovasi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio
perasiona 3. Rekomendasi kebijakan pengelolaan limbah elektronik (e-waste)* 4. OM Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan
4. Fasilitasi Linkmatch Industri TIK Dalam Negeri* Masyarakat dan Penanggulangan Bencana*
Lv3 5. Rekon’;endasi Kebijakan Industri Perangkat Telekomunikasi Dalam 5. Fasilitasi integrasi K/L/D dengan Layanan Panggilan Darurat 112*
Negeri . o - 6. Kab/Kota yang Sudah Terintegrasi Layanan Panggilan Darurat 112 dan
6. Layanan Kesesuaian dan Harmonisasi Perangkat Digital Sistem Informasi Bencana*
7. Lembaga/Instansi yang Terintegrasi Sistem Informasi Kebencanaan
8. Sistem Informasi Kebencanaan (OM)*
Keterangan

* Amanat RPJMN



i. Pohon Kinerja Ditjen Infrastruktur Digital (4 of 4) - 236+ 2>

KOMDIGI

Kinerja s;ratesis SSO7 - Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi
Nasional/Ultimate
Outcome
VO 1. Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Kemenkomdigi
2. Persentase Capaian Realisasi Penerimaan PNBP Kemenkomdigi

S N . " N . .
Kinerja 2 SP7. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan PNBP Bidang Infrastruktur dan Perangkat Digital
Strategis Sub
Sektor/Interm
ediate 1. Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik bidang infrastruktur digital
Outcome 2. Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Bidang Infrastruktur Digital

8. Indeks integritas pelayanan publik bidang infrastruktur digital
w1

BBPPT
BBPPT

Kinerja Strategis . o o
Sub 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator

Radio, dan Sertifikasi Perangkat Digital Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur

. . 1
SektPr/Kmerja 2. Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator 2. Indeks Integritas Pelayanan Publik terhadap Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur
T?kt'kalllnterme Radio, dan Sertifikasi Perangkat Digital 3. Persentase (%) Capaian target PNBP Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur
diate Outcome 3. Persentase (%) Capaian Target PNBP SFR dan Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Digital 4. Persentase (%) Pemenuhan SLA Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur
Lv2

BBPPT
BBPPT

Layanan Pengujian Perangkat Digital*

1
Kinerja 1. Layanan perizinan spektrum frekuensi radio, SOR, Sertifikasi Perangkat, Data Center, Cloud dan 2. Akreditasi, Sertifikasi, dan Recognisi Ruang Lingkup BBPPT
Operasional Telekomunikasi Khusus* 3. Layanan Kalibrasi Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi dan Digital*
2. Layanan Pengelolaan PNBP BHP SFR* 4. Pemenuhan Kapasitas Pengujian Perangkat TIK di BBPPT
3 3, Sisten'_\ Informa§i Manajemen S_pektrt{m (SIMS)* 5. Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital*
4. Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS) 6. Fasilitasi Pengujian untuk Inovasi dan Pengembangan Perangkat Digital Dalam Negeri
7. Pengelolaan Teknologi Informasi BBPP
8. Layanan Pengelolaan Bisnis Proses Pengujian Perangkat Telekomunikasi Digital dan Kalibrasi Alat Ukur
Keterangan

* Amanat RPJMN



ii. Pohon Kinerja BAKTI 27 ,,o%i..s.

SS01. Mempercepat Penyediaan Konektivitas Broadband Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau

Kinerja Strategis
Nasional/Ultimate

Outcome
Vo 1. Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Jaringan dan Infrastruktur
2. Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional*
3. Peningkatan kota/kab yang memiliki internet broadband berkecepatan giga (min. 1 Gbps)
Kinerja
Strategis Sub B SP1. Meningkatnya coverage Broadband yang menjangkau ke seluruh Indonesia
Sektor/Interm =
ediate
Outcome . . i ;
1. Jangkauan jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband) per populasi*
2. Persentase Luas pemukiman tercover sinyal 5G
i1 3. Rasio harga layanan jaringan pita lebar tetap terhadap pendapatan per kapita*

o 2 <

% SK.1Meningkatnya Coverage Broadband di Wilayah E SK.2 Memperkuat Kemitraan Badan Usaha Untuk § SK.3. Meningkatnya Utilisasi Internet Broadband di
Kinerja Strategis < Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika £ Mendukung Konektivitas di Wilayah Pelayanan Universal £ Wilayah Pelay \ Universal Telek vikasi dan
Sub °  (WPUTI) Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI) Informatika (WPUTI)
Sektor/Kinerja
Z?:tt;kgllﬂzzer::e [ JGe e tas el esa/kelirahan y?ng jejsedallavananlbiceckand 1. Penambahan PNBP melalui kerja sama badan usaha pada 1. Tingkat Pemanfaatan Teknologi Digital bagi Masyarakat yang

dengan kecepatan minimal 3-5 Mbps infrastruktur Bakti di WPUTI dapatkan Infrastruktur Digital BAKTI
2. Persentase jumlah desa yang mengalami peningkatan luas mendapatkan Infrastruktur Digital

Lv2 jangkauan layanan broadband di Wilayah Pelayanan Universal

Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI)

: 2 g
Kinerja £ Output E Output Z Output
. E £ £
Operasional 9 1. BTS4G o Kerjasama Badan Usaha 8 1 Fasilitasi Pem.anfaatan Teknologi Digital bagi Masyarakat di Wilayah
2. Teresterialisasi Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informasi (WPUTI)
3 3. OMBTS 4G/Last Mile
4.  OMBTS 4G/Last Mile Papua dan Papua Barat
5. OM Akses Internet
6. OM Akses Internet Papua dan Papua Barat
7. OM SATRIA-1
8. OM Palapa Ring
Keterangan

* Amanat RPJMN
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iii. Pohon Kinerja Ditjen Ekosistem Digital (1 0f 2)

Kinerja Strategis
Nasional/Ultimate

Outcome 1. Indeks TDN Pilar Bisnis*
2. Kontribusi Komdigi pada Nilai Ekonomi Digital

VO 3. Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB*

Kinerja

SP3. Meningkatnya Kesehatan
dan Keberlanjutan Industri Pos
Logistik dan Penyiaran

DJED

Strategis Sub
Sektor/Interm

SP1. Meningkatnya Penciptaan Nilai Ekonomi Digital dengan
Penguatan Ekosistem Digital Nasional

SP2. Meningkatnya Pengembangan dan
Pemanfaatan Teknologi Baru di Sektor

ediate Strategis Nasional

Outcome

Lv1 -
Persentase Tingkat Produktivitas Adopsi Teknologi 1. Pertumbuhan Sektor Pos Logistik*

1. Kontribusi pengembangan ekosistem startup digital terhadap nilai ekonomi digital 1
(dalam Miliar Rupiah)

Kontribusi Komdigi pada Pertumbuhan Gim Nasional

Tingkat kesuksesan startup nasional / success rate startup*

Indeks keberlanjutan Penyelenggaraan
Penyiaran

Baru 2.

(S

I 1 1 I
SK1. Mempercepat

ineri ; a . a ) a 2 2 q H
g'n:"la Strategis &  SK1. Meningkatnya &  SK2.Meningkatnya 2 SK1. Mengembangkan E SSbS . E SK2. Meningkatkan SE SKI Meningkatnya Pemerataan
Suk Kineri £ pertumbuhan startup £ pertumbuhan £ Tata Kelola Ekosistem £ Transformasi Digital di % Pertumbuhan Bisnis $f Layanan Pos Logistik di Seluruh
! t?"/ Inerja digital nasional ekosistem gim nasional Digital untuk iklim 8 Sektor Strategis dengan e Bidang Teknologi Baru Wilayah Indonesia
Taktikal/Interme usaha yang sehat Pemanfaatan Teknologi
diate Outcome 1. Persentase Penambahan 1. Persentase pertumbuhan 1. Persentase tingkat
Jumlah Kota yang Memiliki pengembang dan penerbit 1. Indeks Dampak Kebijakan 1 Persen_tase pertumbuhan_ pertumbuhan pelaku 1. Persentase Kecamatan Yang
Lv2 Indeks Ekosistem Startup gim lokal Bidang Ekosistem Digital az_igp5| use case teknologi usaha bidang teknologi Memiliki Titik Layanan Pos
Digital Tier 1 2. Tingkat kesesuaian rating gim digital I
2. Rasio startup yang berhasil yang terbit di Indonesia 2 PEEEmEse perimleulizy
scale up inovasi digital berbasis
green tech
a a a = = H
o 2 Output & Output w Output o Output jm Output 3§ Output
Kinerja £ £ £ & < £
Operasional 1. Fasilitasi Akselerasi & 5 ; ae )
1 Fasiitasi Digital L 5 RPP Ekosistem Digital* ) 1. PM ter}(alt Roadmap_ 1. Rancangan Peraturan Menteri
Startup Game . ! Pemanfaatan Teknologi Emerging Technologies* tentang Penyelenggaraan
V3 Technopreneur® 2. Akselerator dan inkubator Rekomendasi Kebijakan Digital di Sektor 2. Sandbox Regulasi Digital* K E Pyl s U
2. Startup Digital Terakselerasi* gim* terkait Rancangan Pertanian* 3. Fasilitasi gregen tech*g LEWBJI arF1’ ejy_anan | e
i igi . . . i ) 3 ayanan Pos Universal
3. Ekosistem Sta!’“ip Digital 3. Kemitraan dan investasi Reraturan Pemerintah 2. Pemanfaatan Teknologi 4. Kajian terkait 2. Rekomendasi teknis tentang
Kota (Kumulatif) gim Ekosistem Digital Digital di Sektor Pengembangan Industri Al I L P
i e 3 penyelenggaraan Layanan Pos
4. ;?;\rgnujku{)?nitilioslstem 4. Layanar? klaslﬁkafl gim Perikanan* ) dan Teknologi Baru Universal
P Digl 5. Regulasi dan kebijakan 3. Pemanfaatan Teknologi 5. Fasilitasi kemitraan dan 3. Kemitraan Penyelenggara Pos
sFrategis terkait industri Digi_t_al d_i Sektor Logistik* investasi untuk dengan Mitra Strategis
gim A 4. Fasilitasi Pemanfaatan pengembangan industri 4. Sistem Informasi Manajemen
6. Rekomendasi Kebijakan Teknologi Digital di Sektor teknologi baru LPU
Irr_\plementasi Klasifikasi Energi 6. Fasilitasi pengembangan
Gim inovasi Al dan teknologi
baru
Keterangan
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ss7 Meningkatnya kualitas pengelolaan
anan publik Kemenkomdigi

iii. Pohon Kinerja Ditjen Ekosistem Digital (2 of 2)

$83. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi da

engembangan Eko

Kinerja Strategis
Nasional/Ultimate

Outcome 1. Indeks TDN Pilar Bisnis* 1. Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Kemenkomdigi
2. Kontribusi Komdigi pada Nilai Ekonomi Digital 2. Persentase Capaian Realisasi Penerimaan PNBP Kemenkomdigi
Lvo 3. Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB
Kinerja
Strategis Sub Q SP3. Meningkatnya Kesehatan dan Keberlanjutan Industri Pos Logistik dan Penyiaran @ SP4. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang Ekosistem Digital
Sektor/Interm e e
ediate
Outcome 1. Pertumbuhan Sektor Pos Logistik 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Ekosistem Digital
2. Indeks keberlanjutan Penyelenggaraan Penyiaran 2. Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Bidang Ekosistem Digital
V1 3. Indeks Integritas Dan Pelayanan Publik (IIPP) Bidang Ekosistem Digital
1 1
.................... e St FO
£ £ Ska.M 2 q = q .
- . 35 35 . Menguatnya Tata Kelola untuk L]
Kinerja Strategis 21 SK2. Meningkatnya Kualitas dan Daya 2% SK3. Menguatnya Ta B LEIER R 4 SK1. Mendoropg I?emngkatan K.eapdalan 3 SK1. 1 Menmgkatny'a Kualitas I?ata dap .
Sub ae Saing Penyelenggara Pos Logistik & Mendukung Keberlanjutan Industri & Layanan Publik Bidang Pos Logistik, £ Kualitas Layanan Bidang Ekosistem Digital
Sektor/Kinerj Penyiaran Penyiaran, Telekomunikasi, dan Informatika
©! ° erja 1. Indeks kualitas data
Taktikal/Interme 1. Indeks dampak kebijakan bidang pos " . . 1. Indeks Kepuasan terhadap Layanan Publik bidang Pos Logistik 2. Tingkat Kualitas Layanan Pos Logistik
diate Outcome logistik 1. Indeks dampak kebijakan bidang penyiaran 2. Indeks Kepuasan terhadap Layanan Publik bidang Penyiaran 3. Tingkat Kualitas Layanan Penyiaran Digital
2. Integrated Index for Postal Development 2. Persentase Keberhasilan Uji Coba Teknologi 3. Indeks Kepuasan terhadap Layanan Publik bidang Telekomunikasi 4. Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewaijiban Penyelenggara Telekomunikasi,
V2 (2IPD)* Konvergensi Penyiaran 4. Persentase (%) Capaian target PNBP Pos Logistik Pos Logistik, dan Penyiaran
3. Indeks Kinerja Industri Pos logistik 5. Persentase (%) Capaian target PNBP Penyiaran 5. Persentase Realisasi Penerimaan PNBP BHP Telekomunikasi
Nasional 6. Indeks Integritas dan Pelayanan Publik (IIPP) Bidang Pos Logistik 6. Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Kontribusi Penyelenggaraan LPU
7. Indeks Integritas dan Pelayanan Publik (IIPP) Bidang Penyiaran 7. Presentase Pemenuhan Tindak Lanjut Hasil Pengendalian Bidang
8. Indeks Integritas dan Pelayanan Publik (IIPP) Bidang Telekomunikasi Ekosistem Digital
g Output
x| x| = utpu
L Output L Output 8 Output = P
ag ag 2 =
& 1 d ilaian indeks Kineri % 1 PetaJalan Penyiaran Nasional a - 1 si o i 1ahan Data dan Pel
Kinerja L PEREEESE GED (PRI MEle Lansi:) 2. Rekomendasi Kebijakan Terkait Penyelenggaraan ik Bi _aRsistemiiniormasiipengolahanbatajcanihelapcran
fo) erjasional dan status mutu serta pengawasan iklim Penyiaran ! velenee 21 IF_’ayanaanubllk Ezd?:g chs Perizi Online Bid P Penyelenggaraan Pos dan Informatika
P usaha pos 3. Rancangan Peraturan Menteri Dalam 3‘ Lengem :ngl'al?B'gl as; istem Perizinan Online Bidang Pos 2. Layanan Pengawasan dan Pengendalian Sektor
2. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Postal Penyelenggaraan Penyiaran Menggunakan FTA 7 S_ayanar|1 fu ! _'Ma“g_ enylall'_an U Telekomunikasi
Lv3 Development Level Indonesia Satelit . P::r:irgrannormaﬁ anajemen Layanan Fublik Bidang 3. Layanan Pengawasan dan Pengendalian Sektor Pos
. i i i 4. L P P li ktor Penyi
431 E:Egrilg:;agiUKzg?jakan Penyelenggaraan “ &ekomendssl f;g”akan P FEmETT 5. Layanan Publik Bidang Telekomunikasi VR P G R S e
. CNEEURELE 6. Sistem Perizinan Telekomunikasi (OM
Pos SPL 5. Rancangan Peraturan Menteri terkait Penyiaran 7. Fasilitasi Implementasi KBLI Pen (iarar>1
5. Fasilitasi Digitalisasi Pos Menggunakan IBB . V!
6. Fasilitasi Penyelenggara Pos dalam 6. Pemanfaatan IBB
Pemanfaatan Aplikasi Geospasial Pos 7. Rekomendasi Kebijakan terkait Penyelenggaraan
7. Rekomendasi Kebijakan Penilaian Kinerja Penyiaran Radio Secara Simulcast
dan Status Mutu Penyelenggara Pos 8. Rancangan Peraturan Menteri terkait
8. Rekomendasi Kebijakan Penerapan Logistik pengembangan ekosistem radio digital simulcast
Halal dan Logistik Hijau 9. Fasilitasi Penyiapan Ekosistem Industri Radio Digital
9. Sistem Informasi Pengembangan Pos Secara Simulcast
10 Prototype Desain Prangko 10.  Rekomendasi Kebijakan Terkait Tata Kelola Industri
1. Rekomendasi Kebijakan Revitalisasi Penyiaran
Prangko 1. Rancangan Peraturan Menteri terkait RDTP
12.  Fasilitasi Kerjasama Penyelenggara Pos 12.  Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lembaga Penyiaran
dengan UMKM . 13.  Rekomendasi Kebijakan Terkait Model Bisnis Dan
Keterangan 13.  Kemitraan Kantor Layanan Pos Universal Daya Saing Industri Penyiaran

* Amanat RPJMN

(LPU) dengan Koperasi Merah Putih (KMP)
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iv. Pohon Kinerja Ditjen Teknologi Pemerintah Digital

Kinerja Strategis
Nasional/Ultimate
Outcome

S$S5. Mempercepat pemanfaatan teknologi untuk pemerintahan d

al yang terpadu dan ci

<

KOMDIGI

1. Indeks TDN Pilar Pemerintah*

Kinerja Strategis
Sub Sektor/
Intermediate
Outcome

L1

SP6. Meningkatnya keterpaduan infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital

SP7. Mengakselerasi transformasi digital
daerah

Tingkat keandalan layanan aplikasi pemerintah
Tingkat keandalan layanan infrastruktur pemerintah
Tingkat keandalan layanan teknologi baru pada pemerintah digital

Tingkat kepatuhan IPPD sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (Kumulatif)

Peningkatan jumlah provinsi naik kelas indeks TDN
pilar pemerintah (Kumulatif)

Kinerja Strategis
Sub
Sektor/Kinerja
Taktikal/Interme
diate Outcome

Lv2

Kinerja
Operasional

Lv3

Keterangan
* Amanat RPJMN

Dit. Strajak

Dit. Strajak

SK1. Meningkatnya kualitas tata kelola
penyelenggaraan teknologi pemerintah digital

1.

as WMo

NOo

Persentase K/L/D yang sesuai dengan kebijakan belanja TIK
& arsitektur aplikasi dan infrastruktur pemerintah digital
nasional

Persentase capaian SLA pelayanan pendaftaran PSE Publik

Output

Masterplan Pemanfaatan Teknologi Baru di Pemerintahan*

PM Penyelenggaraan Pusat Data Nasional*

PM Standar Teknis Prosedur Pembangunan dan Pengembangan
Aplikasi SPBE*

PM Manajemen Aset TIK dan Manajemen Layanan SPBE*
Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Pusat Data Pemerintah dan
Ekosistem Pendukungnya

Pemberian Pertimbangan Kelaikan Infrastruktur Pemerintah Digital
Layanan Evaluasi Belanja SPBE (Clearance) Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah

Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital
Penyelenggaraan PSE Lingkup Publik

Rekomendasi Kebijakan Aplikasi Pemerintah Digital

Rekomendasi Kebijakan Dukungan Akselerasi Teknologi Pemerintah
Daerah

Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Govtech dan Situs Web IPPD
PM Pendekatan Kota Cerdas

PM Penyelenggaraan Situs Web Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
PM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika
Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Government Technology

Dit. IPD

SK1. Mempercepat integrasi
infrastruktur digital yang reliabel
dan resilien

Persentase Instansi K/L/Prov yang
Terhubung dengan JIP*

Persentase instansi yang memanfaatkan
ekosistem PDN

Tingkat Kapasitas PDN Komdigi
Persentase capaian SLA penanganan
insiden pengguna layanan PDN Komdigi

Output

Jaringan Intra Pemerintah*

Pusat Data Nasional 2*
Penyelenggaraan Pusat Data Nasional 3*
OM Pusat Data Nasional*

OM Government Cloud/PDNS*
Masterplan Government Intranet
Exchange

Operasionalisasi Lembaga Pengelola
Pusat Data Nasional (PDN)
Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan
Belanja Infrastruktur Pemerintah Digital
Manajemen Pengembangan Pusat Data
Nasional

Dit. APD

Dit. APD

ONPAP DN

n
12.
13.

14.
15.

SK2. Meningkatkan keterpaduan dan
interoperabilitas aplikasi pemerintah

1. Persentase K/L/D yang mengimplementasikan SPLP*
2. Tingkat kepatuhan standar portal web pemerintah

(kumulatif)

3. Tingkat kepatuhan standar aplikasi SPBE
4. Tingkat SLA aplikasi yang diselenggarakan oleh Komdigi
5. Tingkat kematangan pemanfaatan teknologi baru pada

pemerintah digital (kumulatif)

Output

OMD Layanan Aplikasi Pemerintah Digital*

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah*

OM Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)*

Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi*
OM Pelayanan Publik Digital*

Portal Pelayanan Publik*

Portal Layanan Administrasi*

Penyediaan Layanan Registrasi Domain Pemerintah (domain
go.id dan desa.id)

Pedoman Teknis Aplikasi Pemerintah Digital

Fasilitasi Penerapan Teknologi Baru dalam Layanan Publik
Digital

OM Teknologi Baru Pemerintah Digital

OM SPPT-TI

Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola
Informatika SPBE

Pembinaan Jabatan Fungsional Penatakelola Informatika SPBE

Pertimbangan Pengelolaan Belanja Sistem Layanan dan Aplikasi

Pemerintah Digital
Pengembangan Layanan Aplikasi Pemerintah Digital Berbagi
Pakai

Dit. ATPDD

Dit. ATPDD

PON o

SK1. Mempercepat pemanfaatan teknologi
digital oleh pemerintah daerah

1.

oo

Kontribusi terhadap kenaikan skor indeks
kematangan kota cerdas

Output

Use case teknologi digital pada kota cerdas*
Pendampingan Penyusunan Masterplan Provinsi Cerdas*
Pendampingan Smart City - Pusat*

Konkuren Bidang Aplikasi Informatika bagi Pemerintah/
Kabupaten / Provinsi

Pengukuran standar kota cerdas

Akselerasi Digitalisasi Pemerintah Daerah
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v. Pohon Kinerja Ditjen Pengawasan Ruang Digital

Kinerja Strategis
Nasional/Ultimate

S§S7. Meningkatnya kualitas
pengelolaan layanan publik

S$S6. Menciptakan ruang digital yang aman dan berdaulat

Outcome Kemenkomdigi
LVO 1. Indeks Kepuasan masyarakat
1. Indeks Ruang Digital Kondusif* terhadap layanan publik
Kemenkomdigi
2. Persentase Capaian Realisasi
Penerimaan PNBP Kemenkomdigi
Kinerja a a p g
Strategis Sub |4 SP5. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Pelindungan di Ruang Digital | SP12. Meningkatnya Kualitas
Sektor/ g E| Layanan Publik Bidang
) di 1. Tingkat Pemenuhan Kewajiban Penyelenggaraan Sistem, Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Pengawasan Ruang Digital
ntermediate 2. Tingkat efektivitas dan Kualitas Layanan Bantuan Penyidikan Digital
Outcome 3. Tingkat kecepatan dalam penanggulangan konten ilegal 1. Persentase Realisasi
4. Tingkat kepercayaan masyarakat dalam beraktivitas di ruang digital Penerimaan PNBP Bidang
. Tingkat pengendalian atas penyelenggaraan usaha dengan klasifikasi teknologi baru Pengawasan Ruang Digita
V1 5. Tingkat pengendali; penyelengg: ha dengan klasifikasi teknologi b: g g Digital
............................................... e skal:l
i i i . . . Memperkuat a5
Kinerja Strategis % SKI. Menerapkan tata kelola % SK1. Memperkuat w  SK1. Meningkatkan pelindungan = en awa.san untuk £ SKI. Meningkatkan w SK2. Mendorong Layanan
T = - Q - P a 2 s e 0 1)
Sub & pelindungan masyarakat di ruang & pelindungan data 2  aktivitas dan transaksi g L z efektivitas dan kualitas & Publik Bidang Pengawasan
Sektor/Kinerja @ @ ibadi K I~ Kat di digital £ pelindungan masyarakat K] .y - = L
Taktikal/ £ £ pribadi masyarakat & masyarakat di ruang digital di ruang digital S penyidikan digital 5 Ruang Digital
a
Intermediate N 1. Tingkat Penanganan Aduan Transaksi o Ti
ingkat ketepatan waktu i
Outcome 1. Tingkat dampak kebijakan pengawasan L I":Ekzt kefattl:lan:SE Elektronik b Egiiarta:ie}?:r:r:r?nada per?yelesaiar?permohonan 1 Capalanl target PNBP PSrE
ruang digital terhadap peningkatan re T ?F: :( eit PuDaP 2. Tingkat kepatuhan PSE terhadap UU ITE Platform Digital P pengujian forensik bukti Indonesia
pelindungan pengguna di ruang digital egulasi terka 3. Tingkat kepatuhan PSrE terhadap UU ITE o 8! p 2. Capaian target PNBP
Lv2 2. Persentase 4. Tinakat kepatuhan N Domnai 2. Tingkat Kepatuhan elektronik g
pelaksanaan masa : InIZEnaesiaepa uhan Nama bomain Platform Digital Terhadap Tingkat kepuasan pengguna
peralihan kelembagaan A Kebijakan Pelindungan layanan aduan tindak pidana ITE
POP > Gongan Kisiiast Tokrologtgorts AR R o oUE
8 8 terhadap UU ITE
<
Kineri 3 Output ol Output w Output _ Output % Output w Output
inerja e @ o K 3 5
R s s a ] > a
Operasional : 1. Rekomendasi kebijakan Rancangan RPP Revisi PP '."_, £ 1. Pengawasan PSE* . - = Pengawasan dan é Layanan Laboratorium £ 1. Layanan Pengelolaan
8 PSTE 71/2019 dan peraturan turunannya S 1. RperpresBadan 2. PMterkait Tata Kelola Identitas Digital Pengendalian Kebijakan £ Forensik Digital Terakreditasi PNBP PSE Indonesia
v 3 2. Rancangan Revisi PP 71/2019 tentang Pelindungan Data 3. Kebijakan Tata Kelola Domain ID Perlindungan Anak di Ruang Layanan Penanganan Aduan 2. Layanan Pengelolaan
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pribadi 4. PMterkait Tata Kelola Domain ID Digital Tindak Pidana ITE PNBP Domain .ID
3. RPM peraturan turunan RPP revisi PP PSTE 2. RPP Pelaksana UU 5. PMterkait Layanan Sertifikasi Sistem Penanganan dan Advokasi Penegakan Hukum
71/2019 Pelindungan Data (A iral ] ks Seiterss Penanggulangan Konten UU ITE
4. Kebijakan terkait pengentasan judi online* Pribadi 6. OM PSrE Induk . llegal* Kebijakan Penegakan Hukum
5. Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Ruang 3. Operasionalisasi 7. Layanan Pendaftaran PSE Lingkup Peningkatan Kapasitas Sistem terkait UU ITE
Digital Kelembagaan PDP* Privat . i Pengendalian Tata Kelola PSE
6. Rekomendasi kebijakan strategis mitigasi 8. Layanan Aduan Transaksi Elektronik dan Transaksi PSE*
dampak digital bagi kelompok rentan 9. Layanan Peng_ai(uan dan Pengawasan OM Sistem Pengendalian Tata
7. Rekomendasi Kebijakan Regulasi Etika Al PSrE Indonesia ) Kelola PSE dan Transaksi PSE*
8. Kajian Potensi Penyalahgunaan Teknologi Baru 10. Layanan_ Pengawasan Nama Domain
dalam Ruang Digital Indonesia
9. Pengukuran Indeks Ruang Digital Kondusif 1l Layanan Pendaftaran dan
10.  PM Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 17 Pengawasan_ lj-’enyelenggara_ Usaha
Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan dengan Klasifikasi Teknologi Baru
Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak
Keterangan

* Amanat RPJMN
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vi. Pohon Kinerja Ditjen Komunikasi Publik dan Media

Kinerja Strategis
Nasional/Ultimate
Outcome

S$S8. Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik

o 1. Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik*

E . o . . . . E SP2 - Meningkatnya
&4 SP1- Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan komunikasi publik nasional £l keterbukaan
Kinerja StrategisSub A [f] informasi publik
Sektor/Intermediate
Outcome 1. Tingkat jangkauan komunikasi publik )
Wi 2. Tingkat pemerataan aksesibilitas informasi publik pada kelompok masyarakat marginal (mencakup masyarakat di wilayah 3T, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas) L E'"gkat kegjl,akt“ha”
. N . " adan publil
3. T!ngkat kepuasan masyarakat terhadap akse:s |nformasn p‘ubllk‘ terhadap UU KIP
4. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi publik
& SK:Meningkatnya kualitas o ¥ sK:Penguatan = O — g ffY:::’: L'e'gf:;::z:n S SK:Terselenggaranya o SK:Meningkatnya
; tatakeloladan +  SK:Meningkatnya kualitas § Kehumasan dan & Pa. . 'p;s?Mediya diEra g_ Informasi Media Cetak o I;mr;ar; Z\r:::nasl .  Kepatuhandalam
a penyel'enggaraar.'u QO  konten informasi publik » Kemitraan Komunikasi a Digital E° gan K?Iek:i bEer!ds g di Bidang Komunikasi dan B | Keterbukaan Informasi
komunikasi publik O Publik Meer:ye::;:at agl Informasi Publik
Kinerja Strategis Sub
Sektor/Kinerja 1. Tingkat kepatuhan standar . .
Taktik:l/lnte:mediate 1. Tingkat kepatuhan konten informasi publik K/L/D Tn_'\gkaKt/lEe/tDel:&I(Iba_tan
penyelenggaraan komunikasi 2. Tingkat kepatuhan terhadap mitra K/ mitra . o ) . .
Outcome publik K/L/D kebijakan terkait Layanan strategis dglam ) 1. Tingkat partisipasi mec{na Persentase (%) . 1 Persentase (%) 1 Tingkat Kap_asnas
2. Persentase penyelesaian Komunikasi dan Informasi Publik komunikasi publik dalam komunikasi publik kepuasan pengunjung Kepuasan penguniun: Badan Publik
W2 implementasi SKPN* Berbasis Digital bagi Tingkat akses media 2. Tingkat Kapasitas SDM terhadap layanan te:?wada IFa) ar%anj 8 terhadap
P . . Penyandang Disabilitas informasi publik oleh Jabatan Fungsional Bidang Monumen Pers M pP Y Keterbukaan
3. Keberhasilan pengelolaan isu 3. Persentase konten komunikasi Nasional useum Fenerangan Informasi Publik

Kinerja
Operasional

v3

Keterangan
* Amanat RPJMN

Dit. KP

dan situasi krisis komunikasi
publik

Output

Rancangan Perpres Sistem Komunikasi
Publik Nasional*

NSPK bidang konkuren komunikasi publik*
Rencana komunikasi strategis pemerintah
tahunan*

NSPK bidang komunikasi publik

Bimbingan Teknis Implementasi Sub Urusan
Komunikasi dan Informasi

Supervisi implementasi konkuren bidang
komunikasi publik*

Rekomendasi Hasil Survey Komunikasi
Pembangunan dan Informasi Publik*
Manajemen pengelolaan komunikasi
strategis pemerintah*

Pengelolaan krisis komunikasi nasional*
Pengelolaan komunikasi publik Makan
Bergizi Gratis*

Pengelolaan Komunikasi Publik Program
Direktif Presiden

Dit. IP

publik yang dapat memperkuat
kohesivitas sosial berlandaskan
nilai-nilai Pancasila*

Output

NSPK pengelolaan akses dan aset
konten informasi publik*

NSPK standarisasi konten program
prioritas pemerintah*

Konten informasi publik program
prioritas pemerintah*

Pengelolaan konten kontra narasi
Sosialisasi dan bimtek kebijakan
standarisasi pengelolaan akses dan
aset konten informasi publik*
Monitoring isu dalam pengelolaan
komunikasi publik*

Rancangan Peraturan Menteri
tentang Layanan Komunikasi dan
Informasi Publik Berbasis Digital bagi
Penyandang Disabilitas

Dit. KKLK

masyarakat melalui
K/L/D dan mitra
strategis

Output

Pedoman kemitraan lembaga
informasi dan kehumasan
Peraturan Menteri Komdigi
terkait Pengembangan
Kemitraan Kehumasan
Pemerintah

Rancangan Peraturan Menteri
Komdigi terkait
Pengembangan Kemitraan
Komunikasi Strategis
Kebijakan terkait pranata
humas

Pengembangan kelembagaan
kehumasan pemerintah
(K/L/D dan BUMN)*
Pengembangan kemitraan
komunikasi strategis*
Pembinaan Jabatan
Fungsional Bidang Komunikasi

Dit. EM

Penyiaran

Output

Rekomendasi kebijakan terkait
pengembangan ekosistem media*
Rekomendasi Kebijakan Indikator
Kredibilitas Media

NSPK pengelolaan relasi media
Pengelolaan relasi media*

Kajian Indikator Partisipasi Publik
dalam Membangun Kredibilitas
Media

Pengelolaan keterlibatan publik
melalui media

Pengelolaan kerja sama media
massa*

Pengelolaan kanal redaksi nasional
Pembinaan Jabatan Fungsional
Bidang Penyiaran

Pengelolaan penerbitan izin dan
rekomendasi kegiatan jurnalistik
media asing

4
4
]
o
c
S
=

Output Output

Layanan Pemanfaatan 1
Informasi Media Cetak dan

Koleksi Benda Bersejarah

Bagi Masyarakat

Layanan Informasi
Benda-benda Bersejarah di
Bidang Komunikasi dan
Informasi

Dit. IP

Output

1 Rancangan Revisi UU
Nomor 14 Tahun 2008*
2. Bimbingan teknis PPID
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vii. Pohon Kinerja BPSDM (1 of 3)

Kinerja Strategis $S4. Mengakselerasi Kualitas dan Produktivitas Masyarakat

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Nasional/Ultimate

1
Outcome 2. Indeks TDN Pilar Masyarakat*
3. Peningkatan Tenaga Kerja Sektor TIK (kumulatif)*
Lvo 4. Tingkat ASN yang Memiliki Kompetensi Digital
Kinerja ®
Strategis Sub K
Sektor/Interm i SP8. Akselerasi Pengembangan Kompetensi Digital SDM sesuai Kebutuhan Industri Ke Depan
ediate 3
Outcome &
Lv1

1. Nilai IMDI pada Pilar Pekerjaan
2. Persentase Peningkatan Tenaga Kerja dengan Keterampilan Digital

1 1
K2. Meningkatnya pemanfaatan data SK1. Mewujudkan transformasi

T 1
Kinerja Strategis SK1. Meningkatnya kualitas SK2. Meningkatnya ® SKI1.Meningkatnya r'elgvansi ® S| " U= : X o
Sub - dan kuantitas SDM digital - SDM vokasi yang E§ standar kompetensi bidang £ SDM digital dalam perencanaan z pendidikan tinggi komdigi yang selaras
Sektor/Kinerja % % bertalenta digital 5 komdigi dengan industri i kebijakan SDM digital nasional % dengan kebutuhan pasar kerja
Taktikal/Interme 9 1. Persentase peserta pelatihan digital a 3 a . 1. Persentase masa tunggu lulusan yang bekerja
diate Outcome "E) yang terserap di lapangan pekerjaan :E; 1. Persentase peserta IR Persentase_pemanfaatan star_'ndar £ 1. Tingkat kepuasan Ppengguna terhadap atau studi lanjut dalam waktu 6 bulan setelah
s dalam kurun waktu 1tahun 8 pelatihan yang lulus g kompetensi dan p_eta olfupasl untuk 8 Iayangn data dan informasi SDM wisuda
w 2. Persentase penerimaan beasiswa S2 dan w sertifikasi SKKNI o mendukung pelatihan bidang 2 komdigi 2. Persentase peserta sertifikasi bidang komdigi
2 3 $3 bidang komdigi yang mengalami 3 i komdigi ﬁ yang bertalenta digital
é peningkatan karir dan produktivitas kerja é g g 3. Persentase penelitian yang dipublikasikan
3. Persentase peserta pelatihan SDM § ‘g dalam jurnal ilmiah terakreditasi
bidang komdigi yang bertalenta digital = &= 4. Persentase pengabdian kepada masyarakat
4. Jumlah peserta pelatihan peningkatan (PKM) yang menghasilkan inovasi dan
kapasitas SDM bidang kominfo yang melibatkan mahasiswa
bertalenta dirital* |- 1
Output Output ® Output ® Output Output
Kinerja - = E E H
OPeraSional I;fn 1. Pemberdayaan talenta Z‘E‘o 1. Pelatihan berbasis SKKNI ; 1. Rancangan SKKNI/KKNI ; 1. OM sistem informasi pengembangan % 1. Pelatihan bidang komdigi*
2 digital* g bidang komdigi* a bidang komunikasi dan 2 SDM digital 2. Peralatan dan fasilitas pengembangan
LvV3 :E) 2. Pelatihan talenta digital* § 2. Pelatihan bidang £ ) 'c:iigitalk | £ 2 Pengkembangar;modulsséshtde;n infolrmasi ll:epedndidikan perguruan tinggi bidang
® 3. Beasiswa S2/S3 bidan, o komunikasi dan B eta okupasi nasiona k3 untuk pengembangan igital omdigi
En komdigi* d g E’ informatika* g bidang komunikasi dan E nasional 3. Peningkatan karir dosen
5 4. Digital Talent Scholarship* a o digital w 3. Layanan data dan informasi SDM digital 4. Akreditasi program studi pada perguruan
2 5. Digital Talent Pool 4 H § 4. DataIndeks Masyarakat Digital Indonesia tinggi Kementerian Komdigi
4 4 5. Penelitian dan inovasi bidang komdigi
(5 5 6. Pengabdian masyarakat bidang komdigi
7. Kerjasama kampus dengan industri

digital

Keterangan
* Amanat RPJMN n



vii. Pohon Kinerja BPSDM (2 of 3)

Kinerja Strategis $S4. Mengakselerasi Kualitas dan Produktivitas Masyarakat

Nasional/Ultimate Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Outcome

Kinerja
Strategis Sub
Sektor/Interm
ediate
Outcome

L1

Kinerja Strategis
Sub
Sektor/Kinerja
Taktikal/Interme
diate Outcome

Lv2

Kinerja
Operasional

Lv3

Keterangan
* Amanat RPJMN

BPSDM Komdigi

Pusbang Aparatur Komdigi
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Indeks TDN Pilar Masyarakat*

Peningkatan Tenaga Kerja Sektor TIK (kumulatif)*
Tingkat ASN yang Memiliki Kompetensi Digital

<

KOMDIGI

SP9. Mempercepat Akselerasi Kompetensi SDM Aparatur dan Kepemimpinan

Digital

1. Persentase Dampak Pengembangan Kompetensi Digital ASN bagi Organisasi

2. Persentase Dampak Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Digital ASN bagi Organisasi

I
SK1. Meningkatnya
kompetensi aparatur di era
digital

1.

Persentase peserta aparatur yang
dinyatakan lulus pelatihan jabatan
fungsional bidang komdigi
Persentase peserta pelatihan SDM
aparatur bidang komdigi yang
bertalenta digital

Pelatihan aparatur digital*
Kebijakan dan modul
pelatihan aparatur digital
Pelatihan jabatan fungsional
bidang komdigi

Pusbang Aparatur Komdigi

SK2. Meningkatnya
keterampilan aparatur
Kemkomdigi di era digital
1. Persentase peserta
pelatihan ASN
Kemkomdigi yang lulus
pelatihan

2. Persentase

penyelenggaraan diklat
sesuai HCDP

Output

1. Layanan pendidikan
dan pelatihan

Pusbang Aparatur Komdigi

SK3. Meningkatnya kualitas
kepemimpinan SDM aparatur

1. Persentase peserta pelatihan

kepemimpinan aparatur digital yang

menmiliki kompetensi digital

Output

1. Pelatihan
kepemimpinan nasional
bidang digital®

BPSDM Komdigi

Pusbang Literasi Digital

Pusbang Literasi Digital

SP10. Meningkatnya keterampilan Digital Dasar dan Literasi Digital Masyarakat untuk
Produktivitas

1
2.

Nilai IMDI pada Pilar Literasi Digital

Proporsi Remaja dan Dewasa Usia 15-59 Tahun dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK)*

SK1. Meningkatnya keterampilan digital dasar dan literasi digital masyarakat untuk

Persentase peserta pelatihan keterampilan dasar yang mengalami peningkatan keterampilan digital

produktivitas

1. Indeks Literasi Digital*

2.

3. Tingkat pemahaman literasi digital pada anak

4. Tingkat pemahaman literasi digital pada kelompok rentan

GOhON o

Fasilitasi literasi digital*

Pelatihan literasi digital*

Pelatihan keterampilan digital dasar*
Fasilitasi literasi digital untuk anak

Output

Fasilitasi literasi digital untuk kelompok rentan
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vii. Pohon Kinerja BPSDM (3 of 3) KombIa!

Kinerja Strategis . . q
Nasional/Ultimate S$S7. Meningkatnya kualitas publik Kemenk
Outcome - .
1. Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Kemenkomdigi

2. Persentase Capaian Realisasi Penerimaan PNBP Kemenkomdigi

Lvo

Kinerja
Strategis Sub
Sektor/
Intermediate
Outcome

SP11. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang SDM Digital

BPSDM Komdigi

1. Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Bidang Talenta Digital

L1

Kinerja Strategis

Sub o 2
Sektor/Kinerja £ %
Taktikal/ ’;
Intermediate 8
Outcome 8 1 Persentase realisasi target PNBP Pusbang Aparatur Komdigi 1. Persentase realisasi target PNBP perguruan tinggi bidang komdigi
< . N
w 2. Persentase realisasi target PNBP BPPTIK
§
Lv2 K]
&
3
Kinerja g =
. ) £
Operasional EE 1. Pelatihan aparatur digital skema pembiayaan PNBP ? 1. Peserta didik perguruan tinggi bidang komdigi
@ X
Lv 3l g

Keterangan n

* Amanat RPJMN



viii. Pohon Kinerja Sekretariat Jenderal (1 of 3)

Kinerja Strategis

Nasional/Ultimate

Outcome

Kinerja
Strategis Sub
Sektor/Interm
ediate
Outcome
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KOMDIGI

dkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resi

1. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkomdigi

2. Indeks Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan

3. Tingkat Dampak Kerja Sama Internasional terhadap Kolaborasi Pemangku
Kebijakan Digital

SETJEN

1. Persentase Implementasi RB di Sekretariat Jenderal Berdasarkan Renaksi RB General
2. Nilai Indeks Persepsi Publik terhadap Program Kementerian Komdigi
3. Indeks Kepuasan Pegawai terhadap layanan dukungan manajemen

SK1. Meningkatnya kualitas SK1. Meningkatnya kualitas

" . . . . i i @ )
Kinerja Strategis % SK1. Meningkatnya Kualitas % S Menmgkatny‘a ku‘ahtas £ harmonisasi regulasi, layanan S pengelolaan informasi terkait s ska2. Meningkatnya Citra Positif
Sub 2 SDMKomdigi yang Berakhlak 2 1ata Kelola Organisasi & i 2 i igi 2 m

L. <} glyang € Komdigi yang tepat fungsi ¢  hukum, dan bantuan hukum di Z Kementerian Komdigi & Terhadap Program/Kebijakan
Sektor/Kinerja Lingkungan Kementerian Komdigi = ®  Kementerian Komdigi
T?kt'kalllnterme 1. Persentase (%) kebutuhan SDM ) .
diate Outcome Kementerian Komdigi yang b [RereenEE Ramesetn I 3indeksReformasilkiUkTm

terpenuhi berdasarkan kriteria R_esFruktunsej\sl Organisasi 2. Persentase (%) pemenangan kasus 1. Nilai Pemeringkatan PPID Komdigi oleh 1 Nilai Indeks Persepsi Publik terhadap
LV 2 kompetensi 2. Nilai Evaluasi Kelembagaan hukum di lingkungan KemenKomdigi Komisi Informasi Pusat (KIP) Program Kementerian Komdigi
2. Indeks Profesionalitas ASN 3. Indeks Pelayanan Publik untuk tahun berjalan 2. Nilai Indeks Pelayanan Publik PPID 2. Persentase (%) Pemberitaan Negatif
Kementerian Komdigi (PNS&PPPK) Kementerian Komd{g (Penilaian 3. Persentase (%) penyelesaian peraturan 3. Tingkat tindak lanjut pengaduan terhadap Kementerian Komdigi pada
3. Indeks Sistem Merit Kementerian N!enpan dan{ Ma_ndm) . perundang-undangan yang selesai masyarakat (LAPOR) yang sudah Media Massa
Komdigi 4. Tingkat Realisasi Rgncana A}<§I RB tepat waktu dan sesuai rencana diselesaikan
4. Indeks BerAKHLAK Kementerian General Kementerian Komdigi Persentase (%) penyelesaian peraturan 4. Persentase jangkauan masyarakat yang
Komdigi (Kementerian dan Setjen) perundang-undangan yang selesai mengakses Informasi dari Saluran
5. Indeks Kepuasan Pegawai terhadap tepat waktu dan sesuai rencana Komunikasi Kementerian Komdigi
Layanan Manajemen ASN 5. Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap
Layanan Biro Hukum
Kinerja ° Output ° Output Output @ Output @ Output
Operasional z z z § §
§ 1. Layanan Manajemen SDM § 1. Layanan Organisasi dan Tata g 1 Layanan Hukum 3 1 Layanan Hubungan 3 Diseminasi Rebranding
Lv3 2. Pengembangan Kompetensi Kelola Internal 2. Layanan Bantuan Hukum = Masyarakat dan Informasi = Kementerian Komdigi untuk
SDM Komdigi Bidang Digital 2. Dokumen Usulan Evaluasi RB dan Akselerasi Transformasi Digital
Pelayanan Publik
3. Rancangan Peraturan tentang JF
Binaan Komdigi
4. Rancangan Regulasi Tentang
Manajemen Jabatan
5. Rancangan Peraturan Tentang
Kelembagaan Kementerian
Komdigi dalam Kerangka
Transformasi Digital
Keterangan

* Amanat RPJMN
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viii. Pohon Kinerja Sekretariat Jenderal (2 of 3)

Kinerja Strategis $S9. Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resilien

Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkomdigi

Nasional/Ultimate

1
Outcome 2. Indeks Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan
3. Tingkat Dampak Kerja Sama Internasional terhadap Kolaborasi Pemangku
Lvo Kebijakan Digital
Kinerja . o . . . . ) A
Strategis Sub SP1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional
z
Sektor/Interm 3
. o
ediate @ 1. Persentase Implementasi RB di Sekretariat Jenderal Berdasarkan Renaksi RB General
Outcome 2. Nilai Indeks Persepsi Publik terhadap Program Kementerian Komdigi
8. Indeks Kepuasan Pegawai terhadap layanan dukungan manajemen
w1 |
f SK1. Meningkatnya Kualitas " —
g SK1.Mewujudkan layanan keuangan yang SK2. Meningkatnya kualitas 5 = g A Y tabillt SK1. Terwujudnya layanan digital . " .
Kineria § . 5 akuntabel, BMN yang tertib dan sesuai 2 tata kelola layanan Umum z senseio aanEkuntabiitas z dan data yang terpadu di g SKI. Mewujudkan kebijakan strategis
inerja Strategis ] T e i T —— ] Y 8 Kinerja di Lingkungan o . s & bidang digital dan komunikasi yang
Sub g P P g & ¥ Kementerian Komdigi ineRunespKomaie: 2 harmonis dan berdampak
3
Sektor/Kinerja I .
Taktikal/Interme 1. Nilai Kinerja Anggaran Kemenkomdigi 1 EoREREE -
N 2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi . Indeks Kualitas Pengelolaan TR - N . : .
diate Outcome Pengguna Anggaran (UAPA) Kementerian Komdigi Pengadaan Barang dan Jasa - et ol (e b elehe SIFELS Wil [ Cememichian 1. Indeks Kualitas Kebijakan
A NHE inere A el JeneEEl Kemkomdigi Kemenkomdigi dan Setjen Komdigi (2025) Indeks Pemerintah 2. Persentase Produk Strategi Kebijakan yang
3 LY ) 88 03-Indeks Perencanaan Digital Kemkomdigi (2026-2029) iti juti
g g Ditindaklanjuti
Lv2 4. Nilai Indeks Pengelolaan Aset 2. Persentase Penetapan Status Rainls N X 8 i aklanju .
5. Persentase (%) batas tertinggi temuan realisasi Penggunaan BMN di Kem all;\gur:n_ asiona 2. Tingkat Capaian Pembangunan dan 3. Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan
anggaran SETJEN berdasarkan hasil pengawasan BPK Lingkungan Sekretariat T?mlfnt I?/Imt |g|t (HemElmLeE I ey Ml terhadap layanan PUSAKA
6. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Jenderal P;nng ealen @ :rr;::Sistem 3 hl_r;g_klur;gin iekretanat Jinderal
Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan pada di Setjen 3. Persentase (%) Tindak Lanjut Penyendgligan [ - S'It?I rl‘( eks kema;_ar_\gan eamanan
7. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil atas Permohonan (SPI%’) e ey e [23lF L eITe
Pemeriksaan BPK Tahun sebelumnya di Setjen pemeliharaan/perbaikan ') Kementerian Komdigi dan 4. Persentase (%) rata-rata pemenuhan
8. Indeks k i terhad s 1 " sarana dan prasarana Setjen SLA EEmER WIS EN g mgEr
. Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan P . Persentase kerjasama yan; e (e
keuangan 4. Indeks Kepuasan Pegawai clifie EdEmii g 5. Tingkat K gP I
9. Nilai Kualitas Pelaporan Keungan Unit Akuntansi terhadap Layanan Biro umum ) . Sltn%' at_tk Sen;:;\tanlg(apn _Llen_ye zng_garaan
Pembantu Pengguna Anggaran Eselon (UAPPA-ET) 5. Nilai Pengawasan Kearsipan di | at (3l 5 & s_ra Ste:'l i_':?B:S";
10.  Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Tingkat Kementerian 6 _R:‘ akr;stllnfg:o":abﬁit:sl layanan
Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat - ng per va
Jenderal Sistem Informasi dan Data di
lingkungan Kementerian
= Output Output
H : 2 Output Output 5 Output
Kinerja 2 3 3 = x
. ¥ 1 Layanan BMN & o 1 Pengukuran Indeks @3 . < . L
Operasional 2 5 oanbemiomen tovgen 1 Layanon U 27 rmama bt £ 1 Lovsnaniemdsisnar
EL e enanlaerian olan g tayanan ﬁarana IntTrrtml | P E(TD-N)S (Liriies Gl c 2. Kebijakan Tata Kelola SPBE Digital
L3 - -8vanan Frasarana Intermna : S'erja _aF:na n a; e .orta h an Kominfo Rekomendasi Harmonisasi dan Penguatan
PlLll'\seartgldaLo[g)r:erl\:\ahemerln a 3. Pengelolaan dan Pemeliharaan Strategi Kebijakan Transformasi Bidang
3. Layanan Perencanaan dan 4 Earana TI; ta dan Inf N e EEIEEm eI
Penganggaran . Layanan Data dan Informasi
4. Layanan Pemantauan dan
Evaluasi
5. Layanan Manajemen Risiko
Keterangan dan Kepatuhan Internal

* Amanat RPJMN



viii. Pohon Kinerja Sekretariat Jenderal (3 of 3)

Kinerja Strategis
Nasional/Ultimate
Outcome

Kinerja
Strategis Sub
Sektor/Interm
ediate
Outcome

Kinerja Strategis
Sub
Sektor/Kinerja
Taktikal/Interme
diate Outcome

Lv2

Kinerja
Operasional

Lv3

Keterangan
* Amanat RPJMN

SETJEN

Set.KIP

Set.KIP
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1. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkomdigi
2. Indeks Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan
3. Tingkat Dampak Kerja Sama Internasional terhadap Kolaborasi Pemangku

Kebijakan Digital

dkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resi

<

KOMDIGI

SP1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Komdigi untuk mendukung
transformasi digital nasional

1. Persentase Implementasi RB di Sekretariat Jenderal Berdasarkan Renaksi RB General

2. Nilai Indeks Persepsi Publik terhadap Program Kementerian Komdigi
8. Indeks Kepuasan Pegawai terhadap layanan dukungan manajemen

SK3. Meningkatnya kualitas tata kelola
Sekretariat Komisi Informasi Pusat
yang efektif dan efisien

Nilai Kinerja Anggaran KIP

2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
(UAKPA) Set KIP

3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan
Hasil Pemeriksaan BPK  di Set. KIP

4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun
Berjalan di Set. KIP

5. Persentase (%) Penyelesaian Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun
Sebelumnya di Set. KIP

6. Indeks kepuasan layanan dukungan

manajemen Set. KIP

Output

Layanan Perkantoran

Layanan Umum Komisi Informasi Pusat
Layanan Hubungan Masyarakat dan
Informasi Sekretariat Kl Pusat

Layanan Sarana Internal KI Pusat
Layanan Perencanaan dan Penganggaran
Kl Pusat

Layanan Pemantauan dan Evaluasi K|
Pusat

[
3
°
*

Set. KPI

SETJEN

SP2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi
pengelolaan birokrasi di Komdigi untuk
mendukung transformasi digital nasional

1. Tingkat Efektivitas Kerja Sama Internasional

Kemenkomdigi

SK4. Meningkatnya kualitas tata
kelola Sekretariat Komisi Penyiaran
Indonesia yang efektif dan efisien

Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat
KPI Pusat

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran (UAKPA) Set. KPI Pusat
Persentase (%) Batas Tertinggi
Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di
Set. KPI Pusat

Persentase (%) Penyelesaian Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada
Tahun Sebelumnya di Set. KPI Pusat
Persentase (%) Penyelesaian Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada
Tahun Berjalan di Set. KPI

Indeks Kepuasan Layanan Dukungan
Manajemen Set. KPI

Output

Layanan Perkantoran

Layanan BMN KPI Pusat

Layanan Sarana Internal KPI Pusat
Layanan Manajemen SDM KPI Pusat
Layanan Pendidikan dan Pelatihan KPI
Pusat

Layanan Perencanaan dan Penganggaran
KPI Pusat

Layanan Manajemen Keuangan KPI Pusat
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan KPI
Pusat

Set. Dewan Pers

Set. Dewan Pers

OORWN

E =0

SK5. Meningkatnya kualitas
tata kelola Sekretariat Dewan
Pers yang efektif dan efisien

Nilai Kinerja Anggaran Set DP
Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran (UAKPA) Set. DP
Persentase (%) Batas Tertinggi
Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di
Set. DP

Persentase (%) Penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
BPK pada Tahun Berjalan di Set. DP
Persentase (%) Penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
BPK pada Tahun Sebelumnya di
Set. DP

Indeks Kepuasan Layanan
Dukungan Sekretariat Dewan Pers

Output

Layanan Perkantoran

Layanan Umum DP

Layanan BMN Set. DP

Layanan Sarana Internal DP
Layanan Prasarana Internal DP
Layanan Perencanaan dan
Penganggaran DP

Layanan Pemantauan dan Evaluasi DP

Layanan Manajemen Keuangan DP

PUSKI

PUSKI

SK1. Meningkatnya kualitas
layanan kerjasama
internasional yang efektif

Indeks Kepuasan Pemangku
kepentingan terhadap layanan
Pusat Kelembagaan Internasional

Output

Layanan Dukungan
Penyelenggaraan Sidang
Internasional

PUSKI

PUSKI

SK2. 02-Terwujudnya tata kelola kerja sama
internasional yang berkesinambungan dan
mendukung sasaran strategis Komdigi

Persentase Pelaksanaan Sidang, Negosiasi,
Advokasi, dan Diplomasi yang berhasil
mengakomodasi kepentingan Indonesia
Persentase Naskah Perjanjian Kerja Sama dan
Dokumen Kerja Sama Internasional yang

diimplementasikan

Persentase Capaian Kemenkomdigi dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Kerjasama

Internasional

Tingkat posisi kepemimpinan Indonesia pada
forum internasional yang diprioritaskan

Output

1. Pertemuan Kelembagaan Internasional



ix. Pohon Kinerja Sekretariat Kuasi Publik

Kinerja Strategis
Nasional/Ultimate
Outcome

Lvo

Kinerja Strategis Sub
Sektor/Intermediate
Outcome

Lv1

1
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S$S8. Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik

Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik*

SP3. Meningkatnya kualitas pengelolaan media dalam ekosistem informasi

Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan kuasi mendukung ekosistem informasi

Kinerja Strategis Sub
Sektor/Kinerja
Taktikal/Intermediate
Outcome

2

Kinerja
Operasional

Lv3

Keterangan
* Amanat RPJMN

EaN T

No o

SK: M

perkuat impler

tasi Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik

Indeks Keterbukaan Informasi Publik*

Persentase akses dan diseminasi informasi publik kepada
masyarakat*

Persentase partisipasi publik dalam proses pengambilan
kebijakan publik*

Persentase badan publik dalam tata kelola Informasi publik
yang baik*

Persentase jaminan hukum atas akses Informasi publik*
Persentase kepatuhan badan publik dalam menjalankan UU
KIP*

Output

Rekomendasi Hasil Survey Indeks Keterbukaan Informasi
Publik*

Sengketa Informasi Publik yang diselesaikan*

Badan Publik Pemerintah yang Informatif*

Rekomendasi atas Rancangan Revisi UU 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik*

Sistem Informasi Terintegrasi Komisi Informasi

Fasilitasi Pembentukan KI Provinsi Baru

Pengawasan Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi
Publik pada Tahapan Pemilihan Umum

HPON

(2R

»w =

©®uo o

SK: Terwujudnya Kemerdekaan Pers Nasional

Indeks Kemerdekaan Pers*

Persentase penurunan kejadian intervensi dan kekerasan pers*
Persentase independensi pers dari kelompok kepentingan yang kuat*
Persentase jumlah perusahaan pers dan media massa yang memiliki
tata kelola baik*

Persentase peningkatan kepatuhan terhadap etika pers*

Persentase peningkatan akses pers dan media bagi kelompok
rentan*

Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang
Jurnalistik dan Pers*

Output

Rekomendasi Hasil Survey Indeks Kemerdekaan Pers*
Rekomendasi terkait Tanggung Jawab Perusahaan Platform
Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas*
Perusahaan Pers yang diverifikasi*

Perusahaan Pers yang Mengikuti Pendampingan
Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Perusahaan Pers*
Wartawan Peserta Fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan*
Layanan Pengaduan Masyarakat atas Kasus Pers*
Layanan Ahli Pers*

Wartawan Peserta Pelatihan Jurnalistik*

Layanan Pengembangan Pers dan Kerjasama Dewan Pers
dengan Masyarakat Pers

(&)

DA ON -

~o

SK: Meningkatnya Kualitas Penyiaran Indonesia

Kualitas siaran televisi yang memenuhi standar berlaku*
Persentase (%) Pengaduan Masyarakat terhadap Konten
Siaran TV dan Radio yang Terselesaikan

Jumlah Lembaga Penyiaran yang Diawasi

Jumlah Rekomendasi Kebijakan

Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan SDM Bidang
Penyiaran

Output

Layanan Informasi KPI Pusat

Diseminasi Penyiaran

Rekomendasi Hasil Pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia*
Rekomendasi Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran*
Layanan Pengaduan Masyarakat terhadap Konten Siaran TV
dan Radio*

Lembaga Penyiaran TV dan Radio yang diawasi*

Pelatihan SDM Bidang Penyiaran*
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x. Pohon Kinerja Inspektorat Jenderal

Kinerja Strategis . . . . o
Nasional/Ultimate $S9. Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resilien
Outcome

LV O 1. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkomdigi
2. Indeks Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan
3. Tingkat Dampak Kerja Sama Internasional terhadap Kolaborasi Pemangku Kebijakan Digital

SP1 - Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional

Kinerja Strategis Sub
Sektor/Intermediate
Outcome

Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Kementerian Komdigi

1
2. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Kementerian Komdigi
Lv1 3. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Kementerian Komdigi
4. Nilai Penguatan Pengawasan Kementerian Komdigi
5. Persentase Implementasi RB di Inspektorat Jenderal Berdasarkan Renaksi RB General
< jr
Ee e 2
= = ° =
©
&z @ &
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal 1 Elerie?tasleé%) Pengemli(angantdaln Im}<plez|§ptasi
N . ; . . . i - igitalisasi Pengawasan Kementerian Komdigi
P : 1. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Seluruh Unit Kerja 2. Nilai Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal e g e
Kinerja S?rat?gls Sub 2. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di 3. Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal 2 N e R EEEm e ETEEm el
Sektor/Klnerja Seluruh Unit Kerja 4. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon |
Taktikal/Intermediate 3. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Sebelumnya (UAPPA-E1) Inspektorat Jenderal .
Outcome di Seluruh Unit Kerja 5. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)
4. Persentase Implementasi RB di Seluruh Unit Kerja Berdasarkan Renaksi RB Tematik Inspektorat Jenderal L . . :
5. Nilai Maturitas SPIP Seluruh Unit Kerja 6. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Inspektorat Jenderal
L2 6. Nilai Akuntabilitas Kinerja Seluruh Unit Kerja 7. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Inspektorat
7. Nilai Kualitas Layanan Pengawasan Internal Inspektorat |, Il, Ill, [V Jenderal

8. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di
Inspektorat Jenderal

9. Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal

10. Level Kapabilitas APIP Kementerian Komdigi

Output
Kinerja
Operasional 1. Layanan Audit Internal Bidang Pengelolaan Infrastruktur Digital dan Bidang
Pembangunan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi
Lv3 2. Layanan Audit Internal Bidang Penyelenggaraan Ekosistem Digital, Bidang Pengawasan
Ruang Digital, dan Bidang Pengawasan Intern
3. Layanan Audit Internal Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik dan Media serta Bidang
Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital
4. Layanan Audit Internal Bidang Penatakelolaan Teknologi Pemerintah Digital serta
Bidang Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi

Layanan Sarana Internal Layanan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Pengawasan

Layanan Pemantauan dan Evaluasi 2. Layanan Data dan Informasi

Layanan Manajemen SDM

Layanan Manajemen Keuangan

Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

Layanan Umum

Layanan Perkantoran

Keterangan
* Amanat RPJMN n

ONOO A ON
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xi. Pohon Kinerja Sekretariat Unit Kerja (10f 4)

Kinerja Strategis
Nasional/Ultimate
Outcome 1 Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkomdigi

2. Indeks Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan
Tingkat Dampak Kerja Sama Internasional terhadap Kolaborasi Pemangku Kebijakan Digital

S$S9. Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen a

&
z
Kinerja 3 SP1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional
Strategis Sub &
Sektor/ P— -~ " ;
Intermediate 1. Persentase Implementas! RB d! Di jen Infralstruktur‘Dllgmal Berdasarkan Rena}(sl RB Tem.atlk
2. Persentase Implementasi RB di Ditjen Ekosistem Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik
Outcome 3. Persentase Implementasi RB di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik
4. Persentase Implementasi RB di Ditjen Pengawasan Ruang Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik
V1 5. Persentase Implementasi RB di Ditjen Komunikasi Publik dan Media Berdasarkan Renaksi RB Tematik
6. Persentase Implementasi RB di BPSDM Komdigi Berdasarkan Renaksi RB Tematik
7. Persentase Implementasi RB di BAKTI Berdasarkan Renaksi RB Tematik

Kinerja Strategis

* Amanat RPJMN

Sub % SK1. Meningkatnya kualitas tata kelola Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang efektif dan @ SK1. Meningkatnya kualitas tata kelola Direktorat Jenderal Ekosistem Digital yang efektif dan
Sektor/Kinerja g Ef=lay 2 cligem
Taktikal/ 3
Intermediate 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Infrastruktur Digital 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Ekosistem Digital
Outcome 2. Nilai Maturitas SPIP Ditjen Infrastruktur Digital 2. Nilai Maturitas SPIP Ditjen Ekosistem Digital
3. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital 3. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Ekosistem Digital
V2 4. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon | (UAPPA-ET) Ditjen Infrastruktur Digital 4. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon | (UAPPA-ET) Ditjen Ekosistem Digital
5. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Ditjen Infrastruktur Digital 5. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Ditjen Ekosistem Digital
6. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Infrastruktur Digital 6. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Ekosistem Digital
7. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Ditjen Infrastruktur Digital 7. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Ditjen Ekosistem Digital
8. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Ditjen Infrastruktur Digital 8. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Ditjen Ekosistem Digital
9. Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Infrastruktur Digital 9. Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Ekosistem Digital
Kinerja % Output @ Output
Operasional § 1. Infrastruktur dan Internet Perkantoran 3 1. Layanan Sarana Internal
@ 2. Layanan Sarana Internal a 2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
3. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
4. Layanan Pemantauan dan Evaluasi 4. Layanan Manajemen SDM
5. Layanan Manajemen SDM 5. Layanan Manajemen Keuangan
6. Layanan Manajemen Keuangan 6. Layanan Hukum
7. Layanan BMN 7. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
8. Layanan Hukum 8. Layanan Umum
9. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 9. Layanan Data dan Informasi
10. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 10. Layanan Perkantoran
1. Layanan Umum
12.  Layanan Data dan Informasi
13. Layanan Perkantoran
14. Layanan Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko
Keterangan



xi. Pohon Kinerja Sekretariat Unit Kerja (2 of 4)

Kinerja Strategis

Nasional/Ultimate

Outcome

Kinerja
Strategis Sub
Sektor/
Intermediate
Outcome

L1

Kinerja Strategis
Sub
Sektor/Kinerja
Taktikal/
Intermediate
Outcome

Lv2

Kinerja
Operasional

Keterangan
* Amanat RPJMN

Set. Unit

S$S9. Mewujudkan Transforma
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Internal Manajemen a

Setdit. TPD

Setdit. TPD

1 Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkomdigi
2. Indeks Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan
3. Tingkat Dampak Kerja Sama Internasional terhadap Kolaborasi Pemangku Kebijakan Digital

SP1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional

Persentase Implementasi RB di Ditjen Infrastruktur Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik
Persentase Implementasi RB di Ditjen Ekosistem Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik

Persentase Implementasi RB di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik
Persentase Implementasi RB di Ditjen Pengawasan Ruang Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik
Persentase Implementasi RB di Ditjen Komunikasi Publik dan Media Berdasarkan Renaksi RB Tematik
Persentase Implementasi RB di BPSDM Komdigi Berdasarkan Renaksi RB Tematik

Persentase Implementasi RB di BAKTI Berdasarkan Renaksi RB Tematik

NOO A WON

SK1. Meningkatnya kualitas tata kelola Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital yang
efektif dan efisien

Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Teknologi Pemerintah Digital
Nilai Maturitas SPIP Ditjen Teknologi Pemerintah Digital
Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Teknologi Pemerintah Digital

BON

Digital

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Ditjen Teknologi Pemerintah Digital
Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital

Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital

©ONOO

Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Teknologi Pemerintah Digital

Output

1. Layanan BMN

2. Layanan Hukum

3. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
4. Layanan Umum

5. Layanan Perkantoran
6. Layanan Sarana Internal

7. Layanan Prasarana Internal

8. Layanan Manajemen SDM

9. Layanan Perencanaan dan Penganggaran

10. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

1. Layanan Manajemen Keuangan

12.  Layanan Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon | (UAPPA-E1) Ditjen Teknologi Pemerintah

Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital

Setdit. PRD

Setdit. PRD

SK1. Meningkatnya kualitas tata kelola Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital yang
efektif dan efisien

Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Pengawasan Ruang Digital
Nilai Maturitas SPIP Ditjen Pengawasan Ruang Digital
Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Pengawasan Ruang Digital

AWM

Digital

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Ditjen Pengawasan Ruang Digital
Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Pengawasan Ruang Digital

Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Ditjen Pengawasan Ruang Digital
Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Ditjen Pengawasan Ruang Digital
Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Pengawasan Ruang Digital

©O N O

1. Layanan Sarana Internal

2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

4. Layanan Manajemen SDM

5. Layanan Manajemen Keuangan

6. Layanan BMN

7. Layanan Hukum

8. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
9. Layanan Umum

10. Layanan Data dan Informasi

1. Layanan Prasarana Internal

12.  Layanan Manajemen Kinerja

13. Layanan Perkantoran

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon | (UAPPA-ET) Ditjen Pengawasan Ruang



xi. Pohon Kinerja Sekretariat Unit Kerja (3 of 4)

Kinerja Strategis

Nasional/Ultimate

Outcome

Kinerja
Strategis Sub
Sektor/
Intermediate
Outcome

L1

Kinerja Strategis
Sub
Sektor/Kinerja
Taktikal/
Intermediate
Outcome

Lv2

Kinerja
Operasional

Keterangan
* Amanat RPJMN

Set. Unit
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Internal Manajemen a
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Set. BPSDM

Set. BPSDM

NOO A WON

Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkomdigi
Indeks Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan
Tingkat Dampak Kerja Sama Internasional terhadap Kolaborasi Pemangku Kebijakan Digital

SP1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional

Persentase Implementasi RB di Ditjen Infrastruktur Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik
Persentase Implementasi RB di Ditjen Ekosistem Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik

Persentase Implementasi RB di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik
Persentase Implementasi RB di Ditjen Pengawasan Ruang Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik
Persentase Implementasi RB di Ditjen Komunikasi Publik dan Media Berdasarkan Renaksi RB Tematik
Persentase Implementasi RB di BPSDM Komdigi Berdasarkan Renaksi RB Tematik

Persentase Implementasi RB di BAKTI Berdasarkan Renaksi RB Tematik

SK1. Meningkatnya kualitas tata kelola BPSDM Komdigi yang efektif dan efisien

SRR N R IR

Nilai Akuntabilitas Kinerja BPSDM Komdigi

Nilai Maturitas SPIP BPSDM Komdigi

Nilai Kinerja Anggaran BPSDM Komdigi

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon | (UAPPA-E1) BPSDM Komdigi
Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) BPSDM Komdigi

Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di BPSDM

Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di BPSDM Komdigi

Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di BPSDM Komdigi

Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen BPSDM Komdigi

Persentase (%) Fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan dan Kerjasama bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia Komunikasi dan Digital

Output

Kerjasama BPSDM Komdigi dengan Mitra
Layanan Sarana Internal

Layanan Perencanaan dan Penganggaran
Layanan Pemantauan dan Evaluasi
Layanan Manajemen SDM

Layanan Manajemen Keuangan

Layanan BMN

Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
Layanan Umum

Layanan Prasarana Internal

Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
Layanan Perkantoran

STMM

STMM

SK1. Meningkatnya kualitas tata kelola Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital yang

efektif dan efisien

1
7,
3.
4. Nilai Kinerja Anggaran STMM
5.
6.
1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
3. Layanan Manajemen SDM
4. Layanan Umum
5. Layanan Perkantoran

Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil BPK di STMM
Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di STMM pada
Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di STMM pada

Persentase (%) Pegawai/SDM Internal yang Difasilitasi Peningkatan Kompetensi di STMM
Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) STMM



xi. Pohon Kinerja Sekretariat Unit Kerja (4 of 4) -254- 'v'

KOMDIGI
Kinerja Strategis ) )
Nasional/Ultimate $S9. Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen
Outcome 1 Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkomdigi
2. Indeks Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan
LVO 3. Tingkat Dampak Kerja Sama Internasional terhadap Kolaborasi Pemangku Kebijakan Digital
o -

Kinerja . 21 SP1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional
Strategis Sub @
Sektor/ P—— - . -
Intermediate 1. Persentase Implementasi RB di Ditjen Infrastruktur Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik

2. Persentase Implementasi RB di Ditjen Ekosistem Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik
Outcome 3. Persentase Implementasi RB di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik

4. Persentase Implementasi RB di Ditjen Pengawasan Ruang Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik
LV1 5. Persentase Implementasi RB di Ditjen Komunikasi Publik dan Media Berdasarkan Renaksi RB Tematik

6. Persentase Implementasi RB di BPSDM Komdigi Berdasarkan Renaksi RB Tematik

7. Persentase Implementasi RB di BAKTI Berdasarkan Renaksi RB Tematik

3
S s 2
2:::"3 Strategis é SK1. Meningkatnya kualitas tata kelola Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media yang E; SK1. Meningkatnya kualitas tata kelola BAKTI yang efektif dan efisien
Sektor/Kinerja § efektif dan efisien ég
Taktikal/ & :
Intermediate 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Komunikasi Publik dan Media 1. Nilai Maturitas SPIP BAKTI
Outcome 2. Nilai Maturitas SPIP Ditjen Komunikasi Publik dan Media 2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon | (UAPPA-ET) BAKTI
3. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Komunikasi Publik dan Media 3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di BAKTI
v 2 4.  Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon | (UAPPA-ET) Ditjen Komunikasi Publik dan 4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di BAKTI
Media 5. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di BAKTI
5. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Ditjen Komunikasi Publik dan Media
6. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Komunikasi Publik dan Media
7. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Ditjen Komunikasi Publik dan Media
8. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Ditjen Komunikasi Publik dan Media
9. Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Komunikasi Publik dan Media
z Output é Output
z &gl
Kinerja 5 1. Layanan Sarana Internal SE 1. Layanan Kerjasama Kegiatan BAKTI
Operasional 8 2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran : 2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi a 3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
4. Layanan Manajemen SDM 4. Layanan Manajemen SDM
5. Layanan Manajemen Keuangan 5. Layanan BMN
6. Layanan Data dan Informasi 6. Layanan Hukum
7. Layanan BMN 7. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
Keterangan g Il:ayanan Eukum g tayanan xm;n’; I
*. . Layanan Umum . Layanan Audit Internal
- Amanat RPJMN 10. Layanan Perkantoran 10. Layanan Perkantoran

Layanan Manajemen Keuangan
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